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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Ketetapan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Mengabulkan 

Penarikan Kembali Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) 
 

KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 9/PUU-XX/2022 PERIHAL 
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG 

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG 
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 

TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
TAHUN 1945 

 
10 MARET 2022 

 
 

A. PENDAHULUAN 
Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022, pukul 14.52 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Nomor 16 Tahun 2004 
tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan 
Republik Indonesia) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 
9/PUU-XX/2022. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 9/PUU-
XX/2022, perwakilan DPR RI dihadiri oleh Kepala Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU Kejaksaan Republik Indonesia diajukan oleh 
Ricki Martin Sidauruk yang selanjutnya disebut sebaga Pemohon.  
 

C. PASAL/AYAT UU KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA YANG DIMOHONKAN 
PENGUJIAN 
Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengujikan Pasal 30 C huruf h yang 
berketentuan sebagai berikut: 
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Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945; 

b. Bahwa bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 
tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan Nomor 9/PUU-
XX/2022 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan: 
1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 

9.9/PUU/TAP.MK/Panel/01/2022 tentang Pembentukan Panel Hakim 
Untuk Memeriksa Perkara Nomor 9/PUUXX/2022, bertanggal 17 Januari 
2022; 

2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 
9.9/PUU/TAP.MK/HS/01/2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama 
untuk memeriksa Perkara Nomor 9/PUU-XX/2022, bertanggal 17 Januari 
2022; 

c. Bahwa pada 23 Februari 2022 Mahkamah melakukan Pemeriksaan 
Pendahuluan dengan agenda menerima Perbaikan Permohonan Pemohon. 
Dalam persidangan yang terbuka untuk umum tersebut, Pemohon tidak 
memperbaiki permohonan Pemohon. Pemohon juga menyatakan menarik 
kembali permohonan Pemohon, yaitu permohonan yang diajukan dan telah 
diterima Kepaniteraan berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon 
Nomor 5/PUU/PAN.MK/AP3/01/2022, yang telah diregistrasi sebagai Perkara 
Nomor 9/PUU-XX/2022, bertanggal 17 Januari 2022 [vide Risalah Sidang 
Perkara Nomor 9/PUU-XX/2022 tanggal 23 Februari 2022]; 

d. Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 
ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan 
sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan 
Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa penarikan kembali 
mengakibatkan Permohonan a quo tidak dapat diajukan kembali; 

e. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas, 
Rapat Permusyawaratan Hakim pada 24 Februari 2022 telah menetapkan 
bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 
9/PUU-XX/2022 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat 
mengajukan kembali permohonan a quo serta memerintahkan Panitera 
Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali 
permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik 
(e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon. 

 
 
 
 

 

 

 

Pasal 30 C huruf h 

Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan:  

a. menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial 
Kejaksaan ;  

b. turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran 
hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya 
keadilan;  

c. turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan 
saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;  

d. melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran 
pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;  

e. dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi 
tentang ada atau tidaloeya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau 
telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas 
permintaan instansi yang berwenang;  

f. menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau 
bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;  

g. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang 
pengganti;  

h. mengajukan peninjauan kembali; dan  
i. melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang 

mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan 
di bidang tindak pidana. 

 
D. BATU UJI 

Bahwa Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan Republik Indonesia dianggap Pemohon 
bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), 
Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan 
melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.  
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian Pasal 30C huruf h UU Kejaksaan Republik Indonesia 
dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan 
hukum sebagai berikut: 
a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah telah menerima permohonan bertanggal 9 

Januari 2022, yang diajukan oleh Ricky Martin Sidauruk, yang diterima 
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 11 Januari 2022 berdasarkan Akta 
Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 5/PUU/PAN.MK/AP3/01/ 2022, 
bertanggal 11 Januari 2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara 
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 17 Januari 2022 dengan Nomor 9/PUU-
XX/2022 mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Ketetapan Penarikan Kembali Perkara Pengujian Undang-Undang 

Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) 
 

KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 16/PUU-XX/2022 
PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  

TENTANG PEMILIHAN UMUM 
TERHADAP  

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 
 

29 MARET 2022 
 
 

A. PENDAHULUAN 
Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022, pukul 09.59 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Ketetapan dalam perkara 
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 
Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
(selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 16/PUU-
XX/2022. Dalam Sidang Pengucapan Ketetapan dalam Perkara Nomor 16/PUU-
XX/2022 perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal 
DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU Pemilu dalam perkara Nomor 16/PUU-
XX/2022 diajukan oleh Jaya Suprana yang dalam hal ini berprofesi sebagai 
Wiraswasta, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon. 
 
 

 

 

 

F. KETETAPAN: 
1.   Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 
2. Menyatakan Permohonan Nomor 9/PUU-XX/2022 mengenai Permohonan 

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) terhadap Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali; 

3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal 

penarikan kembali permohonan Nomor 9/PUU-XX/2022 dalam Buku 
Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan 
salinan berkas permohonan kepada Pemohon.  

 
G. PENUTUP 

Bahwa dengan Ketetapan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan penarikan 
kembali permohonan Pemohon, maka Pemohon tidak dapat mengajukan kembali 
permohonannya. 
 
 

 
  

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
BADAN KEAHLIAN 

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 
2022 
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3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal 

penarikan kembali permohonan Nomor 9/PUU-XX/2022 dalam Buku 
Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan 
salinan berkas permohonan kepada Pemohon.  

 
G. PENUTUP 

Bahwa dengan Ketetapan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan penarikan 
kembali permohonan Pemohon, maka Pemohon tidak dapat mengajukan kembali 
permohonannya. 
 
 

 
  

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
BADAN KEAHLIAN 

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 
2022 
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2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Konstitusi Nomor 16.3.16/ 
PUU/TAP.MK/HS/2/2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama Perkara 
Nomor 16/PUU-XX/2022, bertanggal 07 Februari 2022; 

c. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima surat dari Pemohon, bertanggal 
14 Maret 2022, perihal Permohonan Pencabutan Pengujian Pasal 222 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Perkara Nomor 
16/PUUXX/2022);  

d. bahwa terhadap pencabutan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 
ayat (1) dan ayat (2) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali 
Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi 
dilakukan” dan terhadap penarikan kembali mengakibatkan Permohonan a 
quo tidak dapat diajukan kembali;  

e. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, 
Rapat Permusyawaratan Hakim pada 16 Maret 2022 telah berkesimpulan 
pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 16/PUU-XX/2022 
adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan 
kembali Permohonan a quo. Oleh karena itu, Rapat Permusyawaratan Hakim 
memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat 
pencabutan atau penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku 
Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan 
berkas permohonan kepada Pemohon; 

 
F. KETETAPAN: 

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;  
2. Menyatakan Permohonan Nomor 16/PUU-XX/2022 mengenai pengujian Pasal 

222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 ditarik kembali;  

3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;  
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal 

penarikan kembali permohonan Nomor 16/PUU-XX/2022 dalam Buku Registrasi 
Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas 
permohonan kepada Pemohon. 

 
G. PENUTUP 

Bahwa dengan Ketetapan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan penarikan 
kembali permohonan Pemohon, maka Pemohon tidak dapat mengajukan kembali 
permohonannya. 
 
 
 

 

 

 
C. PASAL/AYAT UU PEMILU YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian Materill terhadap 
Pasal 222 UU Pemilu yang berketentuan sebagai berikut:  
 
 

Pasal 222  
 
“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta 
Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh 
persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari 
suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya “ 
 

D. BATU UJI 
Bahwa Pasal 222 UU Pemilu dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 6 ayat 
(2) dan Pasal 6A ayat (2)  UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan 
dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.  
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian Pasal 222 UU Pemilu dalam permohonan a quo, 
Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 
a. Bahwa bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan, bertanggal 

Desember 2021, dari Jaya Suprana, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah 
Konstitusi pada 20 Januari 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan 
Pemohon Nomor 8/PUU/PAN.MK/AP3/01/2022 dan telah dicatat dalam Buku 
Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 16/PUU-
XX/2022 pada 7 Februari 2022, perihal permohonan pengujian Pasal 222 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, 
selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan Nomor 16/PUU-XX/2022 
tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan: 

1) Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 16.16/PUU/ 
TAP.MK/Panel/02/2022 tentang Pembentukan Panel Hakim Konstitusi 
Untuk Memeriksa Permohonan Perkara Nomor 16/PUU-XX/2022, 
bertanggal 07 Februari 2022;  
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2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Konstitusi Nomor 16.3.16/ 
PUU/TAP.MK/HS/2/2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama Perkara 
Nomor 16/PUU-XX/2022, bertanggal 07 Februari 2022; 

c. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima surat dari Pemohon, bertanggal 
14 Maret 2022, perihal Permohonan Pencabutan Pengujian Pasal 222 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Perkara Nomor 
16/PUUXX/2022);  

d. bahwa terhadap pencabutan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 
ayat (1) dan ayat (2) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali 
Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi 
dilakukan” dan terhadap penarikan kembali mengakibatkan Permohonan a 
quo tidak dapat diajukan kembali;  

e. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, 
Rapat Permusyawaratan Hakim pada 16 Maret 2022 telah berkesimpulan 
pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 16/PUU-XX/2022 
adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan 
kembali Permohonan a quo. Oleh karena itu, Rapat Permusyawaratan Hakim 
memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat 
pencabutan atau penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku 
Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan 
berkas permohonan kepada Pemohon; 

 
F. KETETAPAN: 

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;  
2. Menyatakan Permohonan Nomor 16/PUU-XX/2022 mengenai pengujian Pasal 

222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 6109) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 ditarik kembali;  

3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;  
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal 

penarikan kembali permohonan Nomor 16/PUU-XX/2022 dalam Buku Registrasi 
Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas 
permohonan kepada Pemohon. 

 
G. PENUTUP 

Bahwa dengan Ketetapan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan penarikan 
kembali permohonan Pemohon, maka Pemohon tidak dapat mengajukan kembali 
permohonannya. 
 
 
 

 

 

 
C. PASAL/AYAT UU PEMILU YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian Materill terhadap 
Pasal 222 UU Pemilu yang berketentuan sebagai berikut:  
 
 

Pasal 222  
 
“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta 
Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh 
persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari 
suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya “ 
 

D. BATU UJI 
Bahwa Pasal 222 UU Pemilu dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 6 ayat 
(2) dan Pasal 6A ayat (2)  UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan 
dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.  
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian Pasal 222 UU Pemilu dalam permohonan a quo, 
Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 
a. Bahwa bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan, bertanggal 

Desember 2021, dari Jaya Suprana, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah 
Konstitusi pada 20 Januari 2022 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan 
Pemohon Nomor 8/PUU/PAN.MK/AP3/01/2022 dan telah dicatat dalam Buku 
Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 16/PUU-
XX/2022 pada 7 Februari 2022, perihal permohonan pengujian Pasal 222 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, 
selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan Nomor 16/PUU-XX/2022 
tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan: 

1) Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 16.16/PUU/ 
TAP.MK/Panel/02/2022 tentang Pembentukan Panel Hakim Konstitusi 
Untuk Memeriksa Permohonan Perkara Nomor 16/PUU-XX/2022, 
bertanggal 07 Februari 2022;  
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Ketetapan Penarikan Kembali Perkara Pengujian Undang-Undang 

Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) 
 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 17/PUU-XX/2022 PERIHAL 
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG 

KETENAGAKERJAAN 
 TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

TAHUN 1945 
 

29 MARET 2022 
 
 

A. PENDAHULUAN 
Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022, pukul 10.06 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU 
13/2003) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 17/PUU-
XX/2022. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 17/PUU-XX/2022, 
perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU 13/2003 dalam perkara nomor 17/PUU-
XX/2022 diajukan oleh Muhammad Reynaldi Arianda Arkiang, S.H, LL.M. dan 
untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon. 
 

C. PASAL/AYAT UU 13/2003 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengujikan Pasal 90 ayat (1), Pasal 91 
ayat (1),  dan Pasal 92 ayat (1) UU 13/2003 yang berketentuan sebagai berikut: 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
BADAN KEAHLIAN 

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 
2022 
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Ketetapan Penarikan Kembali Perkara Pengujian Undang-Undang 

Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) 
 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 17/PUU-XX/2022 PERIHAL 
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG 

KETENAGAKERJAAN 
 TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

TAHUN 1945 
 

29 MARET 2022 
 
 

A. PENDAHULUAN 
Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022, pukul 10.06 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU 
13/2003) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 17/PUU-
XX/2022. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 17/PUU-XX/2022, 
perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU 13/2003 dalam perkara nomor 17/PUU-
XX/2022 diajukan oleh Muhammad Reynaldi Arianda Arkiang, S.H, LL.M. dan 
untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon. 
 

C. PASAL/AYAT UU 13/2003 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengujikan Pasal 90 ayat (1), Pasal 91 
ayat (1),  dan Pasal 92 ayat (1) UU 13/2003 yang berketentuan sebagai berikut: 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
BADAN KEAHLIAN 

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 
2022 
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XX/2022 tanggal 21 Maret 2022];  

e. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 
ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan 
sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan 
Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa penarikan kembali 3 
mengakibatkan Permohonan a quo tidak dapat diajukan kembali; 

f. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, 
Rapat Permusyawaratan Hakim pada 22 Maret 2022 telah menetapkan bahwa 
pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 17/PUU-
XX/2022 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat 
mengajukan kembali permohonan a quo; 

g. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf f di atas, Mahkamah 
memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal 
penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara 
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas 
permohonan kepada Pemohon.  

 

F. AMAR PUTUSAN 
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 
2. Menyatakan Permohonan Nomor 17/PUU-XX/2022 mengenai Permohonan 

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 4 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 298, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) terhadap Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali; 

3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal 

penarikan kembali Permohonan Nomor 17/PUU-XX/2022 dalam Buku 
Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan 
salinan berkas permohonan kepada Pemohon. 
 

G. PENUTUP 
Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak 
ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh 
kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk 
umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi 
dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ penyelenggara 
negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan MK 
dalam Perkara Nomor 17/PUU-XX/2022 menyatakan permohonan Pemohon 
ditarik kembali dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a 
quo. 

 

 

 
Pasal 90 ayat (1) 

“Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.” 

 

Pasal 91 ayat (1) 

“Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha 
dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah 
dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.” 

Pasal 92 ayat (1) 

“Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, 
jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.” 

 
 

D. BATU UJI 
Bahwa Pasal 90 ayat (1), Pasal 91 ayat (1), dan Pasal 92 ayat (1) UU 13/2003 
dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan 
ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28G ayat (1) 
dan ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2), ayat (4), dan 
ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak 
dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.  
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan pengujian Pasal 90 ayat (1), 
Pasal 91 ayat (1) UU 13/2003, dan Pasal 92 ayat (1) UU 13/2003 dalam 
permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum 
sebagai berikut: 

… 

d. bahwa pada 21 Maret 2022 Mahkamah melakukan Sidang Pemeriksaan 
dengan agenda menerima Perbaikan Permohonan Pemohon. Dalam 
persidangan yang terbuka untuk umum tersebut, Pemohon menyatakan tidak 
menyerahkan perbaikan permohonan dan menyatakan menarik kembali 
permohonannya, yaitu permohonan yang diajukan dan telah diterima 
Kepaniteraan berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 
9/PUU/PAN.MK/AP3/01/2022 bertanggal 24 Januari 2022, yang telah 
diregistrasi sebagai Perkara Nomor 17/PUU-XX/2022 berdasarkan Akta 
Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 17/PUU/PAN.MK/ARPK/02/2022 
bertanggal 8 Februari 2022 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 17/PUU-
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XX/2022 tanggal 21 Maret 2022];  

e. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 
ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan 
sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan 
Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa penarikan kembali 3 
mengakibatkan Permohonan a quo tidak dapat diajukan kembali; 

f. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, 
Rapat Permusyawaratan Hakim pada 22 Maret 2022 telah menetapkan bahwa 
pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 17/PUU-
XX/2022 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat 
mengajukan kembali permohonan a quo; 

g. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf f di atas, Mahkamah 
memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal 
penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara 
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas 
permohonan kepada Pemohon.  

 

F. AMAR PUTUSAN 
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 
2. Menyatakan Permohonan Nomor 17/PUU-XX/2022 mengenai Permohonan 

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 4 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 298, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) terhadap Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali; 

3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal 

penarikan kembali Permohonan Nomor 17/PUU-XX/2022 dalam Buku 
Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan 
salinan berkas permohonan kepada Pemohon. 
 

G. PENUTUP 
Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak 
ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh 
kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk 
umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi 
dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ penyelenggara 
negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan MK 
dalam Perkara Nomor 17/PUU-XX/2022 menyatakan permohonan Pemohon 
ditarik kembali dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a 
quo. 

 

 

 
Pasal 90 ayat (1) 

“Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.” 

 

Pasal 91 ayat (1) 

“Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha 
dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah 
dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.” 

Pasal 92 ayat (1) 

“Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan, 
jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.” 

 
 

D. BATU UJI 
Bahwa Pasal 90 ayat (1), Pasal 91 ayat (1), dan Pasal 92 ayat (1) UU 13/2003 
dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1) dan 
ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28G ayat (1) 
dan ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2), ayat (4), dan 
ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak 
dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.  
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan pengujian Pasal 90 ayat (1), 
Pasal 91 ayat (1) UU 13/2003, dan Pasal 92 ayat (1) UU 13/2003 dalam 
permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum 
sebagai berikut: 

… 

d. bahwa pada 21 Maret 2022 Mahkamah melakukan Sidang Pemeriksaan 
dengan agenda menerima Perbaikan Permohonan Pemohon. Dalam 
persidangan yang terbuka untuk umum tersebut, Pemohon menyatakan tidak 
menyerahkan perbaikan permohonan dan menyatakan menarik kembali 
permohonannya, yaitu permohonan yang diajukan dan telah diterima 
Kepaniteraan berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 
9/PUU/PAN.MK/AP3/01/2022 bertanggal 24 Januari 2022, yang telah 
diregistrasi sebagai Perkara Nomor 17/PUU-XX/2022 berdasarkan Akta 
Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 17/PUU/PAN.MK/ARPK/02/2022 
bertanggal 8 Februari 2022 [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 17/PUU-
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Ketetapan Penarikan Kembali Perkara Pengujian Undang-Undang 

Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) 
 
KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 26/PUU-XX/2022 PERIHAL 

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG 
PEMILIHAN UMUM 

TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
TAHUN 1945 

 
29 MARET 2022 

 
 

A. PENDAHULUAN 
Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022, pukul 10.12 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 7 TAHUN 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 
Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 26/PUU-
XX/2022. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 26/PUU-XX/2022, 
perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU Pemilu Indonesia diajukan oleh Djudjur 
Prasasto untuk selanjutnya disebut sebaga Pemohon.  

C. PASAL/AYAT UU PEMILU YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengujikan Pasal 2 yang berketentuan 
sebagai berikut: 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
BADAN KEAHLIAN 

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 
2022 
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d. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan Sidang Pemeriksaan 
Pendahuluan terhadap permohonan a quo pada 17 Maret 2022. Pada Sidang 
Panel tersebut, setelah Mahkamah melakukan klarifikasi kepada Pemohon 
berkaitan dengan surat pencabutan atau penarikan perkara a quo, 
selanjutnya Pemohon menyampaikan adalah benar Pemohon mengajukan 
pencabutan terhadap Permohonan a quo dikarenakan adanya keterbatasan 
pengetahuan bahasa hukum Pemohon dalam menyusun Permohonan sesuai 
dengan sistematika pengajuan permohonan dan keterbatasan waktu 
Pemohon sebagai karyawan swasta untuk mencari penasihat hukum; 

e. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 
ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan 
sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan 
Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa penarikan kembali 
mengakibatkan Permohonan a quo tidak dapat diajukan kembali; 

f. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf e di atas, 
Rapat Permusyawaratan Hakim pada 22 Maret 2022 telah berkesimpulan 
bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 26/PUU-
XX/2022 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat 
mengajukan kembali permohonan a quo; 

g. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf f di atas, memerintahkan 
Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali 
permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik 
(e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon; 

F. KETETAPAN: 
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;  
2. Menyatakan Permohonan Nomor 26/PUU-XX/2022 mengenai Permohonan 

Pengujian Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;  

3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;  
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal 

penarikan kembali permohonan Nomor 26/PUU-XX/2022 dalam Buku 
Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan 
berkas permohonan kepada Pemohon. 

 
G. PENUTUP 

Bahwa dengan Ketetapan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan penarikan 
kembali permohonan Pemohon, maka Pemohon tidak dapat mengajukan kembali 
permohonannya. 
 

 

 

Pasal 2 

Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 

 
D. BATU UJI 

Bahwa Pasal 2 UU Pemilu dianggap Pemohon bertentangan dengan UUD NRI 
Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau 
kewenangan konstitusional Pemohon.  
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian Pasal 2 UU Pemilu dalam permohonan a quo, 
Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 
a. bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) telah 

menerima permohonan bertanggal 14 Februari 2022, diajukan oleh Djudjur 
Prasasto, beralamat di Perum Griya Arga Permai, Jalan Rinjani S14, Kwarasan, 
Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta, yang diterima di Kepaniteraan 
Mahkamah pada 14 Februari 2022 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara 
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 26/PUU-XX/2022 pada 2 Maret 
2022, perihal Permohonan Pengujian Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi (UU MK), terhadap Permohonan Nomor 26/PUU-
XX/2022 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan: 
1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 

26.26/PUU/TAP.MK/Panel/03/2022 tentang Pembentukan Panel Hakim 
Untuk Memeriksa Perkara Nomor 26/PUU-XX/2022, bertanggal 2 Maret 
2022; 

2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 
26.26/PUU/TAP.MK/HS/3/2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama 
untuk memeriksa perkara Nomor 26/PUU-XX/2022, bertanggal 2 Maret 
2022; 

c. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima surat dari Pemohon bertanggal 
1 Maret 2022 perihal Pencabutan Perkara Nomor 26/PUU-XX/2022, yang 
diterima Mahkamah pada 28 Februari 2022. Berkenaan dengan tanggal 
penerimaan di Kepaniteraan Mahkamah lebih dahulu dibandingkan dengan 
tanggal surat pencabutan perkara, hal tersebut telah diklarifikasi Mahkamah 
dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemohon mengakui kekeliruan 
dalam penulisan tanggal tersebut [vide Risalah Sidang Pemeriksaan 
Pendahuluan Perkara Nomor 26/PUU-XX/2022 tanggal 17 Maret 2022]; 
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d. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan Sidang Pemeriksaan 
Pendahuluan terhadap permohonan a quo pada 17 Maret 2022. Pada Sidang 
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berkaitan dengan surat pencabutan atau penarikan perkara a quo, 
selanjutnya Pemohon menyampaikan adalah benar Pemohon mengajukan 
pencabutan terhadap Permohonan a quo dikarenakan adanya keterbatasan 
pengetahuan bahasa hukum Pemohon dalam menyusun Permohonan sesuai 
dengan sistematika pengajuan permohonan dan keterbatasan waktu 
Pemohon sebagai karyawan swasta untuk mencari penasihat hukum; 
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ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan 
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permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik 
(e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon; 

F. KETETAPAN: 
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;  
2. Menyatakan Permohonan Nomor 26/PUU-XX/2022 mengenai Permohonan 
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Republik Indonesia Tahun 1945; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-
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1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 

26.26/PUU/TAP.MK/Panel/03/2022 tentang Pembentukan Panel Hakim 
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2022; 

2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 
26.26/PUU/TAP.MK/HS/3/2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama 
untuk memeriksa perkara Nomor 26/PUU-XX/2022, bertanggal 2 Maret 
2022; 

c. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima surat dari Pemohon bertanggal 
1 Maret 2022 perihal Pencabutan Perkara Nomor 26/PUU-XX/2022, yang 
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dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemohon mengakui kekeliruan 
dalam penulisan tanggal tersebut [vide Risalah Sidang Pemeriksaan 
Pendahuluan Perkara Nomor 26/PUU-XX/2022 tanggal 17 Maret 2022]; 
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Dinyatakan 

Ditolak Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) 
 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XIX/2021 
PERIHAL PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 

TENTANG GURU DAN DOSEN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 

 
29 MARET 2022 

 
 

A. PENDAHULUAN 
Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022, pukul 10.52 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Republik Indonesia (UU 
14/2005) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 20/PUU-
XIX/2021. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 20/PUU-XIX/2021, 
perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU 14/2005 dalam Perkara 20/PUU-XIX/2021 
diajukan oleh Dr. Dra. Sri Mardiyati, M.Kom. yang dalam hal ini memberikan 
kuasa kepada Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M., dkk dan untuk selanjutnya disebut 
sebagai Para Pemohon. 
 

C. PASAL/AYAT UU 14/2005 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil 
terhadap Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005 yang selengkapnya berketentuan sebagai 
berikut: 

Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005 
Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 
pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu sebagaimana 
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terhadap Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005 yang selengkapnya berketentuan sebagai 
berikut: 

Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005 
Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 
pengangkatan serta penetapan jenjang jabatan akademik tertentu sebagaimana 
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pengetahuan, teknologi dan seni melalui tridharma perguruan tinggi 
(pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat). Pengakuan dosen 
sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Oleh karena 
itu, dosen diwajibkan memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat 
pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang 
dipersyaratkan oleh satuan pendidikan tinggi tempat dosen bertugas serta 
memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional [vide Pasal 
45 UU 14/2005]. 
[3.13.3] Bahwa dalam dunia pendidikan tinggi terdapat 2 (dua) kategori dosen, 
yaitu dosen tetap (yang bekerja penuh waktu pada satuan pendidikan tinggi) dan 
dosen tidak tetap (yang bekerja paruh waktu pada satuan pendidikan tinggi). 
Dalam status sebagai dosen tetap, UU 14/2005 telah menentukan jenjang jabatan 
akademiknya terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor [vide 
Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU 14/2005 juncto Pasal 72 ayat (1) UU 12/2012]. 
Sementara itu, untuk jenjang jabatan akademik dosen tidak tetap diatur dan 
ditetapkan oleh penyelenggara perguruan tinggi [vide Pasal 48 ayat (4) UU 
14/2005 juncto Pasal 72 ayat (2) UU 12/2012]. Berkenaan dengan jenjang 
jabatan akademik profesor (guru besar) merupakan jabatan fungsional tertinggi 
bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi yang 
diberi kewenangan untuk membimbing calon doktor. Selain itu, profesor juga 
memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta 
menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal seorang profesor memiliki karya 
ilmiah atau karya monumental lainnya yang sangat istimewa dalam bidangnya 
dan mendapat pengakuan internasional maka yang bersangkutan dapat diangkat 
menjadi profesor paripurna [vide Pasal 49 UU 14/2005]. 
[3.13.4] Bahwa untuk dapat meraih jenjang jabatan akademik profesor bagi 
dosen pada satuan pendidikan tinggi secara normatif dipersyaratkan telah 
memiliki pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun sebagai dosen tetap, memiliki 
publikasi karya ilmiah pada jurnal internasional bereputasi, paling singkat 3 
(tiga) tahun setelah memperoleh ijazah Doktor atau yang sederajat dan telah 
memenuhi persyaratan jumlah angka kredit baru dapat diusulkan ke jenjang 
akademik profesor [vide Pasal 72 ayat (3) UU 12/2012 juncto Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 
tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (PermenpanRB 17/2013) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya 
(PermenpanRB 46/2013) juncto Permendikbud 92/2014]. Persyaratan paling 
singkat 3 (tiga) tahun setelah memperoleh ijazah Doktor di atas dapat 
dikecualikan jika calon yang akan diusulkan tersebut memiliki tambahan karya 

 

 

dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai 
dengan peraturan perundangundangan. 
 

D. BATU UJI 
Bahwa Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005 dianggap Para Pemohon bertentangan 
dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), 
Pasal 28I ayat (4) dan Pasal 28I ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah 
merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon. 
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian Pasal 50 ayat (4) UU 14/05 dalam permohonan a quo,  
Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 
[3.12] Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati secara saksama 
permohonan Permohon beserta alat-alat bukti surat/tulisan, ahli, dan 
kesimpulan yang diajukan, keterangan DPR, keterangan Presiden beserta alat-
alat bukti surat/tulisan, ahli, saksi, dan kesimpulan yang diajukan, keterangan 
Pihak Terkait Universitas Indonesia beserta alat-alat bukti surat/tulisan, saksi, 
dan kesimpulan yang diajukan, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan 
pokok permohonan Pemohon; 
[3.13] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh dalil-dalil 
pokok permohonan a quo, penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan 
terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 
[3.13.1] Bahwa keberadaan UU 14/2005 tidak dapat dipisahkan dari Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003) 
dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU 
12/2012). Hal demikian sejalan dengan keberadaan dosen dalam mengemban 
fungsi, peran, dan kedudukan strategis dalam pembangunan nasional, khususnya 
bidang pendidikan. Peran strategis tersebut sejatinya merupakan bagian dari 
tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan 
UUD 1945, terutama tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk 
mewujudkan tujuan nasional tersebut, pendidikan tinggi sebagai bagian yang 
tidak terpisahkan dari pendidikan nasional, memiliki peran yang sangat 
signifikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dengan memerhatikan dan menerapkan nilai 
humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang 
berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Selain itu, dalam 
rangka menghadapi perkembangan dan tantangan global yang makin 
mengutamakan basis ilmu pengetahuan maka pendidikan tinggi diharapkan 
mampu menjalankan peran strategisnya dalam memajukan peradaban dan 
kesejahteraan umat manusia [vide Penjelasan Umum UU 12/2012). 
[3.13.2] Bahwa dalam menghadapi tantangan dimaksud, dituntut kehadiran 
dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan yang memiliki tugas utama 
mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 
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pengetahuan, teknologi dan seni melalui tridharma perguruan tinggi 
(pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat). Pengakuan dosen 
sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Oleh karena 
itu, dosen diwajibkan memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat 
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dipersyaratkan oleh satuan pendidikan tinggi tempat dosen bertugas serta 
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yaitu dosen tetap (yang bekerja penuh waktu pada satuan pendidikan tinggi) dan 
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14/2005 juncto Pasal 72 ayat (2) UU 12/2012]. Berkenaan dengan jenjang 
jabatan akademik profesor (guru besar) merupakan jabatan fungsional tertinggi 
bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi yang 
diberi kewenangan untuk membimbing calon doktor. Selain itu, profesor juga 
memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta 
menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal seorang profesor memiliki karya 
ilmiah atau karya monumental lainnya yang sangat istimewa dalam bidangnya 
dan mendapat pengakuan internasional maka yang bersangkutan dapat diangkat 
menjadi profesor paripurna [vide Pasal 49 UU 14/2005]. 
[3.13.4] Bahwa untuk dapat meraih jenjang jabatan akademik profesor bagi 
dosen pada satuan pendidikan tinggi secara normatif dipersyaratkan telah 
memiliki pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun sebagai dosen tetap, memiliki 
publikasi karya ilmiah pada jurnal internasional bereputasi, paling singkat 3 
(tiga) tahun setelah memperoleh ijazah Doktor atau yang sederajat dan telah 
memenuhi persyaratan jumlah angka kredit baru dapat diusulkan ke jenjang 
akademik profesor [vide Pasal 72 ayat (3) UU 12/2012 juncto Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 
tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (PermenpanRB 17/2013) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya 
(PermenpanRB 46/2013) juncto Permendikbud 92/2014]. Persyaratan paling 
singkat 3 (tiga) tahun setelah memperoleh ijazah Doktor di atas dapat 
dikecualikan jika calon yang akan diusulkan tersebut memiliki tambahan karya 
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UUD 1945, terutama tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk 
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signifikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu 
pengetahuan dan teknologi dengan memerhatikan dan menerapkan nilai 
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mengutamakan basis ilmu pengetahuan maka pendidikan tinggi diharapkan 
mampu menjalankan peran strategisnya dalam memajukan peradaban dan 
kesejahteraan umat manusia [vide Penjelasan Umum UU 12/2012). 
[3.13.2] Bahwa dalam menghadapi tantangan dimaksud, dituntut kehadiran 
dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan yang memiliki tugas utama 
mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu 
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biasa, termasuk di dalamnya prestasi yang luar biasa. Artinya, 
Permendikbudristek yang menegaskan maksud Pasal 72 ayat (5) UU 12/2012 
dengan istilah “Profesor Kehormatan”, termasuk di dalamnya menentukan 
Profesor sebagai dosen tidak tetap yang telah diangkat sebelum berlaku 
Permendikbudristek 38/2021 disebut juga sebagai “Profesor Kehormatan” [vide 
Pasal 13 Permendikbud Ristek 38/2021]. 
 Adapun kriteria yang harus dipenuhi dan dinilai oleh tim ahli dengan 
pertimbangan senat perguruan tinggi bagi seseorang yang diusulkan untuk 
diangkat sebagai profesor kehormatan meliputi: (1) memiliki kualifikasi 
akademik paling rendah doktor, doktor terapan atau kompetensi yang setara 
dengan jenjang 9 (sembilan) pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 
(KKNI), (2) memiliki kompetensi luar biasa dan/atau prestasi eksplisit dan/atau 
pengetahuan tacit (tacit knowledge) luar biasa, (3) memiliki pengalaman yang 
relevan dengan prestasi luar biasa yang mendapat pengakuan nasional dan/atau 
internasional, (4) berusia paling tinggi 67 (enam puluh tujuh) tahun [vide Pasal 3 
Permendikbud Ristek 38/2021]. Berkenaan dengan penetapan sebagai profesor 
kehormatan tersebut ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi dan dilaporkan 
kepada Menteri [vide Pasal 5 Permendikbud Ristek 38/2021]. Dalam kaitan ini, 
tidak setiap perguruan tinggi dapat mengusulkan seseorang sebagai profesor 
kehormatan. Hanya perguruan tinggi yang memenuhi syarat yang dapat 
mengangkat, yaitu perguruan tinggi tersebut harus memiliki peringkat akreditasi 
A atau unggul dan perguruan tinggi tersebut menyelenggarakan program studi 
program doktor atau doktor terapan yang sesuai dengan bidang kepakaran calon 
profesor kehormatan dengan peringkat akreditasi A atau unggul. Kedua syarat ini 
bersifat kumulatif. Sementara itu, berkenaan dengan masa jabatan Profesor 
Kehormatan ditentukan paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) 
tahun. Apabila masa jabatan Profesor Kehormatan tersebut akan diperpanjang 
hingga 70 (tujuh puluh) tahun maka perguruan tinggi tersebut harus 
mempertimbangkan dengan cermat kinerja dan kontribusi yang dilakukannya 
atau diberikannya bagi pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi yang 
mengangkatnya karena hal ini merupakan salah satu bentuk kewajiban yang 
diemban oleh Profesor Kehormatan. Selain itu, jika jabatan akademik Profesor 
Kehormatan akan dicantumkan atau digunakan maka untuk membedakannya 
dengan profesor yang diraih oleh dosen tetap, kepada yang bersangkutan dalam 
mencantumkan jabatan akademik Profesor Kehormatan harus diikuti dengan 
nama perguruan tinggi yang memberikan jabatan akademik profesor 
kehormatan tersebut [vide Pasal 6, Pasal 11, dan Pasal 12 Permendikbud Ristek 
38/2021]. Selain harus diikuti dengan nama perguruan tinggi, kata “Kehormatan” 
atau “Honoris Causa (H.C.)” perlu juga ditambahkan pada gelar profesor 
kehormatan, sebagaimana layaknya pemakaian gelar doktor kehormatan atau 
Doktor Honoris Causa yang ditulis sebagai Dr. (H.C.) [vide Pasal 3 Peraturan 
Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Nomor 65 Tahun 2016 tentang 

 

 

ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi setelah 
memperoleh ijazah Doktor. Terkait dengan persyaratan dan mekanisme 
pengangkatan dosen tetap dalam jenjang akademik profesor tersebut diatur 
dengan standar yang sama dan berlaku bagi seluruh dosen tetap di seluruh 
perguruan tinggi agar dapat diwujudkan prinsip kepastian dan keadilan dalam 
seluruh proses, sehingga mutu dosen dalam jabatan akademik dapat 
dipertanggungjawabkan (akuntabel). Terlebih lagi dalam jabatan profesor 
diemban fungsi sebagai penjaga akademik dan nilai-nilai ilmiah (the guardian of 
academic and scientific values). 

Bahwa jika dilihat dari sisi pengangkatan jenjang jabatan akademik untuk 
dosen dalam jenjang jabatan Asisten Ahli dan Lektor menjadi sepenuhnya 
wewenang satuan pendidikan tinggi (perguruan tinggi), namun mulai jenjang 
jabatan Lektor Kepala dan Profesor menjadi wewenang satuan pendidikan tinggi 
untuk menilai dan mengusulkan. Selanjutnya, Kementerian Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga memiliki wewenang untuk 
mempertimbangkan dan menetapkan [vide Pasal 15 PemenpanRB 17/2003]. 
Artinya, sebagai jenjang jabatan akademik tertinggi persyaratan dan mekanisme 
perolehan jabatan profesor diatur lebih ketat dibandingkan dengan jenjang 
jabatan akademik yang lebih rendah dari profesor. Hal tersebut bertujuan tidak 
lain untuk menjaga kualitas (mutu) profesor (guru besar), sejalan dengan tugas, 
tanggung jawab, dan hak yang melekat pada jabatan profesor. Pentingnya 
menjaga kualitas tersebut sejalan pula dengan prinsip profesionalitas yang 
merupakan salah satu materi muatan pokok dalam Bab III UU 14/2005. 
[3.13.5] Bahwa dengan mempelajari secara saksama UU 14/2005 dan UU 
12/2012, kedua UU ini hanya mengatur istilah “Profesor” sebagai jenjang jabatan 
akademik tertinggi. Meskipun demikian, ketentuan Pasal 72 ayat (5) UU 12/2012 
menyatakan, “Menteri dapat mengangkat seseorang dengan kompetensi luar 
biasa pada jenjang jabatan akademik profesor atas usul Perguruan Tinggi”. 
Selanjutnya, Pasal 72 ayat (6) UU 12/2012 menyatakan: 

“Ketentuan mengenai jenjang jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), pemberian tunjangan profesi serta tunjangan kehormatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan pengangkatan seseorang dengan 
kompetensi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam 
Peraturan Menteri.” 
Atas dasar ketentuan Pasal 72 ayat (6) UU 12/2012 di antaranya diterbitkan 

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 
Tahun 2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan Pada Perguruan Tinggi 
(Permendikbud Ristek 38/2021). Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas 
Permendikbud Ristek tersebut, dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 juncto Pasal 2 
pada pokoknya menyatakan Profesor Kehormatan adalah jenjang jabatan 
akademik profesor pada perguruan tinggi yang diberikan sebagai penghargaan 
kepada setiap orang dari kalangan nonakademik yang memiliki kompetensi luar 
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biasa, termasuk di dalamnya prestasi yang luar biasa. Artinya, 
Permendikbudristek yang menegaskan maksud Pasal 72 ayat (5) UU 12/2012 
dengan istilah “Profesor Kehormatan”, termasuk di dalamnya menentukan 
Profesor sebagai dosen tidak tetap yang telah diangkat sebelum berlaku 
Permendikbudristek 38/2021 disebut juga sebagai “Profesor Kehormatan” [vide 
Pasal 13 Permendikbud Ristek 38/2021]. 
 Adapun kriteria yang harus dipenuhi dan dinilai oleh tim ahli dengan 
pertimbangan senat perguruan tinggi bagi seseorang yang diusulkan untuk 
diangkat sebagai profesor kehormatan meliputi: (1) memiliki kualifikasi 
akademik paling rendah doktor, doktor terapan atau kompetensi yang setara 
dengan jenjang 9 (sembilan) pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 
(KKNI), (2) memiliki kompetensi luar biasa dan/atau prestasi eksplisit dan/atau 
pengetahuan tacit (tacit knowledge) luar biasa, (3) memiliki pengalaman yang 
relevan dengan prestasi luar biasa yang mendapat pengakuan nasional dan/atau 
internasional, (4) berusia paling tinggi 67 (enam puluh tujuh) tahun [vide Pasal 3 
Permendikbud Ristek 38/2021]. Berkenaan dengan penetapan sebagai profesor 
kehormatan tersebut ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi dan dilaporkan 
kepada Menteri [vide Pasal 5 Permendikbud Ristek 38/2021]. Dalam kaitan ini, 
tidak setiap perguruan tinggi dapat mengusulkan seseorang sebagai profesor 
kehormatan. Hanya perguruan tinggi yang memenuhi syarat yang dapat 
mengangkat, yaitu perguruan tinggi tersebut harus memiliki peringkat akreditasi 
A atau unggul dan perguruan tinggi tersebut menyelenggarakan program studi 
program doktor atau doktor terapan yang sesuai dengan bidang kepakaran calon 
profesor kehormatan dengan peringkat akreditasi A atau unggul. Kedua syarat ini 
bersifat kumulatif. Sementara itu, berkenaan dengan masa jabatan Profesor 
Kehormatan ditentukan paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 5 (lima) 
tahun. Apabila masa jabatan Profesor Kehormatan tersebut akan diperpanjang 
hingga 70 (tujuh puluh) tahun maka perguruan tinggi tersebut harus 
mempertimbangkan dengan cermat kinerja dan kontribusi yang dilakukannya 
atau diberikannya bagi pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi yang 
mengangkatnya karena hal ini merupakan salah satu bentuk kewajiban yang 
diemban oleh Profesor Kehormatan. Selain itu, jika jabatan akademik Profesor 
Kehormatan akan dicantumkan atau digunakan maka untuk membedakannya 
dengan profesor yang diraih oleh dosen tetap, kepada yang bersangkutan dalam 
mencantumkan jabatan akademik Profesor Kehormatan harus diikuti dengan 
nama perguruan tinggi yang memberikan jabatan akademik profesor 
kehormatan tersebut [vide Pasal 6, Pasal 11, dan Pasal 12 Permendikbud Ristek 
38/2021]. Selain harus diikuti dengan nama perguruan tinggi, kata “Kehormatan” 
atau “Honoris Causa (H.C.)” perlu juga ditambahkan pada gelar profesor 
kehormatan, sebagaimana layaknya pemakaian gelar doktor kehormatan atau 
Doktor Honoris Causa yang ditulis sebagai Dr. (H.C.) [vide Pasal 3 Peraturan 
Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi Nomor 65 Tahun 2016 tentang 

 

 

ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi setelah 
memperoleh ijazah Doktor. Terkait dengan persyaratan dan mekanisme 
pengangkatan dosen tetap dalam jenjang akademik profesor tersebut diatur 
dengan standar yang sama dan berlaku bagi seluruh dosen tetap di seluruh 
perguruan tinggi agar dapat diwujudkan prinsip kepastian dan keadilan dalam 
seluruh proses, sehingga mutu dosen dalam jabatan akademik dapat 
dipertanggungjawabkan (akuntabel). Terlebih lagi dalam jabatan profesor 
diemban fungsi sebagai penjaga akademik dan nilai-nilai ilmiah (the guardian of 
academic and scientific values). 

Bahwa jika dilihat dari sisi pengangkatan jenjang jabatan akademik untuk 
dosen dalam jenjang jabatan Asisten Ahli dan Lektor menjadi sepenuhnya 
wewenang satuan pendidikan tinggi (perguruan tinggi), namun mulai jenjang 
jabatan Lektor Kepala dan Profesor menjadi wewenang satuan pendidikan tinggi 
untuk menilai dan mengusulkan. Selanjutnya, Kementerian Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi juga memiliki wewenang untuk 
mempertimbangkan dan menetapkan [vide Pasal 15 PemenpanRB 17/2003]. 
Artinya, sebagai jenjang jabatan akademik tertinggi persyaratan dan mekanisme 
perolehan jabatan profesor diatur lebih ketat dibandingkan dengan jenjang 
jabatan akademik yang lebih rendah dari profesor. Hal tersebut bertujuan tidak 
lain untuk menjaga kualitas (mutu) profesor (guru besar), sejalan dengan tugas, 
tanggung jawab, dan hak yang melekat pada jabatan profesor. Pentingnya 
menjaga kualitas tersebut sejalan pula dengan prinsip profesionalitas yang 
merupakan salah satu materi muatan pokok dalam Bab III UU 14/2005. 
[3.13.5] Bahwa dengan mempelajari secara saksama UU 14/2005 dan UU 
12/2012, kedua UU ini hanya mengatur istilah “Profesor” sebagai jenjang jabatan 
akademik tertinggi. Meskipun demikian, ketentuan Pasal 72 ayat (5) UU 12/2012 
menyatakan, “Menteri dapat mengangkat seseorang dengan kompetensi luar 
biasa pada jenjang jabatan akademik profesor atas usul Perguruan Tinggi”. 
Selanjutnya, Pasal 72 ayat (6) UU 12/2012 menyatakan: 

“Ketentuan mengenai jenjang jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), pemberian tunjangan profesi serta tunjangan kehormatan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan pengangkatan seseorang dengan 
kompetensi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam 
Peraturan Menteri.” 
Atas dasar ketentuan Pasal 72 ayat (6) UU 12/2012 di antaranya diterbitkan 

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 
Tahun 2021 tentang Pengangkatan Profesor Kehormatan Pada Perguruan Tinggi 
(Permendikbud Ristek 38/2021). Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas 
Permendikbud Ristek tersebut, dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 juncto Pasal 2 
pada pokoknya menyatakan Profesor Kehormatan adalah jenjang jabatan 
akademik profesor pada perguruan tinggi yang diberikan sebagai penghargaan 
kepada setiap orang dari kalangan nonakademik yang memiliki kompetensi luar 
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[3.14.1] Bahwa berkenaan dengan Pasal 50 UU 14/2005 penting bagi Mahkamah 
untuk menjelaskan terlebih dahulu esensinya. Pasal a quo merupakan bagian 
dari ketentuan yang mengatur mengenai dosen, khususnya berkaitan dengan 
kualifikasi, kompetensi, sertifikasi, dan jabatan akademik. Secara esensial 
muatan pasal a quo mengatur mengenai pengangkatan dosen dengan persyaratan 
memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, kesehatan 
jasmani dan rohani serta kualifikasi lain yang dipersyaratkan oleh satuan 
pendidikan tinggi tempat dosen tersebut nantinya bertugas. Pengangkatan 
dimaksud wajib melalui proses seleksi [vide Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) UU 
14/2005]. 
 Selain itu, ditentukan pula mengenai pengangkatan dosen untuk dapat 
menduduki jenjang jabatan akademik tertentu secara langsung tanpa melalui 
proses penjenjangan mulai dari asisten ahli, lektor atau lektor kepala 
dikarenakan dosen tersebut dapat memenuhi hasil penilaian kualifikasi 
akademik, kompetensi, dan memiliki pengalaman sesuai dengan jenjang jabatan 
akademik yang akan diperolehnya sebagaimana esensi dari Pasal 50 ayat (3) UU 
14/2005 dan Penjelasannya. Tanpa penjenjangan dimaksud diatur lebih lanjut 
dalam Permendikbud 92/2014 dengan istilah “Loncat Jabatan”, yaitu dalam hal 
“Dosen yang berprestasi luar biasa dapat dinaikan ke jenjang jabatan akademik 
dua tingkat lebih tinggi (loncat jabatan) dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala atau 
dari Lektor ke Profesor dan pangkatnya dinaikan setingkat lebih tinggi sesuai 
dengan peraturan perundangan” [vide Pasal 11 Permendikbud 92/2014]. 
 Sementara itu, persoalan ketidakpastian dan multitafsir menurut 
Pemohon terdapat pada Pasal 50 ayat (4) UU a quo dikarenakan adanya 
ketentuan frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” yang didalilkan 
Pemohon dapat menihilkan muatan pokok ayat (4) itu sendiri yang telah 
menentukan kewenangan seleksi dosen dan pengangkatan serta penetapan 
dosen dalam jabatan akademik asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor 
oleh satuan pendidikan tinggi, menjadi ternihilkan oleh peraturan yang lebih 
rendah, in casu Peraturan Menteri. 
[3.14.2] Bahwa dalam kaitan dengan frasa yang dipersoalkan Pemohon penting 
bagi Mahkamah menegaskan dirumuskannya frasa “sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan” dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, in 
casu Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005 merupakan hal yang dibolehkan sebagaimana 
ditentukan dalam Lampiran II angka 281 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) yang 
menyatakan “Pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan yang tidak disebutkan secara rinci, 
menggunakan frasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”. 
Penggunaan frasa demikian juga telah tercantum dalam UU 12/2011 
sebagaimana terdapat dalam Pasal 15 ayat (3) UU 12/2011. Oleh karena UU 
14/2005 memiliki keterkaitan erat dengan berbagai UU di antaranya UU 20/2003 

 

 

Gelar Doktor Kehormatan]. Dengan demikian, terdapat kesamaan pencantuman 
gelar doktor kehormatan dengan profesor kehormatan. Terkait dengan hal 
tersebut, penulisan gelar profesor kehormatan harus pula ditulis Prof. (H.C.) 
diikuti nama institusi perguruan tinggi pemberi gelar dimaksud.  
[3.13.6] Bahwa dengan mencermati persyaratan dan mekanisme proses 
pengusulan dosen tetap berbeda dengan dosen tidak tetap termasuk profesor 
kehormatan karena dosen tidak tetap diangkat berdasarkan perjanjian 
kerja/kontrak yang diatur oleh perguruan tinggi, antara lain bekerja paruh 
waktu. Oleh karenanya jika akan diajukan sebagai profesor kehormatan tidak 
diharuskan adanya persyaratan angka kredit dalam jumlah tertentu, tetapi 
berdasarkan penilaian pengetahuan tacit (tacit knowledge) yaitu pengetahuan 
yang hanya berdasarkan pengalaman pikiran seseorang, sesuai dengan 
pemahaman dan pengalaman orang itu sendiri yang belum dijadikan 
pengetahuan sesuai dengan kaidah keilmuan, namun memiliki potensi untuk 
dikembangkan menjadi pengetahuan eksplisit (explicit knowledge) di perguruan 
tinggi agar bermanfaat untuk masyarakat. Lain halnya, bagi dosen tetap, explicit 
knowledge justru menjadi aspek penting untuk menunjukkan keahlian dan 
prestasi luar biasa di bidang akademis yang diwujudkan dalam bentuk karya-
karya ilmiah seperti makalah, laporan penelitian, jurnal ilmiah, prosiding, serta 
buku-buku ataupun bentuk karya monumental lainnya. Tidak hanya itu, faktor 
intensitas dalam pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat juga tetap 
menjadi pertimbangan penting. Sementara itu, perihal syarat publikasi dalam 
jurnal internasional bereputasi, Mahkamah berpendapat jika syarat ini tetap 
akan dipertahankan, tulisan yang telah dimuat tidak perlu dilakukan review 
ulang oleh reviewer perguruan tinggi dan/atau kementerian sepanjang tulisan 
tersebut dimuat dalam jurnal bereputasi yang telah ditentukan daftarnya oleh 
kementerian dan daftar tersebut diperbarui secara regular. Sehingga, hal 
tersebut menjadi persyaratan yang sangat menentukan yang akan dinilai dengan 
cermat dan dituangkan dalam bentuk angka-angka kredit (KUM). Lebih lanjut, 
melalui UU 12/2012 ditegaskan batas usia pensiun dosen tetap yang menduduki 
jabatan akademik profesor adalah 70 (tujuh puluh) tahun dan kepadanya mulai 
ditingkatkan bentuk penghargaan oleh negara dengan memberikan selain 
tunjangan profesi juga tunjangan kehormatan yang dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 
[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan hal-hal 
tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil 
Pemohon a quo, yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan norma Pasal 50 ayat 
(4) UU 14/2005 menimbulkan ketidakpastian dan multitafsir yang dapat 
disimpangi oleh peraturan di bawahnya sehingga bertentangan dengan UUD 
1945. Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai 
berikut: 
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[3.14.1] Bahwa berkenaan dengan Pasal 50 UU 14/2005 penting bagi Mahkamah 
untuk menjelaskan terlebih dahulu esensinya. Pasal a quo merupakan bagian 
dari ketentuan yang mengatur mengenai dosen, khususnya berkaitan dengan 
kualifikasi, kompetensi, sertifikasi, dan jabatan akademik. Secara esensial 
muatan pasal a quo mengatur mengenai pengangkatan dosen dengan persyaratan 
memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, kesehatan 
jasmani dan rohani serta kualifikasi lain yang dipersyaratkan oleh satuan 
pendidikan tinggi tempat dosen tersebut nantinya bertugas. Pengangkatan 
dimaksud wajib melalui proses seleksi [vide Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) UU 
14/2005]. 
 Selain itu, ditentukan pula mengenai pengangkatan dosen untuk dapat 
menduduki jenjang jabatan akademik tertentu secara langsung tanpa melalui 
proses penjenjangan mulai dari asisten ahli, lektor atau lektor kepala 
dikarenakan dosen tersebut dapat memenuhi hasil penilaian kualifikasi 
akademik, kompetensi, dan memiliki pengalaman sesuai dengan jenjang jabatan 
akademik yang akan diperolehnya sebagaimana esensi dari Pasal 50 ayat (3) UU 
14/2005 dan Penjelasannya. Tanpa penjenjangan dimaksud diatur lebih lanjut 
dalam Permendikbud 92/2014 dengan istilah “Loncat Jabatan”, yaitu dalam hal 
“Dosen yang berprestasi luar biasa dapat dinaikan ke jenjang jabatan akademik 
dua tingkat lebih tinggi (loncat jabatan) dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala atau 
dari Lektor ke Profesor dan pangkatnya dinaikan setingkat lebih tinggi sesuai 
dengan peraturan perundangan” [vide Pasal 11 Permendikbud 92/2014]. 
 Sementara itu, persoalan ketidakpastian dan multitafsir menurut 
Pemohon terdapat pada Pasal 50 ayat (4) UU a quo dikarenakan adanya 
ketentuan frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” yang didalilkan 
Pemohon dapat menihilkan muatan pokok ayat (4) itu sendiri yang telah 
menentukan kewenangan seleksi dosen dan pengangkatan serta penetapan 
dosen dalam jabatan akademik asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor 
oleh satuan pendidikan tinggi, menjadi ternihilkan oleh peraturan yang lebih 
rendah, in casu Peraturan Menteri. 
[3.14.2] Bahwa dalam kaitan dengan frasa yang dipersoalkan Pemohon penting 
bagi Mahkamah menegaskan dirumuskannya frasa “sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan” dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, in 
casu Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005 merupakan hal yang dibolehkan sebagaimana 
ditentukan dalam Lampiran II angka 281 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011) yang 
menyatakan “Pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan yang tidak disebutkan secara rinci, 
menggunakan frasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”. 
Penggunaan frasa demikian juga telah tercantum dalam UU 12/2011 
sebagaimana terdapat dalam Pasal 15 ayat (3) UU 12/2011. Oleh karena UU 
14/2005 memiliki keterkaitan erat dengan berbagai UU di antaranya UU 20/2003 

 

 

Gelar Doktor Kehormatan]. Dengan demikian, terdapat kesamaan pencantuman 
gelar doktor kehormatan dengan profesor kehormatan. Terkait dengan hal 
tersebut, penulisan gelar profesor kehormatan harus pula ditulis Prof. (H.C.) 
diikuti nama institusi perguruan tinggi pemberi gelar dimaksud.  
[3.13.6] Bahwa dengan mencermati persyaratan dan mekanisme proses 
pengusulan dosen tetap berbeda dengan dosen tidak tetap termasuk profesor 
kehormatan karena dosen tidak tetap diangkat berdasarkan perjanjian 
kerja/kontrak yang diatur oleh perguruan tinggi, antara lain bekerja paruh 
waktu. Oleh karenanya jika akan diajukan sebagai profesor kehormatan tidak 
diharuskan adanya persyaratan angka kredit dalam jumlah tertentu, tetapi 
berdasarkan penilaian pengetahuan tacit (tacit knowledge) yaitu pengetahuan 
yang hanya berdasarkan pengalaman pikiran seseorang, sesuai dengan 
pemahaman dan pengalaman orang itu sendiri yang belum dijadikan 
pengetahuan sesuai dengan kaidah keilmuan, namun memiliki potensi untuk 
dikembangkan menjadi pengetahuan eksplisit (explicit knowledge) di perguruan 
tinggi agar bermanfaat untuk masyarakat. Lain halnya, bagi dosen tetap, explicit 
knowledge justru menjadi aspek penting untuk menunjukkan keahlian dan 
prestasi luar biasa di bidang akademis yang diwujudkan dalam bentuk karya-
karya ilmiah seperti makalah, laporan penelitian, jurnal ilmiah, prosiding, serta 
buku-buku ataupun bentuk karya monumental lainnya. Tidak hanya itu, faktor 
intensitas dalam pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat juga tetap 
menjadi pertimbangan penting. Sementara itu, perihal syarat publikasi dalam 
jurnal internasional bereputasi, Mahkamah berpendapat jika syarat ini tetap 
akan dipertahankan, tulisan yang telah dimuat tidak perlu dilakukan review 
ulang oleh reviewer perguruan tinggi dan/atau kementerian sepanjang tulisan 
tersebut dimuat dalam jurnal bereputasi yang telah ditentukan daftarnya oleh 
kementerian dan daftar tersebut diperbarui secara regular. Sehingga, hal 
tersebut menjadi persyaratan yang sangat menentukan yang akan dinilai dengan 
cermat dan dituangkan dalam bentuk angka-angka kredit (KUM). Lebih lanjut, 
melalui UU 12/2012 ditegaskan batas usia pensiun dosen tetap yang menduduki 
jabatan akademik profesor adalah 70 (tujuh puluh) tahun dan kepadanya mulai 
ditingkatkan bentuk penghargaan oleh negara dengan memberikan selain 
tunjangan profesi juga tunjangan kehormatan yang dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 
[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan hal-hal 
tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil 
Pemohon a quo, yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan norma Pasal 50 ayat 
(4) UU 14/2005 menimbulkan ketidakpastian dan multitafsir yang dapat 
disimpangi oleh peraturan di bawahnya sehingga bertentangan dengan UUD 
1945. Terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai 
berikut: 
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Kepala/Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; dan untuk dosen perguruan 
tinggi non Kementerian dilakukan oleh Tim Penilai Lembaga yang ditetapkan 
oleh pimpinan lembaga yang bersangkutan. Sedangkan, untuk penilaian jabatan 
akademik Lektor Kepala dan Profesor merupakan wewenang yang bersifat 
berbagi oleh satuan pendidikan tinggi dan Kementerian. Dalam hal ini, pimpinan 
perguruan tinggi dengan persetujuan senat perguruan tinggi mengusulkan 
penetapan angka kredit ke dalam jabatan Profesor atau pangkat dalam lingkup 
jabatan-jabatan tersebut kepada Direktur Jenderal. Proses ini dilakukan oleh 
perguruan tinggi secara berjenjang melalui program studi, fakultas, perguruan 
tinggi, dan selanjutnya diajukan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, 
dan Teknologi. Untuk menghindari kemungkinan adanya perbedaan penilaian 
antara perguruan tinggi dan kementerian, perlu diintegrasikan tim penilai antara 
tim penilai perguruan tinggi dan tim penilai kementerian. Di samping untuk tetap 
mempertahankan kualitas dosen yang dapat diangkat sebagai guru besar atau 
profesor, pengintegrasian demikian juga dimaksudkan untuk menyederhanakan 
tahapan atau proses pengusulan. 
 Sementara itu, bagi dosen yang akan loncat jabatan, pimpinan perguruan 
tinggi dengan persetujuan senat mengusulkan penetapan angka kredit kenaikan 
pangkat bagi dosen yang akan loncat jabatan ke Lektor Kepala dan Profesor 
kepada Direktur Jenderal, proses inipun dilakukan secara berjenjang. 
Selanjutnya, Direktur Jenderal menetapkan angka kredit usul kenaikan jabatan 
akademik ke Lektor Kepala atau Profesor dan/atau pangkat dalam lingkup 
jabatan-jabatan tersebut setelah berkas unsur pelaksanaan kegiatan penelitian 
terlebih dahulu dinilai layak oleh Tim Penilai Pusat atau Tim Penilai Pusat yang 
telah diintegrasikan dengan Tim Penilai Perguruan Tinggi. Selanjutnya, Direktur 
Jenderal mengusulkan pengangkatan jabatan akademik Lektor Kepala atau 
Profesor dan/atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada 
Menteri [vide Pasal 4 dan Pasal 5 Permendikbud 92/2014]. Seluruh mekanisme 
dan proses tersebut harus dilakukan secara transparan dan mudah diakses oleh 
setiap calon yang diusulkan kenaikan jenjang jabatannya. 
[3.14.3] Bahwa Pemohon juga mendalilkan penilaian oleh Tim Penilai Pusat 
untuk jabatan akademik profesor yang diatur melalui Peraturan Menteri tersebut 
telah menghambat Pemohon dalam memperoleh jabatan akademik profesornya. 
Berkenaan dengan dalil Pemohon a quo terungkap fakta dalam persidangan 
bahwa pengusulan dari perguruan tinggi Pemohon untuk jabatan akademik 
profesor (guru besar) dilakukan 27 (dua puluh tujuh) hari sebelum batas usia 
pensiun Pemohon, dalam hal ini Pemohon lahir pada 25 Oktober 1954 [vide bukti 
P-5], sehingga batas usia pensiun Pemohon pada 1 November 2019. Sementara 
itu, dalam Peraturan Kepala badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 
tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan batas 
usia pensiun telah diberitahukan sejak 15 (lima belas) bulan sebelum pensiun. 
Lebih lanjut berkenaan dengan waktu dalam proses pengusulan jenjang jabatan 

 

 

dan UU 12/2012 termasuk peraturan pelaksanaannya maka meskipun masing-
masing perguruan tinggi memiliki Statuta Perguruan Tinggi, in casu untuk Statuta 
PTN Badan Hukum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah [vide Pasal 66 ayat 
(2) UU 12/2012], bukan berarti UU yang mengatur perguruan tinggi tidak boleh 
mencantumkan rumusan frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” 
sebagaimana didalilkan Pemohon. Hal ini dikarenakan ketentuan Pasal 50 ayat 
(4) UU 14/2005 tidak mungkin merinci satu persatu peraturan perundang-
undangan yang terkait dengannya misalnya peraturan mengenai kepegawaian 
dari dosen yang akan diseleksi dan yang akan menduduki jenjang jabatan 
akademik tanpa penjenjangan. Oleh karena itu, setiap satuan pendidikan tinggi 
yang akan melaksanakan wewenangnya harus merujuk pada peraturan 
perundang-undangan lainnya, termasuk peraturan menteri. Terlebih, ketentuan 
UU 12/2012 menentukan bahwa “Menteri bertanggung jawab atas 
penyelenggaraan pendidikan tinggi” [vide Pasal 7 ayat (1) UU 12/2012]. Untuk 
melaksanakan tugas dan tanggung jawab agar dapat diwujudkan tujuan 
pendidikan tinggi, menteri berwenang menerbitkan peraturan menteri. Dengan 
merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011 peraturan menteri dimaksud 
merupakan jenis dari peraturan perundang-undangan dan diakui keberadaannya 
serta mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan 
kewenangannya. Dalam kaitan inilah, menteri dapat mengatur sepanjang hal 
tersebut didelegasikan oleh peraturan yang lebih tinggi dan/atau merupakan 
kewenangannya sekalipun dalam Pasal 50 ayat (4) hanya menyatakan dengan 
frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Namun demikian, jika 
dikaitkan dengan Pasal 72 ayat (6) UU 12/2012 yang menyatakan, “Ketentuan 
mengenai jenjang jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
pemberian tunjangan profesi serta tunjangan kehormatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), dan pengangkatan seseorang dengan kompetensi luar 
biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri”. 
Artinya, peraturan menteri yang di antaranya mengatur jenjang jabatan 
akademik, termasuk jenjang jabatan akademik tertentu memiliki dasar dalam 
pembentukannya. Adanya peraturan menteri tersebut tidak menghilangkan sama 
sekali kewenangan perguruan tinggi karena untuk penilaian jabatan akademik 
Asisten Ahli dan Lektor penetapannya diserahkan kepada satuan pendidikan 
tinggi (perguruan tinggi) untuk melakukan penilaian pada jenjang jabatan 
tersebut. 
 Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Permendikbud 92/2014, 
yang pada pokoknya menentukan penilaian kenaikan jabatan akademik dosen 
perguruan tinggi negeri dilakukan oleh Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen 
Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Rektor/Ketua/Direktur. Sedangkan, 
untuk dosen perguruan tinggi swasta dilakukan oleh Tim Penilai Jabatan 
Akademik Dosen Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh 
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Kepala/Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; dan untuk dosen perguruan 
tinggi non Kementerian dilakukan oleh Tim Penilai Lembaga yang ditetapkan 
oleh pimpinan lembaga yang bersangkutan. Sedangkan, untuk penilaian jabatan 
akademik Lektor Kepala dan Profesor merupakan wewenang yang bersifat 
berbagi oleh satuan pendidikan tinggi dan Kementerian. Dalam hal ini, pimpinan 
perguruan tinggi dengan persetujuan senat perguruan tinggi mengusulkan 
penetapan angka kredit ke dalam jabatan Profesor atau pangkat dalam lingkup 
jabatan-jabatan tersebut kepada Direktur Jenderal. Proses ini dilakukan oleh 
perguruan tinggi secara berjenjang melalui program studi, fakultas, perguruan 
tinggi, dan selanjutnya diajukan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, 
dan Teknologi. Untuk menghindari kemungkinan adanya perbedaan penilaian 
antara perguruan tinggi dan kementerian, perlu diintegrasikan tim penilai antara 
tim penilai perguruan tinggi dan tim penilai kementerian. Di samping untuk tetap 
mempertahankan kualitas dosen yang dapat diangkat sebagai guru besar atau 
profesor, pengintegrasian demikian juga dimaksudkan untuk menyederhanakan 
tahapan atau proses pengusulan. 
 Sementara itu, bagi dosen yang akan loncat jabatan, pimpinan perguruan 
tinggi dengan persetujuan senat mengusulkan penetapan angka kredit kenaikan 
pangkat bagi dosen yang akan loncat jabatan ke Lektor Kepala dan Profesor 
kepada Direktur Jenderal, proses inipun dilakukan secara berjenjang. 
Selanjutnya, Direktur Jenderal menetapkan angka kredit usul kenaikan jabatan 
akademik ke Lektor Kepala atau Profesor dan/atau pangkat dalam lingkup 
jabatan-jabatan tersebut setelah berkas unsur pelaksanaan kegiatan penelitian 
terlebih dahulu dinilai layak oleh Tim Penilai Pusat atau Tim Penilai Pusat yang 
telah diintegrasikan dengan Tim Penilai Perguruan Tinggi. Selanjutnya, Direktur 
Jenderal mengusulkan pengangkatan jabatan akademik Lektor Kepala atau 
Profesor dan/atau pangkat dalam lingkup jabatan-jabatan tersebut kepada 
Menteri [vide Pasal 4 dan Pasal 5 Permendikbud 92/2014]. Seluruh mekanisme 
dan proses tersebut harus dilakukan secara transparan dan mudah diakses oleh 
setiap calon yang diusulkan kenaikan jenjang jabatannya. 
[3.14.3] Bahwa Pemohon juga mendalilkan penilaian oleh Tim Penilai Pusat 
untuk jabatan akademik profesor yang diatur melalui Peraturan Menteri tersebut 
telah menghambat Pemohon dalam memperoleh jabatan akademik profesornya. 
Berkenaan dengan dalil Pemohon a quo terungkap fakta dalam persidangan 
bahwa pengusulan dari perguruan tinggi Pemohon untuk jabatan akademik 
profesor (guru besar) dilakukan 27 (dua puluh tujuh) hari sebelum batas usia 
pensiun Pemohon, dalam hal ini Pemohon lahir pada 25 Oktober 1954 [vide bukti 
P-5], sehingga batas usia pensiun Pemohon pada 1 November 2019. Sementara 
itu, dalam Peraturan Kepala badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 
tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan batas 
usia pensiun telah diberitahukan sejak 15 (lima belas) bulan sebelum pensiun. 
Lebih lanjut berkenaan dengan waktu dalam proses pengusulan jenjang jabatan 

 

 

dan UU 12/2012 termasuk peraturan pelaksanaannya maka meskipun masing-
masing perguruan tinggi memiliki Statuta Perguruan Tinggi, in casu untuk Statuta 
PTN Badan Hukum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah [vide Pasal 66 ayat 
(2) UU 12/2012], bukan berarti UU yang mengatur perguruan tinggi tidak boleh 
mencantumkan rumusan frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” 
sebagaimana didalilkan Pemohon. Hal ini dikarenakan ketentuan Pasal 50 ayat 
(4) UU 14/2005 tidak mungkin merinci satu persatu peraturan perundang-
undangan yang terkait dengannya misalnya peraturan mengenai kepegawaian 
dari dosen yang akan diseleksi dan yang akan menduduki jenjang jabatan 
akademik tanpa penjenjangan. Oleh karena itu, setiap satuan pendidikan tinggi 
yang akan melaksanakan wewenangnya harus merujuk pada peraturan 
perundang-undangan lainnya, termasuk peraturan menteri. Terlebih, ketentuan 
UU 12/2012 menentukan bahwa “Menteri bertanggung jawab atas 
penyelenggaraan pendidikan tinggi” [vide Pasal 7 ayat (1) UU 12/2012]. Untuk 
melaksanakan tugas dan tanggung jawab agar dapat diwujudkan tujuan 
pendidikan tinggi, menteri berwenang menerbitkan peraturan menteri. Dengan 
merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UU 12/2011 peraturan menteri dimaksud 
merupakan jenis dari peraturan perundang-undangan dan diakui keberadaannya 
serta mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan 
kewenangannya. Dalam kaitan inilah, menteri dapat mengatur sepanjang hal 
tersebut didelegasikan oleh peraturan yang lebih tinggi dan/atau merupakan 
kewenangannya sekalipun dalam Pasal 50 ayat (4) hanya menyatakan dengan 
frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Namun demikian, jika 
dikaitkan dengan Pasal 72 ayat (6) UU 12/2012 yang menyatakan, “Ketentuan 
mengenai jenjang jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
pemberian tunjangan profesi serta tunjangan kehormatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), dan pengangkatan seseorang dengan kompetensi luar 
biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri”. 
Artinya, peraturan menteri yang di antaranya mengatur jenjang jabatan 
akademik, termasuk jenjang jabatan akademik tertentu memiliki dasar dalam 
pembentukannya. Adanya peraturan menteri tersebut tidak menghilangkan sama 
sekali kewenangan perguruan tinggi karena untuk penilaian jabatan akademik 
Asisten Ahli dan Lektor penetapannya diserahkan kepada satuan pendidikan 
tinggi (perguruan tinggi) untuk melakukan penilaian pada jenjang jabatan 
tersebut. 
 Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas Permendikbud 92/2014, 
yang pada pokoknya menentukan penilaian kenaikan jabatan akademik dosen 
perguruan tinggi negeri dilakukan oleh Tim Penilai Jabatan Akademik Dosen 
Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Rektor/Ketua/Direktur. Sedangkan, 
untuk dosen perguruan tinggi swasta dilakukan oleh Tim Penilai Jabatan 
Akademik Dosen Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh 
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kepastian hukum, perlindungan atas pekerjaan dan pengembangan diri dalam 
suatu negara hukum sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3), 
Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan 
ayat (5) UUD 1945, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon adalah 
tidak beralasan menurut hukum. 
 
[3.17] Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon selain dan 
selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya dianggap 
tidak relevan sehingga haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum 
untuk seluruhnya. 
 

F. AMAR PUTUSAN 
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 
 

G. PENUTUP 
Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan 
mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung 
memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno 
Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes 
(berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self 
executing) oleh seluruh organ penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan 
warga Negara. Oleh karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 20/PUU-
XIX/2021 yang menyatakan permohonan Para Pemohon sepanjang Pasal 50 ayat 
(4) UU 14/2005 ditolak untuk seluruhnya mengandung arti bahwa ketentuan 
Pasal a quo tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap 
mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
 
 
 
 
 
 

 
 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
BADAN KEAHLIAN 

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 
2022 

 

 

 

 

akademik, proses dilakukan sesuai norma layanan SLA (Service Level Agreement) 
di dalam standar operasional prosedur. Untuk penilaian Lektor Kepala maksimal 
45 (empat puluh lima) hari kerja di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, 
dan Teknologi. Sedangkan layanan penilaian profesor selama 55 (lima puluh 
lima) hari kerja sejak usulan diterima, sampai ditetapkan angka kreditnya. 
Dengan merujuk pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu 
Pengetahuan dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi Nomor 1142 Tahun 2016 tanggal 9 Mei 2016, disampaikan 
edaran agar pengusulan kenaikan jabatan akademik minimal 2 (dua) tahun 
sebelum batas usia pensiun. Selanjutnya diterbitkan pula Surat Edaran Direktur 
Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 166/E.E4/K8/2020 tanggal 28 Februari Tahun 
2020 yang berlaku sejak Januari 2021 menyatakan bahwa usulan kenaikan 
jabatan akademik ke Lektor Kepala dan Profesor maksimal 1 (satu) tahun 
sebelum batas usia pensiun. Namun demikian, dalam persidangan terungkap 
fakta bahwa walaupun pengusulan tersebut dilakukan 27 (dua puluh tujuh) hari 
sebelum batas usia pensiun Pemohon, yakni diajukan pada 4 Oktober 2019 [vide 
bukti P-8]. Terhadap pengusulan tersebut tetap dilakukan proses penilaian yaitu 
pada 22 Oktober 2019, 25 Februari 2020, dan 26 sampai dengan 27 Februari 
2020, yang hasilnya belum merekomendasikan usulan atas nama Pemohon untuk 
diajukan sebagai profesor [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 20/PUU-XIX/2021 
bertanggal 10 Januari 2022, hlm. 7]. Dalam kaitan ini, tanpa Mahkamah 
bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, merujuk pada fakta-
fakta tersebut maka persoalan tidak diperolehnya rekomendasi jabatan 
akademik profesor Pemohon tersebut merupakan persoalan implementasi atas 
berbagai peraturan dan kebijakan yang telah ditentukan dan bukan merupakan 
persoalan konstitusionalitas norma. 
[3.15] Menimbang bahwa terlepas persoalan Pemohon a quo merupakan 
persoalan implementasi atau penerapan norma, berkaitan dengan jenjang 
jabatan akademik khususnya profesor atau guru besar menurut Mahkamah 
keberadaan Permendikbud 92/2014 serta PO PAK 2014 dan kini PO PAK 2019 
merupakan instrumen yuridis sebagai pengaturan lebih lanjut dari Pasal 50 ayat 
(4) UU 14/2005 dan Pasal 72 ayat (6) UU 12/2012 yang bersifat teknis 
operasional untuk memastikan standarisasi penilaian dan prosedur penilaian, 
sehingga mutu dosen sebagai pemegang jabatan akademik dapat 
dipertanggungjawabkan (akuntabel). Dalam hal ini Mahkamah perlu 
menegaskan, sekalipun terdapat delegasi dan kewenangan dalam membentuk 
Peraturan Menteri, delegasi dan kewenangan dimaksud tidak dibenarkan 
mengurangi dan menambah substansi undang-undang yang menjadi dasar 
pembentukan peraturan menteri dimaksud. 
[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum 
sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah menilai tidak terdapat persoalan 
konstitusionalitas norma Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005 mengenai keadilan, 
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kepastian hukum, perlindungan atas pekerjaan dan pengembangan diri dalam 
suatu negara hukum sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3), 
Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan 
ayat (5) UUD 1945, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon adalah 
tidak beralasan menurut hukum. 
 
[3.17] Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon selain dan 
selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya dianggap 
tidak relevan sehingga haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum 
untuk seluruhnya. 
 

F. AMAR PUTUSAN 
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 
 

G. PENUTUP 
Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan 
mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung 
memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno 
Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes 
(berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self 
executing) oleh seluruh organ penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan 
warga Negara. Oleh karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 20/PUU-
XIX/2021 yang menyatakan permohonan Para Pemohon sepanjang Pasal 50 ayat 
(4) UU 14/2005 ditolak untuk seluruhnya mengandung arti bahwa ketentuan 
Pasal a quo tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap 
mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
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akademik, proses dilakukan sesuai norma layanan SLA (Service Level Agreement) 
di dalam standar operasional prosedur. Untuk penilaian Lektor Kepala maksimal 
45 (empat puluh lima) hari kerja di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, 
dan Teknologi. Sedangkan layanan penilaian profesor selama 55 (lima puluh 
lima) hari kerja sejak usulan diterima, sampai ditetapkan angka kreditnya. 
Dengan merujuk pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu 
Pengetahuan dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan 
Pendidikan Tinggi Nomor 1142 Tahun 2016 tanggal 9 Mei 2016, disampaikan 
edaran agar pengusulan kenaikan jabatan akademik minimal 2 (dua) tahun 
sebelum batas usia pensiun. Selanjutnya diterbitkan pula Surat Edaran Direktur 
Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 166/E.E4/K8/2020 tanggal 28 Februari Tahun 
2020 yang berlaku sejak Januari 2021 menyatakan bahwa usulan kenaikan 
jabatan akademik ke Lektor Kepala dan Profesor maksimal 1 (satu) tahun 
sebelum batas usia pensiun. Namun demikian, dalam persidangan terungkap 
fakta bahwa walaupun pengusulan tersebut dilakukan 27 (dua puluh tujuh) hari 
sebelum batas usia pensiun Pemohon, yakni diajukan pada 4 Oktober 2019 [vide 
bukti P-8]. Terhadap pengusulan tersebut tetap dilakukan proses penilaian yaitu 
pada 22 Oktober 2019, 25 Februari 2020, dan 26 sampai dengan 27 Februari 
2020, yang hasilnya belum merekomendasikan usulan atas nama Pemohon untuk 
diajukan sebagai profesor [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 20/PUU-XIX/2021 
bertanggal 10 Januari 2022, hlm. 7]. Dalam kaitan ini, tanpa Mahkamah 
bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, merujuk pada fakta-
fakta tersebut maka persoalan tidak diperolehnya rekomendasi jabatan 
akademik profesor Pemohon tersebut merupakan persoalan implementasi atas 
berbagai peraturan dan kebijakan yang telah ditentukan dan bukan merupakan 
persoalan konstitusionalitas norma. 
[3.15] Menimbang bahwa terlepas persoalan Pemohon a quo merupakan 
persoalan implementasi atau penerapan norma, berkaitan dengan jenjang 
jabatan akademik khususnya profesor atau guru besar menurut Mahkamah 
keberadaan Permendikbud 92/2014 serta PO PAK 2014 dan kini PO PAK 2019 
merupakan instrumen yuridis sebagai pengaturan lebih lanjut dari Pasal 50 ayat 
(4) UU 14/2005 dan Pasal 72 ayat (6) UU 12/2012 yang bersifat teknis 
operasional untuk memastikan standarisasi penilaian dan prosedur penilaian, 
sehingga mutu dosen sebagai pemegang jabatan akademik dapat 
dipertanggungjawabkan (akuntabel). Dalam hal ini Mahkamah perlu 
menegaskan, sekalipun terdapat delegasi dan kewenangan dalam membentuk 
Peraturan Menteri, delegasi dan kewenangan dimaksud tidak dibenarkan 
mengurangi dan menambah substansi undang-undang yang menjadi dasar 
pembentukan peraturan menteri dimaksud. 
[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum 
sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah menilai tidak terdapat persoalan 
konstitusionalitas norma Pasal 50 ayat (4) UU 14/2005 mengenai keadilan, 
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

 
INFO JUDICIAL REVIEW 

(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Dinyatakan 
Dikabulkan Sebagian Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) 

 
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 32/PUU-XIX/2021 PERIHAL 

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG 
PEMILIHAN UMUM 

TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
TAHUN 1945 

 
29 MARET 2022 

 
 

A. PENDAHULUAN 
Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022, pukul 11.17 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya 
disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 32/PUU-XIX/2021. Dalam 
Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 32/PUU-XIX/2021, perwakilan DPR 
RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU 7/2017 dalam Perkara 32/PUU-XIX/2021 
diajukan oleh Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.SP. dan Arief Budiman, S.S, S.IP, 
MBA. yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fauzi Heri, S.T., S.H., M.H.,dkk. 
Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon. 
 

C. PASAL/AYAT UU 7/2017 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil 
terhadap Pasal 458 ayat (13) UU 7/2017 yang selengkapnya berketentuan 
sebagai berikut: 
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A. PENDAHULUAN 
Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022, pukul 11.17 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya 
disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 32/PUU-XIX/2021. Dalam 
Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 32/PUU-XIX/2021, perwakilan DPR 
RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU 7/2017 dalam Perkara 32/PUU-XIX/2021 
diajukan oleh Dra. Evi Novida Ginting Manik, M.SP. dan Arief Budiman, S.S, S.IP, 
MBA. yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fauzi Heri, S.T., S.H., M.H.,dkk. 
Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon. 
 

C. PASAL/AYAT UU 7/2017 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil 
terhadap Pasal 458 ayat (13) UU 7/2017 yang selengkapnya berketentuan 
sebagai berikut: 
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final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, 
dan Bawaslu”;  

1.2. Frasa “bersifat final dan mengikat” dalam Pasal 112 ayat (12) Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Putusan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat bagi 
Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu”;  

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik 
Indonesia sebagaimana mestinya;  

3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;  
Bahwa kemudian pembentuk Undang-Undang menyatakan tidak berlaku UU 
15/2012 dengan berlakunya UU 7/2017. Namun, norma yang mengatur Putusan 
DKPP bersifat final dan mengikat tetap dipertahankan oleh UU 7/2017 yang 
diatur dalam Pasal 458 ayat (13) UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian dalam 
perkara a quo.  

Bahwa meskipun Pasal 458 ayat (13) UU 7/2017 mengatur norma yang 
sama dengan Pasal 112 ayat (12) UU 15/2012, namun jika mendasarkan pada 
Pasal 60 UU MK juncto Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 
Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang 
yang menyatakan bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian 
dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian 
kembali, kecuali jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar 
pengujian berbeda, maka permohonan para Pemohon dapat diajukan kembali.  

Bahwa terlepas dari permohonan para Pemohon a quo dapat diajukan 
kembali ataupun tidak, namun muatan norma yang terdapat dalam Pasal 458 
ayat (13) UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian adalah muatan norma yang 
sama yang diatur dalam Pasal 112 ayat (12) UU 15/2012 yaitu norma mengenai 
putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat. Oleh karena itu, isu 
konstitusional yang dipersoalkan oleh Pemohon Perkara Nomor 31/PUU-XI/2013 
sama dengan yang dipersoalkan oleh para Pemohon perkara a quo. Dengan 
demikian, terhadap norma mengenai putusan DKPP yang bersifat final dan 
mengikat telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013, sehingga menurut Mahkamah pokok 
permohonan para Pemohon memiliki keterkaitan dengan Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013. Sementara itu, dalil para Pemohon 
selebihnya sepanjang masih relevan dengan substansi pertimbangan hukum yang 
akan diuraikan lebih lanjut oleh Mahkamah akan turut dipertimbangkan lebih 
lanjut pula.  

 
[3.12.2] Bahwa selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan ketidakpastian 
hukum yang terjadi di tataran pelaksanaan norma, yang ternyata telah terjadi 
penafsiran berbeda yang tidak sejalan dengan maksud Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013. Berkenaan dengan hal tersebut setelah 
dicermati secara saksama terdapat varian persepsi dalam memahami Putusan 
Mahkamah Konstitusi. Sebab, dalam memahami amar putusan badan peradilan, 
termasuk putusan Mahkamah, tidak dapat dipisahkan antara amar putusan 

 

 
Pasal 458 ayat (13) UU 7/2017 

(13)  Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) bersifat final dan 
mengikat; 

 
D. BATU UJI 

Bahwa Pasal 1 ayat (3); Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 22E ayat (5); Pasal 27 ayat 
(1); dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan 
dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon. 
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian Pasal 458 ayat (13) UU 7/2017 dalam permohonan a 
quo,  Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 
 
[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili 
permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk 
bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan 
mempertimbangkan pokok permohonan. 
… 
[3.12] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan para 
Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon, inti 
permohonan a quo adalah frasa “final dan mengikat” dalam Pasal 458 ayat (13) 
UU 7/2017 yang dalam Penjelasannya dinyatakan “cukup jelas”, telah 
menyebabkan Putusan DKPP tidak dapat ditafsir lain oleh Presiden, KPU, KPU 
Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu, sehingga putusan DKPP a quo telah 
menimbulkan akibat hukum. Oleh karenanya DKPP menafsirkan bahwa putusan 
DKPP tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun termasuk diuji ke peradilan 
TUN. Hal ini menurut para Pemohon tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 dan menyebabkan DKPP menjadi lembaga 
yang superior karena tidak memiliki mekanisme checks and balances. Terhadap 
dalil pokok permohonan para Pemohon tersebut, Mahkamah 
mempertimbangkan sebagai berikut:  
[3.12.1] Bahwa terkait dengan permohonan a quo Mahkamah sebelumnya pernah 
memutus pengujian Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 
tentang Pemilihan Umum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-
XI/2013, tanggal 3 April 2014. Pasal 112 ayat (12) UU 15/2011 mengatur bahwa 
putusan DKPP bersifat final dan mengikat. Terhadap frasa final dan mengikat ini, 
Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 
menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan:  

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, yaitu: 1.1. Frasa 
“bersifat final dan mengikat” dalam Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang 
tidak dimaknai, “Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat 
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final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, 
dan Bawaslu”;  

1.2. Frasa “bersifat final dan mengikat” dalam Pasal 112 ayat (12) Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Putusan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat bagi 
Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu”;  

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik 
Indonesia sebagaimana mestinya;  

3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;  
Bahwa kemudian pembentuk Undang-Undang menyatakan tidak berlaku UU 
15/2012 dengan berlakunya UU 7/2017. Namun, norma yang mengatur Putusan 
DKPP bersifat final dan mengikat tetap dipertahankan oleh UU 7/2017 yang 
diatur dalam Pasal 458 ayat (13) UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian dalam 
perkara a quo.  

Bahwa meskipun Pasal 458 ayat (13) UU 7/2017 mengatur norma yang 
sama dengan Pasal 112 ayat (12) UU 15/2012, namun jika mendasarkan pada 
Pasal 60 UU MK juncto Pasal 78 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 
Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang 
yang menyatakan bahwa terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian 
dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian 
kembali, kecuali jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar 
pengujian berbeda, maka permohonan para Pemohon dapat diajukan kembali.  

Bahwa terlepas dari permohonan para Pemohon a quo dapat diajukan 
kembali ataupun tidak, namun muatan norma yang terdapat dalam Pasal 458 
ayat (13) UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian adalah muatan norma yang 
sama yang diatur dalam Pasal 112 ayat (12) UU 15/2012 yaitu norma mengenai 
putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat. Oleh karena itu, isu 
konstitusional yang dipersoalkan oleh Pemohon Perkara Nomor 31/PUU-XI/2013 
sama dengan yang dipersoalkan oleh para Pemohon perkara a quo. Dengan 
demikian, terhadap norma mengenai putusan DKPP yang bersifat final dan 
mengikat telah dipertimbangkan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013, sehingga menurut Mahkamah pokok 
permohonan para Pemohon memiliki keterkaitan dengan Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013. Sementara itu, dalil para Pemohon 
selebihnya sepanjang masih relevan dengan substansi pertimbangan hukum yang 
akan diuraikan lebih lanjut oleh Mahkamah akan turut dipertimbangkan lebih 
lanjut pula.  

 
[3.12.2] Bahwa selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan ketidakpastian 
hukum yang terjadi di tataran pelaksanaan norma, yang ternyata telah terjadi 
penafsiran berbeda yang tidak sejalan dengan maksud Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013. Berkenaan dengan hal tersebut setelah 
dicermati secara saksama terdapat varian persepsi dalam memahami Putusan 
Mahkamah Konstitusi. Sebab, dalam memahami amar putusan badan peradilan, 
termasuk putusan Mahkamah, tidak dapat dipisahkan antara amar putusan 

 

 
Pasal 458 ayat (13) UU 7/2017 

(13)  Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) bersifat final dan 
mengikat; 

 
D. BATU UJI 

Bahwa Pasal 1 ayat (3); Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 22E ayat (5); Pasal 27 ayat 
(1); dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan 
dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon. 
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian Pasal 458 ayat (13) UU 7/2017 dalam permohonan a 
quo,  Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 
 
[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili 
permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk 
bertindak sebagai Pemohon maka selanjutnya Mahkamah akan 
mempertimbangkan pokok permohonan. 
… 
[3.12] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan para 
Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon, inti 
permohonan a quo adalah frasa “final dan mengikat” dalam Pasal 458 ayat (13) 
UU 7/2017 yang dalam Penjelasannya dinyatakan “cukup jelas”, telah 
menyebabkan Putusan DKPP tidak dapat ditafsir lain oleh Presiden, KPU, KPU 
Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu, sehingga putusan DKPP a quo telah 
menimbulkan akibat hukum. Oleh karenanya DKPP menafsirkan bahwa putusan 
DKPP tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun termasuk diuji ke peradilan 
TUN. Hal ini menurut para Pemohon tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 dan menyebabkan DKPP menjadi lembaga 
yang superior karena tidak memiliki mekanisme checks and balances. Terhadap 
dalil pokok permohonan para Pemohon tersebut, Mahkamah 
mempertimbangkan sebagai berikut:  
[3.12.1] Bahwa terkait dengan permohonan a quo Mahkamah sebelumnya pernah 
memutus pengujian Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 
tentang Pemilihan Umum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-
XI/2013, tanggal 3 April 2014. Pasal 112 ayat (12) UU 15/2011 mengatur bahwa 
putusan DKPP bersifat final dan mengikat. Terhadap frasa final dan mengikat ini, 
Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 
menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan:  

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian, yaitu: 1.1. Frasa 
“bersifat final dan mengikat” dalam Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang 
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) bertentangan dengan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang 
tidak dimaknai, “Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat 
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lain, yang dimaksud final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU 
Kabupaten/Kota, dan Bawaslu adalah bahwa Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU 
Kabupaten/Kota, dan Bawaslu hanya menindaklanjuti Putusan DKPP yang 
produknya dapat menjadi objek gugatan pada peradilan TUN. Sehingga dengan 
demikian dalam konteks ini Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, 
dan Bawaslu sebagai atasan langsung yang berwenang mengangkat dan 
memberhentikan penyelenggara Pemilu sesuai tingkatannya, tidak mempunyai 
kewenangan untuk berpendapat berbeda yang bertentangan dengan Putusan 
DKPP ataupun Putusan TUN yang mengkoreksi ataupun menguatkan Putusan 
DKPP.  

 
[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, 
Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon sepanjang berkaitan 
dengan dapat atau tidaknya putusan DKPP menjadi objek PTUN sepanjang 
sejalan dengan pertimbangan hukum Putusan a quo adalah beralasan menurut 
hukum. Sedangkan, bagi Mahkamah melalui putusan a quo menegaskan kembali 
dalam amar putusan perkara a quo, bahwa hakikat pertimbangan hukum putusan 
perkara Nomor 31/PUU-XI/2013 berkenaan dengan tafsir atas Pasal 458 ayat 
(13) UU 7/2017 yang selanjutnya harus menjadi tafsir tunggal yang tidak bisa 
dimaknai lain selain sebagaimana yang ditegaskan dalam amar putusan a quo. 
 
[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, 
dalil para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Sedangkan, 
terhadap dalil dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dipandang tidak 
relevan dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. 
 

F. AMAR PUTUSAN 
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;  
2. Menyatakan ketentuan Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, 
“Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) mengikat bagi Presiden, 
KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu adalah merupakan 
keputusan pejabat TUN yang bersifat konkret, individual, dan final, yang 
dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN”; 

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik 
Indonesia sebagaimana mestinya;  

4. Menolak permohonan para Pemohon selain dan selebihnya.  
 

G. PENUTUP 
1. Bahwa terhadap Putusan MK dalam Perkara Nomor 32/PUU-XIX/2021 

sebagaimana diuraikan diatas, untuk mengisi kekosongan hukum berdasarkan 
Pasal 458 ayat (13) UU 7/2017, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang memberikan saran sebagai berikut: 

 

dengan pertimbangan hukum sebagai ratio decidendi. Demikian halnya dengan 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 bahwa yang 
dimaksudkan oleh Mahkamah adalah sebagaimana yang akan ditegaskan 
Mahkamah dalam pertimbangan hukum dan kemudian dinyatakan dalam amar 
putusan a quo;  

Bahwa Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-
XI/2013 telah memberikan pertimbangan di antaranya sebagai berikut:  

“Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 112 ayat (12) UU 15/2011, dapat menimbulkan ketidakpastian 
hukum apakah final dan mengikat yang dimaksud dalam Undang-Undang 
tersebut adalah sama dengan final dan mengikatnya putusan lembaga 
peradilan. Untuk menghindari ketidakpastian hukum atas adanya ketentuan 
tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa putusan final dan mengikat 
DKPP tidak dapat disamakan dengan putusan final dan mengikat dari 
lembaga peradilan pada umumnya, oleh karena DKPP adalah perangkat 
internal Penyelenggara Pemilu yang diberi wewenang oleh Undang-Undang. 
Sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan 
mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun 
Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkrit, 
individual dan final, yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN”  
 
Bahwa dengan pertimbangan demikian, kemudian Mahkamah dalam amar 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 menyatakan frasa 
“bersifat final dan mengikat”, yaitu harus dimaknai bersifat final dan mengikat 
bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu, yang 
seharusnya dibaca sebagai satu kesatuan dengan pertimbangan hukum yang 
menyatakan, “adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkrit, 
individual dan final, yang dapat menjadi objek gugatan di Peradilan TUN”.  

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalam putusan 
perkara a quo, di samping Mahkamah kembali menegaskan pendiriannya bahwa 
DKPP bukanlah lembaga peradilan dan DKPP sebagaimana KPU dan Bawaslu 
merupakan penyelenggara Pemilu yang memiliki kedudukan setara. Mahkamah 
juga menegaskan ketiga lembaga penyelenggara Pemilu tersebut mempunyai 
kedudukan yang sederajat dan tidak ada satu di antaranya yang mempunyai 
kedudukan yang lebih superior. Dengan demikian, melalui putusan a quo 
Mahkamah menegaskan dan mengingatkan kepada semua pemangku 
kepentingan bahwa frasa ’’bersifat final dan mengikat” dalam Pasal 458 ayat (13) 
UU 7/2017 dimaksudkan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU 
Kabupaten/Kota, dan Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang 
bersifat konkret, individual dan final, yang dapat menjadi objek gugatan di 
Peradilan TUN.  

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka terhadap Presiden, 
KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu harus melaksanakan 
Putusan DKPP tersebut dan keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga yang 
menindaklanjuti putusan DKPP tersebut dapat dijadikan objek gugatan oleh 
pihak yang tidak menerima putusan DKPP dimaksud, dengan mengajukan 
gugatan pada peradilan TUN. Oleh karena itu, terhadap putusan peradilan TUN 
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dipatuhi dan menjadi 
putusan badan peradilan yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Dengan kata 
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lain, yang dimaksud final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU 
Kabupaten/Kota, dan Bawaslu adalah bahwa Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU 
Kabupaten/Kota, dan Bawaslu hanya menindaklanjuti Putusan DKPP yang 
produknya dapat menjadi objek gugatan pada peradilan TUN. Sehingga dengan 
demikian dalam konteks ini Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, 
dan Bawaslu sebagai atasan langsung yang berwenang mengangkat dan 
memberhentikan penyelenggara Pemilu sesuai tingkatannya, tidak mempunyai 
kewenangan untuk berpendapat berbeda yang bertentangan dengan Putusan 
DKPP ataupun Putusan TUN yang mengkoreksi ataupun menguatkan Putusan 
DKPP.  

 
[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, 
Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon sepanjang berkaitan 
dengan dapat atau tidaknya putusan DKPP menjadi objek PTUN sepanjang 
sejalan dengan pertimbangan hukum Putusan a quo adalah beralasan menurut 
hukum. Sedangkan, bagi Mahkamah melalui putusan a quo menegaskan kembali 
dalam amar putusan perkara a quo, bahwa hakikat pertimbangan hukum putusan 
perkara Nomor 31/PUU-XI/2013 berkenaan dengan tafsir atas Pasal 458 ayat 
(13) UU 7/2017 yang selanjutnya harus menjadi tafsir tunggal yang tidak bisa 
dimaknai lain selain sebagaimana yang ditegaskan dalam amar putusan a quo. 
 
[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, 
dalil para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Sedangkan, 
terhadap dalil dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dipandang tidak 
relevan dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. 
 

F. AMAR PUTUSAN 
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;  
2. Menyatakan ketentuan Pasal 458 ayat (13) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, 
“Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) mengikat bagi Presiden, 
KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu adalah merupakan 
keputusan pejabat TUN yang bersifat konkret, individual, dan final, yang 
dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN”; 

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik 
Indonesia sebagaimana mestinya;  

4. Menolak permohonan para Pemohon selain dan selebihnya.  
 

G. PENUTUP 
1. Bahwa terhadap Putusan MK dalam Perkara Nomor 32/PUU-XIX/2021 

sebagaimana diuraikan diatas, untuk mengisi kekosongan hukum berdasarkan 
Pasal 458 ayat (13) UU 7/2017, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang memberikan saran sebagai berikut: 

 

dengan pertimbangan hukum sebagai ratio decidendi. Demikian halnya dengan 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 bahwa yang 
dimaksudkan oleh Mahkamah adalah sebagaimana yang akan ditegaskan 
Mahkamah dalam pertimbangan hukum dan kemudian dinyatakan dalam amar 
putusan a quo;  

Bahwa Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-
XI/2013 telah memberikan pertimbangan di antaranya sebagai berikut:  

“Putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 112 ayat (12) UU 15/2011, dapat menimbulkan ketidakpastian 
hukum apakah final dan mengikat yang dimaksud dalam Undang-Undang 
tersebut adalah sama dengan final dan mengikatnya putusan lembaga 
peradilan. Untuk menghindari ketidakpastian hukum atas adanya ketentuan 
tersebut, Mahkamah perlu menegaskan bahwa putusan final dan mengikat 
DKPP tidak dapat disamakan dengan putusan final dan mengikat dari 
lembaga peradilan pada umumnya, oleh karena DKPP adalah perangkat 
internal Penyelenggara Pemilu yang diberi wewenang oleh Undang-Undang. 
Sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan 
mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun 
Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkrit, 
individual dan final, yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN”  
 
Bahwa dengan pertimbangan demikian, kemudian Mahkamah dalam amar 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 menyatakan frasa 
“bersifat final dan mengikat”, yaitu harus dimaknai bersifat final dan mengikat 
bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu, yang 
seharusnya dibaca sebagai satu kesatuan dengan pertimbangan hukum yang 
menyatakan, “adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang bersifat konkrit, 
individual dan final, yang dapat menjadi objek gugatan di Peradilan TUN”.  

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalam putusan 
perkara a quo, di samping Mahkamah kembali menegaskan pendiriannya bahwa 
DKPP bukanlah lembaga peradilan dan DKPP sebagaimana KPU dan Bawaslu 
merupakan penyelenggara Pemilu yang memiliki kedudukan setara. Mahkamah 
juga menegaskan ketiga lembaga penyelenggara Pemilu tersebut mempunyai 
kedudukan yang sederajat dan tidak ada satu di antaranya yang mempunyai 
kedudukan yang lebih superior. Dengan demikian, melalui putusan a quo 
Mahkamah menegaskan dan mengingatkan kepada semua pemangku 
kepentingan bahwa frasa ’’bersifat final dan mengikat” dalam Pasal 458 ayat (13) 
UU 7/2017 dimaksudkan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU 
Kabupaten/Kota, dan Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat TUN yang 
bersifat konkret, individual dan final, yang dapat menjadi objek gugatan di 
Peradilan TUN.  

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka terhadap Presiden, 
KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu harus melaksanakan 
Putusan DKPP tersebut dan keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga yang 
menindaklanjuti putusan DKPP tersebut dapat dijadikan objek gugatan oleh 
pihak yang tidak menerima putusan DKPP dimaksud, dengan mengajukan 
gugatan pada peradilan TUN. Oleh karena itu, terhadap putusan peradilan TUN 
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dipatuhi dan menjadi 
putusan badan peradilan yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Dengan kata 
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Ditolak Dalam 

Sidang Mahkamah Konstitusi) 
 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 62/PUU-XIX/2021 PERIHAL 
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG TENTARA 

NASIONAL INDONESIA 
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

TAHUN 1945 
 

29 MARET 2022 
 
 

A. PENDAHULUAN 
Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022, pukul 11.53 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya 
disebut UU TNI) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 
62/PUU-XIX/2021. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 62/PUU-
XIX/2021, perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal 
DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU TNI dalam Perkara Nomor 62/PUU-XIX/2021, 
diajukan oleh Euis Kurniasih; Jerry Indrawan G. S.IP., M.Si; Herdiansyah; A. Ismail 
Irwan Marzuki, S.H.; Bayu Widianto; dan Musono yang dalam hal ini memberikan 
kuasa khusus kepada Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., M.H., Ade Yan Yan Hasbullah, 
S.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., para Advokat yang tergabung dalam ITP & 
Associates Law Office untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon. 
 
 

 

a. Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 32/PUU-XIX/2021 sebagai bahan 
dalam penyusunan Prolegnas Daftar Kumulatif Terbuka. 

b. Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 32/PUU-XIX/2021 sebagai acuan 
dalam penyusunan Rancangan Perubahan KUHP. 

2. Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak 
ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh 
kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dan bersifat erga omnes 
(berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh 
organ penyelenggara Negara, organ penegak hukum dan warga Negara. Oleh 
karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 32/PUU-XIX/2021 mengenai 
materi muatan pasal/ayat dalam UU 7/2017 yang dinyatakan bertentangan 
dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, 
agar tidak menimbulkan kekosongan hukum, dapat digunakan sebagai acuan 
untuk melakukan Perubahan KUHP. 
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Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”. Hal 
tersebut dilakukan demi mencapai tujuan utama nasional yang diamanatkan 
dalam Pembukaan UUD 1945. Pertahanan dan keamanan Indonesia dalam 
perwujudannya tidak dapat dilepaskan dari fungsi dan peran Tentara Nasional 
Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Pemisahan 
secara kelembagaan yang setara antara TNI dan Polri dilakukan berdasarkan 
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 tentang 
Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
bertanggal 18 Agustus 2000. Pemisahan dimaksud merupakan suatu upaya untuk 
meningkatkan kinerja dan profesionalisme aparat pertahanan dan aparat 
keamanan. Dalam kaitan tersebut, TNI adalah alat negara yang berperan dalam 
pertahanan negara dan Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara 
keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum. 

Bahwa dalam perannya sebagai alat pertahanan Negara, TNI bertugas 
menegakkan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia 
dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Seiring 
dengan perkembangan global, ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara 
tidak hanya berasal dari militer namun juga non militer sehingga pertahanan 
negara tidak cukup didekati dari aspek militer yang hanya dikaitkan dengan fisik 
semata. Pertahanan negara memerlukan keterpaduan pertahanan militer dan 
pertahanan non militer melalui usaha membangun kekuatan dan kemampuan 
pertahanan negara yang kuat dan disegani serta memiliki daya tangkal tinggi. 
Oleh karenanya wajib bagi TNI untuk memiliki kemampuan dan keterampilan 
secara profesional sesuai dengan peran dan fungsinya. 

Bahwa sejalan dengan peran TNI, Polri sebagai alat negara juga berperan 
dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, 
memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga Polri 
wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, meskipun kedua alat negara tersebut 
(militer dan kepolisian) memiliki peran yang berbeda, namun pada dasarnya 
kedua  lembaga ini memiliki kedudukan kelembagaan yang setara dan strategis 
pada setiap negara sehingga keduanya harus selalu bersinergi dalam mewujudkan 
sistem pertahanan keamanan negara. 
[3.13.2] Bahwa dalam kaitannya dengan batas usia pensiun TNI yang menurut dalil 
para Pemohon perlu disetarakan dengan batas usia pensiun Polri, menurut 
Mahkamah, hal tersebut merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) 
pembentuk undang-undang yang sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan 
tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada dan sesuai dengan jenis serta 
spesifikasi dan kualifikasi jabatan tersebut atau dapat pula melalui upaya 
legislative review. Namun demikian, meskipun penentuan batas usia pensiun TNI 
merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-

 

 

 
C. PASAL/AYAT UU TNI YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian terhadap Pasal  
53 dan Frasa “usia pensiun paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi 
perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama” dalam Pasal 71 
huruf a UU TNI yang berketentuan sebagai berikut: 

 
Pasal 53 UU TNI 

 
“Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 
(lima puluh delapan) tahun bagi perwira, dan 53 (lima puluh tiga) tahun 
bagi bintara dan tamtama.” 

 
Pasal 71 huruf a UU TNI 

 
“Pada saat berlakunya undang-undang ini, ketentuan tentang usia pensiun 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 53, diatur sebagai berikut: 

a. Usia pensiun paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira 
dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama, hanya berlaku 
bagi prajurit TNI yang pada tanggal undang-undang ini diundangkan 
belum dinyatakan pensiun dari dinas TNI” 

 
D. BATU UJI 

Bahwa pasal-pasal a quo dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 
ayat (1) dan ayat (2),  Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat 
(2) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak 
dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon. 
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian UU TNI dalam permohonan a quo, Mahkamah 
Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 

[3.13] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya 
adanya pengaturan yang berbeda dalam hal usia pensiun antara prajurit TNI 
dengan anggota Polri yang mempunyai kesamaan sebagai alat negara dan kekuatan 
utama yang merupakan satu kesatuan dalam Sishankamrata, menimbulkan 
ketidakadilan karena adanya perlakuan yang berbeda terhadap hal yang sama, 
menimbulkan ketidakpastian hukum, dan menghilangkan kesempatan dan 
manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Terhadap dalil para 
Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 
[3.13.1] Bahwa Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Usaha pertahanan dan 
keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan keamanan rakyat 
semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik 
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dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon. 
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian UU TNI dalam permohonan a quo, Mahkamah 
Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 

[3.13] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya 
adanya pengaturan yang berbeda dalam hal usia pensiun antara prajurit TNI 
dengan anggota Polri yang mempunyai kesamaan sebagai alat negara dan kekuatan 
utama yang merupakan satu kesatuan dalam Sishankamrata, menimbulkan 
ketidakadilan karena adanya perlakuan yang berbeda terhadap hal yang sama, 
menimbulkan ketidakpastian hukum, dan menghilangkan kesempatan dan 
manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Terhadap dalil para 
Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 
[3.13.1] Bahwa Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Usaha pertahanan dan 
keamanan Negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan keamanan rakyat 
semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik 
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undang, Mahkamah perlu menegaskan kembali bahwa peran yang dilakukan 
kedua alat negara (TNI dan Polri) memang berbeda namun keduanya memiliki 
kedudukan kelembagaan yang setara dan strategis serta merupakan kekuatan 
utama sistem pertahanan keamanan rakyat semesta sebagaimana tercantum 
dalam Pasal 30 ayat  (2) UUD 1945. 

Mengacu pada keterangan Presiden dan keterangan DPR yang juga 
dibenarkan oleh keterangan Pihak Terkait (Panglima TNI), perubahan UU 
34/2004 (termasuk mengenai ketentuan batas usia pensiun TNI) telah tercantum 
dalam Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan 
Kedua Tahun 2020-2024 nomor urut 131 berdasarkan Keputusan Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 8/DPR RI/II/2021-2022 tentang 
Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2022 dan 
Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 
2020- 2024, bertanggal 7 Desember 2021 [vide bukti PK-1] sehingga demi 
memberikan kepastian hukum, kiranya pembentuk undang-undang harus 
melaksanakan perubahan UU 34/2004 dimaksud dengan memprioritaskan 
pembahasannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. 
[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, 
menurut Mahkamah, Pasal 53 dan frasa “usia pensiun paling tinggi 58 (lima puluh 
delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan 
tamtama” dalam Pasal 71 huruf a UU 34/2004 tidak bertentangan dengan Pasal 
27, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, 
permohonan  para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 
 

F. AMAR PUTUSAN 
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 
 

G. PENUTUP 
Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan 
mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung 
memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno 
terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang 
wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ 
penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, 
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 62/PUU-XIX/2021 yang 
menyatakan menolak permohonan Para Pemohon terhadap pengujian UU TNI 
mengandung arti bahwa ketentuan a quo tidak bertentangan dengan UUD NRI 
Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
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G. PENUTUP 
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wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ 
penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, 
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 62/PUU-XIX/2021 yang 
menyatakan menolak permohonan Para Pemohon terhadap pengujian UU TNI 
mengandung arti bahwa ketentuan a quo tidak bertentangan dengan UUD NRI 
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Tidak Dapat 

Diterima Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) 
 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 8/PUU-XX/2022 PERIHAL 
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG 

PEMILIHAN UMUM 
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

TAHUN 1945 
 

29 MARET 2022 
 
 

A. PENDAHULUAN 
Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022, pukul 12.14 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 
7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 8/PUU-
XX/2021. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 8/PUU-XX/2021, 
perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual  oleh Kepala Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU 7/2017 dalam perkara Nomor 8/PUU-
XX/2022, diajukan oleh Tata Kesantra, Ida Irmayani, dkk yang dalam hal ini 
diwakili oleh kuasa hukumnya  Dr. Refly Harun, S.H., M.H.,LL.M, dkk yang 
tergabung dalam kantor hukum Refly Harun and Partners, untuk selanjutnya 
disebut sebagai Para Pemohon.  
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Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menentukan pengusulan pasangan calon 
Presiden dan Wakil Presiden ditentukan oleh partai politik atau gabungan 
partai politik, bukan oleh perseorangan. Demikian juga sejalan dengan 
Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang secara eksplisit menentukan hanya partai 
politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan 
Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam 
pemilihan umum sebelumnya yang dapat mengusulkan dua pasangan calon 
Presiden dan Wakil Presiden untuk dipilih oleh Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, 
diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa 
jabatannya secara bersamaan. Ketentuan konstitusi tersebut semakin 
menegaskan Mahkamah bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum 
untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 
7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu, 
bukan perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk memilih.” 

[3.6.5.2] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, 
berkenaan dengan anggapan adanya kerugian hak konstitusional yang dialami 
oleh perseorangan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu, Mahkamah 
berpendapat adanya aturan main terkait persyaratan ambang batas pengusulan 
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana ditentukan dalam 
Pasal 222 UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh 
para Pemohon telah diberlakukan sebelum pelaksanaan pemilu tahun 2019 di 
mana para Pemohon juga telah memiliki hak untuk memilih dan telah 
mengetahui hasil hak pilihnya dalam pemilu legislative tahun 2019 yang akan 
digunakan sebagai persyaratan ambang batas pengusulan pasangan calon 
presiden dalam pemilu tahun 2024 mendatang. Dengan analogi demikian, maka 
anggapan adanya kerugian konstitusional, in casu terhambatnya hak untuk 
memilih (right to vote) yang dialami oleh para Pemohon menjadi tidak beralasan 
menurut hukum. Selain itu, terkait anggapan adanya kerugian hak konstitusional 
para Pemohon karena terhambatnya haknya untuk memilih (right to vote) 
kandidat calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang memiliki lebih banyak 
pilihan, menurut Mahkamah, Pasal 222 UU 7/2017 sama sekali tidak membatasi 
jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan mengikuti 
pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, selain para 
Pemohon tidak memiliki kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma 
Pasal 222 UU 7/2017, tidak terdapat hubungan sebab akibat antara norma a quo 
dengan anggapan kerugian hak konstitusional para Pemohon untuk memilih 
(right to vote); 
[3.6.5.3] Bahwa berkenaan dengan kualifikasi para Pemohon sebagai 
perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk dipilih sebagai 
kandidat (right to be candidate) calon Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam 
pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, Mahkamah sejak Putusan 

 

 

C. PASAL/AYAT UU 7/2017 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian terhadap 
Pasal 222 UU 7/2017 yang berketentuan sebagai berikut: 

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gbaungan Partai Politik 
Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 
20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua 
puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR 
sebelumnya.” 

 
D. BATU UJI 

Bahwa Pasal-Pasal a quo dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 6 ayat 
(2), Pasal 6A ayat  (2), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1), 
Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 
Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau 
kewenangan konstitusional Para Pemohon.  
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian UU 7/2017 dalam permohonan a quo, Mahkamah 
Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 
 [3.6.5.1] Bahwa berkenaan dengan kualifikasi para Pemohon sebagai 
perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dalam 
pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, Mahkamah sejak Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020, bertanggal 14 Januari 2021 
kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
66/PUUXIX/2021, bertanggal 24 Februari 2022 telah mempertimbangkan yang 
pada pokoknya sebagai berikut: 

“[3.6.2] ... jelaslah bahwa Mahkamah pernah memberikan kedudukan 
hukum terhadap perseorangan warga negara yang memiliki hak memilih 
untuk menguji norma berkenaan dengan ketentuan ambang batas 
pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, oleh karena 
terdapat perbedaan mekanisme dan sistem yang digunakan dalam 
penentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil 
Presiden pada Pemilu Tahun 2014 dengan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu 
berikutnya pada tahun 2024, sehingga terjadi pergeseran sebagaimana 
yang dipertimbangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
74/PUUXVIII/2020 bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk 
mengajukan permohonan berkenaan dengan persyaratan ambang batas 
untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 
(presidential threshold) in casu, Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik 
atau gabungan partai politik peserta pemilu. 
[3.6.3] Bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu 
memiliki kerugian hak konstitusional untuk mengajukan permohonan 
pengujian Pasal 222 UU 7/2017 sejalan dengan amanat konstitusi yaitu 
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Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang secara eksplisit menentukan hanya partai 
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Presiden pada Pemilu Tahun 2014 dengan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu 
berikutnya pada tahun 2024, sehingga terjadi pergeseran sebagaimana 
yang dipertimbangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
74/PUUXVIII/2020 bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk 
mengajukan permohonan berkenaan dengan persyaratan ambang batas 
untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 
(presidential threshold) in casu, Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik 
atau gabungan partai politik peserta pemilu. 
[3.6.3] Bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu 
memiliki kerugian hak konstitusional untuk mengajukan permohonan 
pengujian Pasal 222 UU 7/2017 sejalan dengan amanat konstitusi yaitu 
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demikian menurut Mahkamah, Pemohon VI, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon 
XIX, Pemohon XX, dan Pemohon XXII sampai dengan Pemohon XXIV juga tidak 
memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 
[3.6.5.5] Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021 sebagaimana diuraikan 
pada Sub-paragraf [3.6.5.1] dan Sub-paragraf [3.6.5.3] di atas, Hakim Konstitusi 
Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul berpendapat 
dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, pemohon perseorangan 
memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Dalam pokok 
permohonan, norma Pasal 222 UU 7/2017 yang mengatur mengenai persyaratan 
ambang batas pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah 
konstitusional dan terkait dengan batasan persentase yang ditentukan dalam 
norma a quo merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang 
(open legal policy) sehingga menolak permohonan Pemohon. Selain itu, Hakim 
Konstitusi Suhartoyo berpendapat para Pemohon perseorangan sepanjang 
memiliki hak untuk memilih (right to vote) memiliki kedudukan hukum untuk 
mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, 
serta dalam pokok permohonan berpendapat norma Pasal 222 UU 7/2017 adalah 
inkonstitusional sehingga permohonan beralasan menurut hukum dan 
seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon sebagaimana 
pendiriannya dalam putusan-putusan sebelumnya; 
[3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan 
a quo, namun dikarenakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum 
untuk mengajukan permohonan a quo, maka Mahkamah tidak 
mempertimbangkan pokok permohonan. 
 

F. AMAR PUTUSAN 
Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima. 
 

G. PENUTUP 
Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan 
mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung 
memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno 
terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang 
wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ 
penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, 
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 8/PUU-XX/2022 yang 
menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima terhadap pengujian UU 
7/2017 mengandung arti bahwa ketentuan a quo tidak bertentangan dengan UUD 
NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
 
 

 

 

Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021, bertanggal 24 Februari 2022 
telah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: 

“[3.6.3] … Adapun perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk 
dipilih dapat dianggap memiliki kerugian hak konstitusional sepanjang 
dapat membuktikan didukung oleh partai politik atau gabungan partai 
politik peserta Pemilu untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai 
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau menyertakan partai 
politik pendukung untuk secara bersama-sama mengajukan permohonan. 
Penilaian kerugian hak konstitusional yang demikian menurut Mahkamah 
tetaplah sejalan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945.” 
Berdasarkan pertimbangan dalam putusan tersebut, kerugian hak 

konstitusional atas hak untuk dipilih sebagai kandidat bagi perseorangan warga 
negara Indonesia adalah sepanjang para Pemohon mendapatkan dukungan partai 
politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu untuk mencalonkan diri atau 
dicalonkan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau 
menyertakan partai politik pendukung untuk secara bersama-sama mengajukan 
permohonan. Persyaratan tersebut yang oleh para Pemohon tidak dapat dipenuhi 
dalam permohonan a quo, sehingga Mahkamah menilai tidak terdapat kerugian 
terhadap hak untuk dipilih sebagai kandidat (right to be candidate) calon 
Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana anggapan para Pemohon; 
[3.6.5.4] Bahwa berkenaan dengan adanya anggapan kerugian hak untuk 
mendapatkan akses yang sama dalam pemilu serta hak untuk memajukan diri 
dalam memperjuangkan pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara serta 
berpartisipasi dalam pembangunan sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon, 
Mahkamah tidak menemukan adanya hubungan sebab akibat antara norma yang 
dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dengan anggapan kerugian hak 
konstitusional para Pemohon tersebut, baik secara aktual maupun potensial. 
Menurut Mahkamah, norma Pasal 222 UU 7/2017 yang mengatur persyaratan 
ambang batas pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sama 
sekali tidak menghalangi hak warga negara untuk mendapatkan akses yang sama 
dalam pemilu maupun hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan 
pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara serta berpartisipasi dalam 
pembangunan. Dalam konteks pemilu Presiden dan Wakil Presiden, maka segala 
hak konstitusional warga negara sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon 
tersebut akan bermuara pada esensi tujuan pemilu itu sendiri, yaitu sebagai 
sarana perwakilan politik dimana rakyat dapat memilih wakil-wakilnya untuk 
menyuarakan aspirasi dan kepentingannya, dalam hal ini suksesi kepemimpinan 
secara nasional. Oleh karenanya, pun dengan berlakunya Pasal 222 UU 7/2017, 
hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan akses yang sama dalam 
pemilu serta berpartisipasi dalam pembangunan tetap akan terpenuhi karena 
aspirasi dan kepentingannya tetap terakomodir dalam pemilu yang akan 
menghasilkan suksesi kepemimpinan sesuai dengan pilihan rakyat. Dengan 
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demikian menurut Mahkamah, Pemohon VI, Pemohon VIII, Pemohon IX, Pemohon 
XIX, Pemohon XX, dan Pemohon XXII sampai dengan Pemohon XXIV juga tidak 
memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 
[3.6.5.5] Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021 sebagaimana diuraikan 
pada Sub-paragraf [3.6.5.1] dan Sub-paragraf [3.6.5.3] di atas, Hakim Konstitusi 
Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul berpendapat 
dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, pemohon perseorangan 
memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Dalam pokok 
permohonan, norma Pasal 222 UU 7/2017 yang mengatur mengenai persyaratan 
ambang batas pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah 
konstitusional dan terkait dengan batasan persentase yang ditentukan dalam 
norma a quo merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang 
(open legal policy) sehingga menolak permohonan Pemohon. Selain itu, Hakim 
Konstitusi Suhartoyo berpendapat para Pemohon perseorangan sepanjang 
memiliki hak untuk memilih (right to vote) memiliki kedudukan hukum untuk 
mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, 
serta dalam pokok permohonan berpendapat norma Pasal 222 UU 7/2017 adalah 
inkonstitusional sehingga permohonan beralasan menurut hukum dan 
seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon sebagaimana 
pendiriannya dalam putusan-putusan sebelumnya; 
[3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan 
a quo, namun dikarenakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum 
untuk mengajukan permohonan a quo, maka Mahkamah tidak 
mempertimbangkan pokok permohonan. 
 

F. AMAR PUTUSAN 
Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima. 
 

G. PENUTUP 
Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan 
mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung 
memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno 
terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang 
wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ 
penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, 
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 8/PUU-XX/2022 yang 
menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima terhadap pengujian UU 
7/2017 mengandung arti bahwa ketentuan a quo tidak bertentangan dengan UUD 
NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
 
 

 

 

Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021, bertanggal 24 Februari 2022 
telah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: 

“[3.6.3] … Adapun perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk 
dipilih dapat dianggap memiliki kerugian hak konstitusional sepanjang 
dapat membuktikan didukung oleh partai politik atau gabungan partai 
politik peserta Pemilu untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai 
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau menyertakan partai 
politik pendukung untuk secara bersama-sama mengajukan permohonan. 
Penilaian kerugian hak konstitusional yang demikian menurut Mahkamah 
tetaplah sejalan dengan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 8 ayat (3) UUD 1945.” 
Berdasarkan pertimbangan dalam putusan tersebut, kerugian hak 

konstitusional atas hak untuk dipilih sebagai kandidat bagi perseorangan warga 
negara Indonesia adalah sepanjang para Pemohon mendapatkan dukungan partai 
politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu untuk mencalonkan diri atau 
dicalonkan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau 
menyertakan partai politik pendukung untuk secara bersama-sama mengajukan 
permohonan. Persyaratan tersebut yang oleh para Pemohon tidak dapat dipenuhi 
dalam permohonan a quo, sehingga Mahkamah menilai tidak terdapat kerugian 
terhadap hak untuk dipilih sebagai kandidat (right to be candidate) calon 
Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana anggapan para Pemohon; 
[3.6.5.4] Bahwa berkenaan dengan adanya anggapan kerugian hak untuk 
mendapatkan akses yang sama dalam pemilu serta hak untuk memajukan diri 
dalam memperjuangkan pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara serta 
berpartisipasi dalam pembangunan sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon, 
Mahkamah tidak menemukan adanya hubungan sebab akibat antara norma yang 
dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dengan anggapan kerugian hak 
konstitusional para Pemohon tersebut, baik secara aktual maupun potensial. 
Menurut Mahkamah, norma Pasal 222 UU 7/2017 yang mengatur persyaratan 
ambang batas pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sama 
sekali tidak menghalangi hak warga negara untuk mendapatkan akses yang sama 
dalam pemilu maupun hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan 
pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara serta berpartisipasi dalam 
pembangunan. Dalam konteks pemilu Presiden dan Wakil Presiden, maka segala 
hak konstitusional warga negara sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon 
tersebut akan bermuara pada esensi tujuan pemilu itu sendiri, yaitu sebagai 
sarana perwakilan politik dimana rakyat dapat memilih wakil-wakilnya untuk 
menyuarakan aspirasi dan kepentingannya, dalam hal ini suksesi kepemimpinan 
secara nasional. Oleh karenanya, pun dengan berlakunya Pasal 222 UU 7/2017, 
hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan akses yang sama dalam 
pemilu serta berpartisipasi dalam pembangunan tetap akan terpenuhi karena 
aspirasi dan kepentingannya tetap terakomodir dalam pemilu yang akan 
menghasilkan suksesi kepemimpinan sesuai dengan pilihan rakyat. Dengan 
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Tidak Dapat 

Diterima Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) 
 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 10/PUU-XX/2022 
PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020  

TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 

 
29 MARET 2022 

 
 

A. PENDAHULUAN 
Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022, pukul 12.35 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU 
11/2020) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 10/PUU-
XX/2022. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 10/PUU-XX/2022, 
perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh jajaran di lingkungan Pusat 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal 
DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU 11/2020 dalam perkara Nomor 10/PUU-
XX/2022, diajukan oleh Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Muhammad Saleh, 
S.H., M.H.,  dan Nur Rizqi Khafifah yang memberikan kuasa kepada Harseto 
Setyadi Rajah, S.H. dkk. untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.  
 

C. PASAL/AYAT UU 11/2020 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian terhadap 
Pasal 175 Angka 6 UU 11/2020 yang memuat perubahan Pasal 53 ayat (4) UU 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
BADAN KEAHLIAN 

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 
2022 
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Tidak Dapat 

Diterima Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) 
 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 10/PUU-XX/2022 
PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020  

TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 

 
29 MARET 2022 

 
 

A. PENDAHULUAN 
Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022, pukul 12.35 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU 
11/2020) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 10/PUU-
XX/2022. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 10/PUU-XX/2022, 
perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh jajaran di lingkungan Pusat 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal 
DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU 11/2020 dalam perkara Nomor 10/PUU-
XX/2022, diajukan oleh Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., Muhammad Saleh, 
S.H., M.H.,  dan Nur Rizqi Khafifah yang memberikan kuasa kepada Harseto 
Setyadi Rajah, S.H. dkk. untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.  
 

C. PASAL/AYAT UU 11/2020 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian terhadap 
Pasal 175 Angka 6 UU 11/2020 yang memuat perubahan Pasal 53 ayat (4) UU 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
BADAN KEAHLIAN 

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 
2022 
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5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan 
perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak 
putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut 
tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen;  

6. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk 
undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-
pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau 
diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) 
dinyatakan berlaku kembali;  

7. Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang 
bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula 
menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  

8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik 
Indonesia sebagaimana mestinya;  

9. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. 
Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 

berkenaan dengan pengujian formil UU 11/2020 tersebut, terdapat 4 (empat) 
orang Hakim Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda (dissenting 
opinion), yakni Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Anwar Usman, 
Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, dan Hakim Konstitusi Manahan M.P. 
Sitompul. 

 
[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah 
perlu menegaskan kembali pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 64/PUU-XIX/2021, bertanggal 25 Januari 2022, Paragraf [3.11] 
yaitu,  

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon dalam permohonan 
a quo yang menyatakan walaupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
91/PUU-XVIII/2020 dalam pengujian formil UU 11/2020 menyatakan UU a 
quo adalah inkonstitusional bersyarat, namun pengujian materiil masih 
dapat dilakukan sebab UU 11/2020 masih tetap berlaku. Terhadap dalil 

 

 

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) yang 
berketentuan sebagai berikut: 
 

Pasal 175 Angka 6 UU 11/2020 yang memuat perubahan  
Pasal 53 ayat (4) UU 30/2014 

Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan 
dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan 
Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara 
hukum. 
 

D. BATU UJI 
Bahwa Pasal a quo dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), 
Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah 
merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Para 
Pemohon.  
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
[3.10] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan para 
Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Mahkamah 
mempertimbangkan sebagai berikut: 

Bahwa berkaitan dengan permohonan a quo, Mahkamah perlu 
menegaskan kembali berkenaan dengan UU 11/2020 yang telah diputus 
pengujian formilnya oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 91/PUU-XVIII/2020, bertanggal 25 November 2021, yang amarnya 
menyatakan:  

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat 
diterima;  

2. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan 
Pemohon VI untuk sebagian;  

3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan 
perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”;  

4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih 
tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan 
sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan 
dalam putusan ini;  
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5. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan 
perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak 
putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut 
tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen;  

6. Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk 
undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-
pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau 
diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) 
dinyatakan berlaku kembali;  

7. Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang 
bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula 
menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  

8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik 
Indonesia sebagaimana mestinya;  

9. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. 
Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 

berkenaan dengan pengujian formil UU 11/2020 tersebut, terdapat 4 (empat) 
orang Hakim Konstitusi yang mengajukan pendapat berbeda (dissenting 
opinion), yakni Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Anwar Usman, 
Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, dan Hakim Konstitusi Manahan M.P. 
Sitompul. 

 
[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah 
perlu menegaskan kembali pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 64/PUU-XIX/2021, bertanggal 25 Januari 2022, Paragraf [3.11] 
yaitu,  

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon dalam permohonan 
a quo yang menyatakan walaupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
91/PUU-XVIII/2020 dalam pengujian formil UU 11/2020 menyatakan UU a 
quo adalah inkonstitusional bersyarat, namun pengujian materiil masih 
dapat dilakukan sebab UU 11/2020 masih tetap berlaku. Terhadap dalil 

 

 

Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) yang 
berketentuan sebagai berikut: 
 

Pasal 175 Angka 6 UU 11/2020 yang memuat perubahan  
Pasal 53 ayat (4) UU 30/2014 

Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan 
dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan 
Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara 
hukum. 
 

D. BATU UJI 
Bahwa Pasal a quo dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), 
Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah 
merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Para 
Pemohon.  
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
[3.10] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan para 
Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Mahkamah 
mempertimbangkan sebagai berikut: 

Bahwa berkaitan dengan permohonan a quo, Mahkamah perlu 
menegaskan kembali berkenaan dengan UU 11/2020 yang telah diputus 
pengujian formilnya oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 91/PUU-XVIII/2020, bertanggal 25 November 2021, yang amarnya 
menyatakan:  

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat 
diterima;  

2. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan 
Pemohon VI untuk sebagian;  

3. Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan 
perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”;  

4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih 
tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan 
sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan 
dalam putusan ini;  

PANLAK UU/PUSPANLAK UU TW III 2022



50

 

 

maka sebelum Mahkamah berkesimpulan berkaitan dengan perkara a quo, 
terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para 
Pemohon, sebagai berikut:  

Bahwa para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya 
mengemukakan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia 
yang berprofesi sebagai advokat (Pemohon I), sebagai Peneliti (Pemohon II), dan 
berstatus sebagai mahasiswa (Pemohon III) yang memiliki hak konstitusional 
yang dijamin oleh konstitusi dan menganggap mengalami kerugian 
konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UU MK.  

Berkenaan dengan argumentasi para Pemohon dalam menjelaskan 
kedudukan hukumnya tersebut, setelah Mahkamah mencermati alat bukti yang 
diajukan, baik oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Mahkamah 
mempertimbangkan, bahwa Pemohon I dalam menerangkan kedudukan 
hukumnya telah menganggap dirinya mengalami kerugian aktual dengan 
berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Namun demikian, setelah 
Mahkamah mencermati secara saksama bukti yang diajukan oleh para Pemohon, 
khususnya terhadap Pemohon I telah ternyata tidak terdapat surat kuasa yang 
bersifat khusus yang diberikan oleh prinsipal (klien) untuk mengajukan 
permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah 
hanya mendapatkan alat bukti surat kuasa khusus yang berasal dari prinsipal 
(klien) Pemohon I untuk dipergunakan mengajukan permohonan pada Dirjen 
Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM [vide bukti P-11] 
serta surat kuasa khusus untuk mengajukan upaya Fiktif Positif pada pengadilan 
TUN [vide bukti P-13]. Dengan demikian, Pemohon I sebagai advokat yang tidak 
secara langsung mengalami kerugian konstitusional, tidak dapat serta merta 
menggunakan kerugian prinsipal (klien) sebagai kerugian konstitusionalitasnya, 
kecuali dengan surat kuasa khusus mewakili kepentingan prinsipalnya 
(kliennya) tersebut untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah 
Konsitusi.  

Bahwa advokat tidak dapat menggunakan alasan kerugian konstitusional 
prinsipal (klien) tersebut sebagai alasan kerugian konstitusional Pemohon I 
sebagaimana yang telah Mahkamah tegaskan dalam putusan-putusan 
sebelumnya sebagai dasar untuk mempertimbangkan kedudukan hukum yang 
diajukan oleh advokat dengan didasarkan pada kasus tertentu yang telah dialami 
oleh prinsipalnya (kliennya). Sebab, subjek hukum yang mengalami kerugian 
kontitusional secara faktual sesungguhnya adalah prinsipal (klien), sedangkan 
advokat yang bersangkutan belum tentu mengalami kerugian spesifik maupun 
aktual dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. 
Berkenaan dengan hal tersebut, selanjutnya penting dikutip kembali pendirian 
Mahkamah pada putusan sebelumnya, yaitu “Dalam menjalankan profesinya 
memberi jasa hukum, advokat ikut berperan penting dalam usaha mewujudkan 
prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

 

 

para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, secara formil UU 11/2020 
telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah dalam 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sehingga secara 
formal tidak sah berlaku sampai ada perbaikan formil selama masa 
tenggang waktu 2 (dua) tahun dimaksud. Masa 2 (dua) tahun tersebut 
adalah masa perbaikan formil. Hal itu disebabkan karena dalam masa 
perbaikan formil tersebut tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan 
atau perbaikan substansi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. 
Terlebih lagi, dalam amar Putusan a quo angka 7 Mahkamah menyatakan 
untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis 
dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan 
pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja. Dengan demikian, menurut Mahkamah 
permohonan para Pemohon menjadi prematur. Pertimbangan demikian 
disebabkan oleh karena permohonan a quo diajukan setelah Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, bertanggal 25 
November 2021.  
Berdasarkan kedua putusan Mahkamah Konstitusi di atas sebagaimana 

diuraikan dalam Paragraf [3.10] dan Paragraf [3.11], telah jelaslah bahwa 
permohonan para Pemohon terhadap pengujian materiil UU 11/2020 adalah 
prematur karena diajukan selama masa tenggang waktu 2 (dua) tahun perbaikan 
formil UU 11/2020, dan tidak menutup kemungkinan adanya perubahan atau 
perbaikan substansi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Adapun 
berkenaan dengan dalil adanya kekosongan hukum akibat dihapusnya 
kewenangan pengadilan, in casu Pengadilan Tata Usaha Negara untuk 
menetapkan keputusan dan/atau tindakan yang dianggap dikabulkan secara 
hukum, menurut Mahkamah, hal tersebut tetap dapat dikaitkan dengan Pasal 175 
angka 6 UU 11/2020 mengenai Perubahan Pasal 53 ayat (5) UU 30/2014 yang 
menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan 
dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden”. Sebab, UU 11/2020 
masih dinyatakan tetap berlaku, namun sepanjang dilakukan pengujian secara 
materiil, Mahkamah berpendapat, penilaian konstitusionalitasnya harus 
menunggu masa 2 (dua) tahun perbaikan UU 11/2020 berakhir. Dengan 
demikian, sesungguhnya tidak terdapat kekosongan hukum sebagaimana yang 
didalilkan oleh para Pemohon, andaipun Peraturan Presiden belum mengaturnya 
atau materinya bertentangan dengan peraturan di atasnya, maka hal tersebut 
bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya.  
 
[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan pokok 
permohonan, dikarenakan kerugian hak konstitusional para Pemohon belum 
ditentukan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] dan Paragraf [3.6] di atas, 
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maka sebelum Mahkamah berkesimpulan berkaitan dengan perkara a quo, 
terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para 
Pemohon, sebagai berikut:  

Bahwa para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya 
mengemukakan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia 
yang berprofesi sebagai advokat (Pemohon I), sebagai Peneliti (Pemohon II), dan 
berstatus sebagai mahasiswa (Pemohon III) yang memiliki hak konstitusional 
yang dijamin oleh konstitusi dan menganggap mengalami kerugian 
konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UU MK.  

Berkenaan dengan argumentasi para Pemohon dalam menjelaskan 
kedudukan hukumnya tersebut, setelah Mahkamah mencermati alat bukti yang 
diajukan, baik oleh Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Mahkamah 
mempertimbangkan, bahwa Pemohon I dalam menerangkan kedudukan 
hukumnya telah menganggap dirinya mengalami kerugian aktual dengan 
berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Namun demikian, setelah 
Mahkamah mencermati secara saksama bukti yang diajukan oleh para Pemohon, 
khususnya terhadap Pemohon I telah ternyata tidak terdapat surat kuasa yang 
bersifat khusus yang diberikan oleh prinsipal (klien) untuk mengajukan 
permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah 
hanya mendapatkan alat bukti surat kuasa khusus yang berasal dari prinsipal 
(klien) Pemohon I untuk dipergunakan mengajukan permohonan pada Dirjen 
Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM [vide bukti P-11] 
serta surat kuasa khusus untuk mengajukan upaya Fiktif Positif pada pengadilan 
TUN [vide bukti P-13]. Dengan demikian, Pemohon I sebagai advokat yang tidak 
secara langsung mengalami kerugian konstitusional, tidak dapat serta merta 
menggunakan kerugian prinsipal (klien) sebagai kerugian konstitusionalitasnya, 
kecuali dengan surat kuasa khusus mewakili kepentingan prinsipalnya 
(kliennya) tersebut untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah 
Konsitusi.  

Bahwa advokat tidak dapat menggunakan alasan kerugian konstitusional 
prinsipal (klien) tersebut sebagai alasan kerugian konstitusional Pemohon I 
sebagaimana yang telah Mahkamah tegaskan dalam putusan-putusan 
sebelumnya sebagai dasar untuk mempertimbangkan kedudukan hukum yang 
diajukan oleh advokat dengan didasarkan pada kasus tertentu yang telah dialami 
oleh prinsipalnya (kliennya). Sebab, subjek hukum yang mengalami kerugian 
kontitusional secara faktual sesungguhnya adalah prinsipal (klien), sedangkan 
advokat yang bersangkutan belum tentu mengalami kerugian spesifik maupun 
aktual dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. 
Berkenaan dengan hal tersebut, selanjutnya penting dikutip kembali pendirian 
Mahkamah pada putusan sebelumnya, yaitu “Dalam menjalankan profesinya 
memberi jasa hukum, advokat ikut berperan penting dalam usaha mewujudkan 
prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

 

 

para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, secara formil UU 11/2020 
telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah dalam 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sehingga secara 
formal tidak sah berlaku sampai ada perbaikan formil selama masa 
tenggang waktu 2 (dua) tahun dimaksud. Masa 2 (dua) tahun tersebut 
adalah masa perbaikan formil. Hal itu disebabkan karena dalam masa 
perbaikan formil tersebut tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan 
atau perbaikan substansi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. 
Terlebih lagi, dalam amar Putusan a quo angka 7 Mahkamah menyatakan 
untuk menangguhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis 
dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan 
pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 
2020 tentang Cipta Kerja. Dengan demikian, menurut Mahkamah 
permohonan para Pemohon menjadi prematur. Pertimbangan demikian 
disebabkan oleh karena permohonan a quo diajukan setelah Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, bertanggal 25 
November 2021.  
Berdasarkan kedua putusan Mahkamah Konstitusi di atas sebagaimana 

diuraikan dalam Paragraf [3.10] dan Paragraf [3.11], telah jelaslah bahwa 
permohonan para Pemohon terhadap pengujian materiil UU 11/2020 adalah 
prematur karena diajukan selama masa tenggang waktu 2 (dua) tahun perbaikan 
formil UU 11/2020, dan tidak menutup kemungkinan adanya perubahan atau 
perbaikan substansi yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Adapun 
berkenaan dengan dalil adanya kekosongan hukum akibat dihapusnya 
kewenangan pengadilan, in casu Pengadilan Tata Usaha Negara untuk 
menetapkan keputusan dan/atau tindakan yang dianggap dikabulkan secara 
hukum, menurut Mahkamah, hal tersebut tetap dapat dikaitkan dengan Pasal 175 
angka 6 UU 11/2020 mengenai Perubahan Pasal 53 ayat (5) UU 30/2014 yang 
menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan 
dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden”. Sebab, UU 11/2020 
masih dinyatakan tetap berlaku, namun sepanjang dilakukan pengujian secara 
materiil, Mahkamah berpendapat, penilaian konstitusionalitasnya harus 
menunggu masa 2 (dua) tahun perbaikan UU 11/2020 berakhir. Dengan 
demikian, sesungguhnya tidak terdapat kekosongan hukum sebagaimana yang 
didalilkan oleh para Pemohon, andaipun Peraturan Presiden belum mengaturnya 
atau materinya bertentangan dengan peraturan di atasnya, maka hal tersebut 
bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya.  
 
[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan pokok 
permohonan, dikarenakan kerugian hak konstitusional para Pemohon belum 
ditentukan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.5] dan Paragraf [3.6] di atas, 
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Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 10/PUU-XX/2022 yang 
menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima terhadap 
pengujian UU 11/2020 mengandung arti bahwa ketentuan a quo tidak 
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan 
hukum mengikat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

BADAN KEAHLIAN 
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 

2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi 
tegaknya keadilan untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan. Dengan 
demikian, tugas dan tanggung jawab advokat adalah terkait dengan kepentingan 
klien atau masyarakat yang diwakilinya. Jika pun ada kerugian konstitusional, 
hal itu hanya mungkin terjadi terhadap klien yang diwakili oleh Pemohon, atau 
dalam hal Pemohon sendiri secara pribadi sebagai pihak (bukan kuasa) telah 
dirugikan. Dalil-dalil Pemohon dalam permohonan ini, lebih mempersoalkan 
kerugian konstitusionalnya dalam menjalankan profesi advokat daripada sebagai 
pribadi yang langsung dirugikan oleh berlakunya norma Undang-Undang a quo 
[vide Putusan Mahkamah Konstitusi antara lain: Nomor 10/PUU-VIII/2010, 
Nomor 17/PUU-VIII/2010, Nomor 72/PUU-XII/2014 dan Nomor 32/PUU-
XIV/2016].  

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas 
Mahkamah berpendapat Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum untuk 
mengajukan permohonan a quo. Demikian pula halnya dengan Pemohon II dan 
Pemohon III, walaupun telah menguraikan perihal kerugian konstitusionalnya, 
namun oleh karena kerugian tersebut tidak bersifat spesifik (khusus) dan aktual 
terjadi pada Pemohon II dan Pemohon III, maka menurut Mahkamah, Pemohon II 
dan Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan 
permohonan a quo. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak 
memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam 
permohonan a quo.  
 
[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di 
atas Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum 
untuk mengajukan permohonan a quo. Seandainyapun para Pemohon memiliki 
kedudukan hukum, quod non, telah ternyata pokok permohonan para Pemohon 
prematur.  
 
[3.14] Menimbang bahwa terhadap pokok permohonan dan hal-hal lain dari 
permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 
 

F. AMAR PUTUSAN 
Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima. 

 
G. PENUTUP 

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan 
mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung 
memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno 
terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang 
wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ 
penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, 
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Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 10/PUU-XX/2022 yang 
menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima terhadap 
pengujian UU 11/2020 mengandung arti bahwa ketentuan a quo tidak 
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan 
hukum mengikat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

BADAN KEAHLIAN 
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 

2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan tugas profesinya demi 
tegaknya keadilan untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan. Dengan 
demikian, tugas dan tanggung jawab advokat adalah terkait dengan kepentingan 
klien atau masyarakat yang diwakilinya. Jika pun ada kerugian konstitusional, 
hal itu hanya mungkin terjadi terhadap klien yang diwakili oleh Pemohon, atau 
dalam hal Pemohon sendiri secara pribadi sebagai pihak (bukan kuasa) telah 
dirugikan. Dalil-dalil Pemohon dalam permohonan ini, lebih mempersoalkan 
kerugian konstitusionalnya dalam menjalankan profesi advokat daripada sebagai 
pribadi yang langsung dirugikan oleh berlakunya norma Undang-Undang a quo 
[vide Putusan Mahkamah Konstitusi antara lain: Nomor 10/PUU-VIII/2010, 
Nomor 17/PUU-VIII/2010, Nomor 72/PUU-XII/2014 dan Nomor 32/PUU-
XIV/2016].  

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas 
Mahkamah berpendapat Pemohon I tidak memiliki kedudukan hukum untuk 
mengajukan permohonan a quo. Demikian pula halnya dengan Pemohon II dan 
Pemohon III, walaupun telah menguraikan perihal kerugian konstitusionalnya, 
namun oleh karena kerugian tersebut tidak bersifat spesifik (khusus) dan aktual 
terjadi pada Pemohon II dan Pemohon III, maka menurut Mahkamah, Pemohon II 
dan Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan 
permohonan a quo. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak 
memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam 
permohonan a quo.  
 
[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di 
atas Mahkamah berpendapat para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum 
untuk mengajukan permohonan a quo. Seandainyapun para Pemohon memiliki 
kedudukan hukum, quod non, telah ternyata pokok permohonan para Pemohon 
prematur.  
 
[3.14] Menimbang bahwa terhadap pokok permohonan dan hal-hal lain dari 
permohonan a quo tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 
 

F. AMAR PUTUSAN 
Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima. 

 
G. PENUTUP 

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan 
mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung 
memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno 
terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang 
wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ 
penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, 
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Tidak Dapat 

Diterima Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) 
 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 11/PUU-XX/2022 PERIHAL 
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG 

PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 

 
29 MARET 2022 

 
A. PENDAHULUAN 

Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2022, pukul 12.43 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Virtual Pengucapan Putusan Pengujian 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya 
disebut UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 
68/PUU-XIX/2021. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 11/PUU-
XIX/2021, perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian 
DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU 7/2017 dalam perkara 11/PUU-XX/2022 
diajukan oleh Partai Ummat dalam hal ini diwakili oleh Ridho Rahmadi dan A. 
Muhajir, S.H., M.H., yang memberikan kuasa kepada Dr. Refly Harun, S.H., M.H., 
LL.M., dkk., yang tergabung dalam kantor hukum REFLY HARUN & Partners dan 
serta lndrayana Centre for Government Constitution, and Society (INTEGRITY) 
Law Firm untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.  
 

C. PASAL/AYAT UU 7/2017 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian Pasal 222 
UU 7/2017, yang selengkapnya berketentuan sebagai berikut: 
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Tidak Dapat 

Diterima Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) 
 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 11/PUU-XX/2022 PERIHAL 
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG 

PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 

 
29 MARET 2022 

 
A. PENDAHULUAN 

Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2022, pukul 12.43 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Virtual Pengucapan Putusan Pengujian 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya 
disebut UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 
68/PUU-XIX/2021. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 11/PUU-
XIX/2021, perwakilan DPR RI dihadiri oleh Pejabat dan Pegawai di Pusat 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian 
DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU 7/2017 dalam perkara 11/PUU-XX/2022 
diajukan oleh Partai Ummat dalam hal ini diwakili oleh Ridho Rahmadi dan A. 
Muhajir, S.H., M.H., yang memberikan kuasa kepada Dr. Refly Harun, S.H., M.H., 
LL.M., dkk., yang tergabung dalam kantor hukum REFLY HARUN & Partners dan 
serta lndrayana Centre for Government Constitution, and Society (INTEGRITY) 
Law Firm untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.  
 

C. PASAL/AYAT UU 7/2017 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian Pasal 222 
UU 7/2017, yang selengkapnya berketentuan sebagai berikut: 
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(1) Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan 
hukum;  

(2) Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai 
Politik harus mempunyai: 
a. akta notaris pendirian Partai Politik; 
b. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan 

pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau 
tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain 
sesuai dengan peraturan perundangundangan; 

c. kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh 
puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi 
yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) 
dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan; 

d. kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota 
sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan  

e. rekening atas nama Partai Politik”. 
Selain syarat-syarat yang ditentukan dalam UU 2/2011, partai politik 
tersebut harus memenuhi syarat untuk dapat ikut serta sebagai peserta 
pemilihan umum. Pasal 173 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 mengatur 
mengenai persyaratan partai politik yang dapat ditetapkan untuk dapat 
mengikuti pemilihan umum, yaitu mengenai syarat verifikasi, sehingga bagi 
partai politik yang telah terpenuhi persyaratannya selanjutnya ditetapkan 
sebagai peserta Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Baik partai 
politik peserta pemilihan umum yang tidak berhasil atau bahkan berhasil 
menempatkan wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki suara 
yang signifikan untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil 
presiden. Oleh karena itu, dalam terminologi yang demikan, sesuai dengan 
pertimbangan hukum Mahkamah di atas, maka subjek hukum yang 
mempunyai hak konstitusional untuk mengusulkan calon presiden dan wakil 
presiden dan oleh karenanya memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan 
permohonan norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah 
partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Hal ini telah secara 
eksplisit tercantum dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. 

 
[3.6.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor  74/PUU-VIII/2020 tersebut di atas maka partai politik yang 
memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma 
Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik yang 
sudah pernah menjadi peserta pemilihan umum sebelumnya. 
 
[3.6.4] Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo adalah partai politik yang baru 
terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dan belum pernah diverifikasi oleh 
Komisi Pemilihan Umum (KPU)  baik administrasi maupun faktual sebagai mana 
halnya persyaratan untuk menjadi partai politik peserta pemilihan umum [vide 
Risalah Sidang Pendahuluan tanggal 22 Februari 2022]. Oleh karena itu, menurut 

 

 

 
Pasal 222 UU 7/2017 

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik 
Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 
% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoLeh 25 % (dua 
puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR 
sebelumnya.” 

 
D. BATU UJI 

Bahwa Pasal 222 UU 7/2017 dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 
6 Ayat (2), Pasal 6A Ayat (2), Pasal 6A Ayat (3), Pasal 6A Ayat (4), dan Pasal 6A 
Ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28J ayat 
(1), dan Pasal 28J ayat (2), UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan 
dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon. 
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian Pasal 222 UU 7/2017 dalam permohonan a quo, 
Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 
 
[3.6.2] Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum partai politik dalam 
mengajukan permohonan pengujian ketentuan perihal ambang batas pencalonan 
Presiden dan Wakil Presiden, in casu Pasal 222 UU 7/2017, Mahkamah telah 
mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 
74/PUUVIII/2020 bertanggal 14 Januari 2021 Paragraf [3.6], yang antara lain 
mempertimbangkan:  

[3.6] …  
Berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, pasangan calon 

Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau 
gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum sebelum pelaksanaan 
pemilihan umum, maka pengusulan pasangan calon tidak ditentukan oleh 
kehendak perseorangan melainkan ditentukan oleh partai politik atau 
gabungan partai politik. Dengan demikian menurut Pasal 6A ayat (2) UUD 
1945 yang kemudian dijabarkan dengan ketentuan Pasal 222 UU 7/2017, 
maka yang memiliki hak kerugian konstitusional menurut permohonan yang 
diajukan oleh para Pemohon adalah partai politik atau gabungan partai 
politik. Namun pertanyaan berikutnya, partai politik manakah yang dianggap 
memiliki hak kerugian konstitusional terhadap Undang-Undang a quo? 

  
Terhadap pertanyaan demikian, perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud 

partai politik adalah pengertian partai politik sebagaimana ditentukan dalam 
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU 2/2011) 
dan harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 UU 2/2011, 
secara kumulatif, yaitu: 
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(1) Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan 
hukum;  

(2) Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai 
Politik harus mempunyai: 
a. akta notaris pendirian Partai Politik; 
b. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan 

pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau 
tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain 
sesuai dengan peraturan perundangundangan; 

c. kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh 
puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi 
yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) 
dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan; 

d. kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota 
sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan  

e. rekening atas nama Partai Politik”. 
Selain syarat-syarat yang ditentukan dalam UU 2/2011, partai politik 
tersebut harus memenuhi syarat untuk dapat ikut serta sebagai peserta 
pemilihan umum. Pasal 173 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 mengatur 
mengenai persyaratan partai politik yang dapat ditetapkan untuk dapat 
mengikuti pemilihan umum, yaitu mengenai syarat verifikasi, sehingga bagi 
partai politik yang telah terpenuhi persyaratannya selanjutnya ditetapkan 
sebagai peserta Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Baik partai 
politik peserta pemilihan umum yang tidak berhasil atau bahkan berhasil 
menempatkan wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki suara 
yang signifikan untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil 
presiden. Oleh karena itu, dalam terminologi yang demikan, sesuai dengan 
pertimbangan hukum Mahkamah di atas, maka subjek hukum yang 
mempunyai hak konstitusional untuk mengusulkan calon presiden dan wakil 
presiden dan oleh karenanya memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan 
permohonan norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah 
partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Hal ini telah secara 
eksplisit tercantum dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. 

 
[3.6.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor  74/PUU-VIII/2020 tersebut di atas maka partai politik yang 
memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian norma 
Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik yang 
sudah pernah menjadi peserta pemilihan umum sebelumnya. 
 
[3.6.4] Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo adalah partai politik yang baru 
terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dan belum pernah diverifikasi oleh 
Komisi Pemilihan Umum (KPU)  baik administrasi maupun faktual sebagai mana 
halnya persyaratan untuk menjadi partai politik peserta pemilihan umum [vide 
Risalah Sidang Pendahuluan tanggal 22 Februari 2022]. Oleh karena itu, menurut 

 

 

 
Pasal 222 UU 7/2017 

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik 
Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 
% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoLeh 25 % (dua 
puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR 
sebelumnya.” 

 
D. BATU UJI 

Bahwa Pasal 222 UU 7/2017 dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 
6 Ayat (2), Pasal 6A Ayat (2), Pasal 6A Ayat (3), Pasal 6A Ayat (4), dan Pasal 6A 
Ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28J ayat 
(1), dan Pasal 28J ayat (2), UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan 
dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon. 
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian Pasal 222 UU 7/2017 dalam permohonan a quo, 
Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 
 
[3.6.2] Bahwa berkaitan dengan kedudukan hukum partai politik dalam 
mengajukan permohonan pengujian ketentuan perihal ambang batas pencalonan 
Presiden dan Wakil Presiden, in casu Pasal 222 UU 7/2017, Mahkamah telah 
mempertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 
74/PUUVIII/2020 bertanggal 14 Januari 2021 Paragraf [3.6], yang antara lain 
mempertimbangkan:  

[3.6] …  
Berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, pasangan calon 

Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau 
gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum sebelum pelaksanaan 
pemilihan umum, maka pengusulan pasangan calon tidak ditentukan oleh 
kehendak perseorangan melainkan ditentukan oleh partai politik atau 
gabungan partai politik. Dengan demikian menurut Pasal 6A ayat (2) UUD 
1945 yang kemudian dijabarkan dengan ketentuan Pasal 222 UU 7/2017, 
maka yang memiliki hak kerugian konstitusional menurut permohonan yang 
diajukan oleh para Pemohon adalah partai politik atau gabungan partai 
politik. Namun pertanyaan berikutnya, partai politik manakah yang dianggap 
memiliki hak kerugian konstitusional terhadap Undang-Undang a quo? 

  
Terhadap pertanyaan demikian, perlu ditegaskan bahwa yang dimaksud 

partai politik adalah pengertian partai politik sebagaimana ditentukan dalam 
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU 2/2011) 
dan harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 UU 2/2011, 
secara kumulatif, yaitu: 
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Tidak Dapat 

Diterima Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) 
 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 12/PUU-XX/2022 
PERIHAL PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 

TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU 
KEBANGSAAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK 

INDONESIA TAHUN 1945 
 

29 MARET 2022 
 
 

A. PENDAHULUAN 
Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2022, pukul 12.51 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, 
serta Lagu Kebangsaan (selanjutnya disebut UU 24/2009) terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 
NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 12/PUU-XX/2022. Dalam Sidang 
Pengucapan Putusan Perkara Nomor 12/PUU-XX/2022, perwakilan DPR RI 
dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU 24/2009 dalam Perkara 12/PUU-XX/2022 
diajukan oleh dr. H. Ludjiono yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon. 
 

C. PASAL/AYAT PERMENDIKBUD PUEBI YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil 
terhadap Pasal 25, Pasal 30, dan Pasal 40 UU 24/2009 yang selengkapnya 
berketentuan sebagai berikut: 
 
 

 

 

Mahkamah partai a quo belum dapat dinyatakan sebagai partai politik peserta 
Pemilihan Umum sebelumnya, sehingga dengan demikian tidak terdapat 
kerugian konstitusional Pemohon dalam permohonan a quo.   
 

F. AMAR PUTUSAN  
Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima. 
 

G. PENUTUP 
Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan 
mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung 
memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno 
terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang 
wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ 
penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, 
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 11/PUU-XX/2022 yang 
menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima terhadap 
pengujian pada Pasal 222 UU 7/2017 mengandung arti bahwa ketentuan pasal-
Pasal a quo tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap 
mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Tidak Dapat 

Diterima Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) 
 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 12/PUU-XX/2022 
PERIHAL PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 

TENTANG BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA LAGU 
KEBANGSAAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK 

INDONESIA TAHUN 1945 
 

29 MARET 2022 
 
 

A. PENDAHULUAN 
Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2022, pukul 12.51 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, 
serta Lagu Kebangsaan (selanjutnya disebut UU 24/2009) terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 
NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 12/PUU-XX/2022. Dalam Sidang 
Pengucapan Putusan Perkara Nomor 12/PUU-XX/2022, perwakilan DPR RI 
dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU 24/2009 dalam Perkara 12/PUU-XX/2022 
diajukan oleh dr. H. Ludjiono yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon. 
 

C. PASAL/AYAT PERMENDIKBUD PUEBI YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil 
terhadap Pasal 25, Pasal 30, dan Pasal 40 UU 24/2009 yang selengkapnya 
berketentuan sebagai berikut: 
 
 

 

 

Mahkamah partai a quo belum dapat dinyatakan sebagai partai politik peserta 
Pemilihan Umum sebelumnya, sehingga dengan demikian tidak terdapat 
kerugian konstitusional Pemohon dalam permohonan a quo.   
 

F. AMAR PUTUSAN  
Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima. 
 

G. PENUTUP 
Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan 
mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung 
memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno 
terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang 
wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ 
penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, 
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 11/PUU-XX/2022 yang 
menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima terhadap 
pengujian pada Pasal 222 UU 7/2017 mengandung arti bahwa ketentuan pasal-
Pasal a quo tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap 
mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
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Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud untuk memeriksa 
permohonan a quo pada 22 Februari 2022 dengan agenda Pemeriksaan 
Pendahuluan. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK, karena kewajibannya, 
Panel Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki 
sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan Pemohon dan 
permohonannya sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur 
dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 10 ayat (2) Peraturan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam 
Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK Nomor 2/2021); 
 
[3.3.2] Bahwa Pemohon telah melakukan perbaikan permohonannya 
sebagaimana telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 7 Maret 2022 dan 
diperiksa dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda perbaikan 
permohonan pada 7 Maret 2022. Pemohon dalam perbaikan permohonannya 
ternyata tidak menguraikan sistematika permohonan yang meliputi: Judul, 
Identitas Pemohon, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan Kedudukan Hukum 
Pemohon, namun Pemohon hanya menguraikan alasan-alasan Permohonan dan 
Petitum; 
 
[3.3.3] Bahwa meskipun format perbaikan permohonan Pemohon sebagaimana 
dimaksud dalam Sub-paragraf [3.3.2] pada dasarnya tidak sesuai dengan format 
permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat 
(1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 10 ayat (2) PMK Nomor 2/2021, dengan 
mengacu pada perbaikan permohonan, Pemohon langsung menguraikan 
alasanalasan Permohonan (posita) dan Petitum. Sementara itu, Judul, Identitas 
Pemohon, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan Kedudukan Hukum Pemohon 
terdapat pada permohonan awal dan tidak digabungkan dengan perbaikan 
permohonan. 

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, meskipun Mahkamah dalam 
persidangan pemeriksaan pendahuluan pada 22 Februari 2022 telah 
memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya 
[vide Pasal 39 ayat (2) UU MK] agar Pemohon menguraikan sistematika 
permohonan, kedudukan hukum, dan memperjelas alasan-alasan dalam 
mengajukan permohonan terkait dengan norma undang-undang yang 
dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian sehingga dianggap bertentangan 
dengan UUD 1945. Selain itu, Pemohon juga disarankan untuk memperbaiki 
petitum yang tidak lazim karena Pemohon meminta ganti kerugian kepada 
Pemerintah [vide Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada 22 Februari 
2022]. Namun demikian, Pemohon tetap tidak memperbaiki permohonannya, 
terutama menguraikan argumentasi tentang pertentangan antara pasal-pasal 
yang dimohonkan pengujian dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian 
dalam UUD 1945; 

 

 

 
Pasal 25 UU 24/2009 

(1) Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 
36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 
bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 
Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan 
dinamika peradaban bangsa.” 

(2) Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai jati 
diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, 
serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah. 

(3) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, 
komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi 
dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. 

 
Pasal 30 UU 24/2009 

“Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pelayanan administrasi publik di 
instansi pemerintahan.” 

 
Pasal 40 UU 24/2009 

“Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 39 diatur dalam Peraturan 
Presiden.” 
 

D. BATU UJI 
Bahwa Pasal 25, Pasal 30, dan Pasal 40 UU 24/2009 dianggap Pemohon 
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28G ayat (2), 
dan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan 
melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon. 
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian Pasal 25, Pasal 30, dan Pasal 40 UU 24/2009 dalam 
permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum 
sebagai berikut: 
 
[3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili 
permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum 
Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan 
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 
 
[3.3.1] Bahwa Mahkamah telah melaksanakan persidangan pada 9 Februari 2022, 
dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Namun, Pemohon tidak hadir 
walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, yang menurut informasi dari 
Kepaniteraan hal ini terjadi karena adanya gangguan koneksi/jaringan online 
pada pihak Pemohon. Selanjutnya, Mahkamah menjadwalkan kembali 
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Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud untuk memeriksa 
permohonan a quo pada 22 Februari 2022 dengan agenda Pemeriksaan 
Pendahuluan. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK, karena kewajibannya, 
Panel Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki 
sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan Pemohon dan 
permohonannya sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur 
dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 10 ayat (2) Peraturan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam 
Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK Nomor 2/2021); 
 
[3.3.2] Bahwa Pemohon telah melakukan perbaikan permohonannya 
sebagaimana telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 7 Maret 2022 dan 
diperiksa dalam sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda perbaikan 
permohonan pada 7 Maret 2022. Pemohon dalam perbaikan permohonannya 
ternyata tidak menguraikan sistematika permohonan yang meliputi: Judul, 
Identitas Pemohon, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan Kedudukan Hukum 
Pemohon, namun Pemohon hanya menguraikan alasan-alasan Permohonan dan 
Petitum; 
 
[3.3.3] Bahwa meskipun format perbaikan permohonan Pemohon sebagaimana 
dimaksud dalam Sub-paragraf [3.3.2] pada dasarnya tidak sesuai dengan format 
permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat 
(1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 10 ayat (2) PMK Nomor 2/2021, dengan 
mengacu pada perbaikan permohonan, Pemohon langsung menguraikan 
alasanalasan Permohonan (posita) dan Petitum. Sementara itu, Judul, Identitas 
Pemohon, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan Kedudukan Hukum Pemohon 
terdapat pada permohonan awal dan tidak digabungkan dengan perbaikan 
permohonan. 

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, meskipun Mahkamah dalam 
persidangan pemeriksaan pendahuluan pada 22 Februari 2022 telah 
memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya 
[vide Pasal 39 ayat (2) UU MK] agar Pemohon menguraikan sistematika 
permohonan, kedudukan hukum, dan memperjelas alasan-alasan dalam 
mengajukan permohonan terkait dengan norma undang-undang yang 
dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian sehingga dianggap bertentangan 
dengan UUD 1945. Selain itu, Pemohon juga disarankan untuk memperbaiki 
petitum yang tidak lazim karena Pemohon meminta ganti kerugian kepada 
Pemerintah [vide Risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada 22 Februari 
2022]. Namun demikian, Pemohon tetap tidak memperbaiki permohonannya, 
terutama menguraikan argumentasi tentang pertentangan antara pasal-pasal 
yang dimohonkan pengujian dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian 
dalam UUD 1945; 

 

 

 
Pasal 25 UU 24/2009 

(1) Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 
36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 
bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 
Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan 
dinamika peradaban bangsa.” 

(2) Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai jati 
diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, 
serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah. 

(3) Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, 
komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi 
dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. 

 
Pasal 30 UU 24/2009 

“Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pelayanan administrasi publik di 
instansi pemerintahan.” 

 
Pasal 40 UU 24/2009 

“Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 39 diatur dalam Peraturan 
Presiden.” 
 

D. BATU UJI 
Bahwa Pasal 25, Pasal 30, dan Pasal 40 UU 24/2009 dianggap Pemohon 
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28G ayat (2), 
dan Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan 
melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon. 
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian Pasal 25, Pasal 30, dan Pasal 40 UU 24/2009 dalam 
permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum 
sebagai berikut: 
 
[3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili 
permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum 
Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan 
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 
 
[3.3.1] Bahwa Mahkamah telah melaksanakan persidangan pada 9 Februari 2022, 
dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Namun, Pemohon tidak hadir 
walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, yang menurut informasi dari 
Kepaniteraan hal ini terjadi karena adanya gangguan koneksi/jaringan online 
pada pihak Pemohon. Selanjutnya, Mahkamah menjadwalkan kembali 
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Ditolak Dalam 

Sidang Mahkamah Konstitusi) 
 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XIX/2021 PERIHAL 
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 
2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI 

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN 
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG 

TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
TAHUN 1945 

 
20 APRIL 2022 

 
 

A. PENDAHULUAN 
Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, pukul 10.00 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 10/2016) terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya 
disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 67/PUU-XIX/2021. Dalam 
Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 67/PUU-XIX/2021, perwakilan DPR 
RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian materiil UU 10/2016 dalam Perkara 67/PUU-
XIX/2021 diajukan oleh Bartolomeus Mirip dan Makbul Mubarak, yang 
memberikan kuasa kepada Ahmad Irawan S.H., dan Zain Maulana Husein, S.H., 
M.Kn, advokat pada kantor hukum Ahmad Irawan & Associates, untuk 
selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.  
 

 

 

Dengan demikian, setelah membaca dan mempelajari secara saksama 
perbaikan permohonan Pemohon, Mahkamah tidak dapat memahami alasan 
permohonan Pemohon jika dikaitkan dengan petitum permohonan yang 
meminta agar pasal-pasal yang diuji konstitusionalitasnya bertentangan dengan 
UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, 
tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa permohonan 
Pemohon adalah kabur. 
[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun 
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun karena permohonan 
Pemohon kabur maka Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan 
Pemohon lebih lanjut. 
 

F. AMAR PUTUSAN: 
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 
 

G. PENUTUP 
Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak 
ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh 
kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah 
Konstitusi yang terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi 
setiap orang) yang wajib dipatuhi oleh seluruh organ penyelenggara negara, 
organ penegak hukum, dan warga negara. Oleh karena itu, Putusan MK dalam 
Perkara Nomor 12/PUU-XX/2022 yang menyatakan permohonan Pemohon 
sepanjang Pasal 25, Pasal 30, dan Pasal 40 UU 24/2009 tidak dapat diterima 
mengandung arti bahwa ketentuan pasal-pasal a quo tidak bertentangan dengan 
UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
 
 

 
 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
BADAN KEAHLIAN 

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 
2022 
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Ditolak Dalam 

Sidang Mahkamah Konstitusi) 
 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XIX/2021 PERIHAL 
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 
2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI 

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN 
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG 

TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
TAHUN 1945 

 
20 APRIL 2022 

 
 

A. PENDAHULUAN 
Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, pukul 10.00 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 10/2016) terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya 
disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 67/PUU-XIX/2021. Dalam 
Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 67/PUU-XIX/2021, perwakilan DPR 
RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian materiil UU 10/2016 dalam Perkara 67/PUU-
XIX/2021 diajukan oleh Bartolomeus Mirip dan Makbul Mubarak, yang 
memberikan kuasa kepada Ahmad Irawan S.H., dan Zain Maulana Husein, S.H., 
M.Kn, advokat pada kantor hukum Ahmad Irawan & Associates, untuk 
selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.  
 

 

 

Dengan demikian, setelah membaca dan mempelajari secara saksama 
perbaikan permohonan Pemohon, Mahkamah tidak dapat memahami alasan 
permohonan Pemohon jika dikaitkan dengan petitum permohonan yang 
meminta agar pasal-pasal yang diuji konstitusionalitasnya bertentangan dengan 
UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, 
tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa permohonan 
Pemohon adalah kabur. 
[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun 
Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun karena permohonan 
Pemohon kabur maka Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan 
Pemohon lebih lanjut. 
 

F. AMAR PUTUSAN: 
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 
 

G. PENUTUP 
Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak 
ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh 
kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah 
Konstitusi yang terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi 
setiap orang) yang wajib dipatuhi oleh seluruh organ penyelenggara negara, 
organ penegak hukum, dan warga negara. Oleh karena itu, Putusan MK dalam 
Perkara Nomor 12/PUU-XX/2022 yang menyatakan permohonan Pemohon 
sepanjang Pasal 25, Pasal 30, dan Pasal 40 UU 24/2009 tidak dapat diterima 
mengandung arti bahwa ketentuan pasal-pasal a quo tidak bertentangan dengan 
UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
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Bahwa untuk memberi pengertian dipilih secara langsung sebagaimana 
dicantumkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, Mahkamah juga 
mengaitkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 
1945, yang sebagaimana halnya dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 adalah 
hasil perubahan ke dua UUD 1945 Tahun 2000. Pasal 18B ayat (1) berbunyi: 
“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang 
bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.” 
Dengan dirumuskan “dipilih secara demokratis“ maka ketentuan Pilkada 
juga mempertimbangkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di daerah-
daerah yang bersifat khusus dan istimewa sebagaimana dimaksud Pasal 18B 
ayat (1) UUD 1945 tersebut di atas.  
…  
Bahwa untuk melaksanakan Pasal 18 UUD 1945 diperlukan Undang-Undang 
Pemerintahan Daerah yang substansinya antara lain memuat ketentuan 
tentang Pilkada. Dalam hubungan itu, Mahkamah berpendapat bahwa untuk 
melaksanakan ketentuan tersebut adalah kewenangan pembuat undang-
undang untuk memilih cara pemilihan langsung atau cara-cara demokratis 
lainnya. Karena UUD 1945 telah menetapkan Pilkada secara demokratis 
maka baik pemilihan langsung maupun cara lain tersebut harus 
berpedoman pada asas-asas pemilu yang berlaku secara umum. 
Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka yang dimaksud 

dengan “dipilih secara demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 
sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004 adalah 
tidak hanya terbatas pada model pemilihan secara langsung atau tidak langsung, 
melainkan mencakup juga model pemilihan yang lain dalam rangka menghormati 
satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa sesuai 
dengan amanat Pasal 18B ayat (1) UUD 1945;  
[3.11.2] Bahwa selain terkait dengan model pemilihan, konstitusi ternyata tidak 
secara eksplisit menentukan hal-hal lain terkait dengan Pilkada, seperti berapa 
lama masa jabatan kepala daerah, kapan waktu penyelenggaraan hingga 
siapakah badan yang menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada. Melalui Pasal 18 
ayat (7) UUD 1945, konstitusi kemudian mendelegasikan kewenangan untuk 
menentukan lebih lanjut pengaturannya dalam undang-undang yang meliputi 
seluruh aspek rancang bangun sistem Pilkada yang akan digunakan, mulai dari 
model pemilihan sampai terkait teknis waktu penyelenggaraannya. Namun 
demikian, ruang pengaturan yang sangat luas tersebut bukan berarti tanpa batas, 
kata “demokratis” menjadi arah sekaligus tolok ukur rancang bangun 
penyelenggaraan Pilkada yang diatur dalam peraturan teknis di bawah UUD. Oleh 
karenanya, menurut Mahkamah, kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk 
mengatur rancang bangun penyelenggaraan Pilkada, selain harus berpedoman 
pada asas-asas pemilu yang berlaku secara umum, juga harus memperhatikan 
aspirasi masyarakat di daerah, khususnya mengenai prinsip kontestasi 
(contestation) dan partisipasi (participation), karena keduanya merupakan 
indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan kualitas demokrasi 
elektoral. Dengan demikian, kualitas demokrasi penyelenggaraan Pilkada 
serentak nasional akan ditentukan antara lain oleh kontestan (the contesting 
candidates), baik yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik 
maupun perseorangan, dan sekaligus oleh partisipasi rakyat atau pemilih secara 
inklusif, bebas (free) dan jujur (fair);  

 

 

C. PASAL/AYAT UU 10/2016 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
Bahwa para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil 
terhadap Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016 yang selengkapnya 
berketentuan sebagai berikut: 
 
Pasal 201 ayat (7) 
“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil 
Walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan Tahun 2024” 
 
Pasal 201 Ayat (8) 
“Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 
2024” 
 

D. BATU UJI 
Bahwa Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016 dianggap Pemohon 
bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan 28I ayat (2) UUD 
NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau 
kewenangan konstitusional para Pemohon. 
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016 dalam 
permohonan a quo,  Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum 
pada pokoknya sebagai berikut:  
[3.11] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut 
dalil permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan 
mempertimbangkan mengenai pengaturan pemilihan kepala daerah dan wakil 
kepala daerah (Pilkada) dalam UUD 1945 sebagai berikut:  
[3.11.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, maka 
kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara demokratis. Secara historis, 
momentum reformasi menjadikan semangat aspirasi rakyat untuk melakukan 
evaluasi atas Pilkada yang sebelumnya dilaksanakan secara tidak langsung, di 
mana rakyat memilih wakilnya dalam legislatif di tingkat daerah dan kemudian 
para legislator yang memiliki hak dan kewenangan untuk memilih kepala daerah 
dan wakil kepala daerah. Diskursus mengenai desain penyelenggaraan Pilkada 
tersebut juga disampaikan pada pembahasan Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR 
yang mempersiapkan perubahan UUD 1945 tahun 2000. Selanjutnya hasil 
kesepakatan yang menjadi keputusan MPR dalam perubahan kedua UUD 1945 
adalah dengan menggunakan frasa “dipilih secara demokratis” yang merupakan 
jalan tengah antara pendapat yang menyerukan dipilih secara langsung atau 
tidak langsung. Terkait dengan pengertian “dipilih secara demokratis” tersebut, 
Mahkamah perlu mengutip kembali pertimbangan dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004, bertanggal 22 Maret 2005 sebagai 
berikut:  
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Bahwa untuk memberi pengertian dipilih secara langsung sebagaimana 
dicantumkan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, Mahkamah juga 
mengaitkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 
1945, yang sebagaimana halnya dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 adalah 
hasil perubahan ke dua UUD 1945 Tahun 2000. Pasal 18B ayat (1) berbunyi: 
“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang 
bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.” 
Dengan dirumuskan “dipilih secara demokratis“ maka ketentuan Pilkada 
juga mempertimbangkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di daerah-
daerah yang bersifat khusus dan istimewa sebagaimana dimaksud Pasal 18B 
ayat (1) UUD 1945 tersebut di atas.  
…  
Bahwa untuk melaksanakan Pasal 18 UUD 1945 diperlukan Undang-Undang 
Pemerintahan Daerah yang substansinya antara lain memuat ketentuan 
tentang Pilkada. Dalam hubungan itu, Mahkamah berpendapat bahwa untuk 
melaksanakan ketentuan tersebut adalah kewenangan pembuat undang-
undang untuk memilih cara pemilihan langsung atau cara-cara demokratis 
lainnya. Karena UUD 1945 telah menetapkan Pilkada secara demokratis 
maka baik pemilihan langsung maupun cara lain tersebut harus 
berpedoman pada asas-asas pemilu yang berlaku secara umum. 
Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka yang dimaksud 

dengan “dipilih secara demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 
sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004 adalah 
tidak hanya terbatas pada model pemilihan secara langsung atau tidak langsung, 
melainkan mencakup juga model pemilihan yang lain dalam rangka menghormati 
satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa sesuai 
dengan amanat Pasal 18B ayat (1) UUD 1945;  
[3.11.2] Bahwa selain terkait dengan model pemilihan, konstitusi ternyata tidak 
secara eksplisit menentukan hal-hal lain terkait dengan Pilkada, seperti berapa 
lama masa jabatan kepala daerah, kapan waktu penyelenggaraan hingga 
siapakah badan yang menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada. Melalui Pasal 18 
ayat (7) UUD 1945, konstitusi kemudian mendelegasikan kewenangan untuk 
menentukan lebih lanjut pengaturannya dalam undang-undang yang meliputi 
seluruh aspek rancang bangun sistem Pilkada yang akan digunakan, mulai dari 
model pemilihan sampai terkait teknis waktu penyelenggaraannya. Namun 
demikian, ruang pengaturan yang sangat luas tersebut bukan berarti tanpa batas, 
kata “demokratis” menjadi arah sekaligus tolok ukur rancang bangun 
penyelenggaraan Pilkada yang diatur dalam peraturan teknis di bawah UUD. Oleh 
karenanya, menurut Mahkamah, kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk 
mengatur rancang bangun penyelenggaraan Pilkada, selain harus berpedoman 
pada asas-asas pemilu yang berlaku secara umum, juga harus memperhatikan 
aspirasi masyarakat di daerah, khususnya mengenai prinsip kontestasi 
(contestation) dan partisipasi (participation), karena keduanya merupakan 
indikator yang digunakan untuk mengukur peningkatan kualitas demokrasi 
elektoral. Dengan demikian, kualitas demokrasi penyelenggaraan Pilkada 
serentak nasional akan ditentukan antara lain oleh kontestan (the contesting 
candidates), baik yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik 
maupun perseorangan, dan sekaligus oleh partisipasi rakyat atau pemilih secara 
inklusif, bebas (free) dan jujur (fair);  

 

 

C. PASAL/AYAT UU 10/2016 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
Bahwa para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil 
terhadap Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016 yang selengkapnya 
berketentuan sebagai berikut: 
 
Pasal 201 ayat (7) 
“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil 
Walikota hasil pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan Tahun 2024” 
 
Pasal 201 Ayat (8) 
“Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 
2024” 
 

D. BATU UJI 
Bahwa Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016 dianggap Pemohon 
bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan 28I ayat (2) UUD 
NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau 
kewenangan konstitusional para Pemohon. 
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016 dalam 
permohonan a quo,  Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum 
pada pokoknya sebagai berikut:  
[3.11] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut 
dalil permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan 
mempertimbangkan mengenai pengaturan pemilihan kepala daerah dan wakil 
kepala daerah (Pilkada) dalam UUD 1945 sebagai berikut:  
[3.11.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, maka 
kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih secara demokratis. Secara historis, 
momentum reformasi menjadikan semangat aspirasi rakyat untuk melakukan 
evaluasi atas Pilkada yang sebelumnya dilaksanakan secara tidak langsung, di 
mana rakyat memilih wakilnya dalam legislatif di tingkat daerah dan kemudian 
para legislator yang memiliki hak dan kewenangan untuk memilih kepala daerah 
dan wakil kepala daerah. Diskursus mengenai desain penyelenggaraan Pilkada 
tersebut juga disampaikan pada pembahasan Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR 
yang mempersiapkan perubahan UUD 1945 tahun 2000. Selanjutnya hasil 
kesepakatan yang menjadi keputusan MPR dalam perubahan kedua UUD 1945 
adalah dengan menggunakan frasa “dipilih secara demokratis” yang merupakan 
jalan tengah antara pendapat yang menyerukan dipilih secara langsung atau 
tidak langsung. Terkait dengan pengertian “dipilih secara demokratis” tersebut, 
Mahkamah perlu mengutip kembali pertimbangan dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004, bertanggal 22 Maret 2005 sebagai 
berikut:  
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Mahkamah dalam menilai konstitusionalitas pembatasan hak warga negara 
adalah keseimbangan (balancing) antara pembatasan hak individu warga negara 
dengan tujuan yang ingin dicapai oleh negara. Dalam konteks demikian, 
Mahkamah menilai, penundaan atas pemenuhan hak warga negara untuk 
memilih (right to vote) dan hak untuk dipilih (right to be candidate) pada 
sebagian Pilkada dalam rangka menuju pelaksanaan Pilkada serentak secara 
nasional tahun 2024 adalah masih dalam kerangka pembatasan hak 
konstitusional warga negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) 
UUD 1945. Terlebih, setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan 
untuk mengikuti kontestasi Pilkada, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon 
kepala daerah atau wakil kepala daerah, tetap terakomodir hak 
konstitusionalnya dalam Pilkada serentak tahun 2024 mendatang.  
Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dalil para 
Pemohon yang menyatakan norma Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016 
bertentangan dengan UUD 1945 karena telah membuat para Pemohon tidak 
dapat menggunakan haknya untuk memilih dan dipilih secara tetap dan sesuai 
dengan siklus jadwal pemilihan 5 (lima) tahun sekali adalah tidak beralasan 
menurut hukum;  
 
[3.13] Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan Pasal 201 ayat 
(7) dan ayat (8) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 karena desain 
penyelenggaraan pemilu yang diatur tidak sesuai dengan putusan Mahkamah 
Konstitusi dan menurut penalaran yang wajar membuat para Pemohon tidak 
mendapatkan pemilu yang berkualitas. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, 
Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:  
[3.13.1] Bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 
bertanggal 23 Januari 2014 yang memerintahkan penyelenggaraan pemilu 
legislatif (Anggota DPR, DPD dan DPRD) serta eksekutif (Presiden dan Wakil 
Presiden) dilaksanakan secara serentak mulai tahun 2019 telah mendorong 
pembentuk undang-undang untuk mendesain ulang penyelenggaraan pemilu, 
termasuk pula Pilkada. Selanjutnya, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota, pemerintah menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur 
mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah telah mendapatkan penolakan yang luas oleh rakyat 
karena proses pengambilan keputusannya tidak mencerminkan prinsip 
demokrasi [vide Alinea ke-3 Penjelasan Umum UU 1/2015] yang kemudian 
ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui UU 1/2015. Lebih lanjut Pasal 3 ayat 
(1) UU 1/2015 menentukan bahwa “Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) 
tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.” Oleh karena itulah sejak saat itu Pilkada serentak secara nasional 
beserta segala aspek penyelenggaraannya mulai ditetapkan secara bertahap dari 
yang awalnya akan dilaksanakan pada tahun 2027 kemudian berdasarkan UU 
10/2016 diubah menjadi bulan November tahun 2024;  
[3.13.2] Bahwa dalam perkembangannya terkait dengan desain keserentakan 
penyelenggaraan pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, bertanggal 26 Februari 2020 
telah memberikan sejumlah pilihan model keserentakan pemilihan umum yang 

 

 

[3.12] Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal sebagaimana dimaksud 
pada Paragraf [3.11] tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan 
mempertimbangkan dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 201 ayat (7) dan 
ayat (8) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 karena telah membuat para 
Pemohon tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih dan dipilih secara 
tetap dan sesuai dengan siklus jadwal pemilihan 5 (lima) tahun sekali, secara 
khusus Pemohon I harus menunggu lagi selama 2 (dua) tahun karena 
diundurkannya waktu pemilihan. Terhadap dalil para Pemohon demikian, 
Mahkamah berpendapat sebagai berikut:  
[3.12.1] Bahwa pengaturan norma mengenai Pilkada dalam BAB VI tentang 
Pemerintahan Daerah di luar Bab VIIB tentang Pemilihan Umum dalam UUD 1945 
memiliki beberapa implikasi. Salah satunya adalah perbedaan terkait waktu 
penyelenggaraan pemilihan, di mana siklus 5 (lima) tahun sekali yang telah 
ditentukan oleh konstitusi adalah untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana 
diatur dalam norma Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 serta untuk 
pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana 
ditentukan dalam norma Pasal 18 ayat (3) juncto Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. 
Sedangkan, terkait dengan Pilkada, penetapan waktu pemilihan sepenuhnya 
diatur dengan undang-undang yang selanjutnya diaktualisasikan dalam UU 
10/2016 yang menentukan penyelenggaraan Pilkada secara nasional 
dilaksanakan secara serentak pada bulan November 2024. Norma a quo 
merupakan bagian dari ketentuan peralihan (transitional provision) yang 
memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang 
sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama, in casu 
pengaturan mengenai jadwal penyelenggaraan Pilkada serentak nasional yang 
semula ditetapkan pada tahun 2027 berdasarkan Pasal 201 ayat (7) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi 
Undang-Undang (UU 8/2015) diubah menjadi tahun 2024. Pengaturan norma 
dalam ketentuan peralihan demikian telah sesuai dengan butir 127 Lampiran II 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan;  
[3.12.2] Bahwa dalam rangka penyesuaian tahapan penyelenggaraan Pilkada 
serentak secara nasional terdapat beberapa daerah yang waktu penyelenggaraan 
Pilkadanya diundur dan terdapat pula beberapa daerah yang waktu 
penyelenggaraan Pilkadanya dimajukan. Dalam konteks masa peralihan yang 
demikian, tidak dapat dihindari dampak adanya penundaan atas pemenuhan hak 
warga negara untuk memilih (right to vote) dan hak untuk dipilih (right to be 
candidate) dalam Pilkada. Namun demikian, Mahkamah menilai penundaan atas 
pemenuhan hak warga negara dimaksud tidak berarti menghilangkan hak warga 
negara tersebut dan telah sesuai dengan konsep pembatasan hak yang telah 
diatur dalam ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Sebab, hak warga negara 
untuk memilih dan dipilih pada hakikatnya merupakan hak yang pemenuhannya 
dapat dibatasi oleh negara melalui undang-undang. Berkenaan dengan hal 
tersebut Mahkamah dalam beberapa putusan telah mempertimbangkan terkait 
konstitusionalitas pembatasan pemenuhan atas hak konstitusional warga negara 
berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan ukuran yang selalu digunakan oleh 
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Mahkamah dalam menilai konstitusionalitas pembatasan hak warga negara 
adalah keseimbangan (balancing) antara pembatasan hak individu warga negara 
dengan tujuan yang ingin dicapai oleh negara. Dalam konteks demikian, 
Mahkamah menilai, penundaan atas pemenuhan hak warga negara untuk 
memilih (right to vote) dan hak untuk dipilih (right to be candidate) pada 
sebagian Pilkada dalam rangka menuju pelaksanaan Pilkada serentak secara 
nasional tahun 2024 adalah masih dalam kerangka pembatasan hak 
konstitusional warga negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28J ayat (2) 
UUD 1945. Terlebih, setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan 
untuk mengikuti kontestasi Pilkada, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon 
kepala daerah atau wakil kepala daerah, tetap terakomodir hak 
konstitusionalnya dalam Pilkada serentak tahun 2024 mendatang.  
Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dalil para 
Pemohon yang menyatakan norma Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016 
bertentangan dengan UUD 1945 karena telah membuat para Pemohon tidak 
dapat menggunakan haknya untuk memilih dan dipilih secara tetap dan sesuai 
dengan siklus jadwal pemilihan 5 (lima) tahun sekali adalah tidak beralasan 
menurut hukum;  
 
[3.13] Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan Pasal 201 ayat 
(7) dan ayat (8) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 karena desain 
penyelenggaraan pemilu yang diatur tidak sesuai dengan putusan Mahkamah 
Konstitusi dan menurut penalaran yang wajar membuat para Pemohon tidak 
mendapatkan pemilu yang berkualitas. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, 
Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:  
[3.13.1] Bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 
bertanggal 23 Januari 2014 yang memerintahkan penyelenggaraan pemilu 
legislatif (Anggota DPR, DPD dan DPRD) serta eksekutif (Presiden dan Wakil 
Presiden) dilaksanakan secara serentak mulai tahun 2019 telah mendorong 
pembentuk undang-undang untuk mendesain ulang penyelenggaraan pemilu, 
termasuk pula Pilkada. Selanjutnya, melalui Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota, pemerintah menyatakan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengatur 
mekanisme pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah telah mendapatkan penolakan yang luas oleh rakyat 
karena proses pengambilan keputusannya tidak mencerminkan prinsip 
demokrasi [vide Alinea ke-3 Penjelasan Umum UU 1/2015] yang kemudian 
ditetapkan menjadi Undang-Undang melalui UU 1/2015. Lebih lanjut Pasal 3 ayat 
(1) UU 1/2015 menentukan bahwa “Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) 
tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia.” Oleh karena itulah sejak saat itu Pilkada serentak secara nasional 
beserta segala aspek penyelenggaraannya mulai ditetapkan secara bertahap dari 
yang awalnya akan dilaksanakan pada tahun 2027 kemudian berdasarkan UU 
10/2016 diubah menjadi bulan November tahun 2024;  
[3.13.2] Bahwa dalam perkembangannya terkait dengan desain keserentakan 
penyelenggaraan pemilihan umum, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, bertanggal 26 Februari 2020 
telah memberikan sejumlah pilihan model keserentakan pemilihan umum yang 

 

 

[3.12] Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal sebagaimana dimaksud 
pada Paragraf [3.11] tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan 
mempertimbangkan dalil para Pemohon yang menyatakan Pasal 201 ayat (7) dan 
ayat (8) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 karena telah membuat para 
Pemohon tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih dan dipilih secara 
tetap dan sesuai dengan siklus jadwal pemilihan 5 (lima) tahun sekali, secara 
khusus Pemohon I harus menunggu lagi selama 2 (dua) tahun karena 
diundurkannya waktu pemilihan. Terhadap dalil para Pemohon demikian, 
Mahkamah berpendapat sebagai berikut:  
[3.12.1] Bahwa pengaturan norma mengenai Pilkada dalam BAB VI tentang 
Pemerintahan Daerah di luar Bab VIIB tentang Pemilihan Umum dalam UUD 1945 
memiliki beberapa implikasi. Salah satunya adalah perbedaan terkait waktu 
penyelenggaraan pemilihan, di mana siklus 5 (lima) tahun sekali yang telah 
ditentukan oleh konstitusi adalah untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana 
diatur dalam norma Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 serta untuk 
pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana 
ditentukan dalam norma Pasal 18 ayat (3) juncto Pasal 22E ayat (2) UUD 1945. 
Sedangkan, terkait dengan Pilkada, penetapan waktu pemilihan sepenuhnya 
diatur dengan undang-undang yang selanjutnya diaktualisasikan dalam UU 
10/2016 yang menentukan penyelenggaraan Pilkada secara nasional 
dilaksanakan secara serentak pada bulan November 2024. Norma a quo 
merupakan bagian dari ketentuan peralihan (transitional provision) yang 
memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang 
sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama, in casu 
pengaturan mengenai jadwal penyelenggaraan Pilkada serentak nasional yang 
semula ditetapkan pada tahun 2027 berdasarkan Pasal 201 ayat (7) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi 
Undang-Undang (UU 8/2015) diubah menjadi tahun 2024. Pengaturan norma 
dalam ketentuan peralihan demikian telah sesuai dengan butir 127 Lampiran II 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan;  
[3.12.2] Bahwa dalam rangka penyesuaian tahapan penyelenggaraan Pilkada 
serentak secara nasional terdapat beberapa daerah yang waktu penyelenggaraan 
Pilkadanya diundur dan terdapat pula beberapa daerah yang waktu 
penyelenggaraan Pilkadanya dimajukan. Dalam konteks masa peralihan yang 
demikian, tidak dapat dihindari dampak adanya penundaan atas pemenuhan hak 
warga negara untuk memilih (right to vote) dan hak untuk dipilih (right to be 
candidate) dalam Pilkada. Namun demikian, Mahkamah menilai penundaan atas 
pemenuhan hak warga negara dimaksud tidak berarti menghilangkan hak warga 
negara tersebut dan telah sesuai dengan konsep pembatasan hak yang telah 
diatur dalam ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Sebab, hak warga negara 
untuk memilih dan dipilih pada hakikatnya merupakan hak yang pemenuhannya 
dapat dibatasi oleh negara melalui undang-undang. Berkenaan dengan hal 
tersebut Mahkamah dalam beberapa putusan telah mempertimbangkan terkait 
konstitusionalitas pembatasan pemenuhan atas hak konstitusional warga negara 
berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan ukuran yang selalu digunakan oleh 

PANLAK UU/PUSPANLAK UU TW III 2022



68

 

 

tersebut juga kembali ditegaskan dalam pertimbangan hukum putusan 
Mahkamah terkait pilihan model keserentakan secara nasional dan lokal 
sebagaimana pertimbangan hukum Paragraf [3.18] Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 16/PUU-XIX/2021, bertanggal 24 November 2021, sebagai 
berikut:  

Dalam konteks demikian, keinginan para Pemohon untuk lebih memfokuskan 
kepada salah satu model tersebut tidak lagi berada dalam kewenangan 
Mahkamah, tetapi telah diserahkan menjadi kewenangan pembentuk undang-
undang. Dengan pendirian demikian, jikalau Mahkamah menentukan salah 
satu model dari pilihan model yang ditawarkan dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, secara implisit, Mahkamah akan 
terperangkap untuk menyatakan model lain yang tidak dipilih sebagai sesuatu 
yang bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional). Oleh karena itu, 
sebagaimana dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
55/PUU-XVII/2019, penentuan model yang dipilih menjadi wilayah bagi 
pembentuk undang-undang untuk memutuskannya. Berkenaan dengan hal 
tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan, semua pilihan yang 
dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 
merupakan gagasan yang muncul (original intent) selama perubahan UUD 
1945. Sebagai the sole interpreter of the constitution, sekalipun bukan satu-
satunya penafsiran yang dipakai untuk menentukan pilihan model atau desain 
keserentakan pemilihan umum, Mahkamah tidak dapat sepenuhnya 
melepaskan diri dari penafsiran original intent sebagai salah satu metode 
untuk memahami konstitusi.  

Dengan demikian, menjadi jelas pendirian Mahkamah bahwa pembentuk 
Undang-Undang memiliki kewenangan untuk menentukan rancang bangun 
penyelenggaraan pemilu serentak, termasuk juga penyelenggaraan Pilkada 
serentak secara nasional sesuai dengan batas-batas konstitusional (constitutional 
boundary) yang telah diatur dan ditetapkan sebagaimana dijelaskan pada Sub-
paragraf [3.11.2] di atas;  
[3.13.3] Bahwa dalam rangka mewujudkan Pilkada serentak secara nasional, 
sebenarnya telah disusun desain penyelenggaraan transisi yang terdiri atas 4 
(empat) gelombang, yaitu pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015, tahun 2017, 
tahun 2018, tahun 2020, dan November 2024. Oleh karena itu, sepanjang Pikada 
serentak tetap dipertahankan, desain penyelenggaraan Pilkada transisi demikian 
merupakan proses integrasi jadwal penyelenggaraan Pilkada yang waktunya 
saling terpisah satu sama lain menuju penyelenggaraan Pilkada serentak secara 
nasional setiap 5 (lima) tahun yang akan dimulai pada tahun 2024 dan 
seterusnya. Berdasarkan tahapan transisi tersebut, maka desain pemilihan 
umum serentak secara nasional yang dipilih oleh pembentuk Undang-Undang 
pada tahun 2024 adalah pemilu serentak dalam 2 (dua) tahap, yaitu: (i) 
pemilihan umum serentak untuk memilih Anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil 
Presiden, dan Anggota DPRD serta (ii) beberapa waktu setelahnya dilaksanakan 
Pilkada serentak secara nasional. Dengan mengacu pada pilihan model 
keserentakan pemilihan umum sebagaimana dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 tersebut di atas, maka pilihan model 
pemilihan umum serentak yang ditentukan tersebut termasuk dalam kategori 
pilihan keenam, yaitu “Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat 
keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan 

 

 

tetap dapat dinilai konstitusional, sebagaimana tertuang dalam pertimbangan 
hukum Paragraf [3.16] Putusan a quo, sebagai berikut: 

1 Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, 
Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD;  

2 Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, 
Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota;  

3 Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, 
Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota;  

4 Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, 
Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan 
Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, 
anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota;  

5 Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, 
Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan 
Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi 
dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya 
dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih 
anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota; dan  

6 Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan 
pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil 
Presiden.  

Bahwa dengan tersedianya berbagai kemungkinan pelaksanaan 
pemilihan umum serentak sebagaimana dikemukakan di atas, penentuan 
model yang dipilih menjadi wilayah bagi pembentuk undang-undang untuk 
memutuskannya. Namun demikian, dalam memutuskan pilihan model atas 
keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum, pembentuk undang-undang 
perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain, yaitu: (1) pemilihan 
model yang berimplikasi terhadap perubahan undang-undang dilakukan 
dengan partisipasi semua kalangan yang memiliki perhatian atas 
penyelenggaraan pemilihan umum; (2) kemungkinan perubahan undang-
undang terhadap pilihan model-model tersebut dilakukan lebih awal sehingga 
tersedia waktu untuk dilakukan simulasi sebelum perubahan tersebut benar-
benar efektif dilaksanakan; (3) pembentuk undang-undang memperhitungkan 
dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia 
sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar 
terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas; (4) pilihan 
model selalu memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih 
dalam melaksanakan hak untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan 
kedaulatan rakyat; dan (5) tidak acap-kali mengubah model pemilihan 
langsung yang diselenggarakan secara serentak sehingga terbangun kepastian 
dan kemapanan pelaksanaan pemilihan umum.  

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah telah 
mempertimbangkan bahwa dengan tersedianya berbagai kemungkinan model 
pemilihan umum serentak sebagaimana dikemukakan di atas, penentuan model 
yang dipilih menjadi wilayah kewenangan pembentuk undang-undang untuk 
memutuskannya. Pertimbangan pandangan Mahkamah terhadap penentuan 
model keserentakan yang dipilih merupakan domain pembentuk Undang-Undang 
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tersebut juga kembali ditegaskan dalam pertimbangan hukum putusan 
Mahkamah terkait pilihan model keserentakan secara nasional dan lokal 
sebagaimana pertimbangan hukum Paragraf [3.18] Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 16/PUU-XIX/2021, bertanggal 24 November 2021, sebagai 
berikut:  

Dalam konteks demikian, keinginan para Pemohon untuk lebih memfokuskan 
kepada salah satu model tersebut tidak lagi berada dalam kewenangan 
Mahkamah, tetapi telah diserahkan menjadi kewenangan pembentuk undang-
undang. Dengan pendirian demikian, jikalau Mahkamah menentukan salah 
satu model dari pilihan model yang ditawarkan dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, secara implisit, Mahkamah akan 
terperangkap untuk menyatakan model lain yang tidak dipilih sebagai sesuatu 
yang bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional). Oleh karena itu, 
sebagaimana dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
55/PUU-XVII/2019, penentuan model yang dipilih menjadi wilayah bagi 
pembentuk undang-undang untuk memutuskannya. Berkenaan dengan hal 
tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan, semua pilihan yang 
dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 
merupakan gagasan yang muncul (original intent) selama perubahan UUD 
1945. Sebagai the sole interpreter of the constitution, sekalipun bukan satu-
satunya penafsiran yang dipakai untuk menentukan pilihan model atau desain 
keserentakan pemilihan umum, Mahkamah tidak dapat sepenuhnya 
melepaskan diri dari penafsiran original intent sebagai salah satu metode 
untuk memahami konstitusi.  

Dengan demikian, menjadi jelas pendirian Mahkamah bahwa pembentuk 
Undang-Undang memiliki kewenangan untuk menentukan rancang bangun 
penyelenggaraan pemilu serentak, termasuk juga penyelenggaraan Pilkada 
serentak secara nasional sesuai dengan batas-batas konstitusional (constitutional 
boundary) yang telah diatur dan ditetapkan sebagaimana dijelaskan pada Sub-
paragraf [3.11.2] di atas;  
[3.13.3] Bahwa dalam rangka mewujudkan Pilkada serentak secara nasional, 
sebenarnya telah disusun desain penyelenggaraan transisi yang terdiri atas 4 
(empat) gelombang, yaitu pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015, tahun 2017, 
tahun 2018, tahun 2020, dan November 2024. Oleh karena itu, sepanjang Pikada 
serentak tetap dipertahankan, desain penyelenggaraan Pilkada transisi demikian 
merupakan proses integrasi jadwal penyelenggaraan Pilkada yang waktunya 
saling terpisah satu sama lain menuju penyelenggaraan Pilkada serentak secara 
nasional setiap 5 (lima) tahun yang akan dimulai pada tahun 2024 dan 
seterusnya. Berdasarkan tahapan transisi tersebut, maka desain pemilihan 
umum serentak secara nasional yang dipilih oleh pembentuk Undang-Undang 
pada tahun 2024 adalah pemilu serentak dalam 2 (dua) tahap, yaitu: (i) 
pemilihan umum serentak untuk memilih Anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil 
Presiden, dan Anggota DPRD serta (ii) beberapa waktu setelahnya dilaksanakan 
Pilkada serentak secara nasional. Dengan mengacu pada pilihan model 
keserentakan pemilihan umum sebagaimana dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 tersebut di atas, maka pilihan model 
pemilihan umum serentak yang ditentukan tersebut termasuk dalam kategori 
pilihan keenam, yaitu “Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat 
keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan 

 

 

tetap dapat dinilai konstitusional, sebagaimana tertuang dalam pertimbangan 
hukum Paragraf [3.16] Putusan a quo, sebagai berikut: 

1 Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, 
Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD;  

2 Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, 
Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota;  

3 Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, 
Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota;  

4 Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, 
Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan 
Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, 
anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota;  

5 Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, 
Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan 
Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi 
dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya 
dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih 
anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota; dan  

6 Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan 
pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil 
Presiden.  

Bahwa dengan tersedianya berbagai kemungkinan pelaksanaan 
pemilihan umum serentak sebagaimana dikemukakan di atas, penentuan 
model yang dipilih menjadi wilayah bagi pembentuk undang-undang untuk 
memutuskannya. Namun demikian, dalam memutuskan pilihan model atas 
keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum, pembentuk undang-undang 
perlu mempertimbangkan beberapa hal, antara lain, yaitu: (1) pemilihan 
model yang berimplikasi terhadap perubahan undang-undang dilakukan 
dengan partisipasi semua kalangan yang memiliki perhatian atas 
penyelenggaraan pemilihan umum; (2) kemungkinan perubahan undang-
undang terhadap pilihan model-model tersebut dilakukan lebih awal sehingga 
tersedia waktu untuk dilakukan simulasi sebelum perubahan tersebut benar-
benar efektif dilaksanakan; (3) pembentuk undang-undang memperhitungkan 
dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia 
sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar 
terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas; (4) pilihan 
model selalu memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih 
dalam melaksanakan hak untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan 
kedaulatan rakyat; dan (5) tidak acap-kali mengubah model pemilihan 
langsung yang diselenggarakan secara serentak sehingga terbangun kepastian 
dan kemapanan pelaksanaan pemilihan umum.  

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah telah 
mempertimbangkan bahwa dengan tersedianya berbagai kemungkinan model 
pemilihan umum serentak sebagaimana dikemukakan di atas, penentuan model 
yang dipilih menjadi wilayah kewenangan pembentuk undang-undang untuk 
memutuskannya. Pertimbangan pandangan Mahkamah terhadap penentuan 
model keserentakan yang dipilih merupakan domain pembentuk Undang-Undang 
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Perangkat hukum tersebut juga telah diaplikasikan dalam praktik pengisian 
kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah selama ini. Justru 
dengan adanya pengisian jabatan kepala daerah yang kosong tersebut, hak warga 
negara untuk mendapatkan layanan publik akan tetap terakomodir serta 
stabilitas politik dan keamanan daerah akan tetap terjaga. Sementara itu, terkait 
dengan kekhawatiran para Pemohon terhadap penjabat kepala daerah tidak 
memiliki legitimasi politik untuk memimpin suatu daerah, Mahkamah 
mempertimbangkan bahwa legitimasi dalam konteks penjabat kepala daerah 
diturunkan dari amanat atau perintah undang-undang [vide Pasal 201 ayat (10) 
dan ayat (11) UU 10/2016]. Oleh karena itu, meskipun secara terbatas makna 
legitimasi artinya memperoleh dukungan langsung dari pemilih, namun dalam 
perspektif yang luas, legitimasi dapat diperoleh dari undang-undang yang 
dibentuk oleh wakil rakyat yang merupakan representasi rakyat. Dengan 
demikian, dalam hal untuk mengisi penjabat kepala daerah yang merupakan 
keniscayaan untuk mengisi jabatan pada masa transisional dan sepanjang 
penjabat yang ditunjuk adalah yang memenuhi kualifikasi oleh undang-undang 
serta kinerjanya dapat dievaluasi oleh pejabat yang berwenang setiap waktu dan 
bahkan mungkin dapat dilakukan penggantian apabila dipandang tidak 
mempunyai kapabilitas untuk memberikan pelayanan publik, maka Mahkamah 
berpendapat pengisian penjabat kepala daerah tersebut dapat dibenarkan;  
[3.14.3] Bahwa terkait dengan pengisian penjabat kepala daerah untuk mengisi 
kekosongan jabatan kepala daerah, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan 
bahwa proses pengisian kekosongan jabatan kepala daerah juga masih dalam 
ruang lingkup pemaknaan “secara demokratis” sebagaimana diatur dalam Pasal 
18 ayat (4) UUD 1945. Oleh karenanya, perlu menjadi pertimbangan dan 
perhatian bagi pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksana sebagai 
tindak lanjut Pasal 201 UU 10/2016, sehingga tersedia mekanisme dan 
persyaratan yang terukur dan jelas bahwa pengisian penjabat tersebut tidak 
mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan sekaligus memberikan jaminan bagi 
masyarakat bahwa mekanisme pengisian penjabat berlangsung terbuka, 
transparan, dan akuntabel untuk menghasilkan pemimpin yang kompeten, 
berintegritas, sesuai dengan aspirasi daerah serta bekerja dengan tulus untuk 
rakyat dan kemajuan daerah. Selain itu, dengan peran sentral yang dimiliki oleh 
kepala daerah dan wakil kepala daerah serta dengan mempertimbangkan 
lamanya daerah dipimpin oleh penjabat kepala daerah maka perlu 
dipertimbangkan pemberian kewenangan penjabat kepala daerah dalam masa 
transisi menuju Pilkada serentak secara nasional yang sama dengan kepala 
daerah definitif. Sebab, dengan kewenangan penuh yang dimiliki penjabat kepala 
daerah yang ditunjuk maka akselerasi perkembangan pembangunan daerah 
tetap dapat diwujudkan tanpa ada perbedaan antara daerah yang dipimpin oleh 
penjabat kepala daerah maupun yang definitif.  
Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dalil para 
Pemohon yang menyatakan norma Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016 
bertentangan dengan UUD 1945 karena dengan adanya pengunduran waktu 
pemilihan menyebabkan adanya jabatan kepala daerah yang kosong dan diisi 
oleh penjabat yang tidak memiliki legitimasi politik untuk memimpin suatu 
daerah adalah tidak beralasan menurut hukum.  
 

 

 

Presiden/Wakil Presiden”, sehingga pilihan keserentakan tersebut adalah telah 
sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dan tentunya tidak bertentangan 
dengan UUD 1945.  

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dalil para 
Pemohon yang menyatakan norma Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016 
bertentangan dengan UUD 1945 karena desain penyelenggaraan pemilu yang 
diatur tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan menurut 
penalaran yang wajar membuat para Pemohon tidak mendapatkan pemilu yang 
berkualitas adalah tidak beralasan menurut hukum.  

 
[3.14] Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon juga mendalilkan Pasal 201 
ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 karena dengan 
adanya pengunduran waktu pemilihan menyebabkan adanya jabatan kepala 
daerah yang kosong dan diisi oleh penjabat yang tidak memiliki legitimasi politik 
untuk memimpin suatu daerah. Terhadap dalil para Pemohon demikian, 
Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 
[3.14.1] Bahwa pengaturan adanya penjabat gubernur/bupati/walikota untuk 
mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang pemilihannya ditunda sampai 
dengan pelaksanaan Pilkada serentak secara nasional pada tahun 2024 telah 
diatur dalam Pasal 201 ayat (9) sampai dengan ayat (11) UU 10/2016. 
Berdasarkan norma a quo, maka untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur 
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 
yang telah berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 dan tahun 2023, akan 
diangkat penjabat gubernur/bupati/walikota sampai dengan terpilihnya 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan 
Wakil Walikota berdasarkan hasil Pilkada serentak secara nasional pada tahun 
2024. Untuk itu telah ditentukan pengisian Penjabat Gubernur berasal dari 
jabatan pimpinan tinggi madya, sedangkan Penjabat Bupati atau Walikota 
berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama;  
[3.14.2] Bahwa di era otonomi daerah saat ini, kewenangan yang dimiliki oleh 
kepala daerah sangat besar dalam mengambil keputusan pemerintahan sehingga 
kepala daerah memegang peran dan posisi sentral dalam memajukan daerahnya. 
Kepemimpinan kepala daerah dalam birokrasi memegang peran penting untuk 
menciptakan governance yang kuat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan 
sosial. Oleh karenanya, keberhasilan suatu pemerintah daerah di dalam 
menjalankan tugas-tugasnya sangat ditentukan oleh pemimpinnya. Dalam 
doktrin universal hukum ketatanegaraan, pengisian jabatan negara merupakan 
salah satu unsur penting dalam hukum tata negara dan administrasi negara. 
Tanpa adanya pejabat yang mengisi jabatan, maka fungsi dari jabatan tersebut 
tidak dapat dijalankan. Berdasarkan hal tersebut, maka pengisian jabatan kepala 
daerah yang kosong merupakan sebuah keniscayaan dalam rangka menjamin 
tetap terpenuhinya pelayanan publik dan tercapainya kesejahteraan masyarakat 
di daerah. Berbagai instrumen hukum juga telah mengakomodir adanya 
pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kosong, mulai 
dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hingga 
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan 
Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 
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Perangkat hukum tersebut juga telah diaplikasikan dalam praktik pengisian 
kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah selama ini. Justru 
dengan adanya pengisian jabatan kepala daerah yang kosong tersebut, hak warga 
negara untuk mendapatkan layanan publik akan tetap terakomodir serta 
stabilitas politik dan keamanan daerah akan tetap terjaga. Sementara itu, terkait 
dengan kekhawatiran para Pemohon terhadap penjabat kepala daerah tidak 
memiliki legitimasi politik untuk memimpin suatu daerah, Mahkamah 
mempertimbangkan bahwa legitimasi dalam konteks penjabat kepala daerah 
diturunkan dari amanat atau perintah undang-undang [vide Pasal 201 ayat (10) 
dan ayat (11) UU 10/2016]. Oleh karena itu, meskipun secara terbatas makna 
legitimasi artinya memperoleh dukungan langsung dari pemilih, namun dalam 
perspektif yang luas, legitimasi dapat diperoleh dari undang-undang yang 
dibentuk oleh wakil rakyat yang merupakan representasi rakyat. Dengan 
demikian, dalam hal untuk mengisi penjabat kepala daerah yang merupakan 
keniscayaan untuk mengisi jabatan pada masa transisional dan sepanjang 
penjabat yang ditunjuk adalah yang memenuhi kualifikasi oleh undang-undang 
serta kinerjanya dapat dievaluasi oleh pejabat yang berwenang setiap waktu dan 
bahkan mungkin dapat dilakukan penggantian apabila dipandang tidak 
mempunyai kapabilitas untuk memberikan pelayanan publik, maka Mahkamah 
berpendapat pengisian penjabat kepala daerah tersebut dapat dibenarkan;  
[3.14.3] Bahwa terkait dengan pengisian penjabat kepala daerah untuk mengisi 
kekosongan jabatan kepala daerah, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan 
bahwa proses pengisian kekosongan jabatan kepala daerah juga masih dalam 
ruang lingkup pemaknaan “secara demokratis” sebagaimana diatur dalam Pasal 
18 ayat (4) UUD 1945. Oleh karenanya, perlu menjadi pertimbangan dan 
perhatian bagi pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksana sebagai 
tindak lanjut Pasal 201 UU 10/2016, sehingga tersedia mekanisme dan 
persyaratan yang terukur dan jelas bahwa pengisian penjabat tersebut tidak 
mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan sekaligus memberikan jaminan bagi 
masyarakat bahwa mekanisme pengisian penjabat berlangsung terbuka, 
transparan, dan akuntabel untuk menghasilkan pemimpin yang kompeten, 
berintegritas, sesuai dengan aspirasi daerah serta bekerja dengan tulus untuk 
rakyat dan kemajuan daerah. Selain itu, dengan peran sentral yang dimiliki oleh 
kepala daerah dan wakil kepala daerah serta dengan mempertimbangkan 
lamanya daerah dipimpin oleh penjabat kepala daerah maka perlu 
dipertimbangkan pemberian kewenangan penjabat kepala daerah dalam masa 
transisi menuju Pilkada serentak secara nasional yang sama dengan kepala 
daerah definitif. Sebab, dengan kewenangan penuh yang dimiliki penjabat kepala 
daerah yang ditunjuk maka akselerasi perkembangan pembangunan daerah 
tetap dapat diwujudkan tanpa ada perbedaan antara daerah yang dipimpin oleh 
penjabat kepala daerah maupun yang definitif.  
Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dalil para 
Pemohon yang menyatakan norma Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016 
bertentangan dengan UUD 1945 karena dengan adanya pengunduran waktu 
pemilihan menyebabkan adanya jabatan kepala daerah yang kosong dan diisi 
oleh penjabat yang tidak memiliki legitimasi politik untuk memimpin suatu 
daerah adalah tidak beralasan menurut hukum.  
 

 

 

Presiden/Wakil Presiden”, sehingga pilihan keserentakan tersebut adalah telah 
sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dan tentunya tidak bertentangan 
dengan UUD 1945.  

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dalil para 
Pemohon yang menyatakan norma Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016 
bertentangan dengan UUD 1945 karena desain penyelenggaraan pemilu yang 
diatur tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan menurut 
penalaran yang wajar membuat para Pemohon tidak mendapatkan pemilu yang 
berkualitas adalah tidak beralasan menurut hukum.  

 
[3.14] Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon juga mendalilkan Pasal 201 
ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 karena dengan 
adanya pengunduran waktu pemilihan menyebabkan adanya jabatan kepala 
daerah yang kosong dan diisi oleh penjabat yang tidak memiliki legitimasi politik 
untuk memimpin suatu daerah. Terhadap dalil para Pemohon demikian, 
Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 
[3.14.1] Bahwa pengaturan adanya penjabat gubernur/bupati/walikota untuk 
mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang pemilihannya ditunda sampai 
dengan pelaksanaan Pilkada serentak secara nasional pada tahun 2024 telah 
diatur dalam Pasal 201 ayat (9) sampai dengan ayat (11) UU 10/2016. 
Berdasarkan norma a quo, maka untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur 
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 
yang telah berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 dan tahun 2023, akan 
diangkat penjabat gubernur/bupati/walikota sampai dengan terpilihnya 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan 
Wakil Walikota berdasarkan hasil Pilkada serentak secara nasional pada tahun 
2024. Untuk itu telah ditentukan pengisian Penjabat Gubernur berasal dari 
jabatan pimpinan tinggi madya, sedangkan Penjabat Bupati atau Walikota 
berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama;  
[3.14.2] Bahwa di era otonomi daerah saat ini, kewenangan yang dimiliki oleh 
kepala daerah sangat besar dalam mengambil keputusan pemerintahan sehingga 
kepala daerah memegang peran dan posisi sentral dalam memajukan daerahnya. 
Kepemimpinan kepala daerah dalam birokrasi memegang peran penting untuk 
menciptakan governance yang kuat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan 
sosial. Oleh karenanya, keberhasilan suatu pemerintah daerah di dalam 
menjalankan tugas-tugasnya sangat ditentukan oleh pemimpinnya. Dalam 
doktrin universal hukum ketatanegaraan, pengisian jabatan negara merupakan 
salah satu unsur penting dalam hukum tata negara dan administrasi negara. 
Tanpa adanya pejabat yang mengisi jabatan, maka fungsi dari jabatan tersebut 
tidak dapat dijalankan. Berdasarkan hal tersebut, maka pengisian jabatan kepala 
daerah yang kosong merupakan sebuah keniscayaan dalam rangka menjamin 
tetap terpenuhinya pelayanan publik dan tercapainya kesejahteraan masyarakat 
di daerah. Berbagai instrumen hukum juga telah mengakomodir adanya 
pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kosong, mulai 
dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hingga 
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan 
Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 
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dan selebihnya terhadap pengujian pada Pasal a quo UU 10/2016 mengandung 
arti bahwa ketentuan Pasal-Pasal a quo tidak bertentangan dengan UUD NRI 
Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
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[3.15] Menimbang bahwa para Pemohon juga mendalilkan Pasal 201 ayat (7) dan 
ayat (8) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 karena mengakibatkan 
para Pemohon, dalam hal ini Pemohon II, diperlakukan secara diskriminatif 
karena nilai dari pilihannya dinilai secara berbeda dengan daerah lainnya yang 
kepala daerah hasil pemilihan memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun, sedangkan 
pilihannya dalam Pilkada 2020 hanya akan menjabat paling lama 4 (empat) 
tahun. Terhadap dalil para Pemohon demikian, menurut Mahkamah, adanya 
perbedaan lamanya masa jabatan kepala daerah dalam masa transisi menuju 
Pilkada serentak secara nasional tahun 2024 bukanlah merupakan bentuk 
diskriminasi terhadap hasil pilihan para pemilih dalam setiap tahapan atau 
gelombang penyelenggaraan Pilkada. Mahkamah menilai, pembatasan terhadap 
masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut adalah dalam 
kerangka mencapai tujuan yang akan dicapai oleh negara, yaitu penyelenggaraan 
pemilihan umum serentak secara nasional sebagai desain baru proses pemilihan 
kepala daerah. Lagipula, pada tataran praktis, masyarakat yang telah 
menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada tahun 2020 telah mengetahui bahwa 
kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih nantinya akan menjabat 
sampai dengan tahun 2024 sebagaimana ketentuan Pasal 201 ayat (7) UU 
10/2016 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon. 
Pembatasan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada masa 
transisi tersebut juga tidak sama sekali mengurangi hak masyarakat untuk 
mendapatkan pelayanan publik yang baik dan memperoleh kesempatan yang 
sama pula dalam menikmati perkembangan pembangunan daerahnya.  

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dalil para 
Pemohon yang menyatakan norma Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016 
bertentangan dengan UUD 1945 karena para Pemohon, khususnya Pemohon II 
telah diperlakukan diskriminatif adalah tidak beralasan menurut hukum. 

 
[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum 
sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan norma 
Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016 telah ternyata memberikan kepastian 
hukum, tidak diskriminatif dan tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah 
Konstitusi. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan 
menurut hukum untuk seluruhnya. 
 

F. AMAR PUTUSAN 
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya 
 

G. PENUTUP 
Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak 
ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh 
kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah 
Konstitusi yang terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi 
setiap orang) yang wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh 
seluruh organ penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. 
Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor67/PUU-
XIX/2021 yang menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk selain 
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dan selebihnya terhadap pengujian pada Pasal a quo UU 10/2016 mengandung 
arti bahwa ketentuan Pasal-Pasal a quo tidak bertentangan dengan UUD NRI 
Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
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[3.15] Menimbang bahwa para Pemohon juga mendalilkan Pasal 201 ayat (7) dan 
ayat (8) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 karena mengakibatkan 
para Pemohon, dalam hal ini Pemohon II, diperlakukan secara diskriminatif 
karena nilai dari pilihannya dinilai secara berbeda dengan daerah lainnya yang 
kepala daerah hasil pemilihan memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun, sedangkan 
pilihannya dalam Pilkada 2020 hanya akan menjabat paling lama 4 (empat) 
tahun. Terhadap dalil para Pemohon demikian, menurut Mahkamah, adanya 
perbedaan lamanya masa jabatan kepala daerah dalam masa transisi menuju 
Pilkada serentak secara nasional tahun 2024 bukanlah merupakan bentuk 
diskriminasi terhadap hasil pilihan para pemilih dalam setiap tahapan atau 
gelombang penyelenggaraan Pilkada. Mahkamah menilai, pembatasan terhadap 
masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut adalah dalam 
kerangka mencapai tujuan yang akan dicapai oleh negara, yaitu penyelenggaraan 
pemilihan umum serentak secara nasional sebagai desain baru proses pemilihan 
kepala daerah. Lagipula, pada tataran praktis, masyarakat yang telah 
menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada tahun 2020 telah mengetahui bahwa 
kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih nantinya akan menjabat 
sampai dengan tahun 2024 sebagaimana ketentuan Pasal 201 ayat (7) UU 
10/2016 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon. 
Pembatasan masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada masa 
transisi tersebut juga tidak sama sekali mengurangi hak masyarakat untuk 
mendapatkan pelayanan publik yang baik dan memperoleh kesempatan yang 
sama pula dalam menikmati perkembangan pembangunan daerahnya.  

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dalil para 
Pemohon yang menyatakan norma Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016 
bertentangan dengan UUD 1945 karena para Pemohon, khususnya Pemohon II 
telah diperlakukan diskriminatif adalah tidak beralasan menurut hukum. 

 
[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum 
sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat ketentuan norma 
Pasal 201 ayat (7) dan ayat (8) UU 10/2016 telah ternyata memberikan kepastian 
hukum, tidak diskriminatif dan tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah 
Konstitusi. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan 
menurut hukum untuk seluruhnya. 
 

F. AMAR PUTUSAN 
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya 
 

G. PENUTUP 
Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak 
ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh 
kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah 
Konstitusi yang terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi 
setiap orang) yang wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh 
seluruh organ penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. 
Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor67/PUU-
XIX/2021 yang menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk selain 
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

 
INFO JUDICIAL REVIEW 

(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Dinyatakan 
Tidak Dapat Diterima Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) 

 
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15/PUU-XX/2022 

PERIHAL PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 

2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI 
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN 

GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG 
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

TAHUN 1945 
 

20 APRIL 2022 
 

A. PENDAHULUAN 
Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, pukul 11.07 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota 
Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 10/2016) terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 
Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 15/PUU-XX/2022. Dalam Sidang Pengucapan 
Putusan Perkara Nomor 15/PUU-XX/2022, perwakilan DPR RI dihadiri secara 
virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya 
di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, 
Sekretariat Jenderal DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU 10/2016 dalam Perkara 15/PUU-XX/2022 
diajukan oleh Dr. (Can.) Dewi Nadya Maharani, S.H., M.H., Suzie Alancy Firman, S.H., 
Moch Sidik, Rahmatulloh, S.Pd., M.Si., Mohammad Syaiful Jihad, dan Nian Syarifudin 
yang memberikan kuasa kepada Dr. Sulistyowwati, S.H., M.H., dkk, Para 
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18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan, “Gubernur, Bupati dan Walikota 
masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih 
secara demokratis”, serta pelaksanaannya berdasarkan asas langsung, umum, 
bebas, rahasia, jujur dan adil. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) dan selanjutnya 
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang (UU 1/2015) dan 
telah diubah terakhir kali dengan UU 10/2016 pemilihan kepala daerah dan 
wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat 
di daerah yang bersangkutan agar dapat menguatkan kedaulatan rakyat dan 
demokrasi. 
 [3.12.2] Bahwa berdasarkan UU 1/2015, politik hukum penyelenggaraan 
Pilkada dilakukan secara serentak. Pelaksanaan Pilkada secara langsung yang 
dilakukan serentak tersebut dimaksudkan untuk mengefisienkan biaya dan 
waktu serta upaya meminimalkan kemungkinan potensi konflik. Oleh karena 
itu, pada awalnya, Pelaksanaan Pilkada serentak didesain secara 
bergelombang, di mana untuk pertama diselenggarakan pada 9 Desember 
2015, yaitu berdasarkan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 
8/2015). Kemudian, berdasarkan UU 10/2016, penyelenggaraan Pilkada 
serentak dilanjutkan pada tahun 2017 dan tahun 2018. Tidak hanya itu, UU 
10/2016 secara tegas telah mengatur, penyelenggaraan Pilkada serentak 
secara menyeluruh akan dilaksanakan pada tahun 2024. 
[3.12.3] Bahwa jika dirunut dari perjalanan pengaturan Pilkada serentak, telah 
diatur sejak UU 1/2015 yang kemudian telah diubah oleh UU 8/2015, desain 
pengaturan pilkada serentak nasional yang dimaksud dalam UU 8/2015 
adalah:  

1. Pemungutan suara serentak untuk kepala daerah yang masa jabatannya 
berakhir tahun 2015 dan Januari sampai dengan Juni tahun 2016 
dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember 
tahun 2015; 

2. Pemungutan suara serentak untuk kepala daerah yang masa jabatannya 
berakhir pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2016 dan 
yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2017, dilaksanakan pada 
tanggal dan bulan yang sama pada bulan Februari tahun 2017; 

3. Pemungutan suara serentak untuk kepala daerah yang masa jabatannya 
berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 
dan bulan yang sama pada bulan Juni tahun 2018; 

 

 

Advokat/Konsultan Hukum yang tergabung dalam Sulistyowati & Partners Law 
Office, untuk selanjutnya disebut sebagai para Pemohon. 
 

C. PASAL/AYAT UU 10/2016 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
Bahwa para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil 
terhadap Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU 10/2016 yang selengkapnya 
berketentuan sebagai berikut: 

Pasal 201 UU 10/2016 
(10) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur 
yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan 
Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
(11) Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat 
Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai 
dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 

D. BATU UJI 
Bahwa Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU 10/2016 dianggap para Pemohon 
bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2), Pasal 18 Ayat (4), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D 
Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak 
dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon. 
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU 10/2016 dalam 
permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum 
sebagai berikut: 
[3.11] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut dalil-
dalil permohonan para Pemohon, oleh karena norma Pasal 201 ayat (10) dan ayat 
(11) UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon saling berkaitan 
erat dan esensinya tidak berbeda yakni mengenai penunjukan penjabat dalam 
jabatan ASN sebagai penjabat gubernur/bupati/walikota untuk menggantikan 
kepala daerah yang habis masa jabatannya dan tidak diisi dengan kepala daerah 
hasil pemilihan maka Mahkamah akan mempertimbangkan secara bersamaan 
norma Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU 10/2016 a quo. 
[3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok 
permohonan mengenai konstitusionalitas norma Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) 
UU 10/2016 yang dipermasalahkan oleh para Pemohon, Mahkamah akan 
mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 

[3.12.1] Bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) 
merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi 
dan/atau kabupaten/kota berdasarkan UU 10/2016 sebagai penjabaran Pasal 
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[3.11] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut dalil-
dalil permohonan para Pemohon, oleh karena norma Pasal 201 ayat (10) dan ayat 
(11) UU 10/2016 yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon saling berkaitan 
erat dan esensinya tidak berbeda yakni mengenai penunjukan penjabat dalam 
jabatan ASN sebagai penjabat gubernur/bupati/walikota untuk menggantikan 
kepala daerah yang habis masa jabatannya dan tidak diisi dengan kepala daerah 
hasil pemilihan maka Mahkamah akan mempertimbangkan secara bersamaan 
norma Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU 10/2016 a quo. 
[3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok 
permohonan mengenai konstitusionalitas norma Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) 
UU 10/2016 yang dipermasalahkan oleh para Pemohon, Mahkamah akan 
mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 

[3.12.1] Bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) 
merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi 
dan/atau kabupaten/kota berdasarkan UU 10/2016 sebagai penjabaran Pasal 
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itu, ditentukan pengangkatan penjabat kepala daerah di masing-masing daerah 
tersebut sampai dengan terpilihnya kepala daerah 
(gubernur/bupati/walikota) definitif berdasarkan hasil Pilkada serentak 
nasional tahun 2024. Pengaturan mengenai kekosongan jabatan ini sejatinya 
telah didesain sejak tahun 2015 melalui UU 1/2015, sebagaimana ditentukan 
dalam Pasal 201 ayat (6) dan ayat (7) UU 1/2015 yang pada pokoknya 
menyatakan:  

(6) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang 
berakhir masa jabatan tahun 2016 dan tahun 2017 diangkat penjabat 
Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan 
terpilihnya Gubernur, Bupati, dan Walikota yang definitif pada tahun 
2018.  

(7) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang 
berakhir masa jabatan tahun 2019, diangkat penjabat Gubernur, 
penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya 
Gubernur, Bupati, dan Walikota yang definitif pada tahun 2020. 

Ketentuan tersebut tidak menyebutkan secara spesifik pejabat yang akan 
diangkat sebagai penjabat kepala daerah. Baru, dalam perubahan UU 1/2015 
melalui UU 8/2015 yang kemudian diubah lagi melalui UU 10/2016 ditentukan 
kategori siapa yang dapat diangkat sebagai penjabat gubernur dan penjabat 
bupati/walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) 
yang esensinya mengatur mengenai pengisian kekosongan jabatan gubernur 
dengan mengangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan 
tinggi madya sedangkan untuk pengisian kekosongan jabatan bupati/walikota 
diangkat penjabat bupati/walikota dari jabatan pimpinan tinggi pratama 
sampai dengan pelantikan gubernur/bupati/walikota sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangundangan. Ketentuan dalam UU 8/2015 diatur kembali 
dalam Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU 10/2016. 

[3.13] Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya 
Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil para Pemohon yang pada pokoknya 
mempersoalkan pengangkatan penjabat kepala daerah dalam norma Pasal 201 ayat 
(10) dan ayat (11) UU 10/2016 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat dan pilkada yang demokratis, persamaan kedudukan dan 
kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 
ayat (4), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berkenaan dengan dalil 
para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 
[3.13.1] Bahwa dalam menjelaskan persoalan konstitusional norma yang didalilkan 
para Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan terlebih dahulu 
mengenai pasal yang dimohonkan pengujian tersebut merupakan bagian dari 
“Ketentuan Peralihan” yang telah mengalami tiga kali perubahan, semula diatur 
dalam UU 1/2015 diubah dengan UU 8/2015 dan terakhir diubah dengan UU 
10/2016. Dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

 

 

4. Pemungutan suara serentak kepala daerah, hasil pemilihan tahun 2015 
dilaksanakan pada tahun 2020; 

5. Pemungutan suara serentak kepala daerah hasil pemilihan tahun 2017 
dilaksanakan pada tahun 2022; 

6. Pemungutan suara serentak kepala daerah hasil pemilihan tahun 2018 
dilaksanakan pada tahun 2023; dan 

7. Pemungutan suara serentak nasional Pilkada di seluruh wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang 
sama pada tahun 2027 [vide. Pasal 201 UU 8/2015]. 

Selanjutnya, agar lebih sederhana rentang waktu penyelenggaraannya, 
desain keserentakan nasional yang diatur dalam UU 8/2015 ditata kembali 
dalam Pasal 201 UU 10/2016 sebagai berikut: 

1. Pemungutan suara serentak untuk kepala daerah yang masa jabatannya 
berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni 
tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan 
Desember tahun 2015;  

2. Pemungutan suara serentak untuk kepala daerah yang masa jabatannya 
berakhir pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2016 dan 
yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2017 dilaksanakan pada 
tanggal dan bulan yang sama pada bulan Februari tahun 2017;  

3. Kepala daerah hasil Pemilihan tahun 2017 menjabat sampai dengan 
tahun 2022;  

4. Pemungutan suara serentak untuk kepala daerah yang masa jabatannya 
berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 
dan bulan yang sama pada bulan Juni tahun 2018;  

5. Kepala daerah hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan 
tahun 2023; 

6. Pemungutan suara serentak kepala daerah hasil pemilihan tahun 2015 
dilaksanakan pada bulan September tahun 2020;  

7. Kepala daerah hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan 
tahun 2024; dan  

8. Pemungutan suara serentak nasional kepala daerah di seluruh wilayah 
Negara Kesatua Republik Indonesia (NKRI) dilaksanakan pada bulan 
November 2024 [vide Pasal 201 UU 10/2016]. 

 [3.12.4] Bahwa berkenaan dengan ketentuan Pilkada serentak nasional yang 
akan dilaksanakan pada tahun 2024 telah ternyata berimplikasi pula pada 
penundaan pelaksanaan Pilkada yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 
2022 dan 2023, sehingga masa jabatan kepala daerah yang selesai pada tahun 
2022 dan 2023 tersebut harus diisi oleh penjabat yaitu orang yang secara 
sementara waktu menduduki jabatan gubernur/bupati/walikota, agar tidak 
terjadi kekosongan jabatan kepala daerah yang akan berdampak pada 
ketidakberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Oleh karena 

PANLAK UU/PUSPANLAK UU TW III 2022



79

 

 

itu, ditentukan pengangkatan penjabat kepala daerah di masing-masing daerah 
tersebut sampai dengan terpilihnya kepala daerah 
(gubernur/bupati/walikota) definitif berdasarkan hasil Pilkada serentak 
nasional tahun 2024. Pengaturan mengenai kekosongan jabatan ini sejatinya 
telah didesain sejak tahun 2015 melalui UU 1/2015, sebagaimana ditentukan 
dalam Pasal 201 ayat (6) dan ayat (7) UU 1/2015 yang pada pokoknya 
menyatakan:  

(6) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang 
berakhir masa jabatan tahun 2016 dan tahun 2017 diangkat penjabat 
Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan 
terpilihnya Gubernur, Bupati, dan Walikota yang definitif pada tahun 
2018.  

(7) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang 
berakhir masa jabatan tahun 2019, diangkat penjabat Gubernur, 
penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya 
Gubernur, Bupati, dan Walikota yang definitif pada tahun 2020. 

Ketentuan tersebut tidak menyebutkan secara spesifik pejabat yang akan 
diangkat sebagai penjabat kepala daerah. Baru, dalam perubahan UU 1/2015 
melalui UU 8/2015 yang kemudian diubah lagi melalui UU 10/2016 ditentukan 
kategori siapa yang dapat diangkat sebagai penjabat gubernur dan penjabat 
bupati/walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) 
yang esensinya mengatur mengenai pengisian kekosongan jabatan gubernur 
dengan mengangkat penjabat gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan 
tinggi madya sedangkan untuk pengisian kekosongan jabatan bupati/walikota 
diangkat penjabat bupati/walikota dari jabatan pimpinan tinggi pratama 
sampai dengan pelantikan gubernur/bupati/walikota sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundangundangan. Ketentuan dalam UU 8/2015 diatur kembali 
dalam Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU 10/2016. 

[3.13] Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya 
Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil para Pemohon yang pada pokoknya 
mempersoalkan pengangkatan penjabat kepala daerah dalam norma Pasal 201 ayat 
(10) dan ayat (11) UU 10/2016 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat dan pilkada yang demokratis, persamaan kedudukan dan 
kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 
ayat (4), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berkenaan dengan dalil 
para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 
[3.13.1] Bahwa dalam menjelaskan persoalan konstitusional norma yang didalilkan 
para Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan terlebih dahulu 
mengenai pasal yang dimohonkan pengujian tersebut merupakan bagian dari 
“Ketentuan Peralihan” yang telah mengalami tiga kali perubahan, semula diatur 
dalam UU 1/2015 diubah dengan UU 8/2015 dan terakhir diubah dengan UU 
10/2016. Dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

 

 

4. Pemungutan suara serentak kepala daerah, hasil pemilihan tahun 2015 
dilaksanakan pada tahun 2020; 

5. Pemungutan suara serentak kepala daerah hasil pemilihan tahun 2017 
dilaksanakan pada tahun 2022; 

6. Pemungutan suara serentak kepala daerah hasil pemilihan tahun 2018 
dilaksanakan pada tahun 2023; dan 

7. Pemungutan suara serentak nasional Pilkada di seluruh wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang 
sama pada tahun 2027 [vide. Pasal 201 UU 8/2015]. 

Selanjutnya, agar lebih sederhana rentang waktu penyelenggaraannya, 
desain keserentakan nasional yang diatur dalam UU 8/2015 ditata kembali 
dalam Pasal 201 UU 10/2016 sebagai berikut: 

1. Pemungutan suara serentak untuk kepala daerah yang masa jabatannya 
berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni 
tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan 
Desember tahun 2015;  

2. Pemungutan suara serentak untuk kepala daerah yang masa jabatannya 
berakhir pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2016 dan 
yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2017 dilaksanakan pada 
tanggal dan bulan yang sama pada bulan Februari tahun 2017;  

3. Kepala daerah hasil Pemilihan tahun 2017 menjabat sampai dengan 
tahun 2022;  

4. Pemungutan suara serentak untuk kepala daerah yang masa jabatannya 
berakhir pada tahun 2018 dan tahun 2019 dilaksanakan pada tanggal 
dan bulan yang sama pada bulan Juni tahun 2018;  

5. Kepala daerah hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan 
tahun 2023; 

6. Pemungutan suara serentak kepala daerah hasil pemilihan tahun 2015 
dilaksanakan pada bulan September tahun 2020;  

7. Kepala daerah hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan 
tahun 2024; dan  

8. Pemungutan suara serentak nasional kepala daerah di seluruh wilayah 
Negara Kesatua Republik Indonesia (NKRI) dilaksanakan pada bulan 
November 2024 [vide Pasal 201 UU 10/2016]. 

 [3.12.4] Bahwa berkenaan dengan ketentuan Pilkada serentak nasional yang 
akan dilaksanakan pada tahun 2024 telah ternyata berimplikasi pula pada 
penundaan pelaksanaan Pilkada yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 
2022 dan 2023, sehingga masa jabatan kepala daerah yang selesai pada tahun 
2022 dan 2023 tersebut harus diisi oleh penjabat yaitu orang yang secara 
sementara waktu menduduki jabatan gubernur/bupati/walikota, agar tidak 
terjadi kekosongan jabatan kepala daerah yang akan berdampak pada 
ketidakberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Oleh karena 
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sebagaimana dalil para Pemohon, bukanlah merupakan persoalan 
konstitusionalitas norma. Hal ini disebabkan sejatinya masa jabatan kepala daerah 
terpilih tersebut telah berakhir. Terlebih lagi, kepala daerah yang berakhir masa 
jabatan pada 2022 dan tahun 2023 dan para pemilih telah mengetahui sedari awal 
desain pilkada serentak nasional sebagaimana ditentukan dalam ketentuan 
peralihan mulai dari UU 1/2015 yang diubah dengan UU 8/2015 dan terakhir diubah 
dengan UU 10/2016. Sebagai ketentuan peralihan yang sifatnya transisional atau 
sementara, apabila ketentuan peralihan tersebut telah dilaksanakan maka untuk 
Pilkada selanjutnya kembali menerapkan keseluruhan ketentuan umum 
penyelenggaraan Pilkada, termasuk di dalamnya penentuan masa jabatan yang 
kembali pada ketentuan Pasal 162 UU 10/2016, yakni 5 (lima) tahun dan 
sesudahnya dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya untuk satu kali 
masa jabatan. Demikian pula halnya jika terjadi kepala daerah dan/atau wakil 
kepala daerah berhalangan sehingga terjadi kekosongan jabatan telah pula 
ditentukan mekanisme normal pengisian jabatan yang kosong tersebut tidak lagi 
menggunakan ketentuan peralihan [vide Pasal 173, Pasal 174, Pasal 175, dan Pasal 
176 UU 1/2015 yang diubah dengan UU 8/2015 dan terakhir diubah dengan UU 
10/2016]. 
[3.13.3] Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon yang memohon kepada 
Mahkamah agar pengisian jabatan kepala daerah yang berakhir tahun 2022 dan 
tahun 2023 diisi oleh kepala daerah terpilih yang berakhir masa jabatannya tahun 
2022 dan tahun 2023 menjadi penjabat kepala daerah agar kebijakan di daerah 
dapat terus dilaksanakan sesuai dengan RPJP daerah dan penjabat yang 
bersangkutan dapat mempersiapkan pilkada serentak 2024, sehingga hak 
konstitusional para Pemohon tetap dijamin karena jabatan tersebut diisi oleh 
kepala daerah hasil pemilihan sebelumnya. Terkait dengan dalil para Pemohon a 
quo, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa pengisian penjabat kepala daerah 
dalam masa transisi menuju pilkada serentak nasional 2024 oleh pejabat pimpinan 
tinggi madya untuk jabatan gubernur [vide Pasal 201 ayat (10) UU 10/2016] dan 
oleh pejabat pimpinan tinggi pratama untuk jabatan bupati/walikota [vide Pasal 
201 ayat (11) UU 10/2016] merupakan kebijakan pembentuk undang-undang. 
Mahkamah dapat memahami kebijakan dimaksud karena pada prinsipnya masa 
jabatan kepala daerah terpilih telah berakhir sesuai dengan ketentuan undang-
undang. 

Namun demikian, dalam kaitan dengan pengangkatan pejabat pimpinan tinggi 
madya untuk jabatan gubernur dan pejabat pimpinan tinggi pratama untuk jabatan 
bupati/walikota, Mahkamah perlu terlebih dahulu merujuk pada ketentuan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014), yang 
menentukan jabatan pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama dimaksud 
adalah bagian dari jabatan pimpinan tinggi yang termaktub dalam ketentuan Bab V 
UU 5/2014 yang mengatur mengenai jabatan ASN [vide Pasal 19 ayat (1) UU 
5/2014]. Dalam kaitan ini pula Mahkamah dapat memahami istilah yang para 

 

 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011), dinyatakan dalam 
Lampiran II ihwal “Ketentuan Peralihan” sebagaimana dimaktubkan pada angka 127 
bahwa: 

“Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum 
atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan 
Perundangundangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan 
yang baru, yang bertujuan untuk:  
a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;  
b. menjamin kepastian hukum;  
c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak 

perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan  
d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.  

Artinya, sejalan dengan tujuan “Ketentuan Peralihan” tersebut, keberadaan 
Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU 10/2016 pada prinsipnya dimaksudkan untuk 
menuju pada kebijakan hukum Pilkada serentak nasional tahun 2024 karena telah 
ternyata masa jabatan kepala daerah tidak berakhir pada waktu yang sama sehingga 
perlu desain konstitusional yang dituangkan dalam materi muatan ketentuan 
peralihan agar dapat menghantarkan pada tujuan yang dimaksud. Oleh karenanya, 
berlakunya ketentuan peralihan tidak untuk selamanya namun bersifat transisional 
atau sementara dan sekali saja serta dengan memberi perlindungan hukum bagi 
pihak yang terdampak karena berlakunya kebijakan hukum pilkada serentak 
nasional tahun 2024. Jika masa jabatan kepala daerah tidak sampai 5 (lima) tahun 
sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 162 UU 10/2016 maka kepala daerah 
yang bersangkutan sebagai kepala daerah yang terdampak memeroleh kompensasi. 
Oleh karena itu pula jika masa jabatan kepala daerah tersebut pada akhirnya 
berkurang maka harus pula oleh ketentuan peralihan ditentukan pengaturan yang 
dapat menjamin tidak terjadinya kekosongan hukum. 
[3.13.2] Bahwa berkenaan dengan hak konstitusional para Pemohon dalam 
menentukan pilihan kepala daerah sesungguhnya telah diimplementasikan pada 
waktu penyelenggaraan Pilkada di masing-masing daerah sejalan dengan asasasas 
pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam rangka 
mengaktualisasikan prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi. Namun, tidak 
dilaksanakannya Pilkada berikut setelah masa jabatan kepala daerah berakhir 
untuk Pilkada tahun 2022 dan 2023 sesuai dengan agenda menuju kenormalan 
karena adanya kebijakan hukum Pilkada serentak nasional 2024, di mana hal 
demikian tidaklah melanggar hak konstitusional para Pemilih. Terlebih, Mahkamah 
telah pula menyatakan Pilkada serentak nasional adalah konstitusional 
sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, bertanggal 
26 Februari 2020 pada Paragraf [3.18]. Oleh karena itu, bagi kepala daerah yang 
telah dipilih oleh para Pemohon dan berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 dan 
tahun 2023 dan tidak diangkat sebagai penjabat kepala daerah untuk mengisi 
kekosongan hukum jabatan kepala daerah hingga Pilkada serentak nasional 2024 
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sebagaimana dalil para Pemohon, bukanlah merupakan persoalan 
konstitusionalitas norma. Hal ini disebabkan sejatinya masa jabatan kepala daerah 
terpilih tersebut telah berakhir. Terlebih lagi, kepala daerah yang berakhir masa 
jabatan pada 2022 dan tahun 2023 dan para pemilih telah mengetahui sedari awal 
desain pilkada serentak nasional sebagaimana ditentukan dalam ketentuan 
peralihan mulai dari UU 1/2015 yang diubah dengan UU 8/2015 dan terakhir diubah 
dengan UU 10/2016. Sebagai ketentuan peralihan yang sifatnya transisional atau 
sementara, apabila ketentuan peralihan tersebut telah dilaksanakan maka untuk 
Pilkada selanjutnya kembali menerapkan keseluruhan ketentuan umum 
penyelenggaraan Pilkada, termasuk di dalamnya penentuan masa jabatan yang 
kembali pada ketentuan Pasal 162 UU 10/2016, yakni 5 (lima) tahun dan 
sesudahnya dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama hanya untuk satu kali 
masa jabatan. Demikian pula halnya jika terjadi kepala daerah dan/atau wakil 
kepala daerah berhalangan sehingga terjadi kekosongan jabatan telah pula 
ditentukan mekanisme normal pengisian jabatan yang kosong tersebut tidak lagi 
menggunakan ketentuan peralihan [vide Pasal 173, Pasal 174, Pasal 175, dan Pasal 
176 UU 1/2015 yang diubah dengan UU 8/2015 dan terakhir diubah dengan UU 
10/2016]. 
[3.13.3] Bahwa berkenaan dengan dalil para Pemohon yang memohon kepada 
Mahkamah agar pengisian jabatan kepala daerah yang berakhir tahun 2022 dan 
tahun 2023 diisi oleh kepala daerah terpilih yang berakhir masa jabatannya tahun 
2022 dan tahun 2023 menjadi penjabat kepala daerah agar kebijakan di daerah 
dapat terus dilaksanakan sesuai dengan RPJP daerah dan penjabat yang 
bersangkutan dapat mempersiapkan pilkada serentak 2024, sehingga hak 
konstitusional para Pemohon tetap dijamin karena jabatan tersebut diisi oleh 
kepala daerah hasil pemilihan sebelumnya. Terkait dengan dalil para Pemohon a 
quo, penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa pengisian penjabat kepala daerah 
dalam masa transisi menuju pilkada serentak nasional 2024 oleh pejabat pimpinan 
tinggi madya untuk jabatan gubernur [vide Pasal 201 ayat (10) UU 10/2016] dan 
oleh pejabat pimpinan tinggi pratama untuk jabatan bupati/walikota [vide Pasal 
201 ayat (11) UU 10/2016] merupakan kebijakan pembentuk undang-undang. 
Mahkamah dapat memahami kebijakan dimaksud karena pada prinsipnya masa 
jabatan kepala daerah terpilih telah berakhir sesuai dengan ketentuan undang-
undang. 

Namun demikian, dalam kaitan dengan pengangkatan pejabat pimpinan tinggi 
madya untuk jabatan gubernur dan pejabat pimpinan tinggi pratama untuk jabatan 
bupati/walikota, Mahkamah perlu terlebih dahulu merujuk pada ketentuan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU 5/2014), yang 
menentukan jabatan pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama dimaksud 
adalah bagian dari jabatan pimpinan tinggi yang termaktub dalam ketentuan Bab V 
UU 5/2014 yang mengatur mengenai jabatan ASN [vide Pasal 19 ayat (1) UU 
5/2014]. Dalam kaitan ini pula Mahkamah dapat memahami istilah yang para 

 

 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011), dinyatakan dalam 
Lampiran II ihwal “Ketentuan Peralihan” sebagaimana dimaktubkan pada angka 127 
bahwa: 

“Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum 
atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan 
Perundangundangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan 
yang baru, yang bertujuan untuk:  
a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;  
b. menjamin kepastian hukum;  
c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak 

perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan  
d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.  

Artinya, sejalan dengan tujuan “Ketentuan Peralihan” tersebut, keberadaan 
Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU 10/2016 pada prinsipnya dimaksudkan untuk 
menuju pada kebijakan hukum Pilkada serentak nasional tahun 2024 karena telah 
ternyata masa jabatan kepala daerah tidak berakhir pada waktu yang sama sehingga 
perlu desain konstitusional yang dituangkan dalam materi muatan ketentuan 
peralihan agar dapat menghantarkan pada tujuan yang dimaksud. Oleh karenanya, 
berlakunya ketentuan peralihan tidak untuk selamanya namun bersifat transisional 
atau sementara dan sekali saja serta dengan memberi perlindungan hukum bagi 
pihak yang terdampak karena berlakunya kebijakan hukum pilkada serentak 
nasional tahun 2024. Jika masa jabatan kepala daerah tidak sampai 5 (lima) tahun 
sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 162 UU 10/2016 maka kepala daerah 
yang bersangkutan sebagai kepala daerah yang terdampak memeroleh kompensasi. 
Oleh karena itu pula jika masa jabatan kepala daerah tersebut pada akhirnya 
berkurang maka harus pula oleh ketentuan peralihan ditentukan pengaturan yang 
dapat menjamin tidak terjadinya kekosongan hukum. 
[3.13.2] Bahwa berkenaan dengan hak konstitusional para Pemohon dalam 
menentukan pilihan kepala daerah sesungguhnya telah diimplementasikan pada 
waktu penyelenggaraan Pilkada di masing-masing daerah sejalan dengan asasasas 
pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam rangka 
mengaktualisasikan prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi. Namun, tidak 
dilaksanakannya Pilkada berikut setelah masa jabatan kepala daerah berakhir 
untuk Pilkada tahun 2022 dan 2023 sesuai dengan agenda menuju kenormalan 
karena adanya kebijakan hukum Pilkada serentak nasional 2024, di mana hal 
demikian tidaklah melanggar hak konstitusional para Pemilih. Terlebih, Mahkamah 
telah pula menyatakan Pilkada serentak nasional adalah konstitusional 
sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, bertanggal 
26 Februari 2020 pada Paragraf [3.18]. Oleh karena itu, bagi kepala daerah yang 
telah dipilih oleh para Pemohon dan berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 dan 
tahun 2023 dan tidak diangkat sebagai penjabat kepala daerah untuk mengisi 
kekosongan hukum jabatan kepala daerah hingga Pilkada serentak nasional 2024 
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pengembangan kerja sama dengan instansi lain; dan 3) keteladanan dalam 
mengamalkan nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN 
[vide Pasal 19 ayat (2) UU 5/2014]. Artinya, pejabat pimpinan tinggi madya yang 
diangkat sebagai penjabat gubernur dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang 
diangkat sebagai penjabat bupati/walikota harus dapat menjalankan amanat fungsi 
tersebut dalam lingkup jabatannya, termasuk ketika diangkat sebagai penjabat 
gubernur/bupati/walikota, agar roda penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat 
berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, penjabat gubernur/bupati/walikota 
sebagai bagian dari jabatan ASN terikat pada asas-asas ASN dalam menjalankan 
fungsinya yang salah satunya adalah asas netralitas yakni setiap pegawai ASN tidak 
berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada 
kepentingan siapapun dan menjadi tanggung jawab penjabat kepala daerah untuk 
menjamin terjaganya netralitas ASN tersebut. 

Bahwa dari semua hal tersebut di atas hal yang sangat penting untuk 
diperhatikan dalam pengangkatan penjabat kepala daerah yang akan mengisi 
kekosongan posisi gubernur/bupati/walikota adalah tidak boleh mengangkat 
penjabat yang tidak memiliki pemahaman utuh terhadap ideologi Pancasila dan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemahaman terhadap politik nasional 
yang baik. Selain itu, yang bersangkutan juga harus memiliki kompetensi manajerial 
pemerintahan yang baik, sehingga dalam melaksanakan tugasnya sebagai pimpinan 
daerah sementara dapat memenuhi harapan dan keinginan masyarakat di 
daerahnya masing-masing sehingga masyarakat dapat mengapresiasi 
kepemimpinan penjabat tersebut meskipun kepemimpinannya hanya sementara. 
Terlebih lagi, penjabat gubernur/bupati/walikota harus dapat bekerjasama dengan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu, dalam proses mengangkat 
penjabat kepala daerah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 201 ayat (10) dan ayat 
(11) UU 10/2016 pemerintah terlebih dahulu harus membuat pemetaan kondisi riil 
masing-masing daerah dan kebutuhan penjabat kepala daerah yang memenuhi 
syarat sebagai penjabat kepala daerah dan memerhatikan kepentingan daerah dan 
dapat dievaluasi setiap waktu secara berkala oleh pejabat yang berwenang. 
Sehingga, dengan demikian akan menghasilkan para Penjabat Daerah yang 
berkualitas dalam memimpin daerahnya masing-masing untuk waktu sementara 
sampai adanya kepala daerah dan wakil kepala daerah definitif berdasarkan hasil 
Pilkada serentak nasional tahun 2024. Hal demikian juga telah dipertimbangkan 
oleh Mahkamah dalam Sub-paragraf [3.14.3] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
67/PUU-XIX/2021, bertanggal 20 April 2022 yang telah diucapkan sebelumnya, 
antara lain mempertimbangkan sebagai berikut: 
[3.14.3] Bahwa terkait dengan pengisian penjabat kepala daerah untuk mengisi 
kekosongan jabatan kepala daerah, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan 
bahwa proses pengisian kekosongan jabatan kepala daerah juga masih dalam ruang 
lingkup pemaknaan “secara demokratis” sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 
(4) UUD 1945. Oleh karenanya, perlu menjadi pertimbangan dan perhatian bagi 

 

 

Pemohon gunakan dalam menguraikan alasan-alasan permohonan (posita) dengan 
menggunakan istilah “pejabat ASN”, padahal yang dimaksud adalah jabatan ASN. 
Lebih lanjut, UU 5/2014 menyatakan “Jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN dan 
Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan 
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Pengisian Jabatan ASN 
tertentu yang berasal dari prajurit TNI dan anggota Polri dilaksanakan pada Instansi 
Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang 
Tentara Nasional Indonesia (UU 34/2004) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU 2/2002) [vide Pasal 20 ayat (1) 
dan ayat (2) UU 5/2014]. Jika merujuk pada ketentuan Pasal 47 UU 34/2004 
ditentukan pada pokoknya prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil 
setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Sementara 
itu, prajurit TNI aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi 
koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris 
Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, 
Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, 
dan Mahkamah Agung. Dalam hal prajurit aktif tersebut akan menduduki jabatan-
jabatan tersebut harus didasarkan atas permintaan pimpinan kementerian dan 
lembaga pemerintah nonkementerian serta tunduk pada ketentuan administrasi 
yang berlaku dalam lingkungan departemen (kementerian) dan lembaga 
pemerintah nondepartemen dimaksud. Sedangkan, dalam ketentuan Pasal 28 ayat 
(3) UU 2/2002 ditentukan anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian 
setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. “Jabatan di luar 
kepolisian" dimaksud adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan 
kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kepala Polri. 

Ketentuan ini sejalan dengan UU 5/2014 yang membuka peluang bagi kalangan 
non-PNS untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi madya tertentu sepanjang dengan 
persetujuan Presiden dan pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif 
serta ditetapkan dalam Keputusan Presiden [vide Pasal 109 ayat (1) UU 5/2014]. 
Selain yang telah ditentukan di atas, UU 5/2014 juga membuka peluang pengisian 
Jabatan Pimpinan Tinggi yang dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri setelah 
mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan 
kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif [vide 
Pasal 109 ayat (2) UU 5/2014]. Jabatan pimpinan tinggi dimaksud dapat pimpinan 
tinggi utama, pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama [vide Pasal 19 
ayat (1) UU 5/2014]. Artinya, sepanjang seseorang sedang menjabat sebagai 
pimpinan tinggi madya atau pimpinan tinggi pratama, yang bersangkutan dapat 
diangkat sebagai penjabat kepala daerah. 

Berkenaan dengan jabatan pimpinan tinggi tersebut, UU 5/2014 juga telah 
menentukan fungsinya yaitu: 1) memimpin dan memotivasi setiap pegawai ASN 
pada instansi pemerintah melalui kepeloporan dalam bidang keahlian profesional, 
analisis dan rekomendasi kebijakan, dan kepemimpinan manajemen; 2) 

PANLAK UU/PUSPANLAK UU TW III 2022



83

 

 

pengembangan kerja sama dengan instansi lain; dan 3) keteladanan dalam 
mengamalkan nilai dasar ASN dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku ASN 
[vide Pasal 19 ayat (2) UU 5/2014]. Artinya, pejabat pimpinan tinggi madya yang 
diangkat sebagai penjabat gubernur dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang 
diangkat sebagai penjabat bupati/walikota harus dapat menjalankan amanat fungsi 
tersebut dalam lingkup jabatannya, termasuk ketika diangkat sebagai penjabat 
gubernur/bupati/walikota, agar roda penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat 
berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, penjabat gubernur/bupati/walikota 
sebagai bagian dari jabatan ASN terikat pada asas-asas ASN dalam menjalankan 
fungsinya yang salah satunya adalah asas netralitas yakni setiap pegawai ASN tidak 
berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada 
kepentingan siapapun dan menjadi tanggung jawab penjabat kepala daerah untuk 
menjamin terjaganya netralitas ASN tersebut. 

Bahwa dari semua hal tersebut di atas hal yang sangat penting untuk 
diperhatikan dalam pengangkatan penjabat kepala daerah yang akan mengisi 
kekosongan posisi gubernur/bupati/walikota adalah tidak boleh mengangkat 
penjabat yang tidak memiliki pemahaman utuh terhadap ideologi Pancasila dan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemahaman terhadap politik nasional 
yang baik. Selain itu, yang bersangkutan juga harus memiliki kompetensi manajerial 
pemerintahan yang baik, sehingga dalam melaksanakan tugasnya sebagai pimpinan 
daerah sementara dapat memenuhi harapan dan keinginan masyarakat di 
daerahnya masing-masing sehingga masyarakat dapat mengapresiasi 
kepemimpinan penjabat tersebut meskipun kepemimpinannya hanya sementara. 
Terlebih lagi, penjabat gubernur/bupati/walikota harus dapat bekerjasama dengan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu, dalam proses mengangkat 
penjabat kepala daerah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 201 ayat (10) dan ayat 
(11) UU 10/2016 pemerintah terlebih dahulu harus membuat pemetaan kondisi riil 
masing-masing daerah dan kebutuhan penjabat kepala daerah yang memenuhi 
syarat sebagai penjabat kepala daerah dan memerhatikan kepentingan daerah dan 
dapat dievaluasi setiap waktu secara berkala oleh pejabat yang berwenang. 
Sehingga, dengan demikian akan menghasilkan para Penjabat Daerah yang 
berkualitas dalam memimpin daerahnya masing-masing untuk waktu sementara 
sampai adanya kepala daerah dan wakil kepala daerah definitif berdasarkan hasil 
Pilkada serentak nasional tahun 2024. Hal demikian juga telah dipertimbangkan 
oleh Mahkamah dalam Sub-paragraf [3.14.3] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
67/PUU-XIX/2021, bertanggal 20 April 2022 yang telah diucapkan sebelumnya, 
antara lain mempertimbangkan sebagai berikut: 
[3.14.3] Bahwa terkait dengan pengisian penjabat kepala daerah untuk mengisi 
kekosongan jabatan kepala daerah, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan 
bahwa proses pengisian kekosongan jabatan kepala daerah juga masih dalam ruang 
lingkup pemaknaan “secara demokratis” sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 
(4) UUD 1945. Oleh karenanya, perlu menjadi pertimbangan dan perhatian bagi 

 

 

Pemohon gunakan dalam menguraikan alasan-alasan permohonan (posita) dengan 
menggunakan istilah “pejabat ASN”, padahal yang dimaksud adalah jabatan ASN. 
Lebih lanjut, UU 5/2014 menyatakan “Jabatan ASN diisi dari Pegawai ASN dan 
Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan 
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Pengisian Jabatan ASN 
tertentu yang berasal dari prajurit TNI dan anggota Polri dilaksanakan pada Instansi 
Pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang 
Tentara Nasional Indonesia (UU 34/2004) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU 2/2002) [vide Pasal 20 ayat (1) 
dan ayat (2) UU 5/2014]. Jika merujuk pada ketentuan Pasal 47 UU 34/2004 
ditentukan pada pokoknya prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil 
setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Sementara 
itu, prajurit TNI aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi 
koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris 
Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, 
Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, 
dan Mahkamah Agung. Dalam hal prajurit aktif tersebut akan menduduki jabatan-
jabatan tersebut harus didasarkan atas permintaan pimpinan kementerian dan 
lembaga pemerintah nonkementerian serta tunduk pada ketentuan administrasi 
yang berlaku dalam lingkungan departemen (kementerian) dan lembaga 
pemerintah nondepartemen dimaksud. Sedangkan, dalam ketentuan Pasal 28 ayat 
(3) UU 2/2002 ditentukan anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian 
setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. “Jabatan di luar 
kepolisian" dimaksud adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan 
kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kepala Polri. 

Ketentuan ini sejalan dengan UU 5/2014 yang membuka peluang bagi kalangan 
non-PNS untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi madya tertentu sepanjang dengan 
persetujuan Presiden dan pengisiannya dilakukan secara terbuka dan kompetitif 
serta ditetapkan dalam Keputusan Presiden [vide Pasal 109 ayat (1) UU 5/2014]. 
Selain yang telah ditentukan di atas, UU 5/2014 juga membuka peluang pengisian 
Jabatan Pimpinan Tinggi yang dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri setelah 
mengundurkan diri dari dinas aktif apabila dibutuhkan dan sesuai dengan 
kompetensi yang ditetapkan melalui proses secara terbuka dan kompetitif [vide 
Pasal 109 ayat (2) UU 5/2014]. Jabatan pimpinan tinggi dimaksud dapat pimpinan 
tinggi utama, pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama [vide Pasal 19 
ayat (1) UU 5/2014]. Artinya, sepanjang seseorang sedang menjabat sebagai 
pimpinan tinggi madya atau pimpinan tinggi pratama, yang bersangkutan dapat 
diangkat sebagai penjabat kepala daerah. 

Berkenaan dengan jabatan pimpinan tinggi tersebut, UU 5/2014 juga telah 
menentukan fungsinya yaitu: 1) memimpin dan memotivasi setiap pegawai ASN 
pada instansi pemerintah melalui kepeloporan dalam bidang keahlian profesional, 
analisis dan rekomendasi kebijakan, dan kepemimpinan manajemen; 2) 

PANLAK UU/PUSPANLAK UU TW III 2022



84

 

 

G. PENUTUP 
Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak ada 
upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh kekuatan 
hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang 
terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang 
wajib dipatuhi oleh seluruh organ penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan 
warga negara. Oleh karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 15/PUU-XX/2022 
yang menyatakan permohonan Pemohon sepanjang Pasal 201 ayat (10) dan ayat 
(11) UU 10/2016 tidak dapat diterima mengandung arti bahwa ketentuan pasal-
pasal a quo tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai 
kekuatan hukum mengikat. 
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pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut Pasal 
201 UU 10/2016, sehingga tersedia mekanisme dan persyaratan yang terukur dan 
jelas bahwa pengisian penjabat tersebut tidak mengabaikan prinsip-prinsip 
demokrasi dan sekaligus memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa mekanisme 
pengisian penjabat berlangsung terbuka, transparan, dan akuntabel untuk 
menghasilkan pemimpin yang kompeten, berintegritas, sesuai dengan aspirasi 
daerah serta bekerja dengan tulus untuk rakyat dan kemajuan daerah. Selain itu, 
dengan peran sentral yang dimiliki oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah 
serta dengan mempertimbangkan lamanya daerah dipimpin oleh penjabat kepala 
daerah maka perlu dipertimbangkan pemberian kewenangan penjabat kepala 
daerah dalam masa transisi menuju Pilkada serentak secara nasional yang sama 
dengan kepala daerah definitif. Sebab, dengan kewenangan penuh yang dimiliki 
penjabat kepala daerah yang ditunjuk maka akselerasi perkembangan 
pembangunan daerah tetap dapat diwujudkan tanpa ada perbedaan antara daerah 
yang dipimpin oleh penjabat kepala daerah maupun yang definitif. 
[3.13.4] Bahwa berkaitan dengan dalil para Pemohon yang pada pokoknya 
menyatakan para Penjabat kepala daerah yang ditunjuk menggantikan kepala 
daerah dan wakil kepala daerah yang habis masa jabatannya diragukan dalam 
membuat rencana pembangunan daerah yakni apakah telah sesuai atau tidak 
dengan visi misi RPJP daerah dan juga sesuai dengan kebutuhan daerah. Menurut 
Mahkamah, kekhawatiran para Pemohon tersebut dapat dipahami sehingga dalam 
penunjukkan penjabat kepala daerah harus dipertimbangkan secara cermat bahwa 
penjabat dimaksud mampu menjalankan rencana pembangunan daerah yang 
bersangkutan sesuai dengan visi misi RPJP daerah dimaksud. Terlebih lagi, penjabat 
kepala daerah yang diangkat tersebut mempunyai kewenangan yang sama dengan 
kepala daerah definitif. Oleh karena itu, menurut Mahkamah kepemimpinan 
penjabat kepala daerah sesuai dengan ketentuan peralihan tersebut tetap berupaya 
mencapai agenda pembangunan di daerah yang bersangkutan. Berdasarkan 
pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil para 
Pemohon tidak beralasan menurut hukum 
[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana 
diuraikan di atas, telah ternyata Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU 10/2016 
sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, pilkada yang demokratis, persamaan 
kedudukan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. 
Dengan demikian, permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut 
hukum untuk seluruhnya. 
 

F. AMAR PUTUSAN: 
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya 
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Ditolak Dalam 

Sidang Mahkamah Konstitusi) 
 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XX/2022 PERIHAL 
PENGUJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 
2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI 

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN 
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG 

TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
TAHUN 1945 

 
20 APRIL 2022 

 

A. PENDAHULUAN 
Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022, pukul 11.28 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 10/2016) terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya 
disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 18/PUU-XX/2022. Dalam 
Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 18/PUU-XX/2022, perwakilan DPR 
RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU 10/2016 dalam Perkara 18/PUU-XX/2022, 
diajukan oleh Ir. Frans Manery dan Muchlis Tapi-Tapi, S.Ag, dalam hal ini 
memberikan kuasa kepada Erasmus D. Kulape, S.H., M.H dan Ramli Antula, S.H., 
untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.  
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Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022, pukul 11.28 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 
Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 10/2016) terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya 
disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 18/PUU-XX/2022. Dalam 
Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 18/PUU-XX/2022, perwakilan DPR 
RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU 10/2016 dalam Perkara 18/PUU-XX/2022, 
diajukan oleh Ir. Frans Manery dan Muchlis Tapi-Tapi, S.Ag, dalam hal ini 
memberikan kuasa kepada Erasmus D. Kulape, S.H., M.H dan Ramli Antula, S.H., 
untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.  
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gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil 
pemilihan pada 2020 hanya menjabat sampai dengan tahun 2024 [vide 
Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016]; 

[3.10.2] Bahwa keberadaan ayat (7) yang dipersoalkan para Pemohon tidak 
dapat dipisahkan dari ayat-ayat lainnya dalam Pasal 201 UU 10/2016 yang 
secara keseluruhan merupakan ketentuan peralihan agar penyelenggaraan 
kebijakan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dapat terselenggara 
secara serentak nasional di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia pada November 2024 [vide Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016]. 
Untuk itu, pada ayat-ayat sebelumnya termasuk yang dipersoalkan para 
Pemohon ditentukan waktu pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan 
walikota serentak yang dilakukan secara bertahap pada 2015, 2017, dan 
2018 serta 2020 sesuai berakhirnya masa jabatan gubernur dan wakil 
gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide 
Pasal 201 ayat (1) sampai dengan ayat (7) UU 10/2016]. Dengan pengaturan 
tersebut tidak dapat dihindarkan akan terdapat provinsi dan 
kabupaten/kota yang mengalami kekosongan jabatan gubernur dan wakil 
gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang 
berakhir masa jabatannya pada 2022 dan 2023, yakni yang 
menyelenggarakan pemilihan pada 2017 dan 2018, sehingga akan diisi oleh 
penjabat yang berasal dari aparatur sipil negara yang memegang jabatan 
pimpinan tinggi madya bagi penjabat gubernur dan jabatan pimpinan tinggi 
pratama bagi penjabat bupati/walikota [vide Pasal 201 ayat (9) sampai 
dengan ayat (11) UU 10/2016]. Adapun bagi provinsi dan kabupaten/kota 
yang gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota 
dan wakil walikota hasil pemilihan pada 2020 dan dilantik pada 2021 yang 
seharusnya berakhir masa jabatannya pada 2026 terkena pemotongan (cut 
off) masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, 
serta walikota dan wakil walikota sehingga tidak sampai 5 (lima) tahun, 
akan tetapi harus berakhir masa jabatannya pada 2024. Berdasarkan 
ketentuan peralihan tersebut, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang 
diselenggarakan secara serentak nasional dalam rangka untuk 
meminimalkan biaya baik sosial, politik maupun ekonomi dan diharapkan 
lebih efisien dari segi waktu dapat terselenggara pada 2024. Dengan 
demikian, semua provinsi dan kabupaten/kota (kecuali Gubernur dan Wakil 
Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) akan mengadakan 
pemilihan gubernur, bupati, dan walikota bersamaan waktunya pada 
November 2024 dan untuk pemilihan seterusnya setiap 5 (lima) tahun sekali 
secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) UU 10/2016. 

Mengenai keserentakan waktu penyelenggaraan pemilihan gubernur, 
bupati, dan walikota menurut Mahkamah tidak hanya merujuk pada waktu 
pemungutan suara (voting time) melainkan juga waktu pelantikan 
(inauguration time) yang juga perlu diatur dan disinkronkan 
keserentakannya. Karena, keserentakan tersebut merupakan langkah awal 
bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota 
dan wakil walikota terpilih untuk mensinergikan kebijakan pemerintah 
daerah dengan pemerintah pusat serta mensinkronkan tata kelola 

 

 

C. PASAL/AYAT UU 10/2016 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian terhadap 
Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 yang berketentuan sebagai berikut: 

“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota 
dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan 
tahun 2024.” 

 
D. BATU UJI 

Bahwa Pasal-Pasal a quo dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D 
ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan 
melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon.  
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian UU 10/2016 dalam permohonan a quo, Mahkamah 
Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 

[3.10] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan 
para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, pokok 
permohonan para Pemohon adalah mengenai pemotongan atau 
pengurangan masa jabatan kepala daerah yang tidak lagi selama 5 (lima) 
tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016, 
sehingga mengakibatkan kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah 
serentak pada 2020 diperlakukan tidak proporsional dan tidak adil serta 
tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Oleh 
karenanya menurut para Pemohon Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Terhadap 
pokok permohonan para Pemohon tersebut, Mahkamah 
mempertimbangkan sebagai berikut: 

[3.10.1] Bahwa waktu penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan 
walikota serentak nasional pada awalnya diatur dalam Pasal 201 ayat (7) 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU 8/2015) yang menyatakan, 
“Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di 
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada 
tanggal dan bulan yang sama pada tahun 2027.” Waktu penyelenggaraan 
tersebut kemudian diubah dengan ketentuan Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016 
yang menyatakan, “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan 
Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
dilaksanakan pada bulan November 2024.” Perubahan waktu 
penyelenggaraan tersebut diikuti dengan perubahan waktu 
penyelenggaraan pemilihan serentak bertahap yang dimulai pada 2015, 
2017, 2018, dan terakhir pada 2020, sehingga berakibat gubernur dan wakil 
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gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil 
pemilihan pada 2020 hanya menjabat sampai dengan tahun 2024 [vide 
Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016]; 

[3.10.2] Bahwa keberadaan ayat (7) yang dipersoalkan para Pemohon tidak 
dapat dipisahkan dari ayat-ayat lainnya dalam Pasal 201 UU 10/2016 yang 
secara keseluruhan merupakan ketentuan peralihan agar penyelenggaraan 
kebijakan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dapat terselenggara 
secara serentak nasional di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia pada November 2024 [vide Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016]. 
Untuk itu, pada ayat-ayat sebelumnya termasuk yang dipersoalkan para 
Pemohon ditentukan waktu pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan 
walikota serentak yang dilakukan secara bertahap pada 2015, 2017, dan 
2018 serta 2020 sesuai berakhirnya masa jabatan gubernur dan wakil 
gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide 
Pasal 201 ayat (1) sampai dengan ayat (7) UU 10/2016]. Dengan pengaturan 
tersebut tidak dapat dihindarkan akan terdapat provinsi dan 
kabupaten/kota yang mengalami kekosongan jabatan gubernur dan wakil 
gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang 
berakhir masa jabatannya pada 2022 dan 2023, yakni yang 
menyelenggarakan pemilihan pada 2017 dan 2018, sehingga akan diisi oleh 
penjabat yang berasal dari aparatur sipil negara yang memegang jabatan 
pimpinan tinggi madya bagi penjabat gubernur dan jabatan pimpinan tinggi 
pratama bagi penjabat bupati/walikota [vide Pasal 201 ayat (9) sampai 
dengan ayat (11) UU 10/2016]. Adapun bagi provinsi dan kabupaten/kota 
yang gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota 
dan wakil walikota hasil pemilihan pada 2020 dan dilantik pada 2021 yang 
seharusnya berakhir masa jabatannya pada 2026 terkena pemotongan (cut 
off) masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, 
serta walikota dan wakil walikota sehingga tidak sampai 5 (lima) tahun, 
akan tetapi harus berakhir masa jabatannya pada 2024. Berdasarkan 
ketentuan peralihan tersebut, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang 
diselenggarakan secara serentak nasional dalam rangka untuk 
meminimalkan biaya baik sosial, politik maupun ekonomi dan diharapkan 
lebih efisien dari segi waktu dapat terselenggara pada 2024. Dengan 
demikian, semua provinsi dan kabupaten/kota (kecuali Gubernur dan Wakil 
Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) akan mengadakan 
pemilihan gubernur, bupati, dan walikota bersamaan waktunya pada 
November 2024 dan untuk pemilihan seterusnya setiap 5 (lima) tahun sekali 
secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) UU 10/2016. 

Mengenai keserentakan waktu penyelenggaraan pemilihan gubernur, 
bupati, dan walikota menurut Mahkamah tidak hanya merujuk pada waktu 
pemungutan suara (voting time) melainkan juga waktu pelantikan 
(inauguration time) yang juga perlu diatur dan disinkronkan 
keserentakannya. Karena, keserentakan tersebut merupakan langkah awal 
bagi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota 
dan wakil walikota terpilih untuk mensinergikan kebijakan pemerintah 
daerah dengan pemerintah pusat serta mensinkronkan tata kelola 

 

 

C. PASAL/AYAT UU 10/2016 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian terhadap 
Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 yang berketentuan sebagai berikut: 

“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota 
dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan 
tahun 2024.” 

 
D. BATU UJI 

Bahwa Pasal-Pasal a quo dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D 
ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan 
melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon.  
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian UU 10/2016 dalam permohonan a quo, Mahkamah 
Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 

[3.10] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan 
para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, pokok 
permohonan para Pemohon adalah mengenai pemotongan atau 
pengurangan masa jabatan kepala daerah yang tidak lagi selama 5 (lima) 
tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016, 
sehingga mengakibatkan kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah 
serentak pada 2020 diperlakukan tidak proporsional dan tidak adil serta 
tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Oleh 
karenanya menurut para Pemohon Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016 
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Terhadap 
pokok permohonan para Pemohon tersebut, Mahkamah 
mempertimbangkan sebagai berikut: 

[3.10.1] Bahwa waktu penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan 
walikota serentak nasional pada awalnya diatur dalam Pasal 201 ayat (7) 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU 8/2015) yang menyatakan, 
“Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di 
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada 
tanggal dan bulan yang sama pada tahun 2027.” Waktu penyelenggaraan 
tersebut kemudian diubah dengan ketentuan Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016 
yang menyatakan, “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan 
Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
dilaksanakan pada bulan November 2024.” Perubahan waktu 
penyelenggaraan tersebut diikuti dengan perubahan waktu 
penyelenggaraan pemilihan serentak bertahap yang dimulai pada 2015, 
2017, 2018, dan terakhir pada 2020, sehingga berakibat gubernur dan wakil 
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setengah atau lebih dari setengah masa jabatan. Berdasarkan putusan 
tersebut justru masa jabatan para Pemohon telah memenuhi hitungan satu 
periode karena jika dihitung sejak para Pemohon dilantik pada 9 Juli 2021 
[vide risalah sidang Perkara Nomor 18/PUU-XX/2022 tanggal 8 Maret 2022 
hlm.3] sampai dengan November 2024 maka masa jabatan para Pemohon 
adalah 3 tahun 4 bulan atau telah menjalani lebih setengah masa jabatan 
sebagai bupati dan wakil bupati. 

[3.10.5] Bahwa sebagai ketentuan peralihan, sebagaimana juga telah 
dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-
XIX/2021 bertanggal 20 April 2022 yang diucapkan sebelumnya, Pasal 201 
UU 10/2016 dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum dan 
menjamin kepastian hukum serta bersifat transisional dalam rangka 
penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 
nasional pada 2024, sehingga menurut Mahkamah telah memenuhi 
pemuatan ketentuan peralihan sebagaimana ditentukan dalam Butir 127 
Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011). Menurut Butir 127 
Lampiran II UU 12/2011 ketentuan peralihan memuat penyesuaian 
pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada 
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap 
Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk: a. 
menghindari terjadinya kekosongan hukum; b. menjamin kepastian hukum; 
c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak 
perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan d. mengatur hal-
hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. Khusus mengenai 
kepastian hukum, adanya pengaturan bahwa masa jabatan gubernur dan 
wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 
yang terpilih berdasarkan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota 
serentak pada 2020 akan berakhir pada penyelenggaraan pemilihan 
gubernur, bupati, dan walikota serentak nasional pada 2024 telah diatur 
secara eksplisit dalam Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016. Dalam batas 
penalaran yang wajar ketentuan dimaksud sudah pasti diketahui oleh 
semua pasangan calon yang ikut berkontestasi dalam pemilihan gubernur, 
bupati, dan walikota serentak pada 2020. Artinya, pengurangan atau 
pemotongan waktu masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan 
wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota sudah diketahui secara pasti 
oleh masing- masing pasangan calon. 

Berkenaan dengan hal di atas, dalam sistem pembentukan peraturan 
perundang-undangan dikenal adanya fiksi hukum (presumptio iures de iure) 
yang dijelaskan dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan 
dalam lembaran resmi maka setiap orang dianggap telah mengetahuinya 
[vide Penjelasan  Pasal 81 UU 12/2011]. Menurut Mahkamah para Pemohon 
telah mengetahui masa jabatan pemilihan bupati dan wakil bupati yang 
diikuti para Pemohon pada 2020 tidak sampai 5 (lima) tahun, bahkan 
sebelum mencalonkan diri sebagai pasangan calon, sehingga menjadi tidak 
relevan untuk dipersoalkan setelah para Pemohon terpilih dan dilantik 
sebagai Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara. Terlebih lagi, masa 
jabatan tidak sampai 5 (lima) tahun juga dialami oleh seluruh gubernur dan 

 

 

pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Dengan disinkronkannya 
waktu penyelenggaraan baik pemungutan suara maupun pelantikan 
pasangan calon terpilih maka diharapkan tercipta efektivitas dan efisiensi 
kebijakan pembangunan antara daerah dan pusat. 

[3.10.3] Bahwa berkenaan dengan kebijakan memformulasikan 
penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota termasuk 
pemotongan atau pengurangan masa jabatan kepala daerah sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 201 UU 10/2016 adalah bersifat transisional atau 
sementara dan sekali terjadi (einmalig) demi terselenggaranya pemilihan 
serentak nasional pada 2024, sehingga di pemilihan- pemilihan berikutnya 
berakhirnya masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil 
bupati, serta walikota dan wakil walikota bersamaan dengan periodesasi 
pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yakni setiap 5 (lima) tahun sekali 
secara serentak nasional. 

Bahwa selain merupakan ranah kebijakan pembentuk undang-undang, 
pemotongan masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati, dan wakil 
bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan gubernur, bupati, 
dan walikota pada 2020 sebagaimana dimaksud Pasal 201 ayat (7) UU 
10/2016 menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan konsepsi hak asasi 
manusia. Sebagai hak politik maka hak tersebut terkategori sebagai hak 
yang dapat dikurangi (derogable right) yang berarti hak tersebut boleh 
dikurangi dan dibatasi pemenuhannya oleh negara berdasarkan alasan-
alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yakni (a) 
dilakukan dengan undang-undang; (b) untuk menjamin pengakuan serta 
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain; dan (c) untuk memenuhi 
tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, 
keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 
Menurut Mahkamah, hak untuk memeroleh kesempatan yang sama dalam 
pemerintahan, in casu masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati 
dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota karena keadaan atau 
alasan tertentu dapat dikurangi, termasuk dalam hal ini dalam rangka 
memenuhi kebijakan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 
nasional. Selain itu, pemotongan atau pengurangan masa jabatan gubernur 
dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil 
walikota juga telah dilakukan melalui undang-undang yakni dalam Pasal 
201 ayat (7) UU 10/2016 yang bersifat transisional dan berlaku untuk 
semua gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta 
walikota dan wakil walikota hasil pemilihan gubernur, bupati, dan 
walikota pada 2020, sehingga oleh karenanya juga  tidak bersifat 
diskriminatif. 

[3.10.4] Bahwa mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-
VII/2009  bertanggal 17 November 2011 yang dijadikan alasan permohonan 
para Pemohon bahwa masa jabatan kepala daerah adalah 5 (lima) tahun 
menurut Mahkamah tidaklah tepat. Karena, putusan tersebut sebenarnya 
berkaitan dengan dan menegaskan penghitungan satu periode masa jabatan 
kepala daerah baik yang dipilih melalui pemilihan langsung maupun tidak 
langsung (melalui lembaga perwakilan), yakni apabila telah dijalani 
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setengah atau lebih dari setengah masa jabatan. Berdasarkan putusan 
tersebut justru masa jabatan para Pemohon telah memenuhi hitungan satu 
periode karena jika dihitung sejak para Pemohon dilantik pada 9 Juli 2021 
[vide risalah sidang Perkara Nomor 18/PUU-XX/2022 tanggal 8 Maret 2022 
hlm.3] sampai dengan November 2024 maka masa jabatan para Pemohon 
adalah 3 tahun 4 bulan atau telah menjalani lebih setengah masa jabatan 
sebagai bupati dan wakil bupati. 

[3.10.5] Bahwa sebagai ketentuan peralihan, sebagaimana juga telah 
dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-
XIX/2021 bertanggal 20 April 2022 yang diucapkan sebelumnya, Pasal 201 
UU 10/2016 dimaksudkan untuk menghindari kekosongan hukum dan 
menjamin kepastian hukum serta bersifat transisional dalam rangka 
penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 
nasional pada 2024, sehingga menurut Mahkamah telah memenuhi 
pemuatan ketentuan peralihan sebagaimana ditentukan dalam Butir 127 
Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011). Menurut Butir 127 
Lampiran II UU 12/2011 ketentuan peralihan memuat penyesuaian 
pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada 
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap 
Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk: a. 
menghindari terjadinya kekosongan hukum; b. menjamin kepastian hukum; 
c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak 
perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan d. mengatur hal-
hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. Khusus mengenai 
kepastian hukum, adanya pengaturan bahwa masa jabatan gubernur dan 
wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 
yang terpilih berdasarkan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota 
serentak pada 2020 akan berakhir pada penyelenggaraan pemilihan 
gubernur, bupati, dan walikota serentak nasional pada 2024 telah diatur 
secara eksplisit dalam Pasal 201 ayat (7) UU 10/2016. Dalam batas 
penalaran yang wajar ketentuan dimaksud sudah pasti diketahui oleh 
semua pasangan calon yang ikut berkontestasi dalam pemilihan gubernur, 
bupati, dan walikota serentak pada 2020. Artinya, pengurangan atau 
pemotongan waktu masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan 
wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota sudah diketahui secara pasti 
oleh masing- masing pasangan calon. 

Berkenaan dengan hal di atas, dalam sistem pembentukan peraturan 
perundang-undangan dikenal adanya fiksi hukum (presumptio iures de iure) 
yang dijelaskan dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan 
dalam lembaran resmi maka setiap orang dianggap telah mengetahuinya 
[vide Penjelasan  Pasal 81 UU 12/2011]. Menurut Mahkamah para Pemohon 
telah mengetahui masa jabatan pemilihan bupati dan wakil bupati yang 
diikuti para Pemohon pada 2020 tidak sampai 5 (lima) tahun, bahkan 
sebelum mencalonkan diri sebagai pasangan calon, sehingga menjadi tidak 
relevan untuk dipersoalkan setelah para Pemohon terpilih dan dilantik 
sebagai Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara. Terlebih lagi, masa 
jabatan tidak sampai 5 (lima) tahun juga dialami oleh seluruh gubernur dan 

 

 

pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Dengan disinkronkannya 
waktu penyelenggaraan baik pemungutan suara maupun pelantikan 
pasangan calon terpilih maka diharapkan tercipta efektivitas dan efisiensi 
kebijakan pembangunan antara daerah dan pusat. 

[3.10.3] Bahwa berkenaan dengan kebijakan memformulasikan 
penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota termasuk 
pemotongan atau pengurangan masa jabatan kepala daerah sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 201 UU 10/2016 adalah bersifat transisional atau 
sementara dan sekali terjadi (einmalig) demi terselenggaranya pemilihan 
serentak nasional pada 2024, sehingga di pemilihan- pemilihan berikutnya 
berakhirnya masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil 
bupati, serta walikota dan wakil walikota bersamaan dengan periodesasi 
pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yakni setiap 5 (lima) tahun sekali 
secara serentak nasional. 

Bahwa selain merupakan ranah kebijakan pembentuk undang-undang, 
pemotongan masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati, dan wakil 
bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan gubernur, bupati, 
dan walikota pada 2020 sebagaimana dimaksud Pasal 201 ayat (7) UU 
10/2016 menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan konsepsi hak asasi 
manusia. Sebagai hak politik maka hak tersebut terkategori sebagai hak 
yang dapat dikurangi (derogable right) yang berarti hak tersebut boleh 
dikurangi dan dibatasi pemenuhannya oleh negara berdasarkan alasan-
alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yakni (a) 
dilakukan dengan undang-undang; (b) untuk menjamin pengakuan serta 
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain; dan (c) untuk memenuhi 
tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, 
keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. 
Menurut Mahkamah, hak untuk memeroleh kesempatan yang sama dalam 
pemerintahan, in casu masa jabatan gubernur dan wakil gubernur, bupati 
dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota karena keadaan atau 
alasan tertentu dapat dikurangi, termasuk dalam hal ini dalam rangka 
memenuhi kebijakan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 
nasional. Selain itu, pemotongan atau pengurangan masa jabatan gubernur 
dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil 
walikota juga telah dilakukan melalui undang-undang yakni dalam Pasal 
201 ayat (7) UU 10/2016 yang bersifat transisional dan berlaku untuk 
semua gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta 
walikota dan wakil walikota hasil pemilihan gubernur, bupati, dan 
walikota pada 2020, sehingga oleh karenanya juga  tidak bersifat 
diskriminatif. 

[3.10.4] Bahwa mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-
VII/2009  bertanggal 17 November 2011 yang dijadikan alasan permohonan 
para Pemohon bahwa masa jabatan kepala daerah adalah 5 (lima) tahun 
menurut Mahkamah tidaklah tepat. Karena, putusan tersebut sebenarnya 
berkaitan dengan dan menegaskan penghitungan satu periode masa jabatan 
kepala daerah baik yang dipilih melalui pemilihan langsung maupun tidak 
langsung (melalui lembaga perwakilan), yakni apabila telah dijalani 
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F. AMAR PUTUSAN 
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 

 
G. PENUTUP 

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan 
mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung 
memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno 
terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang 
wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ 
penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, 
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 18/PUU-XX/2022 yang 
menyatakan permohonan Para Pemohon ditolak untuk seluruhnya terhadap 
pengujian materiil UU 10/2016 mengandung arti bahwa ketentuan a quo tidak 
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan 
hukum mengikat. 
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wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 
hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada 2020, jadi bukan hanya 
para Pemohon. Mahkamah juga tidak menemukan bukti ketentuan 
pemotongan atau pengurangan masa jabatan yang dialami para Pemohon 
sebagai bupati dan wakil bupati hasil pemilihan gubernur, bupati, dan 
walikota pada 2020 menyebabkan para Pemohon tidak dapat menjalankan 
visi dan misinya. Terkait dengan hal ini, visi dan misi yang dijanjikan calon 
kepala daerah yang nantinya akan dijabarkan dalam rencana pembangunan 
daerah dan alokasi anggaran seharusnya disesuaikan juga dengan masa 
jabatan yang telah diketahui sebelum penyusunan visi dan misi. 

Sementara itu, berkenaan dengan perlindungan hukum sebagai akibat 
dari tidak terpenuhi masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun, undang-
undang pun telah mengantisipasi secara jelas. Dalam hal ini, pihak yang 
terkena dampak dari berkurangnya masa jabatan kepala daerah dan wakil 
kepala daerah (gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta 
walikota dan wakil walikota), menurut Mahkamah bentuk perlindungan 
hukum yang diberikan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang 
masa jabatannya tidak sampai 5 (lima) tahun, diberikan kompensasi. 
Berkenaan dengan hal ini, jauh sebelum penyelenggaraan pemilihan 
gubernur, bupati, dan walikota serentak nasional pada 2024, yaitu sejak 
pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak pada 2018, kompensasi 
yang diterima gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta 
walikota dan wakil walikota yang terkurangi masa jabatannya telah diatur 
dalam Pasal 202 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (UU 1/2015). Bentuk kompensasi yang akan diperoleh oleh kepala 
daerah dan wakil kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada tahun 
2018 berupa diberikan uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan 
yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk satu periode. 
Selanjutnya, untuk penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan 
walikota serentak nasional pada 2024, kompensasi yang diterima oleh 
kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terkurangi masa jabatannya 
mengikuti ketentuan Pasal 202 UU 8/2015 yang menyatakan, “Gubernur dan 
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 
yang tidak sampai satu periode akibat ketentuan Pasal 201 diberi 
kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa 
serta mendapatkan hak pensiun untuk satu periode”. 

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum 
sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Pasal 201 ayat 
(7) UU 10/2016 yang menentukan masa jabatan gubernur dan wakil 
gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil 
pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024, tidak 
bertentangan dengan asas kepastian hukum dan keadilan serta tidak 
menghalangi kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Dengan 
demikian, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum 
untuk seluruhnya. 
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F. AMAR PUTUSAN 
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wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 
hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada 2020, jadi bukan hanya 
para Pemohon. Mahkamah juga tidak menemukan bukti ketentuan 
pemotongan atau pengurangan masa jabatan yang dialami para Pemohon 
sebagai bupati dan wakil bupati hasil pemilihan gubernur, bupati, dan 
walikota pada 2020 menyebabkan para Pemohon tidak dapat menjalankan 
visi dan misinya. Terkait dengan hal ini, visi dan misi yang dijanjikan calon 
kepala daerah yang nantinya akan dijabarkan dalam rencana pembangunan 
daerah dan alokasi anggaran seharusnya disesuaikan juga dengan masa 
jabatan yang telah diketahui sebelum penyusunan visi dan misi. 

Sementara itu, berkenaan dengan perlindungan hukum sebagai akibat 
dari tidak terpenuhi masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun, undang-
undang pun telah mengantisipasi secara jelas. Dalam hal ini, pihak yang 
terkena dampak dari berkurangnya masa jabatan kepala daerah dan wakil 
kepala daerah (gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta 
walikota dan wakil walikota), menurut Mahkamah bentuk perlindungan 
hukum yang diberikan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang 
masa jabatannya tidak sampai 5 (lima) tahun, diberikan kompensasi. 
Berkenaan dengan hal ini, jauh sebelum penyelenggaraan pemilihan 
gubernur, bupati, dan walikota serentak nasional pada 2024, yaitu sejak 
pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak pada 2018, kompensasi 
yang diterima gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta 
walikota dan wakil walikota yang terkurangi masa jabatannya telah diatur 
dalam Pasal 202 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (UU 1/2015). Bentuk kompensasi yang akan diperoleh oleh kepala 
daerah dan wakil kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada tahun 
2018 berupa diberikan uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan 
yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk satu periode. 
Selanjutnya, untuk penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan 
walikota serentak nasional pada 2024, kompensasi yang diterima oleh 
kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terkurangi masa jabatannya 
mengikuti ketentuan Pasal 202 UU 8/2015 yang menyatakan, “Gubernur dan 
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota 
yang tidak sampai satu periode akibat ketentuan Pasal 201 diberi 
kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa 
serta mendapatkan hak pensiun untuk satu periode”. 

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum 
sebagaimana telah diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat Pasal 201 ayat 
(7) UU 10/2016 yang menentukan masa jabatan gubernur dan wakil 
gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil 
pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024, tidak 
bertentangan dengan asas kepastian hukum dan keadilan serta tidak 
menghalangi kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. Dengan 
demikian, permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum 
untuk seluruhnya. 
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Tidak Dapat 

Diterima Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) 
 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3/PUU-XX/2022 PERIHAL 
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  TENTANG DESA 
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

TAHUN 1945 
 

20 APRIL 2022 
 

A. PENDAHULUAN 
Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 April 2022, pukul 11.54 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014  tentang Desa (selanjutnya disebut UU 6/2014) 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 3/PUU-
XX/2022. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 3/PUU-XX/2022, 
perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU 6/2014 dalam perkara 3/PUU-XX/2022 
diajukan oleh Endang Kusnandar, Asyriqin Syarif Wahadi, Kahono Wibowo, 
Mohamad Abdurrahman, Yusran, Pipit Haryanti, S. EI., dan Rusmanto, yang 
memberikan kuasa kepada Deny Syahrial Simorangkir, S.H., M.H., dkk., para 
advokat pada Kantor LBH Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Republik 
Indonesia (LPM RI) untuk selanjutnya disebut Para Pemohon.  
 

C. PASAL/AYAT UU 6/2014 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian Pasal 25, 
Pasal 39 ayat (1), dan Pasal 48 UU 6/2014, yang selengkapnya berketentuan 
sebagai berikut: 
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yang diatur dalam undang-undang”, maka desa yang memiliki hak asal usul dan 
hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat, perlu diatur dalam undang-undang tersendiri. Adanya pengaturan 
tersebut akan memberikan landasan yang kuat terhadap keberadaan desa 
termasuk desa adat karena selama ini kesatuan masyarakat hukum adat menjadi 
bagian dari wilayah desa, sehingga tidak dapat secara maksimal melaksanakan 
hak-hak asal usulnya, terutama terkait dengan pelestarian sosial desa adat, 
pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan 
ketentraman dan ketertiban masyarakat hukum adat, serta pengaturan 
pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli. Dengan dipertegasnya 
keberadaan desa adat maka untuk pengaturan pengangkatan kepala desa dan 
masa jabatannya ditentukan sendiri oleh masyarakat desa adat. Hal inilah yang 
membedakan antara penyelenggaraan pemerintahan desa adat dengan 
penyelenggaraan pemerintahan desa. Walaupun antara desa dan desa adat 
melakukan tugas yang hampir sama, namun untuk pengaturan mengenai 
pengangkatan dan masa jabatan kepala desa dilakukan sesuai dengan UU 6/2014 
[vide Bab V tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Penjelasan Umum, dan 
Pasal 109 UU 6/2014].  
[3.11.2] Bahwa salah satu tujuan dibentuknya UU 6/2014 adalah untuk 
memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan 
keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, serta melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya 
masyarakat desa. Adanya pengakuan dan penghormatan tersebut harus dilandasi 
oleh asas keberagaman sesuai dengan sistem nilai yang berlaku di masyarakat 
desa, dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, UU 6/2014 memberikan penekanan 
yang kuat terhadap keberagaman dengan menyatakan “desa atau yang disebut 
dengan nama lain”. Oleh karena itu, dalam Pasal 6 UU 6/2014 dinyatakan 
penyebutan desa atau desa adat dapat disesuaikan dengan penyebutan yang 
berlaku di daerah setempat. Selanjutnya, dijelaskan dalam Pasal 6 UU 6/2014, 
adanya pengaturan desa dan desa adat tersebut adalah untuk mencegah 
terjadinya tumpang tindih wilayah, kewenangan, duplikasi kelembagaan antara 
desa dan desa adat dalam 1 (satu) wilayah sehingga dalam 1 (satu) wilayah hanya 
terdapat desa atau desa adat.  
 
[3.12] Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon I sampai dengan 
Pemohon VI yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 25 UU 6/2014 
yang menentukan penyebutan “Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain” 
telah menimbulkan ketidakpastian sehingga Pemohon I sampai dengan Pemohon 
VI mengalami diskriminasi perlakuan akibat adanya penyebutan kepala desa, 
misalnya dengan sebutan Kuwu atau Petinggi sebagaimana Surat Keputusan 
Pengangkatannya oleh Bupati. 

Terhadap dalil Pemohon I sampai dengan Pemohon VI tersebut, penting 
bagi Mahkamah menegaskan esensi Pasal 25 UU 6/2014 yang pada pokoknya 
penyebutan kepala desa pada suatu desa tidak harus “kepala desa” tetapi dapat 

 

 

 
Pasal 25 UU 6/2014 

“Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala 
Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat 
Desa atau yang disebut dengan nama lain.” 

Pasal 39 ayat (1) UU 6/2014 
“Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak 
tanggal pelantikan.” 

Pasal 48 UU 6/2014 
“Perangkat Desa terdiri atas: 
a. sekretariat Desa; 
b. pelaksana kewilayahan; dan 
c. pelaksana teknis.” 
 

 
D. BATU UJI 

Bahwa Pasal 25, Pasal 39 ayat (1), dan Pasal 48 UU 6/2014 dianggap Para 
Pemohon bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), 18 ayat (6), dan Pasal 28D ayat 
(1) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak 
dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon. 
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian Pasal 25, Pasal 39 ayat (1), dan Pasal 48 UU 6/2014 
dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan 
hukum sebagai berikut: 
 
[3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas maka dengan 
bersandar pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi 
dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 54 UU MK dimaksud;  
 
[3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok 
permohonan mengenai konstitusionalitas norma yang dipermasalahkan oleh 
para Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu 
mempertimbangkan halhal sebagai berikut:  
[3.11.1] Bahwa UU 6/2014 merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) yang menyatukan 
pengaturan desa dengan pemerintahan daerah. Untuk menguatkan keberadaan 
desa dan sejalan dengan maksud Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, 
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat 
beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
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yang diatur dalam undang-undang”, maka desa yang memiliki hak asal usul dan 
hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat, perlu diatur dalam undang-undang tersendiri. Adanya pengaturan 
tersebut akan memberikan landasan yang kuat terhadap keberadaan desa 
termasuk desa adat karena selama ini kesatuan masyarakat hukum adat menjadi 
bagian dari wilayah desa, sehingga tidak dapat secara maksimal melaksanakan 
hak-hak asal usulnya, terutama terkait dengan pelestarian sosial desa adat, 
pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan 
ketentraman dan ketertiban masyarakat hukum adat, serta pengaturan 
pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli. Dengan dipertegasnya 
keberadaan desa adat maka untuk pengaturan pengangkatan kepala desa dan 
masa jabatannya ditentukan sendiri oleh masyarakat desa adat. Hal inilah yang 
membedakan antara penyelenggaraan pemerintahan desa adat dengan 
penyelenggaraan pemerintahan desa. Walaupun antara desa dan desa adat 
melakukan tugas yang hampir sama, namun untuk pengaturan mengenai 
pengangkatan dan masa jabatan kepala desa dilakukan sesuai dengan UU 6/2014 
[vide Bab V tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Penjelasan Umum, dan 
Pasal 109 UU 6/2014].  
[3.11.2] Bahwa salah satu tujuan dibentuknya UU 6/2014 adalah untuk 
memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan 
keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik 
Indonesia, serta melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya 
masyarakat desa. Adanya pengakuan dan penghormatan tersebut harus dilandasi 
oleh asas keberagaman sesuai dengan sistem nilai yang berlaku di masyarakat 
desa, dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, UU 6/2014 memberikan penekanan 
yang kuat terhadap keberagaman dengan menyatakan “desa atau yang disebut 
dengan nama lain”. Oleh karena itu, dalam Pasal 6 UU 6/2014 dinyatakan 
penyebutan desa atau desa adat dapat disesuaikan dengan penyebutan yang 
berlaku di daerah setempat. Selanjutnya, dijelaskan dalam Pasal 6 UU 6/2014, 
adanya pengaturan desa dan desa adat tersebut adalah untuk mencegah 
terjadinya tumpang tindih wilayah, kewenangan, duplikasi kelembagaan antara 
desa dan desa adat dalam 1 (satu) wilayah sehingga dalam 1 (satu) wilayah hanya 
terdapat desa atau desa adat.  
 
[3.12] Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon I sampai dengan 
Pemohon VI yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 25 UU 6/2014 
yang menentukan penyebutan “Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain” 
telah menimbulkan ketidakpastian sehingga Pemohon I sampai dengan Pemohon 
VI mengalami diskriminasi perlakuan akibat adanya penyebutan kepala desa, 
misalnya dengan sebutan Kuwu atau Petinggi sebagaimana Surat Keputusan 
Pengangkatannya oleh Bupati. 

Terhadap dalil Pemohon I sampai dengan Pemohon VI tersebut, penting 
bagi Mahkamah menegaskan esensi Pasal 25 UU 6/2014 yang pada pokoknya 
penyebutan kepala desa pada suatu desa tidak harus “kepala desa” tetapi dapat 

 

 

 
Pasal 25 UU 6/2014 

“Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala 
Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat 
Desa atau yang disebut dengan nama lain.” 

Pasal 39 ayat (1) UU 6/2014 
“Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak 
tanggal pelantikan.” 

Pasal 48 UU 6/2014 
“Perangkat Desa terdiri atas: 
a. sekretariat Desa; 
b. pelaksana kewilayahan; dan 
c. pelaksana teknis.” 
 

 
D. BATU UJI 

Bahwa Pasal 25, Pasal 39 ayat (1), dan Pasal 48 UU 6/2014 dianggap Para 
Pemohon bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2), 18 ayat (6), dan Pasal 28D ayat 
(1) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak 
dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon. 
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian Pasal 25, Pasal 39 ayat (1), dan Pasal 48 UU 6/2014 
dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan 
hukum sebagai berikut: 
 
[3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo telah jelas maka dengan 
bersandar pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi 
dan relevansinya untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 54 UU MK dimaksud;  
 
[3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok 
permohonan mengenai konstitusionalitas norma yang dipermasalahkan oleh 
para Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu 
mempertimbangkan halhal sebagai berikut:  
[3.11.1] Bahwa UU 6/2014 merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 32/2004) yang menyatukan 
pengaturan desa dengan pemerintahan daerah. Untuk menguatkan keberadaan 
desa dan sejalan dengan maksud Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, 
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat 
beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
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[3.13] Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VI 
mendalilkan juga ketentuan masa jabatan kepala desa 6 (enam) tahun dalam 
norma Pasal 39 ayat (1) UU 6/2014 bertentangan dengan prinsip 
penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 
ayat (2) dan ayat (6) UUD 1945 karena adanya pembatasan masa jabatan tersebut 
tidak mencukupi bagi kepala desa dalam melaksanakan visi dan misinya 
sehingga seharusnya menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon VI, masa 
jabatan kepala desa ditentukan sendiri oleh desa sesuai dengan adat istiadat 
desa. 

Terhadap dalil Pemohon I sampai dengan Pemohon VI a quo, penting bagi 
Mahkamah untuk terlebih dahulu menjelaskan secara utuh ketentuan mengenai 
masa jabatan kepala desa dalam UU 6/2014. Pasal 39 ayat (1) UU 6/2014 
menyatakan, “Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung 
sejak tanggal pelantikan”. Selanjutnya, dalam ayat (2) menyatakan, “Kepala Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali 
masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut”. Sementara 
itu, terkait dengan Penjelasan kedua ayat tersebut pada alinea pertama 
menjelaskan, “Yang dimaksud dengan ‘terhitung sejak tanggal pelantikan’ adalah 
seseorang yang telah dilantik sebagai Kepala Desa maka apabila yang 
bersangkutan mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya dianggap telah 
menjabat satu periode masa jabatan 6 (enam) tahun”. Selanjutnya berkenaan 
dengan Penjelasan alinea kedua, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 42/PUUXIX/2021, bertanggal 20 September 2021, telah dinyatakan 
konstitusional bersyarat yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:  

“Kepala desa yang sudah menjabat 1 (satu) periode, baik berdasarkan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberi 
kesempatan untuk menjabat 2 (dua) periode. Begitu pula, bagi kepala desa 
yang sudah menjabat 2 (dua) periode, baik berdasarkan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun 
berdasarkan undangundang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk 
menjabat 1 (satu) periode”. 
Berkaitan dengan uraian di atas, UU 6/2014 telah terang benderang 

menghendaki masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan apabila 
terpilih kembali maka yang bersangkutan dapat menduduki jabatannya hingga 3 
(tiga) periode atau sama dengan maksimal 18 (delapan belas) tahun baik 
berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Hal ini yang membedakannya 
dengan kepala desa dari Desa Adat di mana masa jabatan kepala desanya tidak 
mengikuti ketentuan Pasal 39 UU 6/2014 melainkan berdasarkan ketentuan 
Pasal 109 UU 6/2014 yang menyatakan, “Susunan kelembagaan, pengisian 
jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan 
dalam peraturan daerah Provinsi”. Dalam hal ini, dijelaskan untuk pengisian 
jabatan dan masa jabatan Kepala Desa Adat berlaku ketentuan hukum adat di 
Desa Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat 
serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam 
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan 

 

 

digunakan sebutan lain sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. 
Sebagaimana halnya juga penyebutan desa dapat digunakan dengan penyebutan 
nama lain. Penggunaan nama lain tersebut diakomodasi dalam UU 6/2014 sejalan 
dengan amanah dan semangat yang melatarbelakangi perumusan Pasal 18B ayat 
(2) UUD 1945. Hal tersebut juga menjadi dasar pemikiran yang melandasi 
pembentukan UU 6/2014 bahwa: 

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara 
Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, 
Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam territori 
Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “Zelfbesturende landschappen” 
dan “Volksgemeenschappen”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di 
Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. 
Daerahdaerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat 
dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik 
Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan 
segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan 
mengingati hakhak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, 
keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan 
keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
[vide Penjelasan Umum UU 6/2014] 
Bertolak dari pemikiran tersebut, desa atau yang disebut dengan nama lain 

tersebut tidak datang secara tiba-tiba tetapi penyebutan tersebut sudah ada sejak 
sebelum Indonesia merdeka yang kemudian dilestarikan sebagai wujud asas 
rekognisi terhadap hak asal usul desa. Namun, dalam hal penyelenggaraan 
pemerintahan desa mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh 
Indonesia sehingga berlaku sepenuhnya UU 6/2014. Sedangkan, untuk Desa Adat 
atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari 
Desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem 
pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial 
budaya masyarakat desa. Berkenaan dengan adanya frasa “dengan nama lain”, 
pilihan demikian menunjukkan fleksibilitas dalam pengaturan yang dalam 
praktik dapat disesuaikan dengan keberagaman dalam pengelolaan 
pemerintahan desa di Indonesia. 

Berkenaan dengan dalil Pemohon I sampai dengan Pemohon VI yang 
beranggapan bahwa adanya penyebutan lain dari Kepala Desa telah 
menimbulkan ketidakpastian dan pada faktanya sering kali menimbulkan 
kesulitan administrasi karena sebutan tersebut harus tertera dalam kop surat 
maupun stempel, di mana tidak setiap instansi memahami sebutan di luar 
penyebutan kepala desa yang sudah umum digunakan, menurut Mahkamah, 
persoalan tersebut sesungguhnya merupakan bagian dari penerapan norma yang 
mengharuskan kepala desa atau yang disebut dengan nama lain beserta 
perangkatnya melakukan, misalnya sosialisasi atas sebutan lain dari kepala desa 
tersebut sesuai dengan Surat Keputusan pengangkatannya. Dengan kata lain, 
tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma dalam Pasal 25 UU 6/2014.  

 

PANLAK UU/PUSPANLAK UU TW III 2022



99

 

 

[3.13] Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VI 
mendalilkan juga ketentuan masa jabatan kepala desa 6 (enam) tahun dalam 
norma Pasal 39 ayat (1) UU 6/2014 bertentangan dengan prinsip 
penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 
ayat (2) dan ayat (6) UUD 1945 karena adanya pembatasan masa jabatan tersebut 
tidak mencukupi bagi kepala desa dalam melaksanakan visi dan misinya 
sehingga seharusnya menurut Pemohon I sampai dengan Pemohon VI, masa 
jabatan kepala desa ditentukan sendiri oleh desa sesuai dengan adat istiadat 
desa. 

Terhadap dalil Pemohon I sampai dengan Pemohon VI a quo, penting bagi 
Mahkamah untuk terlebih dahulu menjelaskan secara utuh ketentuan mengenai 
masa jabatan kepala desa dalam UU 6/2014. Pasal 39 ayat (1) UU 6/2014 
menyatakan, “Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung 
sejak tanggal pelantikan”. Selanjutnya, dalam ayat (2) menyatakan, “Kepala Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali 
masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut”. Sementara 
itu, terkait dengan Penjelasan kedua ayat tersebut pada alinea pertama 
menjelaskan, “Yang dimaksud dengan ‘terhitung sejak tanggal pelantikan’ adalah 
seseorang yang telah dilantik sebagai Kepala Desa maka apabila yang 
bersangkutan mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya dianggap telah 
menjabat satu periode masa jabatan 6 (enam) tahun”. Selanjutnya berkenaan 
dengan Penjelasan alinea kedua, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 42/PUUXIX/2021, bertanggal 20 September 2021, telah dinyatakan 
konstitusional bersyarat yang amar putusannya menyatakan sebagai berikut:  

“Kepala desa yang sudah menjabat 1 (satu) periode, baik berdasarkan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberi 
kesempatan untuk menjabat 2 (dua) periode. Begitu pula, bagi kepala desa 
yang sudah menjabat 2 (dua) periode, baik berdasarkan Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun 
berdasarkan undangundang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk 
menjabat 1 (satu) periode”. 
Berkaitan dengan uraian di atas, UU 6/2014 telah terang benderang 

menghendaki masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan apabila 
terpilih kembali maka yang bersangkutan dapat menduduki jabatannya hingga 3 
(tiga) periode atau sama dengan maksimal 18 (delapan belas) tahun baik 
berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Hal ini yang membedakannya 
dengan kepala desa dari Desa Adat di mana masa jabatan kepala desanya tidak 
mengikuti ketentuan Pasal 39 UU 6/2014 melainkan berdasarkan ketentuan 
Pasal 109 UU 6/2014 yang menyatakan, “Susunan kelembagaan, pengisian 
jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan 
dalam peraturan daerah Provinsi”. Dalam hal ini, dijelaskan untuk pengisian 
jabatan dan masa jabatan Kepala Desa Adat berlaku ketentuan hukum adat di 
Desa Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat 
serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan dalam 
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan 

 

 

digunakan sebutan lain sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. 
Sebagaimana halnya juga penyebutan desa dapat digunakan dengan penyebutan 
nama lain. Penggunaan nama lain tersebut diakomodasi dalam UU 6/2014 sejalan 
dengan amanah dan semangat yang melatarbelakangi perumusan Pasal 18B ayat 
(2) UUD 1945. Hal tersebut juga menjadi dasar pemikiran yang melandasi 
pembentukan UU 6/2014 bahwa: 

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara 
Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, 
Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam territori 
Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “Zelfbesturende landschappen” 
dan “Volksgemeenschappen”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di 
Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. 
Daerahdaerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat 
dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik 
Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan 
segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan 
mengingati hakhak asal usul daerah tersebut”. Oleh sebab itu, 
keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan 
keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
[vide Penjelasan Umum UU 6/2014] 
Bertolak dari pemikiran tersebut, desa atau yang disebut dengan nama lain 

tersebut tidak datang secara tiba-tiba tetapi penyebutan tersebut sudah ada sejak 
sebelum Indonesia merdeka yang kemudian dilestarikan sebagai wujud asas 
rekognisi terhadap hak asal usul desa. Namun, dalam hal penyelenggaraan 
pemerintahan desa mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh 
Indonesia sehingga berlaku sepenuhnya UU 6/2014. Sedangkan, untuk Desa Adat 
atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari 
Desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem 
pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial 
budaya masyarakat desa. Berkenaan dengan adanya frasa “dengan nama lain”, 
pilihan demikian menunjukkan fleksibilitas dalam pengaturan yang dalam 
praktik dapat disesuaikan dengan keberagaman dalam pengelolaan 
pemerintahan desa di Indonesia. 

Berkenaan dengan dalil Pemohon I sampai dengan Pemohon VI yang 
beranggapan bahwa adanya penyebutan lain dari Kepala Desa telah 
menimbulkan ketidakpastian dan pada faktanya sering kali menimbulkan 
kesulitan administrasi karena sebutan tersebut harus tertera dalam kop surat 
maupun stempel, di mana tidak setiap instansi memahami sebutan di luar 
penyebutan kepala desa yang sudah umum digunakan, menurut Mahkamah, 
persoalan tersebut sesungguhnya merupakan bagian dari penerapan norma yang 
mengharuskan kepala desa atau yang disebut dengan nama lain beserta 
perangkatnya melakukan, misalnya sosialisasi atas sebutan lain dari kepala desa 
tersebut sesuai dengan Surat Keputusan pengangkatannya. Dengan kata lain, 
tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma dalam Pasal 25 UU 6/2014.  
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merupakan unsur staf dengan tugas membantu kepala desa dalam penyusunan 
kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur 
pendukung tugas “kepala desa” dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi 
dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Oleh karena itu, unsur 
Perangkat Desa terdiri atas sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan 
pelaksana teknis. Untuk pengangkatan Perangkat Desa, “Kepala Desa” harus 
berkonsultasi terlebih dahulu dengan camat yang bertindak atas nama 
Bupati/Walikota. Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya 
sebagai Perangkat Desa bertanggung jawab kepada “Kepala Desa”. 

Selanjutnya berkenaan dengan persoalan penyebutan Perangkat Desa yang 
menurut Pemohon VII tidak sesuai dengan kearifan lokal karena diseragamkan, 
sebagaimana pertimbangan Mahkamah pada Paragraf [3.11] di atas, 
sesungguhnya penyebutan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama 
lain didasarkan pada hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia [vide 
Pasal 1 UU 6/2014]. Bahkan, untuk pengaturan perangkat desa diserahkan 
sepenuhnya kepada pemerintah daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah 
sebagaimana yang Pemohon VII dalilkan. Hal ini sejalan dengan tujuan 
dibentuknya UU 6/2014 yang menyatakan salah satunya adalah untuk 
memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan 
keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Dengan demikian, UU 6/2014 tidak melakukan upaya penyeragaman 
penyebutan. Bahkan, desa dapat menggunakan sebutan lain yang didasarkan 
pada hak asal usul desa yang sudah sejak lama dikenal oleh masyarakat desa. 
Dengan demikian, desa dapat lebih mudah melakukan kewajibannya untuk 
mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, dan memberikan serta 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa [vide Pasal 67 ayat (2) huruf d 
dan huruf e UU 6/2014]. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut 
Mahkamah, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma dalam Pasal 48 UU 
6/2014. Sementara itu, berkaitan dengan dalil Pemohon VII mengenai 
ketidaktahuan calon Perangkat Desa terkait tugas dan kewajiban yang akan 
dijabat karena adanya penyeragaman penyebutan Perangkat Desa, hal tersebut 
bukanlah persoalan konstitusionalitas norma melainkan merupakan 
implementasi norma. 
 

F. AMAR PUTUSAN  
Mengadili 
1. Menyatakan permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon VI sepanjang 

berkenaan dengan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 
tidak dapat diterima;  

2. Menyatakan permohonan Pemohon VII sepanjang berkenaan dengan Pasal 25 
dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

 

 

Pemerintah [vide Penjelasan Umum UU 6/2014]. Oleh karena itu, dalil Pemohon I 
sampai dengan Pemohon VI yang menginginkan agar masa jabatan kepala desa 
ditentukan oleh desa itu sendiri justru akan menimbulkan tumpang tindih 
dengan pengaturan bagi Desa Adat di mana sepanjang memenuhi persyaratan 
ketentuan Pasal 97 UU 6/2014, desa adat dapat mengatur sendiri masa jabatan 
kepala desanya yang dapat tidak mengikuti ketentuan periodesasi sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 39 UU 6/2014. Sementara, yang dimohonkan oleh 
Pemohon I sampai dengan Pemohon VI adalah masa jabatan Kepala Desa yang 
bukan Desa Adat di mana kepala desanya dipilih secara langsung oleh dan dari 
penduduk desa yang memenuhi persyaratan sehingga bagi Kepala Desa tersebut 
berlaku periodesasi sebagaimana ketentuan Pasal 39 UU 6/2014 yang Penjelasan 
alinea keduanya telah diberikan pemaknaan dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 42/PUUXIX/2021. Jika hal ini dihilangkan dan diatur sendiri 
oleh masyarakat desa, justru akan menimbulkan ketidakjelasan perbedaan 
antara desa dan desa adat. Oleh karenanya, persoalan ketidakcukupan waktu 
bagi kepala desa dalam menjalankan visi dan misinya selama periode masa 
jabatan 6 (enam) tahun sebagaimana dalil Pemohon I sampai dengan Pemohon VI 
bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma. Terlebih, jika 
dibandingkan dengan masa jabatan pejabat publik lain yang juga dipilih secara 
langsung, yakni ditentukan hanya 5 (lima) tahun dan dapat dipilih lagi untuk 
sekali masa jabatan sehingga jika menjabat 2 (dua) kali masa jabatan menjadi 
maksimal 10 (sepuluh) tahun. Sementara, masa jabatan Kepala Desa dapat 
maksimal hingga 18 (delapan belas) tahun sehingga seharusnya Kepala Desa 
tersebut dapat memaksimalkan pelaksanaan visi dan misinya jika yang 
bersangkutan terpilih kembali. Dengan demikian, persoalan stabilitas politik 
yang didalilkan Pemohon I sampai dengan Pemohon VI karena Kepala Desa yang 
telah menjabat tersebut harus berkompetisi kembali untuk masa jabatan 
berikutnya sesungguhnya merupakan ekspresi dari kekhawatiran Pemohon I 
sampai dengan Pemohon VI yang tidak berkaitan dengan persoalan 
konstitusionalitas norma Pasal 39 ayat (1) UU 6/2014. 

 
[3.14] Menimbang bahwa terkait dengan dalil Pemohon VII yang mempersoalkan 
norma Pasal 48 UU 6/2014 yang menyeragamkan penyebutan Perangkat Desa 
sehingga bertentangan dengan otonomi desa dan menimbulkan multitafsir 
sebagaimana dijamin oleh Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6) serta Pasal 28D ayat (1) 
UUD 1945 karena masyarakat tidak mengenal istilah Kepala Urusan 
Kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra) dan Sekretaris sebagai bagian dari perangkat 
desa, tetapi lebih mengenal sebutan misalnya Pamong Desa atau Modin, Bayan, 
Jogoboyo, Ulu-ulu, Lebe, Raksa Bumi, Juru Tulis, Carik, Kebayan, Ladu, Kamituwo, 
Petengan, Bekel. Oleh karena itu, menurut Pemohon VII dalam proses seleksi 
Perangkat Desa, banyak calon Perangkat Desa yang tidak mengetahui tugas dan 
kewajiban atas jabatan yang akan dilamar karena perubahan penyebutan 
Perangkat Desa yang tidak sesuai dengan kearifan lokal. Berkenaan dengan dalil 
Pemohon VII a quo, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa esensi 
Pasal 48 UU a quo yang mengatur khusus mengenai Perangkat Desa yang 
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kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur 
pendukung tugas “kepala desa” dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi 
dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Oleh karena itu, unsur 
Perangkat Desa terdiri atas sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan 
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Selanjutnya berkenaan dengan persoalan penyebutan Perangkat Desa yang 
menurut Pemohon VII tidak sesuai dengan kearifan lokal karena diseragamkan, 
sebagaimana pertimbangan Mahkamah pada Paragraf [3.11] di atas, 
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dibentuknya UU 6/2014 yang menyatakan salah satunya adalah untuk 
memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan 
keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Dengan demikian, UU 6/2014 tidak melakukan upaya penyeragaman 
penyebutan. Bahkan, desa dapat menggunakan sebutan lain yang didasarkan 
pada hak asal usul desa yang sudah sejak lama dikenal oleh masyarakat desa. 
Dengan demikian, desa dapat lebih mudah melakukan kewajibannya untuk 
mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, dan memberikan serta 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa [vide Pasal 67 ayat (2) huruf d 
dan huruf e UU 6/2014]. Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut 
Mahkamah, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma dalam Pasal 48 UU 
6/2014. Sementara itu, berkaitan dengan dalil Pemohon VII mengenai 
ketidaktahuan calon Perangkat Desa terkait tugas dan kewajiban yang akan 
dijabat karena adanya penyeragaman penyebutan Perangkat Desa, hal tersebut 
bukanlah persoalan konstitusionalitas norma melainkan merupakan 
implementasi norma. 
 

F. AMAR PUTUSAN  
Mengadili 
1. Menyatakan permohonan Pemohon I sampai dengan Pemohon VI sepanjang 

berkenaan dengan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 
tidak dapat diterima;  

2. Menyatakan permohonan Pemohon VII sepanjang berkenaan dengan Pasal 25 
dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

 

 

Pemerintah [vide Penjelasan Umum UU 6/2014]. Oleh karena itu, dalil Pemohon I 
sampai dengan Pemohon VI yang menginginkan agar masa jabatan kepala desa 
ditentukan oleh desa itu sendiri justru akan menimbulkan tumpang tindih 
dengan pengaturan bagi Desa Adat di mana sepanjang memenuhi persyaratan 
ketentuan Pasal 97 UU 6/2014, desa adat dapat mengatur sendiri masa jabatan 
kepala desanya yang dapat tidak mengikuti ketentuan periodesasi sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 39 UU 6/2014. Sementara, yang dimohonkan oleh 
Pemohon I sampai dengan Pemohon VI adalah masa jabatan Kepala Desa yang 
bukan Desa Adat di mana kepala desanya dipilih secara langsung oleh dan dari 
penduduk desa yang memenuhi persyaratan sehingga bagi Kepala Desa tersebut 
berlaku periodesasi sebagaimana ketentuan Pasal 39 UU 6/2014 yang Penjelasan 
alinea keduanya telah diberikan pemaknaan dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 42/PUUXIX/2021. Jika hal ini dihilangkan dan diatur sendiri 
oleh masyarakat desa, justru akan menimbulkan ketidakjelasan perbedaan 
antara desa dan desa adat. Oleh karenanya, persoalan ketidakcukupan waktu 
bagi kepala desa dalam menjalankan visi dan misinya selama periode masa 
jabatan 6 (enam) tahun sebagaimana dalil Pemohon I sampai dengan Pemohon VI 
bukan merupakan persoalan konstitusionalitas norma. Terlebih, jika 
dibandingkan dengan masa jabatan pejabat publik lain yang juga dipilih secara 
langsung, yakni ditentukan hanya 5 (lima) tahun dan dapat dipilih lagi untuk 
sekali masa jabatan sehingga jika menjabat 2 (dua) kali masa jabatan menjadi 
maksimal 10 (sepuluh) tahun. Sementara, masa jabatan Kepala Desa dapat 
maksimal hingga 18 (delapan belas) tahun sehingga seharusnya Kepala Desa 
tersebut dapat memaksimalkan pelaksanaan visi dan misinya jika yang 
bersangkutan terpilih kembali. Dengan demikian, persoalan stabilitas politik 
yang didalilkan Pemohon I sampai dengan Pemohon VI karena Kepala Desa yang 
telah menjabat tersebut harus berkompetisi kembali untuk masa jabatan 
berikutnya sesungguhnya merupakan ekspresi dari kekhawatiran Pemohon I 
sampai dengan Pemohon VI yang tidak berkaitan dengan persoalan 
konstitusionalitas norma Pasal 39 ayat (1) UU 6/2014. 

 
[3.14] Menimbang bahwa terkait dengan dalil Pemohon VII yang mempersoalkan 
norma Pasal 48 UU 6/2014 yang menyeragamkan penyebutan Perangkat Desa 
sehingga bertentangan dengan otonomi desa dan menimbulkan multitafsir 
sebagaimana dijamin oleh Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6) serta Pasal 28D ayat (1) 
UUD 1945 karena masyarakat tidak mengenal istilah Kepala Urusan 
Kesejahteraan Rakyat (Kaur Kesra) dan Sekretaris sebagai bagian dari perangkat 
desa, tetapi lebih mengenal sebutan misalnya Pamong Desa atau Modin, Bayan, 
Jogoboyo, Ulu-ulu, Lebe, Raksa Bumi, Juru Tulis, Carik, Kebayan, Ladu, Kamituwo, 
Petengan, Bekel. Oleh karena itu, menurut Pemohon VII dalam proses seleksi 
Perangkat Desa, banyak calon Perangkat Desa yang tidak mengetahui tugas dan 
kewajiban atas jabatan yang akan dilamar karena perubahan penyebutan 
Perangkat Desa yang tidak sesuai dengan kearifan lokal. Berkenaan dengan dalil 
Pemohon VII a quo, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa esensi 
Pasal 48 UU a quo yang mengatur khusus mengenai Perangkat Desa yang 
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Dinyatakan 

Ditolak Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) 
 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4/PUU-XX/2022 
PERIHAL PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA  TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 

NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 
 

20 APRIL 2022 
 
 

A. PENDAHULUAN 
Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, pukul 13.00 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya 
disebut KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 
4/PUU-XX/2022. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 4/PUU-
XX/2022, perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal 
DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian materiil KUHAP dalam perkara Nomor 4/PUU-
XX/2022 diajukan oleh  Anita Natalia Manafe, S.H. yang memberikan kuasa 
kepada Alvin Lim, S.H., M.Sc, dkk, advokat pada Law Firm LQ Indonesia, untuk 
selanjutnya disebut Pemohon.  
 

C. PASAL/AYAT KUHAP YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil 
terhadap Pasal 5 ayat 1 huruf (a) yang selengkapnya berketentuan sebagai 
berikut: 
“(1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 : 

a. karena kewajibannya mempunyai wewenang : 

 

 

7 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) tidak 
dapat diterima;  

3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya. 
 

G. PENUTUP 
Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan 
mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung 
memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno 
terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang 
wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ 
penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, 
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 3/PUU-XX/2022 yang 
menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya 
terhadap pengujian pada Pasal 25, Pasal 39 ayat (1), dan Pasal 48 UU 6/2014 
mengandung arti bahwa ketentuan Pasal-Pasal a quo tidak bertentangan dengan 
UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
BADAN KEAHLIAN DPR RI 

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI  
2022 
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menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya 
terhadap pengujian pada Pasal 25, Pasal 39 ayat (1), dan Pasal 48 UU 6/2014 
mengandung arti bahwa ketentuan Pasal-Pasal a quo tidak bertentangan dengan 
UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
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karena adanya penggunaan laporan yang telah dicabut/dibatalkan/tidak berlaku 
masih digunakan sebagai dasar bagi kepolisian untuk melakukan penyidikan, 
sedangkan Pemohon dalam perkara a quo berargumentasi Pasal 5 ayat (1) huruf 
a KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 karena ketiadaan frasa “tidak 
mengadakan penghentian penyelidikan“ tidak memberikan kepastian hukum 
bagi Pemohon dalam memperjuangkan haknya untuk mendapat keadilan. 
[3.10.3] Bahwa walaupun objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon a quo 
sama dengan Perkara Nomor 126/PUU-XIII/2015, namun perkara a quo memiliki 
dasar pengujian yang berbeda yaitu Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 dan juga 
memiliki alasan yang berbeda, yaitu agar penghentian penyelidikan ditambahkan 
ke dalam norma Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP. Oleh karena itu, dengan adanya 
perbedaan sebagaimana telah diuraikan pada Sub-paragraf [3.10.2] di atas, 
terlepas secara substansial permohonan a quo beralasan menurut hukum atau 
tidak maka secara formal permohonan a quo berdasarkan ketentuan Pasal 60 
ayat (2) UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 dapat diajukan kembali;  
[3.11] Menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa secara saksama 
permohonan Pemohon dan memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dalam 
persidangan, maka isu konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah 
apakah penghentian penyelidikan oleh penyelidik apabila tidak ditambahkan 
sebagai kewenangan penyelidik yang “tidak mengadakan penghentian 
penyelidikan“ dalam norma Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP bertentangan dengan 
UUD 1945. Terhadap isu konstitusional tersebut, Mahkamah mempertimbangkan 
sebagai berikut:  
[3.11.1] Bahwa terkait dengan isu konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon 
dalam permohonan a quo tidak dapat dipisahkan dengan isu konstitusionalitas 
yang didalilkan dalam permohonan-permohonan sebelumnya, yaitu Permohonan 
Nomor 9/PUU-XVII/2019 dan Nomor 53/PUU-XIX/2021. Oleh karena itu, terlebih 
dahulu Mahkamah perlu menegaskan kembali pendirian Mahkamah dalam 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVII/2019 yang kemudian dikutip 
atau ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-
XIX/2021, khususnya dalam Paragraf [3.14] yang pada pokoknya sebagai berikut:  

[3.14] ……pada tahap penyelidikan belum ada kepastian ditemukannya 
peristiwa pidana yang dapat ditindaklanjuti dengan penyidikan, karena hal 
tersebut sangat tergantung pada ditemukannya bukti yang cukup bahwa 
suatu perbuatan adalah peristiwa atau perbuatan pidana. Karena belum 
ditemukan adanya peristiwa pidana maka tidak ada proses yang 
menindaklanjuti dalam bentuk penegakan hukum (pro justitia) yang di 
dalamnya dapat melekat kewenangan pada penyidik yang menindaklanjuti 
penyelidikan tersebut, baik berupa upaya paksa yang dapat berimplikasi 
pada perampasan kemerdekaan orang atau benda/barang, sehingga esensi 
untuk melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar tidak 
melakukan tindakan sewenang-wenang belum beralasan untuk 
diterapkan, mengingat salah satu instrumen hukum untuk dapat dijadikan 
sebagai alat kontrol atau pengawasan adalah lembaga praperadilan yang 
belum dapat “bekerja” dikarenakan dalam tahap penyelidikan belum ada 
upaya-upaya paksa yang dapat berakibat adanya bentuk perampasan 
kemerdekaan baik orang maupun benda/barang. Sementara itu, dalam 
tahap penyidikan telah dimulai adanya penegakan hukum yang 
berdampak adanya upaya-upaya paksa berupa perampasan kemerdekaan 

 

 

1 menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak 
pidana; 

2 mencari keterangan dan barang bukti; 
3 menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta 

memeriksa tanda pengenal diri; 
4 mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. 

 
D. BATU UJI 

Bahwa Pasal 5 ayat 1 huruf (a) KUHAP dianggap Pemohon bertentangan dengan 
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan 
melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon. 
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian Pasal 5 ayat 1 huruf (a) KUHAP dalam permohonan a 
quo,  Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum pada pokoknya 
sebagai berikut: 
[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok 
permohonan Pemohon, oleh karena terhadap pengujian konstitusionalitas norma 
Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP pernah diajukan permohonan pengujian, maka 
Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan a quo 
memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian 
Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma a quo dapat dilakukan 
pengujian kembali.  
[3.10.1] Bahwa terkait dengan pertimbangan pada Paragraf [3.10] di atas, Pasal 
60 UU MK menyatakan:  

(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-
undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.  

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika 
materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.  

Kemudian Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan:  
(1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-

undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian 
kembali.  

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika 
materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda 
atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.  

[3.10.2] Bahwa Mahkamah pernah memutus pengujian norma Pasal 5 KUHAP, 
yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XIII/2015, 
bertanggal 22 Maret 2016. Dasar pengujian yang digunakan adalah Pasal 28A, 
Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G, dan Pasal 28H UUD 1945, sedangkan Pemohon 
dalam perkara a quo menggunakan dasar pengujian Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 
28D ayat (1) UUD 1945.  

Bahwa Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-
XIII/2015 berargumentasi Pasal 5 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 
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karena adanya penggunaan laporan yang telah dicabut/dibatalkan/tidak berlaku 
masih digunakan sebagai dasar bagi kepolisian untuk melakukan penyidikan, 
sedangkan Pemohon dalam perkara a quo berargumentasi Pasal 5 ayat (1) huruf 
a KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 karena ketiadaan frasa “tidak 
mengadakan penghentian penyelidikan“ tidak memberikan kepastian hukum 
bagi Pemohon dalam memperjuangkan haknya untuk mendapat keadilan. 
[3.10.3] Bahwa walaupun objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon a quo 
sama dengan Perkara Nomor 126/PUU-XIII/2015, namun perkara a quo memiliki 
dasar pengujian yang berbeda yaitu Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 dan juga 
memiliki alasan yang berbeda, yaitu agar penghentian penyelidikan ditambahkan 
ke dalam norma Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP. Oleh karena itu, dengan adanya 
perbedaan sebagaimana telah diuraikan pada Sub-paragraf [3.10.2] di atas, 
terlepas secara substansial permohonan a quo beralasan menurut hukum atau 
tidak maka secara formal permohonan a quo berdasarkan ketentuan Pasal 60 
ayat (2) UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021 dapat diajukan kembali;  
[3.11] Menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa secara saksama 
permohonan Pemohon dan memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dalam 
persidangan, maka isu konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah 
apakah penghentian penyelidikan oleh penyelidik apabila tidak ditambahkan 
sebagai kewenangan penyelidik yang “tidak mengadakan penghentian 
penyelidikan“ dalam norma Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP bertentangan dengan 
UUD 1945. Terhadap isu konstitusional tersebut, Mahkamah mempertimbangkan 
sebagai berikut:  
[3.11.1] Bahwa terkait dengan isu konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon 
dalam permohonan a quo tidak dapat dipisahkan dengan isu konstitusionalitas 
yang didalilkan dalam permohonan-permohonan sebelumnya, yaitu Permohonan 
Nomor 9/PUU-XVII/2019 dan Nomor 53/PUU-XIX/2021. Oleh karena itu, terlebih 
dahulu Mahkamah perlu menegaskan kembali pendirian Mahkamah dalam 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVII/2019 yang kemudian dikutip 
atau ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-
XIX/2021, khususnya dalam Paragraf [3.14] yang pada pokoknya sebagai berikut:  

[3.14] ……pada tahap penyelidikan belum ada kepastian ditemukannya 
peristiwa pidana yang dapat ditindaklanjuti dengan penyidikan, karena hal 
tersebut sangat tergantung pada ditemukannya bukti yang cukup bahwa 
suatu perbuatan adalah peristiwa atau perbuatan pidana. Karena belum 
ditemukan adanya peristiwa pidana maka tidak ada proses yang 
menindaklanjuti dalam bentuk penegakan hukum (pro justitia) yang di 
dalamnya dapat melekat kewenangan pada penyidik yang menindaklanjuti 
penyelidikan tersebut, baik berupa upaya paksa yang dapat berimplikasi 
pada perampasan kemerdekaan orang atau benda/barang, sehingga esensi 
untuk melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar tidak 
melakukan tindakan sewenang-wenang belum beralasan untuk 
diterapkan, mengingat salah satu instrumen hukum untuk dapat dijadikan 
sebagai alat kontrol atau pengawasan adalah lembaga praperadilan yang 
belum dapat “bekerja” dikarenakan dalam tahap penyelidikan belum ada 
upaya-upaya paksa yang dapat berakibat adanya bentuk perampasan 
kemerdekaan baik orang maupun benda/barang. Sementara itu, dalam 
tahap penyidikan telah dimulai adanya penegakan hukum yang 
berdampak adanya upaya-upaya paksa berupa perampasan kemerdekaan 

 

 

1 menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak 
pidana; 

2 mencari keterangan dan barang bukti; 
3 menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta 

memeriksa tanda pengenal diri; 
4 mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. 

 
D. BATU UJI 

Bahwa Pasal 5 ayat 1 huruf (a) KUHAP dianggap Pemohon bertentangan dengan 
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan 
melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon. 
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian Pasal 5 ayat 1 huruf (a) KUHAP dalam permohonan a 
quo,  Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum pada pokoknya 
sebagai berikut: 
[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok 
permohonan Pemohon, oleh karena terhadap pengujian konstitusionalitas norma 
Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP pernah diajukan permohonan pengujian, maka 
Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan a quo 
memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian 
Undang-Undang (PMK 2/2021), sehingga terhadap norma a quo dapat dilakukan 
pengujian kembali.  
[3.10.1] Bahwa terkait dengan pertimbangan pada Paragraf [3.10] di atas, Pasal 
60 UU MK menyatakan:  

(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-
undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.  

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika 
materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.  

Kemudian Pasal 78 PMK 2/2021 menyatakan:  
(1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-

undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian 
kembali.  

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika 
materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda 
atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.  

[3.10.2] Bahwa Mahkamah pernah memutus pengujian norma Pasal 5 KUHAP, 
yaitu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-XIII/2015, 
bertanggal 22 Maret 2016. Dasar pengujian yang digunakan adalah Pasal 28A, 
Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G, dan Pasal 28H UUD 1945, sedangkan Pemohon 
dalam perkara a quo menggunakan dasar pengujian Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 
28D ayat (1) UUD 1945.  

Bahwa Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 126/PUU-
XIII/2015 berargumentasi Pasal 5 KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 
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mencari dan mengumpulkan keterangan orang dan barang bukti untuk 
mendapatkan kesimpulan bahwa suatu peristiwa adalah tindak pidana. 
Dari batasan tugas dan kewenangan penyelidik tersebut di atas dapat 
diukur bentangan rangkaian yang menjadi titik batasan kewenangan 
penyelidik apabila dikaitkan dengan status adanya sebuah peristiwa, 
apakah sudah mengandung adanya unsur-unsur peristiwa yang dapat 
dikatakan adanya peristiwa pidana ataukah belum. Batasan-batasan 
tersebut diperlukan guna memastikan bahwa sebuah peristiwa adalah 
peristiwa pidana dan oleh karenanya terhadap peristiwa tersebut sudah 
dapat dilekatkan adanya tindakan upaya paksa yang dibenarkan oleh 
undang-undang. Dengan kata lain, apabila oleh penyelidik suatu peristiwa 
telah dipastikan adalah peristiwa pidana maka proses yang harus 
dilanjutkan adalah dengan tindakan penyidikan. Namun demikian, apabila 
yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu ternyata melalui tindakan 
penyelidikan tersebut tidak dapat ditemukan adanya dugaan peristiwa 
pidana maka penyelidik dapat menghentikan penyelidikannya. Meskipun 
secara formal tentang penghentian penyelidikan tidak dikenal dalam 
KUHAP, namun sesungguhnya hal tersebut tidak serta-merta menjadikan 
laporan atau pengaduan yang telah ditindaklanjuti dengan penyelidikan 
tersebut tidak dapat dibuka kembali. Hal ini karena secara substansial 
sepanjang pada perkembangan selanjutnya apabila terhadap laporan atau 
pengaduan tersebut ditemukan bukti baru maka hal itu dapat menjadi 
alasan bahwa penyelidikan tersebut dapat dilanjutkan kembali.”  
Dengan berdasarkan pertimbangan Mahkamah tersebut di atas, maka 

tindakan penghentian penyelidikan oleh penyelidik meskipun tidak secara tegas 
diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP adalah tidak bertentangan 
dengan UUD 1945. Terlebih setiap laporan adanya dugaan tindak pidana setelah 
dilakukan penyelidikan tidak terdapat cukup bukti untuk ditindaklanjuti ke 
dalam tahap penyidikan. Demikian pula terhadap proses penyelidikan yang 
sudah dilakukan penghentian penyelidikan tidak tertutup kemungkinan dapat 
dilakukan penyelidikan kembali sepanjang terhadap laporan adanya dugaan 
tindak pidana yang bersangkutan ditemukan alat bukti baru. Dengan demikian, 
penghentian penyelidikan yang tidak diatur secara khusus ke dalam Pasal 5 ayat 
(1) huruf a KUHAP tidak menghalangi hak konstitusional Pemohon sebagai 
Pelapor untuk mendapatkan keadilan.  

Bahwa secara doktriner dan apabila dikaitkan dengan prinsip hukum 
administrasi negara, in casu meskipun terhadap penghentian penyelidikan tidak 
dikenal atau tidak diatur di dalam KUHAP, namun hal tersebut tetap memberikan 
diskresi (asas freies ermerssen) kepada pejabat tata usaha negara dalam hal ini 
adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), yaitu menggunakan 
kebijakannya untuk mengatur hal-hal yang belum diatur dalam peraturan 
perundangan dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang 
berlaku. Terlebih, terkait dengan penghentian penyelidikan, Kapolri sebagai 
Pejabat Tata Usaha Negara, misalnya telah menerbitkan Surat Edaran Kapolri 
Nomor SE/7/VII/2018 tentang Penghentian Penyelidikan. Oleh karena itu, tanpa 
bermaksud menilai legalitas Surat Edaran Kapolri sebagaimana tersebut di atas 
telah ternyata di dalam Surat Edaran Kapolri tersebut telah mengatur tentang 
tata cara dan tahapan dalam penghentian penyelidikan.  

 

 

terhadap orang atau benda/barang dan sejak pada tahap itulah 
sesungguhnya perlindungan hukum atas hak asasi manusia sudah relevan 
diberikan.  

Pertimbangan Mahkamah a quo semakin menegaskan definisi dari Penyelidikan 
yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 
menyatakan:  

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan 
menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna 
menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang 
diatur dalam undang-undang.”  

Oleh karena itu, dengan mencermati arti sesungguhnya dari penyelidikan dapat 
diperoleh kesimpulan bahwa proses penyelidikan adalah suatu rangkaian 
tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga 
sebagai tindak pidana untuk dapat atau tidaknya ditindaklanjuti dengan 
penyidikan. Dengan demikian, meskipun dalam proses penyelidikan tidak 
dikenal secara tegas adanya penghentian penyelidikan, namun dengan adanya 
bagian proses penyelidikan yang memberikan kewenangan kepada penyelidik 
untuk menentukan serangkaian tindakan penyelidik dapat atau tidaknya 
ditindaklanjuti dengan proses penyidikan, hal tersebut menunjukkan bahwa 
penyelidik diberi kewenangan untuk membuat keputusan dapat atau tidaknya 
penyelidikan tersebut ditingkatkan ke dalam tahap penyidikan. Sehingga, 
meskipun tidak dicantumkannya penghentian penyelidikan dalam norma Pasal 5 
ayat (1) huruf a KUHAP, hal tersebut bukan berarti tidak ada kewenangan bagi 
penyelidik untuk menghentikan penyelidikan. Justru terhadap proses 
penyelidikan yang tidak memenuhi syarat-syarat normatif dan tidak dilakukan 
penghentian penyelidikan maka hal tersebut dapat menimbulkan adanya 
ketidakpastian hukum.  
[3.11.2] Bahwa adalah benar Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP tidak mengatur 
mengenai penghentian penyelidikan, namun apabila kemudian terjadi tindakan 
penghentian penyelidikan karena peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana 
ternyata tidak memenuhi unsur-unsur adanya peristiwa pidana, maka hal 
tersebut tidak serta merta menjadi bertentangan dengan UUD 1945 khususnya 
kepastian hukum yang adil.  

Hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 di 
antaranya adalah menjamin adanya kepastian hukum yang adil, sehingga 
menurut Mahkamah, penghentian penyelidikan terhadap peristiwa yang bukan 
merupakan tindak pidana justru memberi kepastian hukum. Hal itu dengan 
mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVII/2019 
khususnya Sub-paragraf [3.13.1] hlm. 22 yang menyatakan:  

“… Lebih lanjut apabila dicermati dari seluruh unsur agar dapat 
terpenuhinya tindakan penyelidikan sebagaimana dimaksudkan pada 
uraian di atas maka secara sederhana sebenarnya dapat dipahami bahwa 
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelidik yang menjadi 
batasan ruang lingkup tugas dan kewenangannya adalah terbatas pada 
tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa adanya laporan atau 
pengaduan yang diterima benar-benar memenuhi unsur adanya dugaan 
tindak pidana. Oleh karenanya yang terjadi sesungguhnya adalah tindakan 
penyelidik yang berupa tindakan permulaan yang pada dasarnya hanyalah 
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mencari dan mengumpulkan keterangan orang dan barang bukti untuk 
mendapatkan kesimpulan bahwa suatu peristiwa adalah tindak pidana. 
Dari batasan tugas dan kewenangan penyelidik tersebut di atas dapat 
diukur bentangan rangkaian yang menjadi titik batasan kewenangan 
penyelidik apabila dikaitkan dengan status adanya sebuah peristiwa, 
apakah sudah mengandung adanya unsur-unsur peristiwa yang dapat 
dikatakan adanya peristiwa pidana ataukah belum. Batasan-batasan 
tersebut diperlukan guna memastikan bahwa sebuah peristiwa adalah 
peristiwa pidana dan oleh karenanya terhadap peristiwa tersebut sudah 
dapat dilekatkan adanya tindakan upaya paksa yang dibenarkan oleh 
undang-undang. Dengan kata lain, apabila oleh penyelidik suatu peristiwa 
telah dipastikan adalah peristiwa pidana maka proses yang harus 
dilanjutkan adalah dengan tindakan penyidikan. Namun demikian, apabila 
yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu ternyata melalui tindakan 
penyelidikan tersebut tidak dapat ditemukan adanya dugaan peristiwa 
pidana maka penyelidik dapat menghentikan penyelidikannya. Meskipun 
secara formal tentang penghentian penyelidikan tidak dikenal dalam 
KUHAP, namun sesungguhnya hal tersebut tidak serta-merta menjadikan 
laporan atau pengaduan yang telah ditindaklanjuti dengan penyelidikan 
tersebut tidak dapat dibuka kembali. Hal ini karena secara substansial 
sepanjang pada perkembangan selanjutnya apabila terhadap laporan atau 
pengaduan tersebut ditemukan bukti baru maka hal itu dapat menjadi 
alasan bahwa penyelidikan tersebut dapat dilanjutkan kembali.”  
Dengan berdasarkan pertimbangan Mahkamah tersebut di atas, maka 

tindakan penghentian penyelidikan oleh penyelidik meskipun tidak secara tegas 
diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP adalah tidak bertentangan 
dengan UUD 1945. Terlebih setiap laporan adanya dugaan tindak pidana setelah 
dilakukan penyelidikan tidak terdapat cukup bukti untuk ditindaklanjuti ke 
dalam tahap penyidikan. Demikian pula terhadap proses penyelidikan yang 
sudah dilakukan penghentian penyelidikan tidak tertutup kemungkinan dapat 
dilakukan penyelidikan kembali sepanjang terhadap laporan adanya dugaan 
tindak pidana yang bersangkutan ditemukan alat bukti baru. Dengan demikian, 
penghentian penyelidikan yang tidak diatur secara khusus ke dalam Pasal 5 ayat 
(1) huruf a KUHAP tidak menghalangi hak konstitusional Pemohon sebagai 
Pelapor untuk mendapatkan keadilan.  

Bahwa secara doktriner dan apabila dikaitkan dengan prinsip hukum 
administrasi negara, in casu meskipun terhadap penghentian penyelidikan tidak 
dikenal atau tidak diatur di dalam KUHAP, namun hal tersebut tetap memberikan 
diskresi (asas freies ermerssen) kepada pejabat tata usaha negara dalam hal ini 
adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), yaitu menggunakan 
kebijakannya untuk mengatur hal-hal yang belum diatur dalam peraturan 
perundangan dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang 
berlaku. Terlebih, terkait dengan penghentian penyelidikan, Kapolri sebagai 
Pejabat Tata Usaha Negara, misalnya telah menerbitkan Surat Edaran Kapolri 
Nomor SE/7/VII/2018 tentang Penghentian Penyelidikan. Oleh karena itu, tanpa 
bermaksud menilai legalitas Surat Edaran Kapolri sebagaimana tersebut di atas 
telah ternyata di dalam Surat Edaran Kapolri tersebut telah mengatur tentang 
tata cara dan tahapan dalam penghentian penyelidikan.  

 

 

terhadap orang atau benda/barang dan sejak pada tahap itulah 
sesungguhnya perlindungan hukum atas hak asasi manusia sudah relevan 
diberikan.  

Pertimbangan Mahkamah a quo semakin menegaskan definisi dari Penyelidikan 
yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP dan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 
menyatakan:  

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan 
menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna 
menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang 
diatur dalam undang-undang.”  

Oleh karena itu, dengan mencermati arti sesungguhnya dari penyelidikan dapat 
diperoleh kesimpulan bahwa proses penyelidikan adalah suatu rangkaian 
tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga 
sebagai tindak pidana untuk dapat atau tidaknya ditindaklanjuti dengan 
penyidikan. Dengan demikian, meskipun dalam proses penyelidikan tidak 
dikenal secara tegas adanya penghentian penyelidikan, namun dengan adanya 
bagian proses penyelidikan yang memberikan kewenangan kepada penyelidik 
untuk menentukan serangkaian tindakan penyelidik dapat atau tidaknya 
ditindaklanjuti dengan proses penyidikan, hal tersebut menunjukkan bahwa 
penyelidik diberi kewenangan untuk membuat keputusan dapat atau tidaknya 
penyelidikan tersebut ditingkatkan ke dalam tahap penyidikan. Sehingga, 
meskipun tidak dicantumkannya penghentian penyelidikan dalam norma Pasal 5 
ayat (1) huruf a KUHAP, hal tersebut bukan berarti tidak ada kewenangan bagi 
penyelidik untuk menghentikan penyelidikan. Justru terhadap proses 
penyelidikan yang tidak memenuhi syarat-syarat normatif dan tidak dilakukan 
penghentian penyelidikan maka hal tersebut dapat menimbulkan adanya 
ketidakpastian hukum.  
[3.11.2] Bahwa adalah benar Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP tidak mengatur 
mengenai penghentian penyelidikan, namun apabila kemudian terjadi tindakan 
penghentian penyelidikan karena peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana 
ternyata tidak memenuhi unsur-unsur adanya peristiwa pidana, maka hal 
tersebut tidak serta merta menjadi bertentangan dengan UUD 1945 khususnya 
kepastian hukum yang adil.  

Hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 di 
antaranya adalah menjamin adanya kepastian hukum yang adil, sehingga 
menurut Mahkamah, penghentian penyelidikan terhadap peristiwa yang bukan 
merupakan tindak pidana justru memberi kepastian hukum. Hal itu dengan 
mendasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-XVII/2019 
khususnya Sub-paragraf [3.13.1] hlm. 22 yang menyatakan:  

“… Lebih lanjut apabila dicermati dari seluruh unsur agar dapat 
terpenuhinya tindakan penyelidikan sebagaimana dimaksudkan pada 
uraian di atas maka secara sederhana sebenarnya dapat dipahami bahwa 
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelidik yang menjadi 
batasan ruang lingkup tugas dan kewenangannya adalah terbatas pada 
tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa adanya laporan atau 
pengaduan yang diterima benar-benar memenuhi unsur adanya dugaan 
tindak pidana. Oleh karenanya yang terjadi sesungguhnya adalah tindakan 
penyelidik yang berupa tindakan permulaan yang pada dasarnya hanyalah 
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Tidak Dapat 

Diterima Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) 
 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XX/2022 PERIHAL 
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG 

PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 

 
20 APRIL 2022 

 
 

A. PENDAHULUAN 
Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, pukul 12.23 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 
7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 13/PUU-
XX/2021. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 13/PUU-XX/2021, 
perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU 7/2017 dalam perkara Nomor 13/PUU-
XX/2022, diajukan oleh Syafril Sjofyan, Tito Roesbandi, dkk, untuk selanjutnya 
disebut Para Pemohon.  
 

C. PASAL/AYAT UU 7/2017 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian terhadap 
Pasal 222 UU 7/2017 yang berketentuan sebagai berikut: 

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik 
Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 
20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua 

 

 

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Mahkamah 
berpendapat, meskipun norma Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP tidak ditambah 
dengan frasa “tidak mengadakan penghentian penyelidikan” sebagaimana yang 
didalilkan oleh Pemohon ternyata norma a quo telah memberikan kepastian 
hukum yang adil sehingga tidak bertentangan dengan UUD 1945.  
[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, 
dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 
 

F. AMAR PUTUSAN 
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya 
 

G. PENUTUP 
Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak 
ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh 
kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah 
Konstitusi yang terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi 
setiap orang) yang wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh 
seluruh organ penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. 
Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 4/PUU-
XX/2022 yang menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima 
terhadap pengujian KUHAP mengandung arti bahwa ketentuan a quo tidak 
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan 
hukum mengikat. 
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Bahwa permohonan pengujian UU 7/2017 dalam perkara Nomor 13/PUU-
XX/2022, diajukan oleh Syafril Sjofyan, Tito Roesbandi, dkk, untuk selanjutnya 
disebut Para Pemohon.  
 

C. PASAL/AYAT UU 7/2017 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian terhadap 
Pasal 222 UU 7/2017 yang berketentuan sebagai berikut: 
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Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 
20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua 

 

 

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Mahkamah 
berpendapat, meskipun norma Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP tidak ditambah 
dengan frasa “tidak mengadakan penghentian penyelidikan” sebagaimana yang 
didalilkan oleh Pemohon ternyata norma a quo telah memberikan kepastian 
hukum yang adil sehingga tidak bertentangan dengan UUD 1945.  
[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, 
dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 
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Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak 
ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh 
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Konstitusi yang terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi 
setiap orang) yang wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh 
seluruh organ penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. 
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XX/2022 yang menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima 
terhadap pengujian KUHAP mengandung arti bahwa ketentuan a quo tidak 
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Presiden dan Wakil Presiden ditentukan oleh partai politik atau gabungan 
partai politik, bukan oleh perseorangan. Demikian juga sejalan dengan 
Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang secara eksplisit menentukan hanya partai 
politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan 
Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam 
pemilihan umum sebelumnya yang dapat mengusulkan dua pasangan calon 
Presiden dan Wakil Presiden untuk dipilih oleh Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, 
diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa 
jabatannya secara bersamaan. Ketentuan konstitusi tersebut semakin 
menegaskan Mahkamah bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum 
untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 
7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu, 
bukan perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk memilih.” 

[3.6.2] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, 
berkenaan dengan anggapan adanya kerugian hak konstitusional yang dialami 
oleh perseorangan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu, Mahkamah 
berpendapat adanya aturan main terkait persyaratan ambang batas pengusulan 
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana ditentukan dalam 
Pasal 222 UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh 
para Pemohon telah diberlakukan sebelum pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di 
mana para Pemohon juga telah memiliki hak untuk memilih dan telah 
mengetahui hasil hak pilihnya dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 yang akan 
digunakan sebagai persyaratan ambang batas pengusulan pasangan calon 
presiden dalam Pemilu Tahun 2024 mendatang. Dengan analogi demikian, maka 
anggapan adanya kerugian konstitusional, in casu terhambatnya hak untuk 
memilih (right to vote) yang dialami oleh para Pemohon menjadi tidak beralasan 
menurut hukum. Selain itu, terkait dengan anggapan adanya kerugian hak 
konstitusional para Pemohon karena terhambatnya haknya untuk memilih (right 
to vote) kandidat calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang memiliki lebih 
banyak pilihan, menurut Mahkamah, Pasal 222 UU 7/2017 sama sekali tidak 
membatasi jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan 
mengikuti pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Permasalahan berapa 
pasangan calon yang memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan Presiden dan 
Wakil Presiden tidaklah ditentukan oleh norma yang diajukan para Pemohon, 
sehingga hal demikian bukanlah permasalahan norma melainkan permasalahan 
implementasi atas norma dimaksud yang sangat tergantung pada dinamika sosial 
dan politik yang berkembang dalam masyarakat yang termanifestasikan dalam 
keinginan partai politik. Terlebih lagi, norma yang diajukan oleh para Pemohon 
tidak menghalangi para Pemohon untuk bebas memberikan suaranya kepada 
pasangan calon presiden dan wakil presiden manapun yang telah memenuhi 
syarat. Dengan demikian, anggapan potensi kerugian yang diuraikan oleh para 

 

 

puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR 
sebelumnya.” 

 
D. BATU UJI 

Bahwa Pasal a quo dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) 
dan Pasal 6A ayat  (2) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan 
melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon.  
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian UU 7/2017 dalam permohonan a quo, Mahkamah 
Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 

[3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian dari para 
Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana 
diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah akan 
mempertimbangkan sebagai berikut:  

[3.6.1] Bahwa berkenaan dengan kualifikasi para Pemohon sebagai perorangan 
warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dalam pengujian 
konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, Mahkamah sejak Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020, bertanggal 14 Januari 2021 kemudian 
ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-
XIX/2021, bertanggal 24 Februari 2022 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
8/PUUXX/2022, bertanggal 29 Maret 2022 telah mempertimbangkan yang pada 
pokoknya sebagai berikut:  

“[3.6.2] ... jelaslah bahwa Mahkamah pernah memberikan kedudukan 
hukum terhadap perseorangan warga negara yang memiliki hak memilih 
untuk menguji norma berkenaan dengan ketentuan ambang batas 
pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, oleh karena 
terdapat perbedaan mekanisme dan sistem yang digunakan dalam 
penentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil 
Presiden pada Pemilu Tahun 2014 dengan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu 
berikutnya pada tahun 2024, sehingga terjadi pergeseran sebagaimana 
yang dipertimbangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
74/PUUXVIII/2020 bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk 
mengajukan permohonan berkenaan dengan persyaratan ambang batas 
untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 
(presidential threshold) in casu, Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik 
atau gabungan partai politik peserta pemilu. 

[3.6.3] Bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu 
memiliki kerugian hak konstitusional untuk mengajukan permohonan 
pengujian Pasal 222 UU 7/2017 sejalan dengan amanat konstitusi yaitu 
Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menentukan pengusulan pasangan calon 
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Presiden dan Wakil Presiden ditentukan oleh partai politik atau gabungan 
partai politik, bukan oleh perseorangan. Demikian juga sejalan dengan 
Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang secara eksplisit menentukan hanya partai 
politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan 
Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam 
pemilihan umum sebelumnya yang dapat mengusulkan dua pasangan calon 
Presiden dan Wakil Presiden untuk dipilih oleh Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, 
diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa 
jabatannya secara bersamaan. Ketentuan konstitusi tersebut semakin 
menegaskan Mahkamah bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum 
untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 
7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu, 
bukan perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk memilih.” 

[3.6.2] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, 
berkenaan dengan anggapan adanya kerugian hak konstitusional yang dialami 
oleh perseorangan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu, Mahkamah 
berpendapat adanya aturan main terkait persyaratan ambang batas pengusulan 
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana ditentukan dalam 
Pasal 222 UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh 
para Pemohon telah diberlakukan sebelum pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di 
mana para Pemohon juga telah memiliki hak untuk memilih dan telah 
mengetahui hasil hak pilihnya dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 yang akan 
digunakan sebagai persyaratan ambang batas pengusulan pasangan calon 
presiden dalam Pemilu Tahun 2024 mendatang. Dengan analogi demikian, maka 
anggapan adanya kerugian konstitusional, in casu terhambatnya hak untuk 
memilih (right to vote) yang dialami oleh para Pemohon menjadi tidak beralasan 
menurut hukum. Selain itu, terkait dengan anggapan adanya kerugian hak 
konstitusional para Pemohon karena terhambatnya haknya untuk memilih (right 
to vote) kandidat calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang memiliki lebih 
banyak pilihan, menurut Mahkamah, Pasal 222 UU 7/2017 sama sekali tidak 
membatasi jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan 
mengikuti pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Permasalahan berapa 
pasangan calon yang memenuhi syarat untuk mengikuti pemilihan Presiden dan 
Wakil Presiden tidaklah ditentukan oleh norma yang diajukan para Pemohon, 
sehingga hal demikian bukanlah permasalahan norma melainkan permasalahan 
implementasi atas norma dimaksud yang sangat tergantung pada dinamika sosial 
dan politik yang berkembang dalam masyarakat yang termanifestasikan dalam 
keinginan partai politik. Terlebih lagi, norma yang diajukan oleh para Pemohon 
tidak menghalangi para Pemohon untuk bebas memberikan suaranya kepada 
pasangan calon presiden dan wakil presiden manapun yang telah memenuhi 
syarat. Dengan demikian, anggapan potensi kerugian yang diuraikan oleh para 

 

 

puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR 
sebelumnya.” 

 
D. BATU UJI 

Bahwa Pasal a quo dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) 
dan Pasal 6A ayat  (2) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan 
melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon.  
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian UU 7/2017 dalam permohonan a quo, Mahkamah 
Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 

[3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian dari para 
Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana 
diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah akan 
mempertimbangkan sebagai berikut:  

[3.6.1] Bahwa berkenaan dengan kualifikasi para Pemohon sebagai perorangan 
warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dalam pengujian 
konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, Mahkamah sejak Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020, bertanggal 14 Januari 2021 kemudian 
ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-
XIX/2021, bertanggal 24 Februari 2022 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
8/PUUXX/2022, bertanggal 29 Maret 2022 telah mempertimbangkan yang pada 
pokoknya sebagai berikut:  

“[3.6.2] ... jelaslah bahwa Mahkamah pernah memberikan kedudukan 
hukum terhadap perseorangan warga negara yang memiliki hak memilih 
untuk menguji norma berkenaan dengan ketentuan ambang batas 
pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, oleh karena 
terdapat perbedaan mekanisme dan sistem yang digunakan dalam 
penentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil 
Presiden pada Pemilu Tahun 2014 dengan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu 
berikutnya pada tahun 2024, sehingga terjadi pergeseran sebagaimana 
yang dipertimbangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
74/PUUXVIII/2020 bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk 
mengajukan permohonan berkenaan dengan persyaratan ambang batas 
untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 
(presidential threshold) in casu, Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik 
atau gabungan partai politik peserta pemilu. 

[3.6.3] Bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu 
memiliki kerugian hak konstitusional untuk mengajukan permohonan 
pengujian Pasal 222 UU 7/2017 sejalan dengan amanat konstitusi yaitu 
Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menentukan pengusulan pasangan calon 
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bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan 
hukum mengikat. 
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Pemohon tersebut, menurut Mahkamah para Pemohon tidak memiliki kedudukan 
hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 

[3.6.3] Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021 sebagaimana diuraikan 
pada Sub-paragraf [3.6.1] di atas, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim 
Konstitusi Manahan M.P. Sitompul berpendapat dalam pengujian 
konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, Pemohon perseorangan sepanjang dapat 
menjelaskan atau menguraikan memiliki hak untuk memilih (right to vote) adalah 
memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Dalam pokok 
permohonan, norma Pasal 222 UU 7/2017 yang mengatur mengenai persyaratan 
ambang batas pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah 
konstitusional dan terkait dengan batasan persentase yang ditentukan dalam 
norma a quo merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang 
(open legal policy) sehingga menolak permohonan Pemohon. Sementara itu, 
Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra berpendapat para 
Pemohon perseorangan sepanjang dapat menjelaskan atau menguraikan 
memiliki hak untuk memilih (right to vote) adalah memiliki kedudukan hukum 
untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 
7/2017, serta dalam pokok permohonan berpendapat norma Pasal 222 UU 
7/2017 adalah inkonstitusional sehingga permohonan beralasan menurut hukum 
dan seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon 
sebagaimana pendiriannya dalam putusan-putusan sebelumnya; 

[3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan 
a quo, namun dikarenakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum 
untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah tidak mempertimbangkan 
pokok permohonan. 

 

F. AMAR PUTUSAN 
Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima. 
 

G. PENUTUP 
Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan 
mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung 
memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno 
terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang 
wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ 
penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, 
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 13/PUU-XX/2022 yang 
menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima terhadap 
pengujian UU 7/2017 mengandung arti bahwa ketentuan a quo tidak 
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Pemohon tersebut, menurut Mahkamah para Pemohon tidak memiliki kedudukan 
hukum untuk mengajukan permohonan a quo; 

[3.6.3] Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021 sebagaimana diuraikan 
pada Sub-paragraf [3.6.1] di atas, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim 
Konstitusi Manahan M.P. Sitompul berpendapat dalam pengujian 
konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, Pemohon perseorangan sepanjang dapat 
menjelaskan atau menguraikan memiliki hak untuk memilih (right to vote) adalah 
memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Dalam pokok 
permohonan, norma Pasal 222 UU 7/2017 yang mengatur mengenai persyaratan 
ambang batas pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah 
konstitusional dan terkait dengan batasan persentase yang ditentukan dalam 
norma a quo merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang 
(open legal policy) sehingga menolak permohonan Pemohon. Sementara itu, 
Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra berpendapat para 
Pemohon perseorangan sepanjang dapat menjelaskan atau menguraikan 
memiliki hak untuk memilih (right to vote) adalah memiliki kedudukan hukum 
untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 
7/2017, serta dalam pokok permohonan berpendapat norma Pasal 222 UU 
7/2017 adalah inkonstitusional sehingga permohonan beralasan menurut hukum 
dan seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon 
sebagaimana pendiriannya dalam putusan-putusan sebelumnya; 

[3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan 
a quo, namun dikarenakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum 
untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah tidak mempertimbangkan 
pokok permohonan. 

 

F. AMAR PUTUSAN 
Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima. 
 

G. PENUTUP 
Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan 
mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung 
memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno 
terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang 
wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ 
penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, 
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 13/PUU-XX/2022 yang 
menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima terhadap 
pengujian UU 7/2017 mengandung arti bahwa ketentuan a quo tidak 

PANLAK UU/PUSPANLAK UU TW III 2022



114

 

 

 
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

 
INFO JUDICIAL REVIEW 

(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Dinyatakan 
Tidak Dapat Diterima Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) 

 
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XX/2022 

PERIHAL PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 
TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 

NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 
 

20 APRIL 2022 
 

A. PENDAHULUAN 
Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, pukul 12.37 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 
7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 20/PUU-
XX/2022. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 20/PUU-XX/2022, 
perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU 7/2017 dalam Perkara 20/PUU-XX/2022 
diajukan oleh Adang Suhardjo, Marwan Batubara, Ali Ridhok, dan Bennie Akbar 
Fatah yang memberikan kuasa kepada Dr. Herman Kadir S.H., M.Hum., dkk, 
advokat pada Tim Advokat Judicial Review Presidential Threshold Adang, 
Marwan, Ali Ridhok, dan Bennie A. Fatah, untuk selanjutnya disebut sebagai Para 
Pemohon. 
 

C. PASAL/AYAT UU 7/2017 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil 
terhadap Pasal 222 UU 7/2017 yang selengkapnya berketentuan sebagai berikut: 
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

 
INFO JUDICIAL REVIEW 

(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Dinyatakan 
Tidak Dapat Diterima Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) 

 
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XX/2022 

PERIHAL PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 
TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 

NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 
 

20 APRIL 2022 
 

A. PENDAHULUAN 
Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, pukul 12.37 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 
7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 20/PUU-
XX/2022. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 20/PUU-XX/2022, 
perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU 7/2017 dalam Perkara 20/PUU-XX/2022 
diajukan oleh Adang Suhardjo, Marwan Batubara, Ali Ridhok, dan Bennie Akbar 
Fatah yang memberikan kuasa kepada Dr. Herman Kadir S.H., M.Hum., dkk, 
advokat pada Tim Advokat Judicial Review Presidential Threshold Adang, 
Marwan, Ali Ridhok, dan Bennie A. Fatah, untuk selanjutnya disebut sebagai Para 
Pemohon. 
 

C. PASAL/AYAT UU 7/2017 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil 
terhadap Pasal 222 UU 7/2017 yang selengkapnya berketentuan sebagai berikut: 
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[3.6.3] Bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu 
memiliki kerugian hak konstitusional untuk mengajukan permohonan 
pengujian Pasal 222 UU 7/2017 sejalan dengan amanat konstitusi yaitu 
Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menentukan pengusulan pasangan calon 
Presiden dan Wakil Presiden ditentukan oleh partai politik atau gabungan 
partai politik, bukan oleh perseorangan. Demikian juga sejalan dengan 
Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang secara eksplisit menentukan hanya partai 
politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan 
Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam 
pemilihan umum sebelumnya yang dapat mengusulkan dua pasangan 
calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dipilih oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, 
berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam 
masa jabatannya secara bersamaan. Ketentuan konstitusi tersebut 
semakin menegaskan Mahkamah bahwa pihak yang memiliki kedudukan 
hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 
222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta 
Pemilu, bukan perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk 
memilih.” 
 

[3.6.2] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, 
berkenaan dengan anggapan adanya kerugian hak konstitusional yang dialami 
oleh perseorangan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu, Mahkamah 
berpendapat adanya aturan main terkait persyaratan ambang batas pengusulan 
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana ditentukan dalam 
Pasal 222 UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh 
para Pemohon telah diberlakukan sebelum pelaksanaan pemilu tahun 2019 di 
mana para Pemohon juga telah memiliki hak untuk memilih dan telah 
mengetahui hasil hak pilihnya dalam pemilu legislatif tahun 2019 yang akan 
digunakan sebagai persyaratan ambang batas pengusulan pasangan calon 
presiden dalam pemilu tahun 2024 mendatang. Dengan analogi demikian, maka 
anggapan adanya kerugian konstitusional, in casu terhambatnya hak untuk 
memilih (right to vote) yang dialami oleh para Pemohon menjadi tidak beralasan 
menurut hukum. Selain itu argumentasi para Pemohon bahwa persoalan ambang 
batas tidak hanya terkait dengan eksistensi partai politik karena para Pemohon 
sebagai warga negara yang akan menerima manfaat utama dari penyelenggaraan 
pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden adalah tidak relevan dengan 
anggapan kerugian konstitusional para Pemohon, karena norma Pasal 222 UU 
7/2017 tersebut sama sekali tidak membatasi atau menghalangi hak para 
Pemohon untuk memilih atau memberikan suara dalam pemilihan umum 
Presiden dan Wakil presiden. 

 

 

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik 
Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 
20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoLeh 25% (dua 
puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR 
sebelumnya.” 

 
D. BATU UJI 

Bahwa Pasal 222 UU 7/2017 dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 
1 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), 
Pasal 6A ayat (4), Pasal 6A ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 
28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28J ayat (1), dan Pasal 
28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar 
hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon. 
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian Pasal 222 UU 7/2017 dalam permohonan a quo, 
Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 
[3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian para 
Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya selanjutnya 
Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: 
[3.6.1] Bahwa berkenaan dengan kualifikasi para Pemohon sebagai perseorangan 
warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dalam pengujian 
konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, Mahkamah sejak Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020, bertanggal 14 Januari 2021 kemudian 
ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
66/PUUXIX/2021, bertanggal 24 Februari 2022 dan Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 8/PUU-XX/2022, bertanggal 29 Maret 2022 telah 
mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: 

“[3.6.2] ... jelaslah bahwa Mahkamah pernah memberikan kedudukan 
hukum terhadap perseorangan warga negara yang memiliki hak memilih 
untuk menguji norma berkenaan dengan ketentuan ambang batas 
pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, oleh karena 
terdapat perbedaan mekanisme dan sistem yang digunakan dalam 
penentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil 
Presiden pada Pemilu Tahun 2014 dengan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu 
berikutnya pada tahun 2024, sehingga terjadi pergeseran sebagaimana 
yang dipertimbangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
74/PUUXVIII/2020 bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk 
mengajukan permohonan berkenaan dengan persyaratan ambang batas 
untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 
(presidential threshold) in casu, Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik 
atau gabungan partai politik peserta pemilu. 
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[3.6.3] Bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu 
memiliki kerugian hak konstitusional untuk mengajukan permohonan 
pengujian Pasal 222 UU 7/2017 sejalan dengan amanat konstitusi yaitu 
Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menentukan pengusulan pasangan calon 
Presiden dan Wakil Presiden ditentukan oleh partai politik atau gabungan 
partai politik, bukan oleh perseorangan. Demikian juga sejalan dengan 
Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang secara eksplisit menentukan hanya partai 
politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan 
Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam 
pemilihan umum sebelumnya yang dapat mengusulkan dua pasangan 
calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dipilih oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, 
berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam 
masa jabatannya secara bersamaan. Ketentuan konstitusi tersebut 
semakin menegaskan Mahkamah bahwa pihak yang memiliki kedudukan 
hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 
222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta 
Pemilu, bukan perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk 
memilih.” 
 

[3.6.2] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, 
berkenaan dengan anggapan adanya kerugian hak konstitusional yang dialami 
oleh perseorangan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu, Mahkamah 
berpendapat adanya aturan main terkait persyaratan ambang batas pengusulan 
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana ditentukan dalam 
Pasal 222 UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh 
para Pemohon telah diberlakukan sebelum pelaksanaan pemilu tahun 2019 di 
mana para Pemohon juga telah memiliki hak untuk memilih dan telah 
mengetahui hasil hak pilihnya dalam pemilu legislatif tahun 2019 yang akan 
digunakan sebagai persyaratan ambang batas pengusulan pasangan calon 
presiden dalam pemilu tahun 2024 mendatang. Dengan analogi demikian, maka 
anggapan adanya kerugian konstitusional, in casu terhambatnya hak untuk 
memilih (right to vote) yang dialami oleh para Pemohon menjadi tidak beralasan 
menurut hukum. Selain itu argumentasi para Pemohon bahwa persoalan ambang 
batas tidak hanya terkait dengan eksistensi partai politik karena para Pemohon 
sebagai warga negara yang akan menerima manfaat utama dari penyelenggaraan 
pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden adalah tidak relevan dengan 
anggapan kerugian konstitusional para Pemohon, karena norma Pasal 222 UU 
7/2017 tersebut sama sekali tidak membatasi atau menghalangi hak para 
Pemohon untuk memilih atau memberikan suara dalam pemilihan umum 
Presiden dan Wakil presiden. 

 

 

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik 
Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 
20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoLeh 25% (dua 
puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR 
sebelumnya.” 

 
D. BATU UJI 

Bahwa Pasal 222 UU 7/2017 dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 
1 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 6A ayat (3), 
Pasal 6A ayat (4), Pasal 6A ayat (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 
28D ayat (1), Pasal 28D ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28J ayat (1), dan Pasal 
28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar 
hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon. 
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian Pasal 222 UU 7/2017 dalam permohonan a quo, 
Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 
[3.6] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian para 
Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya selanjutnya 
Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: 
[3.6.1] Bahwa berkenaan dengan kualifikasi para Pemohon sebagai perseorangan 
warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dalam pengujian 
konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, Mahkamah sejak Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020, bertanggal 14 Januari 2021 kemudian 
ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
66/PUUXIX/2021, bertanggal 24 Februari 2022 dan Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 8/PUU-XX/2022, bertanggal 29 Maret 2022 telah 
mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: 

“[3.6.2] ... jelaslah bahwa Mahkamah pernah memberikan kedudukan 
hukum terhadap perseorangan warga negara yang memiliki hak memilih 
untuk menguji norma berkenaan dengan ketentuan ambang batas 
pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, oleh karena 
terdapat perbedaan mekanisme dan sistem yang digunakan dalam 
penentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil 
Presiden pada Pemilu Tahun 2014 dengan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu 
berikutnya pada tahun 2024, sehingga terjadi pergeseran sebagaimana 
yang dipertimbangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
74/PUUXVIII/2020 bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk 
mengajukan permohonan berkenaan dengan persyaratan ambang batas 
untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 
(presidential threshold) in casu, Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik 
atau gabungan partai politik peserta pemilu. 
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kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, maka Mahkamah tidak 
mempertimbangkan pokok permohonan. 
 

F. AMAR PUTUSAN: 
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 
 

G. PENUTUP 
Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak 
ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh 
kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah 
Konstitusi yang terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi 
setiap orang) yang wajib dipatuhi oleh seluruh organ penyelenggara negara, 
organ penegak hukum, dan warga negara. Oleh karena itu, Putusan MK dalam 
Perkara Nomor 20/PUU-XX/2022 yang menyatakan permohonan Pemohon 
sepanjang Pasal 222 UU 7/2017 tidak dapat diterima mengandung arti bahwa 
ketentuan pasal-pasal a quo tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan 
tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
 
 
 
 
 
 

 
 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
BADAN KEAHLIAN 

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 
2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
[3.6.3] Bahwa berkenaan alasan kedudukan hukum Pemohon, khususnya 
Pemohon I, di mana Pemohon mengaitkan hak mengajukan pengujian Pasal 222 
UU 7/2017 dengan hak konstitusional Pemohon untuk ikut serta dalam usaha 
pembelaan negara yang menurut Pemohon dijamin dalam Pasal 30 ayat (1) UUD 
1945 adalah tidak tepat, karena rumusan Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 yang benar 
adalah “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha 
pertahanan dan keamanan negara.”, bukan “...ikut serta dalam usaha pembelaan 
negara” sebagaimana diuraikan Pemohon. Oleh karena itu, norma konstitusi 
tersebut menjadi tidak relevan dengan alasan kedudukan hukum Pemohon a quo. 
Jikapun yang dimaksud Pemohon adalah hak untuk ikut serta dalam usaha 
pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 30 ayat (1) 
UUD 1945 a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya hubungan sebab akibat 
antara norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dengan 
anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon a quo baik secara aktual maupun 
potensial. Berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah 
para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan 
permohonan a quo; 
 
[3.6.4] Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021 sebagaimana diuraikan 
pada Sub-paragraf [3.6.1] di atas, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan 
Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul berpendapat dalam pengujian 
konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, Pemohon perseorangan sepanjang dapat 
menjelaskan atau menguraikan memiliki hak untuk memilih (right to vote) 
adalah memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Dalam 
pokok permohonan, norma Pasal 222 UU 7/2017 yang mengatur mengenai 
persyaratan ambang batas pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil 
Presiden adalah konstitusional dan terkait dengan batasan persentase yang 
ditentukan dalam norma a quo merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk 
undang-undang (open legal policy) sehingga menolak permohonan Pemohon. 
Sementara itu, Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra 
berpendapat para Pemohon perseorangan sepanjang dapat menjelaskan atau 
menguraikan memiliki hak untuk memilih (right to vote) adalah memiliki 
kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas 
Pasal 222 UU 7/2017, serta dalam pokok permohonan berpendapat norma Pasal 
222 UU 7/2017 adalah inkonstitusional sehingga permohonan beralasan 
menurut hukum dan seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan para 
Pemohon sebagaimana pendiriannya dalam putusan-putusan sebelumnya; 

 
[3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili 
permohonan a quo, namun dikarenakan para Pemohon tidak memiliki 
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kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, maka Mahkamah tidak 
mempertimbangkan pokok permohonan. 
 

F. AMAR PUTUSAN: 
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 
 

G. PENUTUP 
Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak 
ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh 
kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah 
Konstitusi yang terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi 
setiap orang) yang wajib dipatuhi oleh seluruh organ penyelenggara negara, 
organ penegak hukum, dan warga negara. Oleh karena itu, Putusan MK dalam 
Perkara Nomor 20/PUU-XX/2022 yang menyatakan permohonan Pemohon 
sepanjang Pasal 222 UU 7/2017 tidak dapat diterima mengandung arti bahwa 
ketentuan pasal-pasal a quo tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan 
tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
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BADAN KEAHLIAN 

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 
2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
[3.6.3] Bahwa berkenaan alasan kedudukan hukum Pemohon, khususnya 
Pemohon I, di mana Pemohon mengaitkan hak mengajukan pengujian Pasal 222 
UU 7/2017 dengan hak konstitusional Pemohon untuk ikut serta dalam usaha 
pembelaan negara yang menurut Pemohon dijamin dalam Pasal 30 ayat (1) UUD 
1945 adalah tidak tepat, karena rumusan Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 yang benar 
adalah “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha 
pertahanan dan keamanan negara.”, bukan “...ikut serta dalam usaha pembelaan 
negara” sebagaimana diuraikan Pemohon. Oleh karena itu, norma konstitusi 
tersebut menjadi tidak relevan dengan alasan kedudukan hukum Pemohon a quo. 
Jikapun yang dimaksud Pemohon adalah hak untuk ikut serta dalam usaha 
pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 30 ayat (1) 
UUD 1945 a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya hubungan sebab akibat 
antara norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dengan 
anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon a quo baik secara aktual maupun 
potensial. Berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah 
para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan 
permohonan a quo; 
 
[3.6.4] Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021 sebagaimana diuraikan 
pada Sub-paragraf [3.6.1] di atas, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan 
Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul berpendapat dalam pengujian 
konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, Pemohon perseorangan sepanjang dapat 
menjelaskan atau menguraikan memiliki hak untuk memilih (right to vote) 
adalah memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Dalam 
pokok permohonan, norma Pasal 222 UU 7/2017 yang mengatur mengenai 
persyaratan ambang batas pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil 
Presiden adalah konstitusional dan terkait dengan batasan persentase yang 
ditentukan dalam norma a quo merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk 
undang-undang (open legal policy) sehingga menolak permohonan Pemohon. 
Sementara itu, Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra 
berpendapat para Pemohon perseorangan sepanjang dapat menjelaskan atau 
menguraikan memiliki hak untuk memilih (right to vote) adalah memiliki 
kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas 
Pasal 222 UU 7/2017, serta dalam pokok permohonan berpendapat norma Pasal 
222 UU 7/2017 adalah inkonstitusional sehingga permohonan beralasan 
menurut hukum dan seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan para 
Pemohon sebagaimana pendiriannya dalam putusan-putusan sebelumnya; 

 
[3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili 
permohonan a quo, namun dikarenakan para Pemohon tidak memiliki 
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Dinyatakan 

Tidak Dapat DiterimaDalam Sidang Mahkamah Konstitusi) 
 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-XX/2022 PERIHAL 
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN TENTANG PEMILIHAN 

UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA TAHUN 1945 

 
20 APRIL 2022 

 
 

A. PENDAHULUAN 
Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, pukul 12.51 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya 
disebut UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 
21/PUU-XX/2022. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 21/PUU-
XIX/2022, perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal 
DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU Pemilu diajukan oleh Ajbar, Muhammad J, 
Wartabone, Eni, Sumarni, M. Syukur, Abdul Rachman Thata, S.H, M.H,  yang 
memberikan kuasa kepada Dr. Ahmad Yani, S.H., M.H., Nora Yosse Novia, S.H., 
M.H., Irlan Superi, S.H., M.H., Drs. H. Darsono E.K., S.H., M.H., Dedy Setyawan, S.H., 
dan Bera Madina, S.H, advokat dan kinsultan hukum dalam SAY & Partners Law 
Firm, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.  
 

C. PASAL/AYAT UU PEMILU YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengujikan Pasal 222 UU Pemilu yang 
berketentuan sebagai berikut: 
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Dinyatakan 

Tidak Dapat DiterimaDalam Sidang Mahkamah Konstitusi) 
 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 21/PUU-XX/2022 PERIHAL 
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN TENTANG PEMILIHAN 

UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA TAHUN 1945 

 
20 APRIL 2022 

 
 

A. PENDAHULUAN 
Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, pukul 12.51 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya 
disebut UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 
21/PUU-XX/2022. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 21/PUU-
XIX/2022, perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal 
DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU Pemilu diajukan oleh Ajbar, Muhammad J, 
Wartabone, Eni, Sumarni, M. Syukur, Abdul Rachman Thata, S.H, M.H,  yang 
memberikan kuasa kepada Dr. Ahmad Yani, S.H., M.H., Nora Yosse Novia, S.H., 
M.H., Irlan Superi, S.H., M.H., Drs. H. Darsono E.K., S.H., M.H., Dedy Setyawan, S.H., 
dan Bera Madina, S.H, advokat dan kinsultan hukum dalam SAY & Partners Law 
Firm, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.  
 

C. PASAL/AYAT UU PEMILU YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengujikan Pasal 222 UU Pemilu yang 
berketentuan sebagai berikut: 
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memiliki kerugian hak konstitusional untuk mengajukan permohonan 
pengujian Pasal 222 UU 7/2017 sejalan dengan amanat konstitusi yaitu 
Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menentukan pengusulan pasangan calon 
Presiden dan Wakil Presiden ditentukan oleh partai politik atau gabungan 
partai politik, bukan oleh perseorangan. Demikian juga sejalan dengan 
Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang secara eksplisit menentukan hanya partai 
politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan 
Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam 
pemilihan umum sebelumnya yang dapat mengusulkan dua pasangan 
calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dipilih oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, 
berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam 
masa jabatannya secara bersamaan. Ketentuan konstitusi tersebut 
semakin menegaskan Mahkamah bahwa pihak yang memiliki kedudukan 
hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 
222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta 
Pemilu, bukan perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk 
memilih.”  

[3.6.2] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, 
berkenaan dengan anggapan adanya kerugian hak konstitusional yang dialami 
oleh perseorangan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu, Mahkamah 
berpendapat adanya aturan main terkait persyaratan ambang batas pengusulan 
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana ditentukan dalam 
Pasal 222 UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh 
para Pemohon telah diberlakukan sebelum pelaksanaan pemilu tahun 2019 
dimana para Pemohon juga telah memiliki hak untuk memilih dan telah 
mengetahui hasil hak pilihnya dalam pemilu legislatif tahun 2019 yang akan 
digunakan sebagai persyaratan ambang batas pengusulan pasangan calon 
presiden dalam pemilu tahun 2024 mendatang. Dengan analogi demikian, maka 
anggapan adanya kerugian konstitusional, in casu terhambatnya hak untuk 
memilih (right to vote) yang dialami oleh para Pemohon menjadi tidak 
beralasan menurut hukum. Selain itu, terkait anggapan adanya kerugian hak 
konstitusional para Pemohon karena terhambatnya haknya untuk memilih 
(right to vote) kandidat calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang memiliki 
lebih banyak pilihan, menurut Mahkamah, Pasal 222 UU 7/2017 sama sekali 
tidak membatasi jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan 
mengikuti pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, 
selain para Pemohon tidak memiliki kerugian hak konstitusional dengan 
berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017, tidak terdapat hubungan sebab akibat 
antara norma a quo dengan anggapan kerugian hak konstitusional para 
Pemohon untuk memilih (right to vote);  

[3.6.3] Bahwa berkenaan dengan kualifikasi para Pemohon sebagai anggota 

 

 

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik 
Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 
2O% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua 
puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR 
sebelumnya.” 

 
D. BATU UJI 

Bahwa Pasal 222 UU Pemilu dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 
27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3)  UUD NRI Tahun 1945 karena 
dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional 
Para Pemohon.  
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian Pasal 222 UU Pemilu dalam permohonan a quo, 
Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 

[3.6]  Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian para 
Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana 
diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah akan 
mempertimbangkan sebagai berikut:  

[3.6.1] Bahwa berkenaan dengan kualifikasi para Pemohon sebagai 
perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dalam 
pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, Mahkamah sejak Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020, bertanggal 14 Januari 2021 
kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
66/PUU-XIX/2021, bertanggal 24 Februari 2022 telah mempertimbangkan yang 
pada pokoknya sebagai berikut: 

“[3.6.2] ... jelaslah bahwa Mahkamah pernah memberikan kedudukan 
hukum terhadap perseorangan warga negara yang memiliki hak memilih 
untuk menguji norma berkenaan dengan ketentuan ambang batas 
pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, oleh karena 
terdapat perbedaan mekanisme dan sistem yang digunakan dalam 
penentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil 
Presiden pada Pemilu Tahun 2014 dengan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu 
berikutnya pada tahun 2024, sehingga terjadi pergeseran sebagaimana 
yang dipertimbangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
74/PUU-XVIII/2020 bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk 
mengajukan permohonan berkenaan dengan persyaratan ambang batas 
untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 
(presidential threshold) in casu, Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik 
atau gabungan partai politik peserta pemilu.  

[3.6.3] Bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu 
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memiliki kerugian hak konstitusional untuk mengajukan permohonan 
pengujian Pasal 222 UU 7/2017 sejalan dengan amanat konstitusi yaitu 
Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menentukan pengusulan pasangan calon 
Presiden dan Wakil Presiden ditentukan oleh partai politik atau gabungan 
partai politik, bukan oleh perseorangan. Demikian juga sejalan dengan 
Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang secara eksplisit menentukan hanya partai 
politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan 
Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam 
pemilihan umum sebelumnya yang dapat mengusulkan dua pasangan 
calon Presiden dan Wakil Presiden untuk dipilih oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, 
berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam 
masa jabatannya secara bersamaan. Ketentuan konstitusi tersebut 
semakin menegaskan Mahkamah bahwa pihak yang memiliki kedudukan 
hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 
222 UU 7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta 
Pemilu, bukan perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk 
memilih.”  

[3.6.2] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, 
berkenaan dengan anggapan adanya kerugian hak konstitusional yang dialami 
oleh perseorangan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu, Mahkamah 
berpendapat adanya aturan main terkait persyaratan ambang batas pengusulan 
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana ditentukan dalam 
Pasal 222 UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh 
para Pemohon telah diberlakukan sebelum pelaksanaan pemilu tahun 2019 
dimana para Pemohon juga telah memiliki hak untuk memilih dan telah 
mengetahui hasil hak pilihnya dalam pemilu legislatif tahun 2019 yang akan 
digunakan sebagai persyaratan ambang batas pengusulan pasangan calon 
presiden dalam pemilu tahun 2024 mendatang. Dengan analogi demikian, maka 
anggapan adanya kerugian konstitusional, in casu terhambatnya hak untuk 
memilih (right to vote) yang dialami oleh para Pemohon menjadi tidak 
beralasan menurut hukum. Selain itu, terkait anggapan adanya kerugian hak 
konstitusional para Pemohon karena terhambatnya haknya untuk memilih 
(right to vote) kandidat calon Presiden dan/atau Wakil Presiden yang memiliki 
lebih banyak pilihan, menurut Mahkamah, Pasal 222 UU 7/2017 sama sekali 
tidak membatasi jumlah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan 
mengikuti pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, 
selain para Pemohon tidak memiliki kerugian hak konstitusional dengan 
berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017, tidak terdapat hubungan sebab akibat 
antara norma a quo dengan anggapan kerugian hak konstitusional para 
Pemohon untuk memilih (right to vote);  

[3.6.3] Bahwa berkenaan dengan kualifikasi para Pemohon sebagai anggota 

 

 

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik 
Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 
2O% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua 
puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR 
sebelumnya.” 

 
D. BATU UJI 

Bahwa Pasal 222 UU Pemilu dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 
27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3)  UUD NRI Tahun 1945 karena 
dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional 
Para Pemohon.  
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian Pasal 222 UU Pemilu dalam permohonan a quo, 
Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 

[3.6]  Menimbang bahwa setelah memeriksa secara saksama uraian para 
Pemohon dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya, sebagaimana 
diuraikan pada Paragraf [3.5] di atas, selanjutnya Mahkamah akan 
mempertimbangkan sebagai berikut:  

[3.6.1] Bahwa berkenaan dengan kualifikasi para Pemohon sebagai 
perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih dalam 
pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, Mahkamah sejak Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020, bertanggal 14 Januari 2021 
kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
66/PUU-XIX/2021, bertanggal 24 Februari 2022 telah mempertimbangkan yang 
pada pokoknya sebagai berikut: 

“[3.6.2] ... jelaslah bahwa Mahkamah pernah memberikan kedudukan 
hukum terhadap perseorangan warga negara yang memiliki hak memilih 
untuk menguji norma berkenaan dengan ketentuan ambang batas 
pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, oleh karena 
terdapat perbedaan mekanisme dan sistem yang digunakan dalam 
penentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil 
Presiden pada Pemilu Tahun 2014 dengan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu 
berikutnya pada tahun 2024, sehingga terjadi pergeseran sebagaimana 
yang dipertimbangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
74/PUU-XVIII/2020 bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk 
mengajukan permohonan berkenaan dengan persyaratan ambang batas 
untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden 
(presidential threshold) in casu, Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik 
atau gabungan partai politik peserta pemilu.  

[3.6.3] Bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu 
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untuk mengajukan permohonan a quo, maka Mahkamah tidak 
mempertimbangkan pokok permohonan 

 
F. AMAR PUTUSAN 

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 
 

G. PENUTUP 
Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak 
ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh 
kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk 
umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi 
dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ penyelenggara 
negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan MK 
dalam Perkara Nomor 21/PUU-XX/2022 yang menyatakan permohonan para 
pemohon tidak dapat diterima terhadap pengujian Pasal 222 UU Pemilu 
mengandung arti bahwa ketentuan-ketentuan a quo tidak bertentangan dengan 
UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
BADAN KEAHLIAN 

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 
2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DPD, Mahkamah tidak menemukan adanya kerugian konstitusional para 
Pemohon dan tidak ada hubungan sebab akibat dengan pelaksanaan tugas dan 
kewenangan para Pemohon dalam menyerap aspirasi masyarakat daerah, 
karena pemberlakuan norma Pasal 222 UU 7/2017 tidak mengurangi 
kesempatan putra-putri terbaik daerah untuk menjadi calon Presiden atau 
Wakil Presiden sepanjang memenuhi persyaratan dan diusulkan oleh partai 
politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu. Para Pemohon juga tidak 
memenuhi kualifikasi perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk 
dipilih sehingga dapat dianggap memiliki kerugian hak konstitusional dengan 
berlakunya ketentuan norma Pasal 222 UU 7/2017, karena tidak terdapat bukti 
adanya dukungan bagi para Pemohon untuk mencalonkan diri atau dicalonkan 
sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dari partai politik atau 
gabungan partai politik peserta Pemilu atau setidak-tidaknya menyertakan 
partai politik pendukung untuk mengajukan permohonan bersama dengan para 
Pemohon.  

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut 
Mahkamah, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk 
mengajukan permohonan a quo.  

[3.6.4] Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021 sebagaimana 
diuraikan pada Sub-paragraf [3.6.1] di atas, Hakim Konstitusi Enny 
Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul berpendapat dalam 
pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, Pemohon perseorangan 
sepanjang dapat menjelaskan atau menguraikan memiliki hak untuk memilih 
(right to vote) adalah memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan 
permohonan. Dalam pokok permohonan, norma Pasal 222 UU 7/2017 yang 
mengatur mengenai persyaratan ambang batas pengusulan pasangan calon 
Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional dan terkait dengan batasan 
persentase yang ditentukan dalam norma a quo merupakan kebijakan hukum 
terbuka pembentuk undang-undang (open legal policy) sehingga menolak 
permohonan Pemohon. Sementara itu, Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim 
Konstitusi Saldi Isra berpendapat para Pemohon perseorangan sepanjang dapat 
menjelaskan atau menguraikan memiliki hak untuk memilih (right to vote) 
adalah memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian 
konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, serta dalam pokok permohonan 
berpendapat norma Pasal 222 UU 7/2017 adalah inkonstitusional sehingga 
permohonan beralasan menurut hukum dan seharusnya Mahkamah 
mengabulkan permohonan para Pemohon sebagaimana pendiriannya dalam 
putusan-putusan sebelumnya;  

[3.7]  Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a 
quo, namun dikarenakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum 
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untuk mengajukan permohonan a quo, maka Mahkamah tidak 
mempertimbangkan pokok permohonan 

 
F. AMAR PUTUSAN 

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 
 

G. PENUTUP 
Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak 
ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh 
kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk 
umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi 
dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ penyelenggara 
negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan MK 
dalam Perkara Nomor 21/PUU-XX/2022 yang menyatakan permohonan para 
pemohon tidak dapat diterima terhadap pengujian Pasal 222 UU Pemilu 
mengandung arti bahwa ketentuan-ketentuan a quo tidak bertentangan dengan 
UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
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DPD, Mahkamah tidak menemukan adanya kerugian konstitusional para 
Pemohon dan tidak ada hubungan sebab akibat dengan pelaksanaan tugas dan 
kewenangan para Pemohon dalam menyerap aspirasi masyarakat daerah, 
karena pemberlakuan norma Pasal 222 UU 7/2017 tidak mengurangi 
kesempatan putra-putri terbaik daerah untuk menjadi calon Presiden atau 
Wakil Presiden sepanjang memenuhi persyaratan dan diusulkan oleh partai 
politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu. Para Pemohon juga tidak 
memenuhi kualifikasi perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk 
dipilih sehingga dapat dianggap memiliki kerugian hak konstitusional dengan 
berlakunya ketentuan norma Pasal 222 UU 7/2017, karena tidak terdapat bukti 
adanya dukungan bagi para Pemohon untuk mencalonkan diri atau dicalonkan 
sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dari partai politik atau 
gabungan partai politik peserta Pemilu atau setidak-tidaknya menyertakan 
partai politik pendukung untuk mengajukan permohonan bersama dengan para 
Pemohon.  

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, menurut 
Mahkamah, para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk 
mengajukan permohonan a quo.  

[3.6.4] Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021 sebagaimana 
diuraikan pada Sub-paragraf [3.6.1] di atas, Hakim Konstitusi Enny 
Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul berpendapat dalam 
pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, Pemohon perseorangan 
sepanjang dapat menjelaskan atau menguraikan memiliki hak untuk memilih 
(right to vote) adalah memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan 
permohonan. Dalam pokok permohonan, norma Pasal 222 UU 7/2017 yang 
mengatur mengenai persyaratan ambang batas pengusulan pasangan calon 
Presiden dan Wakil Presiden adalah konstitusional dan terkait dengan batasan 
persentase yang ditentukan dalam norma a quo merupakan kebijakan hukum 
terbuka pembentuk undang-undang (open legal policy) sehingga menolak 
permohonan Pemohon. Sementara itu, Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim 
Konstitusi Saldi Isra berpendapat para Pemohon perseorangan sepanjang dapat 
menjelaskan atau menguraikan memiliki hak untuk memilih (right to vote) 
adalah memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian 
konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, serta dalam pokok permohonan 
berpendapat norma Pasal 222 UU 7/2017 adalah inkonstitusional sehingga 
permohonan beralasan menurut hukum dan seharusnya Mahkamah 
mengabulkan permohonan para Pemohon sebagaimana pendiriannya dalam 
putusan-putusan sebelumnya;  

[3.7]  Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a 
quo, namun dikarenakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum 
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Dinyatakan 
Tidak Dapat Diterima dan Ditolak Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) 

 
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XX/2022 

PERIHAL PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 
TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP UNDANG-

UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 
 

20 APRIL 2022 
 
 

A. PENDAHULUAN 
Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, pukul 12.58 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan  
(selanjutnya disebut UU 7/2021) terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) 
dalam Perkara Nomor 14/PUU-XX/2022. Dalam Sidang Pengucapan Putusan 
Perkara Nomor 14/PUU-XX/2022, perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh 
Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di 
lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, 
Sekretariat Jenderal DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU 7/2021 dalam Perkara 14/PUU-XX/2022 
diajukan oleh Dr. Ir. Priyanto, S.H., M.H., M.M. yang dalam hal ini memberikan 
kuasa kepada Oktavia Sastray A., S.H., MT., dkk, advokat pada Kantor Hukum Pro 
Humania, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon. 
 

C. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian formil UU 7/21 dalam permohonan a quo,  Mahkamah 
Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 
 
[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian 
formil undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Dinyatakan 
Tidak Dapat Diterima dan Ditolak Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) 

 
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 14/PUU-XX/2022 

PERIHAL PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 
TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP UNDANG-

UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 
 

20 APRIL 2022 
 
 

A. PENDAHULUAN 
Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, pukul 12.58 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan  
(selanjutnya disebut UU 7/2021) terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) 
dalam Perkara Nomor 14/PUU-XX/2022. Dalam Sidang Pengucapan Putusan 
Perkara Nomor 14/PUU-XX/2022, perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh 
Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di 
lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, 
Sekretariat Jenderal DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU 7/2021 dalam Perkara 14/PUU-XX/2022 
diajukan oleh Dr. Ir. Priyanto, S.H., M.H., M.M. yang dalam hal ini memberikan 
kuasa kepada Oktavia Sastray A., S.H., MT., dkk, advokat pada Kantor Hukum Pro 
Humania, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon. 
 

C. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian formil UU 7/21 dalam permohonan a quo,  Mahkamah 
Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 
 
[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian 
formil undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diajukan dalam jangka 
waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang atau 
Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia”; 

4.  Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pengujian formil UU 
7/2021 ke Mahkamah Konstitusi pada 21 Januari 2022 berdasarkan Akta 
Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 10/PUU/PAN.MK/AP3/01/2022 
dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) 
pada 26 Januari 2022 dengan Nomor 14/PUU-XX/2022; 

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, oleh karena UU 
7/2021 diundangkan pada 29 Oktober 2021, maka tenggat 45 hari sejak 
UndangUndang a quo diundangkan dalam Lembaran Negara adalah pada 
12 Desember 2021. Dengan demikian, permohonan pengujian formil UU 
7/2021 yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan bertanggal 21 
Januari 2022 diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan 
yang ditentukan sebagaimana ditentukan oleh angka 1 dan angka 3 di atas. 

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan pengujian formil Pemohon 
diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan maka kedudukan 
hukum dan pokok permohonan pengujian formil Pemohon, serta hal-hal lainnya 
tidak dipertimbangkan. 
 

D. AMAR PUTUSAN 
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 
 

E. PENUTUP 
Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak 
ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh 
kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah 
Konstitusi yang terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi 
setiap orang) yang wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh 
seluruh organ penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. 
Oleh karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 14/PUU-XX/2022 yang 
menyatakan permohonan Para Pemohon sepanjang UU 7/2021 tidak dapat 
diterima mengandung arti bahwa ketentuan Pasal a quo tidak bertentangan 
dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
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Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736, 
selanjutnya disebut UU 7/2021) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang 
mengadili permohonan a quo. 
 
Tenggang Waktu Pengujian Formil 
 
[3.3] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan 
pengujian formil, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 
Juni 2010, Paragraf [3.34] menyatakan: 

“Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan 
a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan 
waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. 
Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat 
karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian 
materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan 
tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah 
diketahui dibandingkan dengan Undang-Undang yang substansinya 
bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah 
Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah 
telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan 
menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah 
memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah 
Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang 
cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-
Undang;” 

2. Bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 15/2019) menyatakan: 

“Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, 
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, 
Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.” 

3. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-
VII/2009 tersebut di atas, yang dimaksud dengan frasa “45 (empat puluh 
lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai 
waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-
Undang” kemudian dipertegas dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara 
Pengujian Undang-Undang adalah “Permohonan pengujian formil 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diajukan dalam jangka 
waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang atau 
Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia”; 

4.  Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pengujian formil UU 
7/2021 ke Mahkamah Konstitusi pada 21 Januari 2022 berdasarkan Akta 
Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 10/PUU/PAN.MK/AP3/01/2022 
dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) 
pada 26 Januari 2022 dengan Nomor 14/PUU-XX/2022; 

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, oleh karena UU 
7/2021 diundangkan pada 29 Oktober 2021, maka tenggat 45 hari sejak 
UndangUndang a quo diundangkan dalam Lembaran Negara adalah pada 
12 Desember 2021. Dengan demikian, permohonan pengujian formil UU 
7/2021 yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan bertanggal 21 
Januari 2022 diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan 
yang ditentukan sebagaimana ditentukan oleh angka 1 dan angka 3 di atas. 

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan pengujian formil Pemohon 
diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan maka kedudukan 
hukum dan pokok permohonan pengujian formil Pemohon, serta hal-hal lainnya 
tidak dipertimbangkan. 
 

D. AMAR PUTUSAN 
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 
 

E. PENUTUP 
Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak 
ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh 
kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah 
Konstitusi yang terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi 
setiap orang) yang wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh 
seluruh organ penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. 
Oleh karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 14/PUU-XX/2022 yang 
menyatakan permohonan Para Pemohon sepanjang UU 7/2021 tidak dapat 
diterima mengandung arti bahwa ketentuan Pasal a quo tidak bertentangan 
dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
 

 
 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
BADAN KEAHLIAN 

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 
2022 

 

 

 

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736, 
selanjutnya disebut UU 7/2021) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang 
mengadili permohonan a quo. 
 
Tenggang Waktu Pengujian Formil 
 
[3.3] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan 
pengujian formil, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 
Juni 2010, Paragraf [3.34] menyatakan: 

“Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan 
a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan 
waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. 
Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat 
karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian 
materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan 
tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah 
diketahui dibandingkan dengan Undang-Undang yang substansinya 
bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah 
Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah 
telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan 
menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah 
memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah 
Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang 
cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-
Undang;” 

2. Bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 15/2019) menyatakan: 

“Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, 
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, 
Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.” 

3. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-
VII/2009 tersebut di atas, yang dimaksud dengan frasa “45 (empat puluh 
lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai 
waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-
Undang” kemudian dipertegas dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara 
Pengujian Undang-Undang adalah “Permohonan pengujian formil 
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UN DANG 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Ditolak Dalam 

Sidang Mahkamah Konstitusi) 
 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XX/2022 PERIHAL 
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1947 TENTANG 

PERATURAN PERADILAN ULANGAN DI JAWA DAN MADURA TERHADAP 
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 

 
20 APRIL 2022 

 
A. PENDAHULUAN 

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, pukul 13.17 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Virtual Pengucapan Putusan Pengujian 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Ulangan Di Jawa dan 
Madura (selanjutnya disebut UU 20/1947) terhadap Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 
1945) dalam Perkara Nomor 22/PUU-XX/2022. Dalam Sidang Pengucapan 
Putusan Perkara Nomor 22/PUU-XX/2022, perwakilan DPR RI dihadiri secara 
virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan 
jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan 
Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU 20/1947 dalam perkara 22/PUU-XX/2022 
diajukan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H. yang memberikan kuasa 
kepada Faisal Al Haq Harahap. S.H., Leon Maulana, Mirza Pasha,S.H., Hans 
Poliman, S.H., Ni Komang Tari Padmawati, Ramadhini Silfi Adisty, S.H., Sherly 
Angelina Chandra, S.H., Alya Fakhira, Asima Romanian Angelina, dan Dixon 
Sajaya, S.H., tim pada kantor hukum Leo & Partners,untuk selanjutnya disebut 
sebagai Pemohon.  
 

C. PASAL/AYAT UU 20/1947 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian Pasal 7 ayat (1) 
UU 20/1947, yang selengkapnya berketentuan sebagai berikut: 
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UN DANG 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Ditolak Dalam 

Sidang Mahkamah Konstitusi) 
 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XX/2022 PERIHAL 
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1947 TENTANG 

PERATURAN PERADILAN ULANGAN DI JAWA DAN MADURA TERHADAP 
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 

 
20 APRIL 2022 

 
A. PENDAHULUAN 

Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, pukul 13.17 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Virtual Pengucapan Putusan Pengujian 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Ulangan Di Jawa dan 
Madura (selanjutnya disebut UU 20/1947) terhadap Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 
1945) dalam Perkara Nomor 22/PUU-XX/2022. Dalam Sidang Pengucapan 
Putusan Perkara Nomor 22/PUU-XX/2022, perwakilan DPR RI dihadiri secara 
virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan 
jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan 
Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU 20/1947 dalam perkara 22/PUU-XX/2022 
diajukan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H. yang memberikan kuasa 
kepada Faisal Al Haq Harahap. S.H., Leon Maulana, Mirza Pasha,S.H., Hans 
Poliman, S.H., Ni Komang Tari Padmawati, Ramadhini Silfi Adisty, S.H., Sherly 
Angelina Chandra, S.H., Alya Fakhira, Asima Romanian Angelina, dan Dixon 
Sajaya, S.H., tim pada kantor hukum Leo & Partners,untuk selanjutnya disebut 
sebagai Pemohon.  
 

C. PASAL/AYAT UU 20/1947 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian Pasal 7 ayat (1) 
UU 20/1947, yang selengkapnya berketentuan sebagai berikut: 
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kepada para pihak yang berperkara, termasuk dalam hal ini pihak penggugat 
atau tergugat maupun pihak turut tergugat, di mana atas putusan hakim yang 
telah diputuskan oleh pengadilan, salah satu pihak atau kedua belah pihak yang 
merasa tidak puas dapat menggunakan upaya hukum banding. Artinya, banding 
merupakan salah satu instrumen upaya hukum yang disediakan bagi para pihak 
yang tidak menerima atau menolak putusan pengadilan pada tingkat pertama. 

Lebih lanjut ketentuan mengenai upaya banding, khusus untuk wilayah 
Jawa dan Madura diatur dalam UU 20/1947 yang mencabut ketentuan banding 
yang terdapat pada Herziene Inlandsche Reglement (HIR). Sementara itu, untuk 
wilayah di luar Jawa dan Madura ketentuan banding diatur dalam Pasal 199 
sampai dengan Pasal 205 Rechtsreglement Buitengewesten (RBg). Baik UU 
20/1947 maupun Pasal 199 sampai dengan Pasal 205 RBg memberikan 
ketentuan mengenai upaya hukum banding untuk memberikan kesempatan 
kepada para pihak yang berperkara mengajukan upaya hukum apabila 
menganggap terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam putusan pengadilan 
tingkat pertama pada pengadilan tingkat banding (pengadilan ulangan) sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah menguraikan hal-hal tersebut di 
atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil permohonan 
Pemohon, sebagai berikut: 
[3.11.1] Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 20/1947 
tidak mengatur tenggang waktu penyerahan dan pengajuan berkas memori 
banding dan kontra memori banding pada pengadilan tingkat banding sehingga 
menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dan menciderai perlindungan yang 
dijamin oleh negara melalui ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang 
menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa 
secara normatif ketentuan norma Pasal 7 ayat (1) UU 20/1947 yang menyatakan 
“Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau 
dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk 
memajukan permintaan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri, yang 
menjatuhkan putusan, dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya 
hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan”, hanya memberikan 
batas waktu kepada pemohon banding untuk mengajukan permohonan 
pemeriksaan ulangan (banding) dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung 
mulai hari berikutnya setelah putusan diucapkan/diberitahukan kepada para 
pihak. Tenggang waktu tersebut diberikan agar ada kepastian hukum bagi 
pemohon banding, baik itu penggugat maupun tergugat/turut tergugat. Demikian 
halnya ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU 20/1947 dihubungkan dengan Pasal 233 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan 
Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata 
Usaha Negara, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 

 

 

“Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat 
atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan 
untuk memajukan permintaan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri, yang 
menjatuhkan putusan, dalam empat belas hari, terhitung mulai hari 
berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan.” 

 
D. BATU UJI 

Bahwa Pasal 7 ayat (1) UU 20/1947 dianggap Pemohon bertentangan dengan 
Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai 
telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional 
Pemohon. 
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian Pasal 7 ayat (1) UU 20/1947 dalam permohonan a 
quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 
 
[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa dengan 
saksama permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, permasalahan 
konstitusionalitas norma yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Permohonan a 
quo adalah berkenaan dengan Pasal 7 ayat (1) UU 20/1947. 

Untuk menjawab masalah konstitusional di atas, terlebih dahulu 
Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: 

Bahwa dalam konteks penegakan hukum ada tiga unsur fundamental yang 
menjadi titik tolak keberhasilan yaitu kepastian hukum, keadilan, dan 
kemanfaatan. Terkait dengan kepastian hukum erat hubungan dengan adanya 
jaminan perlindungan hukum terhadap masyarakat atas tindakan sewenang-
wenang yang dilakukan oleh negara dalam menjalankan kekuasaannya. 
Sementara itu berkenaan dengan keadilan adalah adanya nilai keseimbangan 
atas persamaan hak dan kewajiban di depan hukum. Sedangkan berkaitan 
dengan kemanfaatan adalah terciptanya manfaat atau kegunaan yang sebesar-
besarnya untuk masyarakat yang memberikan rasa tertib, tenteram, dan bahagia 
atas adanya kepastian hukum dan keadilan. Demikian halnya dalam perspektif 
putusan badan peradilan, dalam praktik, implementasi ketiga unsur tersebut 
acapkali masih menimbulkan persoalan sehingga diperlukan adanya upaya 
hukum guna mendapatkan sebuah putusan badan peradilan yang dapat 
memenuhi ketiga unsur tersebut di atas. 

Bahwa upaya hukum (rechtsmiddel) merupakan upaya yang diberikan oleh 
hukum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan, kepada seseorang dalam 
suatu hal tertentu untuk melakukan perlawanan terhadap putusan hakim 
(pengadilan). Secara doktriner dalam ilmu hukum dikenal ada dua upaya hukum 
yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa adalah 
hak perlawanan yang meliputi banding atau ulangan dan kasasi, sedangkan 
upaya hukum luar biasa meliputi peninjauan kembali, kecuali undang-undang 
secara khusus menentukan upaya hukum secara terbatas. Upaya hukum banding 
atau ulangan merupakan upaya hukum biasa yang diberikan oleh undang-undang 
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kepada para pihak yang berperkara, termasuk dalam hal ini pihak penggugat 
atau tergugat maupun pihak turut tergugat, di mana atas putusan hakim yang 
telah diputuskan oleh pengadilan, salah satu pihak atau kedua belah pihak yang 
merasa tidak puas dapat menggunakan upaya hukum banding. Artinya, banding 
merupakan salah satu instrumen upaya hukum yang disediakan bagi para pihak 
yang tidak menerima atau menolak putusan pengadilan pada tingkat pertama. 

Lebih lanjut ketentuan mengenai upaya banding, khusus untuk wilayah 
Jawa dan Madura diatur dalam UU 20/1947 yang mencabut ketentuan banding 
yang terdapat pada Herziene Inlandsche Reglement (HIR). Sementara itu, untuk 
wilayah di luar Jawa dan Madura ketentuan banding diatur dalam Pasal 199 
sampai dengan Pasal 205 Rechtsreglement Buitengewesten (RBg). Baik UU 
20/1947 maupun Pasal 199 sampai dengan Pasal 205 RBg memberikan 
ketentuan mengenai upaya hukum banding untuk memberikan kesempatan 
kepada para pihak yang berperkara mengajukan upaya hukum apabila 
menganggap terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam putusan pengadilan 
tingkat pertama pada pengadilan tingkat banding (pengadilan ulangan) sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah menguraikan hal-hal tersebut di 
atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan dalil permohonan 
Pemohon, sebagai berikut: 
[3.11.1] Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 20/1947 
tidak mengatur tenggang waktu penyerahan dan pengajuan berkas memori 
banding dan kontra memori banding pada pengadilan tingkat banding sehingga 
menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dan menciderai perlindungan yang 
dijamin oleh negara melalui ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang 
menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa 
secara normatif ketentuan norma Pasal 7 ayat (1) UU 20/1947 yang menyatakan 
“Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat atau 
dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan untuk 
memajukan permintaan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri, yang 
menjatuhkan putusan, dalam empat belas hari, terhitung mulai hari berikutnya 
hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan”, hanya memberikan 
batas waktu kepada pemohon banding untuk mengajukan permohonan 
pemeriksaan ulangan (banding) dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung 
mulai hari berikutnya setelah putusan diucapkan/diberitahukan kepada para 
pihak. Tenggang waktu tersebut diberikan agar ada kepastian hukum bagi 
pemohon banding, baik itu penggugat maupun tergugat/turut tergugat. Demikian 
halnya ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU 20/1947 dihubungkan dengan Pasal 233 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan 
Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata 
Usaha Negara, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 

 

 

“Permintaan untuk pemeriksaan ulangan harus disampaikan dengan surat 
atau dengan lisan oleh peminta atau wakilnya, yang sengaja dikuasakan 
untuk memajukan permintaan itu, kepada Panitera Pengadilan Negeri, yang 
menjatuhkan putusan, dalam empat belas hari, terhitung mulai hari 
berikutnya hari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan.” 

 
D. BATU UJI 

Bahwa Pasal 7 ayat (1) UU 20/1947 dianggap Pemohon bertentangan dengan 
Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai 
telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional 
Pemohon. 
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian Pasal 7 ayat (1) UU 20/1947 dalam permohonan a 
quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 
 
[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa dengan 
saksama permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, permasalahan 
konstitusionalitas norma yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Permohonan a 
quo adalah berkenaan dengan Pasal 7 ayat (1) UU 20/1947. 

Untuk menjawab masalah konstitusional di atas, terlebih dahulu 
Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut: 

Bahwa dalam konteks penegakan hukum ada tiga unsur fundamental yang 
menjadi titik tolak keberhasilan yaitu kepastian hukum, keadilan, dan 
kemanfaatan. Terkait dengan kepastian hukum erat hubungan dengan adanya 
jaminan perlindungan hukum terhadap masyarakat atas tindakan sewenang-
wenang yang dilakukan oleh negara dalam menjalankan kekuasaannya. 
Sementara itu berkenaan dengan keadilan adalah adanya nilai keseimbangan 
atas persamaan hak dan kewajiban di depan hukum. Sedangkan berkaitan 
dengan kemanfaatan adalah terciptanya manfaat atau kegunaan yang sebesar-
besarnya untuk masyarakat yang memberikan rasa tertib, tenteram, dan bahagia 
atas adanya kepastian hukum dan keadilan. Demikian halnya dalam perspektif 
putusan badan peradilan, dalam praktik, implementasi ketiga unsur tersebut 
acapkali masih menimbulkan persoalan sehingga diperlukan adanya upaya 
hukum guna mendapatkan sebuah putusan badan peradilan yang dapat 
memenuhi ketiga unsur tersebut di atas. 

Bahwa upaya hukum (rechtsmiddel) merupakan upaya yang diberikan oleh 
hukum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan, kepada seseorang dalam 
suatu hal tertentu untuk melakukan perlawanan terhadap putusan hakim 
(pengadilan). Secara doktriner dalam ilmu hukum dikenal ada dua upaya hukum 
yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa adalah 
hak perlawanan yang meliputi banding atau ulangan dan kasasi, sedangkan 
upaya hukum luar biasa meliputi peninjauan kembali, kecuali undang-undang 
secara khusus menentukan upaya hukum secara terbatas. Upaya hukum banding 
atau ulangan merupakan upaya hukum biasa yang diberikan oleh undang-undang 
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karakter sebagai pengadilan judex factie dan hal tersebut jelas bertentangan 
dengan aspek filosofis dan ratio legis sebagaimana dipertimbangkan pada Sub-
paragraf [3.11.1] tersebut di atas. 

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon juga mendalilkan adanya ketidakjelasan 
rumusan dalam Pasal 7 ayat (1) UU 20/1947 yang secara nyata menunjukkan 
bahwa negara telah merampas serta mengabaikan hak asasi pemohon banding 
(pembanding) dan termohon banding (terbanding) dalam menyerahkan memori 
banding dan kontra memori banding sehingga bertentangan dengan Pasal 28I 
ayat (4) UUD 1945. 

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa 
esensi dari Pasal a quo adalah penegasan jika pengajuan permohonan banding 
tidak wajib disertakan memori banding dan kontra memori banding, akan tetapi 
hakikat yang sesungguhnya adalah Pasal a quo mengatur tentang tenggang waktu 
untuk mengajukan permintaan banding atau pemeriksaan ulangan. Oleh karena 
itu, pasal tersebut dalam memberikan batas tenggang waktu dimaksud, 
Mahkamah berpendapat, telah memberikan kepastian hukum, termasuk di 
dalamnya memberikan pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap hak 
asasi manusia serta hak konstitusional warga negara, sebagaimana tertuang 
dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. 

Sementara itu, terhadap dalil Pemohon mengenai ketiadaan jangka waktu 
upaya hukum banding, dalam hal ini penyerahan kontra memori banding, 
menunjukkan kelemahan hukum acara perdata saat ini yang sudah tidak mampu 
lagi mengikuti kebutuhan dan perkembangan zaman sehingga bertentangan 
dengan asas peradilan cepat dan sederhana. Terhadap dalil Pemohon tersebut, 
Mahkamah berpendapat, upaya hukum banding tanpa adanya syarat formil yang 
harus disertai dengan memori banding dan kontra memori banding justru akan 
mempercepat penyelesaian proses pengajuan permohonan banding kepada 
pengadilan tinggi atau pengadilan ulangan. Sebab, pengajuan permohonan 
banding berkas perkaranya dapat segera dikirim oleh pengadilan tingkat 
pertama kepada pengadilan tingkat banding atau pengadilan ulangan tanpa 
tergantung syarat ada atau tidak adanya memori banding dan kontra memori 
banding. Dengan demikian, hal ini justru mengaktualisasikan terwujudnya asas 
peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana ditegaskan dalam 
Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman karena dimulainya pemeriksaan di tingkat banding tidak tergantung 
ada atau tidak adanya memori banding dan kontra memori banding. Dengan 
demikian, jika pemeriksaan banding telah berjalan, kemudian pengadilan tinggi 
menerima memori banding dan/atau kontra memori banding maka memori 
banding dan/atau kontra memori banding tersebut turut dipertimbangkan, 
sepanjang permohonan pemeriksaan banding belum diputus. Sedangkan, 
persoalan yang dialami oleh Pemohon dan menjadi bagian dari dalil Pemohon, 
yaitu adanya penyerahan kontra memori banding dari terbanding setelah 3 (tiga) 
bulan dari pembanding mengajukan permohonan banding maka tanpa 
bermaksud menilai kasus konkret yang dialami oleh Pemohon, menurut 

 

 

51 Tahun 2009, juga hanya mengatur berkenaan dengan batas waktu pengajuan 
permohonan pemeriksaan banding atau ulangan. Artinya, apabila putusan 
pengadilan tingkat pertama setelah diucapkan atau diberitahukan tidak ada 
permintaan untuk dilakukan pemeriksaan banding atau ulangan, maka putusan 
pengadilan tingkat pertama tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap 
(inkracht van gewijsde). 

Bahwa berkenaan dengan proses pengajuan permohonan banding yang 
dipersoalkan oleh Pemohon harus dipersyaratkan adanya pembatasan waktu 
dalam mengajukan memori banding bagi pemohon banding dan kontra memori 
banding bagi termohon banding hal tersebut tidak dapat dipisahkan dengan 
karakteristik perkara banding yang esensinya perkara yang masih dapat dinilai 
oleh pengadilan tinggi atau pengadilan ulangan dari aspek fakta-fakta hukum 
maupun dalam tataran praktik termasuk penerapan hukumnya. Artinya 
pengadilan tinggi sebagai pengadilan ulangan mempunyai kewenangan untuk 
menilai fakta-fakta hukum maupun penerapan hukum tanpa tergantung dari 
materi keberatan atas putusan pengadilan tingkat pertama dari pemohon 
banding. Dengan demikian, karena pengadilan tinggi atau pengadilan ulangan 
masih mempunyai kewenangan sebagaimana pengadilan tingkat pertama 
(sebagai judex factie), maka hal ini merupakan alasan filosofis dan ratio legis 
bahwa memori banding dan kontra memori banding tidak dijadikan syarat formil 
dalam pengajuan permohonan banding. Dengan kata lain, pengadilan tinggi 
sebagai pengadilan ulangan baik ada maupun tidak ada memori dan kontra 
memori banding memiliki kewenangan untuk menilai fakta-fakta hukum yang 
ada untuk memutus perkara banding yang diajukan. Lebih dari itu, kewenangan 
untuk menilai fakta-fakta hukum diberikan kepada pengadilan tinggi atau 
pengadilan ulangan adalah bentuk pengejawantahan dari sistem peradilan di 
Indonesia yang menganut stelsel berjenjang, yang di dalamnya terkandung fungsi 
pengawasan, atas putusan pengadilan yang lebih tinggi terhadap putusan 
pengadilan di bawahnya. 
[3.11.2] Bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan hukum tersebut di 
atas, apabila dalam mengajukan permohonan banding diberlakukan syarat 
adanya pembatasan tenggang waktu penyerahan memori banding dan kontra 
memori banding sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, maka hal tersebut 
dapat berakibat hukum memori banding dan kontra memori banding berubah 
menjadi syarat formil yang harus dipenuhi oleh pemohon banding maupun 
termohon banding. Sebab, pembatasan waktu demikian tidak dapat dipisahkan 
dari implikasi yuridis terhadap perkara yang dimohonkan pengajuan banding 
dipandang belum memenuhi syarat formil dikarenakan tergantung ada atau 
tidak ada memori banding dan kontra memori banding. Lebih dari itu, 
pembatasan waktu mengajukan memori banding dan kontra memori banding 
tanpa adanya sanksi apabila melewati tenggang waktu yang ditentukan maka hal 
tersebut justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Di samping itu, 
menjadikan memori banding dan kontra memori banding seolah-olah menjadi 
syarat formil dalam mengajukan permohonan banding dapat menggeser 
kewenangan pengadilan tinggi atau pengadilan ulangan menjadi kehilangan 
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karakter sebagai pengadilan judex factie dan hal tersebut jelas bertentangan 
dengan aspek filosofis dan ratio legis sebagaimana dipertimbangkan pada Sub-
paragraf [3.11.1] tersebut di atas. 

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon juga mendalilkan adanya ketidakjelasan 
rumusan dalam Pasal 7 ayat (1) UU 20/1947 yang secara nyata menunjukkan 
bahwa negara telah merampas serta mengabaikan hak asasi pemohon banding 
(pembanding) dan termohon banding (terbanding) dalam menyerahkan memori 
banding dan kontra memori banding sehingga bertentangan dengan Pasal 28I 
ayat (4) UUD 1945. 

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa 
esensi dari Pasal a quo adalah penegasan jika pengajuan permohonan banding 
tidak wajib disertakan memori banding dan kontra memori banding, akan tetapi 
hakikat yang sesungguhnya adalah Pasal a quo mengatur tentang tenggang waktu 
untuk mengajukan permintaan banding atau pemeriksaan ulangan. Oleh karena 
itu, pasal tersebut dalam memberikan batas tenggang waktu dimaksud, 
Mahkamah berpendapat, telah memberikan kepastian hukum, termasuk di 
dalamnya memberikan pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap hak 
asasi manusia serta hak konstitusional warga negara, sebagaimana tertuang 
dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. 

Sementara itu, terhadap dalil Pemohon mengenai ketiadaan jangka waktu 
upaya hukum banding, dalam hal ini penyerahan kontra memori banding, 
menunjukkan kelemahan hukum acara perdata saat ini yang sudah tidak mampu 
lagi mengikuti kebutuhan dan perkembangan zaman sehingga bertentangan 
dengan asas peradilan cepat dan sederhana. Terhadap dalil Pemohon tersebut, 
Mahkamah berpendapat, upaya hukum banding tanpa adanya syarat formil yang 
harus disertai dengan memori banding dan kontra memori banding justru akan 
mempercepat penyelesaian proses pengajuan permohonan banding kepada 
pengadilan tinggi atau pengadilan ulangan. Sebab, pengajuan permohonan 
banding berkas perkaranya dapat segera dikirim oleh pengadilan tingkat 
pertama kepada pengadilan tingkat banding atau pengadilan ulangan tanpa 
tergantung syarat ada atau tidak adanya memori banding dan kontra memori 
banding. Dengan demikian, hal ini justru mengaktualisasikan terwujudnya asas 
peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagaimana ditegaskan dalam 
Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman karena dimulainya pemeriksaan di tingkat banding tidak tergantung 
ada atau tidak adanya memori banding dan kontra memori banding. Dengan 
demikian, jika pemeriksaan banding telah berjalan, kemudian pengadilan tinggi 
menerima memori banding dan/atau kontra memori banding maka memori 
banding dan/atau kontra memori banding tersebut turut dipertimbangkan, 
sepanjang permohonan pemeriksaan banding belum diputus. Sedangkan, 
persoalan yang dialami oleh Pemohon dan menjadi bagian dari dalil Pemohon, 
yaitu adanya penyerahan kontra memori banding dari terbanding setelah 3 (tiga) 
bulan dari pembanding mengajukan permohonan banding maka tanpa 
bermaksud menilai kasus konkret yang dialami oleh Pemohon, menurut 

 

 

51 Tahun 2009, juga hanya mengatur berkenaan dengan batas waktu pengajuan 
permohonan pemeriksaan banding atau ulangan. Artinya, apabila putusan 
pengadilan tingkat pertama setelah diucapkan atau diberitahukan tidak ada 
permintaan untuk dilakukan pemeriksaan banding atau ulangan, maka putusan 
pengadilan tingkat pertama tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap 
(inkracht van gewijsde). 

Bahwa berkenaan dengan proses pengajuan permohonan banding yang 
dipersoalkan oleh Pemohon harus dipersyaratkan adanya pembatasan waktu 
dalam mengajukan memori banding bagi pemohon banding dan kontra memori 
banding bagi termohon banding hal tersebut tidak dapat dipisahkan dengan 
karakteristik perkara banding yang esensinya perkara yang masih dapat dinilai 
oleh pengadilan tinggi atau pengadilan ulangan dari aspek fakta-fakta hukum 
maupun dalam tataran praktik termasuk penerapan hukumnya. Artinya 
pengadilan tinggi sebagai pengadilan ulangan mempunyai kewenangan untuk 
menilai fakta-fakta hukum maupun penerapan hukum tanpa tergantung dari 
materi keberatan atas putusan pengadilan tingkat pertama dari pemohon 
banding. Dengan demikian, karena pengadilan tinggi atau pengadilan ulangan 
masih mempunyai kewenangan sebagaimana pengadilan tingkat pertama 
(sebagai judex factie), maka hal ini merupakan alasan filosofis dan ratio legis 
bahwa memori banding dan kontra memori banding tidak dijadikan syarat formil 
dalam pengajuan permohonan banding. Dengan kata lain, pengadilan tinggi 
sebagai pengadilan ulangan baik ada maupun tidak ada memori dan kontra 
memori banding memiliki kewenangan untuk menilai fakta-fakta hukum yang 
ada untuk memutus perkara banding yang diajukan. Lebih dari itu, kewenangan 
untuk menilai fakta-fakta hukum diberikan kepada pengadilan tinggi atau 
pengadilan ulangan adalah bentuk pengejawantahan dari sistem peradilan di 
Indonesia yang menganut stelsel berjenjang, yang di dalamnya terkandung fungsi 
pengawasan, atas putusan pengadilan yang lebih tinggi terhadap putusan 
pengadilan di bawahnya. 
[3.11.2] Bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan hukum tersebut di 
atas, apabila dalam mengajukan permohonan banding diberlakukan syarat 
adanya pembatasan tenggang waktu penyerahan memori banding dan kontra 
memori banding sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, maka hal tersebut 
dapat berakibat hukum memori banding dan kontra memori banding berubah 
menjadi syarat formil yang harus dipenuhi oleh pemohon banding maupun 
termohon banding. Sebab, pembatasan waktu demikian tidak dapat dipisahkan 
dari implikasi yuridis terhadap perkara yang dimohonkan pengajuan banding 
dipandang belum memenuhi syarat formil dikarenakan tergantung ada atau 
tidak ada memori banding dan kontra memori banding. Lebih dari itu, 
pembatasan waktu mengajukan memori banding dan kontra memori banding 
tanpa adanya sanksi apabila melewati tenggang waktu yang ditentukan maka hal 
tersebut justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Di samping itu, 
menjadikan memori banding dan kontra memori banding seolah-olah menjadi 
syarat formil dalam mengajukan permohonan banding dapat menggeser 
kewenangan pengadilan tinggi atau pengadilan ulangan menjadi kehilangan 
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Ditolak Dalam 

Sidang Mahkamah Konstitusi) 
 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 23/PUU-XX/2022 
PERIHAL PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 

TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN  TERHADAP UNDANG-UNDANG 
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 

 
20 APRIL 2022 

 
 

A. PENDAHULUAN 
Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, pukul 13.30 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya 
disebut UU 8/1999) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 
23/PUU-XX/2022. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 23/PUU-
XX/2022, perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal 
DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian materiil UU 8/1999 dalam perkara Nomor 
23/PUU-XX/2022 diajukan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak yang 
memberikan kuasa kepada Leon Maulana Mirza Pasha, S.H., dkk, advokat, untuk 
selanjutnya disebut sebagai Pemohon.  
 

C. PASAL/AYAT UU 8/1999 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil 
terhadap Pasal 18 ayat (1) UU 8/1999 yang selengkapnya berketentuan sebagai 
berikut: 

 

 

Mahkamah, kontra memori banding tersebut menjadi kewenangan pengadilan 
tinggi di mana permohonan banding (pemeriksaan ulangan) diajukan untuk 
menilainya atau mempertimbangkannya. Namun demikian, apapun penilaian 
pengadilan tinggi terhadap penyerahan kontra memori banding setelah 3 (tiga) 
bulan dari pembanding mengajukan permohonan banding, sebagaimana yang 
dipersoalkan oleh Pemohon, hal tersebut adalah persoalan implementasi norma 
dan bukan berkaitan dengan persoalan inkonstitusionalitas norma Pasal 7 ayat 
(1) UU 20/1947. 
[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di 
atas, Mahkamah berpendapat Pasal 7 ayat (1) UU 20/1947 telah ternyata 
memberikan kepastian hukum, pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan 
terhadap hak asasi manusia serta hak konstitusional warga negara, sebagaimana 
tertuang dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Dengan demikian, dalil-dalil 
Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 

 

F. AMAR PUTUSAN  
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 
 

G. PENUTUP 
Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan 
mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung 
memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno 
terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang 
wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ 
penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, 
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 22/PUU-XX/2022 yang 
menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya terhadap pengujian pada 
Pasal 7 ayat (1) UU 20/1947 mengandung arti bahwa ketentuan pasal-Pasal a quo 
tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan 
hukum mengikat. 
 

 
 
 
 
 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
BADAN KEAHLIAN 

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 
2022 
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Ditolak Dalam 

Sidang Mahkamah Konstitusi) 
 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 23/PUU-XX/2022 
PERIHAL PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 

TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN  TERHADAP UNDANG-UNDANG 
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 

 
20 APRIL 2022 

 
 

A. PENDAHULUAN 
Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, pukul 13.30 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya 
disebut UU 8/1999) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 
23/PUU-XX/2022. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 23/PUU-
XX/2022, perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal 
DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian materiil UU 8/1999 dalam perkara Nomor 
23/PUU-XX/2022 diajukan oleh Zico Leonard Djagardo Simanjuntak yang 
memberikan kuasa kepada Leon Maulana Mirza Pasha, S.H., dkk, advokat, untuk 
selanjutnya disebut sebagai Pemohon.  
 

C. PASAL/AYAT UU 8/1999 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil 
terhadap Pasal 18 ayat (1) UU 8/1999 yang selengkapnya berketentuan sebagai 
berikut: 

 

 

Mahkamah, kontra memori banding tersebut menjadi kewenangan pengadilan 
tinggi di mana permohonan banding (pemeriksaan ulangan) diajukan untuk 
menilainya atau mempertimbangkannya. Namun demikian, apapun penilaian 
pengadilan tinggi terhadap penyerahan kontra memori banding setelah 3 (tiga) 
bulan dari pembanding mengajukan permohonan banding, sebagaimana yang 
dipersoalkan oleh Pemohon, hal tersebut adalah persoalan implementasi norma 
dan bukan berkaitan dengan persoalan inkonstitusionalitas norma Pasal 7 ayat 
(1) UU 20/1947. 
[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di 
atas, Mahkamah berpendapat Pasal 7 ayat (1) UU 20/1947 telah ternyata 
memberikan kepastian hukum, pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan 
terhadap hak asasi manusia serta hak konstitusional warga negara, sebagaimana 
tertuang dalam Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Dengan demikian, dalil-dalil 
Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 

 

F. AMAR PUTUSAN  
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 
 

G. PENUTUP 
Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan 
mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung 
memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno 
terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang 
wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ 
penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, 
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 22/PUU-XX/2022 yang 
menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya terhadap pengujian pada 
Pasal 7 ayat (1) UU 20/1947 mengandung arti bahwa ketentuan pasal-Pasal a quo 
tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan 
hukum mengikat. 
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[3.10.1] Bahwa alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dengan tegas menyebutkan 
salah satu tujuan didirikannya negara Indonesia adalah untuk memajukan 
kesejahteraan umum. Oleh karena itu, negara dituntut untuk memperluas 
tanggung jawab dalam urusan perekonomian dan kesejahteraan rakyatnya. 
Dalam alur berpikir yang demikian, negara harus berperan secara aktif dalam 
berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan 
bersama dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Masyarakat dalam konteks 
perekonomian, secara sederhana, terdiri atas masyarakat konsumen dan 
produsen atau pelaku usaha yang sama-sama berhak menikmati dan 
memperjuangkan hak-haknya masing-masing. Oleh karena itu, peranan aktif yang 
dilakukan negara adalah dalam rangka menjaga keseimbangan antara 
kepentingan konsumen dengan kepentingan pelaku usaha sehingga akan 
mendorong terbentuknya iklim berusaha yang sehat dalam rangka mewujudkan 
perekonomian yang kokoh sebagai jalan untuk mewujudkan keadilan dan 
kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;  
[3.10.2] Bahwa upaya negara untuk berperanan secara aktif dalam bidang 
perekonomian tersebut, salah satunya dilakukan dengan memberikan landasan 
hukum atas perlindungan konsumen di Indonesia. Perlindungan hukum kepada 
konsumen ini menjadi hal yang penting mengingat semakin luasnya ruang gerak 
arus transaksi barang dan/atau jasa dalam melintasi batas-batas wilayah suatu 
negara. Kondisi demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen 
karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat 
terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan 
kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan 
konsumen. Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat 
mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang 
di mana konsumen berada pada posisi yang lemah karena semakin banyaknya 
arus informasi yang disebarkan sebagai bagian dari strategi pelaku usaha untuk 
mendapatkan keuntungan yang maksimal. Hal ini sangat berpotensi menjadikan 
konsumen sebagai objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-
besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta 
penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen [vide Penjelasan Umum 
UU 8/1999]. Di sinilah negara wajib mengambil peran secara aktif dengan 
menetapkan aturan main yang dapat mendorong perkembangan dunia bisnis 
sebagai motor perekonomian negara tanpa harus merugikan hak-hak yang 
dimiliki konsumen. Artinya, fokus perlindungan adalah tetap ditujukan kepada 
konsumen. Atas dasar kondisi tersebut, negara kemudian melakukan upaya 
pemberdayaan konsumen dengan memberlakukan UU 8/1999 sebagai undang-
undang payung yang diharapkan dapat melindungi kepentingan konsumen secara 
integratif dan komprehensif sekaligus mendorong iklim berusaha yang sehat, 
jujur dan kompetitif;  
[3.11] Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal tersebut di atas, 
selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan apakah ketiadaan pelarangan 
pilihan forum penyelesaian (choice of forum) dalam perjanjian baku bertentangan 
dengan UUD 1945 sebagai berikut:  
[3.11.1] Bahwa aktivitas perekonomian, khususnya yang melibatkan produsen 
dan konsumen, berkaitan erat dengan sebuah perjanjian, baik secara lisan 
maupun secara tertulis. Perkembangan dunia bisnis modern kemudian 
menciptakan bentuk kontrak baru sebagai bagian untuk menstabilkan hubungan 

 

 

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk 
diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada 
setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:  

a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;  
b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali 

barang yang dibeli konsumen;  
c.  menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali 

uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh 
konsumen;  

d.  menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha 
baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala 
tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh 
konsumen secara angsuran;  

e.  mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau 
pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;  

f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa 
atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual 
beli jasa; 

g.  menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa 
aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang 
dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan 
jasa yang dibelinya;  

h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha 
untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan 
terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”. 

 
D. BATU UJI 

Bahwa Pasal 18 ayat (1) UU 8/1999 dianggap Pemohon bertentangan dengan 
Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah 
merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon. 
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian Pasal 18 ayat (1) UU 8/1999 dalam permohonan a 
quo,  Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum pada pokoknya 
sebagai berikut: 
[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama 
permohonan Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan 
mempertimbangkan argumentasi Pemohon, maka isu konstitusionalitas yang 
harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah ketiadaan pelarangan pilihan 
forum penyelesaian (choice of forum) dalam perjanjian baku bertentangan dengan 
UUD 1945? Sebelum menjawab isu konstitusionalitas tersebut, Mahkamah 
terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 
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[3.10.1] Bahwa alinea keempat Pembukaan UUD 1945 dengan tegas menyebutkan 
salah satu tujuan didirikannya negara Indonesia adalah untuk memajukan 
kesejahteraan umum. Oleh karena itu, negara dituntut untuk memperluas 
tanggung jawab dalam urusan perekonomian dan kesejahteraan rakyatnya. 
Dalam alur berpikir yang demikian, negara harus berperan secara aktif dalam 
berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan 
bersama dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Masyarakat dalam konteks 
perekonomian, secara sederhana, terdiri atas masyarakat konsumen dan 
produsen atau pelaku usaha yang sama-sama berhak menikmati dan 
memperjuangkan hak-haknya masing-masing. Oleh karena itu, peranan aktif yang 
dilakukan negara adalah dalam rangka menjaga keseimbangan antara 
kepentingan konsumen dengan kepentingan pelaku usaha sehingga akan 
mendorong terbentuknya iklim berusaha yang sehat dalam rangka mewujudkan 
perekonomian yang kokoh sebagai jalan untuk mewujudkan keadilan dan 
kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;  
[3.10.2] Bahwa upaya negara untuk berperanan secara aktif dalam bidang 
perekonomian tersebut, salah satunya dilakukan dengan memberikan landasan 
hukum atas perlindungan konsumen di Indonesia. Perlindungan hukum kepada 
konsumen ini menjadi hal yang penting mengingat semakin luasnya ruang gerak 
arus transaksi barang dan/atau jasa dalam melintasi batas-batas wilayah suatu 
negara. Kondisi demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen 
karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat 
terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan 
kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan 
konsumen. Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat 
mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang 
di mana konsumen berada pada posisi yang lemah karena semakin banyaknya 
arus informasi yang disebarkan sebagai bagian dari strategi pelaku usaha untuk 
mendapatkan keuntungan yang maksimal. Hal ini sangat berpotensi menjadikan 
konsumen sebagai objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-
besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta 
penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen [vide Penjelasan Umum 
UU 8/1999]. Di sinilah negara wajib mengambil peran secara aktif dengan 
menetapkan aturan main yang dapat mendorong perkembangan dunia bisnis 
sebagai motor perekonomian negara tanpa harus merugikan hak-hak yang 
dimiliki konsumen. Artinya, fokus perlindungan adalah tetap ditujukan kepada 
konsumen. Atas dasar kondisi tersebut, negara kemudian melakukan upaya 
pemberdayaan konsumen dengan memberlakukan UU 8/1999 sebagai undang-
undang payung yang diharapkan dapat melindungi kepentingan konsumen secara 
integratif dan komprehensif sekaligus mendorong iklim berusaha yang sehat, 
jujur dan kompetitif;  
[3.11] Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal tersebut di atas, 
selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan apakah ketiadaan pelarangan 
pilihan forum penyelesaian (choice of forum) dalam perjanjian baku bertentangan 
dengan UUD 1945 sebagai berikut:  
[3.11.1] Bahwa aktivitas perekonomian, khususnya yang melibatkan produsen 
dan konsumen, berkaitan erat dengan sebuah perjanjian, baik secara lisan 
maupun secara tertulis. Perkembangan dunia bisnis modern kemudian 
menciptakan bentuk kontrak baru sebagai bagian untuk menstabilkan hubungan 

 

 

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk 
diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada 
setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:  

a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;  
b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali 

barang yang dibeli konsumen;  
c.  menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali 

uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh 
konsumen;  

d.  menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha 
baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala 
tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh 
konsumen secara angsuran;  

e.  mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau 
pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;  

f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa 
atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual 
beli jasa; 

g.  menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa 
aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang 
dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan 
jasa yang dibelinya;  

h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha 
untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan 
terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”. 

 
D. BATU UJI 

Bahwa Pasal 18 ayat (1) UU 8/1999 dianggap Pemohon bertentangan dengan 
Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah 
merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon. 
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian Pasal 18 ayat (1) UU 8/1999 dalam permohonan a 
quo,  Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum pada pokoknya 
sebagai berikut: 
[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama 
permohonan Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan 
mempertimbangkan argumentasi Pemohon, maka isu konstitusionalitas yang 
harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah ketiadaan pelarangan pilihan 
forum penyelesaian (choice of forum) dalam perjanjian baku bertentangan dengan 
UUD 1945? Sebelum menjawab isu konstitusionalitas tersebut, Mahkamah 
terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 
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Mahkamah merupakan konsekuensi logis dari perkembangan bisnis modern di 
tengah pesatnya pekembangan teknologi dan informasi berbasis digital melalui 
transaksi digital. Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo dalam bukunya 
berjudul “Perjanjian Baku: Masalah dan Soliusi”, memberikan ciri-ciri transaksi 
digital yang dilaksanakan melalui internet dan dilakukan dengan menggunakan 
perjanjian baku digital (digital contracts), yaitu: (i) melampaui batas negara 
(borderless), (ii) lintas yurisdiksi (multiple jurisdiction), (iii) nir tatap muka 
(faceless nature); (iv) tanpa kertas (paperless); (v) tanpa tanda tangan manual 
(digital signatures); serta (vi) tanpa uang kartal (cashless). Penggunaan transaksi 
digital yang memuat klausula baku tersebut ditujukan untuk mempermudah 
terjadinya transaksi, justru akan menyulitkan apabila pelaku usaha harus 
membuat dan menegosiasikan kontrak baru untuk setiap transaksi yang terjadi 
dengan konsumen, apalagi ketika kedua belah pihak terpisah antara satu negara 
dengan negara lain. Dengan tawaran yang melampaui batas negara, maka 
terdapat kemungkinan bahwa transaksi terjadi di antara dua pihak yang 
berdomisili dan memiliki kewarganegaraan yang berbeda, sehingga harus 
ditentukan pilihan hukum yang berlaku serta pilihan forum penyelesaian 
sengketa seandainya terjadi sengketa;  
[3.11.5] Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (4) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
(selanjutnya disebut UU 11/2008) yang pada pokoknya telah menentukan bahwa 
para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum dan menetapkan forum 
penyelesaian sengketa sesuai dengan kesepakatan para pihak berdasarkan 
transaksi elektronik internasional yang dibuatnya. Berdasarkan hal tersebut, di 
manakah letak kebebasan konsumen dalam menentukan pilihan forum 
penyelesaian sengketa dalam sebuah perjanjian baku? Menurut Mahkamah, 
dalam perjanjian baku, konsumen memiliki kebebasan untuk membuat 
perjanjian atau tidak membuat perjanjian serta kebebasan untuk memilih dengan 
pihak mana akan membuat perjanjian. Pada saat konsumen telah menyepakati 
untuk masuk dalam sebuah perjanjian baku, maka konsumen dianggap secara 
sukarela telah menyepakati keseluruhan isi perjanjian baku tersebut. 
Kesukarelaan sebagai bagian dari asas kebebasan berkontrak, secara doktriner 
dipahami, perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi 
adanya kemauan dan kepercayaan (fictie van wil en vertrouwen) sehingga 
menambah rasa percaya para pihak untuk mengikatkan dirinya pada perjanjian 
itu. Dalam hal ini, jika konsumen menerima dokumen perjanjian, berarti secara 
sukarela setuju pada isi perjanjian. Dengan demikian, pilihan untuk menentukan 
forum penyelesaian sengketa yang dipilih dalam sebuah perjanjian baku 
merupakan bagian dari kebebasan pelaku usaha dalam membuat perjanjian, 
sedangkan konsumen memiliki kebebasan untuk masuk atau tidak dalam 
perjanjian baku tersebut. Dalam hal konsumen telah menyepakati masuk dalam 
sebuah perjanjian baku yang menentukan forum penyelesaian sengketa (pilihan 
domisili), maka kesepakatan tersebut mengikat kepada para pihak untuk 
mentaati dan melaksanakannya. Akan tetapi, berdasarkan hukum acara perdata 
yang berlaku, kesepakatan pilihan domisili tersebut tidak bersifat absolut, 
melainkan bersifat relatif. Pihak konsumen sebagai penggugat jika menghendaki, 
dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan (forum penyelesaian sengketa) 
yang telah disepakati [vide Pasal 118 ayat (4) Herziene Inlandsche Reglement 
(HIR)/Pasal 142 ayat (4) Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)], atau penggugat 

 

 

pasar yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh 
pelaku usaha yang dikenal dengan perjanjian baku dengan klausula baku di 
dalamnya. Dalam konteks perlindungan konsumen, bagi para pelaku usaha hal 
tersebut merupakan cara mencapai tujuan ekonomi yang efisien dan praktis, 
namun bagi konsumen, perjanjian baku ini semakin melemahkan posisi tawar 
(bargaining position) konsumen dan rentan terhadap penyalahgunaan yang 
bersifat kontraktual dalam hubungannya dengan produsen atau pelaku usaha. 
Oleh karena itu, UU 8/1999 secara tegas melarang penggunaan klausula baku 
pada setiap perjanjian yang memuat klausul tentang pengalihan tanggung jawab 
pelaku usaha, mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau 
pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen, penghilangan atau pengurangan 
hak konsumen dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 
UU 8/1999;  
[3.11.2] Bahwa dalam rezim hukum tentang perikatan, segala bentuk perjanjian 
harus tunduk pada asas-asas umum perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), seperti asas konsensualisme 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan asas kebebasan 
berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. 
Berdasarkan asas konsesualisme, maka perjanjian telah sah dan memiliki akibat 
hukum sejak konsesus tercapai antara para pihak mengenai hal pokok 
(esensialia) dalam perjanjian. Sedangkan berdasarkan asas kebebasan 
berkontrak, maka sejatinya setiap orang boleh membuat perjanjian dalam bentuk 
dan berisi apapun sepanjang tidak dilarang atau tidak bertentangan dengan 
undang-undang (hukum), kesusilaan atau ketertiban umum sesuai dengan Pasal 
1337 KUH Perdata. Dalam perjanjian yang didasarkan pada asas kebebasan 
berkontrak, para pihak akan merumuskan ketentuan mengenai hak dan 
kewajiban mereka secara timbal balik. Oleh karenanya, selama masing-masing 
pihak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan perjanjian 
maka tidak akan menjadi masalah. Masalah baru akan timbul, manakala salah 
satu pihak gagal menjalankan kewajibannya, dan pihak lain merasa telah 
dirugikan. Pihak yang merasa telah dirugikan tersebut dapat mengajukan gugatan 
sesuai dengan forum penyelesaian sengketa yang telah disepakati dalam 
perjanjian, baik di dalam maupun di luar pengadilan;  
[3.11.3] Bahwa pilihan forum penyelesaian (choice of forum) dalam suatu 
perjanjian juga berlandaskan pada kebebasan berkontrak. Artinya, masing-
masing pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian memiliki kebebasan untuk 
menentukan institusi yang akan menyelesaikan permasalahan apabila terjadi 
sengketa. Keadaan demikian hampir tidak menimbulkan masalah ketika masing-
masing pihak memiliki daya tawar yang relatif seimbang. Namun, dalam 
perjanjian baku, sebagaimana telah dijelaskan di atas, dimungkinkan terjadi 
ketidakseimbangan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen. Terhadap 
hal demikian, secara teoritis ada yang berpandangan bahwa penggunaan klausula 
baku memang telah menghilangkan adanya forum negosiasi antar pihak yang 
terlibat dalam sebuah perjanjian. Akan tetapi, ketiadaan forum negosiasi antar 
pihak tersebut tidak secara serta-merta menghilangkan kebebasan dan 
kesepakatan para pihak yang menjadi dasar penyusunan sebuah perjanjian, 
terlebih lagi secara otomatis merugikan pihak konsumen;  
[3.11.4] Bahwa kebebasan yang diberikan kepada pelaku usaha untuk 
menentukan forum penyelesaian sengketa dalam perjanjian baku, menurut 
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Mahkamah merupakan konsekuensi logis dari perkembangan bisnis modern di 
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(borderless), (ii) lintas yurisdiksi (multiple jurisdiction), (iii) nir tatap muka 
(faceless nature); (iv) tanpa kertas (paperless); (v) tanpa tanda tangan manual 
(digital signatures); serta (vi) tanpa uang kartal (cashless). Penggunaan transaksi 
digital yang memuat klausula baku tersebut ditujukan untuk mempermudah 
terjadinya transaksi, justru akan menyulitkan apabila pelaku usaha harus 
membuat dan menegosiasikan kontrak baru untuk setiap transaksi yang terjadi 
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[3.11.5] Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (4) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
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dalam perjanjian baku, konsumen memiliki kebebasan untuk membuat 
perjanjian atau tidak membuat perjanjian serta kebebasan untuk memilih dengan 
pihak mana akan membuat perjanjian. Pada saat konsumen telah menyepakati 
untuk masuk dalam sebuah perjanjian baku, maka konsumen dianggap secara 
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sukarela setuju pada isi perjanjian. Dengan demikian, pilihan untuk menentukan 
forum penyelesaian sengketa yang dipilih dalam sebuah perjanjian baku 
merupakan bagian dari kebebasan pelaku usaha dalam membuat perjanjian, 
sedangkan konsumen memiliki kebebasan untuk masuk atau tidak dalam 
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sesuai dengan forum penyelesaian sengketa yang telah disepakati dalam 
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pihak tersebut tidak secara serta-merta menghilangkan kebebasan dan 
kesepakatan para pihak yang menjadi dasar penyusunan sebuah perjanjian, 
terlebih lagi secara otomatis merugikan pihak konsumen;  
[3.11.4] Bahwa kebebasan yang diberikan kepada pelaku usaha untuk 
menentukan forum penyelesaian sengketa dalam perjanjian baku, menurut 
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G. PENUTUP 
Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak 
ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh 
kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah 
Konstitusi yang terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi 
setiap orang) yang wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh 
seluruh organ penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara.  
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juga dapat mengajukan gugatan berdasarkan asas actor sequitor forum rei, yakni 
diajukan ke pengadilan di tempat mana tergugat bertempat tinggal [vide Pasal 
118 ayat (1) HIR/Pasal 142 ayat (1) RBg]. Dengan demikian, penggugat bebas 
memilih kompetensi relatif berdasarkan domisili pilihan atau berdasarkan 
tempat tinggal tergugat;  
[3.11.6] Bahwa setelah mempelajari dengan saksama dalil-dalil yang diuraikan 
Pemohon dalam permohonannya, Mahkamah menilai permasalahan yang 
diajukan oleh Pemohon lebih merupakan permasalahan implementasi norma 
yang dialami oleh Pemohon dalam hubungan Pemohon sebagai konsumen 
layanan jasa transportasi online yang terikat pada perjanjian baku yang telah 
ditentukan oleh pelaku usaha (Grab Indonesia). Apabila dikaitkan dalam konteks 
hukum perlindungan konsumen, menurut Mahkamah, sebagaimana telah dikenal 
sebagai doktrin let the buyer beware, yang berarti dalam suatu hubungan jual beli, 
konsumen/pembeli wajib untuk berhati-hati dalam setiap transaksi jual-beli yang 
dilakukan. Dalam konteks choice of law dan choice of forum, konsumen dapat 
memilih apakah tunduk pada forum penyelesaian dalam perjanjian baku atau 
mengajukan gugatan di pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat 
tinggal tergugat. Penyelesaian sengketa konsumen di antara pihak berdasarkan 
perjanjian biasa maupun perjanjian baku diperbolehkan melakukan pilihan 
forum secara sukarela sebagaimana diatur oleh ketentuan Pasal 45 ayat (2) UU 
8/1999, sehingga permohonan Pemohon kontradiktif dengan Pasal a quo dan oleh 
karenanya apabila Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon, justru dapat 
menimbulkan ketidakpastian hukum;  
[3.12] Menimbang bahwa terlebih lagi setelah Mahkamah mempelajari dengan 
saksama petitum yang dimohonkan Pemohon dengan menambah norma “i. 
menetapkan dan/atau mengatur upaya penyelesaian sengketa konsumen secara 
sepihak tanpa persetujuan dan kesepakatan konsumen” dalam Pasal 18 ayat (1) UU 
8/1999. Hal demikian menurut Mahkamah, bukanlah merupakan pemaknaan 
atas suatu norma, karena norma yang berhubungan dengan penyelesaian 
sengketa konsumen tidak terdapat dalam norma dasar Pasal 18 ayat (1) UU 
8/1999. Petitum Pemohon tersebut berarti meminta Mahkamah untuk 
menambahkan norma baru padahal kewenangan Mahkamah adalah menafsirkan 
atau memaknai norma dalam suatu undang-undang dalam rangka menegakkan 
supremasi konstitusi. Sedangkan perubahan norma seperti permohonan 
Pemohon merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pembentuk Undang-
Undang. Oleh karena itu, meskipun objek permohonan yang dimohonkan 
pengujian konstitusionalitas oleh Pemohon adalah undang-undang, in casu Pasal 
18 ayat (1) UU 8/1999 yang merupakan kewenangan Mahkamah untuk 
mengadilinya, namun keinginan Pemohon agar Mahkamah menambahkan sebuah 
norma baru dalam rumusan Pasal 18 ayat (1) UU 8/1999 adalah tidak beralasan 
menurut hukum;  
[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum 
sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon 
adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 
 

F. AMAR PUTUSAN 
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya 
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karenanya apabila Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon, justru dapat 
menimbulkan ketidakpastian hukum;  
[3.12] Menimbang bahwa terlebih lagi setelah Mahkamah mempelajari dengan 
saksama petitum yang dimohonkan Pemohon dengan menambah norma “i. 
menetapkan dan/atau mengatur upaya penyelesaian sengketa konsumen secara 
sepihak tanpa persetujuan dan kesepakatan konsumen” dalam Pasal 18 ayat (1) UU 
8/1999. Hal demikian menurut Mahkamah, bukanlah merupakan pemaknaan 
atas suatu norma, karena norma yang berhubungan dengan penyelesaian 
sengketa konsumen tidak terdapat dalam norma dasar Pasal 18 ayat (1) UU 
8/1999. Petitum Pemohon tersebut berarti meminta Mahkamah untuk 
menambahkan norma baru padahal kewenangan Mahkamah adalah menafsirkan 
atau memaknai norma dalam suatu undang-undang dalam rangka menegakkan 
supremasi konstitusi. Sedangkan perubahan norma seperti permohonan 
Pemohon merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pembentuk Undang-
Undang. Oleh karena itu, meskipun objek permohonan yang dimohonkan 
pengujian konstitusionalitas oleh Pemohon adalah undang-undang, in casu Pasal 
18 ayat (1) UU 8/1999 yang merupakan kewenangan Mahkamah untuk 
mengadilinya, namun keinginan Pemohon agar Mahkamah menambahkan sebuah 
norma baru dalam rumusan Pasal 18 ayat (1) UU 8/1999 adalah tidak beralasan 
menurut hukum;  
[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum 
sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon 
adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Tidak Dapat 

Diterima Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) 
 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 27/PUU-XX/2022 PERIHAL 
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG 

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG 
KEJAKSAAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK 

INDONESIA TAHUN 1945 
 

20 APRIL 2022 
 
 

A. PENDAHULUAN 
Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, pukul 13.50 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (selanjutnya disebut UU 11/2021) 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 27/PUU-
XX/2021. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 27/PUU-XX/2021, 
perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU 11/2021 dalam perkara Nomor 27/PUU-
XX/2022, diajukan oleh Fentje Eyfert Loway, S.H., M.H., T.R. Silalahi, S.H., M.H., 
Dra. Renny Ariyanny, S.H., M.H., LL.M., Dra. Martini, S.H., Fahriani Suyuti, S.H., M.H 
yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Abdul Rohman, S.H., dkk yang 
tergabung dalam kantor hukum RBT Law Firm, untuk selanjutnya disebut sebagai 
Para Pemohon.  
 

C. PASAL/AYAT UU 11/2021 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian terhadap 
Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A UU 11/2021 yang berketentuan sebagai berikut: 
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Bahwa setelah dicermati lebih lanjut perbaikan permohonan para Pemohon, 
di dalam posita, para Pemohon menguraikan mengenai alasan mengapa 
ketentuan Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A UU 11/2021 harus dinyatakan 
bertentangan dengan UUD 1945 dan meminta Mahkamah untuk memberikan 
tafsir terhadap pasal yang diajukan pengujian [vide perbaikan permohonan 
perkara Nomor 27/PUU-XX/2022, hlm. 29-30]. Demikian juga dengan petitum 
permohonan para Pemohon, walaupun telah diberikan nasihat oleh Panel Hakim 
pada sidang pendahuluan agar mempertimbangkan petitum yang tepat, akan 
tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya. Dalam hal ini, para Pemohon 
memohon kepada Mahkamah agar ketentuan Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A UU 
11/2021 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan juga meminta 
Mahkamah untuk memberikan tafsir terhadap pasal yang diajukan pengujian. 
Terhadap petitum ini telah dikonfirmasi kembali kepada para Pemohon pada 
saat sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda pemeriksaan perbaikan 
permohonan, dan para Pemohon melalui kuasanya menyatakan bahwa petitum 
yang diinginkan para Pemohon adalah Petitum yang tercantum di dalam 
perbaikan permohon yang dibacakan di dalam Persidangan [vide Risalah Sidang 
Perkara Nomor 27/PUU-XX/2022, tanggal 07 April 2022, hlm. 8-9].  

Bahwa terhadap petitum sebagaimana yang tercantum di dalam perbaikan 
permohonan para Pemohon yaitu Petitum angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5, 
menurut Mahkamah, petitum demikian bersifat kumulatif sehingga permintaan 
demikian menyebabkan kerancuan dan ketidakjelasan terkait apa sesungguhnya 
yang diminta oleh para Pemohon. Sebab, di satu sisi para Pemohon memohon 
Mahkamah untuk menyatakan Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A UU 11/2021 
bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional), sementara di sisi lain para 
Pemohon memohon Mahkamah untuk menyatakan Pasal 12 huruf c dan Pasal 
40A UU 11/2021 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat 
(inkonstitusional bersyarat). Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah 
tidak mungkin mengabulkan dua petitum yang saling bertentangan, kecuali para 
Pemohon dalam petitum permohonannya memohon secara alternatif, quod non. 
Oleh karena itu, jika petitum sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon 
dikabulkan, dalam batas penalaran yang wajar akan menimbulkan kerancuan 
norma sehingga dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum.  

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan 
para Pemohon menimbulkan ketidakjelasan. Oleh karena itu, Mahkamah sulit 
untuk memahami maksud permohonan a quo. Dengan demikian, permohonan 
para Pemohon adalah kabur.  
[3.8] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili 
permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk 
mengajukan permohonan a quo, namun oleh karena permohonan para Pemohon 
adalah kabur, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok 
permohonan para Pemohon. 
 

F. AMAR PUTUSAN 
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. 
 
 

 

 

Pasal 12 huruf c: 
“Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena: 
         … 

c. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.” 
 

Pasal 40A: 
“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pemberhentianJaksa yang 
berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih tetap mengikuti ketentuan batas 
usia pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4401)” 

 
D. BATU UJI 

Bahwa Pasal-Pasal a quo dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 
ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai 
telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Para 
Pemohon.  
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian UU 11/2021 dalam permohonan a quo, Mahkamah 
Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok 
permohonan para Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih 
dahulu hal-hal sebagai berikut:  
[3.7.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan para Pemohon dalam 
persidangan Pendahuluan pada 17 Maret 2021, dalam persidangan tersebut, 
Majelis Panel sesuai dengan kewajibannya yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU 
MK telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki dan 
memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan hukum, pokok 
permohonan, serta petitum.  
Bahwa Panel Hakim telah menasihatkan kepada para Pemohon untuk 
mempertimbangkan petitum seperti apa yang tepat bagi permohonan para 
Pemohon, karena petitum permohonan para Pemohon kontradiktif antara 
petitum yang satu dengan yang lainnya. Pada satu sisi para Pemohon meminta 
agar pasal yang diajukan pengujian dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 
dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun, di sisi lain para Pemohon 
meminta pula agar pasal yang diajukan pengujiannya tersebut dinyatakan 
konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat [vide perbaikan 
permohonan perkara Nomor 27/PUU-XX/2022, petitum permohonan angka 2, 
angka 3, angka 4, dan angka 5, hlm. 38-39, serta Risalah Sidang Perkara Nomor 
27/PUU-XX/2022, tanggal 17 Maret 2022, hlm. 14].  
[3.7.2] Bahwa para Pemohon telah melakukan perbaikan permohonannya dan 
diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 30 Maret 2022 yang kemudian 
disampaikan pokok-pokok perbaikan permohonannya dalam sidang 
pemeriksaan pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan 
pada 7 April 2022.  
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Bahwa setelah dicermati lebih lanjut perbaikan permohonan para Pemohon, 
di dalam posita, para Pemohon menguraikan mengenai alasan mengapa 
ketentuan Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A UU 11/2021 harus dinyatakan 
bertentangan dengan UUD 1945 dan meminta Mahkamah untuk memberikan 
tafsir terhadap pasal yang diajukan pengujian [vide perbaikan permohonan 
perkara Nomor 27/PUU-XX/2022, hlm. 29-30]. Demikian juga dengan petitum 
permohonan para Pemohon, walaupun telah diberikan nasihat oleh Panel Hakim 
pada sidang pendahuluan agar mempertimbangkan petitum yang tepat, akan 
tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya. Dalam hal ini, para Pemohon 
memohon kepada Mahkamah agar ketentuan Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A UU 
11/2021 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan juga meminta 
Mahkamah untuk memberikan tafsir terhadap pasal yang diajukan pengujian. 
Terhadap petitum ini telah dikonfirmasi kembali kepada para Pemohon pada 
saat sidang pemeriksaan pendahuluan dengan agenda pemeriksaan perbaikan 
permohonan, dan para Pemohon melalui kuasanya menyatakan bahwa petitum 
yang diinginkan para Pemohon adalah Petitum yang tercantum di dalam 
perbaikan permohon yang dibacakan di dalam Persidangan [vide Risalah Sidang 
Perkara Nomor 27/PUU-XX/2022, tanggal 07 April 2022, hlm. 8-9].  

Bahwa terhadap petitum sebagaimana yang tercantum di dalam perbaikan 
permohonan para Pemohon yaitu Petitum angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5, 
menurut Mahkamah, petitum demikian bersifat kumulatif sehingga permintaan 
demikian menyebabkan kerancuan dan ketidakjelasan terkait apa sesungguhnya 
yang diminta oleh para Pemohon. Sebab, di satu sisi para Pemohon memohon 
Mahkamah untuk menyatakan Pasal 12 huruf c dan Pasal 40A UU 11/2021 
bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional), sementara di sisi lain para 
Pemohon memohon Mahkamah untuk menyatakan Pasal 12 huruf c dan Pasal 
40A UU 11/2021 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat 
(inkonstitusional bersyarat). Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah 
tidak mungkin mengabulkan dua petitum yang saling bertentangan, kecuali para 
Pemohon dalam petitum permohonannya memohon secara alternatif, quod non. 
Oleh karena itu, jika petitum sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon 
dikabulkan, dalam batas penalaran yang wajar akan menimbulkan kerancuan 
norma sehingga dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum.  

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan 
para Pemohon menimbulkan ketidakjelasan. Oleh karena itu, Mahkamah sulit 
untuk memahami maksud permohonan a quo. Dengan demikian, permohonan 
para Pemohon adalah kabur.  
[3.8] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili 
permohonan a quo dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk 
mengajukan permohonan a quo, namun oleh karena permohonan para Pemohon 
adalah kabur, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok 
permohonan para Pemohon. 
 

F. AMAR PUTUSAN 
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. 
 
 

 

 

Pasal 12 huruf c: 
“Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena: 
         … 

c. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun.” 
 

Pasal 40A: 
“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pemberhentianJaksa yang 
berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih tetap mengikuti ketentuan batas 
usia pensiun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4401)” 

 
D. BATU UJI 

Bahwa Pasal-Pasal a quo dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 27 
ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai 
telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Para 
Pemohon.  
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian UU 11/2021 dalam permohonan a quo, Mahkamah 
Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok 
permohonan para Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih 
dahulu hal-hal sebagai berikut:  
[3.7.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan para Pemohon dalam 
persidangan Pendahuluan pada 17 Maret 2021, dalam persidangan tersebut, 
Majelis Panel sesuai dengan kewajibannya yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU 
MK telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki dan 
memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan hukum, pokok 
permohonan, serta petitum.  
Bahwa Panel Hakim telah menasihatkan kepada para Pemohon untuk 
mempertimbangkan petitum seperti apa yang tepat bagi permohonan para 
Pemohon, karena petitum permohonan para Pemohon kontradiktif antara 
petitum yang satu dengan yang lainnya. Pada satu sisi para Pemohon meminta 
agar pasal yang diajukan pengujian dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 
dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun, di sisi lain para Pemohon 
meminta pula agar pasal yang diajukan pengujiannya tersebut dinyatakan 
konstitusional bersyarat atau inkonstitusional bersyarat [vide perbaikan 
permohonan perkara Nomor 27/PUU-XX/2022, petitum permohonan angka 2, 
angka 3, angka 4, dan angka 5, hlm. 38-39, serta Risalah Sidang Perkara Nomor 
27/PUU-XX/2022, tanggal 17 Maret 2022, hlm. 14].  
[3.7.2] Bahwa para Pemohon telah melakukan perbaikan permohonannya dan 
diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 30 Maret 2022 yang kemudian 
disampaikan pokok-pokok perbaikan permohonannya dalam sidang 
pemeriksaan pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan 
pada 7 April 2022.  
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Ketetapan Penarikan Kembali Perkara Pengujian Undang-Undang 

Yang Dikabulkan Oleh Mahkamah Konstitusi) 
 

KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 45/PUU-XX/2022 
PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA 

KERJA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
TAHUN 1945 

 
31 MEI 2022 

 
A. PENDAHULUAN 

Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, pukul 09.27 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Ketetapan dalam perkara 
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945  (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) 
dalam Perkara Nomor 45/PUU-XX/2022. Dalam Sidang Pengucapan Ketetapan 
dalam Perkara Nomor 45/PUU-XX/2022, perwakilan DPR RI dihadiri secara 
virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan 
jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan 
Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU Cipta Kerja dalam perkara Nomor 45/PUU-
XX/2022 diajukan oleh Robert Mandala Yasin, yang memberi kuasa kepada Ricky 
K. Margono, S.H., MH., dkk., pada Firma Hukum Margono-Surya & Patners, untuk 
selanjutnya disebut sebagai Pemohon. 
 

C. KETENTUAN UU CIPTA KERJA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN MATERIIL 
Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian Pasal 37 angka 5 
UU Cipta Kerja perubahan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang 18 Tahun 

 

 

 
G. PENUTUP 

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan 
mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung 
memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno 
terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang 
wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ 
penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, 
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 27/PUU-XX/2022 yang 
menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima terhadap 
pengujian UU 11/2021 mengandung arti bahwa ketentuan a quo tidak 
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan 
hukum mengikat. 
 
 
 
 

 
 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
BADAN KEAHLIAN 

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 
2022 
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Ketetapan Penarikan Kembali Perkara Pengujian Undang-Undang 

Yang Dikabulkan Oleh Mahkamah Konstitusi) 
 

KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 45/PUU-XX/2022 
PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA 

KERJA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
TAHUN 1945 

 
31 MEI 2022 

 
A. PENDAHULUAN 

Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, pukul 09.27 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Ketetapan dalam perkara 
Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945  (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) 
dalam Perkara Nomor 45/PUU-XX/2022. Dalam Sidang Pengucapan Ketetapan 
dalam Perkara Nomor 45/PUU-XX/2022, perwakilan DPR RI dihadiri secara 
virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan 
jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan 
Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU Cipta Kerja dalam perkara Nomor 45/PUU-
XX/2022 diajukan oleh Robert Mandala Yasin, yang memberi kuasa kepada Ricky 
K. Margono, S.H., MH., dkk., pada Firma Hukum Margono-Surya & Patners, untuk 
selanjutnya disebut sebagai Pemohon. 
 

C. KETENTUAN UU CIPTA KERJA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN MATERIIL 
Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian Pasal 37 angka 5 
UU Cipta Kerja perubahan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang 18 Tahun 

 

 

 
G. PENUTUP 

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan 
mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung 
memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno 
terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang 
wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ 
penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, 
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 27/PUU-XX/2022 yang 
menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima terhadap 
pengujian UU 11/2021 mengandung arti bahwa ketentuan a quo tidak 
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan 
hukum mengikat. 
 
 
 
 

 
 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
BADAN KEAHLIAN 

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 
2022 
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f. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas, 
Rapat Permusyawaratan Hakim pada 11 Mei 2022 berkesimpulan bahwa 
pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 45/PUU-
XX/2022 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat 
mengajukan kembali permohonan a quo;  

g. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf g di atas, memerintahkan 
Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali 
permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik 
(e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.  

F. KETETAPAN 
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 
2. Menyatakan Permohonan Nomor 45/PUU-XX/2022 mengenai Permohonan 

Pengujian Pasal 37 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) perubahan atas Pasal 17 
ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) 
terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik 
kembali; 

3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal 

penarikan kembali Permohonan Nomor 45/PUU-XX/2022 dalam Buku 
Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan 
berkas permohonan kepada Pemohon. 

 
G. PENUTUP 

Bahwa dengan Ketetapan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan penarikan 
kembali permohonan Pemohon, maka Pemohon tidak dapat mengajukan kembali 
permohonannya. 
 

 
 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
BADAN KEAHLIAN 

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 
2022 

 
 

 

 

 

 

2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan yang 
berketentuan sebagai berikut: 
 

Pasal 37 angka 5 UU Cipta Kerja 
(perubahan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU 18/2013) 

 
5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 17 
(1) Setiap orang dilarang: 

a. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut 
diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan 
dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa 
Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; 

 
D. BATU UJI 

Bahwa Pasal 37 angka 5 UU Cipta Kerja dianggap Pemohon bertentangan dengan 
Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai 
telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional 
Pemohon. 
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian secara materiil Pasal 37 angka 5 UU Cipta Kerja 
perubahan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU 18/2013 dalam permohonan a quo, 
Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 
a. … 
c. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima surat dari Pemohon Nomor 

027/MSP/V/2022, bertanggal 9 Mei 2022, perihal Surat Permohonan 
Pencabutan Permohonan Perkara PUU Nomor 45/PUU-XX/2022, yang 
diterima oleh Mahkamah pada 9 Mei 2022, pukul 19.58 WIB;  

d. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan Sidang Pemeriksaan 
Pendahuluan untuk mendengarkan perbaikan permohonan Pemohon 
terhadap permohonan a quo pada 10 Mei 2022. Pada Sidang Panel tersebut, 
setelah Mahkamah melakukan klarifikasi kepada Pemohon berkaitan dengan 
surat pencabutan atau penarikan perkara a quo, Pemohon melalui kuasanya 
membenarkan telah mengajukan pencabutan terhadap Permohonan a quo;  

e. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 
ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan 
sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan Pasal 
35 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa “penarikan kembali mengakibatkan 
Permohonan a quo tidak dapat diajukan kembali”;  
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f. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas, 
Rapat Permusyawaratan Hakim pada 11 Mei 2022 berkesimpulan bahwa 
pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 45/PUU-
XX/2022 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat 
mengajukan kembali permohonan a quo;  

g. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf g di atas, memerintahkan 
Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali 
permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik 
(e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.  

F. KETETAPAN 
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 
2. Menyatakan Permohonan Nomor 45/PUU-XX/2022 mengenai Permohonan 

Pengujian Pasal 37 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) perubahan atas Pasal 17 
ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) 
terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik 
kembali; 

3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal 

penarikan kembali Permohonan Nomor 45/PUU-XX/2022 dalam Buku 
Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan 
berkas permohonan kepada Pemohon. 

 
G. PENUTUP 

Bahwa dengan Ketetapan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan penarikan 
kembali permohonan Pemohon, maka Pemohon tidak dapat mengajukan kembali 
permohonannya. 
 

 
 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
BADAN KEAHLIAN 

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 
2022 

 
 

 

 

 

 

2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan yang 
berketentuan sebagai berikut: 
 

Pasal 37 angka 5 UU Cipta Kerja 
(perubahan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU 18/2013) 

 
5. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 17 
(1) Setiap orang dilarang: 

a. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut 
diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan 
dan/atau mengangkut hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa 
Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat; 

 
D. BATU UJI 

Bahwa Pasal 37 angka 5 UU Cipta Kerja dianggap Pemohon bertentangan dengan 
Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai 
telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional 
Pemohon. 
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian secara materiil Pasal 37 angka 5 UU Cipta Kerja 
perubahan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU 18/2013 dalam permohonan a quo, 
Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 
a. … 
c. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima surat dari Pemohon Nomor 

027/MSP/V/2022, bertanggal 9 Mei 2022, perihal Surat Permohonan 
Pencabutan Permohonan Perkara PUU Nomor 45/PUU-XX/2022, yang 
diterima oleh Mahkamah pada 9 Mei 2022, pukul 19.58 WIB;  

d. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan Sidang Pemeriksaan 
Pendahuluan untuk mendengarkan perbaikan permohonan Pemohon 
terhadap permohonan a quo pada 10 Mei 2022. Pada Sidang Panel tersebut, 
setelah Mahkamah melakukan klarifikasi kepada Pemohon berkaitan dengan 
surat pencabutan atau penarikan perkara a quo, Pemohon melalui kuasanya 
membenarkan telah mengajukan pencabutan terhadap Permohonan a quo;  

e. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 35 
ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan 
sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan Pasal 
35 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa “penarikan kembali mengakibatkan 
Permohonan a quo tidak dapat diajukan kembali”;  
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Ketetapan Penarikan Kembali Perkara Pengujian Undang-Undang 

Yang Dikabulkan Oleh Mahkamah Konstitusi) 
 

KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-XX/2022 
PERIHAL PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 
TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  TERHADAP UNDANG-UNDANG 

DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 
 

31 MEI 2022 
 

A. PENDAHULUAN 
Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, pukul 10.00 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah menjatuhkan Ketetapan dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU 
Adminsitrasi Pemerintahan) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara 
Nomor 46/PUU-XX/2022. Dalam Sidang Pengucapan Ketetapan dalam Perkara 
Nomor 46/PUU-XX/2022, perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala 
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian materiil UU Administrasi Pemerintahan dalam 
perkara Nomor 46/PUU-XX/2022 diajukan oleh  Moch. Ojat Sudrajat S, untuk 
selanjutnya disebut sebagai Pemohon.  
 

C. PASAL/AYAT UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN YANG DIMOHONKAN 
PENGUJIAN 
Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil 
terhadap Pasal 4 ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan yang 
selengkapnya berketentuan sebagai berikut: 

Pasal 4 ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan 
(1) Ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini 

meliputi semua aktivitas: 
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Ketetapan Penarikan Kembali Perkara Pengujian Undang-Undang 

Yang Dikabulkan Oleh Mahkamah Konstitusi) 
 

KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-XX/2022 
PERIHAL PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 
TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  TERHADAP UNDANG-UNDANG 

DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 
 

31 MEI 2022 
 

A. PENDAHULUAN 
Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, pukul 10.00 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah menjatuhkan Ketetapan dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 
30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU 
Adminsitrasi Pemerintahan) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara 
Nomor 46/PUU-XX/2022. Dalam Sidang Pengucapan Ketetapan dalam Perkara 
Nomor 46/PUU-XX/2022, perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala 
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian materiil UU Administrasi Pemerintahan dalam 
perkara Nomor 46/PUU-XX/2022 diajukan oleh  Moch. Ojat Sudrajat S, untuk 
selanjutnya disebut sebagai Pemohon.  
 

C. PASAL/AYAT UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN YANG DIMOHONKAN 
PENGUJIAN 
Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil 
terhadap Pasal 4 ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan yang 
selengkapnya berketentuan sebagai berikut: 

Pasal 4 ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan 
(1) Ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini 

meliputi semua aktivitas: 
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F. MENETAPKAN 

 Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;  
 

G. PENUTUP 
Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak 
ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh 
kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah 
Konstitusi yang terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi 
setiap orang) yang wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh 
seluruh organ penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
BADAN KEAHLIAN 

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 
2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi 
Pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif; 

b. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi 
Pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif; 

c.   Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi 
Pemerintahan dalam lingkup lembaga legislatif; dan 

d. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan 
Fungsi Pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang. 
 

D. BATU UJI 
Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan dianggap 
Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena 
dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional 
Pemohon. 
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap Ketetapan dalam Pengujian UU Administrasi Pemerintahan,  
Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum pada pokoknya sebagai 
berikut: 
[3.1] … 
[3.5] Bahwa pada 20 Mei 2022 Mahkamah menerima Surat Pemohon Nomor 
038/Pri-MK/V/2022 perihal Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 46/PUU-
XX/2022, bertanggal 20 Mei 2022; 
[3.6] Bahwa pada 23 Mei 2022 Mahkamah tetap melaksanakan sidang dengan 
agenda menerima perbaikan permohonan Pemohon dan dalam persidangan 
tersebut Pemohon menyatakan mencabut atau menarik kembali permohonannya 
sebagaimana surat Pemohon Nomor 038/Pri-MK/V/2022 yang sebelumnya telah 
disampaikan kepada Kepaniteraan Mahkamah; 
[3.7] Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 
35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan 
sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan Pasal 35 
ayat (2) UU MK menyatakan bahwa penarikan kembali mengakibatkan 
Permohonan a quo tidak dapat diajukan kembali; 
[3.8] Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3.7 di 
atas, RPH pada 23 Mei 2022 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan 
kembali permohonan Perkara Nomor 46/PUU-XX/2022 adalah beralasan 
menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a 
quo; 
[3.9] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf h di atas, Mahkamah 
memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal 
penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara 
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan 
kepada Pemohon. 
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F. MENETAPKAN 

 Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;  
 

G. PENUTUP 
Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak 
ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh 
kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah 
Konstitusi yang terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi 
setiap orang) yang wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh 
seluruh organ penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
BADAN KEAHLIAN 

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 
2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi 
Pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif; 

b. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi 
Pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif; 

c.   Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi 
Pemerintahan dalam lingkup lembaga legislatif; dan 

d. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan 
Fungsi Pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang. 
 

D. BATU UJI 
Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan dianggap 
Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena 
dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional 
Pemohon. 
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap Ketetapan dalam Pengujian UU Administrasi Pemerintahan,  
Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum pada pokoknya sebagai 
berikut: 
[3.1] … 
[3.5] Bahwa pada 20 Mei 2022 Mahkamah menerima Surat Pemohon Nomor 
038/Pri-MK/V/2022 perihal Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 46/PUU-
XX/2022, bertanggal 20 Mei 2022; 
[3.6] Bahwa pada 23 Mei 2022 Mahkamah tetap melaksanakan sidang dengan 
agenda menerima perbaikan permohonan Pemohon dan dalam persidangan 
tersebut Pemohon menyatakan mencabut atau menarik kembali permohonannya 
sebagaimana surat Pemohon Nomor 038/Pri-MK/V/2022 yang sebelumnya telah 
disampaikan kepada Kepaniteraan Mahkamah; 
[3.7] Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 
35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali Permohonan 
sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan” dan Pasal 35 
ayat (2) UU MK menyatakan bahwa penarikan kembali mengakibatkan 
Permohonan a quo tidak dapat diajukan kembali; 
[3.8] Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3.7 di 
atas, RPH pada 23 Mei 2022 telah menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan 
kembali permohonan Perkara Nomor 46/PUU-XX/2022 adalah beralasan 
menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a 
quo; 
[3.9] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum pada huruf h di atas, Mahkamah 
memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal 
penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara 
Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan 
kepada Pemohon. 
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Ketetapan Penarikan Kembali Perkara Pengujian Undang-Undang 

Yang Dikabulkan Oleh Mahkamah Konstitusi) 
 

KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 55/PUU-XX/2022 PERIHAL 
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-

UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN 
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 
TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI 

UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 

 
 31 MEI 2022 

 
 

A. PENDAHULUAN 
Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, pukul 09.46 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Ketetapan Pengujian 
Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 10/2016) 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 55/PUU-
XX/2022. Dalam Sidang Pengucapan Ketetapan Perkara Nomor 55/PUU-XX/2022, 
perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU 10/2016 diajukan oleh Perkumpulan Maha 
Bidik Indonesia yang diwakili oleh Moch Ojat Sudrajat S, Hapid, S.HI., M.H., dan 
Muhamad Madroni (selaku Ketua, Sekretaris dan Bendahara Perkumpulan Maha 
Bidik Indonesia), untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.  
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Ketetapan Penarikan Kembali Perkara Pengujian Undang-Undang 

Yang Dikabulkan Oleh Mahkamah Konstitusi) 
 

KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 55/PUU-XX/2022 PERIHAL 
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-

UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN 
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 
TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI 

UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 

 
 31 MEI 2022 

 
 

A. PENDAHULUAN 
Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, pukul 09.46 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Ketetapan Pengujian 
Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 10/2016) 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 55/PUU-
XX/2022. Dalam Sidang Pengucapan Ketetapan Perkara Nomor 55/PUU-XX/2022, 
perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU 10/2016 diajukan oleh Perkumpulan Maha 
Bidik Indonesia yang diwakili oleh Moch Ojat Sudrajat S, Hapid, S.HI., M.H., dan 
Muhamad Madroni (selaku Ketua, Sekretaris dan Bendahara Perkumpulan Maha 
Bidik Indonesia), untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.  
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2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Konstitusi Nomor 55.55/ 
PUU/TAP.MK/HS/04/2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama 
Perkara Nomor 55/PUU-XX/2022, bertanggal 18 April 2022; 

3) Ketetapan Ketua Panel Hakim Konstitusi Nomor 55.1.55/ 
PUU/TAP.MK/HS/05/2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama 
Perkara Nomor 55/PUU-XX/2022, bertanggal 9 Mei 2022;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 UU MK Mahkamah telah 
menyelenggarakan Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 
10 Mei 2022, namun Pemohon mengirimkan surat permohonan 
penundaan sidang bertanggal 09 Mei 2022, berdasarkan permohonan 
tersebut Mahkamah menunda persidangan perkara a quo dan kemudian 
Mahkamah menjadwalkan kembali Sidang Panel Pemeriksaan 
Pendahuluan yang diselenggarakan pada tanggal 19 Mei 2022 yang 
dihadiri oleh kuasa hukumnya, Faturohman, S.H., M.H. (vide surat kuasa 
bertanggal 18 Mei 2022). Terhadap permohonan a quo melalui Sidang 
Panel pada 19 Mei 2022 dan sesuai dengan Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 
ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang 
Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Panel Hakim 
telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki 
permohonannya [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 55/PUU-XX/2022, 
tanggal 19 Mei 2022];

d. bahwa dalam tenggang waktu perbaikan permohonan yang diberikan oleh 
Mahkamah, Pemohon justru menyampaikan surat kepada Mahkamah 
bertanggal 20 Mei 2022, perihal Permohonan Pencabutan Pengujian Pasal 
71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang 
(Perkara Nomor 55/PUU-XX/2022);

e. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 
35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali 
Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi 
dilakukan” dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa penarikan 
kembali mengakibatkan Permohonan a quo tidak dapat diajukan kembali; 

f. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf e di 
atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada 23 Mei 2022 telah 
berkesimpulan pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 
55/PUU-XX/2022 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak 
dapat mengajukan kembali Permohonan a quo. Oleh karena itu, Rapat 
Permusyawaratan Hakim memerintahkan kepada Panitera Mahkamah 
Konstitusi untuk mencatat pencabutan atau penarikan kembali 
permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi 
Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan 
kepada Pemohon; 

 

 

C. PASAL/AYAT UU 10/2016 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengujikan Pasal 71 ayat (2) UU 
10/2016 yang berketentuan sebagai berikut: 
 

Pasal 71 ayat (2) 
Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau 
Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum 
tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali 
mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. 

D. BATU UJI 
Bahwa Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 dianggap Pemohon bertentangan dengan 
Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah 
merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.  

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 dalam permohonan a 
quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 

a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan, bertanggal 29 
Maret 2022, dari Perkumpulan Maha Bidik Indonesia yang diwakili oleh 
Moch Ojat Sudrajat S, Hapid, S.Hi., M.H., dan Muhamad Madroni (selaku 
Ketua, Sekretaris dan Bendahara Perkumpulan Maha Bidik Indonesia), 
yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 30 Maret 2022 
berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 
47/PUU/PAN.MK/AP3/03/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi 
Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 55/PUU-XX/2022 
pada 18 April 2022, perihal permohonan pengujian Pasal 71 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

 
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap 
Permohonan Nomor 55/PUU-XX/2022 tersebut Mahkamah Konstitusi 
telah menerbitkan: 
1) Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 55.55/PUU/ 

TAP.MK/Panel/04/2022 tentang Pembentukan Panel Hakim Konstitusi 
Untuk Memeriksa Permohonan Perkara Nomor 55/PUU-XX/2022, 
bertanggal 18 April 2022; 
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2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Konstitusi Nomor 55.55/ 
PUU/TAP.MK/HS/04/2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama 
Perkara Nomor 55/PUU-XX/2022, bertanggal 18 April 2022; 

3) Ketetapan Ketua Panel Hakim Konstitusi Nomor 55.1.55/ 
PUU/TAP.MK/HS/05/2022 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama 
Perkara Nomor 55/PUU-XX/2022, bertanggal 9 Mei 2022;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 UU MK Mahkamah telah 
menyelenggarakan Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 
10 Mei 2022, namun Pemohon mengirimkan surat permohonan 
penundaan sidang bertanggal 09 Mei 2022, berdasarkan permohonan 
tersebut Mahkamah menunda persidangan perkara a quo dan kemudian 
Mahkamah menjadwalkan kembali Sidang Panel Pemeriksaan 
Pendahuluan yang diselenggarakan pada tanggal 19 Mei 2022 yang 
dihadiri oleh kuasa hukumnya, Faturohman, S.H., M.H. (vide surat kuasa 
bertanggal 18 Mei 2022). Terhadap permohonan a quo melalui Sidang 
Panel pada 19 Mei 2022 dan sesuai dengan Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 
ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang 
Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Panel Hakim 
telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki 
permohonannya [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 55/PUU-XX/2022, 
tanggal 19 Mei 2022];

d. bahwa dalam tenggang waktu perbaikan permohonan yang diberikan oleh 
Mahkamah, Pemohon justru menyampaikan surat kepada Mahkamah 
bertanggal 20 Mei 2022, perihal Permohonan Pencabutan Pengujian Pasal 
71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang 
(Perkara Nomor 55/PUU-XX/2022);

e. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan Pemohon tersebut, Pasal 
35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali 
Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi 
dilakukan” dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa penarikan 
kembali mengakibatkan Permohonan a quo tidak dapat diajukan kembali; 

f. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf e di 
atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada 23 Mei 2022 telah 
berkesimpulan pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 
55/PUU-XX/2022 adalah beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak 
dapat mengajukan kembali Permohonan a quo. Oleh karena itu, Rapat 
Permusyawaratan Hakim memerintahkan kepada Panitera Mahkamah 
Konstitusi untuk mencatat pencabutan atau penarikan kembali 
permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi 
Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan 
kepada Pemohon; 

 

 

C. PASAL/AYAT UU 10/2016 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengujikan Pasal 71 ayat (2) UU 
10/2016 yang berketentuan sebagai berikut: 
 

Pasal 71 ayat (2) 
Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau 
Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum 
tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali 
mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. 

D. BATU UJI 
Bahwa Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 dianggap Pemohon bertentangan dengan 
Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah 
merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.  

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 dalam permohonan a 
quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 

a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan, bertanggal 29 
Maret 2022, dari Perkumpulan Maha Bidik Indonesia yang diwakili oleh 
Moch Ojat Sudrajat S, Hapid, S.Hi., M.H., dan Muhamad Madroni (selaku 
Ketua, Sekretaris dan Bendahara Perkumpulan Maha Bidik Indonesia), 
yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada 30 Maret 2022 
berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 
47/PUU/PAN.MK/AP3/03/2022 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi 
Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 55/PUU-XX/2022 
pada 18 April 2022, perihal permohonan pengujian Pasal 71 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

 
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap 
Permohonan Nomor 55/PUU-XX/2022 tersebut Mahkamah Konstitusi 
telah menerbitkan: 
1) Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 55.55/PUU/ 

TAP.MK/Panel/04/2022 tentang Pembentukan Panel Hakim Konstitusi 
Untuk Memeriksa Permohonan Perkara Nomor 55/PUU-XX/2022, 
bertanggal 18 April 2022; 
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Dikabulkan 

Sebagian Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) 
 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XX/2022 
PERIHAL PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 

2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI 
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN 

GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG 
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

TAHUN 1945 
 

31 MEI 2022 
 
 

A. PENDAHULUAN 
Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, pukul 10.21 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Materiil 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap (selanjutnya disebut UU 
10/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 2/PUU-
XX/2022. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 2/PUU-XX/2022, 
perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU 10/2016 dalam Perkara 2/PUU-XX/2022 
diajukan oleh Hardizal, S.Sos, M.H., (swasta) yang dalam hal ini memberikan 
kuasa kepada Harli, S.H., M.T., M.A. dkk, advokat dan/atau konsultan hukum yang 
tergabung dalam Kantor Hukum Highlegal Lawfirm, dan untuk selanjutnya 
disebut sebagai Pemohon. 
 

 

 

F. KETETAPAN: 
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 
2. Menyatakan Permohonan Nomor 55/PUU-XX/2022 mengenai pengujian Pasal 

71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5898) terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali; 

3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal 

penarikan kembali permohonan Nomor 55/PUU-XX/2022 dalam Buku 
Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan 
salinan berkas permohonan kepada Pemohon. 

G. PENUTUP 
Bahwa dengan Ketetapan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan penarikan 
kembali permohonan Pemohon, maka Pemohon tidak dapat mengajukan kembali 
permohonannya. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
BADAN KEAHLIAN 

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 
2022 
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Dikabulkan 

Sebagian Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) 
 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XX/2022 
PERIHAL PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 

2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI 
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN 

GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG 
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

TAHUN 1945 
 

31 MEI 2022 
 
 

A. PENDAHULUAN 
Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, pukul 10.21 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Materiil 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap (selanjutnya disebut UU 
10/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 2/PUU-
XX/2022. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 2/PUU-XX/2022, 
perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU 10/2016 dalam Perkara 2/PUU-XX/2022 
diajukan oleh Hardizal, S.Sos, M.H., (swasta) yang dalam hal ini memberikan 
kuasa kepada Harli, S.H., M.T., M.A. dkk, advokat dan/atau konsultan hukum yang 
tergabung dalam Kantor Hukum Highlegal Lawfirm, dan untuk selanjutnya 
disebut sebagai Pemohon. 
 

 

 

F. KETETAPAN: 
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon; 
2. Menyatakan Permohonan Nomor 55/PUU-XX/2022 mengenai pengujian Pasal 

71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5898) terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali; 

3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal 

penarikan kembali permohonan Nomor 55/PUU-XX/2022 dalam Buku 
Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan 
salinan berkas permohonan kepada Pemohon. 

G. PENUTUP 
Bahwa dengan Ketetapan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan penarikan 
kembali permohonan Pemohon, maka Pemohon tidak dapat mengajukan kembali 
permohonannya. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
BADAN KEAHLIAN 

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 
2022 

 

 
PANLAK UU/PUSPANLAK UU TW III 2022



162

 

 

 

daerah dan wakil kepala daerah yang demokratis yang bersifat bebas, jujur, dan 
adil menjadi sebuah konsekuensi logis. Salah satu wujud dan mekanisme 
demokrasi di daerah adalah dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan 
wakil kepala daerah, sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang 
menegaskan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai 
kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara 
demokratis. Pembentuk undang-undang melalui Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, dan Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 2016 (Perppu 1/2014), telah memilih sistem pemilihan 
Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung (direct popular vote), pilihan ini 
diambil untuk menghormati kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat oleh 
rakyat dan untuk rakyat (vide Konsideran Menimbang huruf a Perppu 1/2014 
sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang, selanjutnya disebut UU 1/2015). Oleh karena itu, dengan sistem 
pemilihan secara langsung maka keterlibatan warga negara yang telah 
memenuhi syarat untuk dipilih dan memilih dalam proses pemilihan menjadi 
sangat terbuka. 

 Bahwa meskipun hak untuk memilih dan dipilih adalah hak 
konstitusional, namun negara dapat melakukan pembatasan yang ditetapkan 
dengan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan 
penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi 
tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, 
keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (vide 
Pasal 28J ayat (2) UUD 1945). Pembatasan-pembatasan terhadap hak pilih juga 
dikenal dalam Pasal 25 Kovenan Hak Sipil dan Politik yang menyatakan bahwa 
setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak wajar, 
salah satunya untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Untuk 
menciptakan pemilihan yang berkualitas bukan hanya ditentukan dari 
penyelenggaraan yang berkualitas, namun juga calon yang akan dipilih menjadi 
pemimpin juga harus berkualitas. Salah satu cara menjaga kualitas dari 
pemilihan adalah dengan memberikan batasan-batasan sehingga yang akan 
menjadi peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah calon-
calon berintegritas. 

 Bahwa baik dalam konteks hak untuk dipilih maupun hak untuk 
memilih, negara memberi batasan siapa saja yang dapat dikategorikan 
memenuhi syarat sebagai pemilih dan sebagai calon yang akan dipilih. Dalam hal 
pembatasan hak konstitusional demikian bukan berarti hak konstitusional 
pemilih dan calon yang dipilih menjadi terlanggar. Pembatasan tetap perlu ada 

 

 

 

C. PASAL/AYAT UU 10/2016 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil 
terhadap frasa “serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya” dalam Penjelasan 
Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Pilkada yang selengkapnya berketentuan sebagai 
berikut: 

 
Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016: 

“Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” antara lain judi, mabuk, 
pemakai/pengedar narkotika, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan 
lainnya. 
 

D. BATU UJI 
Bahwa frasa “serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya” dalam Penjelasan 
Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 dianggap Pemohon bertentangan dengan 
Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (4) 
UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak 
dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon. 
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian frasa “serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya” 
dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 dalam permohonan a quo,  
Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 
[3.11]  Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan 
Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, persoalan 
konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah frasa 
“serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya” dalam Penjelasan Pasal 7 ayat 
(2) huruf i UU 10/2016 menyebabkan mantan narapidana yang telah menjalani 
masa pidananya menjadi terhalangi hak konstitusionalnya untuk dipilih dalam 
kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pemilihan 
gubernur/wakil gubernur, walikota/wakil walikota, dan bupati/wakil bupati) 
sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap persoalan 
tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 

[3.11.1]  Bahwa sebagai negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi 
yang berdasarkan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) dan 
ayat (3) UUD 1945, Indonesia menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat 
dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jika kedaulatan berada di 
tangan rakyat maka tujuan dari kekuasaan tersebut adalah demi kepentingan 
rakyat. Di sinilah paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham 
kerakyatan, hukum akan mengatur dan membatasi kekuasaan, sedangkan 
kekuasaan atau pemerintah membuat hukum berdasarkan kehendak rakyat. 

 Bahwa untuk mewujudkan negara demokrasi yang berdasar pada 
hukum maka penyelenggaraan pemilihan umum dan juga pemilihan kepala 
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daerah dan wakil kepala daerah yang demokratis yang bersifat bebas, jujur, dan 
adil menjadi sebuah konsekuensi logis. Salah satu wujud dan mekanisme 
demokrasi di daerah adalah dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan 
wakil kepala daerah, sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang 
menegaskan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai 
kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara 
demokratis. Pembentuk undang-undang melalui Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, dan Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 2016 (Perppu 1/2014), telah memilih sistem pemilihan 
Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung (direct popular vote), pilihan ini 
diambil untuk menghormati kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat oleh 
rakyat dan untuk rakyat (vide Konsideran Menimbang huruf a Perppu 1/2014 
sebagaimana telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang, selanjutnya disebut UU 1/2015). Oleh karena itu, dengan sistem 
pemilihan secara langsung maka keterlibatan warga negara yang telah 
memenuhi syarat untuk dipilih dan memilih dalam proses pemilihan menjadi 
sangat terbuka. 

 Bahwa meskipun hak untuk memilih dan dipilih adalah hak 
konstitusional, namun negara dapat melakukan pembatasan yang ditetapkan 
dengan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan 
penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi 
tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, 
keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis (vide 
Pasal 28J ayat (2) UUD 1945). Pembatasan-pembatasan terhadap hak pilih juga 
dikenal dalam Pasal 25 Kovenan Hak Sipil dan Politik yang menyatakan bahwa 
setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak wajar, 
salah satunya untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Untuk 
menciptakan pemilihan yang berkualitas bukan hanya ditentukan dari 
penyelenggaraan yang berkualitas, namun juga calon yang akan dipilih menjadi 
pemimpin juga harus berkualitas. Salah satu cara menjaga kualitas dari 
pemilihan adalah dengan memberikan batasan-batasan sehingga yang akan 
menjadi peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah calon-
calon berintegritas. 

 Bahwa baik dalam konteks hak untuk dipilih maupun hak untuk 
memilih, negara memberi batasan siapa saja yang dapat dikategorikan 
memenuhi syarat sebagai pemilih dan sebagai calon yang akan dipilih. Dalam hal 
pembatasan hak konstitusional demikian bukan berarti hak konstitusional 
pemilih dan calon yang dipilih menjadi terlanggar. Pembatasan tetap perlu ada 

 

 

 

C. PASAL/AYAT UU 10/2016 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil 
terhadap frasa “serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya” dalam Penjelasan 
Pasal 7 ayat (2) huruf i UU Pilkada yang selengkapnya berketentuan sebagai 
berikut: 

 
Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016: 

“Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” antara lain judi, mabuk, 
pemakai/pengedar narkotika, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan 
lainnya. 
 

D. BATU UJI 
Bahwa frasa “serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya” dalam Penjelasan 
Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 dianggap Pemohon bertentangan dengan 
Pasal 18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (4) 
UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak 
dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon. 
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian frasa “serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya” 
dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 dalam permohonan a quo,  
Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 
[3.11]  Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan 
Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, persoalan 
konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah frasa 
“serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya” dalam Penjelasan Pasal 7 ayat 
(2) huruf i UU 10/2016 menyebabkan mantan narapidana yang telah menjalani 
masa pidananya menjadi terhalangi hak konstitusionalnya untuk dipilih dalam 
kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pemilihan 
gubernur/wakil gubernur, walikota/wakil walikota, dan bupati/wakil bupati) 
sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap persoalan 
tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 

[3.11.1]  Bahwa sebagai negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi 
yang berdasarkan hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) dan 
ayat (3) UUD 1945, Indonesia menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat 
dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jika kedaulatan berada di 
tangan rakyat maka tujuan dari kekuasaan tersebut adalah demi kepentingan 
rakyat. Di sinilah paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham 
kerakyatan, hukum akan mengatur dan membatasi kekuasaan, sedangkan 
kekuasaan atau pemerintah membuat hukum berdasarkan kehendak rakyat. 

 Bahwa untuk mewujudkan negara demokrasi yang berdasar pada 
hukum maka penyelenggaraan pemilihan umum dan juga pemilihan kepala 
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5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan 
bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada 
publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan sebagai pelaku 
kejahatan yang berulang. Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-
VII/2009 a quo Mahkamah juga memaknai syarat tidak pernah dipidana ini 
beberapa kali dalam putusannya terakhir dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 56/PUU-XVII/2019, tanggal 11 Desember 2019 yaitu calon kepala daerah 
dan wakil kepala daerah harus memenuhi syarat (i) tidak pernah sebagai 
terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 
penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan 
tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu 
perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya 
karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim 
yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 
(lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 
dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati 
dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang 
berulang-ulang; 

[3.11.3]  Bahwa selanjutnya terhadap persyaratan tidak pernah melakukan 
perbuatan tercela yang dibuktikan dengan SKCK, sebagaimana diatur dalam Pasal 
7 ayat (2) huruf i UU 10/2016, meskipun Mahkamah pernah 
mempertimbangkannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-
XVI/2018 sebagaimana disebutkan pada Paragraf [3.10] di atas, namun 
Mahkamah hanya mempertimbangkan frasa “pemakai narkotika” dalam 
Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016, di mana terhadap frasa “pemakai 
narkotika” dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 Mahkamah 
menyatakan sebagai norma yang konstitusional, namun dalam pertimbangan 
hukumnya memberikan makna bahwa sifat tercela menjadi tidak tepat jika 
dilekatkan kepada: 

a. pemakai narkotika yang karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan 
keterangan dokter yang merawat pemakai yang bersangkutan; atau 

b. mantan pemakai narkotika yang karena kesadarannya sendiri melaporkan 
diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi; atau 

c. mantan pemakai narkotika yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan 
penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi 
dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi yang dibuktikan 
dengan surat keterangan dari instansi negara yang memiliki otoritas untuk 
menyatakan seseorang telah selesai menjalani proses rehabilitasi. 

 

 

 

untuk membuat sistem pemilihan yang tertib dan akan menghasilkan 
pemerintahan yang dipimpin oleh calon terbaik yang dipilih oleh rakyatnya yang 
kemudian akan memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan 
kesejahteraan bagi masyarakatnya. Oleh karena itulah pemilih yang akan 
memiliki hak pilih juga dibatasi dengan persyaratan yaitu pemilih yang dapat 
mempertanggungjawabkan pilihannya, yang dalam sistem pemilihan 
dipersyaratkan pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 tahun 
atau sudah/pernah kawin (vide Pasal 1 angka 6 UU 1/2015). Pemilih juga 
disyaratkan harus terdaftar dalam daftar pemilih atau merupakan penduduk 
setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk. Demikian juga untuk 
orang yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala 
daerah, terdapat syarat yang ditetapkan oleh undang-undang yang salah satunya 
yaitu syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang menjadi pokok 
permohonan Pemohon. Persyaratan calon dalam Pasal 7 UU 10/2016 secara 
kumulatif ditentukan sejumlah 20 (dua puluh) syarat, kesemuanya bertujuan 
untuk menjadi penyaring awal untuk mendapatkan calon terbaik yang setelah 
memenuhi persyaratan akan dipilih oleh masyarakat untuk menjadi pemimpin 
daerah. 

[3.11.2]  Bahwa pembatasan hak asasi dengan persyaratan calon harus 
dipandang bukan hanya dilihat dari sisi perorangan bakal calon yang hendak 
mencalonkan diri, namun juga dari sisi persepsi masyarakat daerah yang sedang 
mencari pemimpin daerahnya, di mana dengan sistem pemilihan langsung 
masyarakatlah yang secara langsung memilih tanpa adanya panitia seleksi 
sebagaimana pemilihan jabatan-jabatan lainnya. Oleh karenanya keduapuluh 
persyaratan yang dipersyaratkan oleh Pasal 7 UU 10/2016 merupakan seleksi 
awal yang dapat menghasilkan bakal-bakal calon yang berkualitas untuk dipilih 
oleh pemilih. Dengan demikian, menurut Mahkamah persyaratan calon 
diperlukan dalam sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah demi 
mewujudkan demokrasi yang esensial, yaitu demokrasi yang tidak hanya 
mendasarkan pada suara terbanyak tetapi yang memiliki esensi pada tujuan 
luhur untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera yang dipimpin oleh 
pemimpin yang berintegritas dan berkualitas yang dihasilkan dari proses 
pemilihan yang melibatkan rakyat yang dipimpinnya; 

 Bahwa meskipun Mahkamah menganggap persyaratan bagi bakal calon 
kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah hal yang penting untuk menjadi 
seleksi awal, namun Mahkamah juga pernah memutus dalam putusannya bahwa 
syarat yang ditentukan UU tidak konstitusional dan harus diberikan pemaknaan. 
Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, tanggal 24 
Maret 2009 yang memutus bahwa syarat tidak pernah dijatuhi pidana yang 
diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih adalah inkonstitusional sepanjang 
tidak memenuhi syarat sebagai berikut: (i) tidak berlaku untuk jabatan publik 
yang dipilih (elected official); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 
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5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan 
bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada 
publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan sebagai pelaku 
kejahatan yang berulang. Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-
VII/2009 a quo Mahkamah juga memaknai syarat tidak pernah dipidana ini 
beberapa kali dalam putusannya terakhir dengan Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 56/PUU-XVII/2019, tanggal 11 Desember 2019 yaitu calon kepala daerah 
dan wakil kepala daerah harus memenuhi syarat (i) tidak pernah sebagai 
terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 
penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan 
tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu 
perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya 
karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim 
yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 
(lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara 
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 
dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati 
dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang 
berulang-ulang; 

[3.11.3]  Bahwa selanjutnya terhadap persyaratan tidak pernah melakukan 
perbuatan tercela yang dibuktikan dengan SKCK, sebagaimana diatur dalam Pasal 
7 ayat (2) huruf i UU 10/2016, meskipun Mahkamah pernah 
mempertimbangkannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-
XVI/2018 sebagaimana disebutkan pada Paragraf [3.10] di atas, namun 
Mahkamah hanya mempertimbangkan frasa “pemakai narkotika” dalam 
Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016, di mana terhadap frasa “pemakai 
narkotika” dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 Mahkamah 
menyatakan sebagai norma yang konstitusional, namun dalam pertimbangan 
hukumnya memberikan makna bahwa sifat tercela menjadi tidak tepat jika 
dilekatkan kepada: 

a. pemakai narkotika yang karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan 
keterangan dokter yang merawat pemakai yang bersangkutan; atau 

b. mantan pemakai narkotika yang karena kesadarannya sendiri melaporkan 
diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi; atau 

c. mantan pemakai narkotika yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan 
penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi 
dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi yang dibuktikan 
dengan surat keterangan dari instansi negara yang memiliki otoritas untuk 
menyatakan seseorang telah selesai menjalani proses rehabilitasi. 

 

 

 

untuk membuat sistem pemilihan yang tertib dan akan menghasilkan 
pemerintahan yang dipimpin oleh calon terbaik yang dipilih oleh rakyatnya yang 
kemudian akan memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan 
kesejahteraan bagi masyarakatnya. Oleh karena itulah pemilih yang akan 
memiliki hak pilih juga dibatasi dengan persyaratan yaitu pemilih yang dapat 
mempertanggungjawabkan pilihannya, yang dalam sistem pemilihan 
dipersyaratkan pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 tahun 
atau sudah/pernah kawin (vide Pasal 1 angka 6 UU 1/2015). Pemilih juga 
disyaratkan harus terdaftar dalam daftar pemilih atau merupakan penduduk 
setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk. Demikian juga untuk 
orang yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala 
daerah, terdapat syarat yang ditetapkan oleh undang-undang yang salah satunya 
yaitu syarat tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang menjadi pokok 
permohonan Pemohon. Persyaratan calon dalam Pasal 7 UU 10/2016 secara 
kumulatif ditentukan sejumlah 20 (dua puluh) syarat, kesemuanya bertujuan 
untuk menjadi penyaring awal untuk mendapatkan calon terbaik yang setelah 
memenuhi persyaratan akan dipilih oleh masyarakat untuk menjadi pemimpin 
daerah. 

[3.11.2]  Bahwa pembatasan hak asasi dengan persyaratan calon harus 
dipandang bukan hanya dilihat dari sisi perorangan bakal calon yang hendak 
mencalonkan diri, namun juga dari sisi persepsi masyarakat daerah yang sedang 
mencari pemimpin daerahnya, di mana dengan sistem pemilihan langsung 
masyarakatlah yang secara langsung memilih tanpa adanya panitia seleksi 
sebagaimana pemilihan jabatan-jabatan lainnya. Oleh karenanya keduapuluh 
persyaratan yang dipersyaratkan oleh Pasal 7 UU 10/2016 merupakan seleksi 
awal yang dapat menghasilkan bakal-bakal calon yang berkualitas untuk dipilih 
oleh pemilih. Dengan demikian, menurut Mahkamah persyaratan calon 
diperlukan dalam sistem pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah demi 
mewujudkan demokrasi yang esensial, yaitu demokrasi yang tidak hanya 
mendasarkan pada suara terbanyak tetapi yang memiliki esensi pada tujuan 
luhur untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera yang dipimpin oleh 
pemimpin yang berintegritas dan berkualitas yang dihasilkan dari proses 
pemilihan yang melibatkan rakyat yang dipimpinnya; 

 Bahwa meskipun Mahkamah menganggap persyaratan bagi bakal calon 
kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah hal yang penting untuk menjadi 
seleksi awal, namun Mahkamah juga pernah memutus dalam putusannya bahwa 
syarat yang ditentukan UU tidak konstitusional dan harus diberikan pemaknaan. 
Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, tanggal 24 
Maret 2009 yang memutus bahwa syarat tidak pernah dijatuhi pidana yang 
diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih adalah inkonstitusional sepanjang 
tidak memenuhi syarat sebagai berikut: (i) tidak berlaku untuk jabatan publik 
yang dipilih (elected official); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 
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mantan pemakai narkotika yang terbukti sebagai korban dan yang telah 
dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi. Oleh karena itu, yang 
bersangkutan jika memenuhi syarat-syarat lainnya dapat mencalonkan diri 
sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tanpa dikategorikan telah 
melakukan perbuatan tercela sebagaimana yang dimaksud dalam Penjelasan 
Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016. Dengan demikian, pertanyaan selanjutnya 
yang harus dijawab adalah bagaimana dengan mantan terpidana lain yang tidak 
tergolong ke dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana 
yang telah dimaknai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-
XVIII/2019 dan mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pidana 
karena melakukan perbuatan tercela sebagaimana yang terdapat dalam 
Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 seperti judi, mabuk, zina, dan 
pengedar narkotika, termasuk perbuatan melanggar kesusilaan lainnya. Apakah 
pelaku-pelaku tindak pidana ataupun perbuatan lain yang di antaranya 
termaktub dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 yang telah 
dijatuhi pidana karena perbuatannya tersebut oleh pengadilan dan telah selesai 
menjalani masa pidana dianggap tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri 
sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. 

 Bahwa terhadap hal tersebut menurut Mahkamah syarat tidak pernah 
melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan SKCK sesungguhnya 
hanyalah bersifat administratif untuk membuktikan bahwa seseorang pernah 
atau tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Namun, dalam hal ini apabila 
dikaitkan dengan semangat yang ada di dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 
10/2016 dan Penjelasannya, SKCK tersebut bukanlah merupakan satu-satunya 
parameter bahwa seseorang yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah 
dan wakil kepala daerah adalah subjek hukum yang mempunyai rekam jejak 
yang serta merta dapat disimpulkan tidak memenuhi syarat sebagai seorang 
calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sebab, bisa jadi seseorang yang 
melakukan perbuatan sebagaimana yang di antaranya termaktub dalam 
Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 disebabkan karena adanya 
kelalaian atau kealpaan, di samping sifat dari perbuatannya yang sekalipun 
adalah tindak pidana akan tetapi bisa jadi adalah tergolong ringan/sedang 
dibandingkan dengan pelaku tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 
7 ayat (2) huruf g UU 10/2016. Oleh karena itu, hal demikian menurut Mahkamah 
akan terjadi disparitas dalam perspektif keadilan hukum dan keadilan hak 
konstitusional apabila terhadap pelaku tindak pidana yang diancam dengan 
pidana 5 (lima) tahun atau lebih diberi kesempatan untuk mencalonkan diri 
sebagai kepala daerah sebagaimana yang diatur dalam norma Pasal 7 ayat (2) 
huruf g UU 10/2016 yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 56/PUU-XVII/2019, sementara terhadap pelaku perbuatan yang 
melanggar kesusilaan sebagaimana di antaranya termaktub dalam Penjelasan 
Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 dan telah dijatuhi pidana oleh pengadilan dan 

 

 

 

[3.12]  Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal sebagaimana tersebut 
di atas, selanjutnya Mahkamah akan menjawab persoalan konstitusionalitas 
norma Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 yang dipermasalahkan 
oleh Pemohon, yaitu sepanjang terkait dengan frasa “serta perbuatan 
pelanggaran kesusilaan lainnya” bertentangan dengan UUD 1945 atau sepanjang 
frasa “serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya” dipersamakan dengan 
menyimpan psikotropika tanpa hak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak 
berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional), 
sepanjang tidak dimaknai, “dikecualikan bagi Mantan Narapidana Psikotropika 
yang telah selesai menjalani Pidana Penjara dan Pidana Denda serta telah jeda 
lima tahun sejak putusan hakim berkekuatan hukum tetap”. Di mana Pemohon 
menganggap frasa dalam norma a quo menyebabkan Penjelasan a quo ditafsirkan 
bahwa Pemohon yang telah menjalani masa pidana penjara dan membayar denda 
karena menggunakan psikotropika tetap tidak dapat memenuhi syarat tidak 
pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana disyaratkan Pasal 7 ayat (2) 
huruf i UU 10/2016, sehingga terhalang untuk mencalonkan diri sebagai kepala 
daerah dan wakil kepala daerah. 

 Bahwa terhadap hal tersebut, sebagaimana juga telah diuraikan dalam 
pertimbangan hukum di atas, Mahkamah dalam putusan-putusan terdahulu 
terkait mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun 
atau lebih telah berpendirian bahwa mantan terpidana yang telah selesai 
menjalani masa pidana dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil 
kepala daerah sepanjang memenuhi syarat telah melewati jangka waktu 5 (lima) 
tahun dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati 
dirinya sebagai mantan terpidana, serta bukan pelaku tindak pidana yang 
berulang-ulang. Oleh karena itu, terhadap bakal calon kepala daerah dan wakil 
kepala daerah yang memiliki kualifikasi sebagai mantan terpidana dengan 
ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih, Mahkamah telah menegaskan dengan 
memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk dapat ikut serta dalam 
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sepanjang memenuhi syarat 
yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana yang 
telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVIII/2019. 
Sebab, penilaian akhir terhadap calon mantan terpidana yang ikut kontestasi 
dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi pilihan 
masyarakat/pemilih untuk menentukannya. 

[3.13]  Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan syarat calon kepala daerah 
dan wakil kepala daerah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) 
huruf i UU 10/2016 dan Penjelasannya, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 99/PUU-XVI/2018 juga telah mengecualikan pemberlakuan 
syarat tidak melakukan perbuatan tercela bagi pemakai narkotika yang karena 
alasan kesehatan; atau mantan pemakai narkotika yang karena kesadarannya 
sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi; atau 
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mantan pemakai narkotika yang terbukti sebagai korban dan yang telah 
dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi. Oleh karena itu, yang 
bersangkutan jika memenuhi syarat-syarat lainnya dapat mencalonkan diri 
sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tanpa dikategorikan telah 
melakukan perbuatan tercela sebagaimana yang dimaksud dalam Penjelasan 
Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016. Dengan demikian, pertanyaan selanjutnya 
yang harus dijawab adalah bagaimana dengan mantan terpidana lain yang tidak 
tergolong ke dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana 
yang telah dimaknai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-
XVIII/2019 dan mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa pidana 
karena melakukan perbuatan tercela sebagaimana yang terdapat dalam 
Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 seperti judi, mabuk, zina, dan 
pengedar narkotika, termasuk perbuatan melanggar kesusilaan lainnya. Apakah 
pelaku-pelaku tindak pidana ataupun perbuatan lain yang di antaranya 
termaktub dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 yang telah 
dijatuhi pidana karena perbuatannya tersebut oleh pengadilan dan telah selesai 
menjalani masa pidana dianggap tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri 
sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. 

 Bahwa terhadap hal tersebut menurut Mahkamah syarat tidak pernah 
melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan SKCK sesungguhnya 
hanyalah bersifat administratif untuk membuktikan bahwa seseorang pernah 
atau tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Namun, dalam hal ini apabila 
dikaitkan dengan semangat yang ada di dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 
10/2016 dan Penjelasannya, SKCK tersebut bukanlah merupakan satu-satunya 
parameter bahwa seseorang yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah 
dan wakil kepala daerah adalah subjek hukum yang mempunyai rekam jejak 
yang serta merta dapat disimpulkan tidak memenuhi syarat sebagai seorang 
calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sebab, bisa jadi seseorang yang 
melakukan perbuatan sebagaimana yang di antaranya termaktub dalam 
Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 disebabkan karena adanya 
kelalaian atau kealpaan, di samping sifat dari perbuatannya yang sekalipun 
adalah tindak pidana akan tetapi bisa jadi adalah tergolong ringan/sedang 
dibandingkan dengan pelaku tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 
7 ayat (2) huruf g UU 10/2016. Oleh karena itu, hal demikian menurut Mahkamah 
akan terjadi disparitas dalam perspektif keadilan hukum dan keadilan hak 
konstitusional apabila terhadap pelaku tindak pidana yang diancam dengan 
pidana 5 (lima) tahun atau lebih diberi kesempatan untuk mencalonkan diri 
sebagai kepala daerah sebagaimana yang diatur dalam norma Pasal 7 ayat (2) 
huruf g UU 10/2016 yang telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 56/PUU-XVII/2019, sementara terhadap pelaku perbuatan yang 
melanggar kesusilaan sebagaimana di antaranya termaktub dalam Penjelasan 
Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 dan telah dijatuhi pidana oleh pengadilan dan 

 

 

 

[3.12]  Menimbang bahwa setelah menguraikan hal-hal sebagaimana tersebut 
di atas, selanjutnya Mahkamah akan menjawab persoalan konstitusionalitas 
norma Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 yang dipermasalahkan 
oleh Pemohon, yaitu sepanjang terkait dengan frasa “serta perbuatan 
pelanggaran kesusilaan lainnya” bertentangan dengan UUD 1945 atau sepanjang 
frasa “serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya” dipersamakan dengan 
menyimpan psikotropika tanpa hak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak 
berkekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally unconstitutional), 
sepanjang tidak dimaknai, “dikecualikan bagi Mantan Narapidana Psikotropika 
yang telah selesai menjalani Pidana Penjara dan Pidana Denda serta telah jeda 
lima tahun sejak putusan hakim berkekuatan hukum tetap”. Di mana Pemohon 
menganggap frasa dalam norma a quo menyebabkan Penjelasan a quo ditafsirkan 
bahwa Pemohon yang telah menjalani masa pidana penjara dan membayar denda 
karena menggunakan psikotropika tetap tidak dapat memenuhi syarat tidak 
pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana disyaratkan Pasal 7 ayat (2) 
huruf i UU 10/2016, sehingga terhalang untuk mencalonkan diri sebagai kepala 
daerah dan wakil kepala daerah. 

 Bahwa terhadap hal tersebut, sebagaimana juga telah diuraikan dalam 
pertimbangan hukum di atas, Mahkamah dalam putusan-putusan terdahulu 
terkait mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun 
atau lebih telah berpendirian bahwa mantan terpidana yang telah selesai 
menjalani masa pidana dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil 
kepala daerah sepanjang memenuhi syarat telah melewati jangka waktu 5 (lima) 
tahun dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati 
dirinya sebagai mantan terpidana, serta bukan pelaku tindak pidana yang 
berulang-ulang. Oleh karena itu, terhadap bakal calon kepala daerah dan wakil 
kepala daerah yang memiliki kualifikasi sebagai mantan terpidana dengan 
ancaman pidana 5 (lima) tahun atau lebih, Mahkamah telah menegaskan dengan 
memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk dapat ikut serta dalam 
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sepanjang memenuhi syarat 
yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 sebagaimana yang 
telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVIII/2019. 
Sebab, penilaian akhir terhadap calon mantan terpidana yang ikut kontestasi 
dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi pilihan 
masyarakat/pemilih untuk menentukannya. 

[3.13]  Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan syarat calon kepala daerah 
dan wakil kepala daerah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) 
huruf i UU 10/2016 dan Penjelasannya, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 99/PUU-XVI/2018 juga telah mengecualikan pemberlakuan 
syarat tidak melakukan perbuatan tercela bagi pemakai narkotika yang karena 
alasan kesehatan; atau mantan pemakai narkotika yang karena kesadarannya 
sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi; atau 
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huruf g UU 10/2016, yang telah dimaknai oleh Putusan Mahakamah Konstitusi 
Nomor 56/PUU-XVII/2019 tersebut. 

[3.15]  Menimbang bahwa dengan adanya penegasan dari Mahkamah di atas 
maka kepada penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah 
termasuk dalam hal ini pihak Kepolisian yang berwenang mengeluarkan SKCK, 
untuk segera memformulasikan bentuk/format SKCK sebagaimana yang 
dikehendaki dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 dengan 
menyesuaikan semangat yang ada dalam putusan a quo. 

[3.16]  Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum 
tersebut di atas Mahkamah berpendapat dapat menerima dalil Pemohon 
sepanjang yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 
10/2016 menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, serta Petitum 
Pemohon yang meminta untuk menyatakan inkonstitusional secara bersyarat. 
Namun, dalam merumuskan syarat konstitusionalnya Mahkamah memiliki 
kesimpulan sendiri, sebagaimana tertuang dalam amar putusan di bawah ini. 
Dengan demikian, Mahkamah berkesimpulan permohonan Pemohon beralasan 
menurut hukum untuk sebagian. 

[3.17]  Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, 
dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Sedangkan, terhadap 
dalil dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dipandang tidak relevan dan 
oleh karena itu harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. 

 

F. AMAR PUTUSAN 
1. Mengabulkan permohonan  Pemohon untuk sebagian; 
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 
tidak dimaknai, “dikecualikan bagi pelaku perbuatan tercela yang telah 
memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah 
selesai menjalani masa pidananya, serta secara jujur atau terbuka 
mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan 
terpidana”;  

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik 
Indonesia sebagaimana mestinya; 

4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. 
 
 
 

 

 

 

selesai menjalani masa pidana menjadi tertutup kesempatannya untuk 
mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah sekalipun 
syarat-syarat lain terpenuhi oleh yang bersangkutan. Dengan demikian, untuk 
memenuhi adanya kepastian hukum dan rasa keadilan, tidak ada pilihan lain bagi 
Mahkamah selain memberi kesempatan yang sama bagi pelaku perbuatan tercela 
yang telah dijatuhi pidana oleh pengadilan dan telah selesai menjalani masa 
pidananya untuk dapat mencalonkan diri dalam kontestasi pemilihan kepala 
daerah dan wakil kepala daerah. Sehingga, sekalipun syarat melampirkan SKCK 
sebagaimana yang dipersyaratkan dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 
10/2016 tetap diberlakukan kepada setiap calon kepala daerah dan wakil kepala 
daerah, namun apapun model ataupun format SKCK dimaksud, hal tersebut tidak 
boleh menjadi penghalang bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah 
yang bersangkutan untuk dapat ikut kontestasi pemilihan kepala daerah dan 
wakil kepala daerah sekalipun yang bersangkutan telah melakukan perbuatan 
tercela sepanjang yang bersangkutan telah memperoleh putusan pengadilan dan 
telah selesai menjalani masa pidana, serta sepanjang syarat-syarat lainnya 
terpenuhi. Dengan kata lain, bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah 
yang telah melakukan perbuatan yang melanggar Penjelasan Pasal 7 ayat (2) 
huruf i UU 10/2016 dan telah dijatuhi pidana oleh pengadilan serta telah selesai 
menjalani masa pidana, maka harus dikecualikan untuk tidak dikenakan syarat 
SKCK yang masih dikaitkan dengan perbuatannya tersebut. 

[3.14] Menimbang bahwa di samping pertimbangan hukum tersebut di atas, 
oleh karena syarat-syarat untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala 
daerah dibuat secara ketat adalah untuk mendapatkan calon pemimpin daerah 
yang berintegritas, maka meskipun terhadap calon kepala daerah dan wakil 
kepala daerah yang telah dijatuhi pidana oleh pengadilan dan telah selesai 
menjalani masa pidana dikarenakan melakukan perbuatan yang diatur dalam 
Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 diberi kesempatan untuk dapat 
mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah dan 
pertimbangan pilihan diserahkan kepada para pemilihnya/masyarakat, namun 
hal tersebut tidak boleh menghilangkan informasi tentang jati diri masing-
masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Oleh karena itu, 
sebagaimana juga diberlakukan untuk ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 
10/2016, untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu untuk memberikan informasi 
tentang jati diri secara lengkap terhadap masing-masing calon kepala daerah dan 
wakil kepala daerah, maka dalam memaknai Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i 
UU 10/2016 ini pun juga diwajibkan kepada calon kepala daerah dan wakil 
kepala daerah yang pernah melakukan perbuatan tercela yang telah memperoleh 
putusan pengadilan dan telah selesai menjalani masa pidana, untuk secara jujur 
atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai 
mantan terpidana, sebagaimana juga telah dipersyaratkan dalam Pasal 7 ayat (2) 
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huruf g UU 10/2016, yang telah dimaknai oleh Putusan Mahakamah Konstitusi 
Nomor 56/PUU-XVII/2019 tersebut. 

[3.15]  Menimbang bahwa dengan adanya penegasan dari Mahkamah di atas 
maka kepada penyelenggara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah 
termasuk dalam hal ini pihak Kepolisian yang berwenang mengeluarkan SKCK, 
untuk segera memformulasikan bentuk/format SKCK sebagaimana yang 
dikehendaki dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 dengan 
menyesuaikan semangat yang ada dalam putusan a quo. 

[3.16]  Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum 
tersebut di atas Mahkamah berpendapat dapat menerima dalil Pemohon 
sepanjang yang menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 
10/2016 menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, serta Petitum 
Pemohon yang meminta untuk menyatakan inkonstitusional secara bersyarat. 
Namun, dalam merumuskan syarat konstitusionalnya Mahkamah memiliki 
kesimpulan sendiri, sebagaimana tertuang dalam amar putusan di bawah ini. 
Dengan demikian, Mahkamah berkesimpulan permohonan Pemohon beralasan 
menurut hukum untuk sebagian. 

[3.17]  Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, 
dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Sedangkan, terhadap 
dalil dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dipandang tidak relevan dan 
oleh karena itu harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. 

 

F. AMAR PUTUSAN 
1. Mengabulkan permohonan  Pemohon untuk sebagian; 
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang 
tidak dimaknai, “dikecualikan bagi pelaku perbuatan tercela yang telah 
memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan telah 
selesai menjalani masa pidananya, serta secara jujur atau terbuka 
mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan 
terpidana”;  

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik 
Indonesia sebagaimana mestinya; 

4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. 
 
 
 

 

 

 

selesai menjalani masa pidana menjadi tertutup kesempatannya untuk 
mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah sekalipun 
syarat-syarat lain terpenuhi oleh yang bersangkutan. Dengan demikian, untuk 
memenuhi adanya kepastian hukum dan rasa keadilan, tidak ada pilihan lain bagi 
Mahkamah selain memberi kesempatan yang sama bagi pelaku perbuatan tercela 
yang telah dijatuhi pidana oleh pengadilan dan telah selesai menjalani masa 
pidananya untuk dapat mencalonkan diri dalam kontestasi pemilihan kepala 
daerah dan wakil kepala daerah. Sehingga, sekalipun syarat melampirkan SKCK 
sebagaimana yang dipersyaratkan dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 
10/2016 tetap diberlakukan kepada setiap calon kepala daerah dan wakil kepala 
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oleh karena syarat-syarat untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala 
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kepala daerah yang telah dijatuhi pidana oleh pengadilan dan telah selesai 
menjalani masa pidana dikarenakan melakukan perbuatan yang diatur dalam 
Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 diberi kesempatan untuk dapat 
mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah dan 
pertimbangan pilihan diserahkan kepada para pemilihnya/masyarakat, namun 
hal tersebut tidak boleh menghilangkan informasi tentang jati diri masing-
masing calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Oleh karena itu, 
sebagaimana juga diberlakukan untuk ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 
10/2016, untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu untuk memberikan informasi 
tentang jati diri secara lengkap terhadap masing-masing calon kepala daerah dan 
wakil kepala daerah, maka dalam memaknai Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i 
UU 10/2016 ini pun juga diwajibkan kepada calon kepala daerah dan wakil 
kepala daerah yang pernah melakukan perbuatan tercela yang telah memperoleh 
putusan pengadilan dan telah selesai menjalani masa pidana, untuk secara jujur 
atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai 
mantan terpidana, sebagaimana juga telah dipersyaratkan dalam Pasal 7 ayat (2) 

PANLAK UU/PUSPANLAK UU TW III 2022



170

 

 

 

 
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Dikabulkan 

Sebagian Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) 
 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 31/PUU-XX/2022 
PERIHAL PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 

NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 
 

31 MEI 2022 
 

A. PENDAHULUAN 
Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, pukul 10.39 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya 
disebut UU 23/2014) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 
31/PUU-XX/2022. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 31/PUU-
XX/2022, perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal 
DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU 23/2014 dalam Perkara 31/PUU-XX/2022 
diajukan oleh H. Hasanudin, S.Hut., yang memberikan kuasa kepada Ilhamsyah, 
S.H., advokat pada kanor hukum IILHAMSYAH & CO, untuk selanjutnya disebut 
sebagai Pemohon. 
 

C. PASAL/AYAT UU 23/2014 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil 
terhadap Pasal 112 ayat (4) UU 23/2014 yang selengkapnya berketentuan 
sebagai berikut: 

Ketua dan wakil ketua DPRD provinsi diresmikan dengan keputusan menteri. 
 
 
 

 

 

 

G. PENUTUP 
1. Bahwa terhadap Putusan MK dalam Perkara Nomor 2/PUU-XX/2022 

sebagaimana diuraikan diatas, untuk memberikan kepastian hukum pada 
Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016, Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang memberikan saran sebagai berikut: 

a. Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 2/PUU-XX/2022 sebagai bahan dalam 
penyusunan Prolegnas Daftar Kumulatif Terbuka. 

b. Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 2/PUU-XX/2022 sebagai acuan dalam 
penyusunan Rancangan Perubahan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan 
Walikota 

2. Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat 
(tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung 
memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dan bersifat erga 
omnes (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh 
seluruh organ penyelenggara Negara, organ penegak hukum dan warga 
Negara. Oleh karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 2/PUU-XX/2022 
mengenai materi muatan pasal/ayat dalam UU 10/2016 yang dinyatakan 
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat, agar tidak menimbulkan kekosongan hukum, dapat 
digunakan sebagai acuan untuk melakukan Perubahan UU Pemilihan 
Gubernur, Bupati, Dan Walikota 
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untuk memberhentikan anggota yang ditugaskan atau ditunjuk sebagai pimpinan 
DPRD. 

Namun demikian, adakalanya keputusan pemberhentian dan penggantian 
sebagai pimpinan DPRD, yang bersangkutan berkeberatan atau menolak untuk 
diberhentikan atau digantikan. Terhadap hal tersebut, Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Partai Politik (UU 2/2011) mengkategorikan hal tersebut sebagai 
perselisihan partai politik. Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU 2/2011 menjelaskan 
yang dimaksud perselisihan partai politik meliputi antara lain keberatan 
terhadap keputusan partai politik. Menurut Pasal 32 ayat (2) dan ayat (4) UU 
2/2011 perselisihan partai politik harus diselesaikan secara internal melalui 
mahkamah partai politik dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) 
hari. Dalam hal penyelesaian perselisihan tidak tercapai maka proses berikutnya 
dilakukan melalui pengadilan negeri yang harus diselesaikan paling lama 60 
(enam puluh) hari sejak gugatan perkara terdaftar di kepaniteraan pengadilan 
negeri. Putusan pengadilan negeri hanya dapat diajukan kasasi yang harus 
diselesaikan oleh Mahkamah Agung paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak 
memori kasasi terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Agung [vide Pasal 33 UU 
2/2011]. Dengan demikian, dalam hal terdapat proses hukum berkenaan dengan 
pemberhentian dan penggantian pimpinan DPRD maka harus diselesaikan 
terlebih dahulu sebelum dilakukan proses politik melalui rapat paripurna DPRD. 

Dalam kaitannya dengan pemberhentian dan penggantian pimpinan DPRD, 
hal demikian harus dilakukan dengan alasan-alasan yang logis dan berbasis 
evaluasi kinerja dan bukan berdasarkan like and dislike karena meskipun 
pimpinan DPRD berdasarkan penugasan atau penunjukan dari partai politik 
namun pada hakikatnya penugasan atau penunjukan tersebut mengandung 
makna bahwa yang ditugaskan atau ditunjuk sebagai pimpinan DPRD untuk 
kepentingan publik, sehingga tidak lagi sepenuhnya milik partai politik. Artinya, 
meskipun pemberhentian dan penggantian pimpinan DPRD merupakan hak 
partai politik, akan tetapi tidak boleh dilakukan secara semena-mena agar tidak 
mempengaruhi fungsi dan tugas DPRD secara kelembagaan. 
[3.10.2] Bahwa secara formil pemberhentian pimpinan DPRD dilakukan dalam 
rapat paripurna untuk ditetapkan melalui keputusan DPRD [vide Pasal 37 ayat 
(2) dan ayat (3) PP 12/2018]. Terhadap keputusan tersebut, pimpinan DPRD 
provinsi menyampaikan kepada Menteri melalui gubernur untuk pemberhentian 
pimpinan DPRD provinsi dan pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan 
kepada Gubernur melalui bupati/walikota untuk pemberhentian pimpinan DPRD 
kabupaten/kota paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan dalam 
rapat paripurna. Demikian juga penyampaian gubernur kepada menteri dan 
bupati/walikota kepada gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak 
diterimanya keputusan DPRD provinsi atau keputusan DPRD kabupaten/kota 
[vide Pasal 38 ayat (1) sampai dengan ayat (4) PP 12/2018]. Mengenai 

 

 

 

D. BATU UJI 
Bahwa Pasal 112 ayat (4) UU 23/2014 dianggap Pemohon bertentangan dengan 
Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan 
melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon. 
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian Pasal 112 ayat (4) UU 23/2014 dalam permohonan a 
quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 
[3.10] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan 
Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, pokok permohonan 
Pemohon adalah mengenai frasa “diresmikan dengan keputusan Menteri” dalam 
Pasal 112 ayat (4) UU 23/2014 yang menyebabkan Pemohon belum ditetapkan 
atau bahkan dapat terjadi Pemohon tidak ditetapkan sebagai Ketua DPRD 
Provinsi Kalimantan Timur melalui mekanisme pergantian antarwaktu pimpinan 
DPRD Provinsi Kalimantan Timur sisa masa jabatan 2019-2024. Oleh karena itu, 
menurut Pemohon pasal a quo harus dinyatakan berlaku secara bersyarat dan 
mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila dimaknai sebagaimana 
dimohonkan dalam petitum permohonan Pemohon. Terhadap pokok 
permohonan Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 
[3.10.1] Bahwa berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon penting bagi 
Mahkamah untuk menjelaskan terlebih dahulu tata tertib pemberhentian dan 
penggantian pimpinan DPRD. Pasal 132 ayat (1) dan Pasal 186 ayat (1) UU 
23/2014 mengatur tata tertib DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang 
diantaranya memuat ketentuan tentang pemberhentian dan penggantian 
pimpinan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk 
melaksanakan ketentuan tersebut telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 
12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (PP 12/2018). Pasal 36 ayat (2) PP 
12/2018 mengatur pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir 
masa jabatannya karena; a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri sebagai 
pimpinan DPRD; c. diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; atau d. diberhentikan sebagai pimpinan DPRD. 
Lebih lanjut, dalam Pasal 36 ayat (3) PP 12/2018 diatur pimpinan DPRD 
diberhentikan sebagai pimpinan DPRD dalam hal: a. terbukti melanggar 
sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan badan kehormatan; 
b. partai politik bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan 
sebagai pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka pemberhentian sebagai 
pimpinan DPRD selain melalui mekanisme penilaian etik oleh badan 
kehormatan, dapat juga melalui mekanisme internal partai politik dari pimpinan 
DPRD yang diberhentikan. Dengan kata lain, partai politik juga memiliki hak 
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untuk memberhentikan anggota yang ditugaskan atau ditunjuk sebagai pimpinan 
DPRD. 
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sebagai pimpinan DPRD, yang bersangkutan berkeberatan atau menolak untuk 
diberhentikan atau digantikan. Terhadap hal tersebut, Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 
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pimpinan DPRD berdasarkan penugasan atau penunjukan dari partai politik 
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meskipun pemberhentian dan penggantian pimpinan DPRD merupakan hak 
partai politik, akan tetapi tidak boleh dilakukan secara semena-mena agar tidak 
mempengaruhi fungsi dan tugas DPRD secara kelembagaan. 
[3.10.2] Bahwa secara formil pemberhentian pimpinan DPRD dilakukan dalam 
rapat paripurna untuk ditetapkan melalui keputusan DPRD [vide Pasal 37 ayat 
(2) dan ayat (3) PP 12/2018]. Terhadap keputusan tersebut, pimpinan DPRD 
provinsi menyampaikan kepada Menteri melalui gubernur untuk pemberhentian 
pimpinan DPRD provinsi dan pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan 
kepada Gubernur melalui bupati/walikota untuk pemberhentian pimpinan DPRD 
kabupaten/kota paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan dalam 
rapat paripurna. Demikian juga penyampaian gubernur kepada menteri dan 
bupati/walikota kepada gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak 
diterimanya keputusan DPRD provinsi atau keputusan DPRD kabupaten/kota 
[vide Pasal 38 ayat (1) sampai dengan ayat (4) PP 12/2018]. Mengenai 
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Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (PP 12/2018). Pasal 36 ayat (2) PP 
12/2018 mengatur pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir 
masa jabatannya karena; a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri sebagai 
pimpinan DPRD; c. diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; atau d. diberhentikan sebagai pimpinan DPRD. 
Lebih lanjut, dalam Pasal 36 ayat (3) PP 12/2018 diatur pimpinan DPRD 
diberhentikan sebagai pimpinan DPRD dalam hal: a. terbukti melanggar 
sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan badan kehormatan; 
b. partai politik bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan 
sebagai pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Berdasarkan ketentuan tersebut maka pemberhentian sebagai 
pimpinan DPRD selain melalui mekanisme penilaian etik oleh badan 
kehormatan, dapat juga melalui mekanisme internal partai politik dari pimpinan 
DPRD yang diberhentikan. Dengan kata lain, partai politik juga memiliki hak 
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berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan pimpinan DPRD yang 
berhenti. Artinya, tanpa bermaksud menilai legalitas PP 12/2018 tersebut, hak 
partai politik tidak hanya mengusulkan pemberhentian pimpinan DRPD namun 
juga untuk mengusulkan pengganti pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam 
rapat paripurna dan kemudian ditetapkan dengan keputusan DPRD [vide Pasal 
39 ayat (1) dan ayat (2) PP 12/2018]. 
 Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dalam konteks 
pemberhentian dan penggantian pimpinan DPRD maka Mendagri 
menindaklanjuti hasil paripurna pemberhentian ataupun penggantian pimpinan 
DPRD, sehingga tidak terdapat alasan untuk tidak menindaklanjuti proses 
administrasi pemberhentian dan penggantian pimpinan DPRD sepanjang telah 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
[3.10.4] Bahwa dengan berlarut-larutnya proses penggantian pimpinan DPRD 
[vide bukti P-9a] tentu saja akan menimbulkan ketidakpastian. Dengan kondisi 
tersebut, justru dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri 
(justice delayed justice denied). Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut 
menurut Mahkamah frasa “diresmikan dengan keputusan Menteri’ dalam Pasal 
112 ayat (4) UU 23/2014 adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara 
bersyarat sepanjang tidak dimaknai “wajib ditindaklanjuti secara administratif 
sepanjang proses di internal partai politik dan DPRD telah terpenuhi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Oleh karena itu, agar proses 
penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terganggu dan demi kepastian 
hukum maka pemaknaan demikian mengharuskan tindakan administratif a quo 
harus segera dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum 
sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karena petitum Pemohon memohon 
Pasal 112 ayat (4) UU 23/2014 sepanjang frasa “diresmikan dengan keputusan 
menteri” berlaku secara konstitusional bersyarat dan mempunyai ketentuan 
hukum mengikat apabila dimaknai “keputusan meresmikan yang didasarkan 
pada kewenangan terikat Menteri bersifat deklaratif dengan wajib 
menindaklanjuti proses administratif terhadap keputusan hak istimewa partai 
politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD provinsi hasil 
dari perolehan suara pemilu dalam menentukan pimpinan DPRD provinsi, 
sementara itu, Mahkamah berpendapat frasa “diresmikan dengan keputusan 
Menteri” dalam Pasal 112 ayat (4) UU 23/2014 bertentangan dengan asas 
kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, 
sepanjang tidak dimaknai “wajib ditindaklanjuti secara administratif sepanjang 
proses di internal partai politik dan DPRD telah terpenuhi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan”, dengan demikian, meskipun pada 
dasarnya baik petitum Pemohon maupun pendapat Mahkamah terdapat 
kesamaan dalam hal frasa dimaksud harus dimaknai agar tetap konstitusional 

 

 

 

penggantian pimpinan DPRD juga ditetapkan dengan keputusan DPRD dan 
selanjutnya pimpinan DPRD provinsi mengusulkan peresmian pengangkatan 
calon pengganti kepada menteri melalui gubernur bagi penggantian pimpinan 
DPRD provinsi dan kepada gubernur melalui bupati/walikota bagi penggantian 
pimpinan DPRD kabupaten/kota [vide Pasal 39 ayat (2) sampai dengan ayat (4) 
PP 12/2018]. 
 Sementara itu, persoalan penggantian pimpinan DPRD menurut Pemohon 
terhambat dengan berlakunya Pasal 112 ayat (4) UU 23/2014 dikarenakan 
adanya frasa “diresmikan dengan keputusan Menteri” menimbulkan 
ketidakpastian hukum seolah-olah Mendagri masih dapat mempertimbangkan 
kembali keputusan pemberhentian dan penggantian pimpinan DPRD. 
[3.10.3] Bahwa dalam kaitan dengan frasa yang dipersoalkan Pemohon penting 
bagi Mahkamah menegaskan dirumuskannya frasa “dirermikan dengan 
keputusan Menteri” dalam Pasal 112 ayat (4) UU 23/2014 merupakan frasa yang 
lazim dipergunakan untuk keabsahan setiap keputusan dan/atau tindakan yang 
harus ditetapkan atau ditermikan oleh badna atau pejabat pemerintah yang 
berwenang [vide Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan]. Dalam konteks perkara a quo, Mendagri memiliki 
wewenang untuk meresmikan pimpinan DPRD provinsi berdasarkan keputusan 
rapat paripurna DPRD provinsi. Penggunaan frasa demikian juga tercantum 
dalam berbagai ketentuan, seperti keanggotaan DPRD provinsi yang juga 
diresmikan dengan keputusan Menteri [vide Pasal 102 ayat (2) UU 23/2014] 
serta keanggotaan DPRD kabupaten/kota dan pimpinan DPRD kabupaten/kota 
yang diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat 
[vide Pasal 155 ayat (2) dan Pasal 165 ayat (4) UU 23/2014). Dalam mekanisme 
ketatanegaraan, hal demikian juga berlaku bagi pengisian jabatan-jabatan 
lembaga negara lainnya. Misalnya pengangkatan hakim konstitusi, hakim 
konstitusi yang diajukan oleh DPR juga harus diresmikan dengan keputusan 
Presiden [vide Pasal 71 huruf n Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah]. 
 Lebih lanjut, pada hakikatnya dalam menetapkan pemberhentian maupun 
penggantian pimpinan DPRD melalui rapat paripurna DPRD yang dijadikan dasar 
Menteri atau Gubernur mengeluarkan keputusan pemberhentian atau 
penggantian adalah berdasarkan atas keputusan partai politik pimpinan DPRD 
yang bersangkutan. Dengan demikian, dalam hal pimpinan DPRD diberhentikan 
baik berdasarkan keputusan badan kehormatan maupun keputusan partai 
politik [vide Pasal 36 ayat (3) PP 12/2018], penggnati pimpinan DPRD yang 
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berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan pimpinan DPRD yang 
berhenti. Artinya, tanpa bermaksud menilai legalitas PP 12/2018 tersebut, hak 
partai politik tidak hanya mengusulkan pemberhentian pimpinan DRPD namun 
juga untuk mengusulkan pengganti pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam 
rapat paripurna dan kemudian ditetapkan dengan keputusan DPRD [vide Pasal 
39 ayat (1) dan ayat (2) PP 12/2018]. 
 Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dalam konteks 
pemberhentian dan penggantian pimpinan DPRD maka Mendagri 
menindaklanjuti hasil paripurna pemberhentian ataupun penggantian pimpinan 
DPRD, sehingga tidak terdapat alasan untuk tidak menindaklanjuti proses 
administrasi pemberhentian dan penggantian pimpinan DPRD sepanjang telah 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
[3.10.4] Bahwa dengan berlarut-larutnya proses penggantian pimpinan DPRD 
[vide bukti P-9a] tentu saja akan menimbulkan ketidakpastian. Dengan kondisi 
tersebut, justru dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri 
(justice delayed justice denied). Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut 
menurut Mahkamah frasa “diresmikan dengan keputusan Menteri’ dalam Pasal 
112 ayat (4) UU 23/2014 adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara 
bersyarat sepanjang tidak dimaknai “wajib ditindaklanjuti secara administratif 
sepanjang proses di internal partai politik dan DPRD telah terpenuhi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Oleh karena itu, agar proses 
penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terganggu dan demi kepastian 
hukum maka pemaknaan demikian mengharuskan tindakan administratif a quo 
harus segera dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum 
sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karena petitum Pemohon memohon 
Pasal 112 ayat (4) UU 23/2014 sepanjang frasa “diresmikan dengan keputusan 
menteri” berlaku secara konstitusional bersyarat dan mempunyai ketentuan 
hukum mengikat apabila dimaknai “keputusan meresmikan yang didasarkan 
pada kewenangan terikat Menteri bersifat deklaratif dengan wajib 
menindaklanjuti proses administratif terhadap keputusan hak istimewa partai 
politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD provinsi hasil 
dari perolehan suara pemilu dalam menentukan pimpinan DPRD provinsi, 
sementara itu, Mahkamah berpendapat frasa “diresmikan dengan keputusan 
Menteri” dalam Pasal 112 ayat (4) UU 23/2014 bertentangan dengan asas 
kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, 
sepanjang tidak dimaknai “wajib ditindaklanjuti secara administratif sepanjang 
proses di internal partai politik dan DPRD telah terpenuhi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan”, dengan demikian, meskipun pada 
dasarnya baik petitum Pemohon maupun pendapat Mahkamah terdapat 
kesamaan dalam hal frasa dimaksud harus dimaknai agar tetap konstitusional 

 

 

 

penggantian pimpinan DPRD juga ditetapkan dengan keputusan DPRD dan 
selanjutnya pimpinan DPRD provinsi mengusulkan peresmian pengangkatan 
calon pengganti kepada menteri melalui gubernur bagi penggantian pimpinan 
DPRD provinsi dan kepada gubernur melalui bupati/walikota bagi penggantian 
pimpinan DPRD kabupaten/kota [vide Pasal 39 ayat (2) sampai dengan ayat (4) 
PP 12/2018]. 
 Sementara itu, persoalan penggantian pimpinan DPRD menurut Pemohon 
terhambat dengan berlakunya Pasal 112 ayat (4) UU 23/2014 dikarenakan 
adanya frasa “diresmikan dengan keputusan Menteri” menimbulkan 
ketidakpastian hukum seolah-olah Mendagri masih dapat mempertimbangkan 
kembali keputusan pemberhentian dan penggantian pimpinan DPRD. 
[3.10.3] Bahwa dalam kaitan dengan frasa yang dipersoalkan Pemohon penting 
bagi Mahkamah menegaskan dirumuskannya frasa “dirermikan dengan 
keputusan Menteri” dalam Pasal 112 ayat (4) UU 23/2014 merupakan frasa yang 
lazim dipergunakan untuk keabsahan setiap keputusan dan/atau tindakan yang 
harus ditetapkan atau ditermikan oleh badna atau pejabat pemerintah yang 
berwenang [vide Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan]. Dalam konteks perkara a quo, Mendagri memiliki 
wewenang untuk meresmikan pimpinan DPRD provinsi berdasarkan keputusan 
rapat paripurna DPRD provinsi. Penggunaan frasa demikian juga tercantum 
dalam berbagai ketentuan, seperti keanggotaan DPRD provinsi yang juga 
diresmikan dengan keputusan Menteri [vide Pasal 102 ayat (2) UU 23/2014] 
serta keanggotaan DPRD kabupaten/kota dan pimpinan DPRD kabupaten/kota 
yang diresmikan dengan keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat 
[vide Pasal 155 ayat (2) dan Pasal 165 ayat (4) UU 23/2014). Dalam mekanisme 
ketatanegaraan, hal demikian juga berlaku bagi pengisian jabatan-jabatan 
lembaga negara lainnya. Misalnya pengangkatan hakim konstitusi, hakim 
konstitusi yang diajukan oleh DPR juga harus diresmikan dengan keputusan 
Presiden [vide Pasal 71 huruf n Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah]. 
 Lebih lanjut, pada hakikatnya dalam menetapkan pemberhentian maupun 
penggantian pimpinan DPRD melalui rapat paripurna DPRD yang dijadikan dasar 
Menteri atau Gubernur mengeluarkan keputusan pemberhentian atau 
penggantian adalah berdasarkan atas keputusan partai politik pimpinan DPRD 
yang bersangkutan. Dengan demikian, dalam hal pimpinan DPRD diberhentikan 
baik berdasarkan keputusan badan kehormatan maupun keputusan partai 
politik [vide Pasal 36 ayat (3) PP 12/2018], penggnati pimpinan DPRD yang 
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dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun demikian Mahkamah 
memiliki perbedaan dalam merumuskan syarat konstitusionalitasnya. Oleh 
karena itu, permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk 
sebagian. 
[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon selain dan 
selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya dianggap 
tidak relevan sehingga haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. 
 

F. AMAR PUTUSAN: 
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 
2. Menyatakan frasa “diresmikan dengan keputusan Menteri“ dalam Pasal 112 

ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 
“wajib ditindaklanjuti secara administratif sepanjang proses di internal 
partai politik dan DPRD telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan“; 

3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.  
 

G. PENUTUP 
1. Bahwa terhadap Putusan MK dalam Perkara Nomor 31/PUU-XX/2022 

sebagaimana diuraikan diatas, untuk mengisi kekosongan hukum berdasarkan 
Pasal 112 ayat (4) UU 23/2014, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang memberikan saran sebagai berikut: 
a. Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 31/PUU-XX/2022 sebagai bahan 

dalam penyusunan Prolegnas Daftar Kumulatif Terbuka. 
b. Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 31/PUU-XX/2022 sebagai acuan 

dalam penyusunan Rancangan Perubahan UU Pemerintahan Daerah. 
2. Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak 

ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh 
kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dan bersifat erga omnes 
(berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh 
organ penyelenggara Negara, organ penegak hukum dan warga Negara. Oleh 
karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 31/PUU-XX/2022 mengenai 
materi muatan pasal/ayat dalam UU 23/2014 yang dinyatakan bertentangan 
dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, 
agar tidak menimbulkan kekosongan hukum, dapat digunakan sebagai acuan 
untuk melakukan Perubahan UU Pemerintahan Daerah. 
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dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun demikian Mahkamah 
memiliki perbedaan dalam merumuskan syarat konstitusionalitasnya. Oleh 
karena itu, permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk 
sebagian. 
[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon selain dan 
selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya dianggap 
tidak relevan sehingga haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. 
 

F. AMAR PUTUSAN: 
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 
2. Menyatakan frasa “diresmikan dengan keputusan Menteri“ dalam Pasal 112 

ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) bertentangan 
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 
“wajib ditindaklanjuti secara administratif sepanjang proses di internal 
partai politik dan DPRD telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan“; 

3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.  
 

G. PENUTUP 
1. Bahwa terhadap Putusan MK dalam Perkara Nomor 31/PUU-XX/2022 

sebagaimana diuraikan diatas, untuk mengisi kekosongan hukum berdasarkan 
Pasal 112 ayat (4) UU 23/2014, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang memberikan saran sebagai berikut: 
a. Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 31/PUU-XX/2022 sebagai bahan 

dalam penyusunan Prolegnas Daftar Kumulatif Terbuka. 
b. Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 31/PUU-XX/2022 sebagai acuan 

dalam penyusunan Rancangan Perubahan UU Pemerintahan Daerah. 
2. Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak 

ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh 
kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dan bersifat erga omnes 
(berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh 
organ penyelenggara Negara, organ penegak hukum dan warga Negara. Oleh 
karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 31/PUU-XX/2022 mengenai 
materi muatan pasal/ayat dalam UU 23/2014 yang dinyatakan bertentangan 
dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, 
agar tidak menimbulkan kekosongan hukum, dapat digunakan sebagai acuan 
untuk melakukan Perubahan UU Pemerintahan Daerah. 
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Dinyatakan 
Tidak Dapat Diterima dan Ditolak Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) 

 
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 39/PUU-XX/2022 

PERIHAL PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBUKOTA NEGARA  

TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
TAHUN 1945 

 
31 MEI 2022 

 
A. PENDAHULUAN 

Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, pukul 10.54 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Formil 
dan Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara 
(selanjutnya disebut UU 3/2022) terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) 
dalam Perkara Nomor 39/PUU-XX/2022. Dalam Sidang Pengucapan Putusan 
Perkara Nomor 39/PUU-XX/2022, perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh 
Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di 
lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, 
Sekretariat Jenderal DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU 3/2022 dalam Perkara 39/PUU-XX/2022 
diajukan oleh Sugeng, S.H (pensiunan PNS), untuk selanjutnya disebut sebagai 
Pemohon. 
 

C. PASAL/AYAT UU 23/2014 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
Bahwa Pemohon dalam permohonannya, selain mengajukan pengujian secara 
formil, Pemohon juga mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 4, pasla 5, 
Pasal 6, Pasal 22, dan Pasal 24 ayat (1) UU 3/2022 yang selengkapnya 
berketentuan sebagai berikut: 
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Dinyatakan 
Tidak Dapat Diterima dan Ditolak Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) 

 
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 39/PUU-XX/2022 

PERIHAL PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBUKOTA NEGARA  

TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
TAHUN 1945 

 
31 MEI 2022 

 
A. PENDAHULUAN 

Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, pukul 10.54 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Formil 
dan Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara 
(selanjutnya disebut UU 3/2022) terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) 
dalam Perkara Nomor 39/PUU-XX/2022. Dalam Sidang Pengucapan Putusan 
Perkara Nomor 39/PUU-XX/2022, perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh 
Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di 
lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, 
Sekretariat Jenderal DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU 3/2022 dalam Perkara 39/PUU-XX/2022 
diajukan oleh Sugeng, S.H (pensiunan PNS), untuk selanjutnya disebut sebagai 
Pemohon. 
 

C. PASAL/AYAT UU 23/2014 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
Bahwa Pemohon dalam permohonannya, selain mengajukan pengujian secara 
formil, Pemohon juga mengajukan pengujian materiil terhadap Pasal 4, pasla 5, 
Pasal 6, Pasal 22, dan Pasal 24 ayat (1) UU 3/2022 yang selengkapnya 
berketentuan sebagai berikut: 
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1. Berkenaan dengan syarat permohonan pengujian undang-undang, Pasal 51 

ayat (2) UU MK menyatakan: Uraian mengenai hal yang menjadi dasar 
Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b 
untuk perkara Permohonan pengujian undang-undang meliputi: 
a. kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian; 
b. kedudukan hukum pemohon yang berisi uraian tentang hak dan/atau 

kewenangan konstitusi pemohon yang dianggap dirugikan dengan 
berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk dilakukan 
pengujian; dan 

c. alasan Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 
ayat (1) huruf b diuraikan dengan jelas dan terperinci. Terhadap hal 
tersebut, selanjutnya Pasal 10 ayat (2) huruf b PMK 2/2021 
menyatakan: 

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: 
a. … 
b. uraian yang jelas mengenai: 

1. kewenangan Mahkamah, yang memuat penjelasan mengenai kewenangan 
Mahkamah dalam mengadili perkara PUU sebagaimana diatur dalam 
peraturan perundang-undangan serta objek permohonan; 

2. kedudukan hukum Pemohon, yang memuat penjelasan mengenai hak 
dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan 
dengan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan 
pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan 

3. alasan permohonan, yang memuat penjelasan mengenai pembentukan 
undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan 
pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 
dan/atau bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-
undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945. 

4. Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan pengujian formil dan 
materiil terhadap UU 3/2022, namun Mahkamah menemukan fakta hukum 
yaitu pada bagian kedudukan hukum, Pemohon tidak dapat membedakan 
secara khusus dan menguraikan dengan jelas persoalan pertautan potensi 
kerugian Pemohon dengan adanya dugaan persoalan konstitusionalitas UU 
3/2022 secara formil. Sedangkan dalam pengujian materiil, uraian pada 
bagian kedudukan hukum berisi argumentasi yang tidak relevan dengan 
anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon. Oleh karena itu, uraian 
tersebut tidak dapat menjelaskan adanya kerugian hak konstitusional baik 
dalam pengujian formil maupun pengujian materiil. Dengan demikian, 
menurut Mahkamah terdapat ketidakjelasan dalam uraian mengenai 

 

 

 

D. BATU UJI 
Bahwa UU 3/2022 dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 26C ayat (2) 
UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak 
dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon. 
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian formil dan materill UU (3/2022) dalam permohonan a 
quo,  Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 
 
[3.5] Menimbang bahwa meskipun permohonan a quo menjadi kewenangan 
Mahkamah dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan 
permohonan, namun sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut 
mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan baik dalam 
pengujian formil maupun pengujian materiil, Mahkamah perlu terlebih dahulu 
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 
 
[3.5.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon dalam 
persidangan Pendahuluan pada 12 April 2022, dalam persidangan tersebut, 
Majelis Panel sesuai dengan kewajibannya yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU 
MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 
tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) 
telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki dan 
memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan hukum, posita, serta 
petitum permohonan. Bahwa Panel Hakim telah menasihatkan kepada Pemohon 
untuk dapat memperjelas permohonan, karena permohonan Pemohon adalah 
mengenai pengujian undang-undang secara formil dan materiil dan dengan 
demikian seharusnya permohonan a quo dapat menguraikan secara jelas tentang 
kedudukan hukum Pemohon dengan secara khusus membedakan antara 
kedudukan hukum dalam permohonan pengujian formil dengan pengujian 
materiil. Begitu pula pada bagian posita dan petitum, sehingga permohonan yang 
diminta pada petitum, baik pada pengujian formil maupun pengujian materiil 
terdapat alasan yang diuraikan dengan jelas pada bagian posita. Selain itu, Panel 
Hakim menasihatkan agar Pemohon menyesuaikan format dan syarat-syarat 
Permohonan sesuai dengan UU MK dan PMK 2/2021 [vide Risalah Sidang Perkara 
Nomor 39/PUU-XX/2022, tanggal 12 April 2022]. 
 
[3.5.2] Bahwa Pemohon telah melakukan perbaikan permohonannya dan 
diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 22 April 2022 yang kemudian 
disampaikan pokokpokok perbaikan permohonannya dalam Sidang Pemeriksaan 
Pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan pada 9 Mei 
2022. Bahwa setelah mencermati lebih lanjut perbaikan permohonan Pemohon 
tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 
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1. Berkenaan dengan syarat permohonan pengujian undang-undang, Pasal 51 

ayat (2) UU MK menyatakan: Uraian mengenai hal yang menjadi dasar 
Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b 
untuk perkara Permohonan pengujian undang-undang meliputi: 
a. kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian; 
b. kedudukan hukum pemohon yang berisi uraian tentang hak dan/atau 

kewenangan konstitusi pemohon yang dianggap dirugikan dengan 
berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk dilakukan 
pengujian; dan 

c. alasan Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 
ayat (1) huruf b diuraikan dengan jelas dan terperinci. Terhadap hal 
tersebut, selanjutnya Pasal 10 ayat (2) huruf b PMK 2/2021 
menyatakan: 

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: 
a. … 
b. uraian yang jelas mengenai: 

1. kewenangan Mahkamah, yang memuat penjelasan mengenai kewenangan 
Mahkamah dalam mengadili perkara PUU sebagaimana diatur dalam 
peraturan perundang-undangan serta objek permohonan; 

2. kedudukan hukum Pemohon, yang memuat penjelasan mengenai hak 
dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan 
dengan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan 
pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan 

3. alasan permohonan, yang memuat penjelasan mengenai pembentukan 
undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan 
pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 
dan/atau bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-
undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945. 

4. Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan pengujian formil dan 
materiil terhadap UU 3/2022, namun Mahkamah menemukan fakta hukum 
yaitu pada bagian kedudukan hukum, Pemohon tidak dapat membedakan 
secara khusus dan menguraikan dengan jelas persoalan pertautan potensi 
kerugian Pemohon dengan adanya dugaan persoalan konstitusionalitas UU 
3/2022 secara formil. Sedangkan dalam pengujian materiil, uraian pada 
bagian kedudukan hukum berisi argumentasi yang tidak relevan dengan 
anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon. Oleh karena itu, uraian 
tersebut tidak dapat menjelaskan adanya kerugian hak konstitusional baik 
dalam pengujian formil maupun pengujian materiil. Dengan demikian, 
menurut Mahkamah terdapat ketidakjelasan dalam uraian mengenai 

 

 

 

D. BATU UJI 
Bahwa UU 3/2022 dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 26C ayat (2) 
UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak 
dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon. 
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian formil dan materill UU (3/2022) dalam permohonan a 
quo,  Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 
 
[3.5] Menimbang bahwa meskipun permohonan a quo menjadi kewenangan 
Mahkamah dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan 
permohonan, namun sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut 
mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan baik dalam 
pengujian formil maupun pengujian materiil, Mahkamah perlu terlebih dahulu 
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 
 
[3.5.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon dalam 
persidangan Pendahuluan pada 12 April 2022, dalam persidangan tersebut, 
Majelis Panel sesuai dengan kewajibannya yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU 
MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 
tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021) 
telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki dan 
memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan hukum, posita, serta 
petitum permohonan. Bahwa Panel Hakim telah menasihatkan kepada Pemohon 
untuk dapat memperjelas permohonan, karena permohonan Pemohon adalah 
mengenai pengujian undang-undang secara formil dan materiil dan dengan 
demikian seharusnya permohonan a quo dapat menguraikan secara jelas tentang 
kedudukan hukum Pemohon dengan secara khusus membedakan antara 
kedudukan hukum dalam permohonan pengujian formil dengan pengujian 
materiil. Begitu pula pada bagian posita dan petitum, sehingga permohonan yang 
diminta pada petitum, baik pada pengujian formil maupun pengujian materiil 
terdapat alasan yang diuraikan dengan jelas pada bagian posita. Selain itu, Panel 
Hakim menasihatkan agar Pemohon menyesuaikan format dan syarat-syarat 
Permohonan sesuai dengan UU MK dan PMK 2/2021 [vide Risalah Sidang Perkara 
Nomor 39/PUU-XX/2022, tanggal 12 April 2022]. 
 
[3.5.2] Bahwa Pemohon telah melakukan perbaikan permohonannya dan 
diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 22 April 2022 yang kemudian 
disampaikan pokokpokok perbaikan permohonannya dalam Sidang Pemeriksaan 
Pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan pada 9 Mei 
2022. Bahwa setelah mencermati lebih lanjut perbaikan permohonan Pemohon 
tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 
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seluruh organ penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. 
Oleh karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 39/PUU-XX/2022 yang 
menyatakan permohonan Pemohon sepanjang UU (3/2022) tidak dapat diterima 
mengandung arti bahwa ketentuan Pasal a quo tidak bertentangan dengan UUD 
NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
BADAN KEAHLIAN 

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 
2022 

 

 

 

 

kedudukan hukum Pemohon, baik kedudukan hukum dalam pengujian 
formil maupun dalam pengujian materiil. 

5. Pada bagian alasan permohonan (posita) pengujian formil, Pemohon tidak 
menguraikan dengan jelas persoalan proses pembentukan UU 3/2022 yang 
dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon hanya menguraikan 
mengenai sejumlah isu yang menurut Pemohon seharusnya 
dipertimbangkan dalam proses pembentukan UU 3/2022. Hal ini menurut 
Mahkamah tidak relevan dengan alasan permohonan pengujian formil 
terhadap UU 3/2022. 

6. Pada bagian alasan permohonan (posita) pengujian materiil, Pemohon 
tidak menguraikan sama sekali mengenai norma pasal yang diajukan 
untuk diuji serta alasan inkonstitusionalitasnya pasal tersebut. Pemohon 
hanya menguraikan norma-norma pasal yang diuji tanpa uraian yang jelas 
kaitannya dengan anggapan inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan 
pengujiannya dengan UUD 1945. Selain menimbulkan ketidakjelasan, 
uraian permohonan Pemohon juga menimbulkan pertentangan dengan 
petitum, di mana pasalpasal yang terdapat dalam posita pengujian 
materiil, tidak termuat dalam petitum, terlebih lagi, Pemohon dalam 
permohonannya tidak membedakan secara khusus antara petitum 
pengujian formil dengan petitum pengujian materiil. 
 

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah 
permohonan Pemohon tidak jelas pada bagian kedudukan hukum, posita dan 
petitum baik terhadap permohonan pengujian formil maupun pengujian materiil. 
Dengan demikian, secara keseluruhan permohonan Pemohon adalah tidak jelas 
(kabur). 
 
[3.6] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili 
permohonan a quo dan permohonan pengujian formil diajukan masih  dalam 
tenggang waktu pengajuan permohonan, namun oleh karena permohonan 
Pemohon adalah tidak jelas (kabur), maka Mahkamah tidak mempertimbangkan 
lebih lanjut mengenai kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon. 
 

F. AMAR PUTUSAN 
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 
 

G. PENUTUP 
Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak 
ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh 
kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah 
Konstitusi yang terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi 
setiap orang) yang wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh 
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seluruh organ penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. 
Oleh karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 39/PUU-XX/2022 yang 
menyatakan permohonan Pemohon sepanjang UU (3/2022) tidak dapat diterima 
mengandung arti bahwa ketentuan Pasal a quo tidak bertentangan dengan UUD 
NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
BADAN KEAHLIAN 

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 
2022 

 

 

 

 

kedudukan hukum Pemohon, baik kedudukan hukum dalam pengujian 
formil maupun dalam pengujian materiil. 

5. Pada bagian alasan permohonan (posita) pengujian formil, Pemohon tidak 
menguraikan dengan jelas persoalan proses pembentukan UU 3/2022 yang 
dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon hanya menguraikan 
mengenai sejumlah isu yang menurut Pemohon seharusnya 
dipertimbangkan dalam proses pembentukan UU 3/2022. Hal ini menurut 
Mahkamah tidak relevan dengan alasan permohonan pengujian formil 
terhadap UU 3/2022. 

6. Pada bagian alasan permohonan (posita) pengujian materiil, Pemohon 
tidak menguraikan sama sekali mengenai norma pasal yang diajukan 
untuk diuji serta alasan inkonstitusionalitasnya pasal tersebut. Pemohon 
hanya menguraikan norma-norma pasal yang diuji tanpa uraian yang jelas 
kaitannya dengan anggapan inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan 
pengujiannya dengan UUD 1945. Selain menimbulkan ketidakjelasan, 
uraian permohonan Pemohon juga menimbulkan pertentangan dengan 
petitum, di mana pasalpasal yang terdapat dalam posita pengujian 
materiil, tidak termuat dalam petitum, terlebih lagi, Pemohon dalam 
permohonannya tidak membedakan secara khusus antara petitum 
pengujian formil dengan petitum pengujian materiil. 
 

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah 
permohonan Pemohon tidak jelas pada bagian kedudukan hukum, posita dan 
petitum baik terhadap permohonan pengujian formil maupun pengujian materiil. 
Dengan demikian, secara keseluruhan permohonan Pemohon adalah tidak jelas 
(kabur). 
 
[3.6] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili 
permohonan a quo dan permohonan pengujian formil diajukan masih  dalam 
tenggang waktu pengajuan permohonan, namun oleh karena permohonan 
Pemohon adalah tidak jelas (kabur), maka Mahkamah tidak mempertimbangkan 
lebih lanjut mengenai kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon. 
 

F. AMAR PUTUSAN 
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 
 

G. PENUTUP 
Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak 
ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh 
kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah 
Konstitusi yang terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi 
setiap orang) yang wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh 
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Dikabulkan 

Sebagian Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) 
 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 40/PUU-XX/2022 PERIHAL 
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA 

NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA TAHUN 1945 

 
31 MEI 2022 

 
 

A. PENDAHULUAN 
Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, pukul 11.11 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (selanjutnya disebut UU 
3/2022) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 40/PUU-
XX/2022. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 40/PUU-XX/2022, 
perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU 3/2022 dalam Perkara 40/PUU-XX/2022 
diajukan oleh Herifuddin Daulay (guru honorer), untuk selanjutnya disebut 
sebagai Pemohon. 
 

C. PASAL/AYAT UU 3/2022 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil 
terhadap seluruh pasal yang terdapat dalam UU 3/2022 kecuali Pasal 3 ayat (1) 
huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan 
huruf k, yaitu ; Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 huruf a , Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 Pasal 7, 
Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, 
Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pada 23, Pasal 24, Pasal 
25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, 
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Dikabulkan 

Sebagian Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) 
 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 40/PUU-XX/2022 PERIHAL 
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA 

NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA TAHUN 1945 

 
31 MEI 2022 

 
 

A. PENDAHULUAN 
Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, pukul 11.11 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (selanjutnya disebut UU 
3/2022) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 40/PUU-
XX/2022. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 40/PUU-XX/2022, 
perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU 3/2022 dalam Perkara 40/PUU-XX/2022 
diajukan oleh Herifuddin Daulay (guru honorer), untuk selanjutnya disebut 
sebagai Pemohon. 
 

C. PASAL/AYAT UU 3/2022 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil 
terhadap seluruh pasal yang terdapat dalam UU 3/2022 kecuali Pasal 3 ayat (1) 
huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan 
huruf k, yaitu ; Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 huruf a , Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 Pasal 7, 
Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, 
Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pada 23, Pasal 24, Pasal 
25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, 
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[3.5.2] Bahwa Pemohon telah melakukan perbaikan permohonannya dan 
diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 26 April 2022 yang kemudian 
disampaikan pokok-pokok perbaikan permohonannya dalam sidang 
pemeriksaan pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan 
permohonan pada 10 Mei 2022. 

 Bahwa setelah mencermati lebih lanjut perbaikan permohonan 
Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 
1. Berkenaan dengan syarat permohonan pengujian undang-undang, 

Pasal 51A ayat (2) UU MK menyatakan:  
Uraian mengenai hal yang menjadi dasar Permohonan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b untuk perkara Permohonan 
pengujian undang-undang meliputi:  
a. kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian; 
b. kedudukan hukum pemohon yang berisi uraian tentang hak 

dan/atau kewenangan konstitusi pemohon yang dianggap dirugikan 
dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk 
dilakukan pengujian; dan  

c. alasan Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
31 ayat (1) huruf b diuraikan dengan jelas dan terperinci.  

Terhadap hal tersebut, selanjutnya Pasal 10 ayat (2) huruf b PMK 
2/2021 menyatakan: Permohonan yang diajukan oleh Pemohon 
dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sekurang-kurangnya memuat: b. uraian yang jelas mengenai:  
1. kewenangan Mahkamah, yang memuat penjelasan mengenai 

kewenangan Mahkamah dalam mengadili perkara PUU sebagaimana 
diatur dalam peraturan perundang-undangan serta objek 
permohonan; 

2. kedudukan hukum Pemohon, yang memuat penjelasan mengenai 
hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap 
dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau Perppu yang 
dimohonkan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan  

3. alasan permohonan, yang memuat penjelasan mengenai 
pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi 
ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan 
UUD 1945 dan/atau bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau 
bagian dari undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 
1945. 

2. Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan pengujian formil 
dan materiil terhadap UU 3/2022, namun Mahkamah menemukan 
fakta hukum yaitu pada bagian kedudukan hukum, Pemohon tidak 
dapat menguraikan dengan jelas persoalan pertautan potensi kerugian 
Pemohon dengan adanya dugaan persoalan konstitusionalitas dalam 
proses pembentukan UU 3/2022. Sementara itu, pada bagian 
kedudukan hukum pengujian materiil, Pemohon menguraikan dugaan 
pertentangan antara norma yang diajukan dengan norma-norma dalam 
UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian tanpa dapat menguraikan 
keterkaitannya dengan potensi kerugian Pemohon. Uraian pada bagian 
kedudukan hukum berisi sejumlah argumentasi yang tidak relevan 

 

 

 

Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 
42, Pasal 43 dan Pasal 44.  
  

D. BATU UJI 
Bahwa ketentuan Pasal a quo UU 3/2022 dianggap bertentangan dengan Pasal 1 
ayat (3) dan Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan 
melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon. 
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian seluruh pasal yang terdapat dalam UU 3/2022 kecuali 
Pasal 3 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, 
huruf j, dan huruf k, yaitu ; Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 huruf a , Pasal 4, Pasal 5, Pasal 
6 Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, 
Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pada 23, Pasal 
24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, 
Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 
41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 dalam permohonan a quo, Mahkamah 
Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 
 
 [3.5] Menimbang bahwa meskipun permohonan a quo adalah kewenangan 

Mahkamah dan permohonan pengujian formil diajukan masih dalam 
tenggang waktu pengajuan permohonan, namun sebelum Mahkamah 
mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon 
dan pokok permohonan baik dalam pengujian formil maupun pengujian 
materiil, Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal 
sebagai berikut: 

 
  [3.5.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon dalam 

persidangan Pendahuluan pada 13 April 2022, dalam persidangan 
tersebut, Majelis Panel sesuai dengan kewajibannya yang diatur dalam 
Pasal 39 ayat (2) UU MK dan Pasal 41 ayat (3) PMK 2/2021 telah 
memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki dan 
memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan hukum, posita, 
serta petitum permohonan. 

 Bahwa Panel Hakim telah menasihatkan kepada Pemohon untuk 
dapat memperjelas permohonan, karena permohonan Pemohon adalah 
mengenai pengujian undang-undang secara formil dan materiil dan dengan 
demikian seharusnya permohonan a quo dapat menguraikan secara jelas 
tentang kedudukan hukum Pemohon dengan secara khusus membedakan 
antara kedudukan hukum dalam permohonan pengujian formil dengan 
pengujian materiil. Begitu pula terhadap bagian alasan permohonan 
(posita) dan petitum, sehingga permohonan yang diminta pada petitum, 
baik dalam permohonan formil maupun materiil terdapat alasan dengan 
jelas pada bagian posita. Selain itu, Panel Hakim menasihatkan agar 
Pemohon menyesuaikan format dan syarat-syarat Permohonan sesuai 
dengan UU MK dan PMK 2/2021 [vide Risalah Sidang Pendahuluan Perkara 
Nomor 40/PUU1XX/2022, tanggal 13 April 2022] 
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[3.5.2] Bahwa Pemohon telah melakukan perbaikan permohonannya dan 
diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 26 April 2022 yang kemudian 
disampaikan pokok-pokok perbaikan permohonannya dalam sidang 
pemeriksaan pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan 
permohonan pada 10 Mei 2022. 

 Bahwa setelah mencermati lebih lanjut perbaikan permohonan 
Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 
1. Berkenaan dengan syarat permohonan pengujian undang-undang, 

Pasal 51A ayat (2) UU MK menyatakan:  
Uraian mengenai hal yang menjadi dasar Permohonan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b untuk perkara Permohonan 
pengujian undang-undang meliputi:  
a. kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian; 
b. kedudukan hukum pemohon yang berisi uraian tentang hak 

dan/atau kewenangan konstitusi pemohon yang dianggap dirugikan 
dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk 
dilakukan pengujian; dan  

c. alasan Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
31 ayat (1) huruf b diuraikan dengan jelas dan terperinci.  

Terhadap hal tersebut, selanjutnya Pasal 10 ayat (2) huruf b PMK 
2/2021 menyatakan: Permohonan yang diajukan oleh Pemohon 
dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sekurang-kurangnya memuat: b. uraian yang jelas mengenai:  
1. kewenangan Mahkamah, yang memuat penjelasan mengenai 

kewenangan Mahkamah dalam mengadili perkara PUU sebagaimana 
diatur dalam peraturan perundang-undangan serta objek 
permohonan; 

2. kedudukan hukum Pemohon, yang memuat penjelasan mengenai 
hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap 
dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau Perppu yang 
dimohonkan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan  

3. alasan permohonan, yang memuat penjelasan mengenai 
pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi 
ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan 
UUD 1945 dan/atau bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau 
bagian dari undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 
1945. 

2. Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan pengujian formil 
dan materiil terhadap UU 3/2022, namun Mahkamah menemukan 
fakta hukum yaitu pada bagian kedudukan hukum, Pemohon tidak 
dapat menguraikan dengan jelas persoalan pertautan potensi kerugian 
Pemohon dengan adanya dugaan persoalan konstitusionalitas dalam 
proses pembentukan UU 3/2022. Sementara itu, pada bagian 
kedudukan hukum pengujian materiil, Pemohon menguraikan dugaan 
pertentangan antara norma yang diajukan dengan norma-norma dalam 
UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian tanpa dapat menguraikan 
keterkaitannya dengan potensi kerugian Pemohon. Uraian pada bagian 
kedudukan hukum berisi sejumlah argumentasi yang tidak relevan 

 

 

 

Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 
42, Pasal 43 dan Pasal 44.  
  

D. BATU UJI 
Bahwa ketentuan Pasal a quo UU 3/2022 dianggap bertentangan dengan Pasal 1 
ayat (3) dan Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan 
melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon. 
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian seluruh pasal yang terdapat dalam UU 3/2022 kecuali 
Pasal 3 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, 
huruf j, dan huruf k, yaitu ; Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 huruf a , Pasal 4, Pasal 5, Pasal 
6 Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, 
Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pada 23, Pasal 
24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, 
Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 
41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 dalam permohonan a quo, Mahkamah 
Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 
 
 [3.5] Menimbang bahwa meskipun permohonan a quo adalah kewenangan 

Mahkamah dan permohonan pengujian formil diajukan masih dalam 
tenggang waktu pengajuan permohonan, namun sebelum Mahkamah 
mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon 
dan pokok permohonan baik dalam pengujian formil maupun pengujian 
materiil, Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal 
sebagai berikut: 

 
  [3.5.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon dalam 

persidangan Pendahuluan pada 13 April 2022, dalam persidangan 
tersebut, Majelis Panel sesuai dengan kewajibannya yang diatur dalam 
Pasal 39 ayat (2) UU MK dan Pasal 41 ayat (3) PMK 2/2021 telah 
memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki dan 
memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan hukum, posita, 
serta petitum permohonan. 

 Bahwa Panel Hakim telah menasihatkan kepada Pemohon untuk 
dapat memperjelas permohonan, karena permohonan Pemohon adalah 
mengenai pengujian undang-undang secara formil dan materiil dan dengan 
demikian seharusnya permohonan a quo dapat menguraikan secara jelas 
tentang kedudukan hukum Pemohon dengan secara khusus membedakan 
antara kedudukan hukum dalam permohonan pengujian formil dengan 
pengujian materiil. Begitu pula terhadap bagian alasan permohonan 
(posita) dan petitum, sehingga permohonan yang diminta pada petitum, 
baik dalam permohonan formil maupun materiil terdapat alasan dengan 
jelas pada bagian posita. Selain itu, Panel Hakim menasihatkan agar 
Pemohon menyesuaikan format dan syarat-syarat Permohonan sesuai 
dengan UU MK dan PMK 2/2021 [vide Risalah Sidang Pendahuluan Perkara 
Nomor 40/PUU1XX/2022, tanggal 13 April 2022] 
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dengan anggapan kerugian konstitusional Pemohon. Oleh karena itu, 
uraian tersebut tidak dapat menjelaskan adanya keterkaitan norma a 
quo dengan potensi kerugian Pemohon. Dengan demikian, menurut 
Mahkamah terdapat ketidakjelasan dalam uraian mengenai 
kedudukan hukum Pemohon, baik kedudukan hukum dalam pengujian 
formil maupun dalam pengujian materiil. 

3. Pada bagian alasan permohonan (posita) pengujian formil, Pemohon 
tidak menguraikan dengan jelas mengenai persoalan proses 
pembentukan UU 3/2022 yang dianggap bertentangan dengan UUD 
1945. Pemohon hanya menguraikan mengenai sejumlah isu yang 
menurut Pemohon seharusnya dipertimbangkan dalam pembentukan 
UU 3/2022. Hal ini menurut Mahkamah tidak relevan dengan alasan 
permohonan pengujian formil terhadap UU 3/2022. 

4. Pada bagian alasan permohonan (posita) pengujian formil, Pemohon 
tidak menguraikan dengan jelas mengenai persoalan proses 
pembentukan UU 3/2022 yang dianggap bertentangan dengan UUD 
1945. Pemohon hanya menguraikan mengenai sejumlah isu yang 
menurut Pemohon seharusnya dipertimbangkan dalam pembentukan 
UU 3/2022. Hal ini menurut Mahkamah tidak relevan dengan alasan 
permohonan pengujian formil terhadap UU 3/2022. 

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, 
menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak jelas pada bagian 
kedudukan hukum, posita dan petitum, baik terhadap permohonan 
pengujian formil maupun pengujian materiil. Dengan demikian, secara 
keseluruhan permohonan Pemohon adalah tidak jelas (kabur). 

 
[3.6]Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan 

a quo dan permohonan pengujian formil diajukan masih dalam tenggang 
waktu pengajuan permohonan, namun oleh karena permohonan Pemohon 
adalah tidak jelas (kabur), maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih 
lanjut mengenai kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon. 

 
F. AMAR PUTUSAN 

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 
 

G. PENUTUP 
Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan 
mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung 
memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno 
terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang 
wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ 
penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, 
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 40/PUU-XX/2022 yang 
menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima mengandung arti bahwa 
ketentuan a quo tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap 
mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
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dengan anggapan kerugian konstitusional Pemohon. Oleh karena itu, 
uraian tersebut tidak dapat menjelaskan adanya keterkaitan norma a 
quo dengan potensi kerugian Pemohon. Dengan demikian, menurut 
Mahkamah terdapat ketidakjelasan dalam uraian mengenai 
kedudukan hukum Pemohon, baik kedudukan hukum dalam pengujian 
formil maupun dalam pengujian materiil. 

3. Pada bagian alasan permohonan (posita) pengujian formil, Pemohon 
tidak menguraikan dengan jelas mengenai persoalan proses 
pembentukan UU 3/2022 yang dianggap bertentangan dengan UUD 
1945. Pemohon hanya menguraikan mengenai sejumlah isu yang 
menurut Pemohon seharusnya dipertimbangkan dalam pembentukan 
UU 3/2022. Hal ini menurut Mahkamah tidak relevan dengan alasan 
permohonan pengujian formil terhadap UU 3/2022. 

4. Pada bagian alasan permohonan (posita) pengujian formil, Pemohon 
tidak menguraikan dengan jelas mengenai persoalan proses 
pembentukan UU 3/2022 yang dianggap bertentangan dengan UUD 
1945. Pemohon hanya menguraikan mengenai sejumlah isu yang 
menurut Pemohon seharusnya dipertimbangkan dalam pembentukan 
UU 3/2022. Hal ini menurut Mahkamah tidak relevan dengan alasan 
permohonan pengujian formil terhadap UU 3/2022. 

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, 
menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak jelas pada bagian 
kedudukan hukum, posita dan petitum, baik terhadap permohonan 
pengujian formil maupun pengujian materiil. Dengan demikian, secara 
keseluruhan permohonan Pemohon adalah tidak jelas (kabur). 

 
[3.6]Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan 

a quo dan permohonan pengujian formil diajukan masih dalam tenggang 
waktu pengajuan permohonan, namun oleh karena permohonan Pemohon 
adalah tidak jelas (kabur), maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih 
lanjut mengenai kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon. 

 
F. AMAR PUTUSAN 

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 
 

G. PENUTUP 
Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan 
mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung 
memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno 
terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang 
wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ 
penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, 
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 40/PUU-XX/2022 yang 
menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima mengandung arti bahwa 
ketentuan a quo tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap 
mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Dinyatakan 

Tidak Dapat Diterima Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) 
 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 47/PUU-XX/2022 
PERIHAL PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 

TENTANG IBU KOTA NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 

 
31 MEI 2022 

 
A. PENDAHULUAN 

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, pukul 11.21 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU 3/2022) terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  (selanjutnya 
disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 47/PUU-XX/2022. Dalam 
Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 47/PUU-XX/2022 perwakilan DPR RI 
dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI.  
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU 3/2022 dalam perkara 47/PUU-XX/2022 
diajukan oleh Ir. Mulak Sihotang, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon. 
 

C. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian formil UU 3/2022 dalam permohonan a quo, 
Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 
 
[3.4.3.2]  Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan pengujian 
formil terhadap UU 3/2022, namun pada bagian kedudukan hukum, Pemohon 
tidak menguraikan dengan jelas hak konstitusional Pemohon yang dirugikan 
akibat pembentukan UU 3/2022. Pemohon hanya menyebutkan pasal dalam UUD 
1945 yang dianggap merugikan hak konstitusionalnya. Uraian pada bagian 
kedudukan hukum berisi sejumlah argumentasi yang tidak relevan dengan 
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Dinyatakan 

Tidak Dapat Diterima Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) 
 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 47/PUU-XX/2022 
PERIHAL PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 

TENTANG IBU KOTA NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 

 
31 MEI 2022 

 
A. PENDAHULUAN 

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, pukul 11.21 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU 3/2022) terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  (selanjutnya 
disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 47/PUU-XX/2022. Dalam 
Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 47/PUU-XX/2022 perwakilan DPR RI 
dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI.  
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU 3/2022 dalam perkara 47/PUU-XX/2022 
diajukan oleh Ir. Mulak Sihotang, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon. 
 

C. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian formil UU 3/2022 dalam permohonan a quo, 
Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 
 
[3.4.3.2]  Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan pengujian 
formil terhadap UU 3/2022, namun pada bagian kedudukan hukum, Pemohon 
tidak menguraikan dengan jelas hak konstitusional Pemohon yang dirugikan 
akibat pembentukan UU 3/2022. Pemohon hanya menyebutkan pasal dalam UUD 
1945 yang dianggap merugikan hak konstitusionalnya. Uraian pada bagian 
kedudukan hukum berisi sejumlah argumentasi yang tidak relevan dengan 
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mengandung arti bahwa pembentukan UU a quo tidak bertentangan dengan UUD NRI 
Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
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anggapan kerugian konstitusional Pemohon, sehingga uraian tersebut tidak dapat 
menjelaskan adanya keterkaitan norma a quo dengan aktual atau potensial 
kerugian Pemohon. 
 
[3.7.1] Bahwa Pemohon pada bagian alasan permohonan (posita), Pemohon 
tidak menguraikan dengan jelas dan terperinci mengenai di mana letak persoalan 
konstitusionalitas proses pembentukan UU 3/2022 yang dianggap tidak 
memenuhi persyaratan formil pembentukan UU 3/2022. Pemohon hanya 
menguraikan mengenai hal-hal yang menurut Pemohon seharusnya 
dipertimbangkan dalam proses pembentukan UU 3/2022. Hal itu menurut 
Mahkamah, tidak relevan untuk dijadikan argumentasi dalam mempersoalkan 
proses pembentukan UU 3/2022. 
 
[3.7.2] Bahwa pemohon pada bagian Petitum angka 2 Pemohon memohonkan 
pengujian formil UU 3/2022 yang bertentangan dengan UUD 1945, namun dalam 
Petitum angka 3 permohonannya Pemohon justru memohon agar Pasal 1 ayat (2), 
Pasal 1 ayat 21 (8), Pasal 4, Pasal 5 ayat (4) UU 3/2022 dinyatakan bertentangan 
dengan UUD 1945 tanpa menguraikan sama sekali anggapan kerugian 
konstitusionalnya karena berlakunya norma Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (8), 
Pasal 4, Pasal 5 ayat (4) UU 3/2022. Pada bagian posita, Pemohon juga tidak 
menguraikan alasan pertentangan norma pasal-pasal a quo dengan UUD 1945.  
 
Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah 
permohonan Pemohon tidak jelas pada bagian kedudukan hukum, posita, dan 
petitum. Dengan demikian, secara keseluruhan permohonan Pemohon tidak jelas 
(kabur). 
 
[3.5] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili 
permohonan a quo dan permohonan pengujian formil diajukan masih dalam 
tenggang waktu, namun oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) 
maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan 
hukum dan pokok permohonan Pemohon. 
 

D. AMAR PUTUSAN 
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. 
 

E. PENUTUP 
Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak ada 
upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh kekuatan 
hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang 
terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang 
wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ 
penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, 
Putusan MK dalam Perkara Nomor 47/PUU-XX/2022 yang menyatakan permohonan 
para Pemohon tidak dapat diterima sepanjang pengujian formil UU 3/2022 
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mengandung arti bahwa pembentukan UU a quo tidak bertentangan dengan UUD NRI 
Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
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anggapan kerugian konstitusional Pemohon, sehingga uraian tersebut tidak dapat 
menjelaskan adanya keterkaitan norma a quo dengan aktual atau potensial 
kerugian Pemohon. 
 
[3.7.1] Bahwa Pemohon pada bagian alasan permohonan (posita), Pemohon 
tidak menguraikan dengan jelas dan terperinci mengenai di mana letak persoalan 
konstitusionalitas proses pembentukan UU 3/2022 yang dianggap tidak 
memenuhi persyaratan formil pembentukan UU 3/2022. Pemohon hanya 
menguraikan mengenai hal-hal yang menurut Pemohon seharusnya 
dipertimbangkan dalam proses pembentukan UU 3/2022. Hal itu menurut 
Mahkamah, tidak relevan untuk dijadikan argumentasi dalam mempersoalkan 
proses pembentukan UU 3/2022. 
 
[3.7.2] Bahwa pemohon pada bagian Petitum angka 2 Pemohon memohonkan 
pengujian formil UU 3/2022 yang bertentangan dengan UUD 1945, namun dalam 
Petitum angka 3 permohonannya Pemohon justru memohon agar Pasal 1 ayat (2), 
Pasal 1 ayat 21 (8), Pasal 4, Pasal 5 ayat (4) UU 3/2022 dinyatakan bertentangan 
dengan UUD 1945 tanpa menguraikan sama sekali anggapan kerugian 
konstitusionalnya karena berlakunya norma Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (8), 
Pasal 4, Pasal 5 ayat (4) UU 3/2022. Pada bagian posita, Pemohon juga tidak 
menguraikan alasan pertentangan norma pasal-pasal a quo dengan UUD 1945.  
 
Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah 
permohonan Pemohon tidak jelas pada bagian kedudukan hukum, posita, dan 
petitum. Dengan demikian, secara keseluruhan permohonan Pemohon tidak jelas 
(kabur). 
 
[3.5] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili 
permohonan a quo dan permohonan pengujian formil diajukan masih dalam 
tenggang waktu, namun oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) 
maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan 
hukum dan pokok permohonan Pemohon. 
 

D. AMAR PUTUSAN 
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. 
 

E. PENUTUP 
Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak ada 
upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh kekuatan 
hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi yang 
terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang 
wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ 
penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, 
Putusan MK dalam Perkara Nomor 47/PUU-XX/2022 yang menyatakan permohonan 
para Pemohon tidak dapat diterima sepanjang pengujian formil UU 3/2022 
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Dinyatakan 

Tidak Dapat Diterima Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) 
 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 48/PUU-XX/2022 
PERIHAL PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG  

NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 

 
31 MEI 2022 

 
 

A. PENDAHULUAN 
Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, pukul 11.35 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Formil 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (selanjutnya 
disebut UU 3/2022) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 
48/PUU-XX/2022. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 48/PUU-
XX/2022, perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal 
DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU 3/2022dalam Perkara 48/PUU-XX/2022 
diajukan oleh H Damai Hari Lubis, S.H., M.H., (pengacara dan aktivis organisasi 
kemanusian) yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arvid Martdwisaktyo, 
S.H., M. Kn, dkk. yang merupakan advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi 
Aliansi Anak Bangsa, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon. 
 

C. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian aspek formil dalam proses pembentukan UU 3/2022 
dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan 
hukum sebagai berikut: 
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Dinyatakan 

Tidak Dapat Diterima Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) 
 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 48/PUU-XX/2022 
PERIHAL PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG  

NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 

 
31 MEI 2022 

 
 

A. PENDAHULUAN 
Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, pukul 11.35 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Formil 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (selanjutnya 
disebut UU 3/2022) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 
48/PUU-XX/2022. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 48/PUU-
XX/2022, perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal 
DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU 3/2022dalam Perkara 48/PUU-XX/2022 
diajukan oleh H Damai Hari Lubis, S.H., M.H., (pengacara dan aktivis organisasi 
kemanusian) yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arvid Martdwisaktyo, 
S.H., M. Kn, dkk. yang merupakan advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi 
Aliansi Anak Bangsa, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon. 
 

C. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian aspek formil dalam proses pembentukan UU 3/2022 
dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan 
hukum sebagai berikut: 
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1945. 
2. Pemohon pada bagian kedudukan hukum tidak dapat menguraikan dengan 

jelas persoalan pertautan potensi kerugian Pemohon dengan adanya dugaan 
persoalan konstitusionalitas dalam proses pembentukan UU 3/2022. Uraian 
pada bagian kedudukan hukum hanya menjelaskan mengenai kerugian 
Pemohon sebagai advokat yang memiliki hak untuk melakukan 
kontrol/monitoring atas setiap kebijakan publik yang dikeluarkan oleh 
Pemerintah. Dengan berpindahnya ibu kota negara yang letak geografisnya 
sangat jauh dari kehidupan masyarakat perkotaan yang modern sangat 
dimungkinkan sulitnya mengakses informasi. Oleh karenanya segala 
kebijakan yang akan diambil dalam mengelola pemerintahan nantinya tidak 
bersifat terbuka. Kerugian demikian menurut Mahkamah tidaklah relevan 
dijadikan alasan dalam kaitannya dengan proses pembentukan sebuah 
undang-undang dalam menjelaskan kedudukan hukumnya. Oleh karena 
uraian tersebut tidak menjelaskan adanya keterkaitan mengenai kerugian 
pembentukan undang-undang a quo dengan anggapan kerugian Pemohon 
baik secara aktual maupun potensial. Dengan demikian, menurut Mahkamah 
terdapat ketidakjelasan dalam uraian mengenai kedudukan hukum 
Pemohon. 

3. Pada bagian alasan permohonan (posita), Pemohon tidak menguraikan 
mengenai di mana letak persoalan konstitusionalitas proses pembentukan 
UU 3/2022 yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon hanya 
menguraikan mengenai sejumlah argumentasi yang bersifat umum, yaitu 
hanya menyebutkan hal-hal yang bersifat pokok tanpa menguraikan secara 
rinci alasan pertentangannya dengan UUD 1945. Antara lain, misalnya, 
argumentasi berkenaan dengan pembahasan rancangan UU 3/2022 yang 
terlalu cepat karena hanya butuh waktu 42 hari, Pemohon di dalam 
positanya tidak menguraikan lebih lanjut mengenai pada pembahasan 
tingkat mana yang dianggap cepat dan bagaimana proses yang sudah 
dilakukan dalam tahapan pembahasan UU 3/2022, sehingga menyimpulkan 
pembahasan rancangan undang-undang a quo cepat. Kemudian berkenaan 
dengan argumentasi adanya 13 perintah pendelegasian kewenangan 
pengaturan dalam peraturan pelaksana UU 3/2022 yang seharusnya 
menjadi materi muatan undang-undang, Pemohon di dalam positanya juga 
tidak menyebutkan pasal-pasal mana saja dalam UU 3/2022 yang 
merupakan perintah pendelegasian yang seharusnya dimuat dalam undang-
undang. Selain itu, berkenaan dengan argumentasi minimnya partisipasi 
masyarakat, Pemohon juga tidak menguraikan lebih lanjut mengenai uraian 
pihak-pihak yang telah didengar pendapatnya sehingga menyimpulkan 
bahwa pembentukan rancangan undang-undang a quo minim partisipatif, 
sehingga menurut Mahkamah, posita yang demikian menjadi tidak relevan 
bagi Mahkamah untuk menilainya. 

 

 

 

[3.4]  Menimbang bahwa meskipun permohonan a quo menjadi kewenangan 
Mahkamah dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan 
permohonan, namun sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut 
mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan dalam pengujian 
formil, Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai 
berikut: 

[3.4.2]  Bahwa Pemohon telah melakukan perbaikan permohonannya dan 
diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 9 Mei 2022 yang kemudian disampaikan 
pokok-pokok perbaikan permohonannya dalam sidang pemeriksaan 
pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan pada 11 Mei 
2022. 

 Bahwa setelah mempelajari secara saksama perbaikan permohonan 
Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 

1. Berkenaan dengan syarat permohonan pengujian undang-undang, Pasal 51A 
ayat (2) UU MK menyatakan: 

Uraian mengenai hal yang menjadi dasar Permohonan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b untuk perkara Permohonan 
pengujian undang-undang meliputi: 
a. kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian; 
b. kedudukan hukum pemohon yang berisi uraian tentang hak dan/atau 

kewenangan konstitusi pemohon yang dianggap dirugikan dengan 
berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk dilakukan 
pengujian; dan 

c. alasan Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 
ayat (1) huruf b diuraikan dengan jelas dan terperinci. 

 Terhadap hal tersebut, selanjutnya Pasal 10 ayat (2) huruf b PMK 
2/2021 menyatakan: 

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: 
b.  uraian yang jelas mengenai: 

1. kewenangan Mahkamah, yang memuat penjelasan mengenai 
kewenangan Mahkamah dalam mengadili perkara PUU sebagaimana 
diatur dalam peraturan perundang-undangan serta objek 
permohonan; 

2. kedudukan hukum Pemohon, yang memuat penjelasan mengenai 
hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap 
dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau Perppu yang 
dimohonkan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan 

3. alasan permohonan, yang memuat penjelasan mengenai 
pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi 
ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan 
UUD 1945 dan/atau bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau 
bagian dari undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 
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1945. 
2. Pemohon pada bagian kedudukan hukum tidak dapat menguraikan dengan 

jelas persoalan pertautan potensi kerugian Pemohon dengan adanya dugaan 
persoalan konstitusionalitas dalam proses pembentukan UU 3/2022. Uraian 
pada bagian kedudukan hukum hanya menjelaskan mengenai kerugian 
Pemohon sebagai advokat yang memiliki hak untuk melakukan 
kontrol/monitoring atas setiap kebijakan publik yang dikeluarkan oleh 
Pemerintah. Dengan berpindahnya ibu kota negara yang letak geografisnya 
sangat jauh dari kehidupan masyarakat perkotaan yang modern sangat 
dimungkinkan sulitnya mengakses informasi. Oleh karenanya segala 
kebijakan yang akan diambil dalam mengelola pemerintahan nantinya tidak 
bersifat terbuka. Kerugian demikian menurut Mahkamah tidaklah relevan 
dijadikan alasan dalam kaitannya dengan proses pembentukan sebuah 
undang-undang dalam menjelaskan kedudukan hukumnya. Oleh karena 
uraian tersebut tidak menjelaskan adanya keterkaitan mengenai kerugian 
pembentukan undang-undang a quo dengan anggapan kerugian Pemohon 
baik secara aktual maupun potensial. Dengan demikian, menurut Mahkamah 
terdapat ketidakjelasan dalam uraian mengenai kedudukan hukum 
Pemohon. 

3. Pada bagian alasan permohonan (posita), Pemohon tidak menguraikan 
mengenai di mana letak persoalan konstitusionalitas proses pembentukan 
UU 3/2022 yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Pemohon hanya 
menguraikan mengenai sejumlah argumentasi yang bersifat umum, yaitu 
hanya menyebutkan hal-hal yang bersifat pokok tanpa menguraikan secara 
rinci alasan pertentangannya dengan UUD 1945. Antara lain, misalnya, 
argumentasi berkenaan dengan pembahasan rancangan UU 3/2022 yang 
terlalu cepat karena hanya butuh waktu 42 hari, Pemohon di dalam 
positanya tidak menguraikan lebih lanjut mengenai pada pembahasan 
tingkat mana yang dianggap cepat dan bagaimana proses yang sudah 
dilakukan dalam tahapan pembahasan UU 3/2022, sehingga menyimpulkan 
pembahasan rancangan undang-undang a quo cepat. Kemudian berkenaan 
dengan argumentasi adanya 13 perintah pendelegasian kewenangan 
pengaturan dalam peraturan pelaksana UU 3/2022 yang seharusnya 
menjadi materi muatan undang-undang, Pemohon di dalam positanya juga 
tidak menyebutkan pasal-pasal mana saja dalam UU 3/2022 yang 
merupakan perintah pendelegasian yang seharusnya dimuat dalam undang-
undang. Selain itu, berkenaan dengan argumentasi minimnya partisipasi 
masyarakat, Pemohon juga tidak menguraikan lebih lanjut mengenai uraian 
pihak-pihak yang telah didengar pendapatnya sehingga menyimpulkan 
bahwa pembentukan rancangan undang-undang a quo minim partisipatif, 
sehingga menurut Mahkamah, posita yang demikian menjadi tidak relevan 
bagi Mahkamah untuk menilainya. 

 

 

 

[3.4]  Menimbang bahwa meskipun permohonan a quo menjadi kewenangan 
Mahkamah dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan 
permohonan, namun sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut 
mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan dalam pengujian 
formil, Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai 
berikut: 

[3.4.2]  Bahwa Pemohon telah melakukan perbaikan permohonannya dan 
diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 9 Mei 2022 yang kemudian disampaikan 
pokok-pokok perbaikan permohonannya dalam sidang pemeriksaan 
pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan pada 11 Mei 
2022. 

 Bahwa setelah mempelajari secara saksama perbaikan permohonan 
Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 

1. Berkenaan dengan syarat permohonan pengujian undang-undang, Pasal 51A 
ayat (2) UU MK menyatakan: 

Uraian mengenai hal yang menjadi dasar Permohonan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b untuk perkara Permohonan 
pengujian undang-undang meliputi: 
a. kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian; 
b. kedudukan hukum pemohon yang berisi uraian tentang hak dan/atau 

kewenangan konstitusi pemohon yang dianggap dirugikan dengan 
berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk dilakukan 
pengujian; dan 

c. alasan Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 
ayat (1) huruf b diuraikan dengan jelas dan terperinci. 

 Terhadap hal tersebut, selanjutnya Pasal 10 ayat (2) huruf b PMK 
2/2021 menyatakan: 

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: 
b.  uraian yang jelas mengenai: 

1. kewenangan Mahkamah, yang memuat penjelasan mengenai 
kewenangan Mahkamah dalam mengadili perkara PUU sebagaimana 
diatur dalam peraturan perundang-undangan serta objek 
permohonan; 

2. kedudukan hukum Pemohon, yang memuat penjelasan mengenai 
hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap 
dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau Perppu yang 
dimohonkan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan 

3. alasan permohonan, yang memuat penjelasan mengenai 
pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi 
ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan 
UUD 1945 dan/atau bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau 
bagian dari undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Dinyatakan 

Tidak Dapat Diterima Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) 
 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 53/PUU-XX/2022 
PERIHAL PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG  

NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

 
31 MEI 2022 

 
A. PENDAHULUAN 

Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, pukul 11.45 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (selanjutnya disebut UU 
3/2022) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 53/PUU-
XX/2022. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 53/PUU-XX/2022, 
perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU 3/2022 dalam Perkara 53/PUU-XX/2022 
diajukan oleh Anah Mardianah (guru), dalam hal ini memberikan kuasa kepada 
janses E. Sihaloho, dkk, advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam 
Sihaloho & Co. Law Firm, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon. 
 

C. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian formil UU 3/2022 dalam permohonan a quo, 
Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 
 
[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian 
formil undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu 
Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766, selanjutnya 
disebut UU 3/2022) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili 

 

 

 

 Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut 
Mahkamah permohonan Pemohon tidak jelas pada bagian kedudukan hukum dan 
pokok permohonan. Dengan demikian, secara keseluruhan permohonan 
Pemohon adalah tidak jelas (kabur). 

[3.5]  Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili 
permohonan a quo dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu 
pengajuan permohonan, namun oleh karena permohonan Pemohon adalah tidak 
jelas (kabur), maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut mengenai 
kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon. 

 
D. AMAR PUTUSAN 

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 
 

E. PENUTUP 
Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak 
ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh 
kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah 
Konstitusi yang terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi 
setiap orang) yang wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh 
seluruh organ penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. 
Oleh karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 48/PUU-XX/2022 yang 
menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima mengandung arti bahwa 
proses pembentukan UU 3/2022 tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 
1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
 
 

 
 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
BADAN KEAHLIAN 
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Dinyatakan 

Tidak Dapat Diterima Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) 
 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 53/PUU-XX/2022 
PERIHAL PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG  

NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

 
31 MEI 2022 

 
A. PENDAHULUAN 

Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, pukul 11.45 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara (selanjutnya disebut UU 
3/2022) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 53/PUU-
XX/2022. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 53/PUU-XX/2022, 
perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU 3/2022 dalam Perkara 53/PUU-XX/2022 
diajukan oleh Anah Mardianah (guru), dalam hal ini memberikan kuasa kepada 
janses E. Sihaloho, dkk, advokat dan konsultan hukum yang tergabung dalam 
Sihaloho & Co. Law Firm, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon. 
 

C. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian formil UU 3/2022 dalam permohonan a quo, 
Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 
 
[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian 
formil undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu 
Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766, selanjutnya 
disebut UU 3/2022) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili 

 

 

 

 Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut 
Mahkamah permohonan Pemohon tidak jelas pada bagian kedudukan hukum dan 
pokok permohonan. Dengan demikian, secara keseluruhan permohonan 
Pemohon adalah tidak jelas (kabur). 

[3.5]  Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili 
permohonan a quo dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu 
pengajuan permohonan, namun oleh karena permohonan Pemohon adalah tidak 
jelas (kabur), maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut mengenai 
kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon. 

 
D. AMAR PUTUSAN 

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 
 

E. PENUTUP 
Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak 
ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh 
kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah 
Konstitusi yang terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi 
setiap orang) yang wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh 
seluruh organ penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. 
Oleh karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 48/PUU-XX/2022 yang 
menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima mengandung arti bahwa 
proses pembentukan UU 3/2022 tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 
1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diajukan dalam jangka 
waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang atau 
Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia; 4. 
Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pengujian formil UU 
7/2021 ke Mahkamah Konstitusi pada 21 Januari 2022 berdasarkan Akta 
Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 10/PUU/PAN.MK/ AP3/01/2022 
dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) 
pada 26 Januari 2022 dengan Nomor 14/PUUXX/2022; 5. Bahwa 
berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, oleh karena UU 7/2021 
diundangkan pada 29 Oktober 2021, maka tenggat 45 hari sejak Undang-
Undang a quo diundangkan dalam Lembaran Negara adalah pada 12 
Desember 2021. Dengan demikian, permohonan pengujian formil UU 
7/2021 yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan bertanggal 21 
Januari 2022 diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan 
yang ditentukan sebagaimana ditentukan oleh angka 1 dan angka 3 di 
atas”. 

 
4 Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada angka 3 

terdapat dua peristilahan terkait dengan waktu pengajuan 45 (empat 
puluh lima) hari pengujian formil yaitu “setelah” dan “sejak” suatu undang-
undang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; 
 

5 Bahwa berkenaan dengan pengajuan permohonan pengujian secara formil 
yang diajukan “sejak” undang-undang yang dimohonkan pengujian formil 
diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia menurut Mahkamah untuk 
memberikan kepastian hukum dalam mengajukan permohonan pengujian 
formil undang-undang terhadap UUD 1945. Apabila pengajuan 
permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945 
diajukan “setelah” diundangkan dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dapat atau 
berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab, meskipun makna 
“setelah” dapat ditafsirkan sebagai sesaat setelah undang-undang 
diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia, namun dapat pula ditafsirkan 
setelah beberapa waktu kemudian. Hal demikian berbeda dengan makna 
“sejak” yang bersifat lebih pasti dan konkret yaitu penghitungan berlaku 
sejak saat undang-undang tersebut diundangkan dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia. 
Oleh karena itu, Mahkamah berpendirian pengajuan permohonan 
pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945 diajukan dalam 

 

 

 

permohonan a quo, dan selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan 
keterpenuhan tenggang waktu pengujian fomil. 
 
[3.3] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan 
pengujian formil, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 

1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 
Juni 2010, Paragraf [3.34] menyatakan: 
“Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo 
Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau 
tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan 
pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian 
formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang 
dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 
1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan Undang-Undang 
yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian 
hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui 
statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian 
secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. 
Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah 
Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang 
cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang;” 

 
2 Bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 15/2019) menyatakan: 
“Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita 
Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran 
Daerah, atau Berita Daerah.” 

 
3 Bahwa berkenaan dengan hal di atas, berdasarkan pertimbangan hukum 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XX/2022, tanggal 20 April 
2022, pada Paragraf [3.3] angka 3 sampai dengan angka 5 yang 
menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: 
“3. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
27/PUUVII/2009 tersebut di atas, yang dimaksud dengan frasa “45 (empat 
puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara 
sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap 
Undang-Undang” kemudian dipertegas dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam 
Perkara Pengujian Undang-Undang adalah “Permohonan pengujian formil 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diajukan dalam jangka 
waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang atau 
Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia; 4. 
Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pengujian formil UU 
7/2021 ke Mahkamah Konstitusi pada 21 Januari 2022 berdasarkan Akta 
Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 10/PUU/PAN.MK/ AP3/01/2022 
dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) 
pada 26 Januari 2022 dengan Nomor 14/PUUXX/2022; 5. Bahwa 
berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, oleh karena UU 7/2021 
diundangkan pada 29 Oktober 2021, maka tenggat 45 hari sejak Undang-
Undang a quo diundangkan dalam Lembaran Negara adalah pada 12 
Desember 2021. Dengan demikian, permohonan pengujian formil UU 
7/2021 yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan bertanggal 21 
Januari 2022 diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan 
yang ditentukan sebagaimana ditentukan oleh angka 1 dan angka 3 di 
atas”. 

 
4 Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada angka 3 

terdapat dua peristilahan terkait dengan waktu pengajuan 45 (empat 
puluh lima) hari pengujian formil yaitu “setelah” dan “sejak” suatu undang-
undang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; 
 

5 Bahwa berkenaan dengan pengajuan permohonan pengujian secara formil 
yang diajukan “sejak” undang-undang yang dimohonkan pengujian formil 
diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia menurut Mahkamah untuk 
memberikan kepastian hukum dalam mengajukan permohonan pengujian 
formil undang-undang terhadap UUD 1945. Apabila pengajuan 
permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945 
diajukan “setelah” diundangkan dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dapat atau 
berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab, meskipun makna 
“setelah” dapat ditafsirkan sebagai sesaat setelah undang-undang 
diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia, namun dapat pula ditafsirkan 
setelah beberapa waktu kemudian. Hal demikian berbeda dengan makna 
“sejak” yang bersifat lebih pasti dan konkret yaitu penghitungan berlaku 
sejak saat undang-undang tersebut diundangkan dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia. 
Oleh karena itu, Mahkamah berpendirian pengajuan permohonan 
pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945 diajukan dalam 

 

 

 

permohonan a quo, dan selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan 
keterpenuhan tenggang waktu pengujian fomil. 
 
[3.3] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan 
pengujian formil, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 

1 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 
Juni 2010, Paragraf [3.34] menyatakan: 
“Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan a quo 
Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau 
tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan 
pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian 
formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang 
dibentuk tidak berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 
1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan Undang-Undang 
yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian 
hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui 
statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian 
secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. 
Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah 
Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang 
cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang;” 

 
2 Bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 15/2019) menyatakan: 
“Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan 
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita 
Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran 
Daerah, atau Berita Daerah.” 

 
3 Bahwa berkenaan dengan hal di atas, berdasarkan pertimbangan hukum 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XX/2022, tanggal 20 April 
2022, pada Paragraf [3.3] angka 3 sampai dengan angka 5 yang 
menyatakan pada pokoknya sebagai berikut: 
“3. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
27/PUUVII/2009 tersebut di atas, yang dimaksud dengan frasa “45 (empat 
puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara 
sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap 
Undang-Undang” kemudian dipertegas dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam 
Perkara Pengujian Undang-Undang adalah “Permohonan pengujian formil 
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organ penegak hukum, dan warga negara. Oleh karena itu, Putusan MK dalam 
Perkara Nomor 53/PUU-XX/2022 yang menyatakan permohonan Pemohon 
sepanjang aspek formil UU 3/2022 tidak dapat diterima mengandung arti bahwa 
ketentuan aspek formil dalam UU 3/2022 tidak bertentangan dengan UUD NRI 
Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
BADAN KEAHLIAN 

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 
2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

waktu 45 hari “sejak” undang-undang diundangkan dalam Lembaran 
Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam 
Perkara Pengujian Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 14/PUU-XX/2022, tanggal 20 April 2022; 
 

6 Bahwa Pemohon menerangkan telah mengajukan permohonan pengujian 
formil UU 3/2022 ke Mahkamah Konstitusi pada 31 Maret 2022. Namun, 
setelah Mahkamah mencermati telah ternyata permohonan Pemohon 
diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada 1 April 2022 sebagaimana Akta 
Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 48/PUU/PAN.MK/AP3/04/2022 
dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) 
pada 7 April 2022 dengan Nomor 53/PUU-XX/2022. Sementara itu, UU 
3/2022 diundangkan pada tanggal 15 Februari 2022 dalam Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6766, maka dengan demikian 
permohonan Pemohon diajukan pada hari ke 46 (empat puluh enam) sejak 
UU 3/2022 diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6766; 
 

7 Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, oleh karena itu 
permohonan Pemohon berkaitan dengan pengujian formil UU 3/2022 
terhadap UUD 1945 diajukan telah melewati tenggang waktu 45 (empat 
puluh lima) hari sejak UU 3/2022 diundangkan. Dengan demikian, 
permohonan Pemohon adalah tidak memenuhi syarat tenggang waktu 
dalam pengajuan pengujian formil di Mahkamah Konstitusi. 

 
[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati 
tenggang waktu pengajuan permohonan maka kedudukan hukum dan pokok 
permohonan Pemohon, serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan. 
 

D. AMAR PUTUSAN: 
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 
 

E. PENUTUP 
Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak 
ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh 
kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah 
Konstitusi yang terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi 
setiap orang) yang wajib dipatuhi oleh seluruh organ penyelenggara negara, 
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Putusan Perkara Pengujian Formil Undang-Undang Yang Tidak 

Dapat Diterima Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) 
 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 54/PUU-XX/2022 PERIHAL 
PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG 

IBU KOTA NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 

 
31 MEI 2022 

 
 

A. PENDAHULUAN 
Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, pukul 11.56 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (selanjutnya disebut UU 
IKN) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 54/PUU-
XX/2022. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 54/PUU-XX/2022, 
perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU IKN dalam Perkara Nomor 54/PUU-XX/2022, 
diajukan oleh Muhammad Busyro Muqoddas; Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum; 
Yati Dahlia; Dwi Putri Cahyawati; Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) 
yang diwakili oleh Rukka Sombolinggi; dan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup 
Indonesia (WALHI) yang diwakili oleh Zenzi Suhadi dan M.Ishlah, yang dalam hal 
ini memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Fauzi, S.H., Alif Fauzi 
Nurwidiastomo, S.H., Aprillia Lisa Tengker, S.H., dkk, yang merupakan para 
Advokat dan Pembela Hukum Publik yang tergabung dalam Tim Advokasi UU IKN
untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon. 
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Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian 
Undang-Undang adalah “Permohonan pengujian formil sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diajukan dalam jangka waktu 
paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang atau 
Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia;  

4. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pengujian formil 
UU 7/2021 ke Mahkamah Konstitusi pada 21 Januari 2022 
berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 
10/PUU/PAN.MK/ AP3/01/2022 dan dicatat dalam Buku Registrasi 
Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 26 Januari 2022 
dengan Nomor 14/PUUXX/2022;  

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, oleh karena 
UU 7/2021 diundangkan pada 29 Oktober 2021, maka tenggat 45 
hari sejak Undang-Undang a quo diundangkan dalam Lembaran 
Negara adalah pada 12 Desember 2021. Dengan demikian, 
permohonan pengujian formil UU 7/2021 yang diajukan oleh 
Pemohon dalam permohonan bertanggal 21 Januari 2022 diajukan 
melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan 
sebagaimana ditentukan oleh angka 1 dan angka 3 di atas”.  

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan pada angka 3 
terdapat dua peristilahan terkait dengan waktu pengajuan 45 (empat 
puluh lima) hari pengujian formil yaitu “setelah” dan “sejak” suatu 
undang-undang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;  

5. Bahwa berkenaan dengan pengajuan permohonan pengujian secara 
formil yang diajukan “sejak” undang-undang yang dimohonkan pengujian 
formil diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia menurut Mahkamah 
untuk memberikan kepastian hukum dalam mengajukan permohonan 
pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945. Apabila pengajuan 
permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945 
diajukan “setelah” diundangkan dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dapat 
atau berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab, meskipun 
makna “setelah” dapat ditafsirkan sebagai sesaat setelah undang-undang 
diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia, namun dapat pula ditafsirkan 
setelah beberapa waktu kemudian. Hal demikian berbeda dengan makna 
“sejak” yang bersifat lebih pasti dan konkret yaitu penghitungan berlaku 
sejak saat undang-undang tersebut diundangkan dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. 
Oleh karena itu, Mahkamah berpendirian pengajuan permohonan 

 

 

 

C. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian formil UU IKN dalam permohonan a quo, Mahkamah 
Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 

[3.3] Menimbang bahwa terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan 
pengujian formil, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:  

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, bertanggal 16 
Juni 2010, Paragraf [3.34] menyatakan:  

“Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan 
a quo Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan 
waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. 
Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat 
karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian 
materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak berdasarkan 
tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah 
diketahui dibandingkan dengan Undang-Undang yang substansinya 
bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah 
Undang-Undang 41 perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya 
apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara 
formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. 
Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari 
setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai 
waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap 
Undang-Undang;”  

2. Bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 15/2019) 
menyatakan:  

“Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-
undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik 
Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran 
Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.”  

3. Bahwa berkenaan dengan hal di atas, berdasarkan pertimbangan hukum 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XX/2022, tanggal 20 April 
2022, pada Paragraf [3.3] angka 3 sampai dengan angka 5 yang 
menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:  

“3. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
27/PUUVII/2009 tersebut di atas, yang dimaksud dengan frasa “45 
(empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam 
Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan 
pengujian formil terhadap Undang-Undang” kemudian dipertegas 
dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 
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bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah 
Undang-Undang 41 perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya 
apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara 
formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. 
Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari 
setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai 
waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap 
Undang-Undang;”  

2. Bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 15/2019) 
menyatakan:  

“Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-
undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik 
Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran 
Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.”  

3. Bahwa berkenaan dengan hal di atas, berdasarkan pertimbangan hukum 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XX/2022, tanggal 20 April 
2022, pada Paragraf [3.3] angka 3 sampai dengan angka 5 yang 
menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:  

“3. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
27/PUUVII/2009 tersebut di atas, yang dimaksud dengan frasa “45 
(empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam 
Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan 
pengujian formil terhadap Undang-Undang” kemudian dipertegas 
dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 
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menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima terhadap 
pengujian UU IKN mengandung arti bahwa ketentuan a quo tidak bertentangan 
dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
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pengujian formil undang-undang terhadap UUD 1945 diajukan dalam 
waktu 45 hari “sejak” undang-undang diundangkan dalam Lembaran 
Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam 
Perkara Pengujian Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 14/PUU-XX/2022, tanggal 20 April 2022;  

6. Bahwa dalam Perkara a quo, para Pemohon mengajukan permohonan 
pengujian formil UU 3/2022 ke Mahkamah Konstitusi pada 1 April 2022 
berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 
49/PUU/PAN.MK/ AP3/04/2022 dan dicatat dalam Buku Registrasi 
Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada 7 April 2022 dengan Nomor 
54/PUU-XX/2022. Sementara itu, 43 UU 3/2022 diundangkan pada 
tanggal 15 Februari 2022 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6766, maka dengan demikian permohonan para Pemohon 
diajukan pada hari ke 46 (empat puluh enam) sejak UU 3/2022 
diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6766;  

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, oleh karena itu 
permohonan para Pemohon berkaitan dengan pengujian formil UU 
3/2022 terhadap UUD 1945 diajukan telah melewati tenggang waktu 45 
(empat puluh lima) hari sejak UU 3/2022 diundangkan. Dengan demikian, 
permohonan para Pemohon adalah tidak memenuhi syarat formil 
pengajuan permohonan pengujian formil di Mahkamah Konstitusi. 

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan pengujian formil para 
Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan 
maka kedudukan hukum dan pokok permohonan pengujian formil para 
Pemohon, serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 

 
D. AMAR PUTUSAN 

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. 
 

E. PENUTUP 
Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan 
mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung 
memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno 
terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang 
wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ 
penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, 
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 54/PUU-XX/2022 yang 
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[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan pengujian formil para 
Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan 
maka kedudukan hukum dan pokok permohonan pengujian formil para 
Pemohon, serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 
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Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. 
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Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan 
mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung 
memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno 
terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang 
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Tidak Diterima 

Oleh Mahkamah Konstitusi) 
 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 41/PUU-XX/2022 PERIHAL 
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG 

PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA 
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

TAHUN 1945 
 

31 MEI 2022 
 

A. PENDAHULUAN 
Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, pukul 12.09 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga 
(selanjutnya disebut UU 23/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) 
dalam Perkara Nomor 41/PUU-XX/2022. Dalam Sidang Pengucapan Putusan 
Perkara Nomor 41/PUU-XX/2022, perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh 
Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di 
lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, 
Sekretariat Jenderal DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU 23/2004 diajukan oleh Sindi Enjelita Sitorus 
dan Hesti Br. Ginting, untuk selanjutnya disebut Para Pemohon.  
 

C. PASAL/AYAT UU 23/2004 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengujikan Pasal 7 UU 23/2004  yang 
berketentuan sebagai berikut: 
 

Pasal 7 
“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah 
perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, 
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Tidak Diterima 

Oleh Mahkamah Konstitusi) 
 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 41/PUU-XX/2022 PERIHAL 
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG 

PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA 
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

TAHUN 1945 
 

31 MEI 2022 
 

A. PENDAHULUAN 
Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, pukul 12.09 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga 
(selanjutnya disebut UU 23/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) 
dalam Perkara Nomor 41/PUU-XX/2022. Dalam Sidang Pengucapan Putusan 
Perkara Nomor 41/PUU-XX/2022, perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh 
Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di 
lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, 
Sekretariat Jenderal DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU 23/2004 diajukan oleh Sindi Enjelita Sitorus 
dan Hesti Br. Ginting, untuk selanjutnya disebut Para Pemohon.  
 

C. PASAL/AYAT UU 23/2004 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengujikan Pasal 7 UU 23/2004  yang 
berketentuan sebagai berikut: 
 

Pasal 7 
“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah 
perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, 
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dimohonkan pengujian termasuk halaman depan dan halaman yang memuat 
tanggal pengundangan dari salinan undang-undang atau Perppu; b. salinan UUD 
1945; 

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka permohonan a quo tidak 
jelas (kabur). 
 
[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, meskipun 
Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon, namun oleh 
karena permohonan para Pemohon tidak jelas (kabur) sehingga tidak memenuhi 
syarat formil permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 
ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021, oleh karena itu Mahkamah 
tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan para 
Pemohon lebih lanjut. 
 

F. AMAR PUTUSAN 
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima 
 

G. PENUTUP 
Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak 
ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh 
kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk 
umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi 
dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ penyelenggara 
negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan MK 
dalam Perkara Nomor 41/PUU-XX/2022 yang menolak permohonan Pemohon 
untuk seluruhnya terhadap pengujian Pasal 7 UU 23/2004 mengandung arti 
bahwa ketentuan-ketentuan a quo tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 
1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
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hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau 
penderitaan psikis berat pada seseorang.” 

 
D. BATU UJI 

Bahwa Pasal 7 UU 23/2004 dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 
28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar 
hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon. 
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian Pasal 7 UU 23/2004 dalam permohonan a quo, 
Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 
 
[3.3.5] Bahwa Mahkamah melihat adanya kerancuan pada bagian petitum yang 
bersifat kumulatif dan saling bertentangan, karena pada petitum angka 2 para 
Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 7 UU 23/2004 
bertentangan dengan UUD 1945, sedangkan pada petitum angka 3 memohon agar 
Mahkamah menyatakan Pasal 7 UU 23/2004 sesuai dengan UUD 1945 secara 
bersyarat (conditionally constitutional), yaitu konstitusional sepanjang frasa 
“Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah 
perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya 
kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis 
berat pada seseorang” diubah menjadi “Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, 
hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak 
berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang, dengan 
memperhatikan bentuk-bentuk kekerasan psikis: umpatan, penghinaan, 
pelabelan negatif, atau sikap dan gaya tubuh yang merendahkan, membatasi, atau 
mengontrol korban agar memenuhi tuntutan pelaku”. Menurut Mahkamah, 
Petitum demikian justru menyulitkan bagi Mahkamah untuk memahami apa 
sesungguhnya yang diinginkan oleh para Pemohon. Sebab, pada satu sisi para 
Pemohon memohon agar Pasal 7 UU 23/2004 bertentangan dengan UUD 1945 
dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, namun pada sisi lain meminta 
Mahkamah untuk memberikan pemaknaan terhadap Pasal 7 UU 23/2004 secara 
bersyarat (conditionally constitutional). Oleh karena itu, berdasarkan fakta 
hukum tersebut, Mahkamah tidak mungkin mengabulkan dua petitum yang 
saling bertentangan, kecuali para Pemohon dalam petitum permohonannya 
memohon secara alternatif; 

Terlebih lagi, berkenaan dengan permohonan a quo, para Pemohon juga 
tidak melampirkan bukti salinan undang-undang yang dimohonkan pengujian 
dan salinan UUD 1945, padahal berdasarkan Pasal 11 ayat (6) dan Pasal 12 ayat 
(5) PMK 2/2021 bahwa alat bukti yang diajukan terdiri atas sekurang-kurangnya: 
a. salinan undang-undang atau Perppu, setidak-tidaknya bagian atau bab yang 
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berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang, dengan 
memperhatikan bentuk-bentuk kekerasan psikis: umpatan, penghinaan, 
pelabelan negatif, atau sikap dan gaya tubuh yang merendahkan, membatasi, atau 
mengontrol korban agar memenuhi tuntutan pelaku”. Menurut Mahkamah, 
Petitum demikian justru menyulitkan bagi Mahkamah untuk memahami apa 
sesungguhnya yang diinginkan oleh para Pemohon. Sebab, pada satu sisi para 
Pemohon memohon agar Pasal 7 UU 23/2004 bertentangan dengan UUD 1945 
dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, namun pada sisi lain meminta 
Mahkamah untuk memberikan pemaknaan terhadap Pasal 7 UU 23/2004 secara 
bersyarat (conditionally constitutional). Oleh karena itu, berdasarkan fakta 
hukum tersebut, Mahkamah tidak mungkin mengabulkan dua petitum yang 
saling bertentangan, kecuali para Pemohon dalam petitum permohonannya 
memohon secara alternatif; 

Terlebih lagi, berkenaan dengan permohonan a quo, para Pemohon juga 
tidak melampirkan bukti salinan undang-undang yang dimohonkan pengujian 
dan salinan UUD 1945, padahal berdasarkan Pasal 11 ayat (6) dan Pasal 12 ayat 
(5) PMK 2/2021 bahwa alat bukti yang diajukan terdiri atas sekurang-kurangnya: 
a. salinan undang-undang atau Perppu, setidak-tidaknya bagian atau bab yang 
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Tidak Dapat 

Diterima Oleh Mahkamah Konstitusi) 
 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 42/PUU-XX/2022 PERIHAL 
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG 

PEMILIHAN UMUM 
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

TAHUN 1945 
 

31 MEI 2022 
 
 

A. PENDAHULUAN 
Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, pukul 12.29 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 
Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 42/PUU-
XX/2022. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 42/PUU-XX/2022, 
perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan 
Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU Pemilu dalam perkara Nomor 42/PUU-
XX/2022, diajukan oleh Almizan Ulfa, S.E., M.Sc., Santi Lisana, S.E., MBA, Drs. DB 
Ali Syarief dan Ir. Petir Amri Wirabumu., MM., untuk selanjutnya disebut Para 
Pemohon.  
 

C. PASAL/AYAT UU PEMILU YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian terhadap 
Pasal 222 dan Pasal 223 UU Pemilu yang berketentuan sebagai berikut: 
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“[3.6.2] …jelaslah bahwa Mahkamah pernah memberikan kedudukan 
hukum terhadap perseorangan warga negara yang memiliki hak memilih 
untuk menguji norma berkenaan dengan ketentuan ambang batas 
pecalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, oleh karena 
terdapat perbedaan mekanisme dan sistem yang digunakan dalam 
penentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil 
Presiden pada Pemilu Tahun 2014 dengan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu 
berikutnya pada tahun 2024, sehingga terjadi pergeseran sebagaimana 
yang dipertimbangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
74/PUU-XVIII/2020 bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk 
mengajukan permohonan berkenaan dengan persyaratan ambang batas 
untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden (presidential 
threshold) in casu, Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau 
gabungan partai politik peserta pemilu. 
[3.6.3] Bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu 
memiliki hak kerugian konstitusional untuk mengajukan permohonan 
pengujian Pasal 222 UU 7/2017 sejalan dengan amanat konstitusi yaitu 
Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menentukan pengusulan pasangan calon 
Presiden dan Wakil Presiden ditentukan oleh partai politik atau gabungan 
partai politik, bukan oleh perseorangan. Demikian juga sejalan dengan 
Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang secara eksplisit menentukan hanya partai 
politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan 
Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam 
pemilihan umum sebelumnya yang dapat mengusulkan dua pasangan calon 
Presiden dan Wakil Presiden untuk dipilih oleh Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, 
diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa 
jabatannya secara bersamaan. Ketentuan konstitusi tersebut semakin 
menegaskan Mahkamah bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum 
untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 
7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, 
bukan perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk memilih.” 

[3.6.2] Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan anggapan adanya kerugian hak 
konstitusional para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang 
96 memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu atas berlakunya norma Pasal 222 
UU 7/2017, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-
XX/2022, bertanggal 29 Maret 2022 dan Putusan-Putusan Mahkamah berikutnya 
telah mempertimbangkan sebagai berikut:  

“ [3.6.5.2]…, Mahkamah berpendapat adanya aturan main terkait 
persyaratan ambang batas pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil 
Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 222 UU 7/2017 yang 
dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon telah 

 

 

Pasal 222 
“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik 
Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 
20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua 
puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR 
sebelumnya.” 

 
Pasal 223 

(1) Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara 
demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik 
bersangkutan. 

(2) Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan Partai Politik lain 
untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon. 

(3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon sesuai dengan 
mekanisme internal Partai Politik dan/atau musyawarah Gabungan Partai 
Politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka. 

(4) Calon Presiden dan/ atau calon Wakil Presiden yang telah diusulkan dalam 
satu pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh dicalonkan lagi oleh 
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya. 

 
D. BATU UJI 

Bahwa Pasal a quo dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Alinea Keempat 
Pembukaan UUD NRI Tahun 194 dan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 6A 
ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), 
Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah 
merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Para 
Pemohon.  
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian UU Pemilu dalam permohonan a quo, Mahkamah 
Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 
 
[3.6.1] Bahwa berkenaan dengan kualifikasi para Pemohon sebagai perseorangan 
warga negara Indonesia yang memiliki hak memilih dalam pengujian 
konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, Mahkamah sejak Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020, bertanggal 14 Januari 2021 kemudian 
ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-
XIX/2021, bertanggal 24 Februari 2022 dan Putusan-Putusan Mahkamah 
Konstitusi berikutnya telah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai 
berikut: 
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“[3.6.2] …jelaslah bahwa Mahkamah pernah memberikan kedudukan 
hukum terhadap perseorangan warga negara yang memiliki hak memilih 
untuk menguji norma berkenaan dengan ketentuan ambang batas 
pecalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Namun, oleh karena 
terdapat perbedaan mekanisme dan sistem yang digunakan dalam 
penentuan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil 
Presiden pada Pemilu Tahun 2014 dengan Pemilu Tahun 2019 dan Pemilu 
berikutnya pada tahun 2024, sehingga terjadi pergeseran sebagaimana 
yang dipertimbangkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
74/PUU-XVIII/2020 bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk 
mengajukan permohonan berkenaan dengan persyaratan ambang batas 
untuk mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden (presidential 
threshold) in casu, Pasal 222 UU 7/2017 adalah partai politik atau 
gabungan partai politik peserta pemilu. 
[3.6.3] Bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu 
memiliki hak kerugian konstitusional untuk mengajukan permohonan 
pengujian Pasal 222 UU 7/2017 sejalan dengan amanat konstitusi yaitu 
Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menentukan pengusulan pasangan calon 
Presiden dan Wakil Presiden ditentukan oleh partai politik atau gabungan 
partai politik, bukan oleh perseorangan. Demikian juga sejalan dengan 
Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 yang secara eksplisit menentukan hanya partai 
politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan 
Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam 
pemilihan umum sebelumnya yang dapat mengusulkan dua pasangan calon 
Presiden dan Wakil Presiden untuk dipilih oleh Majelis Permusyawaratan 
Rakyat, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, 
diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa 
jabatannya secara bersamaan. Ketentuan konstitusi tersebut semakin 
menegaskan Mahkamah bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum 
untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 222 UU 
7/2017 adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu, 
bukan perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk memilih.” 

[3.6.2] Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan anggapan adanya kerugian hak 
konstitusional para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang 
96 memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu atas berlakunya norma Pasal 222 
UU 7/2017, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-
XX/2022, bertanggal 29 Maret 2022 dan Putusan-Putusan Mahkamah berikutnya 
telah mempertimbangkan sebagai berikut:  

“ [3.6.5.2]…, Mahkamah berpendapat adanya aturan main terkait 
persyaratan ambang batas pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil 
Presiden sebagaimana ditentukan dalam Pasal 222 UU 7/2017 yang 
dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon telah 
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puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR 
sebelumnya.” 

 
Pasal 223 

(1) Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara 
demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal Partai Politik 
bersangkutan. 

(2) Partai Politik dapat melakukan kesepakatan dengan Partai Politik lain 
untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon. 

(3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon sesuai dengan 
mekanisme internal Partai Politik dan/atau musyawarah Gabungan Partai 
Politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka. 

(4) Calon Presiden dan/ atau calon Wakil Presiden yang telah diusulkan dalam 
satu pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh dicalonkan lagi oleh 
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik lainnya. 

 
D. BATU UJI 

Bahwa Pasal a quo dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Alinea Keempat 
Pembukaan UUD NRI Tahun 194 dan Pasal 1 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 6A 
ayat (1), Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), 
Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah 
merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Para 
Pemohon.  
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian UU Pemilu dalam permohonan a quo, Mahkamah 
Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 
 
[3.6.1] Bahwa berkenaan dengan kualifikasi para Pemohon sebagai perseorangan 
warga negara Indonesia yang memiliki hak memilih dalam pengujian 
konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, Mahkamah sejak Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 74/PUU-XVIII/2020, bertanggal 14 Januari 2021 kemudian 
ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-
XIX/2021, bertanggal 24 Februari 2022 dan Putusan-Putusan Mahkamah 
Konstitusi berikutnya telah mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai 
berikut: 
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berpendapat para Pemohon perseorangan sepanjang dapat menjelaskan atau 
menguraikan memiliki hak untuk memilih (right to vote) adalah memiliki 
kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas 
Pasal 222 UU 7/2017, serta dalam pokok permohonan berpendapat norma Pasal 
222 UU 7/2017 adalah inkonstitusional sehingga permohonan beralasan menurut 
hukum dan seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon 
sebagaimana pendiriannya dalam putusan-putusan sebelumnya; 
[3.7] Menimbang bahwa terhadap pengujian norma Pasal 223 UU 7/2017, 
sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon 
dalam mengajukan permohonan dalam pengujian norma Pasal 223 UU 7/2017 
dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan 
hal-hal sebagai berikut:  

[3.7.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon dalam 
persidangan Pendahuluan pada Kamis, 14 April 2022 dan dalam 
persidangan tersebut Majelis Panel Hakim sesuai dengan kewajibannya 
yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam 
Pengujian Undang-Undang telah memberikan nasihat kepada para 
Pemohon untuk memperbaiki dan memperjelas hal-hal yang di antaranya 
berkaitan dengan bagian perihal Permohonan, Posita, dan Petitum 
Permohonan. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum acara, para 
Pemohon diberi waktu 14 (empat belas) hari untuk memperbaiki 
permohonan a quo (vide risalah Sidang Perkara Nomor 42/PUU-XX/2022 
tanggal 14 April 2022). Terhadap nasihat Majelis Hakim Panel tersebut, 
para Pemohon telah melakukan perbaikan permohonan yang diterima 
Kepaniteraan Mahkamah pada 28 April 2022 yang kemudian pada 9 Mei 
2022 dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan dengan agenda memeriksa 
perbaikan permohonan;  
[3.7.2] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama perbaikan 
permohonan para Pemohon, telah ternyata para Pemohon dalam bagian 
perihal Permohonan menyebutkan pengujian Pasal 222 dan Pasal 223 UU 
7/2017, kemudian pada uraian kedudukan hukum para Pemohon 
menguraikan kerugian konstitusional para Pemohon atas berlakunya Pasal 
222, Pasal 223 ayat (1) dan ayat (3) UU 7/2017, selanjutnya pada bagian 
alasan pengajuan permohonan (Posita), para Pemohon menyebutkan 
pokok permasalahan yang dilakukan pengujiannya adalah terhadap Pasal 
222 dan Pasal 223 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 7/2017 [vide 
Perbaikan Permohonan para Pemohon angka 40 halaman 26], namun 
uraian keseluruhan terkait dengan pengujian Pasal 223 a quo hanya 
berisikan uraian terkait dengan alasan pengujian terhadap Pasal 223 ayat 
(1) dan ayat (3) UU 7/2017 saja;  

 

 

diberlakukan sebelum pelaksanaan pemilu tahun 2019 dimana para 
Pemohon juga telah memiliki hak untuk memilih dan telah mengetahui 
hasil hak pilihnya dalam pemilu legislatif tahun 2019 yang akan digunakan 
sebagai persyaratan ambang batas pengusulan pasangan calon presiden 
dalam pemilu tahun 2024 mendatang. Dengan analogi demikian, maka 
anggapan adanya kerugian konstitusional, in casu terhambatnya hak untuk 
memilih (right to vote) yang dialami oleh para Pemohon menjadi tidak 
beralasan menurut hukum. Selain itu, terkait anggapan adanya kerugian 
hak konstitusional para Pemohon karena terhambatnya haknya untuk 
memilih (right to vote) kandidat calon Presiden dan/atau Wakil Presiden 
yang memiliki lebih banyak pilihan, menurut Mahkamah, Pasal 222 UU 
7/2017 sama sekali tidak membatasi jumlah pasangan calon Presiden dan 
Wakil Presiden yang akan mengikuti pemilihan umum Presiden dan Wakil 
Presiden. Dengan demikian, selain para Pemohon tidak memiliki kerugian 
hak konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017, tidak 
terdapat hubungan sebab akibat antara norma a quo dengan anggapan 
kerugian hak konstitusional para Pemohon untuk memilih (right to vote)” 

[3.6.3] Bahwa berkenaan dengan adanya anggapan kerugian hak konstitusional 
para Pemohon atas berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017 yang disebabkan oleh 
ketidakpahaman dan ketidakmengertian para Pemohon akibat kurangnya 
sosialisasi tentang hasil Pemilu anggota DPR 2014 akan digunakan untuk 
memenuhi persyaratan pengusulan calon presiden dan wakil presiden 2019, 
menurut Mahkamah hal demikian bukanlah merupakan permasalahan 
konstitusionalitas norma namun lebih merupakan permasalahan implementasi 
atas norma a quo yang sebagaimana diakui sendiri oleh para Pemohon, seringkali 
dipengaruhi oleh suasana kebatinan serta dinamika sosial politik yang 
berkembang dalam masyarakat. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan 
hukum di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memiliki kedudukan 
hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 UU 7/2017; 
[3.6.4] Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021 sebagaimana diuraikan 
pada Sub-paragraf [3.6.1] di atas, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim 
Konstitusi Manahan M.P. Sitompul berpendapat dalam pengujian 
konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, Pemohon perseorangan sepanjang dapat 
menjelaskan atau menguraikan memiliki hak untuk memilih (right to vote) adalah 
memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Sedangkan, dalam 
pokok permohonan, norma Pasal 222 UU 7/2017 yang mengatur mengenai 
persyaratan ambang batas pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil 
Presiden adalah konstitusional dan terkait dengan batasan persentase yang 
ditentukan dalam norma a quo merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk 
undang-undang (open legal policy) sehingga menolak permohonan Pemohon. 
Sementara itu, Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra 
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berpendapat para Pemohon perseorangan sepanjang dapat menjelaskan atau 
menguraikan memiliki hak untuk memilih (right to vote) adalah memiliki 
kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas 
Pasal 222 UU 7/2017, serta dalam pokok permohonan berpendapat norma Pasal 
222 UU 7/2017 adalah inkonstitusional sehingga permohonan beralasan menurut 
hukum dan seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon 
sebagaimana pendiriannya dalam putusan-putusan sebelumnya; 
[3.7] Menimbang bahwa terhadap pengujian norma Pasal 223 UU 7/2017, 
sebelum Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon 
dalam mengajukan permohonan dalam pengujian norma Pasal 223 UU 7/2017 
dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan 
hal-hal sebagai berikut:  

[3.7.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon dalam 
persidangan Pendahuluan pada Kamis, 14 April 2022 dan dalam 
persidangan tersebut Majelis Panel Hakim sesuai dengan kewajibannya 
yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam 
Pengujian Undang-Undang telah memberikan nasihat kepada para 
Pemohon untuk memperbaiki dan memperjelas hal-hal yang di antaranya 
berkaitan dengan bagian perihal Permohonan, Posita, dan Petitum 
Permohonan. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum acara, para 
Pemohon diberi waktu 14 (empat belas) hari untuk memperbaiki 
permohonan a quo (vide risalah Sidang Perkara Nomor 42/PUU-XX/2022 
tanggal 14 April 2022). Terhadap nasihat Majelis Hakim Panel tersebut, 
para Pemohon telah melakukan perbaikan permohonan yang diterima 
Kepaniteraan Mahkamah pada 28 April 2022 yang kemudian pada 9 Mei 
2022 dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan dengan agenda memeriksa 
perbaikan permohonan;  
[3.7.2] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama perbaikan 
permohonan para Pemohon, telah ternyata para Pemohon dalam bagian 
perihal Permohonan menyebutkan pengujian Pasal 222 dan Pasal 223 UU 
7/2017, kemudian pada uraian kedudukan hukum para Pemohon 
menguraikan kerugian konstitusional para Pemohon atas berlakunya Pasal 
222, Pasal 223 ayat (1) dan ayat (3) UU 7/2017, selanjutnya pada bagian 
alasan pengajuan permohonan (Posita), para Pemohon menyebutkan 
pokok permasalahan yang dilakukan pengujiannya adalah terhadap Pasal 
222 dan Pasal 223 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 7/2017 [vide 
Perbaikan Permohonan para Pemohon angka 40 halaman 26], namun 
uraian keseluruhan terkait dengan pengujian Pasal 223 a quo hanya 
berisikan uraian terkait dengan alasan pengujian terhadap Pasal 223 ayat 
(1) dan ayat (3) UU 7/2017 saja;  

 

 

diberlakukan sebelum pelaksanaan pemilu tahun 2019 dimana para 
Pemohon juga telah memiliki hak untuk memilih dan telah mengetahui 
hasil hak pilihnya dalam pemilu legislatif tahun 2019 yang akan digunakan 
sebagai persyaratan ambang batas pengusulan pasangan calon presiden 
dalam pemilu tahun 2024 mendatang. Dengan analogi demikian, maka 
anggapan adanya kerugian konstitusional, in casu terhambatnya hak untuk 
memilih (right to vote) yang dialami oleh para Pemohon menjadi tidak 
beralasan menurut hukum. Selain itu, terkait anggapan adanya kerugian 
hak konstitusional para Pemohon karena terhambatnya haknya untuk 
memilih (right to vote) kandidat calon Presiden dan/atau Wakil Presiden 
yang memiliki lebih banyak pilihan, menurut Mahkamah, Pasal 222 UU 
7/2017 sama sekali tidak membatasi jumlah pasangan calon Presiden dan 
Wakil Presiden yang akan mengikuti pemilihan umum Presiden dan Wakil 
Presiden. Dengan demikian, selain para Pemohon tidak memiliki kerugian 
hak konstitusional dengan berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017, tidak 
terdapat hubungan sebab akibat antara norma a quo dengan anggapan 
kerugian hak konstitusional para Pemohon untuk memilih (right to vote)” 

[3.6.3] Bahwa berkenaan dengan adanya anggapan kerugian hak konstitusional 
para Pemohon atas berlakunya norma Pasal 222 UU 7/2017 yang disebabkan oleh 
ketidakpahaman dan ketidakmengertian para Pemohon akibat kurangnya 
sosialisasi tentang hasil Pemilu anggota DPR 2014 akan digunakan untuk 
memenuhi persyaratan pengusulan calon presiden dan wakil presiden 2019, 
menurut Mahkamah hal demikian bukanlah merupakan permasalahan 
konstitusionalitas norma namun lebih merupakan permasalahan implementasi 
atas norma a quo yang sebagaimana diakui sendiri oleh para Pemohon, seringkali 
dipengaruhi oleh suasana kebatinan serta dinamika sosial politik yang 
berkembang dalam masyarakat. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan 
hukum di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memiliki kedudukan 
hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 UU 7/2017; 
[3.6.4] Bahwa terkait dengan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XIX/2021 sebagaimana diuraikan 
pada Sub-paragraf [3.6.1] di atas, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim 
Konstitusi Manahan M.P. Sitompul berpendapat dalam pengujian 
konstitusionalitas Pasal 222 UU 7/2017, Pemohon perseorangan sepanjang dapat 
menjelaskan atau menguraikan memiliki hak untuk memilih (right to vote) adalah 
memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Sedangkan, dalam 
pokok permohonan, norma Pasal 222 UU 7/2017 yang mengatur mengenai 
persyaratan ambang batas pengusulan pasangan calon Presiden dan Wakil 
Presiden adalah konstitusional dan terkait dengan batasan persentase yang 
ditentukan dalam norma a quo merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk 
undang-undang (open legal policy) sehingga menolak permohonan Pemohon. 
Sementara itu, Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi Saldi Isra 
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 [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di 
atas, menurut Mahkamah, para Pemohon sepanjang pengujian konstitusionalitas 
Pasal 222 UU 7/2017 tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan 
permohonan a quo dan permohonan para Pemohon sepanjang pengujian 
konstitusionalitas Pasal 223 adalah kabur atau tidak jelas; [3.9] Menimbang 
bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun 
dikarenakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan 
permohonan a quo sepanjang pengujian Pasal 222 UU 7/2017 dan permohonan 
para Pemohon tidak jelas atau kabur sepanjang pengujian Pasal 223 UU 7/2017, 
Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan; 
 

F. AMAR PUTUSAN 
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. 
 

G. PENUTUP 
Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan 
mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung 
memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno 
terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang 
wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ 
penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, 
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 42/PUU-XX/2022 yang 
menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima terhadap 
pengujian UU Pemilu mengandung arti bahwa ketentuan a quo tidak bertentangan 
dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
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[3.7.3] Bahwa selain ketidakkonsistenan sebagaimana dijelaskan di atas, 
pada bagian Petitum Permohonan angka 3, para Pemohon meminta agar 
Mahkamah menyatakan Pasal 223 sepanjang frasa “sesuai mekanisme 
internal partai politik yang bersangkutan” dan frasa “sesuai dengan 
mekanisme internal Partai Politik dan/atau musyawarah Gabungan Partai 
Politik” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan 
hukum mengikat. Para Pemohon tidak menyebutkan secara rinci pada 
bagian mana (ayat berapa) dari Pasal 223 a quo yang dimintakan 
pembatalannya, hal demikian menjadikan apa yang dimintakan oleh para 
Pemohon menjadi tidak jelas dikarenakan ketentuan Pasal 223 a quo 
terdiri dari 4 (empat) ayat;  
[3.7.4] Bahwa para Pemohon juga dalam Petitum angka 4 meminta kepada 
Mahkamah untuk menyatakan Penjelasan Pasal 223 UU 7/2017 sepanjang 
frasa “cukup jelas” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki 
kekuatan hukum mengikat. Dalam permohonan tersebut, para Pemohon 
tidak menguraikan alasanalasan permohonan untuk membatalkan 
ketentuan Penjelasan Pasal 223 a quo. Terhadap permohonan para 
Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, fungsi dari Penjelasan adalah 
sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas 
norma tertentu dalam batang tubuh, sebagaimana tertuang dalam 
Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan yang menerangkan bahwa Penjelasan dari 
suatu pasal atau ayat dalam undang-undang merupakan sarana untuk 
memperjelas norma dalam batang tubuh dan tidak boleh mengakibatkan 
terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksudnya. Dituliskannya 
frasa “Cukup jelas” dalam Penjelasan Pasal 223 UU 7/2017 karena 
pembentuk undang-undang menganggap rumusan Pasal 223 a quo sudah 
cukup jelas atau tidak memerlukan penjelasan lagi baik terhadap kata, 
frasa, kalimat, atau padanan kata maupun istilah yang terdapat dalam 
ketentuan Pasal 223 a quo. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon 
yang meminta pembatalan terhadap Penjelasan Pasal 223 UU 7/2017 yang 
oleh pembentuk peraturan perundang-undangan dinyatakan telah cukup 
jelas tanpa disertai dengan argumentasi mengapa frasa tersebut 
dimintakan bertentangan dengan UUD 1945, hal demikian menurut 
Mahkamah adalah permohonan yang tidak jelas atau kabur, terlebih lagi 
terhadap permohonan para Pemohon tersebut Majelis Hakim Panel telah 
memberikan nasihat namun para Pemohon tetap pada pendiriannya;  
[3.7.5] Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, 
menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon sepanjang pengujian 
konstitusionalitas Pasal 223 UU 7/2017 adalah kabur atau tidak jelas. Oleh 
karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum para 
Pemohon dan pokok permohonan; 
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 [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di 
atas, menurut Mahkamah, para Pemohon sepanjang pengujian konstitusionalitas 
Pasal 222 UU 7/2017 tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan 
permohonan a quo dan permohonan para Pemohon sepanjang pengujian 
konstitusionalitas Pasal 223 adalah kabur atau tidak jelas; [3.9] Menimbang 
bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun 
dikarenakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan 
permohonan a quo sepanjang pengujian Pasal 222 UU 7/2017 dan permohonan 
para Pemohon tidak jelas atau kabur sepanjang pengujian Pasal 223 UU 7/2017, 
Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan; 
 

F. AMAR PUTUSAN 
Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. 
 

G. PENUTUP 
Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan 
mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung 
memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno 
terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang 
wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ 
penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, 
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 42/PUU-XX/2022 yang 
menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima terhadap 
pengujian UU Pemilu mengandung arti bahwa ketentuan a quo tidak bertentangan 
dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
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[3.7.3] Bahwa selain ketidakkonsistenan sebagaimana dijelaskan di atas, 
pada bagian Petitum Permohonan angka 3, para Pemohon meminta agar 
Mahkamah menyatakan Pasal 223 sepanjang frasa “sesuai mekanisme 
internal partai politik yang bersangkutan” dan frasa “sesuai dengan 
mekanisme internal Partai Politik dan/atau musyawarah Gabungan Partai 
Politik” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan 
hukum mengikat. Para Pemohon tidak menyebutkan secara rinci pada 
bagian mana (ayat berapa) dari Pasal 223 a quo yang dimintakan 
pembatalannya, hal demikian menjadikan apa yang dimintakan oleh para 
Pemohon menjadi tidak jelas dikarenakan ketentuan Pasal 223 a quo 
terdiri dari 4 (empat) ayat;  
[3.7.4] Bahwa para Pemohon juga dalam Petitum angka 4 meminta kepada 
Mahkamah untuk menyatakan Penjelasan Pasal 223 UU 7/2017 sepanjang 
frasa “cukup jelas” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki 
kekuatan hukum mengikat. Dalam permohonan tersebut, para Pemohon 
tidak menguraikan alasanalasan permohonan untuk membatalkan 
ketentuan Penjelasan Pasal 223 a quo. Terhadap permohonan para 
Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, fungsi dari Penjelasan adalah 
sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas 
norma tertentu dalam batang tubuh, sebagaimana tertuang dalam 
Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan yang menerangkan bahwa Penjelasan dari 
suatu pasal atau ayat dalam undang-undang merupakan sarana untuk 
memperjelas norma dalam batang tubuh dan tidak boleh mengakibatkan 
terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksudnya. Dituliskannya 
frasa “Cukup jelas” dalam Penjelasan Pasal 223 UU 7/2017 karena 
pembentuk undang-undang menganggap rumusan Pasal 223 a quo sudah 
cukup jelas atau tidak memerlukan penjelasan lagi baik terhadap kata, 
frasa, kalimat, atau padanan kata maupun istilah yang terdapat dalam 
ketentuan Pasal 223 a quo. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon 
yang meminta pembatalan terhadap Penjelasan Pasal 223 UU 7/2017 yang 
oleh pembentuk peraturan perundang-undangan dinyatakan telah cukup 
jelas tanpa disertai dengan argumentasi mengapa frasa tersebut 
dimintakan bertentangan dengan UUD 1945, hal demikian menurut 
Mahkamah adalah permohonan yang tidak jelas atau kabur, terlebih lagi 
terhadap permohonan para Pemohon tersebut Majelis Hakim Panel telah 
memberikan nasihat namun para Pemohon tetap pada pendiriannya;  
[3.7.5] Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, 
menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon sepanjang pengujian 
konstitusionalitas Pasal 223 UU 7/2017 adalah kabur atau tidak jelas. Oleh 
karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum para 
Pemohon dan pokok permohonan; 
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

 
INFO JUDICIAL REVIEW 

(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Tidak Dapat 
Diterima Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) 

 
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 50/PUU-XX/2022 PERIHAL 

PENGUJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 
TENTANG MERK DAN INDIKASI GEOGRAFIS TERHADAP UNDANG-UNDANG 

DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 
 

31 MEI 2022 
 
 

A. PENDAHULUAN 
Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, pukul 12.40 WIB, Mahkamah Konstitusi 
telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU 20/2016) terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 
NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 50/PUU-XX/2022. Dalam Sidang Pengucapan 
Putusan Perkara Nomor 50/PUU-XX/2022, perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual 
oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di 
lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, 
Sekretariat Jenderal DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU 20/2016 dalam Perkara Nomor 50/PUU-XX/2022, 
diajukan oleh Djunatan Prambudi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Leonardo 
Siahaan dan Fransiscus Arian Sinaga, S.H., untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.  
 

C. PASAL/AYAT UU 20/2016 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian terhadap Pasal 

Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016 yang berketentuan sebagai berikut: 
 

Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016: 
“Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya 

atau keseluruhannya dengan: 
a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak 

lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; 
b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; 
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A. PENDAHULUAN 
Bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022, pukul 12.40 WIB, Mahkamah Konstitusi 
telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU 20/2016) terhadap 
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NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 50/PUU-XX/2022. Dalam Sidang Pengucapan 
Putusan Perkara Nomor 50/PUU-XX/2022, perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual 
oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di 
lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, 
Sekretariat Jenderal DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU 20/2016 dalam Perkara Nomor 50/PUU-XX/2022, 
diajukan oleh Djunatan Prambudi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Leonardo 
Siahaan dan Fransiscus Arian Sinaga, S.H., untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.  
 

C. PASAL/AYAT UU 20/2016 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian terhadap Pasal 

Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016 yang berketentuan sebagai berikut: 
 

Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016: 
“Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya 

atau keseluruhannya dengan: 
a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak 

lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; 
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atas, Mahkamah berpendapat, kehadiran para penerima kuasa pada persidangan 
di Mahkamah tidak didasarkan pada surat kuasa yang memenuhi persyaratan 
peraturan perundang-undangan, khususnya yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat 
(2) PMK 2/2021. Sebab, surat kuasa yang ditunjukkan dalam persidangan melalui 
daring pun belum dibubuhi meterai dan tanda tangan para pihak, yaitu pemberi 
kuasa dan penerima kuasa sebagai syarat sahnya secara formil surat kuasa. 
Demikian halnya apabila Mahkamah merujuk pada surat kuasa awal yang belum 
diperbaiki, yaitu surat kuasa bertanggal 8 Maret 2022, sebagaimana fakta hukum 
yang ada, telah ternyata surat kuasa awal tersebut pemberi kuasa hanya 
memberikan kuasa secara terbatas kepada para penerima kuasa yaitu hanya 
memberikan kewenangan untuk membuat permohonan pengujian, memanggil 
ahli, dan membuat kesimpulan tanpa memberikan kewenangan lainnya, 
khususnya untuk menghadiri persidangan dan menyampaikan permohonan 
Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, para penerima kuasa tidak 
mempunyai kewenangan untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa dalam 
persidangan untuk Perkara Nomor 50/PUU-XX/2022 a quo. 

[3.3.5] Bahwa andaipun para penerima kuasa mempunyai kewenangan untuk 
mewakili kepentingan pemberi kuasa dalam persidangan untuk Perkara Nomor 
50/PUU-XX/2022 tersebut, quod non, setelah Mahkamah mencermati petitum 
permohonan Pemohon ternyata petitum yang disampaikan dalam perbaikan 
permohonan terdapat kerancuan yaitu bersifat kumulatif yang saling 
bertentangan, karena pada petitum angka 2, Pemohon memohon agar Mahkamah 
menyatakan Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016 bertentangan dengan UUD 1945, 
sedangkan pada petitum angka 3 Pemohon memohon agar Mahkamah memaknai 
frasa “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada 
pokoknya atau keseluruhannya” dalam Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016 secara 
bersyarat (conditionally constitutional) menjadi “Permohonan ditolak jika Merek 
tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan 
melihat merek tersebut sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak memandang 
merek tersebut secara sebagian-sebagian atau memecahkan merek tersebut 
secara kata demi kata”. Terhadap petitum tersebut, menurut Mahkamah, pada 
satu sisi Pemohon memohon agar Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016 bertentangan 
dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, namun pada sisi 
lain memohon kepada Mahkamah untuk memberikan pemaknaan terhadap Pasal 
21 ayat (1) UU 20/2016 secara bersyarat (conditionally constitutional). Oleh 
karena itu, berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah tidak mungkin 
mengabulkan dua petitum yang saling bertentangan dimaksud, kecuali Pemohon 
dalam petitum permohonannya memohon secara alternatif. 

[3.4]   Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di 
atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun 
oleh karena para penerima kuasa tidak mempunyai kewenangan untuk mewakili 
kepentingan pemberi kuasa dalam persidangan untuk Perkara Nomor 50/PUU- 
XX/2022 a quo dan seandainyapun surat kuasa memenuhi syarat formil, quod 
non, telah ternyata permohonan Pemohon tidak jelas (kabur), sehingga 
Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan 
Pemohon serta hal- hal lain lebih lanjut. 
 

 

 

c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis 
yang memenuhi persyaratan tertentu; atau Indikasi Geografis terdaftar.” 

 

D. BATU UJI 
Bahwa Pasal a quo dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 
Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan 
konstitusional Pemohon.  
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian UU 20/2016 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi 
memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 

[3.3.2] Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 26 April 2022 
tersebut dihadiri oleh para penerima kuasa yaitu Leonardo Siahaan dan 
Fransiscus Arian Sinaga, S.H. tanpa dihadiri oleh pemberi kuasa. Dalam 
persidangan a quo, Majelis Hakim telah menasihati para penerima kuasa untuk 
memperbaiki surat kuasa dan permohonannya. Sebab, dalam surat kuasa 
bertanggal 8 Maret 2022 tersebut pemberi kuasa hanya memberikan kuasa 
kepada penerima kuasa secara terbatas, yaitu hanya memberikan kewenangan 
untuk membuat permohonan pengujian, memanggil ahli, dan membuat 
kesimpulan. Sedangkan, pada bagian pokok permohonan Majelis Hakim telah 
menasihati untuk dilakukan perbaikan, khususnya pada bagian petitum agar 
dibuat sesuai dengan posita yaitu terbatas pada frasa yang dianggap merugikan 
hak konstitusional Pemohon sehingga tidak terjadi pertentangan antara posita 
dengan petitum. [vide bukti P-1 dan risalah sidang Perkara Nomor 50/PUU-
XX/2022, tanggal 26 April 2022]; 

[3.3.3] Bahwa   Pemohon   menyerahkan   perbaikan   permohonan  bertanggal 8 
Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 9 Mei 2022 
berdasarkan Tanda Terima Nomor 42-2/PUU/PAN.MK/AP3, namun tidak 
menyerahkan perbaikan surat kuasa. Selanjutnya, pada Sidang Pemeriksaan 
Pendahuluan dengan agenda Perbaikan Permohonan, tanggal 17 Mei 2022, yang 
juga hanya dihadiri oleh para penerima kuasa tanpa dihadiri pemberi kuasa, 
Mahkamah telah meminta klarifikasi kepada para penerima kuasa berkenaan 
dengan perbaikan surat kuasa dimaksud. Dalam persidangan tersebut para 
penerima kuasa menjelaskan, bahwa permohonan sudah diperbaiki termasuk 
surat kuasanya sebagaimana nasihat Majelis Hakim pada Sidang Pemeriksaan 
Pendahuluan tanggal 26 April 2022, namun untuk perbaikan surat kuasanya 
belum diserahkan kepada Mahkamah. Terhadap hal tersebut, Mahkamah meminta 
kepada para penerima kuasa untuk membacakan dan menunjukkan perbaikan 
surat kuasa dimaksud dalam persidangan melalui daring. Selanjutnya, setelah 
para penerima kuasa menunjukkan perbaikan surat kuasa yang dimaksudkan, 
setelah dicermati ternyata surat kuasa khusus yang dimaksudkan belum dibubuhi 
meterai dan belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pemberi kuasa 
maupun penerima kuasa [vide risalah sidang Perkara Nomor 50/PUU-XX/2022, 
tanggal 17 Mei 2022]. 
 

[3.3.4]  Bahwa   berdasarkan  uraian  fakta  hukum  pada   Sub-paragraf  [3.3.3] di 
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atas, Mahkamah berpendapat, kehadiran para penerima kuasa pada persidangan 
di Mahkamah tidak didasarkan pada surat kuasa yang memenuhi persyaratan 
peraturan perundang-undangan, khususnya yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat 
(2) PMK 2/2021. Sebab, surat kuasa yang ditunjukkan dalam persidangan melalui 
daring pun belum dibubuhi meterai dan tanda tangan para pihak, yaitu pemberi 
kuasa dan penerima kuasa sebagai syarat sahnya secara formil surat kuasa. 
Demikian halnya apabila Mahkamah merujuk pada surat kuasa awal yang belum 
diperbaiki, yaitu surat kuasa bertanggal 8 Maret 2022, sebagaimana fakta hukum 
yang ada, telah ternyata surat kuasa awal tersebut pemberi kuasa hanya 
memberikan kuasa secara terbatas kepada para penerima kuasa yaitu hanya 
memberikan kewenangan untuk membuat permohonan pengujian, memanggil 
ahli, dan membuat kesimpulan tanpa memberikan kewenangan lainnya, 
khususnya untuk menghadiri persidangan dan menyampaikan permohonan 
Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, para penerima kuasa tidak 
mempunyai kewenangan untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa dalam 
persidangan untuk Perkara Nomor 50/PUU-XX/2022 a quo. 

[3.3.5] Bahwa andaipun para penerima kuasa mempunyai kewenangan untuk 
mewakili kepentingan pemberi kuasa dalam persidangan untuk Perkara Nomor 
50/PUU-XX/2022 tersebut, quod non, setelah Mahkamah mencermati petitum 
permohonan Pemohon ternyata petitum yang disampaikan dalam perbaikan 
permohonan terdapat kerancuan yaitu bersifat kumulatif yang saling 
bertentangan, karena pada petitum angka 2, Pemohon memohon agar Mahkamah 
menyatakan Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016 bertentangan dengan UUD 1945, 
sedangkan pada petitum angka 3 Pemohon memohon agar Mahkamah memaknai 
frasa “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada 
pokoknya atau keseluruhannya” dalam Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016 secara 
bersyarat (conditionally constitutional) menjadi “Permohonan ditolak jika Merek 
tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan 
melihat merek tersebut sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak memandang 
merek tersebut secara sebagian-sebagian atau memecahkan merek tersebut 
secara kata demi kata”. Terhadap petitum tersebut, menurut Mahkamah, pada 
satu sisi Pemohon memohon agar Pasal 21 ayat (1) UU 20/2016 bertentangan 
dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, namun pada sisi 
lain memohon kepada Mahkamah untuk memberikan pemaknaan terhadap Pasal 
21 ayat (1) UU 20/2016 secara bersyarat (conditionally constitutional). Oleh 
karena itu, berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah tidak mungkin 
mengabulkan dua petitum yang saling bertentangan dimaksud, kecuali Pemohon 
dalam petitum permohonannya memohon secara alternatif. 

[3.4]   Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di 
atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun 
oleh karena para penerima kuasa tidak mempunyai kewenangan untuk mewakili 
kepentingan pemberi kuasa dalam persidangan untuk Perkara Nomor 50/PUU- 
XX/2022 a quo dan seandainyapun surat kuasa memenuhi syarat formil, quod 
non, telah ternyata permohonan Pemohon tidak jelas (kabur), sehingga 
Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan 
Pemohon serta hal- hal lain lebih lanjut. 
 

 

 

c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis 
yang memenuhi persyaratan tertentu; atau Indikasi Geografis terdaftar.” 

 

D. BATU UJI 
Bahwa Pasal a quo dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 
Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan 
konstitusional Pemohon.  
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian UU 20/2016 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi 
memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 

[3.3.2] Bahwa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 26 April 2022 
tersebut dihadiri oleh para penerima kuasa yaitu Leonardo Siahaan dan 
Fransiscus Arian Sinaga, S.H. tanpa dihadiri oleh pemberi kuasa. Dalam 
persidangan a quo, Majelis Hakim telah menasihati para penerima kuasa untuk 
memperbaiki surat kuasa dan permohonannya. Sebab, dalam surat kuasa 
bertanggal 8 Maret 2022 tersebut pemberi kuasa hanya memberikan kuasa 
kepada penerima kuasa secara terbatas, yaitu hanya memberikan kewenangan 
untuk membuat permohonan pengujian, memanggil ahli, dan membuat 
kesimpulan. Sedangkan, pada bagian pokok permohonan Majelis Hakim telah 
menasihati untuk dilakukan perbaikan, khususnya pada bagian petitum agar 
dibuat sesuai dengan posita yaitu terbatas pada frasa yang dianggap merugikan 
hak konstitusional Pemohon sehingga tidak terjadi pertentangan antara posita 
dengan petitum. [vide bukti P-1 dan risalah sidang Perkara Nomor 50/PUU-
XX/2022, tanggal 26 April 2022]; 

[3.3.3] Bahwa   Pemohon   menyerahkan   perbaikan   permohonan  bertanggal 8 
Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 9 Mei 2022 
berdasarkan Tanda Terima Nomor 42-2/PUU/PAN.MK/AP3, namun tidak 
menyerahkan perbaikan surat kuasa. Selanjutnya, pada Sidang Pemeriksaan 
Pendahuluan dengan agenda Perbaikan Permohonan, tanggal 17 Mei 2022, yang 
juga hanya dihadiri oleh para penerima kuasa tanpa dihadiri pemberi kuasa, 
Mahkamah telah meminta klarifikasi kepada para penerima kuasa berkenaan 
dengan perbaikan surat kuasa dimaksud. Dalam persidangan tersebut para 
penerima kuasa menjelaskan, bahwa permohonan sudah diperbaiki termasuk 
surat kuasanya sebagaimana nasihat Majelis Hakim pada Sidang Pemeriksaan 
Pendahuluan tanggal 26 April 2022, namun untuk perbaikan surat kuasanya 
belum diserahkan kepada Mahkamah. Terhadap hal tersebut, Mahkamah meminta 
kepada para penerima kuasa untuk membacakan dan menunjukkan perbaikan 
surat kuasa dimaksud dalam persidangan melalui daring. Selanjutnya, setelah 
para penerima kuasa menunjukkan perbaikan surat kuasa yang dimaksudkan, 
setelah dicermati ternyata surat kuasa khusus yang dimaksudkan belum dibubuhi 
meterai dan belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pemberi kuasa 
maupun penerima kuasa [vide risalah sidang Perkara Nomor 50/PUU-XX/2022, 
tanggal 17 Mei 2022]. 
 

[3.3.4]  Bahwa   berdasarkan  uraian  fakta  hukum  pada   Sub-paragraf  [3.3.3] di 
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Dikabulkan 

Sebagian Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) 
 
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XVIII/2020 PERIHAL 

PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 
2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 
TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP UNDANG-

UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 
 

20 JUNI 2022 
 
 

A. PENDAHULUAN 
Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022, pukul 13.22 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Formil 
dan Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (selanjutnya disebut UU 7/2020) 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 90/PUU-
XVIII/2020. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 90/PUU-
XVIII/2020, perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal 
DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU 7/2020 dalam Perkara 90/PUU-XVIII/2020 
diajukan oleh Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H. yang dalam hal ini 
memberikan kuasa kepada Muhammad Alfy Pratama, S.H., dkk, Advokat dan 
Konsultan Hukum pada Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum 
Universitas Islam Indonesia (PSHK FH UII), untuk selanjutnya disebut sebagai 
Pemohon. 
 

C. PASAL/AYAT UU 7/2022 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil 
terhadap Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) huruf d, Pasal 26 

 

 

F. AMAR PUTUSAN 
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 
 

G. PENUTUP 
Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan 
mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh 
kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum 
dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi dan langsung 
dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ penyelenggara negara, organ penegak 
hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara 
Nomor 50/PUU-XX/2022 yang menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima 
terhadap pengujian materiil UU 20/2016 mengandung arti bahwa ketentuan a quo tidak 
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum 
mengikat. 

 

 

 
 

 
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

BADAN KEAHLIAN 
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 

2022 
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Dikabulkan 

Sebagian Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) 
 
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XVIII/2020 PERIHAL 

PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 
2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 
TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP UNDANG-

UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 
 

20 JUNI 2022 
 
 

A. PENDAHULUAN 
Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022, pukul 13.22 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Formil 
dan Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (selanjutnya disebut UU 7/2020) 
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 90/PUU-
XVIII/2020. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 90/PUU-
XVIII/2020, perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal 
DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU 7/2020 dalam Perkara 90/PUU-XVIII/2020 
diajukan oleh Allan Fatchan Gani Wardhana, S.H., M.H. yang dalam hal ini 
memberikan kuasa kepada Muhammad Alfy Pratama, S.H., dkk, Advokat dan 
Konsultan Hukum pada Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum 
Universitas Islam Indonesia (PSHK FH UII), untuk selanjutnya disebut sebagai 
Pemohon. 
 

C. PASAL/AYAT UU 7/2022 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil 
terhadap Pasal 15 ayat (2) huruf d, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) huruf d, Pasal 26 

 

 

F. AMAR PUTUSAN 
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 
 

G. PENUTUP 
Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan 
mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh 
kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum 
dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi dan langsung 
dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ penyelenggara negara, organ penegak 
hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara 
Nomor 50/PUU-XX/2022 yang menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima 
terhadap pengujian materiil UU 20/2016 mengandung arti bahwa ketentuan a quo tidak 
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum 
mengikat. 

 

 

 
 

 
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

BADAN KEAHLIAN 
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 

2022 
 

 

 
PANLAK UU/PUSPANLAK UU TW III 2022



228

 

 

 

Pasal 87 huruf b UU 7/2020  dalam permohonan a quo,  Mahkamah Konstitusi 
memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 
 
[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara  
saksama permohonan Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, 
keterangan ahli Pemohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh 
Pemohon, kesimpulan tertulis Pemohon, sebagaimana selengkapnya termuat 
dalam bagian Duduk Perkara, maka Mahkamah selanjutnya akan 
mempertimbangkan dalil pokok  permohonan pengujian formil UU 7/2020; 
 

Bahwa Pemohon mendalilkan proses pembentukan UU 7/2020 secara  
formil telah melanggar asas keterbukaan dan bertentangan dengan ketentuan 
mengenai tatacara pembentukan undang-undang, khususnya berkenaan dengan 
tidak adanya partisipasi publik dan proses pembahasannya dilakukan secara 
tertutup dengan waktu yang sangat terbatas. Terhadap dalil tersebut menurut 
Mahkamah, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, 
khususnya keterangan DPR dan Presiden, telah ternyata Rancangan Undang-
Undang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 telah masuk 
dalam daftar Prolegnas 2015-2019, prioritas tahun 2019 [vide Keputusan Dewan 
Perwakilan Rakyat Nomor 19/DPR RI/I/2018-2019 tentang Program Legislasi 
Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan 
Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019, 
tanggal 31 Oktober 2018, Lampiran I Keputusan DPR Nomor 22]. Selain itu, DPR 
dalam persidangan juga menerangkan bahwa dilakukannya perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 merupakan usulan Rancangan Undang-
Undang dalam daftar kumulatif terbuka dalam rangka menindaklanjuti putusan-
putusan Mahkamah Konstitusi di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor  15/PUU-V/2007, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37-39/PUU-
VIII/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 7/PUU XI/2013 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-
XIV/2016 sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (UU 12/2011) [vide Risalah Persidangan Dengan Agenda 
Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden, tanggal 9 Agustus 2021, hlm. 4 dan 
5]. Oleh karena itu, terlepas dari norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian 
secara materiil dianggap terdapat persoalan inkonstitusionalitas, namun 
menurut Mahkamah tatacara perubahan Undang-Undang a quo yang 
mendasarkan pada daftar kumulatif terbuka tersebut sebagai tindak lanjut 
beberapa putusan Mahkamah Konstitusi maka tatacara perubahan UU 7/2020 
tidak relevan lagi dipersoalkan. Namun demikian, penting bagi Mahkamah untuk 
menegaskan bahwa usulan  Rancangan Undang-Undang jika masuk dalam daftar 
kumulatif terbuka sesungguhnya dapat dibentuk kapan saja dan tidak terbatas 
jumlahnya sepanjang memenuhi kriteria yang terdapat dalam Pasal 23 ayat (1) 
UU 12/2011. 
 
 

 

 

 

ayat (1) huruf b, Pasal 87 huruf b UU 7/2020 yang selengkapnya berketentuan 
sebagai berikut: 
 
Pasal 15 ayat (2) huruf d 
(1) …. 
(2) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi 
syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus 
memenuhi syarat:  

a. … 
b. … 
c. … 
d. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun; 

 
Pasal 22 
Dihapus 
 
Pasal 23 ayat (1) huruf d 
(1) Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan:  

a. …;  
b. …; 
c. …;  
d. dihapus; atau  
e. … 
 

Pasal 26 ayat (1) huruf b 
(1) Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada lembaga yang berwenang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mengenai hakim konstitusi yang 
akan diberhentikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum:  

a. …; atau  
b. dihapus. 
 

Pasal 87 huruf b 
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:  

a. …;  
b. Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat UndangUndang ini 
diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan 
mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama 
keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun. 

 
D. BATU UJI 

Bahwa Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24C ayat (3), Pasal 28D ayat (1), 
dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan 
melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon. 
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian formil UU 7/2020 dan pengujian materiil Pasal 15 
ayat (2) huruf d, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) huruf d, Pasal 26 ayat (1) huruf b, 
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Pasal 87 huruf b UU 7/2020  dalam permohonan a quo,  Mahkamah Konstitusi 
memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 
 
[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara  
saksama permohonan Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, 
keterangan ahli Pemohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh 
Pemohon, kesimpulan tertulis Pemohon, sebagaimana selengkapnya termuat 
dalam bagian Duduk Perkara, maka Mahkamah selanjutnya akan 
mempertimbangkan dalil pokok  permohonan pengujian formil UU 7/2020; 
 

Bahwa Pemohon mendalilkan proses pembentukan UU 7/2020 secara  
formil telah melanggar asas keterbukaan dan bertentangan dengan ketentuan 
mengenai tatacara pembentukan undang-undang, khususnya berkenaan dengan 
tidak adanya partisipasi publik dan proses pembahasannya dilakukan secara 
tertutup dengan waktu yang sangat terbatas. Terhadap dalil tersebut menurut 
Mahkamah, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, 
khususnya keterangan DPR dan Presiden, telah ternyata Rancangan Undang-
Undang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 telah masuk 
dalam daftar Prolegnas 2015-2019, prioritas tahun 2019 [vide Keputusan Dewan 
Perwakilan Rakyat Nomor 19/DPR RI/I/2018-2019 tentang Program Legislasi 
Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan 
Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019, 
tanggal 31 Oktober 2018, Lampiran I Keputusan DPR Nomor 22]. Selain itu, DPR 
dalam persidangan juga menerangkan bahwa dilakukannya perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 merupakan usulan Rancangan Undang-
Undang dalam daftar kumulatif terbuka dalam rangka menindaklanjuti putusan-
putusan Mahkamah Konstitusi di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor  15/PUU-V/2007, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37-39/PUU-
VIII/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-IX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 7/PUU XI/2013 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-
XIV/2016 sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (UU 12/2011) [vide Risalah Persidangan Dengan Agenda 
Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden, tanggal 9 Agustus 2021, hlm. 4 dan 
5]. Oleh karena itu, terlepas dari norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian 
secara materiil dianggap terdapat persoalan inkonstitusionalitas, namun 
menurut Mahkamah tatacara perubahan Undang-Undang a quo yang 
mendasarkan pada daftar kumulatif terbuka tersebut sebagai tindak lanjut 
beberapa putusan Mahkamah Konstitusi maka tatacara perubahan UU 7/2020 
tidak relevan lagi dipersoalkan. Namun demikian, penting bagi Mahkamah untuk 
menegaskan bahwa usulan  Rancangan Undang-Undang jika masuk dalam daftar 
kumulatif terbuka sesungguhnya dapat dibentuk kapan saja dan tidak terbatas 
jumlahnya sepanjang memenuhi kriteria yang terdapat dalam Pasal 23 ayat (1) 
UU 12/2011. 
 
 

 

 

 

ayat (1) huruf b, Pasal 87 huruf b UU 7/2020 yang selengkapnya berketentuan 
sebagai berikut: 
 
Pasal 15 ayat (2) huruf d 
(1) …. 
(2) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi 
syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus 
memenuhi syarat:  

a. … 
b. … 
c. … 
d. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun; 

 
Pasal 22 
Dihapus 
 
Pasal 23 ayat (1) huruf d 
(1) Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan:  

a. …;  
b. …; 
c. …;  
d. dihapus; atau  
e. … 
 

Pasal 26 ayat (1) huruf b 
(1) Mahkamah Konstitusi memberitahukan kepada lembaga yang berwenang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mengenai hakim konstitusi yang 
akan diberhentikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum:  

a. …; atau  
b. dihapus. 
 

Pasal 87 huruf b 
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:  

a. …;  
b. Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat UndangUndang ini 
diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan 
mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama 
keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun. 

 
D. BATU UJI 

Bahwa Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 24C ayat (3), Pasal 28D ayat (1), 
dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan 
melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon. 
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian formil UU 7/2020 dan pengujian materiil Pasal 15 
ayat (2) huruf d, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) huruf d, Pasal 26 ayat (1) huruf b, 
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diterima mengandung arti bahwa ketentuan a quo tidak bertentangan dengan 
UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
BADAN KEAHLIAN 
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Di samping itu, perubahan undang-undang melalui daftar kumulatif 
terbuka mempunyai sifat khusus yang tidak dapat sepenuhnya dipersamakan 
dengan usulan perubahan undang-undang yang bersifat normal, yaitu rancangan 
undang-undang yang masuk dalam daftar Prolegnas jangka menengah. 
Sementara itu, dimasukkannya rancangan perubahan Undang-Undang a quo 
dalam daftar Prolegnas sebagaimana uraian di atas, bukan berarti perubahan 
Undang-Undang tersebut tertutup untuk diusulkan dan dibahas dalam daftar 
kumulatif terbuka sebab perubahan Undang-Undang a quo memang memenuhi 
kriteria daftar kumulatif terbuka sebagaimana pertimbangan di atas.  

Dikarenakan perubahan Undang-Undang a quo dalam rangka 
menindaklanjuti putusan-putusan Mahkamah Konstitusi maka tidak relevan lagi  
apabila proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut masih 
dipersyaratkan pembahasan, termasuk dalam hal ini adalah syarat partisipasi 
publik yang ketat sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-
XVIII/2020, bertanggal 25 November 2021. Hal ini dimaksudkan agar esensi 
perubahan tersebut sepenuhnya mengadopsi substansi putusan Mahkamah 
Konstitusi. Dalam hal ini, jika perubahan tersebut dilakukan sebagaimana 
layaknya Rancangan Undang-Undang di luar daftar kumulatif terbuka, justru 
berpotensi menilai dan bahkan menegasikan Putusan Mahkamah Konstitusi. 

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut 
Mahkamah dalil permohonan Pemohon dalam pengujian formil UU 7/2020 a quo 
tidak beralasan menurut hukum.  

 
[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum 
tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum 
untuk mengajukan permohonan pengujian formil, namun tidak memiliki 
kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pengujian materiil. 
Sedangkan, pokok permohonan dalam pengujian formil tidak beralasan menurut 
hukum. Oleh karena itu, pokok permohonan Pemohon dan hal-hal lain dalam 
pengujian materiil tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 
 

F. AMAR PUTUSAN 
Dalam Pengujian Formil:  
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.  
Dalam Pengujian Materiil:  
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 

 
G. PENUTUP 

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan 
mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung 
memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno 
terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang 
wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ 
penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, 
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020 yang 
menyatakan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya dan tidak dapat 
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diterima mengandung arti bahwa ketentuan a quo tidak bertentangan dengan 
UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
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Di samping itu, perubahan undang-undang melalui daftar kumulatif 
terbuka mempunyai sifat khusus yang tidak dapat sepenuhnya dipersamakan 
dengan usulan perubahan undang-undang yang bersifat normal, yaitu rancangan 
undang-undang yang masuk dalam daftar Prolegnas jangka menengah. 
Sementara itu, dimasukkannya rancangan perubahan Undang-Undang a quo 
dalam daftar Prolegnas sebagaimana uraian di atas, bukan berarti perubahan 
Undang-Undang tersebut tertutup untuk diusulkan dan dibahas dalam daftar 
kumulatif terbuka sebab perubahan Undang-Undang a quo memang memenuhi 
kriteria daftar kumulatif terbuka sebagaimana pertimbangan di atas.  

Dikarenakan perubahan Undang-Undang a quo dalam rangka 
menindaklanjuti putusan-putusan Mahkamah Konstitusi maka tidak relevan lagi  
apabila proses pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut masih 
dipersyaratkan pembahasan, termasuk dalam hal ini adalah syarat partisipasi 
publik yang ketat sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-
XVIII/2020, bertanggal 25 November 2021. Hal ini dimaksudkan agar esensi 
perubahan tersebut sepenuhnya mengadopsi substansi putusan Mahkamah 
Konstitusi. Dalam hal ini, jika perubahan tersebut dilakukan sebagaimana 
layaknya Rancangan Undang-Undang di luar daftar kumulatif terbuka, justru 
berpotensi menilai dan bahkan menegasikan Putusan Mahkamah Konstitusi. 

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut 
Mahkamah dalil permohonan Pemohon dalam pengujian formil UU 7/2020 a quo 
tidak beralasan menurut hukum.  

 
[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum 
tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum 
untuk mengajukan permohonan pengujian formil, namun tidak memiliki 
kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pengujian materiil. 
Sedangkan, pokok permohonan dalam pengujian formil tidak beralasan menurut 
hukum. Oleh karena itu, pokok permohonan Pemohon dan hal-hal lain dalam 
pengujian materiil tidak dipertimbangkan lebih lanjut. 
 

F. AMAR PUTUSAN 
Dalam Pengujian Formil:  
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.  
Dalam Pengujian Materiil:  
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 

 
G. PENUTUP 

Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan 
mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung 
memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno 
terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang 
wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ 
penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, 
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 90/PUU-XVIII/2020 yang 
menyatakan permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya dan tidak dapat 
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Dikabulkan 

Sebagian Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) 
 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 96/PUU-XVIII/2020 
PERIHAL PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 
2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI  

TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
TAHUN 1945 

 
20 JUNI 2022 

 
 

A. PENDAHULUAN 
Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022, pukul 15.43 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU 
7/2020) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 96/PUU-
XVIII/2020. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 96/PUU-
XVIII/2020, perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh oleh Kepala Pusat 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal 
DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU 7/2020 dalam perkara Nomor 96/PUU-
XVIII/2020, diajukan oleh Dr. Ir. Priyanto, S.H., M.H., M.M., yang memberikan 
kuasa kepada Oktavia Sastray A, S.H., dkk, advokat dan penasihat hukum yang 
beralamat di Kantor Advokat Hukum P. Hadisaputro, untuk selanjutnya disebut 
sebagai Pemohon.  
 

C. PASAL/AYAT UU 7/2020 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian terhadap Pasal 
87 huruf a dan huruf b UU 7/2020 yang berketentuan sebagai berikut: 
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Dikabulkan 

Sebagian Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) 
 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 96/PUU-XVIII/2020 
PERIHAL PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 
2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI  

TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
TAHUN 1945 

 
20 JUNI 2022 

 
 

A. PENDAHULUAN 
Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022, pukul 15.43 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU 
7/2020) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 96/PUU-
XVIII/2020. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 96/PUU-
XVIII/2020, perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh oleh Kepala Pusat 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal 
DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU 7/2020 dalam perkara Nomor 96/PUU-
XVIII/2020, diajukan oleh Dr. Ir. Priyanto, S.H., M.H., M.M., yang memberikan 
kuasa kepada Oktavia Sastray A, S.H., dkk, advokat dan penasihat hukum yang 
beralamat di Kantor Advokat Hukum P. Hadisaputro, untuk selanjutnya disebut 
sebagai Pemohon.  
 

C. PASAL/AYAT UU 7/2020 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian terhadap Pasal 
87 huruf a dan huruf b UU 7/2020 yang berketentuan sebagai berikut: 
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permohonan ini; (ii) Mahkamah tidak boleh menolak mengadili 
permohonan yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada atau 
tidak jelas mengenai hukumnya; (iii) kasus ini merupakan kepentingan 
konstitusional bangsa dan negara, bukan semata-mata kepentingan 
institusi Mahkamah itu sendiri atau kepentingan perseorangan hakim 
konstitusi yang sedang menjabat. Namun demikian dalam mengadili 
permohonan ini tetaplah Mahkamah imparsial dan independen. 
Mahkamah memastikan untuk memutus permohonan ini berdasarkan 
salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, 
yaitu menguji apakah pasal-pasal yang dimohon pengujian bertentangan 
dengan UUD 1945 atau tidak;  

d.   bahwa salah satu objectum litis dari proses peradilan di Mahkamah adalah 
masalah konstitusionalitas undang-undang yang menyangkut 
kepentingan publik yang dijamin oleh konstitusi sebagai hukum yang 
tertinggi. Oleh karena itu, Mahkamah lebih menekankan pada fungsi dan 
tugasnya mengawal dan menegakkan konstitusi dengan tetap menjaga 
prinsip independensi dan imparsialitas dalam keseluruhan proses 
peradilan. Apalagi Pasal 10 ayat (1) UU 48/2009 menyatakan dengan 
tegas bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, 
dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum 
tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan 
mengadilinya”. Terlebih lagi, menurut Mahkamah, dengan mendasarkan 
pada kewenangan Mahkamah dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 serta 
asas dalam kekuasaan kehakiman, Mahkamah harus tetap memeriksa, 
mengadili, dan memutus secara keseluruhan permohonan a quo sesuai 
dengan kewenangan konstitusionalnya, dengan tetap menjaga 
independensi, imparsialitas, dan integritasnya guna menegakkan 
konstitusi”. 

Pentingnya asas dimaksud adalah untuk menjaga imparsialitas hakim 
atau ketidakberpihakan hakim kepada salah satu pihak dalam perkara. Namun, 
dengan mengingat keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya 
lembaga yang diberi kewenangan mengadili konstitusionalitas norma yang 
putusannya bersifat final atau dapat dikatakan sebagai penafsir tunggal 
konstitusi, maka kewajiban Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan untuk 
menyelesaikan persoalan konstitusionalitas undang-undang haruslah 
diutamakan dibandingkan dengan hal lainnya. Oleh karena itu, meskipun norma 
Pasal 87 huruf b UU 7/2020 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas a quo 
berkenaan dengan diri hakim konstitusi, begitu pula dengan Pasal 87 huruf a UU 
7/2020 yang berkaitan dengan jabatan ketua dan wakil ketua, namun karena 
pertimbangan hukum di atas Mahkamah tetap harus menguji konstitusionalitas 
norma pasal yang dimohonkan Pemohon tersebut; 

[3.14]    Menimbang bahwa norma Pasal 87 huruf b UU 7/2020 merupakan bagian 
dari Ketentuan Peralihan yang menentukan, “Hakim konstitusi yang sedang 
menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat 

 

 

 

 
Pasal 87 huruf a dan huruf b UU 7/2020 

a. Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua 
Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua 
Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir 
berdasarkan ketentuan undang-undang ini; 

b. Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini 
diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini 
dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun 
selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (Iima belas) tahun. 

 

D. BATU UJI 
Bahwa Pasal a quo dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) 
dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar 
hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.  
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian Pasal 87 huruf a dan huruf b UU 7/2020 dalam 
permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum 
sebagai berikut: 
[3.13] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok 
permohonan mengenai konstitusionalitas norma Pasal 87 huruf b UU 7/2020 
yang dipermasalahkan oleh Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan 
mempertimbangkan apakah hakim pada Mahkamah Konstitusi boleh mengadili 
perkara yang berkaitan dengan jabatannya. 

Bahwa dalam praktik berhukum, terutama dalam konteks hakim yang 
dihadapkan pada perkara terkait dirinya, dikenal asas nemo judex idoneus in 
propria causa atau nemo debet esse iudex in (propria) sua causa. Asas tersebut 
dapat diterjemahkan sebagai larangan bagi seseorang untuk menjadi hakim 
dalam perkara yang menyangkut kepentingan dirinya. Terkait dengan asas 
tersebut, Mahkamah dalam beberapa putusan terdahulu telah berpendapat 
mengenai penerapan asas nemo judex idoneus in propria causa sebagaimana 
antara lain ditegaskan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, bertanggal 18 Oktober 2011 yang 
menyatakan bahwa: 

“c. bahwa Mahkamah memahami adanya keterkaitan antara Mahkamah 
dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, 
karena Undang-Undang yang dimohonkan pengujian adalah menyangkut 
Mahkamah. Hal demikian terkait dengan prinsip universal di dalam dunia 
peradilan tentang nemo judex in causa sua artinya hakim tidak mengadili 
hal-hal yang terkait dengan dirinya sendiri. Namun dalam konteks ini ada 
tiga alasan Mahkamah harus mengadili permohonan pengujian undang-
undang ini yaitu: (i) tidak ada forum lain yang bisa mengadili 
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permohonan ini; (ii) Mahkamah tidak boleh menolak mengadili 
permohonan yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada atau 
tidak jelas mengenai hukumnya; (iii) kasus ini merupakan kepentingan 
konstitusional bangsa dan negara, bukan semata-mata kepentingan 
institusi Mahkamah itu sendiri atau kepentingan perseorangan hakim 
konstitusi yang sedang menjabat. Namun demikian dalam mengadili 
permohonan ini tetaplah Mahkamah imparsial dan independen. 
Mahkamah memastikan untuk memutus permohonan ini berdasarkan 
salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, 
yaitu menguji apakah pasal-pasal yang dimohon pengujian bertentangan 
dengan UUD 1945 atau tidak;  

d.   bahwa salah satu objectum litis dari proses peradilan di Mahkamah adalah 
masalah konstitusionalitas undang-undang yang menyangkut 
kepentingan publik yang dijamin oleh konstitusi sebagai hukum yang 
tertinggi. Oleh karena itu, Mahkamah lebih menekankan pada fungsi dan 
tugasnya mengawal dan menegakkan konstitusi dengan tetap menjaga 
prinsip independensi dan imparsialitas dalam keseluruhan proses 
peradilan. Apalagi Pasal 10 ayat (1) UU 48/2009 menyatakan dengan 
tegas bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, 
dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum 
tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan 
mengadilinya”. Terlebih lagi, menurut Mahkamah, dengan mendasarkan 
pada kewenangan Mahkamah dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 serta 
asas dalam kekuasaan kehakiman, Mahkamah harus tetap memeriksa, 
mengadili, dan memutus secara keseluruhan permohonan a quo sesuai 
dengan kewenangan konstitusionalnya, dengan tetap menjaga 
independensi, imparsialitas, dan integritasnya guna menegakkan 
konstitusi”. 

Pentingnya asas dimaksud adalah untuk menjaga imparsialitas hakim 
atau ketidakberpihakan hakim kepada salah satu pihak dalam perkara. Namun, 
dengan mengingat keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya 
lembaga yang diberi kewenangan mengadili konstitusionalitas norma yang 
putusannya bersifat final atau dapat dikatakan sebagai penafsir tunggal 
konstitusi, maka kewajiban Mahkamah Konstitusi sebagai pengadilan untuk 
menyelesaikan persoalan konstitusionalitas undang-undang haruslah 
diutamakan dibandingkan dengan hal lainnya. Oleh karena itu, meskipun norma 
Pasal 87 huruf b UU 7/2020 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas a quo 
berkenaan dengan diri hakim konstitusi, begitu pula dengan Pasal 87 huruf a UU 
7/2020 yang berkaitan dengan jabatan ketua dan wakil ketua, namun karena 
pertimbangan hukum di atas Mahkamah tetap harus menguji konstitusionalitas 
norma pasal yang dimohonkan Pemohon tersebut; 

[3.14]    Menimbang bahwa norma Pasal 87 huruf b UU 7/2020 merupakan bagian 
dari Ketentuan Peralihan yang menentukan, “Hakim konstitusi yang sedang 
menjabat pada saat Undang-Undang ini diundangkan dianggap memenuhi syarat 

 

 

 

 
Pasal 87 huruf a dan huruf b UU 7/2020 

a. Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua dan Wakil Ketua 
Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua 
Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir 
berdasarkan ketentuan undang-undang ini; 

b. Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini 
diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini 
dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun 
selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (Iima belas) tahun. 

 

D. BATU UJI 
Bahwa Pasal a quo dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) 
dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar 
hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.  
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian Pasal 87 huruf a dan huruf b UU 7/2020 dalam 
permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum 
sebagai berikut: 
[3.13] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok 
permohonan mengenai konstitusionalitas norma Pasal 87 huruf b UU 7/2020 
yang dipermasalahkan oleh Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan 
mempertimbangkan apakah hakim pada Mahkamah Konstitusi boleh mengadili 
perkara yang berkaitan dengan jabatannya. 

Bahwa dalam praktik berhukum, terutama dalam konteks hakim yang 
dihadapkan pada perkara terkait dirinya, dikenal asas nemo judex idoneus in 
propria causa atau nemo debet esse iudex in (propria) sua causa. Asas tersebut 
dapat diterjemahkan sebagai larangan bagi seseorang untuk menjadi hakim 
dalam perkara yang menyangkut kepentingan dirinya. Terkait dengan asas 
tersebut, Mahkamah dalam beberapa putusan terdahulu telah berpendapat 
mengenai penerapan asas nemo judex idoneus in propria causa sebagaimana 
antara lain ditegaskan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, bertanggal 18 Oktober 2011 yang 
menyatakan bahwa: 

“c. bahwa Mahkamah memahami adanya keterkaitan antara Mahkamah 
dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, 
karena Undang-Undang yang dimohonkan pengujian adalah menyangkut 
Mahkamah. Hal demikian terkait dengan prinsip universal di dalam dunia 
peradilan tentang nemo judex in causa sua artinya hakim tidak mengadili 
hal-hal yang terkait dengan dirinya sendiri. Namun dalam konteks ini ada 
tiga alasan Mahkamah harus mengadili permohonan pengujian undang-
undang ini yaitu: (i) tidak ada forum lain yang bisa mengadili 
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mempertimbangkan bahwa dalam kaitannya dengan kriteria usia UUD 
1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk 
menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan. Hal ini 
merupakan kebijakan hukum terbuka (opened legal policy), yang 
sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai 
dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut 
sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang, 
apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 
1945. Dengan demikian dalil para Pemohon tentang ketentuan syarat usia 
minimum tidak beralasan menurut hukum”. 

Sementara itu, jika dikaitkan dengan persoalan konstitusionalitas yang 
diajukan Pemohon meskipun permohonan Pemohon adalah mengenai norma 
Pasal 87 huruf b UU 7/2020 namun hal demikian bermuara pada adanya 
pengaturan syarat usia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun yang ditentukan 
dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020. Ketentuan Pasal 15 tersebut telah 
mengubah ketentuan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi (UU 8/2022) yang mensyaratkan calon hakim konstitusi 
berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam 
puluh lima) tahun; 

Ketentuan ini pun juga merupakan perubahan atas ketentuan 
sebelumnya yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 
tentang Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003) yang menentukan syarat usia calon 
hakim konstitusi sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat 
pengangkatan. Demikian juga halnya mengenai usia paling tinggi hakim 
konstitusi telah diubah, dari semula 67 (enam puluh tujuh) tahun menurut UU 
24/2003 kemudian diubah menjadi 70 (tujuh puluh) tahun; 

[3.16]   Menimbang bahwa perubahan pengaturan mengenai usia hakim 
konstitusi berkaitan erat dengan pengaturan kedudukan Mahkamah Konstitusi 
dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang setara dengan Mahkamah Agung yakni 
keduanya sama-sama sebagai pemegang kekuasaan kehakiman, maka konstruksi 
perubahan ketentuan mengenai usia paling tinggi tersebut merupakan bentuk 
penyetaraan dalam ranah kekuasaan kehakiman. Penyetaraan dalam arti bahwa 
dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU 
3/2009) telah ditentukan terlebih dahulu bahwa, “Ketua, Wakil Ketua, Ketua 
Muda Mahkamah Agung, dan hakim agung diberhentikan dengan hormat dari 
jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung karena: … b. telah berusia 
70 (tujuh puluh) tahun;”. 

Termasuk bagian dari penyetaraan tersebut adalah ditiadakannya 
periodisasi masa jabatan hakim konstitusi yang selama ini diatur selayaknya 
jabatan politik yaitu selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya 

 

 

 

menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 
(tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima 
belas) tahun”. Menurut Mahkamah ketentuan norma tersebut secara gramatikal 
dan sistematis telah jelas, yaitu undang-undang a quo mengecualikan semua 
hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat dari keberlakuan pasal-pasal 
yang mengatur mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, 
terutama ketentuan Pasal 15 UU 7/2020; 

Dengan kata lain undang-undang a quo memberikan status hukum 
kepada semua hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat sebagai seseorang 
yang telah memenuhi syarat pengangkatan sebagai hakim konstitusi menurut 
Pasal 15 UU a quo, dan karenanya yang bersangkutan tetap menjabat sebagai 
hakim konstitusi sampai tercapai batas usia pensiun 70 (tujuh puluh) tahun, atau 
ketika belum mencapai usia 70 (tujuh tahun) tetapi rentang masa kerjanya 
sebagai hakim konstitusi telah mencapai 15 (lima belas) tahun; 

Pemohon dalam permohonannya tidak mempermasalahkan 
kostitusionalitas syarat pengangkatan hakim konstitusi maupun masa kerja atau 
usia pensiun yang diatur dalam Bab IV Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim 
Konstitusi yang berisi Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, 
Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27, namun mempermasalahkan 
konstitusionalitas Pasal 87 huruf b dalam UU 7/2020 yang dalam fungsinya 
sebagai Ketentuan Peralihan menurut Pemohon telah mengesampingkan 
keberlakuan Pasal 15 UU 7/2020 mengenai syarat usia paling rendah 55 (lima 
puluh lima) tahun; 

[3.15]    Menimbang bahwa berkenaan dengan penentuan usia tersebut, penting 
bagi Mahkamah menegaskan kembali bahwa hal tersebut merupakan kebijakan 
hukum pembentuk undang-undang sebagaimana ditegaskan misalnya dalam 
pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, 
hlm. 68 yang menyatakan: 

“….  

Bahwa pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam 
pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan 
menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara 
objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau 
aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur 
diskrimintatif. Dalam kaitan dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak 
menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang 
berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. 
Artinya, UUD 1945 menyerahkan kepada pembentuk Undang-Undang 
untuk mengaturnya. Selain itu, Mahkamah dalam putusan Nomor 
15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007 dan putusan Nomor 37- 
39/PUU-VIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010 pada intinya telah 
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mempertimbangkan bahwa dalam kaitannya dengan kriteria usia UUD 
1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk 
menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan. Hal ini 
merupakan kebijakan hukum terbuka (opened legal policy), yang 
sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk Undang-Undang sesuai 
dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut 
sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang, 
apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD 
1945. Dengan demikian dalil para Pemohon tentang ketentuan syarat usia 
minimum tidak beralasan menurut hukum”. 

Sementara itu, jika dikaitkan dengan persoalan konstitusionalitas yang 
diajukan Pemohon meskipun permohonan Pemohon adalah mengenai norma 
Pasal 87 huruf b UU 7/2020 namun hal demikian bermuara pada adanya 
pengaturan syarat usia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun yang ditentukan 
dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d UU 7/2020. Ketentuan Pasal 15 tersebut telah 
mengubah ketentuan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi (UU 8/2022) yang mensyaratkan calon hakim konstitusi 
berusia paling rendah 47 (empat puluh tujuh) tahun dan paling tinggi 65 (enam 
puluh lima) tahun; 

Ketentuan ini pun juga merupakan perubahan atas ketentuan 
sebelumnya yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 
tentang Mahkamah Konstitusi (UU 24/2003) yang menentukan syarat usia calon 
hakim konstitusi sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat 
pengangkatan. Demikian juga halnya mengenai usia paling tinggi hakim 
konstitusi telah diubah, dari semula 67 (enam puluh tujuh) tahun menurut UU 
24/2003 kemudian diubah menjadi 70 (tujuh puluh) tahun; 

[3.16]   Menimbang bahwa perubahan pengaturan mengenai usia hakim 
konstitusi berkaitan erat dengan pengaturan kedudukan Mahkamah Konstitusi 
dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang setara dengan Mahkamah Agung yakni 
keduanya sama-sama sebagai pemegang kekuasaan kehakiman, maka konstruksi 
perubahan ketentuan mengenai usia paling tinggi tersebut merupakan bentuk 
penyetaraan dalam ranah kekuasaan kehakiman. Penyetaraan dalam arti bahwa 
dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU 
3/2009) telah ditentukan terlebih dahulu bahwa, “Ketua, Wakil Ketua, Ketua 
Muda Mahkamah Agung, dan hakim agung diberhentikan dengan hormat dari 
jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung karena: … b. telah berusia 
70 (tujuh puluh) tahun;”. 

Termasuk bagian dari penyetaraan tersebut adalah ditiadakannya 
periodisasi masa jabatan hakim konstitusi yang selama ini diatur selayaknya 
jabatan politik yaitu selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya 

 

 

 

menurut Undang-Undang ini dan mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 
(tujuh puluh) tahun selama keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima 
belas) tahun”. Menurut Mahkamah ketentuan norma tersebut secara gramatikal 
dan sistematis telah jelas, yaitu undang-undang a quo mengecualikan semua 
hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat dari keberlakuan pasal-pasal 
yang mengatur mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, 
terutama ketentuan Pasal 15 UU 7/2020; 

Dengan kata lain undang-undang a quo memberikan status hukum 
kepada semua hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat sebagai seseorang 
yang telah memenuhi syarat pengangkatan sebagai hakim konstitusi menurut 
Pasal 15 UU a quo, dan karenanya yang bersangkutan tetap menjabat sebagai 
hakim konstitusi sampai tercapai batas usia pensiun 70 (tujuh puluh) tahun, atau 
ketika belum mencapai usia 70 (tujuh tahun) tetapi rentang masa kerjanya 
sebagai hakim konstitusi telah mencapai 15 (lima belas) tahun; 

Pemohon dalam permohonannya tidak mempermasalahkan 
kostitusionalitas syarat pengangkatan hakim konstitusi maupun masa kerja atau 
usia pensiun yang diatur dalam Bab IV Pengangkatan Dan Pemberhentian Hakim 
Konstitusi yang berisi Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, 
Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27, namun mempermasalahkan 
konstitusionalitas Pasal 87 huruf b dalam UU 7/2020 yang dalam fungsinya 
sebagai Ketentuan Peralihan menurut Pemohon telah mengesampingkan 
keberlakuan Pasal 15 UU 7/2020 mengenai syarat usia paling rendah 55 (lima 
puluh lima) tahun; 

[3.15]    Menimbang bahwa berkenaan dengan penentuan usia tersebut, penting 
bagi Mahkamah menegaskan kembali bahwa hal tersebut merupakan kebijakan 
hukum pembentuk undang-undang sebagaimana ditegaskan misalnya dalam 
pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, 
hlm. 68 yang menyatakan: 

“….  

Bahwa pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam 
pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan 
menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara 
objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau 
aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur 
diskrimintatif. Dalam kaitan dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak 
menentukan batasan usia minimum tertentu sebagai kriteria yang 
berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. 
Artinya, UUD 1945 menyerahkan kepada pembentuk Undang-Undang 
untuk mengaturnya. Selain itu, Mahkamah dalam putusan Nomor 
15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007 dan putusan Nomor 37- 
39/PUU-VIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010 pada intinya telah 
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[3.18]  Menimbang bahwa berkenaan dengan persoalan pengujian norma di atas, 
Mahkamah selalu menegaskan pengujian norma secara konseptual tidak sama 
dengan pengujian kasus konkret. Namun demikian pada beberapa perkara 
memang diperlukan tinjauan terhadap kasus konkret/faktual tertentu yang 
dimaksudkan sekadar untuk memperjelas atau membuat terang maksud/isi 
suatu norma yang sedang dimohonkan pengujian. 

Dalam perkara a quo Mahkamah menganggap penting untuk 
menjelaskan/menegaskan bahwa hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat 
adalah hakim yang diangkat karena telah memenuhi persyaratan sebagai hakim 
berdasarkan undang-undang terdahulu sebelum diubah oleh Pasal 15 UU 7/2020. 
Persyaratan sebagai hakim konstitusi sebelumnya diatur dalam UU 24/2003 yang 
telah diubah dengan UU 8/2011. 

Sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, pengaturan perubahan usia 
dalam Pasal 15 UU 7/2020 merupakan pilihan kebijakan pembentuk undang-
undang dari semula menentukan usia hakim paling rendah 47 (empat puluh 
tujuh) tahun kemudian diubah menjadi 55 (lima puluh lima) tahun. Pilihan 
kebijakan demikian merupakan sesuatu yang tidak dilarang dan juga tidak 
bertentangan dengan UUD 1945. 

Demikian pula dihapusnya ketentuan mengenai periodisasi jabatan 
hakim konstitusi tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan juga bukan hal yang 
terlarang. Justru peniadaan periodisasi demikian membawa implikasi positif 
berupa penguatan baik dari segi independensi maupun imparsialitas hakim 
konstitusi dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Namun, di sisi 
lain adanya perubahan aturan demikian memang tidak menutup kemungkinan 
akan membawa dampak bagi para pihak yang terkait pengisian jabatan hakim 
konstitusi. Oleh karena itu, agar aturan baru tersebut dapat diberlakukan dengan 
baik tanpa merugikan siapapun yang telah mematuhi undang-undang yang lama, 
maka diperlukan suatu ketentuan peralihan. 

Dalam perkara a quo penafsiran atas ketentuan peralihan berupa Pasal 
87 huruf b UU 7/2020 tidak dapat dilepaskan dari konteks pilihan kebijakan 
pembentuk undang-undang terkait usia jabatan. Dalam kaitan ini, Mahkamah 
dapat memahami bahwa keberadaan Pasal 87 huruf b UU 7/2020 adalah sebagai 
norma “jembatan/penghubung” dalam rangka memberlakukan ketentuan Pasal 
15 UU 7/2020 yang mengubah Pasal 15 UU 8/2011. Dapat juga dikatakan bahwa 
dari sisi penafsiran sistematis, Pasal 87 huruf b UU 7/2020 merupakan 
“jembatan” yang mentransformasikan konsep lama menjadi konsep baru. Anutan 
konsep lama adalah periodisasi jabatan hakim, sedangkan anutan konsep baru 
adalah nonperiodisasi jabatan hakim. Perubahan konsep mendasar demikian 
pada akhirnya membawa implikasi bagi hakim konstitusi yang saat ini sedang 
menjabat; 

 

 

 

untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Peniadaan periodisasi ini secara 
doktriner merupakan salah satu elemen penting dalam menjaga independensi 
dan imparsialitas hakim dalam konteks negara hukum yang demokratis 
konstitusional; 

[3.17] Menimbang bahwa isu utama yang dimohonkan Pemohon adalah 
konstitusionalitas Ketentuan Peralihan berupa Pasal 87 huruf b UU 7/2020, maka 
Mahkamah perlu memberikan pertimbangan hukum mengenai keberadaan 
Ketentuan Peralihan dalam suatu undang-undang. Konsep mengenai ketentuan 
peralihan merupakan ranah ilmu pembentukan peraturan perundang-undangan. 

Pada dasarnya ketentuan peralihan merupakan norma hukum dalam 
suatu peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan sebagai “jembatan” 
antara keberlakuan norma (undang-undang) yang lama dengan keberlakuan 
norma (undang-undang) yang baru, atau norma pengganti. Dengan demikian, 
ketentuan peralihan memuat penyesuaian atas peraturan perundang-undangan 
yang sudah ada pada saat peraturan perundang-undangan baru mulai berlaku, 
agar peraturan perundang-undangan yang baru tersebut dapat berjalan lancar 
dan tidak menimbulkan permasalahan hukum (vide Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, hlm. 77). 

Sebagai bagian dari teknik pembentukan peraturan perundangundangan, 
dalam sistem hukum Indonesia terdapat undang-undang yang secara khusus 
mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, beserta Lampirannya. Di dalam UU a quo dinyatakan bahwa 
“Ketentuan Peralihan” merupakan materi muatan dari batang tubuh suatu 
peraturan perundang-undangan. Norma ketentuan peralihan bersifat opsional 
atau pilihan, yang boleh dirumuskan manakala terdapat keperluan, dan 
sebaliknya tidak perlu dirumuskan jika memang tidak diperlukan. 

Dalam lampiran UU 12/2011, yaitu Lampiran II, Bagian C.4. yang berjudul 
“Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)”, khususnya angka 127 ditentukan tujuan 
dari adanya Ketentuan Peralihan adalah:  

a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;  
b. menjamin kepastian hukum;  
c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak 

perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan 
d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. 
Berkenaan dengan hal tersebut di atas, persoalannya adalah apakah 

benar bahwa pengaturan norma Pasal 87 huruf b UU 7/2020 merupakan 
“jembatan” antara keberlakuan norma lama dengan norma baru yang tidak 
menimbulkan permasalahan hukum. 
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[3.18]  Menimbang bahwa berkenaan dengan persoalan pengujian norma di atas, 
Mahkamah selalu menegaskan pengujian norma secara konseptual tidak sama 
dengan pengujian kasus konkret. Namun demikian pada beberapa perkara 
memang diperlukan tinjauan terhadap kasus konkret/faktual tertentu yang 
dimaksudkan sekadar untuk memperjelas atau membuat terang maksud/isi 
suatu norma yang sedang dimohonkan pengujian. 

Dalam perkara a quo Mahkamah menganggap penting untuk 
menjelaskan/menegaskan bahwa hakim konstitusi yang saat ini sedang menjabat 
adalah hakim yang diangkat karena telah memenuhi persyaratan sebagai hakim 
berdasarkan undang-undang terdahulu sebelum diubah oleh Pasal 15 UU 7/2020. 
Persyaratan sebagai hakim konstitusi sebelumnya diatur dalam UU 24/2003 yang 
telah diubah dengan UU 8/2011. 

Sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, pengaturan perubahan usia 
dalam Pasal 15 UU 7/2020 merupakan pilihan kebijakan pembentuk undang-
undang dari semula menentukan usia hakim paling rendah 47 (empat puluh 
tujuh) tahun kemudian diubah menjadi 55 (lima puluh lima) tahun. Pilihan 
kebijakan demikian merupakan sesuatu yang tidak dilarang dan juga tidak 
bertentangan dengan UUD 1945. 

Demikian pula dihapusnya ketentuan mengenai periodisasi jabatan 
hakim konstitusi tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan juga bukan hal yang 
terlarang. Justru peniadaan periodisasi demikian membawa implikasi positif 
berupa penguatan baik dari segi independensi maupun imparsialitas hakim 
konstitusi dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Namun, di sisi 
lain adanya perubahan aturan demikian memang tidak menutup kemungkinan 
akan membawa dampak bagi para pihak yang terkait pengisian jabatan hakim 
konstitusi. Oleh karena itu, agar aturan baru tersebut dapat diberlakukan dengan 
baik tanpa merugikan siapapun yang telah mematuhi undang-undang yang lama, 
maka diperlukan suatu ketentuan peralihan. 

Dalam perkara a quo penafsiran atas ketentuan peralihan berupa Pasal 
87 huruf b UU 7/2020 tidak dapat dilepaskan dari konteks pilihan kebijakan 
pembentuk undang-undang terkait usia jabatan. Dalam kaitan ini, Mahkamah 
dapat memahami bahwa keberadaan Pasal 87 huruf b UU 7/2020 adalah sebagai 
norma “jembatan/penghubung” dalam rangka memberlakukan ketentuan Pasal 
15 UU 7/2020 yang mengubah Pasal 15 UU 8/2011. Dapat juga dikatakan bahwa 
dari sisi penafsiran sistematis, Pasal 87 huruf b UU 7/2020 merupakan 
“jembatan” yang mentransformasikan konsep lama menjadi konsep baru. Anutan 
konsep lama adalah periodisasi jabatan hakim, sedangkan anutan konsep baru 
adalah nonperiodisasi jabatan hakim. Perubahan konsep mendasar demikian 
pada akhirnya membawa implikasi bagi hakim konstitusi yang saat ini sedang 
menjabat; 

 

 

 

untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Peniadaan periodisasi ini secara 
doktriner merupakan salah satu elemen penting dalam menjaga independensi 
dan imparsialitas hakim dalam konteks negara hukum yang demokratis 
konstitusional; 

[3.17] Menimbang bahwa isu utama yang dimohonkan Pemohon adalah 
konstitusionalitas Ketentuan Peralihan berupa Pasal 87 huruf b UU 7/2020, maka 
Mahkamah perlu memberikan pertimbangan hukum mengenai keberadaan 
Ketentuan Peralihan dalam suatu undang-undang. Konsep mengenai ketentuan 
peralihan merupakan ranah ilmu pembentukan peraturan perundang-undangan. 

Pada dasarnya ketentuan peralihan merupakan norma hukum dalam 
suatu peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan sebagai “jembatan” 
antara keberlakuan norma (undang-undang) yang lama dengan keberlakuan 
norma (undang-undang) yang baru, atau norma pengganti. Dengan demikian, 
ketentuan peralihan memuat penyesuaian atas peraturan perundang-undangan 
yang sudah ada pada saat peraturan perundang-undangan baru mulai berlaku, 
agar peraturan perundang-undangan yang baru tersebut dapat berjalan lancar 
dan tidak menimbulkan permasalahan hukum (vide Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, hlm. 77). 

Sebagai bagian dari teknik pembentukan peraturan perundangundangan, 
dalam sistem hukum Indonesia terdapat undang-undang yang secara khusus 
mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, beserta Lampirannya. Di dalam UU a quo dinyatakan bahwa 
“Ketentuan Peralihan” merupakan materi muatan dari batang tubuh suatu 
peraturan perundang-undangan. Norma ketentuan peralihan bersifat opsional 
atau pilihan, yang boleh dirumuskan manakala terdapat keperluan, dan 
sebaliknya tidak perlu dirumuskan jika memang tidak diperlukan. 

Dalam lampiran UU 12/2011, yaitu Lampiran II, Bagian C.4. yang berjudul 
“Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)”, khususnya angka 127 ditentukan tujuan 
dari adanya Ketentuan Peralihan adalah:  

a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;  
b. menjamin kepastian hukum;  
c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak 

perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan 
d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. 
Berkenaan dengan hal tersebut di atas, persoalannya adalah apakah 

benar bahwa pengaturan norma Pasal 87 huruf b UU 7/2020 merupakan 
“jembatan” antara keberlakuan norma lama dengan norma baru yang tidak 
menimbulkan permasalahan hukum. 
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undang-undang telah memberikan rambu-rambu bahwa untuk proses 
pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif 
[vide Pasal 19 UU 24/2003], sedangkan untuk proses pemilihan hakim konstitusi 
oleh ketiga lembaga tersebut dilaksanakan seleksinya secara objektif, akuntabel, 
transparan, dan terbuka [vide Pasal 20 ayat (2) UU 7/2020]. Artinya, ketiga 
lembaga yang mengajukan hakim konstitusi terikat sepenuhnya pada prinsip-
prinsip pencalonan dan pemilihan atau seleksi hakim konstitusi yang telah 
ditentukan tersebut; 

[3.20]  Menimbang bahwa kewenangan ketiga lembaga negara tersebut untuk 
mengajukan hakim konstitusi merupakan amanat UUD 1945 yang kemudian 
ditegaskan oleh UU MK. Konstruksi hukum demikian harus dimaknai bahwa 
prosedur pemilihan hakim konstitusi yang dilakukan oleh ketiga lembaga negara 
a quo tidak boleh melampaui atau mengubah prosedur yang diberikan oleh UU 
MK apalagi melampaui prosedur yang digariskan oleh UUD 1945; 

Dapat dikatakan pula bahwa meskipun ketiga lembaga negara a quo 
mempunyai hak dan kewenangan untuk menyusun prosedur seleksi/rekrutmen 
tertentu sesuai penafsiran masing-masing atas UU MK, namun ketika UU MK 
diubah oleh pembentuk undang-undang maka ketiga lembaga tersebut harus 
mengikuti perubahan dimaksud. Hal demikian tidak lain karena 
posisi/kedudukan kehendak pembentuk undang-undang (yaitu DPR bersama 
Presiden) harus diletakkan lebih tinggi dibandingkan kehendak DPR, Presiden, 
atau pun MA ketika masing-masing berdiri sendiri dalam konteks pengusulan 
hakim konstitusi; 

[3.21] Menimbang bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Mahkamah 
menemukan fakta hukum mengenai kehendak/keinginan pembentuk 
undangundang terkait Pasal 87 huruf b UU 7/2020. Pembentuk undang-undang 
menghendaki agar “mempertahankan eksistensi hakim Mahkamah Konstitusi 
yang sedang menjabat untuk dianggap tetap memenuhi syarat menurut undang-
undang ini” (vide Keterangan Tertulis Presiden dalam Perkara Nomor 90-96-
100/PUUXVIII/2020), yang dapat dimaknai sebagai kehendak perpanjangan 
jabatan para hakim yang saat ini sedang menjabat, tanpa harus melalui seleksi 
ulang atau tindakan hukum lain sejenis; 

Berdasarkan hal demikian, Mahkamah tidak menemukan adanya cacat 
kehendak atau cacat intensi terkait ketentuan Pasal 87 huruf b juncto Pasal 15 UU 
7/2020 yang dapat mengakibatkan ketentuan a quo melanggar UUD 1945. 
Adanya interpretasi berbeda sebagaimana didalilkan Pemohon karena seolah-
olah Pasal 87 huruf b UU 7/2020 menegasikan ketentuan Pasal 15 UU 7/2020 
mengenai syarat usia minimal hakim konstitusi 55 (lima puluh lima) tahun, 
sehingga hakim konstitusi yang belum berusia 55 (lima puluh lima) tahun –pada 
saat UU 7/2020 diberlakukan– menjadi diuntungkan secara tidak wajar. Menurut 

 

 

 

[3.19]  Menimbang bahwa selain diperlukannya suatu norma “jembatan” bagi 
perubahan konsep hukum yang sedang diterapkan, Mahkamah merasa perlu 
mempertimbangkan perihal posisi atau derajat kehendak pembentuk 
undangundang. Kehendak pembentuk undang-undang, menurut Mahkamah 
berada pada posisi lebih tinggi jika dibandingkan dengan kehendak DPR, 
Presiden, maupun Mahkamah Agung secara parsial atau secara sendiri-sendiri. 
Tentu saja posisi lebih tinggi demikian dalam konteks yang harus selaras dengan 
ide dasar konstitusionalisme di mana UUD 1945 sebagai konstitusi menjadi 
sumber hukum tertinggi atau dasar hukum utama bagi semua kebijakan hukum 
di Indonesia; 

Dalam konteks pengisian jabatan hakim konstitusi, ketiga lembaga 
tersebut di atas yaitu DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung, diberi amanat untuk 
mengisi jabatan hakim Mahkamah Konstitusi dengan cara memilih/mengajukan 
masing-masing sebanyak tiga orang hakim konstitusi. Hal demikian ditegaskan 
oleh Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 yang mengatur, “Mahkamah Konstitusi 
mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh 
Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga 
orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden”. Artinya, 
masing-masing tiga lembaga negara dimaksud mempunyai hak untuk menyeleksi 
dan mengajukan tiga hakim konstitusi pilihan lembaga masing-masing. Di sini 
terlihat proses pemilihan hakim konstitusi merupakan hak masing-masing tiga 
lembaga negara untuk mengatur mekanisme proses pengajuan tiga orang 
anggota hakim konstitusi. Hal demikian terlihat secara eksplisit dalam istilah 
dan/atau frasa yang dipergunakan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h UU 7/2020. 
Namun penting Mahkamah tegaskan bahwa Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 
sesungguhnya tidak membedakan tata cara pengajuan hakim konstitusi, 
walaupun dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf h UU 7/2020 yang mengatur 
salah satu syarat bagi calon hakim konstitusi menentukan calon hakim “yang 
berasal dari lingkungan” Mahkamah Agung sedang menjabat sebagai hakim tinggi 
atau hakim agung. Dengan digunakannya frasa “yang berasal dari lingkungan” 
dalam norma a quo, seolah-olah bermakna bahwa calon hakim konstitusi yang 
diajukan oleh Mahkamah Agung harus berasal dari kalangan internal Mahkamah 
Agung.  

Terlepas dari ketentuan Pasal a quo yang tidak dimohonkan 
pengujiannya oleh Pemohon kepada Mahkamah, namun menurut Mahkamah 
esensi ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf h UU 7/2020 harus tetap 
mengejawantahkan esensi pokok Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang rumusan 
pengaturannya menggunakan frasa “yang diajukan masing-masing”. Karena, pada 
prinsipnya tata cara seleksi, pemilihan dan pengajuan hakim konstitusi oleh tiga 
lembaga (DPR, Presiden dan Mahkamah Agung) diatur oleh ketiga lembaga 
masing-masing tersebut [vide Pasal 20 ayat (1) UU 7/2020]. Namun demikian, 
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undang-undang telah memberikan rambu-rambu bahwa untuk proses 
pencalonan hakim konstitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif 
[vide Pasal 19 UU 24/2003], sedangkan untuk proses pemilihan hakim konstitusi 
oleh ketiga lembaga tersebut dilaksanakan seleksinya secara objektif, akuntabel, 
transparan, dan terbuka [vide Pasal 20 ayat (2) UU 7/2020]. Artinya, ketiga 
lembaga yang mengajukan hakim konstitusi terikat sepenuhnya pada prinsip-
prinsip pencalonan dan pemilihan atau seleksi hakim konstitusi yang telah 
ditentukan tersebut; 

[3.20]  Menimbang bahwa kewenangan ketiga lembaga negara tersebut untuk 
mengajukan hakim konstitusi merupakan amanat UUD 1945 yang kemudian 
ditegaskan oleh UU MK. Konstruksi hukum demikian harus dimaknai bahwa 
prosedur pemilihan hakim konstitusi yang dilakukan oleh ketiga lembaga negara 
a quo tidak boleh melampaui atau mengubah prosedur yang diberikan oleh UU 
MK apalagi melampaui prosedur yang digariskan oleh UUD 1945; 

Dapat dikatakan pula bahwa meskipun ketiga lembaga negara a quo 
mempunyai hak dan kewenangan untuk menyusun prosedur seleksi/rekrutmen 
tertentu sesuai penafsiran masing-masing atas UU MK, namun ketika UU MK 
diubah oleh pembentuk undang-undang maka ketiga lembaga tersebut harus 
mengikuti perubahan dimaksud. Hal demikian tidak lain karena 
posisi/kedudukan kehendak pembentuk undang-undang (yaitu DPR bersama 
Presiden) harus diletakkan lebih tinggi dibandingkan kehendak DPR, Presiden, 
atau pun MA ketika masing-masing berdiri sendiri dalam konteks pengusulan 
hakim konstitusi; 

[3.21] Menimbang bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Mahkamah 
menemukan fakta hukum mengenai kehendak/keinginan pembentuk 
undangundang terkait Pasal 87 huruf b UU 7/2020. Pembentuk undang-undang 
menghendaki agar “mempertahankan eksistensi hakim Mahkamah Konstitusi 
yang sedang menjabat untuk dianggap tetap memenuhi syarat menurut undang-
undang ini” (vide Keterangan Tertulis Presiden dalam Perkara Nomor 90-96-
100/PUUXVIII/2020), yang dapat dimaknai sebagai kehendak perpanjangan 
jabatan para hakim yang saat ini sedang menjabat, tanpa harus melalui seleksi 
ulang atau tindakan hukum lain sejenis; 

Berdasarkan hal demikian, Mahkamah tidak menemukan adanya cacat 
kehendak atau cacat intensi terkait ketentuan Pasal 87 huruf b juncto Pasal 15 UU 
7/2020 yang dapat mengakibatkan ketentuan a quo melanggar UUD 1945. 
Adanya interpretasi berbeda sebagaimana didalilkan Pemohon karena seolah-
olah Pasal 87 huruf b UU 7/2020 menegasikan ketentuan Pasal 15 UU 7/2020 
mengenai syarat usia minimal hakim konstitusi 55 (lima puluh lima) tahun, 
sehingga hakim konstitusi yang belum berusia 55 (lima puluh lima) tahun –pada 
saat UU 7/2020 diberlakukan– menjadi diuntungkan secara tidak wajar. Menurut 

 

 

 

[3.19]  Menimbang bahwa selain diperlukannya suatu norma “jembatan” bagi 
perubahan konsep hukum yang sedang diterapkan, Mahkamah merasa perlu 
mempertimbangkan perihal posisi atau derajat kehendak pembentuk 
undangundang. Kehendak pembentuk undang-undang, menurut Mahkamah 
berada pada posisi lebih tinggi jika dibandingkan dengan kehendak DPR, 
Presiden, maupun Mahkamah Agung secara parsial atau secara sendiri-sendiri. 
Tentu saja posisi lebih tinggi demikian dalam konteks yang harus selaras dengan 
ide dasar konstitusionalisme di mana UUD 1945 sebagai konstitusi menjadi 
sumber hukum tertinggi atau dasar hukum utama bagi semua kebijakan hukum 
di Indonesia; 

Dalam konteks pengisian jabatan hakim konstitusi, ketiga lembaga 
tersebut di atas yaitu DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung, diberi amanat untuk 
mengisi jabatan hakim Mahkamah Konstitusi dengan cara memilih/mengajukan 
masing-masing sebanyak tiga orang hakim konstitusi. Hal demikian ditegaskan 
oleh Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 yang mengatur, “Mahkamah Konstitusi 
mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh 
Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga 
orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden”. Artinya, 
masing-masing tiga lembaga negara dimaksud mempunyai hak untuk menyeleksi 
dan mengajukan tiga hakim konstitusi pilihan lembaga masing-masing. Di sini 
terlihat proses pemilihan hakim konstitusi merupakan hak masing-masing tiga 
lembaga negara untuk mengatur mekanisme proses pengajuan tiga orang 
anggota hakim konstitusi. Hal demikian terlihat secara eksplisit dalam istilah 
dan/atau frasa yang dipergunakan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h UU 7/2020. 
Namun penting Mahkamah tegaskan bahwa Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 
sesungguhnya tidak membedakan tata cara pengajuan hakim konstitusi, 
walaupun dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf h UU 7/2020 yang mengatur 
salah satu syarat bagi calon hakim konstitusi menentukan calon hakim “yang 
berasal dari lingkungan” Mahkamah Agung sedang menjabat sebagai hakim tinggi 
atau hakim agung. Dengan digunakannya frasa “yang berasal dari lingkungan” 
dalam norma a quo, seolah-olah bermakna bahwa calon hakim konstitusi yang 
diajukan oleh Mahkamah Agung harus berasal dari kalangan internal Mahkamah 
Agung.  

Terlepas dari ketentuan Pasal a quo yang tidak dimohonkan 
pengujiannya oleh Pemohon kepada Mahkamah, namun menurut Mahkamah 
esensi ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf h UU 7/2020 harus tetap 
mengejawantahkan esensi pokok Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang rumusan 
pengaturannya menggunakan frasa “yang diajukan masing-masing”. Karena, pada 
prinsipnya tata cara seleksi, pemilihan dan pengajuan hakim konstitusi oleh tiga 
lembaga (DPR, Presiden dan Mahkamah Agung) diatur oleh ketiga lembaga 
masing-masing tersebut [vide Pasal 20 ayat (1) UU 7/2020]. Namun demikian, 
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Menurut Mahkamah, asumsi kerugian konstitusionalitas yang dibangun 
Pemohon dalam perkara a quo pada dasarnya sebangun dengan asumsi kerugian 
konstitusionalitas atas batasan usia, baik batasan usia pada jabatan tertentu atau 
batasan usia lainnya. Beberapa di antara batasan usia demikian telah diajukan 
sebagai perkara konstitusionalitas di Mahkamah dan telah diputus, sebagaimana 
telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.14] sampai dengan Paragraf [3.16] di 
atas. Dalam berbagai putusannya sampai saat ini Mahkamah masih tetap pada 
pendiriannya bahwa penentuan batasan usia merupakan kebijakan hukum 
terbuka dari pembentuk undang-undang selama pilihan demikian merupakan 
pilihan terbaik dalam arti memilih kebijakan hukum yang dampaknya paling 
ringan bagi seluruh pihak terdampak berdasarkan prinsip maximum minimorum; 

Dalam kasus adanya ketentuan yang mengakibatkan berubahnya syarat 
terkait usia, hal demikian memang dapat dilihat sebagai kerugian bagi Pemohon 
dan masyarakat pada umumnya. Namun kerugian yang demikian bersifat relatif, 
dalam arti berapapun batasan usia yang dipilih, pembatasan usia akan 
menghalangi orangorang tertentu yang usianya di luar batasan tersebut. 
Kerugian relatif yang demikian menurut Mahkamah tidak dapat dijadikan satu-
satunya argumen bahwa suatu kebijakan bertentangan dengan UUD 1945; 

[3.24]  Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, 
menurut Mahkamah ketentuan norma Pasal 87 huruf b UU 7/2020 telah sejalan 
dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D 
ayat (1) UUD 1945. Oleh karenanya, dalil permohonan Pemohon sepanjang 
mengenai Pasal 87 huruf b UU 7/2020 adalah tidak beralasan menurut hukum; 

[3.25]  Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan 
permohonan Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 87 huruf a 
UU 7/2020. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, ketentuan a quo adalah 
aturan peralihan yang mengatur mengenai jabatan Ketua dan Wakil Ketua 
Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya Pasal 87 huruf a UU 7/2020 mengatur, 
“Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua 
Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah 
Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan 
undang-undang ini”; 

Menurut Pemohon, ketentuan a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat 
(1) UUD 1945 dan mengakibatkan ketidakpastian hukum karena ketentuan Pasal 
87 huruf a UU 7/2020 bertentangan atau tidak selaras dengan ketentuan Pasal 4 
ayat (3) UU 7/2020. Dalam hal ini, Pasal 87 huruf a UU 7/2020 mengatur, “Hakim 
konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah 
Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 
sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang 
ini;”. Sementara itu, Pasal 4 ayat (3) UU 7/2020 mengatur, “Ketua dan Wakil Ketua 

 

 

 

Mahkamah, jika merujuk pada keterangan pembentuk undang-undang, hakim 
konstitusi yang berusia kurang dari 55 (lima puluh lima) tahun pada saat UU 
7/2020 diundangkan tetap diinginkan pembentuk undang-undang untuk tetap 
menjabat sebagai hakim konstitusi karena secara usia hakim konstitusi 
bersangkutan telah memenuhi syarat usia berdasarkan undang-undang lama 
yang menjadi dasar ketika yang bersangkutan diangkat; 

Bahkan secara sistematis hakim yang belum berusia 55 tahun dimaksud 
juga diberi pembatasan dalam Pasal 87 huruf b UU 7/2020 yaitu “hanya” 
menjabat maksimal 15 (lima belas) tahun. Padahal Pasal 23 ayat (1) huruf c UU 
7/2020 mengatur usia pensiun hakim konstitusi atau berhentinya dari jabatan 
adalah 70 (tujuh puluh) tahun. Seandainya pembentuk UU 7/2020 mempunyai 
intensi untuk menguntungkan hakim konstitusi yang belum berusia 55 (lima 
puluh lima) tahun pada saat UU 7/2020 berlaku, tentunya hal demikian akan 
dapat lebih diterima secara nalar jika tidak ada pembatasan masa jabatan selama 
15 (lima belas) tahun sehingga hakim bersangkutan dapat menjabat sebagai 
hakim selama lebih dari 15 (lima belas) tahun; 

[3.22]    Menimbang bahwa setelah jelas bagi Mahkamah akan niat sesungguhnya 
(original intent) dari Pembentuk Undang-Undang dalam pembentukan UU 
7/2020, maka Mahkamah berpendapat ketentuan Pasal 87 huruf b UU 7/2020 
tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pembacaan atas 
rumusan Pasal 87 huruf b UU 7/2020 menurut Mahkamah harus dipahami 
semata-mata sebagai aturan peralihan yang menghubungkan agar aturan baru 
dapat berlaku selaras dengan aturan lama. Bahwa untuk menegaskan ketentuan 
peralihan tersebut tidak dibuat untuk memberikan keistimewaan terselubung 
kepada orang tertentu yang saat ini sedang menjabat sebagai hakim konstitusi, 
maka Mahkamah berpendapat diperlukan tindakan hukum untuk menegaskan 
pemaknaan tersebut. Tindakan hukum demikian berupa konfirmasi oleh 
Mahkamah kepada lembaga yang mengajukan hakim konstitusi yang saat ini 
sedang menjabat. Konfirmasi yang dimaksud mengandung arti bahwa hakim 
konstitusi melalui Mahkamah Konstitusi menyampaikan pemberitahuan ihwal 
melanjutkan masa jabatannya yang tidak lagi mengenal adanya periodisasi 
kepada masing-masing lembaga pengusul (DPR, Presiden, dan Mahkamah 
Agung); 

[3.23] Menimbang bahwa hal selanjutnya yang harus dipertimbangkan 
Mahkamah adalah mengenai ketentuan Pasal 87 huruf b UU 7/2020 dengan 
makna yang telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.21] dan Paragraf [3.22] 
tersebut, apakah secara potensial maupun aktual telah merugikan hak 
konstitusional Pemohon dan masyarakat pada umumnya untuk mengajukan diri 
menjadi hakim konstitusi; 
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Menurut Mahkamah, asumsi kerugian konstitusionalitas yang dibangun 
Pemohon dalam perkara a quo pada dasarnya sebangun dengan asumsi kerugian 
konstitusionalitas atas batasan usia, baik batasan usia pada jabatan tertentu atau 
batasan usia lainnya. Beberapa di antara batasan usia demikian telah diajukan 
sebagai perkara konstitusionalitas di Mahkamah dan telah diputus, sebagaimana 
telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.14] sampai dengan Paragraf [3.16] di 
atas. Dalam berbagai putusannya sampai saat ini Mahkamah masih tetap pada 
pendiriannya bahwa penentuan batasan usia merupakan kebijakan hukum 
terbuka dari pembentuk undang-undang selama pilihan demikian merupakan 
pilihan terbaik dalam arti memilih kebijakan hukum yang dampaknya paling 
ringan bagi seluruh pihak terdampak berdasarkan prinsip maximum minimorum; 

Dalam kasus adanya ketentuan yang mengakibatkan berubahnya syarat 
terkait usia, hal demikian memang dapat dilihat sebagai kerugian bagi Pemohon 
dan masyarakat pada umumnya. Namun kerugian yang demikian bersifat relatif, 
dalam arti berapapun batasan usia yang dipilih, pembatasan usia akan 
menghalangi orangorang tertentu yang usianya di luar batasan tersebut. 
Kerugian relatif yang demikian menurut Mahkamah tidak dapat dijadikan satu-
satunya argumen bahwa suatu kebijakan bertentangan dengan UUD 1945; 

[3.24]  Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, 
menurut Mahkamah ketentuan norma Pasal 87 huruf b UU 7/2020 telah sejalan 
dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D 
ayat (1) UUD 1945. Oleh karenanya, dalil permohonan Pemohon sepanjang 
mengenai Pasal 87 huruf b UU 7/2020 adalah tidak beralasan menurut hukum; 

[3.25]  Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan 
permohonan Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 87 huruf a 
UU 7/2020. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, ketentuan a quo adalah 
aturan peralihan yang mengatur mengenai jabatan Ketua dan Wakil Ketua 
Mahkamah Konstitusi. Selengkapnya Pasal 87 huruf a UU 7/2020 mengatur, 
“Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua 
Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah 
Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan 
undang-undang ini”; 

Menurut Pemohon, ketentuan a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat 
(1) UUD 1945 dan mengakibatkan ketidakpastian hukum karena ketentuan Pasal 
87 huruf a UU 7/2020 bertentangan atau tidak selaras dengan ketentuan Pasal 4 
ayat (3) UU 7/2020. Dalam hal ini, Pasal 87 huruf a UU 7/2020 mengatur, “Hakim 
konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah 
Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 
sampai dengan masa jabatannya berakhir berdasarkan ketentuan undang-undang 
ini;”. Sementara itu, Pasal 4 ayat (3) UU 7/2020 mengatur, “Ketua dan Wakil Ketua 

 

 

 

Mahkamah, jika merujuk pada keterangan pembentuk undang-undang, hakim 
konstitusi yang berusia kurang dari 55 (lima puluh lima) tahun pada saat UU 
7/2020 diundangkan tetap diinginkan pembentuk undang-undang untuk tetap 
menjabat sebagai hakim konstitusi karena secara usia hakim konstitusi 
bersangkutan telah memenuhi syarat usia berdasarkan undang-undang lama 
yang menjadi dasar ketika yang bersangkutan diangkat; 

Bahkan secara sistematis hakim yang belum berusia 55 tahun dimaksud 
juga diberi pembatasan dalam Pasal 87 huruf b UU 7/2020 yaitu “hanya” 
menjabat maksimal 15 (lima belas) tahun. Padahal Pasal 23 ayat (1) huruf c UU 
7/2020 mengatur usia pensiun hakim konstitusi atau berhentinya dari jabatan 
adalah 70 (tujuh puluh) tahun. Seandainya pembentuk UU 7/2020 mempunyai 
intensi untuk menguntungkan hakim konstitusi yang belum berusia 55 (lima 
puluh lima) tahun pada saat UU 7/2020 berlaku, tentunya hal demikian akan 
dapat lebih diterima secara nalar jika tidak ada pembatasan masa jabatan selama 
15 (lima belas) tahun sehingga hakim bersangkutan dapat menjabat sebagai 
hakim selama lebih dari 15 (lima belas) tahun; 

[3.22]    Menimbang bahwa setelah jelas bagi Mahkamah akan niat sesungguhnya 
(original intent) dari Pembentuk Undang-Undang dalam pembentukan UU 
7/2020, maka Mahkamah berpendapat ketentuan Pasal 87 huruf b UU 7/2020 
tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pembacaan atas 
rumusan Pasal 87 huruf b UU 7/2020 menurut Mahkamah harus dipahami 
semata-mata sebagai aturan peralihan yang menghubungkan agar aturan baru 
dapat berlaku selaras dengan aturan lama. Bahwa untuk menegaskan ketentuan 
peralihan tersebut tidak dibuat untuk memberikan keistimewaan terselubung 
kepada orang tertentu yang saat ini sedang menjabat sebagai hakim konstitusi, 
maka Mahkamah berpendapat diperlukan tindakan hukum untuk menegaskan 
pemaknaan tersebut. Tindakan hukum demikian berupa konfirmasi oleh 
Mahkamah kepada lembaga yang mengajukan hakim konstitusi yang saat ini 
sedang menjabat. Konfirmasi yang dimaksud mengandung arti bahwa hakim 
konstitusi melalui Mahkamah Konstitusi menyampaikan pemberitahuan ihwal 
melanjutkan masa jabatannya yang tidak lagi mengenal adanya periodisasi 
kepada masing-masing lembaga pengusul (DPR, Presiden, dan Mahkamah 
Agung); 

[3.23] Menimbang bahwa hal selanjutnya yang harus dipertimbangkan 
Mahkamah adalah mengenai ketentuan Pasal 87 huruf b UU 7/2020 dengan 
makna yang telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.21] dan Paragraf [3.22] 
tersebut, apakah secara potensial maupun aktual telah merugikan hak 
konstitusional Pemohon dan masyarakat pada umumnya untuk mengajukan diri 
menjadi hakim konstitusi; 
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Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil 
Pemohon berkenaan dengan Pasal 87 huruf a UU 7/2020 beralasan menurut 
hukum atau dengan kata lain Pasal 87 huruf a UU 7/2020 tidak lagi mempunyai 
kekuatan hukum mengikat sejak Putusan ini selesai diucapkan. Namun demikian, 
agar tidak menimbulkan persoalan/dampak administratif atas putusan a quo 
maka Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang saat ini menjabat 
dinyatakan tetap sah sampai dengan dipilihnya Ketua dan Wakil Ketua 
sebagaimana amanat Pasal 24C ayat (4) UUD 1945. Oleh karena itu, dalam waktu 
paling lama 9 (sembilan) bulan sejak putusan ini diucapkan harus dilakukan 
pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi;  

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di 
atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon sepanjang mengenai Pasal 87 
huruf b UU 7/2020 adalah tidak beralasan menurut hukum, sedangkan terkait 
dengan pengujian norma Pasal 87 huruf a UU 7/2020 permohonan Pemohon 
beralasan menurut hukum; 

[3.28] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang tidak relevan Mahkamah 
tidak mempertimbangkan lebih lanjut, sehingga harus dinyatakan tidak 
beralasan menurut hukum. 

 
F. AMAR PUTUSAN 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.  
2. Menyatakan Pasal 87 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6554) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 
sebagaimana mestinya; 

4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.  
 

G. PENUTUP 
Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan 
mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung 
memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno 
terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang 
wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ 
penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, 
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 96/PUU-XVIII/2020 yang 
menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima terhadap pengujian UU 

 

 

 

Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa 
jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan 
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi”.  

[3.26]  Menimbang bahwa setelah mencermati rumusan Pasal 4 ayat (3) juncto 
Pasal 87 huruf a UU 7/2020, secara sistematis Mahkamah memahami bahwa UU 
7/2020 mengubah periodisasi masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah 
Konstitusi. Pada era UU 24/2003 satu periode masa jabatan Ketua dan Wakil 
Ketua Mahkamah Konstitusi adalah selama 3 (tiga) tahun [vide Pasal 4 ayat (3) 
UU 24/2003]; kemudian satu periode masa jabatan diubah menjadi 2 (dua) tahun 
6 (enam) bulan [vide Pasal 4 ayat (3) UU 8/2011]; dan terakhir diubah menjadi 
satu periode adalah 5 (lima) tahun [vide Pasal 4 ayat (3) UU 7/2020]; 

Perubahan periodisasi menjadi 5 (lima) tahun demikian dirumuskan 
menjadi substansi Pasal 4 ayat (3) UU 7/2020 yang berlaku sejak tanggal UU a 
quo diundangkan. Pemberlakuan aturan baru tersebut menimbulkan masalah 
hukum berkenaan dengan masih berlaku/berlangsungnya jabatan sebagai Ketua 
dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang jabatan demikian 
diemban/diperoleh berdasarkan UU 8/2011; 

Permasalahan tersebut dijawab pembentuk undang-undang dengan 
mengkonstruksi ketentuan peralihan berupa Pasal 87 huruf a UU 7/2020 yang 
pada pokoknya mengatur bahwa Ketua dan Wakil Ketua yang terpilih sebagai 
Ketua dan Wakil Ketua berdasarkan UU 8/2011 dan masih menjabat sebagai 
Ketua dan Wakil Ketua pada saat UU 7/2020 mulai diberlakukan, maka yang 
bersangkutan tetap menjabat “sampai dengan masa jabatannya berakhir 
berdasarkan ketentuan undang-undang ini”. 

Namun menurut Mahkamah ketentuan demikian memunculkan 
kemenduaan makna (ambigu) karena adanya penggunaan frasa “masa 
jabatannya”. Frasa “masa jabatan” yang disebutkan UU 7/2020 ternyata 
dipergunakan dalam dua arti/konteks, yaitu masa jabatan sebagai Hakim 
Konstitusi dan masa jabatan sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah 
Konstitusi. Tidak adanya penegasan arti/konteks “masa jabatan” mana yang 
diacu oleh Pasal 87 huruf a UU 7/2020 telah menciptakan ketidakpastian hukum 
dan karenanya bertentangan dengan UUD 1945. 

Selain karena persoalan ambiguitas di atas, ketentuan Pasal 87 huruf a 
UU 7/2020 tidak sesuai dengan amanat Pasal 24C ayat (4) UUD 1945 yang telah 
dengan tegas menyatakan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih 
dari dan oleh hakim konstitusi. Oleh karenanya, Ketua dan Wakil Ketua 
Mahkamah Konstitusi tidak dapat langsung menjabat tanpa melalui proses 
pemilihan dari dan oleh hakim konstitusi. Dengan demikian, proses pemilihan 
Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi harus dikembalikan pada esensi 
pokok amanat Pasal 24C ayat (4) UUD 1945; 
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Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil 
Pemohon berkenaan dengan Pasal 87 huruf a UU 7/2020 beralasan menurut 
hukum atau dengan kata lain Pasal 87 huruf a UU 7/2020 tidak lagi mempunyai 
kekuatan hukum mengikat sejak Putusan ini selesai diucapkan. Namun demikian, 
agar tidak menimbulkan persoalan/dampak administratif atas putusan a quo 
maka Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang saat ini menjabat 
dinyatakan tetap sah sampai dengan dipilihnya Ketua dan Wakil Ketua 
sebagaimana amanat Pasal 24C ayat (4) UUD 1945. Oleh karena itu, dalam waktu 
paling lama 9 (sembilan) bulan sejak putusan ini diucapkan harus dilakukan 
pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi;  

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di 
atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon sepanjang mengenai Pasal 87 
huruf b UU 7/2020 adalah tidak beralasan menurut hukum, sedangkan terkait 
dengan pengujian norma Pasal 87 huruf a UU 7/2020 permohonan Pemohon 
beralasan menurut hukum; 

[3.28] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang tidak relevan Mahkamah 
tidak mempertimbangkan lebih lanjut, sehingga harus dinyatakan tidak 
beralasan menurut hukum. 

 
F. AMAR PUTUSAN 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.  
2. Menyatakan Pasal 87 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 
2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6554) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 
sebagaimana mestinya; 

4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.  
 

G. PENUTUP 
Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan 
mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung 
memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno 
terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang 
wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ 
penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, 
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 96/PUU-XVIII/2020 yang 
menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima terhadap pengujian UU 

 

 

 

Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh anggota hakim konstitusi untuk masa 
jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan Ketua dan 
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi”.  

[3.26]  Menimbang bahwa setelah mencermati rumusan Pasal 4 ayat (3) juncto 
Pasal 87 huruf a UU 7/2020, secara sistematis Mahkamah memahami bahwa UU 
7/2020 mengubah periodisasi masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah 
Konstitusi. Pada era UU 24/2003 satu periode masa jabatan Ketua dan Wakil 
Ketua Mahkamah Konstitusi adalah selama 3 (tiga) tahun [vide Pasal 4 ayat (3) 
UU 24/2003]; kemudian satu periode masa jabatan diubah menjadi 2 (dua) tahun 
6 (enam) bulan [vide Pasal 4 ayat (3) UU 8/2011]; dan terakhir diubah menjadi 
satu periode adalah 5 (lima) tahun [vide Pasal 4 ayat (3) UU 7/2020]; 

Perubahan periodisasi menjadi 5 (lima) tahun demikian dirumuskan 
menjadi substansi Pasal 4 ayat (3) UU 7/2020 yang berlaku sejak tanggal UU a 
quo diundangkan. Pemberlakuan aturan baru tersebut menimbulkan masalah 
hukum berkenaan dengan masih berlaku/berlangsungnya jabatan sebagai Ketua 
dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi yang jabatan demikian 
diemban/diperoleh berdasarkan UU 8/2011; 

Permasalahan tersebut dijawab pembentuk undang-undang dengan 
mengkonstruksi ketentuan peralihan berupa Pasal 87 huruf a UU 7/2020 yang 
pada pokoknya mengatur bahwa Ketua dan Wakil Ketua yang terpilih sebagai 
Ketua dan Wakil Ketua berdasarkan UU 8/2011 dan masih menjabat sebagai 
Ketua dan Wakil Ketua pada saat UU 7/2020 mulai diberlakukan, maka yang 
bersangkutan tetap menjabat “sampai dengan masa jabatannya berakhir 
berdasarkan ketentuan undang-undang ini”. 

Namun menurut Mahkamah ketentuan demikian memunculkan 
kemenduaan makna (ambigu) karena adanya penggunaan frasa “masa 
jabatannya”. Frasa “masa jabatan” yang disebutkan UU 7/2020 ternyata 
dipergunakan dalam dua arti/konteks, yaitu masa jabatan sebagai Hakim 
Konstitusi dan masa jabatan sebagai Ketua atau Wakil Ketua Mahkamah 
Konstitusi. Tidak adanya penegasan arti/konteks “masa jabatan” mana yang 
diacu oleh Pasal 87 huruf a UU 7/2020 telah menciptakan ketidakpastian hukum 
dan karenanya bertentangan dengan UUD 1945. 

Selain karena persoalan ambiguitas di atas, ketentuan Pasal 87 huruf a 
UU 7/2020 tidak sesuai dengan amanat Pasal 24C ayat (4) UUD 1945 yang telah 
dengan tegas menyatakan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih 
dari dan oleh hakim konstitusi. Oleh karenanya, Ketua dan Wakil Ketua 
Mahkamah Konstitusi tidak dapat langsung menjabat tanpa melalui proses 
pemilihan dari dan oleh hakim konstitusi. Dengan demikian, proses pemilihan 
Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi harus dikembalikan pada esensi 
pokok amanat Pasal 24C ayat (4) UUD 1945; 
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Ditolak dan 

Tidak Dapat Diterima Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) 
 
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XVIII/2020 PERIHAL 

PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 
2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 

TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI 
DAN 

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI 

TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
TAHUN 1945 

 
20 JUNI 2022 

 
 

A. PENDAHULUAN 
Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022, pukul 16.42 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU 
7/2020) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi (selanjutnya disebut UU 24/2003) terhadap Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 
1945) dalam Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020. Dalam Sidang Pengucapan 
Putusan Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020, perwakilan DPR RI dihadiri secara 
virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan 
jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan 
Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU 7/2020 dan UU 24/2003 diajukan oleh Raden 
Violla Reininda Hafidz, S.H., dkk., yang berjumlah 7 (tujuh) Pemohon, dalam hal 

 

 

 

7/2020 mengandung arti bahwa ketentuan a quo tidak bertentangan dengan UUD 
NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

BADAN KEAHLIAN 
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 

2022 
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Ditolak dan 

Tidak Dapat Diterima Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) 
 
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XVIII/2020 PERIHAL 

PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 
2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 

TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI 
DAN 

PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 
TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI 

TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
TAHUN 1945 

 
20 JUNI 2022 

 
 

A. PENDAHULUAN 
Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022, pukul 16.42 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU 
7/2020) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 
Konstitusi (selanjutnya disebut UU 24/2003) terhadap Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 
1945) dalam Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020. Dalam Sidang Pengucapan 
Putusan Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020, perwakilan DPR RI dihadiri secara 
virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan 
jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan 
Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU 7/2020 dan UU 24/2003 diajukan oleh Raden 
Violla Reininda Hafidz, S.H., dkk., yang berjumlah 7 (tujuh) Pemohon, dalam hal 

 

 

 

7/2020 mengandung arti bahwa ketentuan a quo tidak bertentangan dengan UUD 
NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

BADAN KEAHLIAN 
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 

2022 
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Pasal 87 UU 7/2020: 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:  
a. Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua 

Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua 
Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir 
berdasarkan ketentuan undang-undang ini;  

b. Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini 
diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan 
mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama 
keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun. 

 
Pasal 18 ayat (1) UU 24/2003: 

Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah 
Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk 
ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 

 
Penjelasan Pasal 19 UU 24/2003: 

Berdasarkan ketentuan ini, calon hakim konstitusi dipublikasikan di media 
massa baik cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat mempunyai 
kesempatan untuk ikut memberi masukan atas calon hakim yang 
bersangkutan. 

 
D. BATU UJI 

Bahwa pengujian materiil Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h, Pasal 20 ayat (1) 
dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1) huruf c, Pasal 59 ayat (2), Pasal 87 huruf a dan 
huruf b UU 7/2020 serta Pasal 18 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 19 UU 24/2003 
dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 
24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) 
dan ayat (3), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 karena 
dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional 
Para Pemohon.  
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian formil UU 7/2020 dan materiil Pasal 15 ayat (2) huruf 
d dan huruf h, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1) huruf c, Pasal 59 
ayat (2), Pasal 87 huruf a dan huruf b UU 7/2020 serta Pasal 18 ayat (1) dan 
Penjelasan Pasal 19 UU 24/2003 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi 
memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 

[3.15]  Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara 
saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, 
keterangan ahli dan saksi para Pemohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan 
oleh para Pemohon, kesimpulan tertulis para Pemohon, surat Amicus Curiae, 
sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, maka 

 

 

ini diwakili oleh Arif Maulana, S.H., M.H., dkk., para Advokat, yang selanjutnya 
disebut Para Pemohon. 
 

C. PASAL/AYAT UU 7/2020 dan UU 24/2003 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengujikan ketentuan Pasal 15 
ayat (2) huruf d dan huruf h, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1) huruf 
c, Pasal 59 ayat (2), Pasal 87 huruf a dan huruf b UU 7/2020 serta Pasal 18 ayat 
(1) dan Penjelasan Pasal 19 UU 24/2003 yang berketentuan sebagai berikut: 
 

Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h UU 7/2020: 
(1) …. 
(2) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi 

syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim 
konstitusi harus memenuhi syarat:  
a. … 
b. …  
c. … 
d. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun;  
e. … 
f. … 
g. … 
h. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima 

belas) tahun dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari linkungan 
Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai 
hakim agung. 

 
Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2020: 

(1) Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim 
konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1). 

(2) Proses pemilihan hakim konstitusi dari ketiga unsur lembaga negara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi 
yang objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka oleh masing-masing 
lembaga negara. 

 
Pasal 23 ayat (1) huruf c dan huruf d UU 7/2020: 

(1) Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan:  
a. …;  
b. …; 
c. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun; 
d. ...; 
e. .... 

 
Pasal 59 ayat (2) UU 7/2020: 

(1) …  
(2) Dihapus. 
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Pasal 87 UU 7/2020: 

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:  
a. Hakim konstitusi yang saat ini menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua 

Mahkamah Konstitusi tetap menjabat sebagai Ketua atau Wakil Ketua 
Mahkamah Konstitusi sampai dengan masa jabatannya berakhir 
berdasarkan ketentuan undang-undang ini;  

b. Hakim konstitusi yang sedang menjabat pada saat Undang-Undang ini 
diundangkan dianggap memenuhi syarat menurut Undang-Undang ini dan 
mengakhiri masa tugasnya sampai usia 70 (tujuh puluh) tahun selama 
keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 (lima belas) tahun. 

 
Pasal 18 ayat (1) UU 24/2003: 

Hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah 
Agung, 3 (tiga) orang oleh DPR, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden, untuk 
ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 

 
Penjelasan Pasal 19 UU 24/2003: 

Berdasarkan ketentuan ini, calon hakim konstitusi dipublikasikan di media 
massa baik cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat mempunyai 
kesempatan untuk ikut memberi masukan atas calon hakim yang 
bersangkutan. 

 
D. BATU UJI 

Bahwa pengujian materiil Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h, Pasal 20 ayat (1) 
dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1) huruf c, Pasal 59 ayat (2), Pasal 87 huruf a dan 
huruf b UU 7/2020 serta Pasal 18 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 19 UU 24/2003 
dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 
24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) 
dan ayat (3), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 karena 
dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional 
Para Pemohon.  
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian formil UU 7/2020 dan materiil Pasal 15 ayat (2) huruf 
d dan huruf h, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1) huruf c, Pasal 59 
ayat (2), Pasal 87 huruf a dan huruf b UU 7/2020 serta Pasal 18 ayat (1) dan 
Penjelasan Pasal 19 UU 24/2003 dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi 
memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 

[3.15]  Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara 
saksama permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, 
keterangan ahli dan saksi para Pemohon, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan 
oleh para Pemohon, kesimpulan tertulis para Pemohon, surat Amicus Curiae, 
sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, maka 

 

 

ini diwakili oleh Arif Maulana, S.H., M.H., dkk., para Advokat, yang selanjutnya 
disebut Para Pemohon. 
 

C. PASAL/AYAT UU 7/2020 dan UU 24/2003 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengujikan ketentuan Pasal 15 
ayat (2) huruf d dan huruf h, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1) huruf 
c, Pasal 59 ayat (2), Pasal 87 huruf a dan huruf b UU 7/2020 serta Pasal 18 ayat 
(1) dan Penjelasan Pasal 19 UU 24/2003 yang berketentuan sebagai berikut: 
 

Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h UU 7/2020: 
(1) …. 
(2) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi 

syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim 
konstitusi harus memenuhi syarat:  
a. … 
b. …  
c. … 
d. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun;  
e. … 
f. … 
g. … 
h. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima 

belas) tahun dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari linkungan 
Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai 
hakim agung. 

 
Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2020: 

(1) Ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim 
konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1). 

(2) Proses pemilihan hakim konstitusi dari ketiga unsur lembaga negara 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses seleksi 
yang objektif, akuntabel, transparan, dan terbuka oleh masing-masing 
lembaga negara. 

 
Pasal 23 ayat (1) huruf c dan huruf d UU 7/2020: 

(1) Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan:  
a. …;  
b. …; 
c. telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun; 
d. ...; 
e. .... 

 
Pasal 59 ayat (2) UU 7/2020: 

(1) …  
(2) Dihapus. 

PANLAK UU/PUSPANLAK UU TW III 2022



250

 

 

tertutup untuk diusulkan dan dibahas dalam daftar kumulatif terbuka sebab 
perubahan UU a quo memang memenuhi kriteria daftar kumulatif terbuka 
sebagaimana pertimbangan di atas. 

Dikarenakan perubahan UU a quo dalam rangka menindaklanjuti 
putusan-putusan Mahkamah Konstitusi maka tidak relevan lagi apabila proses 
pembahasan rancangan undang-undang tersebut masih dipersyaratkan 
pembahasan, termasuk dalam hal ini adalah syarat partisipasi publik yang ketat 
sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, 
bertanggal 25 November 2021. Hal ini dimaksudkan agar esensi perubahan 
tersebut sepenuhnya mengadopsi substansi putusan Mahkamah Konstitusi. 
Dalam hal ini, jika perubahan tersebut dilakukan sebagaimana layaknya 
rancangan undang-undang di luar daftar kumulatif terbuka, justru berpotensi 
menilai dan bahkan menegasikan putusan Mahkamah Konstitusi. 

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut 
Mahkamah dalil permohonan para Pemohon dalam pengujian formil UU 7/2020 a 
quo tidak beralasan menurut hukum.  

 
[3.16]  Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum 
tersebut di atas, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan 
hukum untuk mengajukan permohonan pengujian formil, namun tidak memiliki 
kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pengujian materiil. 
Sedangkan, pokok permohonan dalam pengujian formil tidak beralasan menurut 
hukum. Oleh karena itu, pokok permohonan para Pemohon dan hal-hal lain 
dalam pengujian materiil tidak dipertimbangkan lebih lanjut.  

F. AMAR PUTUSAN 
• Dalam Pengujian Formil: 

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 
• Dalam Pengujian Materiil: 

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. 
 

G. PENUTUP 
Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak 
ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh 
kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk 
umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi 
dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ penyelenggara 
negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan MK 
dalam Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan permohonan Para 
Pemohon ditolak sepanjang pengujian formil dan tidak dapat diterima sepanjang 
pengujian materiil Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h, Pasal 20 ayat (1) dan 
ayat (2), Pasal 23 ayat (1) huruf c, Pasal 59 ayat (2), Pasal 87 huruf a dan huruf b 

 

 

Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil pokok permohonan 
pengujian formil UU 7/2020;  

Bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan proses pembentukan 
UU 7/2020 secara formil telah melanggar asas keterbukaan dan bertentangan 
dengan ketentuan mengenai tatacara pembentukan undang-undang, khususnya 
berkenaan dengan tidak adanya partisipasi publik dan proses pembahasannya 
dilakukan secara tertutup dengan waktu yang sangat terbatas. Terhadap hal 
tersebut menurut Mahkamah, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap 
dalam persidangan, khususnya keterangan DPR dan Presiden, telah ternyata 
Rancangan Undang-Undang Perubahan UU 24 Tahun 2003 telah masuk dalam 
daftar Prolegnas 2015-2019, prioritas tahun 2019 [vide. Keputusan Dewan 
Perwakilan Rakyat Nomor 19/DPR RI/I/2018-2019 tentang Program Legislasi 
Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan 
Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019, 
tanggal 31 Oktober 2018, Lampiran I Keputusan DPR Nomor 22]. Selain itu, DPR 
dalam persidangan juga menerangkan bahwa dilakukannya perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 merupakan usulan yang masuk dalam 
daftar kumulatif terbuka dalam rangka menindaklanjuti putusan-putusan 
Mahkamah Konstitusi di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
15/PUU-V/2007, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 68/PUUIX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-
XI/2013, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016 
sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 
12/2011) [vide Risalah Persidangan Mahkamah Konstitusi dengan agenda 
Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden, tanggal 9 Agustus 2021, hlm. 4 dan 
5]. Oleh karena itu, terlepas dari norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian 
secara materiil dianggap terdapat persoalan inkonstitusionalitas, namun 
menurut Mahkamah tatacara perubahan UU a quo yang mendasarkan pada daftar 
kumulatif terbuka tersebut sebagai tindak lanjut beberapa putusan Mahkamah 
Konstitusi, maka tatacara perubahan UU 7/2020 tidak relevan lagi dipersoalkan. 
Namun demikian, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa usulan 
rancangan undang-undang jika masuk dalam daftar kumulatif terbuka 
sesungguhnya dapat dibentuk kapan saja dan tidak terbatas jumlahnya 
sepanjang memenuhi kriteria yang terdapat dalam Pasal 23 ayat (1) UU 12/2011. 

Di samping itu, perubahan undang-undang melalui daftar kumulatif 
terbuka mempunyai sifat khusus yang tidak dapat sepenuhnya dipersamakan 
dengan usulan perubahan undang-undang yang bersifat normal, yaitu rancangan 
undang-undang yang masuk dalam daftar Prolegnas jangka menengah. 
Sementara itu, dimasukkannya rancangan perubahan UU a quo dalam daftar 
Prolegnas sebagaimana uraian di atas, bukan berarti perubahan UU tersebut 
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tertutup untuk diusulkan dan dibahas dalam daftar kumulatif terbuka sebab 
perubahan UU a quo memang memenuhi kriteria daftar kumulatif terbuka 
sebagaimana pertimbangan di atas. 

Dikarenakan perubahan UU a quo dalam rangka menindaklanjuti 
putusan-putusan Mahkamah Konstitusi maka tidak relevan lagi apabila proses 
pembahasan rancangan undang-undang tersebut masih dipersyaratkan 
pembahasan, termasuk dalam hal ini adalah syarat partisipasi publik yang ketat 
sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, 
bertanggal 25 November 2021. Hal ini dimaksudkan agar esensi perubahan 
tersebut sepenuhnya mengadopsi substansi putusan Mahkamah Konstitusi. 
Dalam hal ini, jika perubahan tersebut dilakukan sebagaimana layaknya 
rancangan undang-undang di luar daftar kumulatif terbuka, justru berpotensi 
menilai dan bahkan menegasikan putusan Mahkamah Konstitusi. 

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut 
Mahkamah dalil permohonan para Pemohon dalam pengujian formil UU 7/2020 a 
quo tidak beralasan menurut hukum.  

 
[3.16]  Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum 
tersebut di atas, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan 
hukum untuk mengajukan permohonan pengujian formil, namun tidak memiliki 
kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pengujian materiil. 
Sedangkan, pokok permohonan dalam pengujian formil tidak beralasan menurut 
hukum. Oleh karena itu, pokok permohonan para Pemohon dan hal-hal lain 
dalam pengujian materiil tidak dipertimbangkan lebih lanjut.  

F. AMAR PUTUSAN 
• Dalam Pengujian Formil: 

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 
• Dalam Pengujian Materiil: 

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. 
 

G. PENUTUP 
Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak 
ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh 
kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk 
umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi 
dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ penyelenggara 
negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan MK 
dalam Perkara Nomor 100/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan permohonan Para 
Pemohon ditolak sepanjang pengujian formil dan tidak dapat diterima sepanjang 
pengujian materiil Pasal 15 ayat (2) huruf d dan huruf h, Pasal 20 ayat (1) dan 
ayat (2), Pasal 23 ayat (1) huruf c, Pasal 59 ayat (2), Pasal 87 huruf a dan huruf b 

 

 

Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil pokok permohonan 
pengujian formil UU 7/2020;  

Bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan proses pembentukan 
UU 7/2020 secara formil telah melanggar asas keterbukaan dan bertentangan 
dengan ketentuan mengenai tatacara pembentukan undang-undang, khususnya 
berkenaan dengan tidak adanya partisipasi publik dan proses pembahasannya 
dilakukan secara tertutup dengan waktu yang sangat terbatas. Terhadap hal 
tersebut menurut Mahkamah, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap 
dalam persidangan, khususnya keterangan DPR dan Presiden, telah ternyata 
Rancangan Undang-Undang Perubahan UU 24 Tahun 2003 telah masuk dalam 
daftar Prolegnas 2015-2019, prioritas tahun 2019 [vide. Keputusan Dewan 
Perwakilan Rakyat Nomor 19/DPR RI/I/2018-2019 tentang Program Legislasi 
Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan 
Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019, 
tanggal 31 Oktober 2018, Lampiran I Keputusan DPR Nomor 22]. Selain itu, DPR 
dalam persidangan juga menerangkan bahwa dilakukannya perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 merupakan usulan yang masuk dalam 
daftar kumulatif terbuka dalam rangka menindaklanjuti putusan-putusan 
Mahkamah Konstitusi di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
15/PUU-V/2007, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-IX/2011, Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 68/PUUIX/2011, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-
XI/2013, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016 
sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 
12/2011) [vide Risalah Persidangan Mahkamah Konstitusi dengan agenda 
Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden, tanggal 9 Agustus 2021, hlm. 4 dan 
5]. Oleh karena itu, terlepas dari norma pasal-pasal yang dimohonkan pengujian 
secara materiil dianggap terdapat persoalan inkonstitusionalitas, namun 
menurut Mahkamah tatacara perubahan UU a quo yang mendasarkan pada daftar 
kumulatif terbuka tersebut sebagai tindak lanjut beberapa putusan Mahkamah 
Konstitusi, maka tatacara perubahan UU 7/2020 tidak relevan lagi dipersoalkan. 
Namun demikian, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa usulan 
rancangan undang-undang jika masuk dalam daftar kumulatif terbuka 
sesungguhnya dapat dibentuk kapan saja dan tidak terbatas jumlahnya 
sepanjang memenuhi kriteria yang terdapat dalam Pasal 23 ayat (1) UU 12/2011. 

Di samping itu, perubahan undang-undang melalui daftar kumulatif 
terbuka mempunyai sifat khusus yang tidak dapat sepenuhnya dipersamakan 
dengan usulan perubahan undang-undang yang bersifat normal, yaitu rancangan 
undang-undang yang masuk dalam daftar Prolegnas jangka menengah. 
Sementara itu, dimasukkannya rancangan perubahan UU a quo dalam daftar 
Prolegnas sebagaimana uraian di atas, bukan berarti perubahan UU tersebut 
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Dinyatakan 

Tidak Dapat Diterima Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) 
 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 29/PUU-XX/2022 
PERIHAL PENGUJIAN MATERIL UNDANG-UNDANG  

NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

TAHUN 1945
 

20 JUNI 2022 
  

A. PENDAHULUAN 
Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022, pukul 17.01 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya 
disebut UU 15/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 
29/PUU-XX/2022. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 29/PUU-
XX/2022, perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal 
DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU 15/2016 dalam Perkara 29/PUU-XX/2022 
diajukan oleh Boyamin Bin Saiman dan Marselinus Edwin Hardian, S.H. yang yang 
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kurniawan Adi Nugroho, S.H. dkk, para 
Advokat dan Advokat Magang dari Kantor “Boyamin Saiman Law Firm”, untuk 
selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon. 
 

C. PASAL/AYAT UU 15/2016 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian Materil terhadap 
Pasal 13 huruf f, huruf i, dan huruf j UU 15/2016 yang berketentuan sebagai 
berikut: 
 
 

 

 

UU 7/2020 serta Pasal 18 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 19 UU 24/2003 
mengandung arti bahwa ketentuan pasal-pasal a quo tidak bertentangan dengan 
UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
BADAN KEAHLIAN  

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 
2022 
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Dinyatakan 

Tidak Dapat Diterima Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) 
 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 29/PUU-XX/2022 
PERIHAL PENGUJIAN MATERIL UNDANG-UNDANG  

NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

TAHUN 1945
 

20 JUNI 2022 
  

A. PENDAHULUAN 
Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022, pukul 17.01 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya 
disebut UU 15/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 
29/PUU-XX/2022. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 29/PUU-
XX/2022, perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal 
DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU 15/2016 dalam Perkara 29/PUU-XX/2022 
diajukan oleh Boyamin Bin Saiman dan Marselinus Edwin Hardian, S.H. yang yang 
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kurniawan Adi Nugroho, S.H. dkk, para 
Advokat dan Advokat Magang dari Kantor “Boyamin Saiman Law Firm”, untuk 
selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon. 
 

C. PASAL/AYAT UU 15/2016 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian Materil terhadap 
Pasal 13 huruf f, huruf i, dan huruf j UU 15/2016 yang berketentuan sebagai 
berikut: 
 
 

 

 

UU 7/2020 serta Pasal 18 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 19 UU 24/2003 
mengandung arti bahwa ketentuan pasal-pasal a quo tidak bertentangan dengan 
UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
BADAN KEAHLIAN  

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 
2022 
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mempertimbangkan argumentasi para Pemohon, Mahkamah selanjutnya akan 
mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon;  

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon I mendalilkan Pasal 13 huruf f UU 15/2006 
bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “pintar dan pandai 
berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi” karena kualitas calon Anggota 
BPK dapat dinilai berdasarkan pengalaman aktivitas dan pengetahuannya. 
Terhadap dalil Pemohon I tersebut, Mahkamah berpendapat, syarat pendidikan 
merupakan salah satu syarat penting yang diperlukan untuk dapat mengukur 
kompetensi seseorang guna menduduki suatu jabatan tertentu. Sementara itu, 
penetapan tingkat dan kualifikasi pendidikan formal dimaksudkan pula agar 
dalam pelaksanaan tugas pada jabatan tertentu dapat dilakukan secara 
profesional, khususnya dalam upaya penerapan kerangka teori, analisis, maupun 
metodologi pelaksanaan tugas. Penentuan tingkat dan kualifikasi pendidikan 
formal dalam suatu jabatan sejatinya telah melewati suatu proses kajian yang 
mendalam sehingga diharapkan dapat menghasilkan kinerja yang maksimal. 
Adanya persyaratan pendidikan paling rendah S1 atau yang setara bagi calon 
Anggota BPK sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 huruf f UU 15/2006 
merupakan salah satu upaya agar anggota BPK dapat melaksanakan tugas 
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana 
dimanahkan dalam Pasal 23E UUD 1945 secara profesional.  

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon I 
terkait Pasal 13 huruf f UU 15/2006 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang 
tidak dimaknai “pintar dan pandai berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi” 
adalah tidak beralasan menurut hukum. 

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon II mendalilkan Pasal 13 huruf i UU 15/2006 
bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “dewasa berdasarkan 
ilmu pengetahuan dan tekhnologi” dengan alasan kualitas berdasarkan usia bagi 
calon anggota BPK tidak dapat diukur hanya melalui batasan umur, yang apabila 
melihat pada rentang usia para terpidana tindak pidana korupsi, pelakunya 
justru berusia di atas 40 (empat puluh) tahun. Terhadap dalil Pemohon II a quo, 
Mahkamah berpendapat, penentuan usia sebagai syarat untuk menjadi anggota 
BPK sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 huruf i UU 15/2006 pada 
dasarnya ditujukan untuk menjamin agar anggota BPK memiliki kematangan 
emosional atau psikologis, intelektual, dan tanggung jawab selain kemampuan di 
bidang akademik. Selain itu, anggota BPK diharapkan memiliki pengalaman 
terlebih dahulu di berbagai bidang yang terkait dengan tugas jabatannya, antara 
lain, bidang ekonomi, hukum, dan administrasi negara sebelum memangku 
jabatan sebagai anggota BPK, sehingga yang bersangkutan dapat melaksanakan 
tugas dalam jabatannya tersebut secara profesional. Terlebih lagi hal ini 
mengingat tugas dan wewenang BPK sangatlah berat dan luas sebagaimana 
ketentuan mengenai tugas dan wewenang BPK tersebut diatur dalam Bab III UU 
15/2006. Di samping pertimbangan hukum tersebut di atas, berkaitan dengan 
persoalan penetapan batas usia, Mahkamah telah berkali-kali berpendirian 

 

 

 

Pasal 13 huruf f, huruf I, dan huruf j UU 15/2006: 
Untuk dapat dipilih sebagai Anggota BPK, calon harus memenuhi syarat-syarat 
sebagai berikut : 
a. … 
b. … 
f. berpendidikan paling rendah S1 atau yang setara; 
g. … 
h. … 
i. paling rendah berusia 35 (tiga puluh lima) tahun; 
j. paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di 

lingkungan pengelola keuangan negara; dan 
k. …. 

 
 

D. BATU UJI 
Bahwa Pasal 23E, Pasal 23F, Pasal 23G, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan 
ayat (3), dan Pasal 31 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah 
merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Para 
Pemohon. 
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian Pasal 13 huruf f, huruf i, dan huruf j UU 15/2016 
dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan 
hukum sebagai berikut: 

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok 
permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu memeriksa apakah 
pokok permohonan para Pemohon dapat diajukan pengujian ke Mahkamah 
berdasarkan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang (PMK 2/2021), karena sebelumnya Mahkamah sudah pernah memutus 
pengujian Pasal 13 huruf j UU 15/2006 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 106/PUUXII/2014, bertanggal 4 November 2015 dengan amar menolak 
permohonan para Pemohon. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
106/PUU-XII/2014 tersebut, para Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 
13 huruf j UU 15/2006 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat 
(1) dan ayat (3) UUD 1945. Adapun dalam permohonan a quo, para Pemohon 
mengajukan pengujian norma Pasal 13 huruf j UU 15/2006 terhadap Pasal 23E, 
Pasal 23F, Pasal 23G, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 
31 ayat (5) UUD 1945. Sehingga meskipun terdapat kesamaan norma pasal yang 
diajukan antara Perkara Nomor 106/PUU-XII/2014 dengan permohonan para 
Pemohon a quo, namun batu uji yang diajukan dalam permohonan a quo berbeda, 
sehingga menurut Mahkamah pengujian norma Pasal 13 huruf j UU 15/2006 
dalam permohonan para Pemohon a quo dapat diajukan kembali ke Mahkamah. 

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama 
permohonan para Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan 
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mempertimbangkan argumentasi para Pemohon, Mahkamah selanjutnya akan 
mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon;  

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon I mendalilkan Pasal 13 huruf f UU 15/2006 
bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “pintar dan pandai 
berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi” karena kualitas calon Anggota 
BPK dapat dinilai berdasarkan pengalaman aktivitas dan pengetahuannya. 
Terhadap dalil Pemohon I tersebut, Mahkamah berpendapat, syarat pendidikan 
merupakan salah satu syarat penting yang diperlukan untuk dapat mengukur 
kompetensi seseorang guna menduduki suatu jabatan tertentu. Sementara itu, 
penetapan tingkat dan kualifikasi pendidikan formal dimaksudkan pula agar 
dalam pelaksanaan tugas pada jabatan tertentu dapat dilakukan secara 
profesional, khususnya dalam upaya penerapan kerangka teori, analisis, maupun 
metodologi pelaksanaan tugas. Penentuan tingkat dan kualifikasi pendidikan 
formal dalam suatu jabatan sejatinya telah melewati suatu proses kajian yang 
mendalam sehingga diharapkan dapat menghasilkan kinerja yang maksimal. 
Adanya persyaratan pendidikan paling rendah S1 atau yang setara bagi calon 
Anggota BPK sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 huruf f UU 15/2006 
merupakan salah satu upaya agar anggota BPK dapat melaksanakan tugas 
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana 
dimanahkan dalam Pasal 23E UUD 1945 secara profesional.  

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon I 
terkait Pasal 13 huruf f UU 15/2006 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang 
tidak dimaknai “pintar dan pandai berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi” 
adalah tidak beralasan menurut hukum. 

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon II mendalilkan Pasal 13 huruf i UU 15/2006 
bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “dewasa berdasarkan 
ilmu pengetahuan dan tekhnologi” dengan alasan kualitas berdasarkan usia bagi 
calon anggota BPK tidak dapat diukur hanya melalui batasan umur, yang apabila 
melihat pada rentang usia para terpidana tindak pidana korupsi, pelakunya 
justru berusia di atas 40 (empat puluh) tahun. Terhadap dalil Pemohon II a quo, 
Mahkamah berpendapat, penentuan usia sebagai syarat untuk menjadi anggota 
BPK sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 huruf i UU 15/2006 pada 
dasarnya ditujukan untuk menjamin agar anggota BPK memiliki kematangan 
emosional atau psikologis, intelektual, dan tanggung jawab selain kemampuan di 
bidang akademik. Selain itu, anggota BPK diharapkan memiliki pengalaman 
terlebih dahulu di berbagai bidang yang terkait dengan tugas jabatannya, antara 
lain, bidang ekonomi, hukum, dan administrasi negara sebelum memangku 
jabatan sebagai anggota BPK, sehingga yang bersangkutan dapat melaksanakan 
tugas dalam jabatannya tersebut secara profesional. Terlebih lagi hal ini 
mengingat tugas dan wewenang BPK sangatlah berat dan luas sebagaimana 
ketentuan mengenai tugas dan wewenang BPK tersebut diatur dalam Bab III UU 
15/2006. Di samping pertimbangan hukum tersebut di atas, berkaitan dengan 
persoalan penetapan batas usia, Mahkamah telah berkali-kali berpendirian 

 

 

 

Pasal 13 huruf f, huruf I, dan huruf j UU 15/2006: 
Untuk dapat dipilih sebagai Anggota BPK, calon harus memenuhi syarat-syarat 
sebagai berikut : 
a. … 
b. … 
f. berpendidikan paling rendah S1 atau yang setara; 
g. … 
h. … 
i. paling rendah berusia 35 (tiga puluh lima) tahun; 
j. paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di 

lingkungan pengelola keuangan negara; dan 
k. …. 

 
 

D. BATU UJI 
Bahwa Pasal 23E, Pasal 23F, Pasal 23G, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan 
ayat (3), dan Pasal 31 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah 
merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Para 
Pemohon. 
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian Pasal 13 huruf f, huruf i, dan huruf j UU 15/2016 
dalam permohonan a quo, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan 
hukum sebagai berikut: 

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok 
permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu memeriksa apakah 
pokok permohonan para Pemohon dapat diajukan pengujian ke Mahkamah 
berdasarkan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-
Undang (PMK 2/2021), karena sebelumnya Mahkamah sudah pernah memutus 
pengujian Pasal 13 huruf j UU 15/2006 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 106/PUUXII/2014, bertanggal 4 November 2015 dengan amar menolak 
permohonan para Pemohon. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
106/PUU-XII/2014 tersebut, para Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 
13 huruf j UU 15/2006 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat 
(1) dan ayat (3) UUD 1945. Adapun dalam permohonan a quo, para Pemohon 
mengajukan pengujian norma Pasal 13 huruf j UU 15/2006 terhadap Pasal 23E, 
Pasal 23F, Pasal 23G, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 
31 ayat (5) UUD 1945. Sehingga meskipun terdapat kesamaan norma pasal yang 
diajukan antara Perkara Nomor 106/PUU-XII/2014 dengan permohonan para 
Pemohon a quo, namun batu uji yang diajukan dalam permohonan a quo berbeda, 
sehingga menurut Mahkamah pengujian norma Pasal 13 huruf j UU 15/2006 
dalam permohonan para Pemohon a quo dapat diajukan kembali ke Mahkamah. 

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca secara saksama 
permohonan para Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan, dan 
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keuangan dilakukan terhadap pengelolaan keuangan yang dilakukan 1 
(satu) tahun sebelumnya.” 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, anggota BPK terpilih hanya dapat 
melakukan pemeriksaan keuangan terhadap pengelolaan keuangan yang 
dilakukan 1 (satu) tahun sebelumnya. Sehingga menghindarkan anggota BPK 
untuk memeriksa sendiri hasil pekerjaannya sebagai pejabat pengelola keuangan 
sebelum yang bersangkutan terpilih menjadi anggota BPK. 

Selanjutnya, terkait dengan petitum para Pemohon yang meminta agar 
Pasal 13 huruf j UU 15/2006 dimaknai “tidak pernah melakukan penyimpangan 
atau tindak pidana korupsi selama memangku jabatan sebagai Pejabat Pengelola 
Keuangan Negara”, pada dasarnya telah terakomodir dalam ketentuan Pasal 13 
huruf g UU 15/2006 yang menyatakan: 

“g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 
pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih.” 

Syarat dimaksud tidak hanya melekat kepada calon anggota BPK yang berasal 
dari pejabat pengelola keuangan negara saja melainkan juga kepada calon 
anggota BPK yang bukan berasal dari pejabat pengelola keuangan negara. 
Dengan kata lain, syarat ini melekat pada seluruh calon peserta yang hendak 
mengikuti pemilihan anggota BPK tanpa terkecuali. 

Sementara itu, terhadap dalil para Pemohon mengenai adanya 2 (dua) 
nama yang seharusnya tidak diloloskan oleh DPR RI untuk dimajukan sebagai 
calon anggota BPK untuk mengikuti tahap fit and proper test dikarenakan tidak 
memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 13 huruf j UU 15/2006. Hal 
tersebut bukanlah merupakan persoalan konstitusionalitas norma melainkan 
merupakan implementasi norma yang bukan merupakan ranah kewenangan 
Mahkamah untuk menilainya. 

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil 
para Pemohon terkait dengan Pasal 13 huruf j UU 15/2006 bertentangan dengan 
UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “tidak pernah melakukan penyimpangan 
atau tindak pidana korupsi selama memangku jabatan sebagai Pejabat Pengelola 
Keuangan Negara” adalah tidak beralasan menurut hukum. 
 
[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, 
menurut Mahkamah, berkenaan dengan Pasal 13 huruf f, huruf i, dan huruf j UU 
15/2006 telah ternyata tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak 
menghalangi warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam 
pemerintahan sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 
28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 dan oleh karenanya dalil-dalil Pemohon I dan 
Pemohon II tidak beralasan menurut hukum. Adapun terkait dengan hal-hal lain 
karena tidak relevan maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah. 
 

 

 

 

bahwa hal tersebut merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang 
(open legal policy). Sehingga dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut, 
adalah relevan jika pembatasan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
huruf i UU 15/2006 dijadikan sebagai salah satu syarat dalam pemilihan anggota 
BPK.  

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil 
Pemohon II terkait Pasal 13 huruf i UU 15/2006 bertentangan dengan UUD 1945 
sepanjang tidak dimaknai “dewasa berdasarkan ilmu pengetahuan dan 
tekhnologi” adalah tidak beralasan menurut hukum. 
 
[3.14] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 13 huruf j UU 
15/2006 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “tidak 
pernah melakukan penyimpangan atau tindak pidana korupsi selama memangku 
jabatan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Negara” dengan alasan kualitas dari 
calon BPK tidak dapat dilihat hanya berdasarkan jangka waktu terakhir dia 
menjabat, tanpa melihat juga rekam jejaknya selama memangku jabatan sebagai 
pengelola keuangan negara (pihak yang diperiksa). Terhadap dalil para Pemohon 
a quo, Mahkamah berpendapat, ketentuan Pasal 13 huruf j UU 15/2006 dibentuk 
dengan tujuan untuk menghindarkan terjadinya potensi konflik kepentingan dan 
penyalahgunaan wewenang yang pernah dimiliki sebelumnya yang dapat 
dilakukan oleh anggota BPK terpilih bilamana yang bersangkutan berasal dari 
pejabat pengelola keuangan negara. Hal tersebut dapat menimbulkan 
kemungkinan terganggunya independensi, integritas, dan profesionalitas sebagai 
anggota BPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Oleh karena itulah 
perlu ada persyaratan, calon anggota BPK disyaratkan paling singkat telah 2 
(dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola 
keuangan negara. Hal ini termasuk bertujuan untuk memutus mata rantai 
terjadinya konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terkait yaitu antara yang 
memeriksa dengan yang diperiksa dan menghindari terjadinya penyalahgunaan 
wewenang. Sebab, keadaan demikian dimungkinkan terjadi yakni apabila 
anggota BPK terpilih menggunakan kewenangannya untuk menilai hasil 
pekerjaannya pada masa lalu sebelum yang bersangkutan menjadi anggota BPK. 
Oleh karenanya pembatasan waktu kapan seorang pejabat pengelola keuangan 
negara dapat mengikuti pemilihan anggota BPK menjadi sangat penting. 

Adanya ketentuan mengenai jangka waktu ”paling singkat 2 (dua) tahun” 
dalam Pasal 13 huruf j UU 15/2006 telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XII/2014, yang menyatakan: 

“[3.9.6] … Selain itu, adanya jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun 
supaya calon yang terpilih sebagai anggota BPK akan dapat melaksanakan 
tugasnya secara mandiri dan bebas karena dalam hal pertanggungjawaban 
keuangan maka yang bersangkutan tidak akan pernah memeriksa 
pengelolaan keuangan yang telah 2 (dua) tahun dilaksanakan. Pemeriksaan 
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keuangan dilakukan terhadap pengelolaan keuangan yang dilakukan 1 
(satu) tahun sebelumnya.” 

Berdasarkan pertimbangan tersebut, anggota BPK terpilih hanya dapat 
melakukan pemeriksaan keuangan terhadap pengelolaan keuangan yang 
dilakukan 1 (satu) tahun sebelumnya. Sehingga menghindarkan anggota BPK 
untuk memeriksa sendiri hasil pekerjaannya sebagai pejabat pengelola keuangan 
sebelum yang bersangkutan terpilih menjadi anggota BPK. 

Selanjutnya, terkait dengan petitum para Pemohon yang meminta agar 
Pasal 13 huruf j UU 15/2006 dimaknai “tidak pernah melakukan penyimpangan 
atau tindak pidana korupsi selama memangku jabatan sebagai Pejabat Pengelola 
Keuangan Negara”, pada dasarnya telah terakomodir dalam ketentuan Pasal 13 
huruf g UU 15/2006 yang menyatakan: 

“g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak 
pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih.” 

Syarat dimaksud tidak hanya melekat kepada calon anggota BPK yang berasal 
dari pejabat pengelola keuangan negara saja melainkan juga kepada calon 
anggota BPK yang bukan berasal dari pejabat pengelola keuangan negara. 
Dengan kata lain, syarat ini melekat pada seluruh calon peserta yang hendak 
mengikuti pemilihan anggota BPK tanpa terkecuali. 

Sementara itu, terhadap dalil para Pemohon mengenai adanya 2 (dua) 
nama yang seharusnya tidak diloloskan oleh DPR RI untuk dimajukan sebagai 
calon anggota BPK untuk mengikuti tahap fit and proper test dikarenakan tidak 
memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 13 huruf j UU 15/2006. Hal 
tersebut bukanlah merupakan persoalan konstitusionalitas norma melainkan 
merupakan implementasi norma yang bukan merupakan ranah kewenangan 
Mahkamah untuk menilainya. 

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil 
para Pemohon terkait dengan Pasal 13 huruf j UU 15/2006 bertentangan dengan 
UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “tidak pernah melakukan penyimpangan 
atau tindak pidana korupsi selama memangku jabatan sebagai Pejabat Pengelola 
Keuangan Negara” adalah tidak beralasan menurut hukum. 
 
[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, 
menurut Mahkamah, berkenaan dengan Pasal 13 huruf f, huruf i, dan huruf j UU 
15/2006 telah ternyata tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak 
menghalangi warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam 
pemerintahan sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) serta Pasal 
28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 dan oleh karenanya dalil-dalil Pemohon I dan 
Pemohon II tidak beralasan menurut hukum. Adapun terkait dengan hal-hal lain 
karena tidak relevan maka tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah. 
 

 

 

 

bahwa hal tersebut merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang 
(open legal policy). Sehingga dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut, 
adalah relevan jika pembatasan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 
huruf i UU 15/2006 dijadikan sebagai salah satu syarat dalam pemilihan anggota 
BPK.  

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil 
Pemohon II terkait Pasal 13 huruf i UU 15/2006 bertentangan dengan UUD 1945 
sepanjang tidak dimaknai “dewasa berdasarkan ilmu pengetahuan dan 
tekhnologi” adalah tidak beralasan menurut hukum. 
 
[3.14] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 13 huruf j UU 
15/2006 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “tidak 
pernah melakukan penyimpangan atau tindak pidana korupsi selama memangku 
jabatan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Negara” dengan alasan kualitas dari 
calon BPK tidak dapat dilihat hanya berdasarkan jangka waktu terakhir dia 
menjabat, tanpa melihat juga rekam jejaknya selama memangku jabatan sebagai 
pengelola keuangan negara (pihak yang diperiksa). Terhadap dalil para Pemohon 
a quo, Mahkamah berpendapat, ketentuan Pasal 13 huruf j UU 15/2006 dibentuk 
dengan tujuan untuk menghindarkan terjadinya potensi konflik kepentingan dan 
penyalahgunaan wewenang yang pernah dimiliki sebelumnya yang dapat 
dilakukan oleh anggota BPK terpilih bilamana yang bersangkutan berasal dari 
pejabat pengelola keuangan negara. Hal tersebut dapat menimbulkan 
kemungkinan terganggunya independensi, integritas, dan profesionalitas sebagai 
anggota BPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Oleh karena itulah 
perlu ada persyaratan, calon anggota BPK disyaratkan paling singkat telah 2 
(dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola 
keuangan negara. Hal ini termasuk bertujuan untuk memutus mata rantai 
terjadinya konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terkait yaitu antara yang 
memeriksa dengan yang diperiksa dan menghindari terjadinya penyalahgunaan 
wewenang. Sebab, keadaan demikian dimungkinkan terjadi yakni apabila 
anggota BPK terpilih menggunakan kewenangannya untuk menilai hasil 
pekerjaannya pada masa lalu sebelum yang bersangkutan menjadi anggota BPK. 
Oleh karenanya pembatasan waktu kapan seorang pejabat pengelola keuangan 
negara dapat mengikuti pemilihan anggota BPK menjadi sangat penting. 

Adanya ketentuan mengenai jangka waktu ”paling singkat 2 (dua) tahun” 
dalam Pasal 13 huruf j UU 15/2006 telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XII/2014, yang menyatakan: 

“[3.9.6] … Selain itu, adanya jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun 
supaya calon yang terpilih sebagai anggota BPK akan dapat melaksanakan 
tugasnya secara mandiri dan bebas karena dalam hal pertanggungjawaban 
keuangan maka yang bersangkutan tidak akan pernah memeriksa 
pengelolaan keuangan yang telah 2 (dua) tahun dilaksanakan. Pemeriksaan 
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Dikabulkan 

Sebagian Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) 
 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XX/2022 
PERIHAL PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 

TENTANG HAK ASASI MANUSIA  
TERHADAP 

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 
 

20 JUNI 2022 
 
 

A. PENDAHULUAN 
Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2022, pukul 17.40 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Materiil 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya 
disebut UU 39/1999) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 30/PUU-XX/2022. 
Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 30/PUU-XX/2022, perwakilan 
DPR RI dihadiri secara virtual oleh Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan 
Undang-Undang dan jajarannya di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan 
Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU 39/1999 dalam Perkara 30/PUU-XX/2022 
diajukan oleh Dr. Achmad Kholidin, S.H., M.H., (Dosen) dan Tasya Nabila 
(Mahasiswa) yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wijayanto, S.H., M.H., 
Achmad Munadi, S.H., Achmad Safaat, S.H., dan Firyal Gilang Harifi, S.H., para 
advokat/konsultan hukum pada Kantor Hukum ANS & Rekan, untuk selanjutnya 
disebut sebagai Para Pemohon. 
 

C. PASAL/AYAT UU 39/1999 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil 
terhadap Pasal 83 ayat (1), 85 ayat (1), Pasal 86, dan Pasal 87 ayat (2) huruf d 
yang selengkapnya berketentuan sebagai berikut: 

 

 

 

 

F. AMAR PUTUSAN: 
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 
 

G. PENUTUP 
Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan 
mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung 
memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno 
terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang 
wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ 
penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, 
Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 29/PUU-XX/2022 yang 
menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima terhadap 
pengujian UU 15/2006 mengandung arti bahwa ketentuan a quo tidak 
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan 
hukum mengikat. 
 
 
 
 
 
 

 
 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
BADAN KEAHLIAN 

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 
2022 

 

 

PANLAK UU/PUSPANLAK UU TW III 2022



259

 

 

 

 
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Dikabulkan 

Sebagian Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) 
 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XX/2022 
PERIHAL PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 

TENTANG HAK ASASI MANUSIA  
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A. PENDAHULUAN 
Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2022, pukul 17.40 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Materiil 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya 
disebut UU 39/1999) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 30/PUU-XX/2022. 
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B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU 39/1999 dalam Perkara 30/PUU-XX/2022 
diajukan oleh Dr. Achmad Kholidin, S.H., M.H., (Dosen) dan Tasya Nabila 
(Mahasiswa) yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wijayanto, S.H., M.H., 
Achmad Munadi, S.H., Achmad Safaat, S.H., dan Firyal Gilang Harifi, S.H., para 
advokat/konsultan hukum pada Kantor Hukum ANS & Rekan, untuk selanjutnya 
disebut sebagai Para Pemohon. 
 

C. PASAL/AYAT UU 39/1999 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil 
terhadap Pasal 83 ayat (1), 85 ayat (1), Pasal 86, dan Pasal 87 ayat (2) huruf d 
yang selengkapnya berketentuan sebagai berikut: 

 

 

 

 

F. AMAR PUTUSAN: 
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. 
 

G. PENUTUP 
Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final dan 
mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung 
memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno 
terbuka untuk umum dan bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang 
wajib dipatuhi dan langsung dilaksanakan (self executing) oleh seluruh organ 
penyelenggara negara, organ penegak hukum, dan warga Negara. Oleh karena itu, 
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menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima terhadap 
pengujian UU 15/2006 mengandung arti bahwa ketentuan a quo tidak 
bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan 
hukum mengikat. 
 
 
 
 
 
 

 
 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 
BADAN KEAHLIAN 

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 
2022 

 

 

 
PANLAK UU/PUSPANLAK UU TW III 2022



260

 

 

 

balances sehingga menghalangi orang lain untuk memperoleh 
kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 

 
Terhadap persoalan-persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan 

sebagai berikut: 

[3.11.1] Bahwa jaminan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia 
(HAM) adalah salah satu elemen penting dalam sistem negara hukum. Dengan 
mengingat pentingnya pengaturan mengenai HAM dalam konstitusi, maka dalam 
proses pembahasan UUD untuk Indonesia merdeka, Mohammad Yamin dan 
Mohammad Hatta mengusulkan agar memasukan unsur HAM dalam UUD, namun 
saat itu terjadi pertentangan karena Supomo dan Soekarno yang menganggap 
HAM identik dengan ideologi liberal individual yang tidak cocok dengan sifat 
masyarakat Indonesia. Kemudian diambil jalan tengah dengan memasukan 
sedikit unsur HAM dalam Pasal 7 UUD 1945 [vide Risalah Sidang BPUPK]. 
 Pengaturan HAM baru mendapatkan perhatian yang luar biasa bersamaan 
dengan terjadinya gerakan Reformasi 1998, yang salah satunya menuntut 
perlindungan HAM dan amandemen UUD 1945. Untuk merespon tuntutan 
tersebut, sebelum amandemen terhadap materi muatan HAM dalam UUD 1945 
dilakukan, MPR segera menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (Tap MPR XVII/MPR/1998). 
Ketetapan ini merupakan Piagam HAM yang berisi sejumlah hak dan menjadi 
komplementer UUD 1945 sebelum dilakukan amandemen. Salah satu amanat 
Ketetapan ini adalah menegaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan 
seluruh aparatur pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan 
menyebarluaskan pemahaman mengenai HAM kepada seluruh masyarakat, serta 
segera meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 
tentang HAM, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Tap 
MPR XVII/MPR/1998 kemudian menjadi dasar terbitnya UU 39/1999 yang 
mengatur lebih rinci tentang HAM bersamaan dengan dilakukannya proses 
amandemen muatan HAM dalam UUD 1945. Saat ini, Tap MPR XVII/MPR/1998 
sudah tidak berlaku lagi karena dicabut oleh Tap MPR Nomor I/MPR/2003 
tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002 (Tap MPR 
Nomor I/MPR/2003). Sementara itu, amandemen UUD 1945 telah menghasilkan 
pengaturan yang lebih komprehensif norma-norma konstitusi yang menjamin 
perlindungan hak-hak warga negara. Untuk memenuhi tuntutan atas 
perlindungan HAM, bukan hanya diaturnya secara rigid hak-hak warga negara 
dalam amandemen konstitusi, namun juga dihadirkannya lembaga yang bertugas 
mengawal HAM yang diatur dalam amandemen konstitusi tersebut agar tidak 
dilanggar oleh pembentuk undang-undang dengan ketentuan dan norma undang-
undang yang diterbitkannya. Lembaga yang dimaksud adalah Mahkamah 

 

 

 

Pasal 83 ayat (1) UU 39/1999: 
“Anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang dipilih oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM 
dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara.” 
 

Pasal 85 ayat (1) UU 39/1999: 
“Pemberhentian Anggota Komnas HAM dilakukan berdasarkan keputusan Sidang 
Paripurna dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia serta ditetapkan dengan Keputusan Presiden.” 
 

Pasal 86 UU 39/1999: 
“Ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, serta pemberhentian 
keanggotaan dan pimpinan Komnas HAM ditetapkan dengan Peraturan Tata 
Tertib Komnas HAM.” 
 

Pasal 87 ayat (2) huruf d UU 39/1999: 
“Mengajukan bakal calon Anggota Komnas HAM dalam Sidang Paripurna untuk 
pergantian periodik dan antarwaktu.” 
 

D. BATU UJI 
Bahwa Pasal 83 ayat (1), Pasal 85 ayat (1), Pasal 86, dan Pasal 87 ayat (2) UU 
39/1999 dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1), Pasal 28D 
ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 
Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau 
kewenangan konstitusional Para Pemohon. 
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian Pasal 83 ayat (1), Pasal 85 ayat (1), Pasal 86, dan Pasal 
87 ayat (2) UU 39/1999 dalam permohonan a quo,  Mahkamah Konstitusi 
memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 
[3.11] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan para 
Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon, persoalan 
konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah sebagai 
berikut: 

1. apakah jumlah Anggota Komnas HAM yang mencapai 35 orang tidak 
memberikan kepastian hukum; 

2. apakah pemilihan, pemberhentian Anggota Komnas HAM, oleh DPR 
dan tidak melibatkan Presiden menciderai sistem presidensial di 
Indonesia; 

3. apakah tata cara pemilihan, pengangkatan serta pemberhentian 
keanggotaan dan pimpinan Komnas HAM yang ditetapkan dengan 
Peraturan Tata Tertib Komnas HAM serta pengaturan hak Anggota 
Komnas HAM untuk mengajukan bakal calon Anggota Komnas HAM 
dalam Sidang Paripurna akan melemahkan sistem checks and 
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balances sehingga menghalangi orang lain untuk memperoleh 
kesempatan yang sama dalam pemerintahan. 

 
Terhadap persoalan-persoalan tersebut Mahkamah mempertimbangkan 

sebagai berikut: 

[3.11.1] Bahwa jaminan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia 
(HAM) adalah salah satu elemen penting dalam sistem negara hukum. Dengan 
mengingat pentingnya pengaturan mengenai HAM dalam konstitusi, maka dalam 
proses pembahasan UUD untuk Indonesia merdeka, Mohammad Yamin dan 
Mohammad Hatta mengusulkan agar memasukan unsur HAM dalam UUD, namun 
saat itu terjadi pertentangan karena Supomo dan Soekarno yang menganggap 
HAM identik dengan ideologi liberal individual yang tidak cocok dengan sifat 
masyarakat Indonesia. Kemudian diambil jalan tengah dengan memasukan 
sedikit unsur HAM dalam Pasal 7 UUD 1945 [vide Risalah Sidang BPUPK]. 
 Pengaturan HAM baru mendapatkan perhatian yang luar biasa bersamaan 
dengan terjadinya gerakan Reformasi 1998, yang salah satunya menuntut 
perlindungan HAM dan amandemen UUD 1945. Untuk merespon tuntutan 
tersebut, sebelum amandemen terhadap materi muatan HAM dalam UUD 1945 
dilakukan, MPR segera menetapkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (Tap MPR XVII/MPR/1998). 
Ketetapan ini merupakan Piagam HAM yang berisi sejumlah hak dan menjadi 
komplementer UUD 1945 sebelum dilakukan amandemen. Salah satu amanat 
Ketetapan ini adalah menegaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan 
seluruh aparatur pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan 
menyebarluaskan pemahaman mengenai HAM kepada seluruh masyarakat, serta 
segera meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 
tentang HAM, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Tap 
MPR XVII/MPR/1998 kemudian menjadi dasar terbitnya UU 39/1999 yang 
mengatur lebih rinci tentang HAM bersamaan dengan dilakukannya proses 
amandemen muatan HAM dalam UUD 1945. Saat ini, Tap MPR XVII/MPR/1998 
sudah tidak berlaku lagi karena dicabut oleh Tap MPR Nomor I/MPR/2003 
tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
Rakyat Republik Indonesia tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002 (Tap MPR 
Nomor I/MPR/2003). Sementara itu, amandemen UUD 1945 telah menghasilkan 
pengaturan yang lebih komprehensif norma-norma konstitusi yang menjamin 
perlindungan hak-hak warga negara. Untuk memenuhi tuntutan atas 
perlindungan HAM, bukan hanya diaturnya secara rigid hak-hak warga negara 
dalam amandemen konstitusi, namun juga dihadirkannya lembaga yang bertugas 
mengawal HAM yang diatur dalam amandemen konstitusi tersebut agar tidak 
dilanggar oleh pembentuk undang-undang dengan ketentuan dan norma undang-
undang yang diterbitkannya. Lembaga yang dimaksud adalah Mahkamah 

 

 

 

Pasal 83 ayat (1) UU 39/1999: 
“Anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang dipilih oleh 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM 
dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara.” 
 

Pasal 85 ayat (1) UU 39/1999: 
“Pemberhentian Anggota Komnas HAM dilakukan berdasarkan keputusan Sidang 
Paripurna dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia serta ditetapkan dengan Keputusan Presiden.” 
 

Pasal 86 UU 39/1999: 
“Ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, serta pemberhentian 
keanggotaan dan pimpinan Komnas HAM ditetapkan dengan Peraturan Tata 
Tertib Komnas HAM.” 
 

Pasal 87 ayat (2) huruf d UU 39/1999: 
“Mengajukan bakal calon Anggota Komnas HAM dalam Sidang Paripurna untuk 
pergantian periodik dan antarwaktu.” 
 

D. BATU UJI 
Bahwa Pasal 83 ayat (1), Pasal 85 ayat (1), Pasal 86, dan Pasal 87 ayat (2) UU 
39/1999 dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1), Pasal 28D 
ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 
Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau 
kewenangan konstitusional Para Pemohon. 
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian Pasal 83 ayat (1), Pasal 85 ayat (1), Pasal 86, dan Pasal 
87 ayat (2) UU 39/1999 dalam permohonan a quo,  Mahkamah Konstitusi 
memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 
[3.11] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan para 
Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon, persoalan 
konstitusional yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah sebagai 
berikut: 

1. apakah jumlah Anggota Komnas HAM yang mencapai 35 orang tidak 
memberikan kepastian hukum; 

2. apakah pemilihan, pemberhentian Anggota Komnas HAM, oleh DPR 
dan tidak melibatkan Presiden menciderai sistem presidensial di 
Indonesia; 

3. apakah tata cara pemilihan, pengangkatan serta pemberhentian 
keanggotaan dan pimpinan Komnas HAM yang ditetapkan dengan 
Peraturan Tata Tertib Komnas HAM serta pengaturan hak Anggota 
Komnas HAM untuk mengajukan bakal calon Anggota Komnas HAM 
dalam Sidang Paripurna akan melemahkan sistem checks and 
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Bahwa terkait dengan tujuan munculnya lembaga-lembaga penunjang, 
Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 
menyatakan bahwa lembaga-lembaga penunjang dihadirkan karena dorongan 
proses pencapaian tujuan-tujuan negara yang semakin kompleks yang 
merupakan konsekuensi logis sebuah negara demokrasi modern yang ingin 
secara lebih sempurna menjalankan fungsi dan perannya memberikan jaminan 
perlindungan dan pelayanan kepada warganya. Dalam putusan a quo Mahkamah 
berpendapat bahwa doktrin klasik tentang pemisahan cabang kekuasaan negara 
dalam tiga cabang kekuasaan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dipandang tidak 
lagi memadai untuk mewujudkan tujuan bernegara dan tuntutan masyarakat 
yang kian kompleks. Dengan kata lain, tidak cukup memadai lagi tujuan dan 
tuntutan tersebut dicapai dan dipenuhi dengan keberadaan struktur lembaga 
utama sehingga diperlukan lembaga penunjang untuk menjalankan fungsi 
penunjang terhadap lembaga negara utama. Artinya, baik pada ranah eksekutif, 
legislatif, maupun yudikatif dimungkinkan muncul lembaga penunjang dalam 
rangka efektivitas pelaksanaan kekuasaan yang menjadi tanggung jawab 
lembaga-lembaga utama. 

Bahwa walaupun keberadaan Komnas HAM tidak secara eksplisit 
disebutkan dalam UUD 1945 namun diatur dalam UU 39/1999, tetapi memiliki 
constitutional importance. Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa 
“badanbadan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur 
dalam undang-undang”. Selain Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, serta 
Komisi Yudisial dan Kepolisian Negara yang disebut eksplisit dalam UUD 1945, 
masih ada badan-badan lain yang mempunyai fungsi terkait dengan kekuasaan 
kehakiman, di antaranya Kejaksaan Agung, Komnas HAM, dan Komisi 
Pemberantasan Korupsi. Kewenangan Komnas HAM selain ditentukan dalam UU 
39/1999 juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang 
Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU 26/2000). Dalam kaitan ini, Komnas HAM 
diberi kewenangan tambahan untuk menjalankan fungsi penyelidikan khusus 
terhadap kasus dugaan pelanggaran HAM yang berat, kemudian hasilnya 
diserahkan kepada Jaksa Agung sebagai penyidik [vide Pasal 18 dan Pasal 20 UU 
26/2000]. Inilah salah satu alasan mengapa Komnas HAM merupakan lembaga 
negara penunjang yang memiliki nilai constitutional importance. Hal lain yang 
membuat Komnas HAM memiliki constitutional importance adalah karena 
perlindungan HAM merupakan materi yang harus ada dalam konstitusi setiap 
negara hukum yang salah satunya dicirikan dengan negara yang menghormati 
HAM. 
[3.11.3]     Bahwa bertolak dari Sub-paragraf [3.11.1] dan Sub-paragraf [3.11.2] di 
atas, Mahkamah akan mempertimbangkan persoalan konstitusionalitas norma 
yang dimohonkan para Pemohon, sebagai berikut: 

1. Bahwa terhadap persoalan konstitusional mengenai besarnya jumlah 
anggota Komnas HAM yang mencapai 35 orang dan cara pemilihan yang 

 

 

 

Konstitusi. Secara doktriner norma HAM yang terdapat dalam UUD berfungsi 
sebagai arah bagi pembuatan undang-undang di bawahnya agar selaras dengan 
nilai-nilai HAM. 

Dalam kaitan dengan penegakkan HAM, Pemerintah Orde Baru telah 
membentuk Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) melalui Keputusan Presiden 
Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Keppres 
50/1993). Komnas HAM sendiri dibentuk atas rekomendasi dari Lokakarya I 
HAM yang diselenggarakan Departemen Luar Negeri dengan sponsor dari PBB. 
Dalam Pasal 1 Keppres 50/1993 disebutkan bahwa Komnas HAM dibentuk dalam 
rangka meningkatkan pelaksanaan HAM di Indonesia. Sementara dalam Pasal 4 
Keppres 50/1993 disebutkan tujuan Komnas HAM adalah: a) membantu 
pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan 
Pancasila, UUD 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi 
Universal Hak Asasi Manusia; b) meningkatkan perlindungan HAM guna 
mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan 
manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia 
seluruhnya. 

Selanjutnya, keberadaan Komnas HAM diperkuat oleh UU 39/1999, 
sebagaimana hal tersebut ditentukan dalam Ketentuan Peralihan Pasal 105 ayat 
(2) UU 39/1999 bahwa Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan Keppres 
50/1993 dinyatakan sebagai Komnas HAM menurut undang-undang ini, serta 
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komnas HAM masih tetap menjalankan fungsi, 
tugas, dan wewenangnya, berdasarkan undang-undang ini sampai ditetapkannya 
keanggotaan Komnas HAM yang baru; dan semua permasalahan yang sedang 
ditangani oleh Komnas HAM tetap dinyatakan penyelesaiannya berdasarkan 
undang-undang ini. Kemudian Pasal 105 ayat (3) UU 39/1999 mengatur bahwa 
dalam waktu paling lama dua tahun sejak berlakunya undang-undang ini, 
susunan organisasi, keanggotaan, tugas dan wewenang serta tata tertib Komnas 
HAM harus disesuaikan dengan undang-undang ini. 
[3.11.2]  Bahwa Komnas HAM dalam UU 39/1999 disebut sebagai lembaga 
mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang 
berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan 
mediasi HAM [vide Pasal 1 angka 7 UU 39/1999]. Secara doktriner lembaga 
negara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga negara yang bersifat utama 
(main state organs) dan lembaga negara yang bersifat penunjang (auxiliary state 
organs). Pada perkembangannya di Indonesia, lembaga negara penunjang tidak 
hanya diperintahkan oleh konstitusi namun terdapat pula lembaga negara yang 
kewenangannya berdasarkan perintah undang-undang yang lebih rendah [vide 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003, tanggal 28 Juli 2004 
sebagaimana ditegaskan kembali di antaranya dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, tanggal 8 Februari 2018]. 
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Bahwa terkait dengan tujuan munculnya lembaga-lembaga penunjang, 
Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 
menyatakan bahwa lembaga-lembaga penunjang dihadirkan karena dorongan 
proses pencapaian tujuan-tujuan negara yang semakin kompleks yang 
merupakan konsekuensi logis sebuah negara demokrasi modern yang ingin 
secara lebih sempurna menjalankan fungsi dan perannya memberikan jaminan 
perlindungan dan pelayanan kepada warganya. Dalam putusan a quo Mahkamah 
berpendapat bahwa doktrin klasik tentang pemisahan cabang kekuasaan negara 
dalam tiga cabang kekuasaan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dipandang tidak 
lagi memadai untuk mewujudkan tujuan bernegara dan tuntutan masyarakat 
yang kian kompleks. Dengan kata lain, tidak cukup memadai lagi tujuan dan 
tuntutan tersebut dicapai dan dipenuhi dengan keberadaan struktur lembaga 
utama sehingga diperlukan lembaga penunjang untuk menjalankan fungsi 
penunjang terhadap lembaga negara utama. Artinya, baik pada ranah eksekutif, 
legislatif, maupun yudikatif dimungkinkan muncul lembaga penunjang dalam 
rangka efektivitas pelaksanaan kekuasaan yang menjadi tanggung jawab 
lembaga-lembaga utama. 

Bahwa walaupun keberadaan Komnas HAM tidak secara eksplisit 
disebutkan dalam UUD 1945 namun diatur dalam UU 39/1999, tetapi memiliki 
constitutional importance. Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa 
“badanbadan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur 
dalam undang-undang”. Selain Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, serta 
Komisi Yudisial dan Kepolisian Negara yang disebut eksplisit dalam UUD 1945, 
masih ada badan-badan lain yang mempunyai fungsi terkait dengan kekuasaan 
kehakiman, di antaranya Kejaksaan Agung, Komnas HAM, dan Komisi 
Pemberantasan Korupsi. Kewenangan Komnas HAM selain ditentukan dalam UU 
39/1999 juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang 
Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU 26/2000). Dalam kaitan ini, Komnas HAM 
diberi kewenangan tambahan untuk menjalankan fungsi penyelidikan khusus 
terhadap kasus dugaan pelanggaran HAM yang berat, kemudian hasilnya 
diserahkan kepada Jaksa Agung sebagai penyidik [vide Pasal 18 dan Pasal 20 UU 
26/2000]. Inilah salah satu alasan mengapa Komnas HAM merupakan lembaga 
negara penunjang yang memiliki nilai constitutional importance. Hal lain yang 
membuat Komnas HAM memiliki constitutional importance adalah karena 
perlindungan HAM merupakan materi yang harus ada dalam konstitusi setiap 
negara hukum yang salah satunya dicirikan dengan negara yang menghormati 
HAM. 
[3.11.3]     Bahwa bertolak dari Sub-paragraf [3.11.1] dan Sub-paragraf [3.11.2] di 
atas, Mahkamah akan mempertimbangkan persoalan konstitusionalitas norma 
yang dimohonkan para Pemohon, sebagai berikut: 

1. Bahwa terhadap persoalan konstitusional mengenai besarnya jumlah 
anggota Komnas HAM yang mencapai 35 orang dan cara pemilihan yang 

 

 

 

Konstitusi. Secara doktriner norma HAM yang terdapat dalam UUD berfungsi 
sebagai arah bagi pembuatan undang-undang di bawahnya agar selaras dengan 
nilai-nilai HAM. 

Dalam kaitan dengan penegakkan HAM, Pemerintah Orde Baru telah 
membentuk Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) melalui Keputusan Presiden 
Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Keppres 
50/1993). Komnas HAM sendiri dibentuk atas rekomendasi dari Lokakarya I 
HAM yang diselenggarakan Departemen Luar Negeri dengan sponsor dari PBB. 
Dalam Pasal 1 Keppres 50/1993 disebutkan bahwa Komnas HAM dibentuk dalam 
rangka meningkatkan pelaksanaan HAM di Indonesia. Sementara dalam Pasal 4 
Keppres 50/1993 disebutkan tujuan Komnas HAM adalah: a) membantu 
pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan 
Pancasila, UUD 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi 
Universal Hak Asasi Manusia; b) meningkatkan perlindungan HAM guna 
mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan 
manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia 
seluruhnya. 

Selanjutnya, keberadaan Komnas HAM diperkuat oleh UU 39/1999, 
sebagaimana hal tersebut ditentukan dalam Ketentuan Peralihan Pasal 105 ayat 
(2) UU 39/1999 bahwa Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan Keppres 
50/1993 dinyatakan sebagai Komnas HAM menurut undang-undang ini, serta 
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komnas HAM masih tetap menjalankan fungsi, 
tugas, dan wewenangnya, berdasarkan undang-undang ini sampai ditetapkannya 
keanggotaan Komnas HAM yang baru; dan semua permasalahan yang sedang 
ditangani oleh Komnas HAM tetap dinyatakan penyelesaiannya berdasarkan 
undang-undang ini. Kemudian Pasal 105 ayat (3) UU 39/1999 mengatur bahwa 
dalam waktu paling lama dua tahun sejak berlakunya undang-undang ini, 
susunan organisasi, keanggotaan, tugas dan wewenang serta tata tertib Komnas 
HAM harus disesuaikan dengan undang-undang ini. 
[3.11.2]  Bahwa Komnas HAM dalam UU 39/1999 disebut sebagai lembaga 
mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang 
berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan 
mediasi HAM [vide Pasal 1 angka 7 UU 39/1999]. Secara doktriner lembaga 
negara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga negara yang bersifat utama 
(main state organs) dan lembaga negara yang bersifat penunjang (auxiliary state 
organs). Pada perkembangannya di Indonesia, lembaga negara penunjang tidak 
hanya diperintahkan oleh konstitusi namun terdapat pula lembaga negara yang 
kewenangannya berdasarkan perintah undang-undang yang lebih rendah [vide 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003, tanggal 28 Juli 2004 
sebagaimana ditegaskan kembali di antaranya dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, tanggal 8 Februari 2018]. 
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anggota Komnas HAM seringkali dikaitkan dengan luas wilayah dan jumlah 
penduduk Indonesia yang dinilai membutuhkan banyak anggota untuk 
menyelesaikan berbagai masalah HAM. Namun demikian, yang menjadi 
pertanyaan adalah adanya pengaturan jumlah anggota Komnas HAM yang 
menggunakan diksi atau kata “berjumlah” 35 (tiga puluh lima) orang, tetapi 
secara faktual jumlah anggota Komnas HAM tidak pernah penuh terisi 
hingga 35 (tiga puluh lima) orang. Sebagai contoh, pada periode 2002-2007 
berjumlah 23 orang anggota, pada periode 2007-2012 hanya berjumlah 11 
orang. 

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terutama fakta selama 
ini jumlah anggota Komnas HAM yang tidak pernah terisi penuh 35 (tiga 
puluh lima) orang, maka menurut Mahkamah pengaturan mengenai kata 
“berjumlah” 35 (tiga puluh lima) orang tersebut menjadi tidak berkepastian 
hukum, sebab secara harfiah makna kata “berjumlah” mempunyai sifat 
imperatif yang harus dipenuhi, sementara fakta bahwa selama ini anggota 
Komnas HAM berjumlah 35 orang tersebut tidak pernah dipenuhi dan hal 
tersebut dianggap pembenaran, maka hal ini justru semakin menimbulkan 
ketidakpastian hukum. Padahal norma Pasal 83 ayat (1) UU 39/1999 
mengatur secara imperatif anggota Komnas HAM karena menggunakan kata 
“berjumlah” bukan frasa “paling tinggi” 35 (tiga puluh lima) orang [vide 
angka 256 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan], karena faktanya ketentuan 
kata “berjumlah” yang menunjukkan sifat imperatif tidak pernah terpenuhi. 

Terlepas dari, apakah norma imperatif ini tidak dipenuhi karena tidak 
banyak calon yang memenuhi syarat, atau memang menjadi kebijakan 
Komnas HAM yang mengusulkannya, menurut Mahkamah untuk dapat 
memberi kepastian hukum yang adil, maka norma Pasal 83 ayat (1) UU 
39/1999 seharusnya tidak bersifat imperatif, namun bersifat fakultatif, 
sehingga ketika tidak dapat terpenuhi tidak melanggar norma imperatif 
tersebut. Meskipun demikian, penentuan besaran jumlah dalam norma 
undang-undang merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-
undang, namun dalam penentuannya harus memberikan kepastian hukum. 

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut 
Mahkamah untuk memberi kepastian hukum maka kata “berjumlah” dalam 
Pasal 83 ayat (1) UU 39/1999 dimaknai sebagai “berjumlah paling tinggi”. 
Dengan demikian, jika dalam pelaksanaannya Komnas HAM hanya 
beranggotakan 7 (tujuh) orang atau 9 (sembilan) orang sebagaimana yang 
dimohonkan para Pemohon, tidaklah melanggar norma undang-undang. 
Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil permohonan para Pemohon 
sepanjang mengenai kata “berjumlah” beralasan menurut hukum untuk 
sebagian. 

 

 

 

para Pemohon dalilkan tidak memberikan kepastian hukum, Mahkamah 
berpendapat bahwa sejak putusan-putusan Mahkamah terdahulu, 
Mahkamah telah berpendirian bahwa penentuan besarnya jumlah tertentu 
dalam norma suatu undang-undang merupakan ranah pembentuk undang-
undang. Pembentuk undang-undang dapat membuat pilihan kebijakan, 
sepanjang pilihan yang diambil tidak merupakan hal yang melampaui 
kewenangan pembuat undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan 
kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. 
Mahkamah juga berpendirian bahwa penentuan besarnya jumlah tidak 
boleh bertentangan dengan rasionalitas, sehingga pembentuk undang-
undang seharusnya memiliki perhitungan dan ukuran rasional dalam 
menentukan besarnya jumlah, in casu dalam permohonan a quo adalah 
jumlah anggota Komnas HAM. 

Bahwa dalam konteks permohonan a quo, Mahkamah dapat memahami 
kekhawatiran para Pemohon, karena jumlah 35 (tiga puluh lima) orang 
anggota Komnas HAM sangat jauh berbeda dengan jumlah anggota dalam 
komisi-komisi negara lainnya yang jumlahnya masih di bawah 15 (lima 
belas) orang anggota. Seperti Komisi Pemilihan Umum yang anggotanya 
berjumlah 7 (tujuh) orang, Otoritas Jasa Keuangan yang anggotanya 
berjumlah 7 (tujuh) orang, Komisi Pemberantasan Korupsi yang anggotanya 
berjumlah 5 (lima) orang, Badan Pengawas Pemilihan Umum yang 
anggotanya berjumlah 5 (lima) orang, Lembaga Perlindungan Saksi dan 
Korban anggotanya berjumlah 7 (tujuh) orang, Komisi Perlindungan Anak 
Indonesia anggotanya berjumlah 9 (sembilan) orang, Komisi Pengawas 
Persaingan Usaha anggotanya berjumlah 9 (sembilan) orang. Demikian pula 
jika dibandingkan dengan badan-badan lain yang memiliki constitutional 
importance, seperti Komisi Yudisial anggotanya hanya 7 (tujuh) orang. 

Bahwa rasionalitas dalam penentuan besarnya jumlah anggota ini 
menjadi sangat penting dalam rangka mengefektifkan kerja Komnas HAM 
itu sendiri dalam kaitannya sebagai sebuah lembaga yang memiliki 
constitutional importance. Jika diikuti perkembangan awal dibentuknya, 
jumlah anggota Komnas HAM pada awal pembentukannya memang 
termasuk banyak. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Keppres 50/1993 pada 
intinya menyatakan Komisi Paripurna yang diisi oleh tokoh-tokoh nasional 
sebagai unsur Komnas HAM terdiri dari 25 (dua puluh lima) anggota. 
Kemudian pengaturan mengenai jumlah anggota Komnas HAM justru 
semakin bertambah saat diatur dalam UU 39/1999. 

Bahwa pengaturan jumlah anggota Komnas HAM yang ditambah dalam 
UU 39/1999 merupakan refleksi dari upaya menghadapi berbagai tuntutan 
perlindungan HAM yang semakin meningkat di era reformasi yang semula 
25 (dua puluh lima) menjadi 35 (tiga puluh lima). Ditambahkannya jumlah 
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rakyat yang merepresentasikan suara rakyat, sehingga untuk pemilihan 
anggota Komnas HAM dikembalikan kepada lembaga representasi rakyat. 

Bahwa namun demikian, terlepas dari dalil para Pemohon mengenai 
pilihan sistem pemilihan anggota Komnas HAM yang tidak dapat 
menyeimbangkan kekuasaan DPR dan Presiden, menurut Mahkamah 
bagaimana cara pemilihan anggota Komnas HAM merupakan kebijakan 
hukum terbuka dari pembentuk UU. Konstitusi tidak mengatur sistem dan 
tata cara pemilihan anggota komisi negara, sehingga konstitusi memberi 
keleluasaan kepada pembentuk UU untuk mengaturnya, menyesuaikan 
dengan dinamika perkembangan ketatanegaraan serta kehidupan sosial 
masyarakat. Keleluasaan ini yang disadari akan mengalami perubahan dari 
waktu ke waktu sehingga pembentuk UU dapat membuat pilihan kebijakan 
yang efektif dan efisien. Pilihan kebijakan tersebut menjadi kebijakan 
hukum terbuka yang merupakan ranah pembentuk undang-undang 
sepanjang pilihan yang diambil tidak merupakan hal yang melampaui 
kewenangan pembentuk UU, tidak merupakan penyalahgunaan 
kewenangan, dan tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, serta 
memiliki rasionalitas yang dapat dipertanggungjawabkan. 

3. Terhadap persoalan konstitusional mengenai tata cara pemilihan, 
pengangkatan serta pemberhentian keanggotaan dan pimpinan Komnas 
HAM yang ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM serta 
pengaturan hak Anggota Komnas HAM untuk mengajukan bakal calon 
Anggota Komnas HAM dalam Sidang Paripurna yang para Pemohon 
dalilkan akan melemahkan sistem checks and balances sehingga 
menghalangi orang lain untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam 
pemerintahan, menurut Mahkamah dalil para Pemohon ini pada pokoknya 
bermuara pada persoalan tatacara pemilihan yang tidak dapat dilepaskan 
dari kesejarahan pembentukan Komnas HAM sebagaimana telah 
dipertimbangkan di atas. Oleh karena hal ini berkaitan dengan pengaturan 
tatacara yang menurut Mahkamah merupakan pilihan kebijakan yang 
dapat diambil oleh pembentuk undang-undang, tentunya dengan 
mempertimbangkan secara saksama risiko-risiko dari pilihan kebijakan 
yang diambil, serta mendasarkan pada rasionalitas dengan 
memperhatikan syarat yang ditentukan oleh Mahkamah yaitu sepanjang 
pilihan yang diambil tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan 
pembuat undang-undang dan tidak merupakan penyalahgunaan 
kewenangan, tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945. 

Bahwa dalam pelaksanaannya Mahkamah menyadari kekhawatiran 
yang para Pemohon dalilkan mungkin saja dapat terjadi, seperti 
kemungkinan ada oknum anggota Komnas HAM yang memanfaatkan celah 
kebijakan ini untuk melanggengkan kekuasaannya, melakukan praktik 

 

 

 

2. Bahwa terhadap persoalan konstitusional mengenai pemilihan, 
pemberhentian Anggota Komnas HAM, oleh DPR dengan tidak melibatkan 
Presiden yang para Pemohon dalilkan telah menciderai sistem presidensial 
di Indonesia, menurut Mahkamah pengaturan yang tampak sangat DPR 
heavy dan meninggalkan peran kekuasaan eksekutif ini tidak dapat 
dilepaskan dari sejarah berdirinya Komnas HAM. Sebagaimana telah 
dijelaskan sebelumnya di atas, Komnas HAM yang didirikan berdasarkan 
Keppres 50/1993, menyebabkan Komnas HAM dianggap awalnya hanya 
sebagai perpanjangan tangan Presiden, sehingga tidak akan menjangkau 
pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Presiden yang 
berkuasa saat itu. Sejalan dengan semangat reformasi 1998 yang menjadi 
latar belakang lahirnya UU 39/1999 justru berkehendak untuk membatasi 
kekuasaan Presiden yang sangat besar pada masa pemerintahan Orde 
Baru. Dengan kekuasaan yang besar tersebut telah banyak terjadi 
pelanggaran HAM sebagaimana hal tersebut dinyatakan pula dalam 
Penjelasan UU 39/1999 bahwa: 

“Pada kenyataannya selama lebih lima puluh tahun usia Republik 
Indonesia, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, atau penegakan hak 
asasi manusia masih jauh dari memuaskan. Hal tersebut tercermin dari 
kejadian berupa penangkapan yang tidak sah, penculikan, penganiayaan, 
perkosaan, penghilangan paksa, bahkan pembunuhan, pembakaran rumah 
tinggal dan tempat ibadah, penyerangan pemuka agama beserta 
keluarganya. Selain itu, terjadi pula penyalahgunaan kekuasaan oleh 
pejabat publik dan aparat negara yang seharusnya menjadi penegak hukum, 
pemelihara keamanan, dan pelindung rakyat, tetapi justru mengintimidasi, 
menganiaya, menghilangkan paksa dan/atau menghilangkan nyawa”. 

Fakta-fakta yang melatarbelakangi terbitnya UU 39/1999 
menyebabkan norma-norma yang berkaitan dengan keanggotaan Komnas 
HAM dijauhkan dari campur tangan Presiden, sehingga peran Presiden 
hanya meresmikan anggota Komnas HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 
83 ayat (1) UU 39/1999 dan Penjelasannya. Demikian pula halnya dalam 
proses pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian anggota dan pimpinan 
Komnas HAM yang diatur dalam Pasal 85 ayat (1) dan Pasal 86 UU 39/1999, 
Presiden juga hanya menetapkan dengan Keputusan Presiden, atau hanya 
melaksanakan fungsi administratif. 

Bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (1) UU 39/1999 
dijelaskan peresmian oleh Presiden tersebut dimaksudkan untuk tetap 
menjaga kemandirian Komnas HAM. Mahkamah dapat memahami pilihan 
pembuat kebijakan untuk memberikan kewenangan kepada DPR untuk 
memilih anggota Komnas HAM adalah karena DPR sebagai perwakilan 
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pemberhentian Anggota Komnas HAM, oleh DPR dengan tidak melibatkan 
Presiden yang para Pemohon dalilkan telah menciderai sistem presidensial 
di Indonesia, menurut Mahkamah pengaturan yang tampak sangat DPR 
heavy dan meninggalkan peran kekuasaan eksekutif ini tidak dapat 
dilepaskan dari sejarah berdirinya Komnas HAM. Sebagaimana telah 
dijelaskan sebelumnya di atas, Komnas HAM yang didirikan berdasarkan 
Keppres 50/1993, menyebabkan Komnas HAM dianggap awalnya hanya 
sebagai perpanjangan tangan Presiden, sehingga tidak akan menjangkau 
pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Presiden yang 
berkuasa saat itu. Sejalan dengan semangat reformasi 1998 yang menjadi 
latar belakang lahirnya UU 39/1999 justru berkehendak untuk membatasi 
kekuasaan Presiden yang sangat besar pada masa pemerintahan Orde 
Baru. Dengan kekuasaan yang besar tersebut telah banyak terjadi 
pelanggaran HAM sebagaimana hal tersebut dinyatakan pula dalam 
Penjelasan UU 39/1999 bahwa: 

“Pada kenyataannya selama lebih lima puluh tahun usia Republik 
Indonesia, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, atau penegakan hak 
asasi manusia masih jauh dari memuaskan. Hal tersebut tercermin dari 
kejadian berupa penangkapan yang tidak sah, penculikan, penganiayaan, 
perkosaan, penghilangan paksa, bahkan pembunuhan, pembakaran rumah 
tinggal dan tempat ibadah, penyerangan pemuka agama beserta 
keluarganya. Selain itu, terjadi pula penyalahgunaan kekuasaan oleh 
pejabat publik dan aparat negara yang seharusnya menjadi penegak hukum, 
pemelihara keamanan, dan pelindung rakyat, tetapi justru mengintimidasi, 
menganiaya, menghilangkan paksa dan/atau menghilangkan nyawa”. 

Fakta-fakta yang melatarbelakangi terbitnya UU 39/1999 
menyebabkan norma-norma yang berkaitan dengan keanggotaan Komnas 
HAM dijauhkan dari campur tangan Presiden, sehingga peran Presiden 
hanya meresmikan anggota Komnas HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 
83 ayat (1) UU 39/1999 dan Penjelasannya. Demikian pula halnya dalam 
proses pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian anggota dan pimpinan 
Komnas HAM yang diatur dalam Pasal 85 ayat (1) dan Pasal 86 UU 39/1999, 
Presiden juga hanya menetapkan dengan Keputusan Presiden, atau hanya 
melaksanakan fungsi administratif. 

Bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 83 ayat (1) UU 39/1999 
dijelaskan peresmian oleh Presiden tersebut dimaksudkan untuk tetap 
menjaga kemandirian Komnas HAM. Mahkamah dapat memahami pilihan 
pembuat kebijakan untuk memberikan kewenangan kepada DPR untuk 
memilih anggota Komnas HAM adalah karena DPR sebagai perwakilan 
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dimasukkan kembali dalam Prolegnas 2020-2024 [vide Keputusan DPR Nomor 
19/DPR.RI/I/2018-2019 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan 
UndangUndang Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Program Legislasi Nasional 
Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019 juncto Keputusan DPR Nomor 
8/DPR.RI/II/2021-2022 tentang Prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas 
Tahun 2022 dan Prolegnas Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 
2020-2024]. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang dapat memprioritaskan 
proses perubahan atas UU 39/1999. Dengan demikian, materi yang terkait 
dengan seberapa besar anggota Komnas HAM yang rasional serta tata cara 
pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Komnas HAM yang 
merupakan kebijakan hukum terbuka ranah pembentuk undang-undang dapat 
dituangkan dalam materi muatan perubahan dimaksud. Namun demikian, 
penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa dalam menentukan pilihan 
kebijakan mengubah UU 39/1999 perlu pula memperhatikan tata cara 
seleksi/rekrutmen anggota Komnas HAM dengan nilai-nilai demokrasi 
berkeadilan yang berkembang di masyarakat, perkembangan dinamika politik 
ketatanegaraan dan menyesuaikan dengan model/proses pengisian anggota 
komisi negara lainnya dengan memperhatikan kekhasan Komnas HAM yang 
memiliki perbedaan dari komisi negara lain. Pilihan kebijakan yang diambil 
perlu mempertimbangkan risiko terjadinya pelanggaran ataupun 
penyalahgunaan pada tataran implementasi, sehingga tujuan untuk 
meningkatkan perlindungan HAM bagi warga negara Indonesia dapat tercapai 
dan institusi Komnas HAM dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan efektif 
dan efisien. 

[3.14]  Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil 
para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Sedangkan, terhadap 
dalil dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dipandang tidak relevan dan 
oleh karena itu harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. 
 

F. AMAR PUTUSAN 
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 
2. Menyatakan kata “berjumlah” dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3886) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat sepanjang tidak dimaknai “berjumlah paling tinggi”; 

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik 
Indonesia sebagaimana mestinya; 

4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. 
 
 
 

 

 

 

nepotisme dengan memasukkan orang-orang yang memiliki kedekatan 
padahal yang dicalonkan belum tentu calon terbaik, sedangkan warga 
negara lain yang ingin menjadi anggota Komnas HAM menjadi tertutup 
kesempatannya. Demikian juga dengan pengaturan pemilihan, 
pengangkatan dan pemberhentian anggota Komnas HAM yang diatur sendiri 
dalam tata tertib Komnas HAM, juga dimungkinkan terjadi pengaturan-
pengaturan yang menguntungkan pihak tertentu, sehingga pencalonan 
orang-orang yang dikehendaki oleh oknum Anggota Komnas HAM yang 
masih menjabat bisa berjalan dengan mulus. Namun, terhadap 
kekhawatiran para Pemohon a quo menurut Mahkamah bukanlah 
merupakan persoalan konstitusionalitas norma, jikapun terjadi persoalan 
demikian, quod non, hal ini merupakan persoalan implementasi norma 
undang-undang. Persoalan efektivitas norma undang-undang harus 
dibedakan dengan persoalan konstitusionalitas norma undang-undang, 
karena tidak efektifnya suatu norma undang-undang tidak serta-merta 
berarti norma undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi. 

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas 
menurut Mahkamah dalil permohonan para Pemohon sepanjang terkait dengan 
kata “berjumlah” yang diatur dalam Pasal 83 ayat (1) UU 39/1999 menimbulkan 
ketidakpastian hukum. Oleh karenanya Mahkamah akan memberi pemaknaan 
yang tertuang dalam amar putusan di bawah ini. Sedangkan terhadap dalil-dalil 
permohonan para Pemohon lainnya terkait Pasal 85 ayat (1), Pasal 86 dan Pasal 
87 ayat (2) huruf d UU 39/1999 bertentangan Pasal 4 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), 
Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3), serta Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 adalah 
merupakan kebijakan hukum terbuka yang menjadi ranah pembentuk 
undangundang untuk menentukannya, sehingga harus dinyatakan tidak 
beralasan menurut hukum. 

[3.13] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah menyatakan Pasal 85 ayat (1), 
Pasal 86, dan Pasal 87 ayat (2) huruf d UU 39/1999 konstitusional, namun 
Mahkamah mempertimbangkan pentingnya untuk dilakukan pemantauan dan 
peninjauan terhadap UU 39/1999 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 95A 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang pada pokoknya menyatakan 
pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang 
dilaksanakan oleh DPR, Pemerintah, dan DPD yang hasilnya dapat menjadi 
usulan dalam penyusunan Prolegnas. Terlepas dari apakah UU 39/1999 telah 
dilakukan pemantauan dan peninjauan, namun posisi UU a quo sejak tahun 2015 
telah dimasukkan dalam daftar Prolegnas 2015-2019 dan saat inipun UU a quo 
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dimasukkan kembali dalam Prolegnas 2020-2024 [vide Keputusan DPR Nomor 
19/DPR.RI/I/2018-2019 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan 
UndangUndang Prioritas Tahun 2019 dan Perubahan Program Legislasi Nasional 
Rancangan Undang-Undang Tahun 2015-2019 juncto Keputusan DPR Nomor 
8/DPR.RI/II/2021-2022 tentang Prolegnas Rancangan Undang-Undang Prioritas 
Tahun 2022 dan Prolegnas Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga Tahun 
2020-2024]. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang dapat memprioritaskan 
proses perubahan atas UU 39/1999. Dengan demikian, materi yang terkait 
dengan seberapa besar anggota Komnas HAM yang rasional serta tata cara 
pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Komnas HAM yang 
merupakan kebijakan hukum terbuka ranah pembentuk undang-undang dapat 
dituangkan dalam materi muatan perubahan dimaksud. Namun demikian, 
penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa dalam menentukan pilihan 
kebijakan mengubah UU 39/1999 perlu pula memperhatikan tata cara 
seleksi/rekrutmen anggota Komnas HAM dengan nilai-nilai demokrasi 
berkeadilan yang berkembang di masyarakat, perkembangan dinamika politik 
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memiliki perbedaan dari komisi negara lain. Pilihan kebijakan yang diambil 
perlu mempertimbangkan risiko terjadinya pelanggaran ataupun 
penyalahgunaan pada tataran implementasi, sehingga tujuan untuk 
meningkatkan perlindungan HAM bagi warga negara Indonesia dapat tercapai 
dan institusi Komnas HAM dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan efektif 
dan efisien. 

[3.14]  Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil 
para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Sedangkan, terhadap 
dalil dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan karena dipandang tidak relevan dan 
oleh karena itu harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. 
 

F. AMAR PUTUSAN 
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 
2. Menyatakan kata “berjumlah” dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3886) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat sepanjang tidak dimaknai “berjumlah paling tinggi”; 

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik 
Indonesia sebagaimana mestinya; 

4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. 
 
 
 

 

 

 

nepotisme dengan memasukkan orang-orang yang memiliki kedekatan 
padahal yang dicalonkan belum tentu calon terbaik, sedangkan warga 
negara lain yang ingin menjadi anggota Komnas HAM menjadi tertutup 
kesempatannya. Demikian juga dengan pengaturan pemilihan, 
pengangkatan dan pemberhentian anggota Komnas HAM yang diatur sendiri 
dalam tata tertib Komnas HAM, juga dimungkinkan terjadi pengaturan-
pengaturan yang menguntungkan pihak tertentu, sehingga pencalonan 
orang-orang yang dikehendaki oleh oknum Anggota Komnas HAM yang 
masih menjabat bisa berjalan dengan mulus. Namun, terhadap 
kekhawatiran para Pemohon a quo menurut Mahkamah bukanlah 
merupakan persoalan konstitusionalitas norma, jikapun terjadi persoalan 
demikian, quod non, hal ini merupakan persoalan implementasi norma 
undang-undang. Persoalan efektivitas norma undang-undang harus 
dibedakan dengan persoalan konstitusionalitas norma undang-undang, 
karena tidak efektifnya suatu norma undang-undang tidak serta-merta 
berarti norma undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi. 

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas 
menurut Mahkamah dalil permohonan para Pemohon sepanjang terkait dengan 
kata “berjumlah” yang diatur dalam Pasal 83 ayat (1) UU 39/1999 menimbulkan 
ketidakpastian hukum. Oleh karenanya Mahkamah akan memberi pemaknaan 
yang tertuang dalam amar putusan di bawah ini. Sedangkan terhadap dalil-dalil 
permohonan para Pemohon lainnya terkait Pasal 85 ayat (1), Pasal 86 dan Pasal 
87 ayat (2) huruf d UU 39/1999 bertentangan Pasal 4 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), 
Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3), serta Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 adalah 
merupakan kebijakan hukum terbuka yang menjadi ranah pembentuk 
undangundang untuk menentukannya, sehingga harus dinyatakan tidak 
beralasan menurut hukum. 

[3.13] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah menyatakan Pasal 85 ayat (1), 
Pasal 86, dan Pasal 87 ayat (2) huruf d UU 39/1999 konstitusional, namun 
Mahkamah mempertimbangkan pentingnya untuk dilakukan pemantauan dan 
peninjauan terhadap UU 39/1999 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 95A 
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang pada pokoknya menyatakan 
pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang 
dilaksanakan oleh DPR, Pemerintah, dan DPD yang hasilnya dapat menjadi 
usulan dalam penyusunan Prolegnas. Terlepas dari apakah UU 39/1999 telah 
dilakukan pemantauan dan peninjauan, namun posisi UU a quo sejak tahun 2015 
telah dimasukkan dalam daftar Prolegnas 2015-2019 dan saat inipun UU a quo 
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Yang Dikabulkan 

Sebagian Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) 
 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUU-XX/2022 
PERIHAL PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 

TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 
2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI  

TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
TAHUN 1945 

 
20 JUNI 2022 

 
 

A. PENDAHULUAN 
Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022, pukul 17.53 WIB, Mahkamah 
Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Putusan Pengujian Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU 
7/2020) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) dalam Perkara Nomor 56/PUU-
XX/2022. Dalam Sidang Pengucapan Putusan Perkara Nomor 56/PUU-XX/2022, 
perwakilan DPR RI dihadiri secara virtual oleh jajaran di lingkungan Pusat 
Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal 
DPR RI. 
 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU 7/2020 dalam perkara Nomor 56/PUU-
XX/2022, diajukan oleh Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M., untuk selanjutnya disebut 
sebagai Pemohon.  
 

C. PASAL/AYAT UU 7/2020 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian terhadap Pasal 1 
angka 10 UU 7/2020 yang memuat Pasal 27A ayat (2) huruf b yang berketentuan 
sebagai berikut: 
 

 

 

 

G. PENUTUP 
3. Bahwa terhadap Putusan MK dalam Perkara Nomor 30/PUU-XX/2022 

sebagaimana diuraikan diatas, untuk memberikan kepastian hukum hukum 
pada Pasal 83 ayat (1) UU 39/1999, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang memberikan saran sebagai berikut: 
a. Menindaklanjuti Putusan MK Nomor30/PUU-XX/2022 sebagai bahan dalam 

penyusunan Prolegnas Daftar Kumulatif Terbuka. 
b. Menindaklanjuti Putusan MK Nomor 30/PUU-XX/2022 sebagai acuan 

dalam penyusunan Rancangan Perubahan UU 39/1999. 
4. Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat (tidak 

ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh 
kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dan bersifat erga omnes 
(berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh 
organ penyelenggara Negara, organ penegak hukum dan warga Negara. Oleh 
karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 30/PUU-XX/2022 mengenai 
materi muatan pasal/ayat dalam UU 39/1999 yang dinyatakan bertentangan 
dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, 
agar tidak menimbulkan kekosongan hukum, dapat digunakan sebagai acuan 
untuk melakukan Perubahan UU 39/1999. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

BADAN KEAHLIAN 
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 

2022 
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sebagaimana diuraikan diatas, untuk memberikan kepastian hukum hukum 
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ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta langsung memperoleh 
kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dan bersifat erga omnes 
(berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh 
organ penyelenggara Negara, organ penegak hukum dan warga Negara. Oleh 
karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 30/PUU-XX/2022 mengenai 
materi muatan pasal/ayat dalam UU 39/1999 yang dinyatakan bertentangan 
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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

BADAN KEAHLIAN 
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 

2022 
 

 
PANLAK UU/PUSPANLAK UU TW III 2022



272

 

 

ditentukan dalam UUD 1945. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi akan 
mempertimbangkan hal-hal substantif yang dimohonkan oleh para 
Pemohon dengan menilai materi norma yang terdapat dalam UU KY dan 
UUKK yang dimohonkan pengujiannya terhadap UUD 1945 dan sekaligus 
dengan pendekatan konstitusionalitas kewenangan.  

Bahwa apabila ditinjau secara sistematis dan dari penafsiran 
berdasarkan “original intent” perumusan ketentuan UUD 1945, ketentuan 
mengenai KY dalam Pasal 24B UUD 1945 memang tidak berkaitan dengan 
ketentuan mengenai MK yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Dari 
sistimatika penempatan ketentuan mengenai Komisi Yudisial sesudah 
pasal yang mengatur tentang Mahkamah Agung yaitu Pasal 24A dan 
sebelum pasal yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi yaitu Pasal 
24C, sudah dapat dipahami bahwa ketentuan mengenai Komisi Yudisial 
pada Pasal 24B UUD 1945 itu memang tidak dimaksudkan untuk 
mencakup pula objek perilaku hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam 
Pasal 24C UUD 1945. Hal ini dapat dipastikan dengan bukti risalah-risalah 
rapat-rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR maupun dari keterangan 
para mantan anggota Panitia Ad Hoc tersebut dalam persidangan bahwa 
perumusan ketentuan mengenai KY dalam Pasal 24B UUD 1945 memang 
tidak pernah dimaksudkan untuk mencakup pengertian hakim konstitusi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C UUD 1945.  

Hal tidak tercakupnya pengertian perilaku hakim konstitusi dalam 
apa yang dimaksud dengan perilaku hakim menurut Pasal 24B ayat (1) 
UUD 1945 tersebut juga terdapat dalam ketentuan UUMK dan UU KK yang 
dibentuk sebelum pembentukan UU KY. Dalam UU MK, untuk fungsi 
pengawasan terhadap perilaku Hakim Konstitusi ditentukan adanya 
lembaga Majelis Kehormatan yang diatur secara tersendiri dalam Pasal 23 
UUMK. Demikian pula Pasal 34 ayat (3) UU KK sama sekali tidak 
menentukan bahwa Hakim Konstitusi menjadi objek pengawasan oleh KY. 
Selain itu, berbeda halnya dengan hakim biasa, Hakim Konstitusi pada 
dasarnya bukanlah hakim sebagai profesi tetap, melainkan hakim karena 
jabatannya. Hakim Konstitusi hanya diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) 
tahun dan setelah tidak lagi menduduki jabatan Hakim Konstitusi, yang 
bersangkutan masing-masing kembali lagi kepada status profesinya yang 
semula. Dalam keseluruhan mekanisme pemilihan dan pengangkatan para 
Hakim Konstitusi yang diatur dalam UUD 1945 juga tidak terdapat 
keterlibatan peran KY sama sekali;  

Di samping itu, Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan 
pula alasan substantif yang lebih serius dan mendasar untuk menolak 
segala upaya yang menempatkan perilaku Hakim Konstitusi sebagai objek 
pengawasan oleh lembaga negara lain. Dengan menjadikan perilaku Hakim 
Konstitusi sebagai objek pengawasan oleh KY, maka kewenangan 

 

 

Pasal 1 angka 10 UU 7/2020 
10. Ketentuan huruf c ayat (2) Pasal 27A diubah, huruf d dan huruf e ayat (2), 
ayat (3), ayat (41, ayat (5), dan ayat (6) Pasal 27A dihapus sehingga Pasal 
27A  berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 27A 
(1) … 
(2) Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Kehormatan 
Mahkamah Konstitusi yang keanggotannya terdiri atas:  
a. 1 (satu) orang hakim konstitusi;  
b. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial; 
c. 1 (satu) orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum;  
d. dihapus; dan  
e. dihapus.  

(3)  … 
(4)  … 

 

D. BATU UJI 
Bahwa Pasal a quo dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), 
Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah 
merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.  
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
[3.10] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan 
Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan, isu konstitusional yang 
dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah apakah ketentuan 
Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020 bertentangan dengan UUD 1945 
dikarenakan salah satu keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi 
dari Komisi Yudisial. 

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas Mahkamah 
terlebih dahulu akan mepertimbangkan hal-hal sebagai berikut:  

[3.11.1] Bahwa terkait dengan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi 
hakim konstitusi, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006 telah mempertimbangkan yang pada 
pokoknya sebagai berikut:  

1.a. Hakim Konstitusi  
Menimbang, sebagaimana telah diuraikan pada bagian kewenangan 

Mahkamah Konstitusi, bahwa permohonan yang diajukan oleh para 
Pemohon dalam bentuk formalnya adalah permohonan pengujian undang-
undang terhadap undang-undang dasar. Akan tetapi, pada hakikatnya, 
substansi permohonan dimaksud mengandung nuansa sengketa 
kewenangan konstitusional antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial 
sebagai sesama lembaga negara yang kewenangannya sama-sama 
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ditentukan dalam UUD 1945. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi akan 
mempertimbangkan hal-hal substantif yang dimohonkan oleh para 
Pemohon dengan menilai materi norma yang terdapat dalam UU KY dan 
UUKK yang dimohonkan pengujiannya terhadap UUD 1945 dan sekaligus 
dengan pendekatan konstitusionalitas kewenangan.  

Bahwa apabila ditinjau secara sistematis dan dari penafsiran 
berdasarkan “original intent” perumusan ketentuan UUD 1945, ketentuan 
mengenai KY dalam Pasal 24B UUD 1945 memang tidak berkaitan dengan 
ketentuan mengenai MK yang diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Dari 
sistimatika penempatan ketentuan mengenai Komisi Yudisial sesudah 
pasal yang mengatur tentang Mahkamah Agung yaitu Pasal 24A dan 
sebelum pasal yang mengatur tentang Mahkamah Konstitusi yaitu Pasal 
24C, sudah dapat dipahami bahwa ketentuan mengenai Komisi Yudisial 
pada Pasal 24B UUD 1945 itu memang tidak dimaksudkan untuk 
mencakup pula objek perilaku hakim konstitusi sebagaimana diatur dalam 
Pasal 24C UUD 1945. Hal ini dapat dipastikan dengan bukti risalah-risalah 
rapat-rapat Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR maupun dari keterangan 
para mantan anggota Panitia Ad Hoc tersebut dalam persidangan bahwa 
perumusan ketentuan mengenai KY dalam Pasal 24B UUD 1945 memang 
tidak pernah dimaksudkan untuk mencakup pengertian hakim konstitusi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C UUD 1945.  

Hal tidak tercakupnya pengertian perilaku hakim konstitusi dalam 
apa yang dimaksud dengan perilaku hakim menurut Pasal 24B ayat (1) 
UUD 1945 tersebut juga terdapat dalam ketentuan UUMK dan UU KK yang 
dibentuk sebelum pembentukan UU KY. Dalam UU MK, untuk fungsi 
pengawasan terhadap perilaku Hakim Konstitusi ditentukan adanya 
lembaga Majelis Kehormatan yang diatur secara tersendiri dalam Pasal 23 
UUMK. Demikian pula Pasal 34 ayat (3) UU KK sama sekali tidak 
menentukan bahwa Hakim Konstitusi menjadi objek pengawasan oleh KY. 
Selain itu, berbeda halnya dengan hakim biasa, Hakim Konstitusi pada 
dasarnya bukanlah hakim sebagai profesi tetap, melainkan hakim karena 
jabatannya. Hakim Konstitusi hanya diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) 
tahun dan setelah tidak lagi menduduki jabatan Hakim Konstitusi, yang 
bersangkutan masing-masing kembali lagi kepada status profesinya yang 
semula. Dalam keseluruhan mekanisme pemilihan dan pengangkatan para 
Hakim Konstitusi yang diatur dalam UUD 1945 juga tidak terdapat 
keterlibatan peran KY sama sekali;  

Di samping itu, Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan 
pula alasan substantif yang lebih serius dan mendasar untuk menolak 
segala upaya yang menempatkan perilaku Hakim Konstitusi sebagai objek 
pengawasan oleh lembaga negara lain. Dengan menjadikan perilaku Hakim 
Konstitusi sebagai objek pengawasan oleh KY, maka kewenangan 

 

 

Pasal 1 angka 10 UU 7/2020 
10. Ketentuan huruf c ayat (2) Pasal 27A diubah, huruf d dan huruf e ayat (2), 
ayat (3), ayat (41, ayat (5), dan ayat (6) Pasal 27A dihapus sehingga Pasal 
27A  berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 27A 
(1) … 
(2) Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Kehormatan 
Mahkamah Konstitusi yang keanggotannya terdiri atas:  
a. 1 (satu) orang hakim konstitusi;  
b. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial; 
c. 1 (satu) orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum;  
d. dihapus; dan  
e. dihapus.  

(3)  … 
(4)  … 

 

D. BATU UJI 
Bahwa Pasal a quo dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), 
Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah 
merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon.  
 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
[3.10] Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan 
Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan, isu konstitusional yang 
dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah apakah ketentuan 
Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020 bertentangan dengan UUD 1945 
dikarenakan salah satu keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi 
dari Komisi Yudisial. 

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas Mahkamah 
terlebih dahulu akan mepertimbangkan hal-hal sebagai berikut:  

[3.11.1] Bahwa terkait dengan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi 
hakim konstitusi, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006 telah mempertimbangkan yang pada 
pokoknya sebagai berikut:  

1.a. Hakim Konstitusi  
Menimbang, sebagaimana telah diuraikan pada bagian kewenangan 

Mahkamah Konstitusi, bahwa permohonan yang diajukan oleh para 
Pemohon dalam bentuk formalnya adalah permohonan pengujian undang-
undang terhadap undang-undang dasar. Akan tetapi, pada hakikatnya, 
substansi permohonan dimaksud mengandung nuansa sengketa 
kewenangan konstitusional antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial 
sebagai sesama lembaga negara yang kewenangannya sama-sama 
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Komisi Yudisial yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan wewenang 
teknis justisial Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tersebut di 
atas, dapat menjadi objek perkara di Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, 
untuk mengoreksi kekeliruan dalam penormaan undang-undang dengan 
menjadikan hakim konstitusi sebagai objek pengawasan oleh KY 
sebagaimana ditentukan dalam UUKY, maka ketentuan mengenai hakim 
konstitusi yang terdapat dalam pasal-pasal UUKY harus dinyatakan 
bertentangan dengan UUD 1945, dan oleh karenanya harus dinyatakan 
tidak berlaku mengikat. Dengan demikian, sekiranya pun sengketa 
kewenangan lembaga negara antara MA dan KY terjadi di masa-masa yang 
akan datang, atau timbul sengketa kewenangan konstitusional antara KY 
dan lembaga negara yang lain, maka kedudukan Mahkamah Konstitusi 
sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dapat menjatuhkan putusan 
yang bersifat final dan mengikat dalam rangka penyelesaian sengketa 
semacam itu tidak akan terganggu lagi, sehingga konstitusionalitas pola 
hubungan antarlembaga negara di masa depan dapat benar-benar ditata 
dengan sebaik-baiknya sesuai dengan amanat UUD 1945. Atas dasar 
pertimbangan-pertimbangan yang demikian itulah, maka sejauh mengenai 
ketentuan Pasal 1 angka 5 dan pasal-pasal lainnya dalam UUKY sepanjang 
mengenai Hakim Konstitusi, cukup beralasan untuk dinyatakan 
bertentangan dengan UUD 1945;  
2.b. Pengawasan  

Menimbang Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa 
Komisi Yudisial bersifat mandiri, mempunyai kewenangan pokok 
mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, juga memiliki wewenang lain 
dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, 
serta perilaku hakim. Dengan frasa ”dalam rangka menjaga dan 
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”, 
menurut Mahkamah Konstitusi, kewenangan KY sebagaimana dimaksud 
oleh ketentuan tersebut, walaupun dalam batas-batas tertentu dapat 
diartikan sebagai pengawasan, bukanlah kewenangan untuk melakukan 
pengawasan terhadap lembaga peradilan melainkan terhadap individu 
fungsionaris hakim. Sebagai pelaku kekuasan kehakiman, baik Mahkamah 
Agung dan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi merupakan 
kekuasaan yang merdeka (Pasal 24 UUD 1945) sehingga dalam 
melaksanakan kewenangan justisialnya lembaga peradilan tidak dapat 
diawasi oleh lembaga negara yang lain.  

[3.11.2] Bahwa selanjutnya Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 1-2/PUU-XII/2014 tanggal 13 Februari 2014 juga telah 
mempertimbangkan terkait dengan kewenangan Komisi Yudisial untuk 
mengawasi hakim konstitusi yang pada pokoknya sebagai berikut:  

 

 

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pemutus sengketa kewenangan 
konstitusional lembaga negara menjadi terganggu dan terjebak ke dalam 
anggapan sebagai pihak yang tidak dapat bersikap imparsial, khususnya 
apabila dalam praktik timbul persengketaan kewenangan antara KY 
dengan lembaga lain, seperti halnya dalam kasus persengketaan antara MA 
dan KY yang terkait dengan perkara a quo. Dengan demikian, ketentuan 
yang memperluas pengertian perilaku hakim dalam Pasal 24B ayat (1) 
UUD 1945 mencakup perilaku Hakim Konstitusi dapat mengebiri 
kewenangan dan menghalang-halangi pemenuhan tanggungjawab 
Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas mekanisme 
hubungan antarlembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 
1945. Padahal, dibentuknya Mahkamah Konstitusi berdasarkan UUD 1945 
adalah dalam rangka menjamin agar UUD 1945 dilaksanakan dengan 
sebaik-baiknya, termasuk dalam konteks hubungan-hubungan 
konstitusional antarlembaga negara. Oleh karena itu, salah satu 
kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana 
dimaksud oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, adalah untuk memutus 
sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan 
oleh UUD 1945;  

Terhadap kewenangan MK dimaksud, undang-undang tidak boleh 
melakukan pemandulan. Upaya pemandulan kewenangan Mahkamah 
Konstitusi tersebut, pertama, tercermin dengan ketentuan Pasal 65 UUMK 
yang berbunyi, “Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam 
sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan 
oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada 
Mahkamah Konstitusi”; kedua, pemandulan itu juga tercermin dalam 
ketentuan pasal-pasal UUKY yang memperluas pengertian perilaku hakim 
sehingga mencakup Hakim Konstitusi sebagai objek pengawasan oleh KY. 
Dengan kedua ketentuan di atas, kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai 
lembaga pemutus sengketa kewenangan lembaga negara menjadi mandul, 
khususnya dalam hal salah satu lembaga negara dimaksud adalah KY. 
Ketentuan undang-undang yang demikian, menurut Mahkamah Konstitusi, 
jelas bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, dalam Pasal 2 ayat 
(3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006, ketentuan 
Pasal 65 UUMK tersebut telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi 
bahwa Mahkamah  Agung (MA) tidak dapat menjadi pihak, baik sebagai 
pemohon ataupun termohon, hanya dalam sengketa kewenangan teknis 
peradilan (justisial) Mahkamah Agung. Dengan kata lain, menurut 
Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dapat saja terlibat sebagai pihak 
dalam perkara sengketa kewenangan, sepanjang sengketa demikian tidak 
berkait dengan pelaksanaan wewenang teknis justisial Mahkamah Agung. 
Dengan demikian, sengketa yang timbul antara Mahkamah Agung dan 
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Komisi Yudisial yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan wewenang 
teknis justisial Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tersebut di 
atas, dapat menjadi objek perkara di Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, 
untuk mengoreksi kekeliruan dalam penormaan undang-undang dengan 
menjadikan hakim konstitusi sebagai objek pengawasan oleh KY 
sebagaimana ditentukan dalam UUKY, maka ketentuan mengenai hakim 
konstitusi yang terdapat dalam pasal-pasal UUKY harus dinyatakan 
bertentangan dengan UUD 1945, dan oleh karenanya harus dinyatakan 
tidak berlaku mengikat. Dengan demikian, sekiranya pun sengketa 
kewenangan lembaga negara antara MA dan KY terjadi di masa-masa yang 
akan datang, atau timbul sengketa kewenangan konstitusional antara KY 
dan lembaga negara yang lain, maka kedudukan Mahkamah Konstitusi 
sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dapat menjatuhkan putusan 
yang bersifat final dan mengikat dalam rangka penyelesaian sengketa 
semacam itu tidak akan terganggu lagi, sehingga konstitusionalitas pola 
hubungan antarlembaga negara di masa depan dapat benar-benar ditata 
dengan sebaik-baiknya sesuai dengan amanat UUD 1945. Atas dasar 
pertimbangan-pertimbangan yang demikian itulah, maka sejauh mengenai 
ketentuan Pasal 1 angka 5 dan pasal-pasal lainnya dalam UUKY sepanjang 
mengenai Hakim Konstitusi, cukup beralasan untuk dinyatakan 
bertentangan dengan UUD 1945;  
2.b. Pengawasan  

Menimbang Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa 
Komisi Yudisial bersifat mandiri, mempunyai kewenangan pokok 
mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, juga memiliki wewenang lain 
dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, 
serta perilaku hakim. Dengan frasa ”dalam rangka menjaga dan 
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”, 
menurut Mahkamah Konstitusi, kewenangan KY sebagaimana dimaksud 
oleh ketentuan tersebut, walaupun dalam batas-batas tertentu dapat 
diartikan sebagai pengawasan, bukanlah kewenangan untuk melakukan 
pengawasan terhadap lembaga peradilan melainkan terhadap individu 
fungsionaris hakim. Sebagai pelaku kekuasan kehakiman, baik Mahkamah 
Agung dan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi merupakan 
kekuasaan yang merdeka (Pasal 24 UUD 1945) sehingga dalam 
melaksanakan kewenangan justisialnya lembaga peradilan tidak dapat 
diawasi oleh lembaga negara yang lain.  

[3.11.2] Bahwa selanjutnya Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 1-2/PUU-XII/2014 tanggal 13 Februari 2014 juga telah 
mempertimbangkan terkait dengan kewenangan Komisi Yudisial untuk 
mengawasi hakim konstitusi yang pada pokoknya sebagai berikut:  

 

 

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pemutus sengketa kewenangan 
konstitusional lembaga negara menjadi terganggu dan terjebak ke dalam 
anggapan sebagai pihak yang tidak dapat bersikap imparsial, khususnya 
apabila dalam praktik timbul persengketaan kewenangan antara KY 
dengan lembaga lain, seperti halnya dalam kasus persengketaan antara MA 
dan KY yang terkait dengan perkara a quo. Dengan demikian, ketentuan 
yang memperluas pengertian perilaku hakim dalam Pasal 24B ayat (1) 
UUD 1945 mencakup perilaku Hakim Konstitusi dapat mengebiri 
kewenangan dan menghalang-halangi pemenuhan tanggungjawab 
Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusionalitas mekanisme 
hubungan antarlembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 
1945. Padahal, dibentuknya Mahkamah Konstitusi berdasarkan UUD 1945 
adalah dalam rangka menjamin agar UUD 1945 dilaksanakan dengan 
sebaik-baiknya, termasuk dalam konteks hubungan-hubungan 
konstitusional antarlembaga negara. Oleh karena itu, salah satu 
kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana 
dimaksud oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, adalah untuk memutus 
sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan 
oleh UUD 1945;  

Terhadap kewenangan MK dimaksud, undang-undang tidak boleh 
melakukan pemandulan. Upaya pemandulan kewenangan Mahkamah 
Konstitusi tersebut, pertama, tercermin dengan ketentuan Pasal 65 UUMK 
yang berbunyi, “Mahkamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam 
sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan 
oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada 
Mahkamah Konstitusi”; kedua, pemandulan itu juga tercermin dalam 
ketentuan pasal-pasal UUKY yang memperluas pengertian perilaku hakim 
sehingga mencakup Hakim Konstitusi sebagai objek pengawasan oleh KY. 
Dengan kedua ketentuan di atas, kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai 
lembaga pemutus sengketa kewenangan lembaga negara menjadi mandul, 
khususnya dalam hal salah satu lembaga negara dimaksud adalah KY. 
Ketentuan undang-undang yang demikian, menurut Mahkamah Konstitusi, 
jelas bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, dalam Pasal 2 ayat 
(3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006, ketentuan 
Pasal 65 UUMK tersebut telah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi 
bahwa Mahkamah  Agung (MA) tidak dapat menjadi pihak, baik sebagai 
pemohon ataupun termohon, hanya dalam sengketa kewenangan teknis 
peradilan (justisial) Mahkamah Agung. Dengan kata lain, menurut 
Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dapat saja terlibat sebagai pihak 
dalam perkara sengketa kewenangan, sepanjang sengketa demikian tidak 
berkait dengan pelaksanaan wewenang teknis justisial Mahkamah Agung. 
Dengan demikian, sengketa yang timbul antara Mahkamah Agung dan 
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kebal dari sanksi etika maupun sanksi hukum apabila yang bersangkutan 
melakukan pelanggaran baik etika maupun tindak pidana yang masing-masing 
pelanggaran tersebut, telah tersedia tata cara dan forum penyelesaiannya.  

Dalam hubungannya dengan Komisi Yudisial, Mahkamah telah memutus 
dalam Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006, bertanggal 23 Agustus 2006, bahwa 
Hakim Mahkamah Konstitusi tidak terkait dengan ketentuan yang diatur dalam 
Pasal 24B UUD 1945. Komisi Yudisial bukanlah lembaga pengawas dari 
Mahkamah Konstitusi apalagi lembaga yang berwenang untuk menilai benar atau 
tidak benarnya putusan Mahkamah sebagai putusan lembaga peradilan. Dalam 
praktik negara hukum, tidak pernah terjadi di manapun putusan pengadilan 
dapat dinilai benar atau tidak benarnya oleh lembaga negara yang lain, alih-alih 
oleh sebuah komisi, bahkan komentar yang berlebihan dan tidak sewajarnya 
terhadap kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsinya menyelesaikan 
sengketa (dispute settlement) yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik 
yang meluas di banyak negara dikualifikasikan sebagai contempt of court. 
Kebebasan untuk menyatakan pendapat dijamin sebagai hak asasi manusia 
namun dalam hubungannya dengan kekuasaan kehakiman kebebasan tersebut 
dibatasi dengan mensyaratkan formalitas, bahkan pembatasan tersebut dapat 
berupa sanksi pidana sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang. Negara 
Eropa yang dapat dikatakan sebagai penganut demokrasi yang sangat liberal, 
bahkan membatasi kebebasan menyampaikan pendapat yang berkaitan dengan 
kekuasaan kehakiman. Hal demikian dapat ditemukan dalam Article 10 European 
Convention on Human Rights yang menyatakan:  
(1) Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include 

freedom to hold opinions and to recieve and impart information and ideas 
without interference by public authority and regardless of frontiers. This article 
shall not prevent States from requiring the licensing of broadcasting television 
or cinema enterprises.  

(2) The exercise of these freedom since it carries with it duties and responsibilities, 
may be subject to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are 
prescribed by law and are necessary in a democratic society, in the interests of 
national security, territorial integrity or public safety, for the prevention of 
disorder or crime, for the protection of health or morals, for the protection of 
the reputation or rights of others, for preventing the disclosure of information 
received in confidence, or for maintaining the authority and impartiality of the 
judiciary.  
Bahwa negara-negara Eropa yang berdasarkan demokrasi liberal dan sangat 

menjunjung tinggi kebebasan menyatakan pendapat membatasi kebebasan 
tersebut demi menjaga kewenangan dan imparsialitas lembaga peradilan, dan 
tentunya hal tersebut diperlukan untuk menegakkan negara hukum, bukan 
untuk kepentingan kekuasaan lembaga peradilan. Persoalannya justru 
bagaimana dengan sistem ketatanegaraan Indonesia yang tidak berdasarkan 

 

 

[3.22] Menimbang bahwa UU 4/2014 juga mengatur keterlibatan Komisi Yudisial 
dalam pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Terhadap ketentuan 
ini, menurut Mahkamah, bahwa checks and balances adalah suatu mekanisme 
yang diterapkan untuk mengatur hubungan antara kekuasaan legislatif dan 
eksekutif. Dalam praktik ketatanegaraan, seperti yang terjadi di Amerika Serikat, 
checks and balances diwujudkan dengan adanya hak veto oleh Presiden terhadap 
Undang-Undang yang telah disahkan oleh Kongres. Checks and balances tidak 
ditujukan kepada kekuasaan kehakiman karena antara kekuasaan kehakiman 
dan cabang kekuasaan yang lain berlaku pemisahan kekuasaan. Prinsip utama 
yang harus dianut oleh negara hukum maupun rule of law state adalah kebebasan 
kekuasaan yudisial atau kekuasaan kehakiman. Setiap campur tangan terhadap 
kekuasaan kehakiman dari lembaga negara apa pun yang menyebabkan tidak 
bebasnya kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsinya, akan mengancam 
prinsip negara hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan kehakiman bahkan 
mempunyai kewenangan untuk melakukan koreksi atas kekuasaan eksekutif dan 
kekuasaan legislatif. Koreksi terhadap kekuasaan eksekutif dilakukan dalam 
kasus atau perkara tata usaha negara, yaitu kewenangan pengadilan tata usaha 
negara untuk menyatakan keputusan tata usaha negara sebagai batal karena 
bertentangan dengan Undang-Undang. Selain itu, kewenangan lembaga peradilan 
untuk mengoreksi kekuasaan lembaga negara yang lain diwujudkan pula dengan 
adanya kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-
undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, sedangkan 
koreksi terhadap Undang-Undang dilakukan dengan memberi kewenangan 
kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian Undang-Undang 
terhadap Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, berdasarkan prinsip 
pemisahan kekuasaan dan kebebasan kekuasaan kehakiman, bentuk campur 
tangan apa pun kepada kekuasaan kehakiman adalah dilarang. Prinsip tersebut 
telah diterima secara universal dan UUD 1945 telah mengadopsinya dan dalam 
negara hukum tidak terdapat satu ketentuan pun yang membuka peluang 
kekuasaan lain untuk campur tangan kepada kekuasaan kehakiman;  

Bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dengan tegas menyatakan kekuasaan 
kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan 
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam UUD 1945 tidak ada 
satu ketentuan yang membatasi kebebasan kekuasaan kehakiman. Kebebasan 
kekuasaan kehakiman bukanlah sebuah privilege dari kekuasaan kehakiman itu 
sendiri, melainkan ruh dari kekuasaan kehakiman dalam sebuah negara hukum. 
Kebebasan kekuasaan kehakiman, sebagaimana dinyatakan oleh Montesquieu, 
adalah untuk melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan 
legislatif maupun kekuasaan eksekutif.  

Meskipun kekuasaan kehakiman tidak dapat diintervensi oleh cabang 
kekuasaan lain di luar kekuasaan kehakiman sebagaimana telah dijamin dalam 
UUD 1945, namun tidak berarti hakim, termasuk hakim konstitusi, terbebas atau 
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kebal dari sanksi etika maupun sanksi hukum apabila yang bersangkutan 
melakukan pelanggaran baik etika maupun tindak pidana yang masing-masing 
pelanggaran tersebut, telah tersedia tata cara dan forum penyelesaiannya.  

Dalam hubungannya dengan Komisi Yudisial, Mahkamah telah memutus 
dalam Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006, bertanggal 23 Agustus 2006, bahwa 
Hakim Mahkamah Konstitusi tidak terkait dengan ketentuan yang diatur dalam 
Pasal 24B UUD 1945. Komisi Yudisial bukanlah lembaga pengawas dari 
Mahkamah Konstitusi apalagi lembaga yang berwenang untuk menilai benar atau 
tidak benarnya putusan Mahkamah sebagai putusan lembaga peradilan. Dalam 
praktik negara hukum, tidak pernah terjadi di manapun putusan pengadilan 
dapat dinilai benar atau tidak benarnya oleh lembaga negara yang lain, alih-alih 
oleh sebuah komisi, bahkan komentar yang berlebihan dan tidak sewajarnya 
terhadap kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsinya menyelesaikan 
sengketa (dispute settlement) yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik 
yang meluas di banyak negara dikualifikasikan sebagai contempt of court. 
Kebebasan untuk menyatakan pendapat dijamin sebagai hak asasi manusia 
namun dalam hubungannya dengan kekuasaan kehakiman kebebasan tersebut 
dibatasi dengan mensyaratkan formalitas, bahkan pembatasan tersebut dapat 
berupa sanksi pidana sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang. Negara 
Eropa yang dapat dikatakan sebagai penganut demokrasi yang sangat liberal, 
bahkan membatasi kebebasan menyampaikan pendapat yang berkaitan dengan 
kekuasaan kehakiman. Hal demikian dapat ditemukan dalam Article 10 European 
Convention on Human Rights yang menyatakan:  
(1) Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include 

freedom to hold opinions and to recieve and impart information and ideas 
without interference by public authority and regardless of frontiers. This article 
shall not prevent States from requiring the licensing of broadcasting television 
or cinema enterprises.  

(2) The exercise of these freedom since it carries with it duties and responsibilities, 
may be subject to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are 
prescribed by law and are necessary in a democratic society, in the interests of 
national security, territorial integrity or public safety, for the prevention of 
disorder or crime, for the protection of health or morals, for the protection of 
the reputation or rights of others, for preventing the disclosure of information 
received in confidence, or for maintaining the authority and impartiality of the 
judiciary.  
Bahwa negara-negara Eropa yang berdasarkan demokrasi liberal dan sangat 

menjunjung tinggi kebebasan menyatakan pendapat membatasi kebebasan 
tersebut demi menjaga kewenangan dan imparsialitas lembaga peradilan, dan 
tentunya hal tersebut diperlukan untuk menegakkan negara hukum, bukan 
untuk kepentingan kekuasaan lembaga peradilan. Persoalannya justru 
bagaimana dengan sistem ketatanegaraan Indonesia yang tidak berdasarkan 

 

 

[3.22] Menimbang bahwa UU 4/2014 juga mengatur keterlibatan Komisi Yudisial 
dalam pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Terhadap ketentuan 
ini, menurut Mahkamah, bahwa checks and balances adalah suatu mekanisme 
yang diterapkan untuk mengatur hubungan antara kekuasaan legislatif dan 
eksekutif. Dalam praktik ketatanegaraan, seperti yang terjadi di Amerika Serikat, 
checks and balances diwujudkan dengan adanya hak veto oleh Presiden terhadap 
Undang-Undang yang telah disahkan oleh Kongres. Checks and balances tidak 
ditujukan kepada kekuasaan kehakiman karena antara kekuasaan kehakiman 
dan cabang kekuasaan yang lain berlaku pemisahan kekuasaan. Prinsip utama 
yang harus dianut oleh negara hukum maupun rule of law state adalah kebebasan 
kekuasaan yudisial atau kekuasaan kehakiman. Setiap campur tangan terhadap 
kekuasaan kehakiman dari lembaga negara apa pun yang menyebabkan tidak 
bebasnya kekuasaan kehakiman dalam menjalankan fungsinya, akan mengancam 
prinsip negara hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan kehakiman bahkan 
mempunyai kewenangan untuk melakukan koreksi atas kekuasaan eksekutif dan 
kekuasaan legislatif. Koreksi terhadap kekuasaan eksekutif dilakukan dalam 
kasus atau perkara tata usaha negara, yaitu kewenangan pengadilan tata usaha 
negara untuk menyatakan keputusan tata usaha negara sebagai batal karena 
bertentangan dengan Undang-Undang. Selain itu, kewenangan lembaga peradilan 
untuk mengoreksi kekuasaan lembaga negara yang lain diwujudkan pula dengan 
adanya kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-
undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, sedangkan 
koreksi terhadap Undang-Undang dilakukan dengan memberi kewenangan 
kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian Undang-Undang 
terhadap Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, berdasarkan prinsip 
pemisahan kekuasaan dan kebebasan kekuasaan kehakiman, bentuk campur 
tangan apa pun kepada kekuasaan kehakiman adalah dilarang. Prinsip tersebut 
telah diterima secara universal dan UUD 1945 telah mengadopsinya dan dalam 
negara hukum tidak terdapat satu ketentuan pun yang membuka peluang 
kekuasaan lain untuk campur tangan kepada kekuasaan kehakiman;  

Bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dengan tegas menyatakan kekuasaan 
kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan 
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam UUD 1945 tidak ada 
satu ketentuan yang membatasi kebebasan kekuasaan kehakiman. Kebebasan 
kekuasaan kehakiman bukanlah sebuah privilege dari kekuasaan kehakiman itu 
sendiri, melainkan ruh dari kekuasaan kehakiman dalam sebuah negara hukum. 
Kebebasan kekuasaan kehakiman, sebagaimana dinyatakan oleh Montesquieu, 
adalah untuk melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan 
legislatif maupun kekuasaan eksekutif.  

Meskipun kekuasaan kehakiman tidak dapat diintervensi oleh cabang 
kekuasaan lain di luar kekuasaan kehakiman sebagaimana telah dijamin dalam 
UUD 1945, namun tidak berarti hakim, termasuk hakim konstitusi, terbebas atau 
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paling lama 3 (tiga) bulan". Oleh karena ketentuan ini bukan mengatur pidana 
tetapi mengatur kewenangan yang didelegasikan, sehingga jika ternyata 
kewenangan tersebut tidak digunakan sesuai perintah maka kewenangan 
tersebut akan kadaluwarsa atau hapus. Sejak PERPU tersebut diundangkan 
sampai dengan tanggal 17 Januari 2014 tidak ditetapkan peraturan pelaksanaan 
oleh Presiden dalam bentuk Peraturan Pemerintah, sehingga tidak ada lagi 
kewenangan untuk membuat Peraturan Pemerintah. Pasal 87B telah habis masa 
berlakunya, artinya delegasi kewenangan membuat peraturan pelaksanaan telah 
daluwarsa;  

Permasalahan hukum ketiga timbul dari rumusan Pasal 87B ayat (3) a quo 
yang menyatakan, “Selama peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) belum ditetapkan, pembentukan Panel Ahli dan Majelis Kehormatan 
Hakim Konstitusi dilaksanakan oleh Komisi Yudisial.” Sebagaimana diuraikan 
sebelumnya, yang didelegasikan oleh Pasal 87B ayat (2) PERPU 1/2013 adalah 
pembuatan peraturan pelaksanaan, artinya delegasi untuk mengatur. Hal itu 
menurut Mahkamah, secara konstitusional bentuk hukumnya adalah Peraturan 
Pemerintah, sedangkan ayat (3) yang didelegasikan adalah kewenangan untuk 
membentuk Panel Ahli dan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang keduanya 
merupakan hal berbeda. Kewenangan membuat peraturan pelaksanaan akan 
menghasilkan peraturan yang bersifat umum, sedangkan kewenangan untuk 
membentuk Panel Ahli dan Majelis Kehormatan akan menghasilkan keputusan 
yang konkret; Bahwa hal berikutnya berkaitan dengan kapan kewenangan untuk 
membentuk Panel Ahli dan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Hal itu diatur 
dalam Pasal 87B ayat (3) UU 4/2014 yang menyatakan, "Selama peraturan 
pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, 
pembentukan Panel Ahli dan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi dilaksanakan 
oleh Komisi Yudisial". Sejak PERPU a quo diundangkan sampai dengan 
permohonan ini diajukan, peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2) belum ditetapkan, sehingga semestinya Komisi Yudisial sudah harus 
menetapkan Panel Ahli dan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Demikianlah 
maksud PERPU tersebut – terlepas konstitusional atau tidak konstitusionalnya – 
mengenai apa yang harus dilakukan oleh Komisi Yudisial menurut PERPU yang 
telah menjadi Undang-Undang tersebut. Pendapat Mahkamah di atas 
memperlihatkan secara jelas betapa rancunya PERPU a quo dibuat yang 
tujuannya adalah untuk melibatkan Komisi Yudisial dalam pengajuan Hakim 
Konstitusi dan pengawasan terhadap Mahkamah Konstitusi.  

Pelibatan Komisi Yudisial sebagaimana ketentuan dalam UU 4/2014 adalah 
merupakan bentuk penyelundupan hukum karena hal tersebut secara jelas 
bertentangan dengan Putusan Mahkamah Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 
Agustus 2006, yang menegaskan secara konstitusional bahwa Hakim Mahkamah 
Konstitusi tidak terkait dengan Komisi Yudisial yang mendapatkan kewenangan 
berdasarkan Pasal 24B UUD 1945. Terhadap tindakan penyelundupan hukum 

 

 

demokrasi liberal. Apakah dalam penggunaan hak kebebasannya dalam negara 
hukum akan lebih liberal dari negara-negara Eropa. Tentunya pembentuk 
Undang-Undang yang akan menjawabnya;  

Memang peran Komisi Yudisial dalam pembentukan Majelis Kehormatan 
tidaklah langsung, namun Pasal 87B UU 4/2014 menimbulkan banyak persoalan 
hukum. ayat (2) pasal a quo menyatakan, “Peraturan pelaksanaan dari Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang Undang ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) 
bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini 
diundangkan.”  

Permasalahan hukum pertama adalah apa yang dimaksud dengan peraturan 
pelaksanaan dari PERPU. Mahkamah berpendapat bahwa secara konstitusional 
PERPU memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan Undang-Undang. Oleh 
karenanya, peraturan pelaksanaan dari PERPU juga harus sama dengan 
peraturan pelaksanaan dari suatu Undang-Undang. Ketentuan yang termuat di 
dalam Pasal 87B UU 4/2014 ini bersifat umum. Artinya, peraturan pelaksanaan 
tersebut adalah peraturan pelaksanaan dari seluruh PERPU dan bukan 
pelaksanaan dari pasal tertentu saja. Oleh karena PERPU sama kekuatan 
mengikatnya dengan Undang-Undang, maka peraturan pelaksana yang dimaksud 
oleh pasal a quo secara konstitusional tidak ada lain kecuali Peraturan 
Pemerintah sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, 
“Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-
undang sebagaimana mestinya.” Dengan demikian, atas perintah ketentuan ini 
Pemerintah wajib membuat peraturan pelaksanaan.  

Permasalahan kedua menyangkut frasa yang menyatakan, "... harus 
ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang Undang ini diundangkan." Penjelasan Pasal 87B menyatakan, 
“Cukup jelas”. Dengan demikian, pasal ini harus dimaknai berdasar rumusan 
kalimat atau frasa yang tertulis dari aspek tatanan kalimat dan bahasa yang 
digunakan dan tidak dapat dimaknai di luar bahasa yang digunakan, serta bukan 
berdasar penafsiran perorangan atau Pemerintah maupun DPR, karena Undang-
Undang yang dinyatakan dalam simbol bahasa tersebut telah mengikat umum 
dan menjadi milik publik pula. Frasa yang menggunakan kata “harus”, pastilah 
punya makna normatif untuk ditaati. Apabila tidak ditaati berarti telah terjadi 
pelanggaran terhadap perintah “harus” tersebut. PERPU 1/2013 diundangkan 
pada tanggal 17 Oktober 2013. Tiga bulan dari tanggal tersebut jatuh pada 17 
Januari 2014 dan tidak ada Peraturan Pemerintah untuk pelaksanaan PERPU 
tersebut. Dengan demikian, sekarang telah terjadi pelanggaran. Sebuah 
pelanggaran menimbulkan konsekuensi hukum. Jika merupakan pelanggaran 
pidana dapat dijatuhi pidana. Ketentuan Pasal 87B bermaksud memberikan 
kewenangan delegatoir kepada pembuat peraturan pelaksana, namun jika dibaca 
rumusannya, ketentuan kewenangan delegatoir tersebut disyarati, yaitu, 
waktunya selama tiga bulan. Hal tersebut terbukti dari frasa "harus ditetapkan 
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paling lama 3 (tiga) bulan". Oleh karena ketentuan ini bukan mengatur pidana 
tetapi mengatur kewenangan yang didelegasikan, sehingga jika ternyata 
kewenangan tersebut tidak digunakan sesuai perintah maka kewenangan 
tersebut akan kadaluwarsa atau hapus. Sejak PERPU tersebut diundangkan 
sampai dengan tanggal 17 Januari 2014 tidak ditetapkan peraturan pelaksanaan 
oleh Presiden dalam bentuk Peraturan Pemerintah, sehingga tidak ada lagi 
kewenangan untuk membuat Peraturan Pemerintah. Pasal 87B telah habis masa 
berlakunya, artinya delegasi kewenangan membuat peraturan pelaksanaan telah 
daluwarsa;  

Permasalahan hukum ketiga timbul dari rumusan Pasal 87B ayat (3) a quo 
yang menyatakan, “Selama peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) belum ditetapkan, pembentukan Panel Ahli dan Majelis Kehormatan 
Hakim Konstitusi dilaksanakan oleh Komisi Yudisial.” Sebagaimana diuraikan 
sebelumnya, yang didelegasikan oleh Pasal 87B ayat (2) PERPU 1/2013 adalah 
pembuatan peraturan pelaksanaan, artinya delegasi untuk mengatur. Hal itu 
menurut Mahkamah, secara konstitusional bentuk hukumnya adalah Peraturan 
Pemerintah, sedangkan ayat (3) yang didelegasikan adalah kewenangan untuk 
membentuk Panel Ahli dan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi yang keduanya 
merupakan hal berbeda. Kewenangan membuat peraturan pelaksanaan akan 
menghasilkan peraturan yang bersifat umum, sedangkan kewenangan untuk 
membentuk Panel Ahli dan Majelis Kehormatan akan menghasilkan keputusan 
yang konkret; Bahwa hal berikutnya berkaitan dengan kapan kewenangan untuk 
membentuk Panel Ahli dan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Hal itu diatur 
dalam Pasal 87B ayat (3) UU 4/2014 yang menyatakan, "Selama peraturan 
pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, 
pembentukan Panel Ahli dan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi dilaksanakan 
oleh Komisi Yudisial". Sejak PERPU a quo diundangkan sampai dengan 
permohonan ini diajukan, peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2) belum ditetapkan, sehingga semestinya Komisi Yudisial sudah harus 
menetapkan Panel Ahli dan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi. Demikianlah 
maksud PERPU tersebut – terlepas konstitusional atau tidak konstitusionalnya – 
mengenai apa yang harus dilakukan oleh Komisi Yudisial menurut PERPU yang 
telah menjadi Undang-Undang tersebut. Pendapat Mahkamah di atas 
memperlihatkan secara jelas betapa rancunya PERPU a quo dibuat yang 
tujuannya adalah untuk melibatkan Komisi Yudisial dalam pengajuan Hakim 
Konstitusi dan pengawasan terhadap Mahkamah Konstitusi.  

Pelibatan Komisi Yudisial sebagaimana ketentuan dalam UU 4/2014 adalah 
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ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, organisasi, dan tata beracara 
persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diatur dalam peraturan 
Mahkamah Konstitusi.  

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di 
atas, Mahkamah dalam amar putusan a quo akan menyatakan Pasal 27A ayat (2) 
huruf b UU 7/2020 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan 
hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa “1 (satu) orang anggota 
Komisi Yudisial” tidak dimaknai “1 (orang) dari unsur tokoh masyarakat yang 
memiliki integritas tinggi yang memahami hukum dan konstitusi serta tidak 
menjadi anggota dari partai politik manapun”.  

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum 
tersebut di atas, dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. 
Sedangkan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dianggap tidak 
ada relevansinya 
 

F. AMAR PUTUSAN 
5. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.  

6. Menyatakan Pasal 27A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 
Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 42 
Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “1 (satu) orang anggota Komisi 
Yudisial” tidak dimaknai “1 (orang) dari unsur tokoh masyarakat yang memiliki 
integritas tinggi yang memahami hukum dan konstitusi serta tidak menjadi 
anggota dari partai politik manapun”.  

7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 
sebagaimana mestinya.  

 

G. PENUTUP 
5. Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 56/PUU-

XX/2022 sebagaimana diuraikan diatas, untuk memberikan kepastian hukum 
pada Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 7/2020, Pusat Pemantauan Pelaksanaan 
Undang-Undang memberikan saran sebagai berikut: 
a. Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022 

sebagai bahan dalam penyusunan Prolegnas Daftar Kumulatif Terbuka. 
b. Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XX/2022 

sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan UU 7/2020. 

 

 

yang demikian maupun tindakan yang inkonstitusional lainnya harus dikoreksi 
oleh Mahkamah melalui upaya judicial review ini demi menjaga tegaknya 
konstitusi.  

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam kedua 
putusan tersebut, menurut Mahkamah dengan adanya anggota Majelis 
Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang salah satunya adalah dari unsur anggota 
Komisi Yudisial sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27A ayat (2) huruf b UU 
7/2020 hal tersebut tidaklah sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam 
kedua putusan Mahkamah tersebut, karena dalam pertimbangan putusan 
tersebut di atas, Mahkamah pada pokoknya antara lain telah secara nyata 
menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan yang merdeka 
sehingga dalam melaksanakan kewenangan justisialnya lembaga peradilan tidak 
dapat diawasi oleh lembaga negara yang lain. Dengan kata lain, pengawasan 
terhadap Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dinilai 
Mahkamah bertentangan dengan UUD 1945 karena kewenangan Mahkamah 
Konstitusi sebagai lembaga peradilan menjadi tidak dapat mewujudkan sifat 
independensi dan imparsialitasnya. Hal tersebut sama halnya apabila dalam 
keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang masih tetap 
melibatkan Komisi Yudisial dalam melakukan penilaian (pengawasan) terhadap 
kinerja Hakim Konstitusi sehingga pada akhirnya hal tersebut tetap 
menempatkan atau menjadikan Hakim Konstitusi sebagai objek pengawasan oleh 
Komisi Yudisial. Padahal, dibentuknya Mahkamah Konstitusi berdasarkan UUD 
1945 adalah dalam rangka menjamin agar UUD 1945 dilaksanakan dengan 
sebaik-baiknya, termasuk dalam konteks hubungan-hubungan konstitusional 
antarlembaga negara. Sehingga, Mahkamah dalam menjalankan tugasnya sehari-
hari dapat merasa bebas merdeka tanpa tekanan dari pihak manapun.  

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut 
Mahkamah dalam keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak 
lagi melibatkan Komisi Yudisial sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 27A 
ayat (2) huruf b UU 7/2020. Namun, agar tidak terjadi kekosongan keanggotaan 
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (stagnan) dari salah satu unsur 
sebelum dilakukannya perubahan oleh pembentuk undang-undang, maka 
Mahkamah dapat menentukan pengganti unsur yang berasal dari Komisi Yudisial 
adalah dari unsur tokoh masyarakat yang memiliki integritas tinggi yang 
memahami hukum dan konstitusi serta tidak menjadi anggota dari partai politik 
manapun, dalam rangka menjamin sikap netral dan independen keanggotaan 
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi nantinya. Sehingga, dengan adanya 
penggantian komposisi tersebut Mahkamah dapat segera melanjutkan 
penyusunan Peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai Majelis Kehormatan 
Mahkamah Konstitusi yang saat ini sedang disusun oleh Mahkamah sebagaimana 
diperintahkan oleh Pasal 27A ayat (7) UU a quo yang menyatakan pada pokoknya 
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6. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan yang bersifat final 
dan mengikat (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh) serta 
langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dan 
bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi dan 
dilaksanakan oleh seluruh organ penyelenggara Negara, organ penegak hukum 
dan warga Negara. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi dalam 
Perkara Nomor 56/PUU-XX/2022 mengenai materi muatan pasal/ayat dalam 
UU 7/2020 yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, agar tidak menimbulkan 
kekosongan hukum, dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan 
Perubahan UU 7/2020. 
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